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PENGANTAR

Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas 
Perempuan) adalah lembaga independen yang didirikan pada tanggal 
15 Oktober 1998, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 181 Tahun 
1998 yang kemudian diperbaharui dengan Peraturan Presiden Republik 
Indonesia Nomor 65 Tahun 2005 (disingkat Perpres No. 65/2005). 
Komnas Perempuan lahir dari tuntutan masyarakat sipil pada 
tanggungjawab pemerintah atas tragedi kekerasan seksual terutama 
yang menimpa perempuan etnis Tionghoa dalam kerusuhan Mei 1998. 
Komnas Perempuan sebagai lembaga nasional Hak Asasi Manusia 
khususnya perempuan, tentu akan menyebarluaskan perspektif Hak 
Asasi Manusia dan Gender dalam kerja-kerjanya.

Perpres No. 65/2005 memberikan mandat Komnas Perempuan 
antara lain: Menyebarluaskan pemahaman atas segala bentuk kekerasan 
terhadap perempuan Indonesia dan upaya-upaya pencegahan dan 
penanggulangan serta penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap 
perempuan; melaksanakan pengkajian dan penelitian terhadap 
berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berbagai 
instrumen internasional yang relevan bagi perlindungan bagi hak-hak 
asasi perempuan; serta memberikan saran dan pertimbangan kepada 
pemerintah/eksekutif, lembaga legislatif dan yudikatif serta organisasi-
organisasi masyarakat guna mendorong penyusunan dan pengesahan 
kerangka hukum dan kebijakan yang mendukung upaya-upaya 
pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap 
perempuan, serta perlindungan penegakan dan pemajuan hak-hak asasi 
perempuan.

Sejak tahun 2003, Komnas Perempuan bermitra dengan LBH Apik, 
Derap Warapsari dan Pusat Kajian Wanita dan Jender Universitas 
Indonesia berupaya melakukan program dalam rangka reformasi 
hukum dan kebijakan berperspektif Hak Asasi Manusia dan Gender, 
terutama terkait penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan. 
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Keempat lembaga bersama-sama dengan pihak Aparat Penegak Hukum 
(APH), yaitu Hakim, Jaksa, Polisi dan Advokat, serta masyarakat sipil 
melakukan berbagai upaya mendorong terwujudnya keadilan terutama 
bagi perempuan korban kekerasan, misalnya dengan menyediakan 
bahan referensi, modul pelatihan, pelatihan dan advokasi ke berbagai 
pihak APH. Salah satu yang diperjuangkan untuk terwujudnya 
keadilan bagi korban, Komnas Perempuan dan mitra-mitra mendorong 
terwujudnya Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Integrated Criminal 
Justice System) yang berkembang dalam hukum pidana di Indonesia. 
Sistem Peradilan Pidana Terpadu yang dikembangkan di Indonesia 
belum secara eksplisit membicarakan soal penanganan kasus-kasus 
kekerasan terhadap perempuan. Oleh sebab itu, Komnas Perempuan 
dan mitra mengembangkan konsep Sistem Peradilan Pidana Terpadu 
Penanganan Kasus-Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (disingkat 
SPPT–PKKTP).

Pemahaman SPPT–PKKTP ini penting bagi seluruh aparat penegak 
hukum khususnya di kalangan peradilan umum, karena SPPT-PKKTP 
ini dibangun dengan perspektif HAM dan Gender terutama untuk 
memberikan perlindungan kepada korban kekerasan.

Untuk itu meningkatkan pemahaman tersebut, maka berdasarkan 
evaluasi penyelenggaraan kegiatan itu perlu untuk membuat 
“Kumpulan Kebijakan Terkait Penanganan Kasus-Kasus Kekerasan 
Terhadap Perempuan Berperspektif Hak Asasi Manusia dan Gender”. 
Buku ini merupakan lanjutan dari buku referensi Penanganan Kasus-
kasus Kekerasan Terhadap Perempuan di Lingkungan Peradilan Umum 
yang pernah diterbitkan Komnas Perempuan pada tahun 2009 dan 
pelengkap dari Modul Pelatihan “Mewujudkan Sensitivitas Hak Asasi 
Manusia dan Gender Bagi Aparat Penegak Hukum Dalam Penanganan 
Kasus-Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan di Lingkungan Peradilan 
Umum”. 

Buku ini disusun untuk mempermudah APH memahami kebijakan 
dan peraturan perundang-undangan yang mendukung terlaksananya 
penegakan hukum dalam penanganan kasus-kasus kekerasan terhadap 
perempuan yang berperspektif Hak Asasi Manusia dan Gender. Ide 
penulisan buku ini dilatarbelakangi oleh keterbatasan buku referensi 
yang dimiliki oleh APH, terutama yang berada di daerah.
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Buku ini disusun atas kerjasama dari berbagai pihak. Oleh sebab 
itu pada kesempatan ini, Komnas Perempuan juga mengucapkan 
terimakasih kepada: pihak Sekretaris Kabinet dan Sekretaris Negara 
Republik Indonesia yang telah memberikan bahan-bahan berbagai 
peraturan perundang-undangan yang dibutuhkan. Dan juga kepada tim 
penyusun dan diskusi, yaitu Kunthi Tridewiyanti, Ninik Rahayu, Tumbu 
Saraswati, Danielle Samsoeri, Asmaul Khusnaeny, Ema Mukaramah dan 
Andyta Fajarini, yang telah menelisik secara cermat berbagai peraturan 
perundang-undangan itu. 

Semoga buku ini bermanfaat.

Jakarta, November 2011

Yuniyanti Chuzaifah                                        
Ketua Komnas Perempuan
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1. Instrumen Internasional



Deklarasi Universal 
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DEKLARASI UNIVERSAL 
HAK-HAK ASASI MANUSIA

Diterima dan diumumkan oleh Majelis Umum PBB
pada tanggal 10 Desember 1948 melalui resolusi 217 A (III)

Mukadimah

Menimbang, bahwa pengakuan atas martabat alamiah dan hak-hak yang 
sama dan tidak dapat dicabut dari semua anggota keluarga manusia 
adalah dasar kemerdekaan, keadilan dan perdamaian di dunia.

Menimbang, bahwa mengabaikan dan memandang rendah hak-
hak manusia telah mengakibatkan perbuatan-perbuatan bengis 
yang menimbulkan rasa kemarahan hati nurani umat manusia, dan 
terbentuknya suatu dunia tempat manusia akan mengecap nikmat 
kebebasan berbicara dan beragama serta kebebasan dari rasa takut dan 
kekurangan telah dinyatakan sebagai cita-cita yang tertinggi dari rakyat 
biasa.

Menimbang, bahwa hak-hak manusia perlu dilindungi dengan peraturan 
hukum, supaya orang tidak akan terpaksa memilih jalan pemberontakan 
sebagai usaha terakhir guna menentang kelaliman dan penjajahan. 
Menimbang, bahwa pembangunan hubungan persahabatan di antara 
negara-negara perlu ditingkatkan.

Menimbang, bahwa bangsa-bangsa dari Perserikatan Bangsa-Bangsa di 
dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa telah menegaskan kembali 
kepercayaan mereka pada hak-hak dasar dari manusia, akan martabat 
dan nilai seseorang manusia dan akan hak-hak yang sama dari laki-laki 
maupun perempuan, dan telah memutuskan akan mendorong kemajuan 
sosial dan tingkat hidup yang lebih baik dalam kemerdekaan yang lebih 
luas. 

Menimbang, bahwa Negara-negara Anggota telah berjanji untuk 
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mencapai kemajuan dalam penghargaan dan penghormatan umum 
terhadap hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan yang asasi, 
dalam kerja sama dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa. 

Menimbang, bahwa pemahaman yang sama mengenai hak-hak dan 
kebebasan-kebebasan tersebut sangat penting untuk pelaksanaan yang 
sungguh-sungguh dari janji tersebut, maka dengan ini.

Majelis Umum,

Memproklamasikan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia sebagai 
suatu standar umum untuk keberhasilan bagi semua bangsa dan 
semua negara, dengan tujuan agar setiap orang dan setiap badan di 
dalam masyarakat, dengan senantiasa mengingat Deklarasi ini, akan 
berusaha dengan cara mengajarkan dan memberikan pendidikan 
guna menggalakkan penghargaan terhadap hak-hak dan kebebasan-
kebebasan tersebut, dan dengan jalan tindakan-tindakan yang progresif 
yang bersifat nasional maupun internasional, menjamin pengakuan dan 
penghormatannya yang universal dan efektif, baik oleh bangsa-bangsa 
dari Negara-negara Anggota sendiri maupun oleh bangsa-bangsa dari 
wilayah-wilayah yang ada di bawah kekuasaan hukum mereka.

Pasal 1
Semua orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak-
hak yang sama. Mereka dikaruniai akal dan hati nurani dan hendaknya 
bergaul satu sama lain dalam persaudaraan.

Pasal 2
Setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan-kebebasan yang 
tercantum di dalam Deklarasi ini dengan tidak ada pengecualian apa 
pun, seperti pembedaan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, 
politik atau pandangan lain, asal-usul kebangsaan atau kemasyarakatan, 
hak milik, kelahiran ataupun kedudukan lain. Selanjutnya, tidak akan 
diadakan pembedaan atas dasar kedudukan politik, hukum atau 
kedudukan internasional dari negara atau daerah dari mana seseorang 
berasal, baik dari negara yang merdeka, yang berbentuk wilayah-wilayah 
perwalian, jajahan atau yang berada di bawah batasan kedaulatan yang 
lain.
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Pasal 3
Setiap orang berhak atas kehidupan, kebebasan dan keselamatan sebagai 
induvidu. 

Pasal 4
Tidak seorang pun boleh diperbudak atau diperhambakan; perhambaan 
dan perdagangan budak dalam bentuk apa pun mesti dilarang.

Pasal 5
Tidak seorang pun boleh disiksa atau diperlakukan secara kejam, 
diperlakukan atau dihukum secara tidak manusiawi atau dihina.

Pasal 6
Setiap orang berhak atas pengakuan di depan hukum sebagai manusia 
pribadi dimana saja ia berada.

Pasal 7
Semua orang sama di depan hukum dan berhak atas perlindungan 
hukum yang sama tanpa diskriminasi. Semua berhak atas perlindungan 
yang sama terhadap setiap bentuk diskriminasi yang bertentangan 
dengan Deklarasi ini, dan terhadap segala hasutan yang mengarah pada 
diskriminasi semacam ini.

Pasal 8
Setiap orang berhak atas pemulihan yang efektif dari pengadilan 
nasional yang kompeten untuk tindakan-tindakan yang melanggar hak-
hak dasar yang diberikan kepadanya oleh Undang-Undang Dasar atau 
hukum.

Pasal 9
Tidak seorang pun boleh ditangkap, ditahan atau dibuang dengan 
sewenang-wenang.

Pasal 10
Setiap orang, dalam persamaan yang penuh, berhak atas peradilan 
yang adil dan terbuka oleh pengadilan yang bebas dan tidak memihak, 
dalam menetapkan hak dan kewajiban-kewajibannya serta dalam setiap 
tuntutan pidana yang dijatuhkan kepadanya.
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Pasal 11
(1) 	 Setiap orang yang dituntut karena disangka melakukan suatu tindak 

pidana dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya 
menurut hukum dalam suatu pengadilan yang terbuka, di mana dia 
memperoleh semua jaminan yang perlukan untuk pembelaannya.

(2) 	 Tidak seorang pun boleh dipersalahkan melakukan tindak pidana 
karena perbuatan atau kelalaian yang tidak merupakan suatu 
tindak pidana menurut undang-undang nasional atau internasional, 
ketika perbuatan tersebut dilakukan. Juga tidak diperkenankan 
menjatuhkan hukuman yang lebih berat dari pada hukum yang 
seharusnya dikenakan ketika pelanggaran pidana itu dilakukan.

Pasal 12
Tidak seorang pun boleh diganggu urusan pribadinya, keluarganya, 
rumah tangganya atau hubungan surat menyuratnya dengan 
sewenang-wenang, juga tidak diperkenankan melakukan pelanggaran 
atas kehormatan dan nama baiknya. Setiap orang berhak mendapat 
perlindungan hukum terhadap gangguan atau pelanggaran seperti ini.

Pasal 13
(1) 	 Setiap orang berhak atas kebebasan bergerak dan berdiam di dalam 

batas-batas setiap negara.
(2)	 Setiap orang berhak meninggalkan suatu negeri, termasuk negerinya 

sendiri, dan berhak kembali ke negerinya.

Pasal 14
(1) 	 Setiap orang berhak mencari dan mendapatkan suaka di negeri lain 

untuk melindungi diri dari pengejaran.
(2) 	 Hak ini tidak berlaku untuk kasus pengejaran yang benar-benar 

timbul karena kejahatan-kejahatan yang tidak berhubungan dengan 
politik, atau karena perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan 
tujuan dan dasar Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Pasal 15
(1)	  Setiap orang berhak atas sesuatu kewarganegaraan.
(2)	 Tidak seorang pun dengan semena-mena dapat dicabut 

kewarganegaraannya atau ditolak hanya untuk mengganti 
kewarganegaraannya.
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Pasal 16
(1) 	 Laki-laki dan Perempuan yang sudah dewasa, dengan tidak dibatasi 

kebangsaan, kewarganegaraan atau agama, berhak untuk menikah 
dan untuk membentuk keluarga. Mereka mempunyai hak yang 
sama dalam soal perkawinan, di dalam masa perkawinan dan disaat 
perceraian.

(2) 	 Perkawinan hanya dapat dilaksanakan berdasarkan pilihan bebas 
dan persetujuan penuh oleh kedua mempelai.

(3) 	 Keluarga adalah kesatuan yang alamiah dan fundamental dari 
masyarakat dan berhak mendapatkan perlindungan dari masyarakat 
dan Negara.

Pasal 17
(1) 	 Setiap orang berhak memiliki harta, baik sendiri maupun bersama-

sama dengan orang lain.
(2)	 Tidak  seorang    pun  boleh dirampas   harta   miliknya dengan 

semena-mena.

Pasal 18
Setiap orang berhak atas kebebasan pikiran, hati nurani dan agama; 
dalam hal ini termasuk kebebasan berganti agama atau kepercayaan, 
dengan kebebasan untuk menyatakan agama atau kepercayaan dengan 
cara mengajarkannya, melakukannya, beribadat dan mentaatinya, baik 
sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, di muka umum 
maupun sendiri.

Pasal 19
Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan 
pendapat; dalam hal ini termasuk kebebasan menganut pendapat tanpa 
mendapat gangguan, dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan 
keterangan-keterangan dan pendapat dengan cara apapun dan dengan 
tidak memandang batas-batas.

Pasal 20
(1)	 Setiap orang mempunyai hak atas kebebasan berkumpul dan 

berserikat tanpa kekerasan.
(2)	 Tidak seorang pun  boleh dipaksa  untuk memasuki suatu 

perkumpulan.
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Pasal 21
(1) 	 Setiap orang berhak turut serta dalam pemerintahan negaranya, 

secara langsung atau melalui wakil-wakil yang dipilih dengan 
bebas.

(2) 	 Setiap orang berhak atas kesempatan yang sama untuk diangkat 
dalam jabatan pemerintahan negaranya.

(3) 	 Kehendak rakyat harus menjadi dasar kekuasaan pemerintah; 
kehendak ini harus dinyatakan dalam pemilihan umum yang 
dilaksanakan secara berkala dan murni, dengan hak pilih yang 
bersifat umum dan sederajat, dengan pemungutan suara secara 
rahasia ataupun dengan prosedur lain yang menjamin kebebasan 
memberikan suara.

 
Pasal 22

Setiap orang, sebagai anggota masyarakat, berhak atas jaminan sosial dan 
berhak akan terlaksananya hak-hak ekonomi, sosial dan budaya yang 
sangat diperlukan untuk martabat dan pertumbuhan bebas pribadinya, 
melalui usaha-usaha nasional maupun kerjasama internasional, dan 
sesuai dengan pengaturan serta sumber daya setiap negara.

Pasal 23
(1) 	 Setiap orang berhak atas pekerjaan, berhak dengan bebas 

memilih pekerjaan, berhak atas syarat-syarat perburuhan yang 
adil dan menguntungkan serta berhak atas perlindungan dari 
pengangguran.

(2) 	 Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak atas pengupahan yang 
sama untuk pekerjaan yang sama.

(3) 	 Setiap orang yang bekerja berhak atas pengupahan yang adil dan 
menguntungkan, yang memberikan jaminan kehidupan yang 
bermartabat baik untuk dirinya sendiri maupun keluarganya, dan 
jika perlu ditambah dengan perlindungan sosial lainnya.

(4) 	 Setiap orang berhak mendirikan dan memasuki serikat-serikat 
pekerja untuk melindungi kepentingannya.

Pasal 24
Setiap orang berhak atas istirahat dan liburan, termasuk pembatasan-
pembatasan jam kerja yang layak dan hari liburan berkala, dengan tetap 
menerima upah.
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Pasal 25
(1) 	 Setiap orang berhak atas tingkat hidup yang memadai untuk 

kesehatan dan kesejahteraan dirinya dan keluarganya, termasuk 
hak atas pangan, pakaian, perumahan dan perawatan kesehatan 
serta pelayanan sosial yang diperlukan, dan berhak atas jaminan 
pada saat menganggur, menderita sakit, cacat, menjadi janda/duda, 
mencapai usia lanjut atau keadaan lainnya yang mengakibatkannya 
kekurangan nafkah, yang berada di luar kekuasaannya.

(2) 	 Ibu dan anak-anak berhak mendapat perawatan dan bantuan 
istimewa. Semua anak-anak, baik yang dilahirkan di dalam maupun 
di luar perkawinan, harus mendapat perlindungan sosial yang 
sama.

Pasal 26
(1) 	 Setiap orang berhak memperoleh pendidikan. Pendidikan harus 

dengan cuma-cuma, setidak-tidaknya untuk tingkatan sekolah 
rendah dan pendidikan dasar. Pendidikan rendah harus diwajibkan. 
Pendidikan teknik dan kejuruan secara umum harus terbuka bagi 
semua orang, dan pendidikan tinggi harus dapat dimasuki dengan 
cara yang sama oleh semua orang, berdasarkan kepantasan.

(2) 	 Pendidikan harus ditujukan ke arah perkembangan pribadi yang 
seluas-luasnya serta untuk mempertebal penghargaan terhadap 
hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan dasar. Pendidikan 
harus menggalakkan saling pengertian, toleransi dan persahabatan 
di antara semua bangsa, kelompok ras maupun agama, serta harus 
memajukan kegiatan Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam memelihara 
perdamaian.

(3) 	 Orang tua mempunyai hak utama dalam memilih jenis pendidikan 
yang akan diberikan kepada anak-anak mereka.

Pasal 27
(1) 	 Setiap orang berhak untuk turut serta dalam kehidupan kebudayaan 

masyarakat dengan bebas, untuk menikmati kesenian, dan untuk 
turut mengecap kemajuan dan manfaat ilmu pengetahuan.

(2) 	 Setiap orang berhak untuk memperoleh perlindungan atas 
keuntungan-keuntungan moril maupun material yang diperoleh 
sebagai hasil karya ilmiah, kesusasteraan atau kesenian yang 
diciptakannya.
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Pasal 28
Setiap orang berhak atas suatu tatanan sosial dan internasional di mana 
hak-hak dan kebebasan-kebebasan yang termaktub di dalam Deklarasi 
ini dapat dilaksanakan sepenuhnya.

Pasal 29
(1) 	 Setiap orang mempunyai kewajiban terhadap masyarakat tempat 

satu-satunya dimana dia dapat mengembangkan kepribadiannya 
dengan bebas dan penuh.

(2) 	 Dalam menjalankan hak-hak dan kebebasan-kebebasannya, setiap 
orang harus tunduk hanya pada pembatasan-pembatasan yang 
ditetapkan oleh undang-undang yang tujuannya semata-mata untuk 
menjamin pengakuan serta penghormatan yang tepat terhadap hak-
hak dan kebebasan-kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi 
syarat-syarat yang adil dalam hal kesusilaan, ketertiban dan 
kesejahteraan umum dalam suatu masyarakat yang demokratis.

(3) 	 Hak-hak dan kebebasan-kebebasan ini dengan jalan bagaimana pun 
sekali-kali tidak boleh dilaksanakan bertentangan dengan tujuan 
dan prinsip-prinsip Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Pasal 30
Tidak sesuatu pun di dalam Deklarasi ini boleh ditafsirkan memberikan 
sesuatu Negara, kelompok ataupun seseorang, hak untuk terlibat di 
dalam kegiatan apa pun, atau melakukan perbuatan yang bertujuan 
merusak hak-hak dan kebebasan-kebebasan yang mana pun yang 
termaktub di dalam Deklarasi ini.



12

2. Instrumen Nasional



Undang - Undang Nomor 39 Tahun 1999

Tentang

Hak Asasi Manusia
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UNDANG - UNDANG NOMOR 39 TAHUN 1999
TENTANG

HAK ASASI MANUSIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Presiden Republik Indonesia,

Menimbang :  a. 	 bahwa manusia, sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang 
Maha Esa yang mengemban tugas mengelola dan 
memelihara alam semesta dengan penuh ketakwaan 
dan penuh tanggung jawab untuk kesejahteraan 
umat manusia, oleh pencipta-Nya dianugerahi 
hak asasi untuk menjamin keberadaan harkat dan 
martabat kemuliaan dirinya serta keharmonisan 
lingkungannya;

b. 	 bahwa hak asasi manusia merupakan hak dasar yang 
secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat 
universal dan langgeng, oleh karena itu harus 
dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh 
diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun;

c. 	 bahwa selain hak asasi manusia, manusia juga 
mempunyai kewajiban dasar antara manusia yang 
satu terhadap yang lain dan terhadap masyarakat 
secara keseluruhan dalam kehidupan bermasyarakat, 
berbangsa, dan bernegara;

d. 	 bahwa bangsa Indonesia sebagai anggota Perserikatan 
Bangsa-Bangsa mengemban tanggung jawab 
moral dan hukum untuk menjunjung tinggi dan 
melaksanakan Deklarasi Universitas tentang Hak 
Asasi Manusia yang ditetapkan oleh Perserikatan 
Bangsa-Bangsa, serta berbagai instrumen yang telah 
diterima oleh negara Republik Indonesia;
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e. 	 bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, b, c, dan d dalam rangka 
melaksanakan Ketetapan Majelis Permusyawaratan 
Rakyat Republik Indonesia Nomor XVII/MPR/1998 
tentang Hak Asasi Manusia, perlu membentuk 
Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia;

Mengingat :       1. 	Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 26, Pasal 27, 
Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33 
ayat (1) dan ayat (3), Pasal 34 Undang-Undang Dasar 
1945;

2.	 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik 
Indonesia Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi 
Manusia;

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :	U NDANG-UNDANG TENTANG HAK ASASI 
MANUSIA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:
1. 	 Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada 

hakikat dan keberadaan manusia sebagai mahluk Tuhan Yang Maha 
Esa dan merupakan anugrah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung 
tinggi dan dilindungi oleh negara hukum, Pemerintahan, dan setiap 
orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat 
manusia.

 2. 	 Kewajiban dasar manusia adalah seperangkat kewajiban yang 
apabila tidak dilaksanakan, tidak memungkinkan terlaksana dan 
tegaknya hak asasi manusia.

 3.	 Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan 
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yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan 
manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, 
status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, 
yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan 
pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan 
kebebasan dasar dalam kehidupan baik individu maupun kolektif 
dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek 
kehidupan lainnya.

  4. 	 Penyiksaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, 
sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang hebat, 
baik jasmani maupun rohani pada seseorang untuk memperoleh 
pengakuan atau keterangan dari seseorang atau dari orang ketiga, 
dengan menghukumnya atas suatu perbuatan yang telah dilakukan 
atau diduga telah dilakukan oleh seseorang atau orang ketiga, atau 
mengancam atau memaksa seseorang atau orang ketiga, atau untuk 
suatu alasan yang didasarkan pada setiap bentuk diskriminasi, 
apabila rasa sakit atau penderitaan tersebut ditimbulkan oleh, atas 
hasutan dari, dengan persetujuan, atau sepengetahuan siapapun 
dan atau pejabat publik.

5.	 Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan 
belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam 
kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.

6. 	 Pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang 
atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja 
maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum 
mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak 
asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh 
Undang-Undang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan 
tidak memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, 
berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.

7. 	 Komisi Nasional Hak Asasi yang selanjutnya disebut Komnas 
HAM adalah lembaga mandiri yang berkedudukan setingkat dalam 
negara lainya yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, 
penyaluran, pemantauan, dan mediasi hak asasi manusia.
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BAB II
ASAS-ASAS DASAR

Pasal 2
Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi 
manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati 
melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, 
dihormati, dan ditegakkan demi peringatan martabat kemanusiaan, 
kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan.

Pasal 3
(1) 	 Setiap orang dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat manusia 

yang sama dan sederajat serta dikaruniai akal dan hati nurani untuk 
hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam semangat 
persaudaraan.

(2) 	 Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan 
perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum 
dalam semangat di depan hukum.

(3) 	 Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan 
kebebasan manusia, tanpa diskriminasi.

Pasal 4
Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, 
pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak 
untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan 
hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah 
hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun 
dan oleh siapapun.

Pasal 5
(1)	 Setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut 

dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai 
dengan martabat kemanusiaanya di depan hukum.

(2)	 Setiap orang berhak mendapat bantuan dan perlindungan yang adil 
dari pengadilan yang objektif dan tidak berpihak.

(3)	 Setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan 
berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan 
dengan kekhususannya.
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Pasal 6
(1)	 Dalam rangka penegakan hak asasi manusia, perbedaan dan 

kebutuhan dalam masyarakat hukum adat harus diperhatikan dan 
dilindungi oleh hukum, masyarakat, dan pemerintah.

(2)	 Identitas budaya masyarakat hukum adat, termasuk hak atas tanah 
ulayat dilindungi, selaras dengan perkembangan zaman.

Pasal 7
(1) 	 Setiap orang berhak untuk menggunakan semua upaya hukum 

nasional dan forum internasional atas semua pelanggaran hak 
asasi manusia yang dijamin oleh hukum Indonesia dan hukum 
internasional mengenai hak asasi manusia yang telah diterima 
negara Republik Indonesia.

(2)	 Ketentuan hukum internasional yang telah diterima negara Republik 
Indonesia yang menyangkut hak asasi manusia menjadi hukum 
nasional.

Pasal 8
Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia 
terutama menjadi tanggung jawab Pemerinta

BAB III
HAK ASASI MANUSIA DAN KEBEBASAN DASAR MANUSIA

Bagian Kesatu
Hak untuk Hidup

Pasal 9
(1)	 Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan 

meningkatkan taraf kehidupannya.
(2)	 Setiap orang berhak hidup tentram, aman, damai, bahagia, sejahtera 

lahir dan batin.
(3)	 Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Bagian Kedua
Hak berkeluarga dan Melanjutkan Keturunan

Pasal 10
(1)	 Setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan 
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keturunan melalui pernikahan yang sah.
(2)	 Perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung atas kehendak 

bebas calon suami dan calon istri yang bersangkutan, sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Hak Menggembangkan Diri

Pasal 11
Setiap orang berhak atas pemenuhan kebutuhan dasarnya untuk tumbuh 
dan berkembang secara layak.

Pasal 12
Setiap orang berhak atas perlindungan bagi pengembangan pribadinya, 
untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya, dan 
meningkatkan kualitas hidupnya agar menjadi manusia yang beriman, 
bertaqwa, bertanggung jawab, berakhlak mulia, bahagia, dan sejahtera 
sesuai dengan hak asasi manusia.

Pasal 13
Setiap orang berhak untuk mengembangkan dan memperoleh manfaat 
dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya sesuai dengan 
martabat manusia demi kesejahteraan pribadinya, bangsa, dan umat 
manusia.

Pasal 14
(1)	 Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh 

informasi yang diperlukan untuk mengembangkan pribadi dan 
lingkungan sosialnya.

(2)	 Setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, 
menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan 
menggunakan sejenis sarana yang tersedia.

Pasal 15
Setiap orang berhak untuk memperjuangkan hak pengembangan dirinya, 
baik secara pribadi maupun kolektif, untuk membangun masyarakat, 
bangsa, dan negaranya.
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Pasal 16
Setiap orang berhak untuk melakukan pekerjaan sosial dan kebijakan, 
mendirikan organisasi untuk itu, termasuk menyelenggarakan 
pendidikan dan pengajaran, serta menghimpun dana untuk maksud 
tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Hak Memperoleh Keadilan

Pasal 17
Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan 
dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam 
perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui 
proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum 
acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur 
dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar.

Pasal 18
(1)	 Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dan dituntut karena 

disangka melakukan sesuatu tindak pidana berhak dianggap 
tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya secara sah dalam 
suatu sidang pengadilan dan diberikan segala jaminan hukum 
yang diperlakukan untuk pembelaannya, sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan.

(2)	 Setiap orang tidak boleh dituntut untuk dihukum atau dijatuhi 
pidana, kecuali berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan 
yang sudah ada sebelum tindak pidana itu dilakukannya.

(3)	 Setiap ada perubahan dalam peraturan perudang-undangan maka 
berlaku ketentuan yang paling menguntungkan bagi tersangka.

(4)	 Setiap orang yang diperiksa berhak mendapatkan bantuan hukum 
sejak saat penyidikan sampai adanya putusan pengadilan yang 
telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

(5)	 Setiap orang tidak dapat dituntut untuk kedua kalinya dalam 
perkara yang sama atas suatu perbuatan yang telah memperoleh 
putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Pasal 19
(1)	 Tiada suatu pelanggaran atau kejahatan apapun diancam dengan 

hukuman berupa perampasan seluruh harta kekayaan milik yang 
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bersalah.
(2)	 Tidak seorangpun atas putusan pengadilan boleh dipidana penjara 

atau kurungan berdasarkan atas alasan ketidakmampuan untuk 
memenuhi suatu kewajiban dalam perjanjian utang piutang.

Bagian Kelima
Hak atas Kebebasan Pribadi

Pasal 20
(1)	 Tidak seorangpun boleh diperbudak atau diperhamba.
(2)	 Perbuatan atau perhambaan, perdagangan budak, perdagangan 

wanita, dan segala perbuatan berupa apapun yang ditujuannya 
serupa, dilarang.

Pasal 21
Setiap orang berhak atas keutuhan pribadi, baik rohani maupun jasmani. 
Dan arena itu tidak boleh ada objek penelitian tanpa persetujuan 
darinya.

Pasal 22
(1)	 Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk 

beribadah menurut agamanya dan kepercayaanya itu.
(2)	 Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya 

masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan 
kepercayaanya itu.

Pasal 23
(1)	 Setiap orang bebas untuk memilih dan mempunyai keyakinan 

politiknya.
(2)	 Setiap orang bebas untuk mempunyai, mengeluarkan dan 

menyebarluaskan pendapat sesuai hati nuraninya, secara 
lisan dan atau tulisan melalui media cetak maupun elektronik 
dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, 
kepentingan umum, dan keutuhan bangsa.

Pasal 24
(1)	 Setiap orang berhak untuk berkumpul, berapat, dan berserikat 

untuk maksud-maksud damai.
(2)	 Setiap warga negara atau kelompok masyarakat berhak mendirikan 
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partai politik, lembaga swadaya masyarakat atau organisasi 
lainnya untuk berperan serta dalam jalannya pemerintahan dan 
penyelenggaraan negara sejalan dengan tuntutan perlindungan, 
penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan.

Pasal 25
Setiap orang berhak untuk menyampaikan pendapat di muka umum, 
termasuk hak untuk mogok sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan.

Pasal 26
(1)	 Setiap orang berhak memiliki, memperoleh, mengganti, atau 

mempertahankan status kewarganegaraannya.
(2)	 Setiap orang bebas memilih kewarganegaraannya dan tanpa 

diskriminasi berhak menikmati hak-hak yang bersumber dan 
melekat pada kewarganegaraannya serta wajib melaksanakan 
kewajibannya sebagai warga negara sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan.

Pasal 27
(1)	 Setiap warga negara Indonesia berhak untuk secara bebas bergerak, 

berpindah, dan bertempat tinggal dalam wilayah negara Republik 
Indonesia.

(2)	 Setiap warga negara Indonesia berhak meninggalkan dan masuk 
kembali ke wilayah negara Republik Indonesia, sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Hak atas Rasa Aman

Pasal 28
(1)	 Setiap orang berhak mencari suaka untuk memperoleh perlindungan 

politik dari negara lain.
(2)	 Hak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku bagi 

mereka yang melakukan kejahatan non politik atau perbuatan 
yang bertentangan dengan tujuan dan prinsip Perserikatan Bangsa-
Bangsa.
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Pasal 29
(1)	 Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, 

kehormatan, martabat, dan hak miliknya.
(2)	 Setiap orang berhak attas pengakuan di depan hukum sebagai 

manusia pribadi dimana saja ia berada.

Pasal 30
Setiap orang berhak atas rasa aman dan tenteram serta perlindungan 
terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu.

Pasal 31
(1)	 Tempat kediaman siapapun tidak boleh diganggu.
(2)	 Menginjak atau memasuki suatu pekarangan tempat kediaman 

atau memasuki suatu rumah bertentangan dengan kehendak orang 
yang mendiaminya, hanya diperbolehkan dalam hal-hal yang telah 
ditetapkan oleh undang-undang.

Pasal 32
Kemerdekaan dan rahasia dalam hubungan surat-menyurat termasuk 
hubungan komunikasi sarana elektronika tidak boleh diganggu, kecuali 
atas perintah hakim atau kekuasaan lain yang sah sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33
(1)	 Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman 

atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat 
dan martabat kemanusiaannya.

(2)	 Setiap orang berhak untuk bebas dari penghilangan paksa dan 
penghilangan nyawa.

Pasal 34
Setiap orang tidak boleh ditangkap, ditahan, disiksa, dikucilkan, 
diasingkan, atau dibuang secara sewenang-wenang.

Pasal 35
Setiap orang berhak hidup di dalam tatanan masyarakat dan kenegaraan 
yang damai, aman, dan tentram, yang menghormati, melindungi dan 
melaksanakan sepenuhnya hak asasi manusia dan kewajiban dasar 
manusia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
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Bagian Ketujuh
Hak atas Kesejahteraan

Pasal 36
(1) 	 Setiap orang berhak mempunyai milik, baik sendiri maupun 

bersama-sama dengan orang lain demi pengembangan dirinya, 
keluarga, bangsa, dan masyarakat dengan cara yang tidak melanggar 
hukum.

(2) 	 Tidak seorangpun boleh dirampas miliknya dengan sewenang-
wenang dan secara melawan hukum.

(3)	  Hak milik mempunyai fungsi sosial.

Pasal 37
(1) 	 Pencabutan hak milik atas suatu benda demi kepentingan umum, 

hanya diperbolehkan dengan mengganti kerugian yang wajar dan 
segera serta pelaksanaanya sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan.

(2) 	 Apabila sesuatu benda berdasarkan ketentuan hukum demi 
kepentingan umum harus dimusnahkan atau tidak diberdayakan 
baik untuk selamanya maupun untuk sementara waktu, maka hal 
itu dilakukan dengan mengganti kerugian sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan kecuali ditentukan lain.

Pasal 38
(1) 	 Setiap warga negara, sesuai dengan bakat, kecakapan, dan 

kemampuan, berhak atas pekerjaan yang layak.
(2) 	 Setiap orang berhak dengan bebas memilih pekerjaan yang 

disukainya dan berhak pula atas syarat-syarat ketenagakerjaan 
yang adil.

(3) 	 Setiap orang, baik pria maupun wanita yang melakukan pekerjaan 
yang sama, sebanding, setara atau serupa, berhak atas upah serta 
syarat-syarat perjanjian kerja yang sama.

(4) 	 Setiap orang, baik pria maupun wanita dalam melakukan pekerjaan 
yang sepadan dengan martabat kemanusiaannya berhak atas upah 
yang adil sesuai prestasinya dan dapat menjamin kelangsungan 
kehidupan keluarganya.

Pasal 39
Setiap orang berhak untuk mendirikan serikat pekerja dan tidak 
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boleh dihambat untuk menjadi anggotanya demi melindungi dan 
memperjuangkan kepentingannya serta sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan.

Pasal 40
Setiap orang berhak untuk bertempat tinggal serta berkehidupan yang 
layak.

Pasal 41
(1) 	 Setiap warga negara berhak atas jaminan sosial yang dibutuhkan 

untuk hidup layak serta untuk perkembangan pribadinya secara 
utuh.

(2) 	 Setiap penyandang cacat, orang yang berusia lanjut, wanita hamil, 
dan anak-anak, berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan 
khusus.

Pasal 42
Setiap warga negara yang berusia lanjut, cacat fisik dan atau cacat mental 
berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan 
khusus atas biaya negara, untuk menjamin kehidupan yang layak sesuai 
dengan martabat kemanusiaannya, meningkatkan rasa percaya diri, dan 
kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, 
dan bernegara.

Bagian Kedelapan
Hak Turut Serta dalam Pemerintahan

Pasal 43
(1) 	 Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam 

pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan 
suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) 	 Setiap warga negara berhak turut serta dalam pemerintahan dengan 
langsung dipilihnya dengan bebas, menurut cara yang ditentukan 
dalam peraturan perundang-undangan.

(3)	 Setiap  warga  negara  dapat diangkat dalam setiap jabatan 
pemerintahan.
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Pasal 44
Setiap orang baik sendiri maupun bersama-sama berhak mengajukan 
pendapat, permohonan, pengaduan, dan atau usulan kepada pemerintah 
dalam rangka pelaksanaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan efisien, 
baik dengan lisan maupun dengan tulisan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesembilan
Hak wanita

Pasal 45
Hak wanita dalam undang-undang ini adalah hak asasi manusia.

Pasal 46
Sistem pemilihan umum, kepartaian, pemilihan anggota badan legislatif, 
dan sistem pengangkatan di bidang eksekutif, yudikatif, harus menjamin 
keterwakilan wanita sesuai persyaratan yang ditentukan.

Pasal 47
Seseorang wanita yang menikah dengan seorang pria berkewarganegaraan 
asing tidak secara otomatis mengikuti status kewarganegaraan suaminya 
tetapi mempunyai hak untuk mempertahankan, mengganti, atau 
memperoleh kembali status kewarganegaraannya.

Pasal 48
Wanita berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam 
pekerjaan, jabatan, dan profesi sesuai dengan persyaratan yang telah 
ditentukan.

Pasal 49
(1) 	 Wanita berhak untuk memilih, dipilih, diangkat, dalam pekerjaan, 

jabatan, dan profesi sesuai dengan persyaratan dan peraturan 
perundang-undangan.

(2) 	 Wanita berhak untuk mendapatkan perlindungan khusus dalam 
pelaksanaan pekerjaan atau profesinya terhadap hal-hal yang dapat 
mengancam keselamatan dan atau kesehatannya berkenaan dengan 
fungsi reproduksi wanita.

(3)  	Hak   khusus  yang  melekat   pada   diri wanita dikarenakan fungsi 
reproduksinya, dijamin, dan dilindungi oleh hukum.
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Pasal 50
Wanita yang telah dewasa dan atau telah menikah berhak untuk 
melakukan perbuatan hukum sendiri, kecuali ditentukan lain oleh 
hukum agamanya.

Pasal 51
(1) 	 Seseorang istri selama dalam ikatan perkawinan mempunyai hak 

dan tanggung jawab yang sama dengan suaminya atas semua hal 
yang berkenaan dengan kehidupan perkawinannya, hubungan 
dengan anak-anaknya, dan hak pemilikan serta pengelolaan harta 
bersama.

(2) 	 Setelah putusnya perkawinan, seseorang wanita mempunyai hak 
dan tanggung jawab yang sama dengan anak-anaknya, dengan 
memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak.

(3) 	 Setelah putusnya perkawinan, seseorang wanita mempunyai hak 
yang sama dengan mantan suaminya atas semua hal yang berkenaan 
dengan harta bersama tanpa mengurangi hak anak, sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesepuluh
Hak Anak

Pasal 52
(1) 	 Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, 

masyarakat, dan negara.
(2) 	 Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak 

anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam 
kandungan.

Pasal 53
(1) 	 Setiap anak sejak dalam kandungan, berhak untuk hidup, 

mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya.
(2) 	 Setiap anak sejak kelahirannya, berhak atas suatu nama dan status 

kewarganegaraan.

Pasal 54
Setiap anak yang cacat fisik dan atau mental berhak memperoleh 
perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus atas biaya negara, 
untuk menjamin kehidupannya sesuai dengan martabat kemanusiaan, 
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meningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam 
kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Pasal 55
Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan 
berekspresi sesuai dengan tingkat intelektualitas dan usianya dibawah 
bimbingan orang tua dan atau wali.

Pasal 56
(1) 	 Setiap anak berhak untuk mengetahui siapa orang tuanya, 

dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuannya sendiri.
(2) 	 Dalam hal orang tua anak tidak mampu membesarkan dan 

memelihara anaknya dengan baik dan sesuai dengan undang-
undang ini, maka anak tersebut boleh diasuh atau diangkat sebagai 
anak oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pasal 57
(1) 	 Setiap anak berhak untuk dibesarkan, dipelihara, dirawat, dididik, 

diarahkan, dan dibimbing kehidupannya oleh orang tua atau 
walinya sampai dewasa dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

(2) 	 Setiap anak berhak untuk mendapatkan orang tua angkat atau wali 
berdasarkan putusan pengadilan apabila kedua orang tua telah 
meninggal dunia atau karena suatu sebab yang sah tidak dapat 
menjalankan kewajibannya sebagai orang tua.

(3) 	 Orang tua angkat atau wali sebagaimana dimaksud dalam 
ayat (2) harus menjalankan kewajiban sebagai orang tua yang 
sesungguhnya.

Pasal 58
(1) 	 Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari 

segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan 
buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua 
atau walinya, atau pihak lain maupun yang bertanggung jawab atas 
pengasuh anak tersebut.

(2) 	 Dalam hal orang tua, wali, atau pengasuh anak melakukan segala 
bentuk penganiayaan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan 
buruk, dan pelecehan seksual termasuk pemerkosaan, dan atau 
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pembunuhan terhadap anak yang seharusnya dilindungi, maka 
harus dikenakan pemberatan hukuman.

Pasal 59
(1) 	 Setiap anak berhak untuk tidak dipisahkan dari orang tuanya secara 

bertentangan dengan kehendak anak sendiri, kecuali jika ada alasan 
dan aturan yang sah yang menunjukkan bahwa pemisahan itu 
adalah demi kepentingan terbaik bagi anak.

(2) 	 Dalam keadaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), hak anak 
untuk tetap bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara 
tetap dengan orang tuanya tetap dijamin oleh Undang-Undang.

Pasal 60
(1) 	 Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam 

rangka pengembangan pribadi sesuai dengan minat, bakat, dan 
tingkat kecerdasannya.

(2) 	 Setiap anak berhak mencari, menerima, dam memberikan 
informasi sesuai dengan tingkat intelektualitas dan usianya 
demi pengembangan dirinya sepanjang sesuai dengan nilai-nilai 
kesusilaan dan kepatutan.

Pasal 61
Setiap anak berhak untuk istirahat, bergaul dengan anak yang sebaya, 
bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan 
tingkat kecerdasannya demi pengembangan dirinya.

Pasal 62
Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial 
secara layak, sesuai dengan kebutuhan fisik dan mental spiritualnya.

Pasal 63
Setiap anak berhak untuk tidak dilibatkan di dalam peristiwa 
peperangan, sengketa bersenjata, kerusuhan sosial, dan peristiwa lain 
yang mengandung unsur kekerasan.

Pasal 64
Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan 
eksploitasi ekonomi dan setiap pekerjaan yang membahayakan dirinya, 
sehingga dapat mengganggu pendidikan, kesehatan fisik, moral, 
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kehidupan sosial, dan mental spiritualnya.

Pasal 65
Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan 
eksploitasi dan pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak, serta 
dari berbagai bentuk penyalahgunaan narkotika, psikotopika, dan zat 
adiktif lainnya.

Pasal 66
(1) 	 Setiap anak berhak untuk tidak dijadikan sasaran penganiayaan, 

penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
(2) 	 Hukuman mati atau hukuman seumur hidup tidak dapat dijatuhkan 

untuk pelaku tindak pidana yang masih anak.
(3) 	 Setiap anak berhak untuk tidak dirampas kebebasannya secara 

melawan hukum.
(4) 	 Penangkapan, penahanan, atau pidana penjara anak hanya boleh 

dilakukan sesuai dengan hukum yang belaku dan hanya dapat 
dilaksanakan sebagai upaya terakhir.

(5) 	 Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak mendapatkan 
perlakuan secara manusiawi dan dengan memperhatikan kebutuhan 
pengembangan pribadi sesuai dengan usianya dan harus dipisahkan 
dari orang dewasa, kecuali demi kepentingannya.

(6) 	 Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak memperoleh 
bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap 
tahapan upaya hukum yang berlaku.

(7) 	 Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk membela 
diri dan memperoleh keadilan di depan Pengadilan Anak yang 
objektif dan tidak memihak dalam sidang yang tertutup untuk 
umum.

BAB IV
KEWAJIBAN DASAR MANUSIA

Pasal 67
Setiap orang yang ada di wilayah negara Republik Indonesia wajib 
patuh pada peraturan perundang-undangan, hukum tak tertulis, dan 
hukum internasional mengenai hak asasi manusia yang telah diterima 
oleh negara Republik Indonesia.
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Pasal 68
Setiap warga negara wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 69
(1) 	 Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain, 

moral, etika, dan tata tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, 
dan bernegara.

(2) 	 Setiap hak asasi manusia seseorang menimbulkan kewajiban dasar 
dan tanggung jawab untuk menghormati hak asasi orang lain secara 
timbal balik serta menjadi tugas Pemerintah untuk menghormati, 
melindungi, menegakkan, dan memajukannya.

Pasal 70
Dalam menjalankan hak dan kewajiban, setiap orang wajib tunduk 
kepada pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang dengan 
maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan 
kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adli sesuai 
dengan pertimbangan moral, keamanan, dan ketertiban umum dalam 
suatu masyarakat demokratis.

BAB V
KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH

Pasal 71
Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, 
menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam 
undang-undang ini, peraturan perundang-undangan lain, dan hukum 
internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh negara 
Republik Indonesia.

Pasal 72
Kewajiban dan tanggung jawab pemerintah sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 71, meliputi langkah implementasi yang efektif dalam 
bidang hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan 
negara, dan bidang lain.
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BAB VI
PEMBATASAN DAN LARANGAN

Pasal 73
Hak dan kebebasan yang diatur dalam undang-undang ini hanya dapat 
dibatasi oleh dan berdasarkan undang-undang, semata-mata untuk 
menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia 
serta kebebasan dasar orang lain, kesusilaan, ketertiban umum, dan 
kepentingan bangsa.

Pasal 74
Tidak satu ketentuan pun dalam undang-undang ini boleh diartikan 
bahwa Pemerintah, partai, golongan, atau pihak manapun dibenarkan 
mengurangi, merusak, atau menghapuskan hak asasi manusia atau 
kebebasan dasar yang diatur dalam undang-undang ini.

BAB VII
KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA

Pasal 75
Komnas HAM bertujuan:
a. 	 Mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi 

manusia sesuai dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan 
Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta Deklarasi Universal Hak 
Asasi Manusia; dan 

b. 	 Meningkatkan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia 
guna berkembangnya pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan 
kemampuannya dalam berbagai bidang kehidupan.

Pasal 76
(1)	 Untuk mencapai tujuannya, Komnas HAM melakukan fungsi 

pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi 
tentang hak asasi manusia.

(2)	 Komnas HAM beranggotakan tokoh masyarakat yang profesional, 
berdedikasi dan berintegritas tinggi, menghayati cita-cita negara 
hukum dan negara kesejahteraan yang berintikan keadilan, 
menghormati hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia.

(3)	 Komnas HAM berkedudukan di ibukota negara Republik 
Indonesia.
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(4)	 Perwakilan Komnas HAM dapat didirikan di daerah.

Pasal 77
Komnas HAM berasaskan Pancasila

Pasal 78
(1)	 Komnas HAM mempunyai kelengkapan yang terdiri dari:

a. Sidang paripurna; dan
b. Sub komisi.

(2)	 Komnas HAM mempunyai sebuah Sekretariat Jendral sebagai unsur 
pelayanan.

Pasal 79
(1)	 Sidang   Paripurna    adalah   pemegang   kekuasaan tertinggi Komnas 

HAM.
(2)	 Sidang Paripurna terdiri dari seluruh anggota Komnas HAM.
(3)	 Sidang Paripurna menetapkan Peraturan Tata Tertib, Program 

Kerja, dan Mekanisme Kerja Komnas HAM.

Pasal 80
(1)  	Pelaksanaan   kegiatan  Komnas  HAM dilakukan oleh subkomisi.
(2)	 Ketentuan mengenai subkomisi diatur dalam Peraturan Tata Tertib 

Komnas HAM.

Pasal 81
(1)  	Sekretariat Jenderal  memberikan pelayanan administratif  bagi 

pelaksanaan kegiatan Komnas HAM.
(2) 	 Sekretariat Jenderal dipimpin oleh Sekretariat Jenderal dengan 

dibantu oleh unit kerja dalam bentuk biro-biro.
(3)	 Sekretariat Jenderal  dijabat  oleh  seorang  Pegawai Negeri yang 

bukan anggota Komnas HAM.
(4) 	 Sekretariat Jenderal diusulkan oleh Sidang Paripurna dan ditetapkan 

dengan Keputusan Presiden.
(5)	 Kedudukan, tugas, tanggung jawab, dan susunan organisasi 

Sekretariat Jenderal ditetapkan dengan Keputusan Presiden.
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Pasal 82
Ketentuan mengenai Sidang Paripurna dan Subkomisi ditetapkan lebih 
lanjut dalam Peraturan Tata Tertib Komnas HAM.

Pasal 83
(1)	 Anggota Komnas HAM berjumlah 35 ( tiga puluh lima) orang 

yang dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia 
berdasarkan usulan Komnas HAM dan diresmikan oleh Presiden 
selaku Kepala Negara.

(2)	 Komnas HAM  dipimpin  oleh  seorang Ketua dan 2  (dua) orang 
Wakil Ketua.

(3)	 Ketua dan Wakil Ketua Komnas HAM dipilih oleh dan dari 
Anggota.

(4)	 Masa jabatan keanggotaan Komnas HAM selama 5 (lima) tahun dan 
setelah berakhir dapat diangkat kembali hanya untuk 1 (satu) kali 
masa jabatan.

Pasal 84
Yang dapat diangkat menjadi anggota Komnas HAM adalah Warga 
Negara Indonesia yang:
a. 	 memiliki pengalaman dalam upaya memajukan dan melindungi 

orang atau kelompok yang dilanggar hak asasi manusiannya;
b. 	 berpengalaman sebagai hakim, jaksa, polisi, pengacara, atau 

pengemban profesi hukum lainnya;
c. 	 berpengalaman di bidang legislatif, eksekutif, dan lembaga swadaya 

masyarakat, dan kalangan perguruan tinggi.

Pasal 85
(1) 	 Pemberhentian anggota Komnas HAM dilakukan berdasarkan 

keputusan Sidang Paripurna dan diberitahukan kepada Dewan 
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia serta ditetapkan dengan 
Keputusan Presiden.

(2)	 Anggota Komnas HAM berhenti antar waktu sebagai anggota 
karena:
a.	 meninggal dunia;
b.	 atas permintaan sendiri;
c.	 sakit jasmani atau rohani yang mengakibatkan anggota tidak 

dapat menjalankan tugas selama 1 (satu) tahun secara terus-
menerus;
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d.	 dipidana  karena  bersalah  melakukan tindakan pidana 
kejahatan; atau

e.	 melakukan perbuatan tercela atau hal-hal lain yang diputuskan 
oleh Sidang Paripurna karena mencemarkan martabat dan 
reputasi, dan atau mengurangi kemandirian dan kredibilitas 
Komnas HAM.

Pasal 86
Ketentuan mengenai tata cara pemilihan, pengangkatan, serta 
pemberhentian kenaggotaan dan pimpinan Komnas HAM ditetapkan 
dengan Peraturan Tata Tertib Komnas HAM.

Pasal 87
(1)	 Setiap anggota Komnas HAM berkewajiban:

a.	 menaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku dan keputusan Komnas HAM;

b.	 berpartisipasi secara aktif dan sungguh sungguh untuk 
tercapainya tujuan Komnas HAM; dan

c. 	 menjaga kerahasiaan keterangan yang karena sifatnya 
merupakan rahasia Komnas HAM yang diperoleh berdasarkan 
kedudukannya sebagai anggota.

(2)	 Setiap Anggota Komnas HAM berhak:
a. 	 menyampaikan usulan dan pendapat kepada Sidang Paripurna 

dan Subkomisi;
b. 	 memberikan suara dalam pengambilan keputusan Sidang 

Paripurna dan Subkomisi;
c. 	 mengajukan dan memilih calon Ketua dan Wakil Ketua Komnas 

HAM dalam Sidang Paripurna; dan
d. 	 mengajukan bakal calon Anggota Komnas HAM dalam Sidang 

Paripurna untuk pergantian periodik dan antarwaktu.

Pasal 88
Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban dan hak Anggota Komnas 
HAM serta tata cara pelaksanaanya ditetapkan dengan Peraturan Tata 
Tertib Komnas HAM.

Pasal 89
(1) 	 Untuk melaksanakan fungsi Komnas HAM dalam pengkajian dan 

penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 Komnas HAM 
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bertugas dan berwenang melakukan:
a. 	 pengkajian dan penelitian berbagai instrumen internasional 

hak asasi manusia dengan tujuan memberikan saran-saran 
mengenai kemungkinan aksesi dan atau ratifikasi;

b. 	 pengkajian  dan   penelitian    berbagai    peraturan perundang-
undangan untuk memberikan rekomendasi mengenai 
pembentukan, perubahan, dan pencabutan peraturan 
perundang-undangan yang berkaitan dengan hak asasi 
manusia;

c.	 penerbitan hasil pengkajian dan penelitian;
d.	 studi   kepustakaan, studi lapangan dan studi banding di negara 

lain mengenai hak asasi manusia.
e.	 pembahasan berbagai masalah yang berkaitan dengan 

perlindungan, penegakkan, dan pemajuan hak asasi manusia; 
dan

f. 	 kerjasama pengkajian dan penelitian dengan organisasi, 
lembaga atau pihak lainnya, baik tingkat nasional, regional, 
maupun internasional dalam bidang hak asasi manusia.

(2) 	 Untuk melaksanakan fungsi Komnas HAM dalam penyuluhan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 Komnas HAM bertugas dan 
berwenang melakukan:
a. 	 penyebarluasan wawasan mengenai hak asasi manusia kepada 

masyarakat Indonesia;
b. 	 upaya peningkatan kesadaran masyarakat tentang hak asasi 

manusia melalui lembaga pendidikan formal dan non formal 
serta berbagai kalangan lainnya; dan

c. 	 kerjasama dengan organisasi, lembaga atau pihak lainnya, 
baik di tingkat nasional, regional, maupun internasional dalam 
bidang hak asasi manusia.

(3) 	 Untuk melaksanakan fungsi Komnas HAM dalam penyuluhan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 Komnas HAM bertugas dan 
berwenang melakukan:
a. 	 pengamatan pelaksanaan hak asasi manusia dan penyusunan 

laporan hasil pengamatan tersebut;
b. 	 penyelidikan dan pemeriksaan terhadap peristiwa yang timbul 

dalam masyarakat yang berdasarkan sifat atau lingkupnya 
patut diduga terhadap pelanggaran hak asasi manusia;

c. 	 pemanggilan kepada pihak pengadu atau korban maupun pihak 
yang diadukan untuk dimintai dan didengar keterangannya;
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d.	 pemanggilan saksi untuk diminta dan didengar kesaksiannya, 
dan kepada aksi pengadu diminta menyerahkan bukti yang 
diperlukan;

e. 	 peninjauan  di tempat  kejadian dan tempat lainnya yang  
dianggap perlu;

f. 	 pemanggilan terhadap pihak terkait untuk memberikan 
keterangan secara tertulis atau menyerahkan dokumen yang 
diperlukan sesuai dengan aslinya dengan persetujuan Ketua 
Pengadilan;

g.	 pemeriksaan  setempat  terhadap rumah, pekarangan, bangunan, 
dan tempat-tempat lainnya yang diduduki atau dimiliki pihak 
tertentu dengan persetujuan Ketua Pengadilan; dan

h. 	 pemberian pendapat berdasarkan persetujuan Ketua Pengadilan 
terhadap perkara tertentu yang sedang dalam proses peradilan, 
bilamana dalam perkara tersebut terdapat pelanggaran hak 
asasi manusia dalam masalah publik dan acara pemeriksaan 
oleh pengadilan yang kemudian pendapat Komnas HAM 
tersebut wajib diberitahukan oleh hakim kepada para pihak.

(4) 	 Untuk melaksanakan fungsi Komnas HAM dalam mediasi 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, Komnas HAM bertugas 
dan berwenang melakukan:
a.	 perdamaian kedua belah pihak;
b. 	 penyelesaian perkara melalui cara konsultasi, negosiasi, 

mediasi, konsiliasi, dan penilaian ahli;
c.	 pemberian saran kepada para  pihak  untuk  menyelesaikan 

sengketa melalui pengadilan;
d. 	 penyampaian rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran 

hak asasi manusia kepada Pemerintah untuk ditindaklanjuti 
penyelesaiannya; dan

e. 	 penyampain  rekomendasi  atas  suatu    kasus pelanggaran 
hak asasi manusia kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik 
Indonesia untuk ditindaklanjuti.

Pasal 90
(1) 	 Setiap orang dan sekelompok orang yang memiliki alasan kuat 

bahwa hak asasinya telah dilanggar dapat mengajukan laporan dan 
pengaduan lisan atau tertulis pada Komnas HAM.

(2) 	 Pengaduan hanya akan mendapatkan pelayanan apabila disertai 
dengan identitas pengadu yang benar dan keterangan atau bukti 
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awal yang kelas tentang materi yang diadukan.
(3) 	 Dalam hal pengaduan dilakukan oleh pihak lain, maka pengaduan 

harus disertai dengan persetujuan dari pihak yang hak asasinya 
dilanggar sebagai korban, kecuali untuk pelanggaran hak asasi 
manusia tertentu berdasarkan pertimbangan Komnas HAM.

(4) 	 Pengaduan pelanggaran hak asasi manusia sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (3) meliputi pula pengaduan melalui perwakilan 
mengenai pelanggaran hak asasi manusia yang dialami oleh 
kelompok mayarakat.

Pasal 91
(1) 	 Pemeriksaan atas pengaduan kepada Komnas HAM tidak dilakukan 

atau dihentikan apabila:
a. 	 tidak memiliki bukti awal yang memadai;
b.	 materi pengaduan bukan masalah pelanggaran hak asasi 

manusia;
c.	 pengaduan diajukan dengan itikad buruk atau ternyata tidak 

ada kesungguhan dari pengadu;
d.	 terdapat upaya hukum yang lebih efektif bagi penyelesaian 

materi pengaduan; atau
e. 	 sedang berlangsung penyelesaian melalui upaya hukum 

yang tersedia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

(2) 	 Mekanisme pelaksanaan kewenangan untuk tidak melakukan atau 
menghentikan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 
ditetapkan dengan Peraturan Tata Tertib Komnas HAM.

Pasal 92
(1) 	 Dalam hal tertentu bila dipandang perlu, guna melindungi 

kepentingan dan hak asasi yang bersangkutan atau terwujudnya 
penyelesaian terhadap masalah yang ada, Komnas HAM dapat 
menetapkan untuk merahasiakan identitas pengadu, dan pemberi 
keterangan atau bukti lainnya serta pihak yang terkait dalam materi 
aduan atau pemantauan.

(2)	 Komnas HAM dapat menetapkan untuk merahasiakan atau 
membatasi penyebarluasan suatu keterangan atau bukti lain yang 
diperoleh Komnas HAM, yang berkaitan dengan materi pengaduan 
atau pemantauan.

(3) 	 Penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) didasarkan pada 
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pertimbangan bahwa penyebarluasan keterangan atau bukti lainnya 
tersebut dapat:
a. 	 membahayakan keamanan dan keselamatan negara;
b. 	 membahayakan keselamatan dan ketertiban umum;
c. 	 membahayakan keselamatan perorangan;
d. 	 mencemarkan nama baik perorangan;
e. 	 membocorkan rahasia negara atau hal-hal yang wajib 

dirahasiakan dalam proses pengambilan keputusan 
Pemerintah;

f.	 membocorkan hal-hal yang wajib dirahasiakan dalam proses 
penyidikan, penuntutan, dan persidangan suatu perkara 
pidana;

g. 	 menghambat     terwujudnya  penyelesaian  terhadap masalah 
yang ada; atau 

h. 	 membocorkan hal-hal yang termasuk dalam rahasia dagang.

Pasal 93
Pemeriksaan pelanggaran hak asasi manusia dilakukan secara tertutup, 
kecuali ditentukan lain oleh Komnas HAM.

Pasal 94
(1)	 Pihak pengadu, korban, saksi, dan atau pihak lainnya yang terkait 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (3) huruf c dan d, wajib 
memenuhi permintaan Komnas HAM.

(2)  Apabila kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak 
dipenuhi oleh pihak lain yang bersangkutan, maka bagi mereka 
berlaku ketentuan Pasal 95.

Pasal 95
Apabila seseorang yang dipanggil tidak datang menghadap atau 
menolak memberikan keterangannya, Komnas HAM dapat meminta 
bantuan Ketua Pengadilan untuk pemenuhan panggilan secara paksa 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 96
(1) 	 Penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (4) huruf a 

dan b, dilakukan oleh anggota Komnas HAM yang ditunjuk sebagai 
mediator.

(2) 	 Penyelesaian yang dicapai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), 
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berupa kesepakatan secara tertulis dan ditandatangani oleh pihak 
dan dikukuhkan oleh mediator.

(3)	 Kesepakatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) 
merupakan keputusan mediasi yang mengikat secara hukum dan 
berlaku sebagai alat bukti yang sah.

(4) 	 Apabila keputusan mediasi tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak 
dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam keputusan tersebut, 
maka pihak lainnya dapat meminta kepada Pengadilan Negeri 
setempat agar keputusan tersebut dinyatakan dapat dilaksanakan 
dengan pembubuhan kalimat ”Demi Keadilan Berdasarkan 
Ketuhanan Yang Maha Esa”.

(5) 	 Pengadilan tidak dapat menolak permintaan sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (4).

Pasal 97
Komnas HAM wajib menyampaikan laporan tahunan tentang 
pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenangnya, serta kondisi hak asasi 
manusia, dan perkara-perkara yang ditanganinya kepada Dewan 
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Presiden dengan tembusan 
kepada Mahkamah Agung.

Pasal 98
Anggaran Komnas HAM dibebankan kepada Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Negara.

Pasal 99
Ketentuan dan tata cara pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang serta 
kegiatan Komnas HAM diatur lebih lanjut dalam Peraturan Tata Tertib 
Komnas HAM.

BAB VIII
PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 100
Setiap orang, kelompok, organisasi politik, organisasi masyarakat, 
lembaga swadaya masyarakat, atau lembaga kemasyarakatan lainnya, 
berhak berpartisipasi dalam perlindungan, penegakan, dan pemajuan 
hak asasi manusia.
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Pasal 101
Setiap orang, kelompok, organisasi politik, organisasi masyarakat, 
lembaga swadaya masyarakat, atau lembaga kemasyarakatan lainnya, 
berhak menyampaikan laporan atas terjadinya pelanggaran hak asasi 
manusia kepada Komnas HAM atau lembaga lain yang berwenang 
dalam rangka perlindungan, penegakkan dan pemajuan hak asasi 
manusia.

Pasal 102
Setiap orang, kelompok, organisasi politik, organisasi masyarakat, 
lembaga swadaya masyarakat, atau lembaga kemasyarakatan lainnya, 
berhak untuk mengajukan usulan mengenai perumusan dan kebijakan 
yang berkaitan dengan hak asasi manusia kepada Komnas HAM atau 
lembaga lainnya.

Pasal 103
Setiap orang, kelompok, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga 
swadaya masyarakat, perguruan tinggi, lembaga studi, atau lembaga 
kemasyarakatan lainnya, baik secara sendiri-sendiri maupun bekerja 
sama dengan Komnas HAM dapat melakukan penelitian, pendidikan, 
dan penyebarluasan informasi mengenai hak asasi manusia.

BAB IX
PENGADILAN HAK ASASI MANUSIA

Pasal 104
(1)  	Untuk mengadili pelanggaran hak asasi manusia yang berat 

dibentuk Pengadilan Hak Asasi Manusia di lingkungan Peradilan 
Umum.

(2) 	 Pengadilan sebagaimana Pengadilan Hak Asasi Manusia 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), maka kasus-kasus 
pelanggaran hak asasi manusia sebagaimana dimaksud dalam ayat 
(1) diadili oleh pengadilan yang berwenang.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 105
(1) 	 Segala ketentuan mengenai hak asasi manusia yang diatur dalam 
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peraturan perundang-undangan lain dinyatakan tetap berlaku 
sepanjang tidak diatur dengan Undang-undang ini.

(2)	 Pada saat berlakunya Undang-undang ini:
a. 	 Komnas HAM yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden 

Nomor 50 Tahun 1993 tentang Komisi Nasional Hak Asasi 
Manusia dinyatakan sebagai Komnas HAM menurut undang-
undang ini;

b.	 Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Komnas HAM masih tetap 
menjalankan fungsi, tugas, dan wewenangnya, berdasarkan 
Undang-undang ini sampai ditetapkannya keanggotaan 
Komnas HAM yang baru; dan

c. 	 Semua permasalahan  yang sedang ditangani oleh Komnas 
HAM tetap dilanjutkan penyelesaiannya berdasarkan Undang-
undang ini.

(3) 	 Dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak berlakunya undang-
undang ini susunan organisasi, keanggotaan, tugas dan wewenang 
serta tata tertib Komnas HAM harus disesuaikan dengan Undang-
undang ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 106
Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Undang-undang ini dalam penempatannya dalam Lembaga Negara 
Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
Pada tanggal 23 September 1999

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE
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Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 23 September 1999
MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,
       	      ttd

MULADI

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1999 
NOMOR 165
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PENJELASAN
 ATAS

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 39 TAHUN 1999

TENTANG
 HAK ASASI MANUSIA

I.   UMUM
Bahwa manusia dianugerahi oleh Tuhan Yang Maha Esa akal 

budi dan nurani yang memberikan kepadanya kemampuan untuk 
membedakan yang baik dan yang buruk yang akan membimbing dan 
mengarahkan sikap dan perilaku dalam menjalani kehidupannya.

 Dengan akal budi dan nuraninya itu, maka manusia memiliki 
kebebasan untuk memutuskan sendiri perilaku atau perbuatannya. 
Di samping itu, untuk mengimbangi kebebasan tersebut manusia 
memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas semua 
tindakan yang dilakukannya.

Kebebasan dasar dan hak-hak dasar itulah yang disebut hak 
asasi manusia yang melekat pada manusia secara kodrati sebagai 
anugrah Tuhan Yang Maha Esa. Hak-hak ini tidak dapat diingkari. 
Pengingkaran terhadap hak tersebut berarti mengingkari martabat 
kemanusiaan. Oleh karena itu, negara, pemerintah, atau organisasi 
apapun mengemban kewajiban untuk mengakui dan melindungi 
hak asasi manusia pada setiap manusia tanpa kecuali. Ini berarti 
bahwa hak asasi manusia harus selalu menjadi titik tolak dan tujuan 
dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan 
bernegara.

Sejalan dengan pandangan di atas, Pancasila sebagai dasar 
negara mengandung pemikiran bahwa manusia diciptakan oleh 
Tuhan Yang maha Esa dengan menyandang dua aspek yakni, aspek 
individualitas (pribadi) dan aspek sosialitas (bermasyarakat). Oleh 



45

karena itu, kebebasan setiap orang dibatasi oleh hak asasi orang lain. 
Ini berarti bahwa setiap orang mengemban kewajiban mengakui 
dan menghormati hak asasi orang lain. Kewajiban ini juga berlaku 
bagi setiap organisasi pada tataran manapun, terutama negara dan 
pemerintah. Dengan demikian, negara dan pemerintah bertanggung 
jawab untuk menghormati, melindungi, membela, dan menjamin 
hak asasi manusia setiap warga negara dan penduduknya tanpa 
diskriminasi.

Kewajiban menghormati hak asasi manusia tersebut, tercermin 
dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjiwai 
keseluruhan pasal dalam batang tubuhnya, terutama berkaitan 
dengan persamaan kedudukan warga negara dalam hukum dan 
pemerintahan, hak asasi pekerjaan dan penghidupan yang layak, 
kemerdekaan berserikat dan berkumpul, hak untuk mengeluarkan 
pikiran dengan lisan dan tulisan, kebebasan memeluk agama dan 
untuk beribadat sesuai dengan agama dan kepercayaannya itu, hak 
untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran.

Sejarah bangsa Indonesia hingga kini mencatat berbagai 
penderitaan, kesengsaraan dan kesenjangan sosial, yang disebabkan 
oleh perilaku tidak adil dan diskriminatif atas dasar etnik, ras, 
warna kulit, budaya, bahasa, agama, golongan, jenis kelamin dan 
status sosial lainnya. Perilaku tidak adil dan diskriminatif tersebut 
merupakan pelanggaran hak asasi manusia, baik yang bersifat 
vertikal (dilakukan oleh aparat negara terhadap warga negara atau 
sebaliknya) maupun horizontal (antar warga negara sendiri) dan 
tidak sedikit yang masuk dalam kategori pelanggaran hak asasi 
manusia yang berat (gross violation of human rights).

Pada kenyataanya selama lebih lima puluh tahun usia Republik 
Indonesia, pelaksanaan penghormatan, perlindungan, atau 
penegakan hak asasi manusia masih jauh dari memuaskan.

Hal tersebut tercermin dari kejadian berupa penangkapan yang 
tidak sah, penculikan, penganiayaan, pemerkosaan, penghilangan 
paksa, bahkan pembunuhan, pembakaran rumah tinggal dan 
tempat ibadah, penyerangan pemuka agama beserta keluarganya. 
Selain itu, terjadi juga penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat 
publik dan aparat negara yang seharusnya menjadi penegak 
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hukum, pemelihara keamanan, dan pelindung rakyat, tetapi justru 
mengintimidasi, menganiaya, menghilangkan paksa dan/atau 
menghilangkan nyawa.

Untuk melaksanakan kewajiban yang diatur dalam Undang-
Undang Dasar 1945 tersebut, Majelis Permusyawaratan Rakyat 
Republik Indonesia dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan 
Rakyat Republik Indonesia Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak 
Asasi Manusia menugaskan kepada Lembaga-lembaga Tinggi 
Negara dan seluruh Aparatur Pemerintah, untuk menghormati, 
menegakkan dan menyebarluaskan pemahaman mengenai hak 
asasi manusia kepada seluruh masyarakat, serta segera meratifikasi 
berbagai instrumen Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak Asasi 
Manusia, sepanjang tidak bertentangan dengan Pancasila dan 
Undang-Undang Dasar 1945.

Di samping kedua sumber hukum di atas, peraturan mengenai 
hak asasi manusia pada dasarnya sudah tercantum dalam berbagai 
peraturan perundang-undangan, termasuk undang-undang yang 
mengesahkan berbagai konvensi internasional, mengenai hak asasi 
manusia. Namun untuk memayungi seluruh peratuan perundang-
undangan yang sudah ada, perlu dibentuk Undang-Undang tentang 
Hak Asasi Manusia.

Dasar pemikiran pembentukan undang-undang ini adalah 
sebagai berikut:
a.	 Tuhan  Yang Maha  Esa adalah pencipta  alam  semesta dan 

segala isinya;
b.	 pada dasarnya, manusia dianugerahi jiwa, bentuk, struktur, 

kemampuan, kemauan serta berbagai kemudahan oleh 
Penciptanya, untuk menjamin kelanjutan hidupnya;

c. 	 untuk melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan 
martabat manusia, diperlukan pengakuan dan perlindungan 
hak asasi manusia, karena tanpa hal tersebut manusia akan 
kehilangan sifat dan martabatnya, sehingga dapat mendorong 
manusia menjadi serigala bagi manusia lainnya (homo homini 
lupus);

d. 	 karena manusia merupakan mahluk sosial, maka hak asasi 
manusia yang satu dibatasi oleh hak asasi manusia yang lain, 
sehingga kebebasan atau hak asasi manusia bukanlah tanpa 
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batas;
e. 	 hak asasi manusia tidak boleh dilenyapkan oleh siapapun dan 

dalam keadaan apapun;
f. 	 setiap hak asasi manusia mengandung kewajiban untuk 

menghormati hak asasi manusia orang lain, sehingga di dalam 
hak asasi manusia terdapat kewajiban dasar;

g. 	 hak asasi manusia harus benar-benar dihormati, dilindungi, 
dan ditegakkan, dan untuk itu pemerintah, aparatur negara, 
dan pejabat publik lainnya mempunyai kewajiban dan 
tanggung jawab menjamin terselenggaranya penghormatan, 
perlindungan, dan penegakan hak asasi manusia.

Dalam undang-undang ini, peraturan mengenai hak asasi manusia 
ditentukan dengan berpedoman pada Deklarasi Hak Asasi Manusia, 
Perserikatan Bangsa-Bangsa, Konvensi Peserikatan Bangsa-Bangsa 
tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita, 
Konvensi Peserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-hak Anak, dan 
berbagai instrumen internasional lain yang mengatur mengenai hak 
asasi manusia. Materi undang-undang ini disesuaikan juga dengan 
kebutuhan hukum masyarakat dan pembangunan hukum nasional 
yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-undang ini secara rinci mengatur mengenai hak untuk 
hidup dan hak untuk tidak dihilangkan paksa dan/atau tidak 
dihilangkan nyawa, hak memperoleh keadilan, hak atas kebebasan 
pribadi, hak atas rasa aman, hak atas kesejahteraan, hak turut serta 
dalam pemerintahan, hak wanita, hak anak, dan hak atas kebebasan 
beragama. Selain mengatur hak asasi manusia, diatur pula mengenai 
kewajiban dasar, serta tugas dan tanggung jawab pemerintah dalam 
penegakan hak asasi manusia.

Disamping itu, undang-undang ini mengatur mengenai 
Pembentukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia sebagai lembaga 
mandiri yang mempunyai fungsi, tugas, wewenang, dan tanggung 
jawab untuk melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, 
pemantauan, dan mediasi tentang hak asasi manusia.

Dalam undang-undang ini, diatur pula tentang partisipasi 
masyarakat berupa pengaduan dan/atau gugatan atas pelanggaran 
hak asasi manusia, pengajuan usulan mengenai perumusan kebijakan 
yang berkaitan dengan hak asasi manusia kepada Komnas HAM, 
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penelitian, pendidikan, dan penyebarluasan informasi mengenai 
hak asasi manusia.

Undang-undang tentang Hak Asasi Manusia ini adalah 
merupakan payung dari seluruh peraturan perundang-undangan 
tentang hak asasi manusia. Oleh karena itu, pelanggaran baik 
langsung maupun tidak langsung atas hak asasi manusia dikenakan 
sanksi pidana, perdata, dan atau administratif sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
 Cukup jelas

Pasal 2
Hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia tidak dapat 
dilepaskan dari manusia pribadi karena tanpa hak asasi manusia 
dan kebebasan dasar manusia yang bersangkutan kehilangan 
harkat dan martabat kemanusiannya. Oleh karena itu, negara 
Republik Indonesia termasuk Pemerintah berkewajiban, baik 
secara hukum maupun secara politik, ekonomi, sosial dan moral, 
untuk melindungi dan memajukan serta mengambil langkah-
langkah konkret demi tegaknya hak asasi manusia dan kebebasan 
dasar manusia.

Pasal 3
 Cukup jelas

Pasal 4
Yang dimaksud dengan ”dalam keadaan apapun” termasuk 
keadaan perang, sengketa bersenjata, dan atau keadaan darurat. 
Yang dimaksud dengan ”siapapun” adalah Negara. Pemerintahan 
dan atau anggota masyarakat.
Hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut 
dapat dikecualikan dalam hal pelanggaran berat terhadap hak 
asasi manusia yang digolongkan ke dalam kejahatan terhadap 
kemanusiaan.
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Pasal 5
Ayat (1)

 Cukup jelas
Ayat (2)

 Cukup jelas
Ayat (3)

Yang dimaksud dengan :kelompok masyarakat yang renta” 
atara lain adalah orang lanjut usia, anak-anak, fakir miskin, 
wanita hamil, dan penyandang cacat.

Pasal 6
Ayat (1)

Hak adat yang secara nyata masih berlaku dan dijunjung 
tinggi di dalam lingkungan masyarakat hukum adat harus 
dihormati dan dilindungi dalam rangka perlindungan 
dan penegakan hak asasi manusia dalam masyarakat 
yang bersangkutan dengan memperhatikan hukum dan 
peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)
Dalam rangka penegakan hak asasi manusia, identitas 
budaya nasional masyarakat hukum adat, hak-hak adat yang 
masih secara nyata dipegang teguh oleh masyarakat hukum 
adat setempat, tetap dihormati dan dilindungi sepanjang 
tidak bertentangan dengan asas-asas negara hukum yang 
berintikan keadilan dan kesejahteraan rakyat.

Pasal 7
Yang dimaksud dengan ”upaya hukum” adalah jalan yang 
dapat ditempuh oleh setiap orang atau kelompok orang untuk 
membela dan memulihkan hak-haknya yang disediakan oleh 
hukum Indonesia seperti misalnya, oleh Komnas HAM atau oleh 
pengadilan, termasuk upaya untuk naik banding ke Pengadilan 
Tinggi, mengajukan kasasi dan peninjauan kembali ke Mahkamah 
Agung terhadap putusan pengadilan tingkat pertama dan tingkat 
banding. Dalam pasal ini dimaksudkan bahwa mereka yang 
ingin menegakkan hak asasi manusia dan kebebasan dasarnya 
diwajibkan untuk menempuh semua upaya hukum tersebut 
pada tingkat nasonal terlebih dahulu (exhaustion of local remedies) 
sebelum menggunakan form baik di tingkat regional maupun 
internasional, kecuali bila tidak mendapatkan tanggapan dari 
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forum hukum nasional.

Pasal 8
Yang dimaksud dengan ”perlindungan” adalah termasuk 
pembelaan hak asasi manusia.

Pasal 9
Ayat (1)

Setiap orang berhak atas kehidupan, mempertahankan 
kehidupan, dan meningkatkan taraf kehidupannya. Hak 
atas kehidupan ini bahkan juga melakat pada bayi yang 
baru lahir atau orang yang terpidana mati. Dalam hal atau 
keadaan yang sangat luar biasa yaitu demi kepentingan 
hidup ibunya dalam kasus aborsi atau berdasarkan putusan 
pengadilan dalam kasus pidana mati, maka tindakan aborsi 
atau pidana mati dalam hal dan atau kondisi tersebut, masih 
dapat diizinkan. Hanya pada dua hal tersebut itulah hak 
untuk hidup dapat dibatasi.

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 10
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan ”perkawinan yang sah” adalah 
perkawinan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan 
peratuan perundang-undangan.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan ”kehendak bebas” adalah kehendak 
yang lahir dari niat yang suci tanpa paksaan, penipuan, atau 
tekanan apapun dan dari siapapun terhadap calon suami 
dan atau calon isteri.

Pasal 11 
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas
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Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan ”seluruh harta kekayaan milik yang 
bersalah” adalah harta yang bukan berasal dari pelanggaran 
atau kejahatan.

Ayat (2) 
Cukup jelas

Pasal 20
 Cukup jelas

Pasal 21
Yang dimaksud dengan ”menjadi objek penelitian” adalah kegiatan 
menempatkan seseorang sebagi pihak yang dimintai komentar, 
pendapat atau keterangan yang menyangkut kehidupan pribadi 
dan data-data pribadinya serta direkam gambar dan suaranya.

Pasal 22
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan ”hak untuk bebas memeluk 
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agamanya dan kepercayaannya” adalah hak setiap orang 
untuk beragama menurut keyakinannya sendiri, tanpa 
adanya paksaan dari siapapun juga.

Ayat (2)
 Cukup jelas

Pasal 23
 Cukup jelas

Pasal 24
 Cukup jelas

Pasal 25
 Cukup jelas

Pasal 26
 Cukup jelas

Pasal 27
 Cukup jelas

Pasal 28
Ayat (1)

 Cukup jelas
Ayat (2)

Yang menentukan suatu perbuatan termasuk kejahatan 
politik atau nonpolitik adalah negara yang menerima 
pencari suaka.

Pasal 29
 Cukup jelas

Pasal 30
 Cukup jelas

Pasal 31
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan ”tidak boleh diganggu” adalah 
hal yang berkaitan dengan kehidupan pribadi (privacy) di 
dalam tempat kediamannya.

Ayat (2)
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 Cukup jelas

Pasal 32
 Cukup jelas

Pasal 33
Ayat (1)

 Cukup jelas
Ayat (2)

Yang dimaksud dengan ”penghilangan paksa” dalam ayat 
ini adalah tindakan yang dilakukan oleh siapapun yang 
menyebabkan seseorang tidak diketahui keberadaan dan 
keadaannya.
Sedangkan yang dimaksud dengan ”penghilangan nyawa” 
adalah pembunuhan yang dilakukan sewenang-wenang 
tidak berdasarkan putusan pengadilan.

Pasal 34
 Cukup jelas

Pasal 35
 Cukup jelas

Pasal 36
Ayat (1)

 Cukup jelas
Ayat (2)

 Cukup jelas
Ayat (3)

Yang dimaksud dengan ”hak milik mempunyai fungsi 
sosial” adalah bahwa setiap penggunaan hak milik harus 
memperhatikan kepentingan umum. Apabila kepentingan 
umum menghendaki atau membutuhkan benar-benar maka 
hak milik dapat dicabut sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan.

Pasal 37 
Cukup jelas
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Pasal 38 
Cukup jelas

Pasal 39
Yang dimaksud dengan ”tidak boleh dihambat” adalah bahwa 
setiap orang atau pekerja tidak dapat dipaksa untuk menjadi 
anggota atau untuk tidak menjadi anggota dari suatu serikat 
pekerja.

Pasal 40 
Cukup jelas

Pasal 41
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan ”berhak atas jaminan sosial” adalah 
bahwa setiap warga negara mendapat jaminan sosial sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan 
kemampuan negara.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan ”kemudahan dan perlakuan 
khusus” adalah pemberian pelayanan, jasa atau penyediaan 
fasilitas dan sarana demi kelancaran, keamanan, kesehatan, 
dan keselamatan.

Pasal 42 
Cukup jelas

Pasal 43
 Cukup jelas

Pasal 44
 Cukup jelas

Pasal 45
 Cukup jelas

Pasal 46
Yang dimaksud dengan ”keterwakilan wanita” adalah pemberian 
kesempatan dan kedudukan yang sama bagi wanita untuk 
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melaksanakan peranannya dalam bidang eksekutif, yudikatif, 
legislatif, kepartaian, dan pemilihan umum menuju keadilan dan 
kesetaraan gender.

Pasal 47 
Cukup jelas

Pasal 48
 Cukup jelas

Pasal 49
Ayat (1)

 Cukup jelas
Ayat (2)

Yang dimaksud dengan ”perlindungan khusus terhadap 
fungsi reproduksi” adalah pelayanan kesehatan yang 
berkaitan dengan haid, hamil, melahirkan, dan pemberian 
kesempatan untuk menyusui anak.

Ayat (3) 
Cukup jelas

Pasal 50
Yang dimaksud dengan ”melakukan perbutan hukum sendiri” 
adalah cakap menurut hukum untuk melakukan perbutan hukum, 
dan bagi wanita beragama Islam yang sudah dewasa, untuk 
menikah diwajibkan menggunakan wali.

Pasal 51
Ayat (1) 

Cukup jelas
Ayat (2)

Yang dimaksud dengan ”tanggung jawab yang sama” 
adalah suatu kewajiban yang dibebankan kepada kedua 
orang tua dalam hal pendidikan, biaya hidup, kasih sayang, 
serta pembinaan masa depan yang baik bagi anak.
Yang dimaksud dengan ”kepentingan terbaik bagi anak” 
adalah sesuai dengan hak anak sebagaimana dalam Konvensi 
Hak Asasi Anak yang tekah diratifikasi dengan Keputusan 
Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan 
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Convention on The Rights of The Child (Konvensi tentang 
Hak Anak).

Ayat (3)
 Cukup jelas

Pasal 52 
Cukup jelas

Pasal 53
Ayat (1) 

Cukup jelas
Ayat (2)

Yang dimaksud dengan ”suatu nama” adalah nama sendiri, 
dan nama orang tua kandung, dan atau nama keluarga, dan 
atau nama marga.

Pasal 54
Pelaksanaan hak anak yang cacat fisik dan atau mental atas biaya 
negara diutamakan bagi kalangan yang tidak mampu.

Pasal 55 
Cukup jelas

Pasal 56 
Cukup jelas

Pasal 57
Cukup jelas

Pasal 58
Cukup jelas

Pasal 59
Pasal ini berkaitan dengan perceraian orang tua anak, atau 
dalam hal kematian salah seorang dari orang tuanya, atau dalam 
hal kuasa asuh orang tua dicabut, atau bila disiksa atau tidak 
dilindungi atau ketidakmampuan orang tuanya.

Pasal 60



57

Ayat (1)
Pendidikan dalam ayat ini mencakup pendidikan tata krama 
dan budi pekerti.

Ayat (2)
 Cukup jelas

Pasal 61 
Cukup jelas

Pasal 62
 Cukup jelas

Pasal 63
 Cukup jelas

Pasal 64
 Cukup jelas

Pasal 65
Berbagai bentuk penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan 
zat adiktif lainnya mencakup kegiatan produksi, peredaran, dan 
perdagangan sampai dengan penggunaannya yang tidak sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 66
 Cukup jelas

Pasal 67
 Cukup jelas

Pasal 68
 Cukup jelas

Pasal 69
 Cukup jelas

Pasal 70
 Cukup jelas
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Pasal 71
 Cukup jelas

Pasal 72
 Cukup jelas

Pasal 73
Pembatasan yang dimaksud dalam Pasal ini tidak berlaku terhadap 
hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi (non-derogable rights) 
dengan memperhatikan Penjelasan Pasal 4 dan Pasal 9.

Pasal 74
Ketentuan dalam Pasal ini menegaskan bahwa siapapun 
tidak dibenarkan mengambil keuntungan sepihak dan atau 
mendatangkan kerugian pihak lain dalam mengartikan ketentuan 
dalam undang-undang ini, sehingga mengakibatkan berkurangnya 
dana atau hapusnya hak asasi manusia yang dijamin oleh Undang-
undang ini.

Pasal 75
 Cukup jelas

Pasal 76
 Cukup jelas

Pasal 77
 Cukup jelas

Pasal 78
 Cukup jelas

Pasal 79
 Cukup jelas

Pasal 80
 Cukup jelas

Pasal 81
 Cukup jelas
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Pasal 82
 Cukup jelas

Pasal 83
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan ”diresmikan oleh Presiden” adalah 
dalam bentuk Keputusan Presiden. Peresmian oleh Presiden 
dikaitkan dengan kemandirian Komnas HAM. Usulan 
Komnas HAM yang dimaksud, harus menampung seluruh 
aspirasi dari berbagai lapisan masyarakat sesuai dengan 
syarat-syarat yang ditetapkan, yang jumlahnya paling 
banyak 70 (tujuh puluh) orang.

Ayat (2) 
Cukup jelas

Ayat (3)
 Cukup jelas

Ayat (4)
 Cukup jelas

Pasal 84
 Cukup jelas

Pasal 85
Ayat (1) 

Cukup jelas
Ayat (2)

Huruf a
 Cukup jelas

Huruf b
 Cukup jelas

Huruf c
 Cukup jelas

Huruf d
 Cukup jelas

Huruf e
Keputusan pemberhentian dilakukan dengan pemberi-
tahuan terlebih dahulu kepada yang bersangkutan 
dan diberikan hak untuk membela diri dalam Sidang 
Paripurna yang diadakan khusus untuk itu.
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Pasal 86 
Cukup jelas

Pasal 87
 Cukup jelas

Pasal 88
 Cukup jelas

Pasal 89
Ayat (1)

 Cukup jelas
Ayat (2)

 Cukup jelas
Ayat (3)

Huruf a
 Cukup jelas

Huruf b
Yang dimaksud dengan ”penyelidikan dan pe-
meriksaan” dalam rangka pemantauan adalah 
kegiatan pencarian data, informasi, dan fakta untuk 
mengetahui ada atau tidaknya pelanggaran hak asasi 
manusia.

Huruf c 
Cukup jelas

Huruf d
 Cukup jelas

Huruf e
 Cukup jelas

Huruf f 
Cukup jelas

Huruf g
 Cukup jelas

Huruf h
Yang dimaksud dengan ”pelanggaran hak asasi 
manusia dalam masalah publik” antara lain mengenai 
pertanahan, ketenagakerjaan, dan lingkungan hidup.

Ayat (4)
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Huruf a
 Cukup jelas

Huruf b
Yang dimaksud dengan ”mediasi” adalah 
penyelesaian perkara perdata di luar pengadilan, atas 
dasar kesepakatan para pihak.

Huruf c
 Cukup jelas

Huruf d
 Cukup jelas

Huruf e 
Cukup jelas

Pasal 90
Ayat (1)

 Cukup jelas
Ayat (2) 

Cukup jelas
Ayat (3)

 Cukup jelas
Ayat (4)

Yang dimaksud dengan ”pengaduan melalui perwakilan” 
adalah pengaduan yang dilakukan oleh perorangan atau 
kelompok untuk bertindak mewakili masyarakat tertentu 
yang dilanggar hak asasinya dan atau dasar kesamaan 
kepentingan hukumnya.

Pasal 91
Ayat (1)

Huruf a
Cukup jelas

Huruf b
Cukup jelas

Huruf c
Yang dimaksud dengan ”itikad buruk” adalah 
perbuatan yang mengandung maksud dan tujuan yang 
tidak baik, misalnya pengaduan yang disertai data 
palsu atau keterangan tidak benar, dan atau ditujukan 
semata-mata untuk mengakibatkan pencemaran 
nama baik perorangan, keresahan kelompok, dan 
atau masyarakat. Yang dimaksud dengan ”tidak 
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ada kesungguhan” adalah bahwa pengadu benar-
benar tidak bermaksud menyelesaikan sengketanya, 
misalnya pengadu telah 3 (tiga) kali dipanggil tidak 
datang tanpa alasan yang sah. 

Huruf d
 Cukup jelas

Huruf e
 Cukup jelas

Ayat (2)
 Cukup jelas

Pasal 92
 Cukup jelas

Pasal 93
 Cukup jelas

Pasal 94
 Cukup jelas

Pasal 95
Yang dimaksud dengan ”ketentuan peraturan perundang-
undangan” dalam Pasal ini adalah ketentuan Pasal 140 ayat (1) dan 
ayat (2), Pasal 141 ayat (1) Reglemen Indonesia yang diperbaharui 
(RIB) atau Pasal 167 Ayat (1) Reglemen Luar Jawa dan Madura.

Pasal 96
Ayat (1)

 Cukup jelas
Ayat (2)

 Cukup jelas
Ayat (3)

Lembaga keputusan asli atau salinan otentik keputusan 
mediasi diserahkan dan didaftarkan oleh mediator kepada 
Panitera Pengadilan Negeri.

Ayat (4)
Permintaan terhadap keputusan yang dapat dilaksanakan 
(fiat eksekusi) kepada Pengadilan Negeri dilakukan melalui 
Komnas HAM. Apabila yang bersangkutan tetap tidak 
melaksanakan keputusan yang telah dinyatakan dapat 
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dilaksanakan oleh pengadilan, Maka pengadilan wajib 
melaksanakan keputusan tersebut. Tahap pihak ketiga 
yang merasa dirugikan oleh keputusan ini, maka pihak 
ketiga masih dimungkinkan mengajukan gugatan melalui 
pengadilan.

Ayat (5) 
Cukup jelas

Pasal 97
 Cukup jelas

Pasal 98
 Cukup jelas

Pasal 99
 Cukup jelas

Pasal 100
 Cukup jelas

Pasal 101
 Cukup jelas

Pasal 102
 Cukup jelas

Pasal 103
 Cukup jelas

Pasal 104
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan ”pelanggaran hak asasi manusia yang 
berat” adalah pembunuhan massal (genocide), pembunuhan 
sewenang-wenang atau di luar putusan pengadilan (arbitrary/
extra judicial killing), penyiksaan, penghilangan orang secara 
paksa, perbudakan, atau diskriminasi yang dilakukan secara 
sistematis (systematic discrimination).

Ayat (2)
 Cukup jelas
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Ayat (3)
Yang dimakud dengan ”pengadilan yang berwenang” 
meliputi empat lingkungan peradilan sesuai dengan 
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-
ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999.

Pasal 105
 Cukup jelas

Pasal 106
 Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 3886



Undang-Undang Republik Indonesia 
Nomor 26 Tahun 2000

Tentang

Pengadilan Hak Asasi Manusia
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UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 26 TAHUN 2000

TENTANG
PENGADILAN HAK ASASI MANUSIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Presiden Republik Indonesia,

Menimbang : 
a. 	 bahwa hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati 

melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh 
karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak 
boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun;

b. 	 bahwa untuk ikut serta memelihara perdamaian dunia dan menjamin 
pelaksanaan hak asasi manusia serta memberi perlindungan, 
kepastian, keadilan, dan perasaan aman kepada perorangan ataupun 
masyarakat, perlu segera dibentuk suatu Pengadilan Hak Asasi 
Manusia untuk menyelesaikan pelanggaran hak asasi manusia yang 
berat sesuai dengan ketentuan Pasal 104 ayat (1) Undang-undang 
Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;

c. 	 bahwa pembentukan Pengadilan Hak Asasi Manusia untuk 
menyelesaikan pelanggaran hak asasi manusia yang berat telah 
diupayakan oleh Pemerintah berdasarkan Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1999 tentang Pengadilan 
Hak Asasi Manusia yang dinilai tidak memadai, sehingga tidak 
disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia 
menjadi undang-undang, dan oleh karena itu Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-undang tersebut perlu dicabut; 

d.	 bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 
huruf a, b, dan c perlu dibentuk Undang-undang tentang Pengadilan 
Hak Asasi Manusia;
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Mengingat : 
1. 	 Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. 	 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan 

Pokok Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1970 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2951) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 
1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 
1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 147, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3879);

3. 	 Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 20, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3327 );

4. 	 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886);

Dengan persetujuan bersama antara
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : 	 UNDANG-UNDANG TENTANG
  PENGADILAN HAK ASASI MANUSIA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :
1. 	 Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada 

hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang 
Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, 
dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, 
dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan 
martabat manusia. 

2. 	 Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat adalah pelanggaran hak 
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asasi manusia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini.
3.	 Pengadilan Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut Pengadilan 

HAM adalah pengadilan khusus terhadap pelanggaran hak asasi 
manusia yang berat. 

4. 	 Setiap orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, baik 
sipil, militer, maupun polisi yang bertanggung jawab secara 
individual.

5. 	 Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk 
mencari dan menemukan ada tidaknya suatu peristiwa yang 
diduga merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang berat guna 
ditindaklanjuti dengan penyidikan sesuai dengan ketentuan yang 
diatur dalam Undang-undang ini.

BAB II
KEDUDUKAN DAN TEMPAT KEDUDUKAN PENGADILAN HAM

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 2
Pengadilan HAM merupakan pengadilan khusus yang berada di 
lingkungan Peradilan Umum.

Bagian Kedua
Tempat Kedudukan

Pasal 3
(1) 	 Pengadilan HAM berkedudukan di daerah kabupaten atau daerah 

kota yang daerah hukumnya meliputi daerah hukum Pengadilan 
Negeri yang bersangkutan.

(2) 	 Untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Pengadilan HAM 
berkedudukan di setiap wilayah Pengadilan Negeri yang 
bersangkutan.

BAB III
LINGKUP KEWENANGAN

Pasal 4
Pengadilan HAM bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus 
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perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat.

Pasal 5
Pengadilan HAM berwenang juga memeriksa dan memutus perkara 
pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang dilakukan di luar 
batas teritorial wilayah negara Republik Indonesia oleh warga negara 
Indonesia.

Pasal 6
Pengadilan HAM tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara 
pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang dilakukan oleh 
seseorang yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun pada saat 
kejahatan dilakukan.

Pasal 7
Pelanggaran hak asasi manusia yang berat meliputi:
a. kejahatan genosida;
b. kejahatan terhadap kemanusiaan.

Pasal 8
Kejahatan genosida sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a 
adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk 
menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok 
bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama, dengan cara:
a. 	 membunuh anggota kelompok;
b. 	 mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap 

anggota-anggota kelompok; 
c.	 menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan 

kemusnahan secara fisik baik seluruh atau sebagiannya;
d. 	 memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran 

didalam kelompok; atau
e. 	 memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke 

kelompok lain.

Pasal 9
Kejahatan terhadap kemanusiaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
7 huruf b adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian 
dari serangan yang meluas atau sistematik yang diketahuinya bahwa 
serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil, 
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berupa:
a. 	 pembunuhan;
b. 	 pemusnahan;
c. 	 perbudakan;
d. 	 pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa;
e. 	 perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain 

secara sewenang-wenang yang melanggar (asas-asas) ketentuan 
pokok hukum internasional;

f.	 penyiksaan;
g.	 perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan 

kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara paksa atau bentuk-
bentuk kekerasan seksual lain yang setara; 

h.	 penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan 
yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, 
budaya, agama, jenis kelamin atau alasan lain yang telah diakui 
secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum 
internasional; 

i.	 penghilangan orang secara paksa; atau
j.	 kejahatan apartheid.

BAB IV
HUKUM ACARA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 10
Dalam hal tidak ditentukan lain dalam Undang-undang ini, hukum 
acara atas perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat dilakukan 
berdasarkan ketentuan hukum acara pidana. 

Bagian Kedua
Penangkapan

Pasal 11
(1)	 Jaksa Agung sebagai penyidik berwenang melakukan penangkapan 

untuk kepentingan penyidikan terhadap seseorang yang diduga 
keras melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang berat 
berdasarkan bukti permulaan yang cukup.
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(2) 	 Pelaksanaan tugas penangkapan sebagaimana dimaksud dalam ayat 
(1) dilakukan oleh penyidik dengan memperlihatkan surat tugas 
dan memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan 
yang mencantumkan identitas tersangka dengan menyebutkan 
alasan penangkapan, tempat dilakukan pemeriksaan serta uraian 
singkat perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang 
dipersangkakan.

(3) 	 Tembusan surat perintah penangkapan sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (2) harus diberikan kepada keluarganya segera setelah 
penangkapan dilakukan.

(4) 	 Dalam hal tertangkap tangan penangkapan dilakukan tanpa 
surat perintah dengan ketentuan bahwa penangkap harus segera 
menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada 
penyidik.

(5) 	 Penangkapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan 
untuk paling lama 1 (satu) hari.

(6)  	Masa penangkapan dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan.

Bagian Ketiga
Penahanan

Pasal 12
(1)	 Jaksa Agung sebagai penyidik dan penuntut umum berwenang 

melakukan penahanan atau penahanan lanjutan untuk kepentingan 
penyidikan dan penuntutan.

(2) 	 Hakim Pengadilan HAM dengan penetapannya berwenang mela-
kukan penahanan untuk kepentingan pemeriksaan di sidang 
pengadilan.

(3) Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap 
tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan pelanggaran 
hak asasi manusia yang berat berdasarkan bukti yang cukup, 
dalam hal terdapat keadaan yang menimbulkan kekhawatiran 
bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak, atau 
menghilangkan barang bukti, dan atau mengulangi pelanggaran 
hak asasi manusia yang berat.

Pasal 13
(1) 	 Penahanan untuk kepentingan penyidikan dapat dilakukan paling 
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lama 90 (sembilan puluh) hari.
(2) 	 Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat 

diperpanjang untuk waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari 
oleh Ketua Pengadilan HAM sesuai dengan daerah hukumnya.

(3) 	 Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) 
habis dan penyidikan belum dapat diselesaikan, maka penahanan 
dapat diperpanjang paling lama 60 (enam puluh) hari oleh Ketua 
Pengadilan HAM sesuai dengan daerah hukumnya.

Pasal 14
(1) 	 Penahanan untuk kepentingan penuntutan dapat dilakukan paling 

lama 30 (tiga puluh) hari.
(2) 	 Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat 

diperpanjang untuk waktu paling lama 20 (dua puluh) hari oleh 
Ketua Pengadilan HAM sesuai dengan daerah hukumnya.

(3) 	 Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) 
habis dan penuntutan belum dapat diselesaikan, maka penahanan 
dapat diperpanjang paling lama 20 (dua puluh) hari oleh Ketua 
Pengadilan HAM sesuai dengan daerah hukumnya.

Pasal 15
(1)	 Penahanan untuk kepentingan pemeriksaan di sidang Pengadilan 

HAM dapat dilakukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari.
(2) 	 Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat 

diperpanjang untuk waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari oleh 
Ketua Pengadilan HAM sesuai dengan daerah hukumnya. 

Pasal 16
(1) 	 Penahanan untuk kepentingan pemeriksaan banding di Pengadilan 

Tinggi dapat dilakukan paling lama 60 (enam puluh) hari.
(2)	 Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat 

diperpanjang untuk waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari oleh 
Ketua Pengadilan Tinggi sesuai dengan daerah hukumnya. 

Pasal 17
(1)	 Penahanan untuk kepentingan pemeriksaan kasasi di Mahkamah 

Agung dapat dilakukan paling lama 60 (enam puluh) hari.
(2) 	 Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat 

diperpanjang untuk waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari oleh 
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Ketua Mahkamah Agung. 

Bagian Keempat
Penyelidikan

Pasal 18
(1) 	 Penyelidikan terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang berat 

dilakukan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.
(2) 	 Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dalam melakukan penyelidikan 

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat membentuk tim ad hoc 
yang terdiri atas Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan unsur 
masyarakat.

Pasal 19
(1) 	 Dalam melaksanakan penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 18, penyelidik berwenang:
a. 	 melakukan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap peristiwa 

yang timbul dalam masyarakat yang berdasarkan sifat atau 
lingkupnya patut diduga terdapat pelanggaran hak asasi 
manusia yang berat;

b. 	 menerima laporan atau pengaduan dari seseorang atau kelompok 
orang tentang terjadinya pelanggaran hak asasi manusia yang 
berat, serta mencari keterangan dan barang bukti;

c. 	 memanggil pihak pengadu, korban, atau pihak yang diadukan 
untuk diminta dan didengar keterangannya;

d.	 memanggil saksi untuk diminta dan didengar kesaksiannya;
e. 	 meninjau dan mengumpulkan keterangan di tempat kejadian 

dan tempat lainnya yang dianggap perlu;
f. 	 memanggil pihak terkait untuk memberikan keterangan secara 

tertulis atau menyerahkan dokumen yang diperlukan sesuai 
dengan aslinya;

g.	 atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa:
1) 	 pemeriksaan surat;
2) 	 penggeledahan dan penyitaan;
3)	 pemeriksaan setempat terhadap rumah, pekarangan, 

bangunan, dan tempat-tempat lainnya yang diduduki atau 
dimiliki pihak tertentu;

4)	 mendatangkan ahli dalam hubungan dengan 
penyelidikan.
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(2) 	 Dalam hal penyelidik mulai melakukan penyelidikan suatu 
peristiwa yang diduga merupakan pelanggaran hak asasi manusia 
yang berat penyelidik memberitahukan hal itu kepada penyidik.

Pasal 20
(1) 	 Dalam hal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia berpendapat 

bahwa terdapat bukti permulaan yang cukup telah terjadi peristiwa 
pelanggaran hak asasi manusia yang berat, maka kesimpulan hasil 
penyelidikan disampaikan kepada penyidik.

(2) 	 Paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah kesimpulan hasil 
penyelidikan disampaikan, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia 
menyerahkan seluruh hasil penyelidikan kepada penyidik.

(3) 	 Dalam hal penyidik berpendapat bahwa hasil penyelidikan 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) masih kurang lengkap, 
penyidik segera mengembalikan hasil penyelidikan tersebut kepada 
penyelidik disertai petunjuk untuk dilengkapi dan dalam waktu 
30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya hasil penyelidikan, 
penyelidik wajib melengkapi kekurangan tersebut.

Bagian Kelima
Penyidikan

Pasal 21
(1) 	 Penyidikan perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat 

dilakukan oleh Jaksa Agung.
(2) Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak termasuk 

kewenangan menerima laporan atau pengaduan.
(3) 	 Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 

Jaksa Agung dapat mengangkat penyidik ad hoc yang terdiri atas 
unsur pemerintah dan atau masyarakat.

(4)	 Sebelum melaksanakan tugasnya, penyidik ad hoc mengucapkan 
sumpah atau janji menurut agamanya masing-masing.

(5) Untuk dapat diangkat menjadi penyidik ad hoc harus memenuhi 
syarat :
a.	 warga negara Republik Indonesia;
b. 	 berumur sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) tahun dan 

paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun;
c.	 berpendidikan sarjana hukum atau sarjana lain yang mempunyai 

keahlian di bidang hukum;
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d.	 sehat jasmani dan rohani;
e.	 berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela;
f. 	 setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945; dan
g. 	 memiliki pengetahuan dan kepedulian di bidang hak asasi 

manusia.

Pasal 22
(1) 	 Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan (3) 

wajib diselesaikan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari terhitung 
sejak tanggal hasil penyelidikan diterima dan dinyatakan lengkap 
oleh penyidik.

(2) 	 Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat 
diperpanjang untuk waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari 
oleh Ketua Pengadilan HAM sesuai dengan daerah hukumnya.

(3) 	 Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat 
(2) habis dan penyidikan belum dapat diselesaikan, penyidikan 
dapat diperpanjang paling lama 60 (enam puluh) hari oleh Ketua 
Pengadilan HAM sesuai dengan daerah hukumnya.

(4) 	 Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat 
(1), ayat (2), dan ayat (3) dari hasil penyidikan tidak diperoleh bukti 
yang cukup, maka wajib dikeluarkan surat perintah penghentian 
penyidikan oleh Jaksa Agung.

(5) 	 Setelah surat perintah penghentian penyidikan dikeluarkan, 
penyidikan hanya dapat dibuka kembali dan dilanjutkan apabila 
terdapat alasan dan bukti lain yang melengkapi hasil penyidikan 
untuk dilakukan penuntutan.

(6) 	 Dalam hal penghentian penyidikan sebagaimana dimaksud dalam 
ayat (4) tidak dapat diterima oleh korban atau keluarganya, maka 
korban, keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas 
atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga, berhak mengajukan 
praperadilan kepada Ketua Pengadilan HAM sesuai dengan daerah 
hukumnya dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

Bagian Keenam
Penuntutan

Pasal 23
(1) 	 Penuntutan perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat 
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dilakukan oleh Jaksa Agung.
(2)  	Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 

Jaksa Agung dapat mengangkat penuntut umum ad hoc yang terdiri 
atas unsur pemerintah dan atau masyarakat.

(3) 	 Sebelum melaksanakan tugasnya penuntut umum ad hoc 
mengucapkan sumpah atau janji menurut agamanya masing-
masing.

(4) 	 Untuk dapat diangkat menjadi penuntut umum ad hoc harus 
memenuhi syarat :
a.	 warga negara Republik Indonesia;
b. 	 berumur sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) tahun dan 

paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun; 
c. 	 berpendidikan sarjana hukum dan berpengalaman sebagai 

penuntut umum;
d.	 sehat jasmani dan rohani;
e.	 berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela;
f. 	 setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945; dan
g. 	 memiliki pengetahuan dan kepedulian di bidang hak asasi 

manusia.

Pasal 24
Penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) 
wajib dilaksanakan paling lambat 70 (tujuh puluh) hari terhitung sejak 
tanggal hasil penyidikan diterima.

Pasal 25
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia sewaktu-waktu dapat meminta 
keterangan secara tertulis kepada Jaksa Agung mengenai perkembangan 
penyidikan dan penuntutan perkara pelanggaran hak asasi manusia 
yang berat.

Bagian Ketujuh
Sumpah

Pasal 26
Sumpah penyidik dan Jaksa Penuntut Umum ad hoc sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) dan Pasal 23 ayat (3), lafalnya berbunyi 
sebagai berikut :
“Saya bersumpah/berjanji dengan sungguh-sungguh bahwa saya 
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untuk melaksanakan tugas ini, langsung atau tidak langsung, dengan 
menggunakan nama atau cara apapun juga, tidak memberikan atau 
menjanjikan sesuatu apapun kepada siapapun juga”.
“Saya bersumpah/berjanji bahwa saya, untuk melakukan atau tidak 
melakukan sesuatu dalam tugas ini, tidak sekali-kali akan menerima 
langsung atau tidak langsung dari siapapun juga suatu janji atau 
pemberian”.
“Saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan setia kepada dan akan 
mempertahankan serta mengamalkan Pancasila sebagai dasar negara, 
Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku bagi negara Republik Indonesia”.
“Saya bersumpah/berjanji bahwa saya senantiasa akan menjalankan 
tugas ini dengan jujur, seksama, dan obyektif dengan tidak membeda-
bedakan orang, dan akan menjunjung tinggi etika profesi dalam 
melaksanakan kewajiban saya ini dengan sebaik-baiknya dan seadil-
adilnya seperti layaknya bagi seorang petugas yang berbudi baik dan 
jujur dalam menegakkan hukum dan keadilan”.

Bagian Kedelapan
Pemeriksaan di Sidang Pengadilan

Paragraf 1 
Umum

Pasal 27
(1) 	 Perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat diperiksa dan 

diputus oleh Pengadilan HAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
4.

(2) 	 Pemeriksaan perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh majelis hakim 
Pengadilan HAM yang berjumlah 5 (lima) orang, terdiri atas 2 (dua) 
orang hakim pada Pengadilan HAM yang bersangkutan dan 3 (tiga) 
orang hakim ad hoc.

(3) 	 Majelis hakim sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diketuai oleh 
hakim dari Pengadilan HAM yang bersangkutan.

Pasal 28
(1) 	 Hakim ad hoc diangkat dan diberhentikan oleh Presiden selaku 

Kepala Negara atas usul Ketua Mahkamah Agung.



78

(2) 	 Jumlah hakim ad hoc sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 
sekurang-kurangnya 12 (dua belas) orang.

(3) 	 Hakim ad hoc diangkat untuk selama 5 (lima) tahun dan dapat 
diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Paragraf 2
Syarat Pengangkatan Hakim Ad Hoc

Pasal 29
Untuk dapat diangkat menjadi Hakim ad hoc harus memenuhi syarat:
1.	 warga negara Republik Indonesia;
2.	 bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
3. 	 berumur sekurang-kurangnya 45 (empat puluh lima) tahun dan 

paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun;
4.	 berpendidikan sarjana hukum atau sarjana lain yang mempunyai 

keahlian di bidang hukum;
5.	 sehat jasmani dan rohani;
6.	 berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela;
7.	 setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945; dan
8. 	 memiliki pengetahuan dan kepedulian di bidang hak asasi 

manusia.

Pasal 30
Hakim ad hoc yang diangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 
ayat (1) sebelum melaksanakan tugasnya wajib mengucapkan sumpah 
sesuai dengan agamanya masing-masing yang lafalnya berbunyi sebagai 
berikut :
“Saya bersumpah/berjanji dengan sungguh-sungguh bahwa saya 
untuk melaksanakan tugas ini, langsung atau tidak langsung, dengan 
menggunakan nama atau cara apapun juga, tidak akan memberikan 
atau menjanjikan sesuatu apapun kepada siapapun juga”.
“Saya bersumpah/berjanji bahwa saya, untuk melakukan atau tidak 
melakukan sesuatu dalam tugas ini, tidak sekali-kali akan menerima 
langsung atau tidak langsung dari siapapun juga suatu janji atau 
pemberian”.
“Saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan setia kepada dan akan 
mempertahankan serta mengamalkan Pancasila sebagai dasar negara, 
Undang-Undang Dasar 1945, serta peraturan perundang-undangan 
yang berlaku bagi negara Republik Indonesia”.
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“Saya bersumpah/berjanji bahwa saya senantiasa akan menjalankan 
tugas ini dengan jujur, seksama, dan obyektif dengan tidak membeda-
bedakan orang, dan akan menjunjung tinggi etika profesi dalam 
melaksanakan kewajiban saya ini dengan sebaik-baiknya dan seadil-
adilnya seperti layaknya bagi seorang petugas yang berbudi baik dan 
jujur dalam menegakkan hukum dan keadilan”.

Paragraf 3
Acara Pemeriksaan

Pasal 31
Perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat, diperiksa dan 
diputus oleh Pengadilan HAM dalam waktu paling lama 180 (seratus 
delapan puluh) hari terhitung sejak perkara dilimpahkan ke Pengadilan 
HAM.

Pasal 32
(1) 	 Dalam hal perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat 

dimohonkan banding ke Pengadilan Tinggi, maka perkara tersebut 
diperiksa dan diputus dalam waktu paling lama 90 (sembilan puluh) 
hari terhitung sejak perkara dilimpahkan ke Pengadilan Tinggi.

(2) 	 Pemeriksaan perkara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 
dilakukan oleh majelis hakim berjumlah 5 (lima) orang yang terdiri 
atas 2 (dua) orang hakim Pengadilan Tinggi yang bersangkutan dan 
3 (tiga) orang hakim ad hoc.

(3) 	 Jumlah hakim ad hoc di Pengadilan Tinggi sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (2) sekurang-kurangnya 12 (dua belas) orang.

(4) 	 Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dan ayat 
(3), Pasal 29, dan Pasal 30 juga berlaku bagi pengangkatan hakim ad 
hoc pada Pengadilan Tinggi.

Pasal 33
(1) 	 Dalam hal perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat 

dimohonkan kasasi ke Mahkamah Agung, perkara tersebut diperiksa 
dan diputus dalam waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari 
terhitung sejak perkara dilimpahkan ke Mahkamah Agung.

(2) 	 Pemeriksaan perkara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 
dilakukan oleh majelis hakim yang berjumlah 5 (lima) orang terdiri 
atas 2 (dua) orang Hakim Agung dan 3 (tiga) orang hakim ad hoc.
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(3) 	 Jumlah hakim ad hoc di Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (2) sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang.

(4) 	 Hakim ad hoc di Mahkamah Agung diangkat oleh Presiden selaku 
Kepala Negara atas usulan Dewan Perwakilan Rakyat Republik 
Indonesia.

(5) 	 Hakim ad hoc sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) diangkat 
untuk satu kali masa jabatan selama 5 (lima) tahun.

(6) 	 Untuk dapat diangkat menjadi hakim ad hoc pada Mahkamah 
Agung harus memenuhi syarat :
a.	 warga negara Republik Indonesia;
b.	 bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
c.	 berumur sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun;
d.	 berpendidikan sarjana hukum atau sarjana lain yang mempunyai 

keahlian di bidang hukum;
e.	 sehat jasmani dan rohani;
f.	 berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela;
g. 	 setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945; dan
h. 	 memiliki pengetahuan dan kepedulian di bidang hak asasi 

manusia.

BAB V
PERLINDUNGAN KORBAN DAN SAKSI

Pasal 34
(1) 	 Setiap korban dan saksi dalam pelanggaran hak asasi manusia 

yang berat berhak atas perlindungan fisik dan mental dari ancaman, 
gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun.

(2) 	 Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib 
dilaksanakan oleh aparat penegak hukum dan aparat keamanan 
secara cuma-cuma.

(3) 	 Ketentuan mengenai tata cara perlindungan terhadap korban dan 
saksi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VI
KOMPENSASI, RESTITUSI, DAN REHABILITASI

Pasal 35
(1) 	 Setiap korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan 

atau ahli warisnya dapat memperoleh kompensasi, restitusi, dan 
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rehabilitasi.
(2) 	 Kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi sebagaimana dimaksud 

dalam ayat (1) dicantumkan dalam amar putusan Pengadilan 
HAM.

(3) 	 Ketentuan mengenai kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi 
diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 36
Setiap orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 8 huruf a, b, c, d, atau e dipidana dengan pidana mati atau pidana 
penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 25 (dua puluh 
lima) tahun dan paling singkat 10 (sepuluh) tahun.

Pasal 37
Setiap orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 9 huruf a, b, d, e, atau j dipidana dengan pidana mati atau pidana 
penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 25 (dua puluh 
lima) tahun dan paling singkat 10 (sepuluh) tahun.

Pasal 38
Setiap orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 9 huruf c, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima 
belas) tahun dan paling singkat 5 (lima) tahun.

Pasal 39
Setiap orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 9 huruf f, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima 
belas) tahun dan paling singkat 5 (lima) tahun.

Pasal 40
Setiap orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 9 huruf g, h, atau i dipidana dengan pidana penjara paling lama 20 
(dua puluh) tahun dan paling singkat 10 (sepuluh) tahun.

Pasal 41
Percobaan, permufakatan jahat, atau pembantuan untuk melakukan 
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pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 atau Pasal 9 dipidana 
dengan pidana yang sama dengan ketentuan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, dan Pasal 40.

Pasal 42
(1) 	 Komandan militer atau seseorang yang secara efektif bertindak 

sebagai komandan militer dapat dipertanggungjawabkan terhadap 
tindak pidana yang berada di dalam yurisdiksi Pengadilan HAM, 
yang dilakukan oleh pasukan yang berada di bawah komando 
dan pengendaliannya yang efektif, atau di bawah kekuasaan dan 
pengendaliannya yang efektif dan tindak pidana tersebut merupakan 
akibat dari tidak dilakukan pengendalian pasukan secara patut, 
yaitu :
a. 	 komandan militer atau seseorang tersebut mengetahui atau 

atas dasar keadaan saat itu seharusnya mengetahui bahwa 
pasukan tersebut sedang melakukan atau baru saja melakukan 
pelanggaran hak asasi manusia yang berat; dan

b. 	 komandan militer atau seseorang tersebut tidak melakukan 
tindakan yang layak dan diperlukan dalam ruang lingkup 
kekuasaannya untuk mencegah atau menghentikan perbuatan 
tersebut atau menyerahkan pelakunya kepada pejabat yang 
berwenang untuk dilakukan penyelidikan, penyidikan, dan 
penuntutan.

(2) 	 Seorang atasan, baik polisi maupun sipil lainnya, bertanggung jawab 
secara pidana terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang berat 
yang dilakukan oleh bawahannya yang berada di bawah kekuasaan 
dan pengendaliannya yang efektif, karena atasan tersebut tidak 
melakukan pengendalian terhadap bawahannya secara patut dan 
benar, yakni :
a. 	 atasan tersebut mengetahui atau secara sadar mengabaikan 

informasi yang secara jelas menunjukkan bahwa bawahan 
sedang melakukan atau baru saja melakukan pelanggaran hak 
asasi manusia yang berat; dan

b. 	 atasan tersebut tidak mengambil tindakan yang layak dan 
diperlukan dalam ruang lingkup kewenangannya untuk 
mencegah atau menghentikan perbuatan tersebut atau 
menyerahkan pelakunya kepada pejabat yang berwenang 
untuk dilakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan.

(3) 	 Perbuatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) 
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diancam dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, dan Pasal 40.

BAB VIII
PENGADILAN HAM AD HOC

Pasal 43
(1) 	 Pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang terjadi sebelum 

diundangkannya Undang-undang ini, diperiksa dan diputus oleh 
Pengadilan HAM ad hoc.

(2)	 Pengadilan HAM ad hoc sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 
dibentuk atas usul Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia 
berdasarkan peristiwa tertentu dengan Keputusan Presiden.

(3) 	 Pengadilan HAM ad hoc sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 
berada di lingkungan Peradilan Umum.

Pasal 44
Pemeriksaan di Pengadilan HAM ad hoc dan upaya hukumnya 
dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini.

BAB IX 
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 45
(1) 	 Untuk pertama kali pada saat Undang-undang ini mulai berlaku 

Pengadilan HAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dibentuk 
di Jakarta Pusat, Surabaya, Medan, dan Makassar.

(2) 	 Daerah hukum Pengadilan HAM sebagaimana dimaksud dalam 
ayat (1) berada pada Pengadilan Negeri di:
a.	 Jakarta Pusat yang meliputi wilayah Daerah Khusus Ibukota 

Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Banten, Sumatera Selatan, 
Lampung, Bengkulu, Kalimantan Barat, dan Kalimantan 
Tengah;

b. 	 Surabaya yang meliputi Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, 
Daerah Istimewa Yogyakarta, Bali, Kalimantan Selatan, 
Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara 
Timur;

c. 	 Makassar yang meliputi Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi 
Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Maluku, Maluku 
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Utara, dan Irian Jaya;
d.	 Medan yang meliputi Provinsi Sumatera Utara, Daerah Istimewa 

Aceh, Riau, Jambi, dan Sumatera Barat.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46
Untuk pelanggaran hak asasi manusia yang berat sebagaimana 
dimaksud dalam Undang-undang ini tidak berlaku ketentuan mengenai 
kadaluarsa.

Pasal 47
(1) 	 Pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang terjadi sebelum 

berlakunya Undang-undang ini tidak menutup kemungkinan 
penyelesaiannya dilakukan oleh Komisi Kebenaran dan 
Rekonsiliasi.

(2) 	 Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud dalam 
ayat (1) dibentuk dengan Undang-undang.

Pasal 48
Penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan pelanggaran hak asasi 
manusia yang berat yang sudah atau sedang dilaksanakan berdasarkan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1999 
tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia tetap berlaku sepanjang tidak 
bertentangan dengan Undang-undang ini.

Pasal 49
Ketentuan mengenai kewenangan Atasan Yang Berhak Menghukum 
dan Perwira Penyerah Perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 
dan Pasal 123 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan 
Militer dinyatakan tidak berlaku dalam pemeriksaan pelanggaran hak 
asasi manusia yang berat menurut Undang-undang ini.

Pasal 50
Dengan berlakunya Undang-undang ini, maka Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1999 tentang Pengadilan 
Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 
Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3911) dengan ini 
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dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 51
Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara 
Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta 
pada tanggal 23 Nopember 2000

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd

ABDURRAHMAN WAHID

Diundangkan di Jakarta 
pada tanggal 23 Nopember 2000
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

ttd
DJOHAN EFFENDI

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2000 
NOMOR 208
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PENJELASAN
ATAS

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 26 TAHUN 2000

TENTANG
PENGADILAN HAK ASASI MANUSIA

I. UMUM 
Bahwa hak asasi manusia yang tercantum dalam Undang-Undang 

Dasar 1945, Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia, 
Ketetapan MPR-RI Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi 
Manusia, dan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak 
Asasi Manusia harus dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung 
jawab sesuai dengan falsafah yang terkandung dalam Pancasila dan 
Undang-Undang Dasar 1945 dan asas-asas hukum internasional. 
Ketetapan MPR-RI Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi 
Manusia menugaskan kepada lembaga-lembaga tinggi negara dan 
seluruh aparatur pemerintah untuk menghormati, menegakkan, dan 
menyebarluaskan pemahaman mengenai hak asasi manusia kepada 
seluruh masyarakat serta segera meratifikasi berbagai instrumen 
Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak Asasi Manusia sepanjang 
tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 
1945. 

Pemberian perlindungan terhadap hak asasi manusia dapat 
dilakukan melalui pembentukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia 
dan Pengadilan HAM serta Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. 
Untuk melaksanakan amanat Ketetapan MPR-RI Nomor 
XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia tersebut, 
telah dibentuk Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 
tentang Hak Asasi Manusia. Pembentukan Undang-undang 
tersebut merupakan perwujudan tanggung jawab bangsa 
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Indonesia sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa. 
Di samping hal tersebut, pembentukan Undang- 
undang tentang Hak Asasi Manusia juga mengandung suatu 
misi mengemban tanggung jawab moral dan hukum dalam 
menjunjung tinggi dan melaksanakan Deklarasi Universal 
Hak Asasi Manusia yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-
Bangsa, serta yang terdapat dalam berbagai instrumen 
hukum lainnya yang mengatur hak asasi manusia yang telah 
disahkan dan atau diterima oleh negara Republik Indonesia. 
Bertitik tolak dari perkembangan hukum, baik ditinjau dari 
kepentingan nasional maupun dari kepentingan internasional, maka 
untuk menyelesaikan masalah pelanggaran hak asasi manusia yang 
berat dan mengembalikan keamanan dan perdamaian di Indonesia 
perlu dibentuk Pengadilan Hak Asasi Manusia yang merupakan 
pengadilan khusus bagi pelanggaran hak asasi manusia yang berat. 
Untuk merealisasikan terwujudnya Pengadilan Hak Asasi Manusia 
tersebut, perlu dibentuk Undang-undang tentang Pengadilan Hak 
Asasi Manusia. 

Dasar pembentukan Undang-undang tentang Pengadilan Hak 
Asasi Manusia adalah sebagaimana tercantum dalam ketentuan 
Pasal 104 ayat (1) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang 
Hak Asasi Manusia. Undang-undang tentang Pengadilan Hak 
Asasi Manusia diharapkan dapat melindungi hak asasi manusia, 
baik perseorangan maupun masyarakat, dan menjadi dasar dalam 
penegakan, kepastian hukum, keadilan, dan perasaan aman baik 
bagi perseorangan maupun masyarakat, terhadap pelanggaran hak 
asasi manusia yang berat. Pembentukan Undang-undang tentang 
Pengadilan Hak Asasi Manusia didasarkan pada pertimbangan 
sebagai berikut:
1. 	 Pelanggaran hak asasi manusia yang berat merupakan “extra 

ordinary crimes” dan berdampak secara luas baik pada tingkat 
nasional maupun internasional dan bukan merupakan tindak 
pidana yang diatur di dalam Kitab Undang-undang Hukum 
Pidana serta menimbulkan kerugian baik materiil maupun 
immateriil yang mengakibatkan perasaan tidak aman baik 
terhadap perseorangan maupun masyarakat, sehingga perlu 
segera dipulihkan dalam mewujudkan supremasi hukum untuk 
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mencapai kedamaian, ketertiban, ketenteraman, keadilan, dan 
kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Indonesia;

2. 	 Terhadap perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat 
diperlukan langkah-langkah penyelidikan, penyidikan, 
penuntutan, dan pemeriksaan yang bersifat khusus.

3. 	 Kekhususan dalam penanganan pelanggaran hak asasi manusia 
yang berat adalah :
a.	 diperlukan penyelidik dengan membentuk tim ad hoc, 

penyidik ad hoc, penuntut umum ad hoc, dan hakim ad 
hoc;

b.	 diperlukan penegasan bahwa penyelidikan hanya 
dilakukan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia 
sedangkan penyidik tidak berwenang menerima laporan 
atau pengaduan sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-
undang Hukum Acara Pidana;

c. 	 diperlukan ketentuan mengenai tenggang waktu 
tertentu untuk melakukan penyidikan, penuntutan, dan 
pemeriksaan di pengadilan;

d. 	 diperlukan ketentuan mengenai perlindungan korban dan 
saksi;

e. 	 diperlukan ketentuan yang menegaskan tidak ada 
kadaluarsa bagi pelanggaran hak asasi manusia yang 
berat.

Mengenai pelanggaran hak asasi manusia yang berat seperti 
genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan yang berdasarkan 
hukum internasional dapat digunakan asas retroaktif, diberlakukan 
pasal mengenai kewajiban untuk tunduk kepada pembatasan yang 
ditetapkan dengan undang-undang sebagaimana tercantum dalam 
Pasal 28 J ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi:

 “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya setiap orang wajib 
tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-
undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan 
serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk 
memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan 
moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam 
suatu masyarakat demokratis”. Dengan ungkapan lain asas 
retroaktif dapat diberlakukan dalam rangka melindungi hak asasi 
manusia itu sendiri berdasarkan Pasal 28 J ayat (2) Undang-Undang 
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Dasar 1945 tersebut. Oleh karena itu Undang-undang ini mengatur 
pula tentang Pengadilan HAM ad hoc untuk memeriksa dan 
memutus perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang 
terjadi sebelum diundangkannya Undang-undang ini. Pengadilan 
HAM ad hoc dibentuk atas usul Dewan Perwakilan Rakyat 
berdasarkan peristiwa tertentu dengan Keputusan Presiden dan 
berada di lingkungan Peradilan Umum.

Di samping adanya Pengadilan HAM ad hoc, Undang-undang ini 
menyebutkan juga keberadaan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi 
sebagaimana dimaksud dalam Ketetapan MPR-RI Nomor V/
MPR/2000 tentang Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional. 
Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi yang akan dibentuk dengan 
undang-undang dimaksudkan sebagai lembaga ekstra-yudisial 
yang ditetapkan dengan undang-undang yang bertugas untuk 
menegakkan kebenaran dengan mengungkapkan penyalahgunaan 
kekuasaan dan pelanggaran hak asasi manusia pada masa lampau, 
sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang 
berlaku dan melaksanakan rekonsiliasi dalam perspektif kepentingan 
bersama sebagai bangsa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Yang dimaksud dengan “memeriksa dan memutus” dalam 
ketentuan ini adalah termasuk menyelesaikan perkara yang 
menyangkut kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
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Pasal 5
Ketentuan dalam Pasal ini dimaksudkan untuk melindungi 
warga negara Indonesia yang melakukan pelanggaran hak 
asasi manusia yang berat yang dilakukan di luar batas teritorial, 
dalam arti tetap dihukum sesuai dengan Undang-undang 
tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia ini.

Pasal 6
Seseorang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun yang 
melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang berat, diperiksa 
dan diputus oleh Pengadilan Negeri.

Pasal 7
“Kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan” 
dalam ketentuan ini sesuai dengan “Rome Statute of The 
International Criminal Court” (Pasal 6 dan Pasal 7).

Pasal  8
Huruf a

Yang dimaksud dengan “anggota kelompok” adalah 
seorang atau lebih anggota kelompok.

Huruf b
Cukup jelas

Huruf c
Cukup jelas

Huruf d
Cukup jelas

Huruf e
Cukup jelas

Pasal 9
Yang dimaksud dengan “serangan yang ditujukan secara 
langsung terhadap penduduk sipil” adalah suatu rangkaian 
perbuatan yang dilakukan terhadap penduduk sipil sebagai 
kelanjutan kebijakan penguasa atau kebijakan yang berhubungan 
dengan organisasi.

Huruf a
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Yang dimaksud dengan “pembunuhan” adalah 
sebagaimana tercantum dalam Pasal 340 Kitab Undang-
undang Hukum Pidana.

Huruf b
Yang dimaksud dengan “pemusnahan” meliputi perbuatan 
yang menimbulkan penderitaan yang dilakukan dengan 
sengaja, antara lain berupa perbuatan menghambat 
pemasokan barang makanan dan obat-obatan yang dapat 
menimbulkan pemusnahan pada sebagian penduduk.

Huruf c
Yang dimaksud dengan “perbudakan” dalam ketentuan 
ini termasuk perdagangan manusia, khususnya 
perdagangan wanita dan anak-anak.

Huruf d
Yang dimaksud dengan “pengusiran atau pemindahan 
penduduk secara paksa” adalah pemindahan orang-
orang secara paksa dengan cara pengusiran atau tindakan 
pemaksaan yang lain dari daerah dimana mereka 
bertempat tinggal secara sah, tanpa didasari alasan yang 
diijinkan oleh hukum internasional.

Huruf e
Cukup jelas 

Huruf f
Yang dimaksud dengan “penyiksaan” dalam ketentuan 
ini adalah dengan sengaja dan melawan hukum 
menimbulkan kesakitan atau penderitaan yang berat, 
baik fisik maupun mental, terhadap seorang tahanan atau 
seseorang yang berada di bawah pengawasan.

Huruf g
Cukup jelas

Huruf h
Cukup jelas

Huruf i
Yang dimaksud dengan “penghilangan orang secara 
paksa” yakni penangkapan, penahanan, atau penculikan 
seseorang oleh atau dengan kuasa, dukungan atau 
persetujuan dari negara atau kebijakan organisasi, 
diikuti oleh penolakan untuk mengakui perampasan 
kemerdekaan tersebut atau untuk memberikan informasi 
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tentang nasib atau keberadaan orang tersebut, dengan 
maksud untuk melepaskan dari perlindungan hukum 
dalam jangka waktu yang panjang.

Huruf j
Yang dimaksud dengan “kejahatan apartheid” adalah 
perbuatan tidak manusiawi dengan sifat yang sama 
dengan sifat-sifat yang disebutkan dalam Pasal 8 yang 
dilakukan dalam konteks suatu rezim kelembagaan berupa 
penindasan dan dominasi oleh suatu kelompok rasial 
atas suatu kelompok atau kelompok-kelompok ras lain 
dan dilakukan dengan maksud untuk mempertahankan 
rezim itu.

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Ayat (1)

Cukup jelas
Ayat (2)

Cukup jelas
Ayat (3)

Cukup jelas
Ayat (4)

Cukup jelas
Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “1 (satu) hari” adalah dalam 
waktu 24 (dua puluh empat) jam terhitung sejak 
tersangka ditangkap.

Ayat (6)
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
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Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Ayat (1)

Kewenangan penyelidikan hanya dilakukan oleh 
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dimaksudkan 
untuk menjaga objektivitas hasil penyelidikan karena 
lembaga Komisi Nasional Hak Asasi Manusia adalah 
lembaga yang bersifat independen.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “unsur masyarakat” adalah 
tokoh dan anggota masyarakat yang profesional, 
berdedikasi, berintegritas tinggi, dan menghayati di 
bidang hak asasi manusia.

Pasal 19
Pelaksanaan “penyelidikan” dalam ketentuan ini dimaksudkan 
sebagai rangkaian tindakan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia 
dalam lingkup projustisia.
Ayat (1)
Huruf a

Cukup jelas
Huruf b

Yang dimaksud dengan “menerima” adalah 
menerima, mendaftar, dan mencatat laporan atau 
pengaduan tentang telah terjadinya pelanggaran 
hak asasi manusia yang berat, dan dapat dilengkapi 
dengan barang bukti.

Huruf c
Cukup jelas
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Huruf d
Cukup jelas

Huruf e
Cukup jelas

Huruf f
Cukup jelas

Huruf g
Yang dimaksud dengan “perintah penyidik” 
adalah perintah tertulis yang dikeluarkan penyidik 
atas permintaan penyelidik dan penyidik segera 
mengeluarkan surat perintah setelah menerima 
permintaan dari penyelidik.

Angka 1)
Cukup jelas

Angka 2)
“Penggeledahan” dalam ketentuan ini meliputi 
penggeledahan badan dan atau rumah.

Angka 3)
Cukup jelas

Angka 4)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 20
Ayat (1)

* Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “bukti 
permulaan yang cukup” adalah bukti permulaan untuk 
menduga adanya tindak pidana bahwa seseorang yang 
karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan 
bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku 
pelanggaran hak asasi manusia yang berat.
* Dalam penyelidikan tetap dihormati asas praduga tak 
bersalah sehingga hasil penyelidikan bersifat tertutup 
(tidak disebarluaskan) sepanjang menyangkut nama-
nama yang diduga melanggar hak asasi manusia yang 
berat sesuai dengan ketentuan Pasal 92 Undang-undang 
Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
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* Yang dimaksud dengan “menindaklanjuti” adalah 
dilakukannya penyidikan.

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “kurang 
lengkap” adalah belum cukup memenuhi unsur 
pelanggaran hak asasi manusia yang berat untuk 
dilanjutkan ke tahap penyidikan.

Pasal 21
Ayat (1)

Cukup jelas
Ayat (2)

Cukup jelas
Ayat (3)

Dalam ketentuan ini yang dimaksud “unsur masyarakat” 
adalah terdiri dari organisasi politik, organisasi 
kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, atau 
lembaga kemasyarakatan yang lain seperti perguruan 
tinggi.
Kata “dapat” dalam ketentuan ini dimaksudkan agar 
Jaksa Agung dalam mengangkat penyidik ad hoc 
dilakukan sesuai dengan kebutuhan.

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Ayat (1)

Cukup jelas
Ayat (2)

Penuntut umum ad hoc dari unsur masyarakat 
diutamakan diambil dari mantan penuntut umum di 
Peradilan Umum atau oditur di Peradilan Militer.
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Ayat (3)
Cukup jelas 

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas
 

Pasal 25
Cukup jelas
 

Pasal 26
Pada waktu pengambilan sumpah/janji diucapkan kata-kata 
tertentu sesuai dengan agama masing-masing, misalnya untuk 
penganut agama Islam “Demi Allah” sebelum lafal sumpah dan 
untuk agama Kristen/Katolik kata-kata “Kiranya Tuhan akan 
menolong saya” sesudah lafal sumpah.

Pasal 27
Ayat (1)

Lihat penjelasan Pasal 4 
Ayat (2)

Ketentuan dalam ayat ini dimaksudkan agar majelis 
hakim selalu berjumlah ganjil.

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 28
Ayat (1)

“Hakim ad hoc” adalah hakim yang diangkat dari luar 
hakim karier yang memenuhi persyaratan profesional, 
berdedikasi dan berintegritas tinggi, menghayati cita-
cita negara hukum dan negara kesejahteraan yang 
berintikan keadilan, memahami dan menghormati hak 
asasi manusia dan kewajiban dasar manusia.

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas
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Pasal 29
Angka 1

Cukup jelas
Angka 2

Cukup jelas 
Angka 3

Cukup jelas 
Angka 4

Yang dimaksud dengan “keahlian di bidang hukum” 
adalah antara lain sarjana syariah atau sarjana lulusan 
Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian.

Angka 5
Cukup jelas

Angka 6
Cukup jelas 

Angka 7
Cukup jelas

Angka 8
Cukup jelas

Pasal 30
Lihat penjelasan Pasal 26.
 

Pasal 31
Cukup jelas
 

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Ayat (1)

Cukup jelas 
Ayat (2)

Cukup jelas
Ayat (3)

Cukup jelas
Ayat (4)

Cukup jelas
Ayat (5)
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Cukup jelas
Ayat (6)

Huruf a
Cukup jelas

Huruf b
Cukup jelas

Huruf c
Cukup jelas

Huruf d
Lihat penjelasan Pasal 29 Angka 4.

Huruf e
Cukup jelas

Huruf f
Cukup jelas

Huruf g
Cukup jelas

Huruf h
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas
 

Pasal 35
* Yang dimaksud dengan “kompensasi” adalah ganti kerugian 
yang diberikan oleh negara, karena pelaku tidak mampu 
memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung 
jawabnya.
* Yang dimaksud dengan “restitusi” adalah ganti kerugian yang 
diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau 
pihak ketiga. Restitusi dapat berupa :
a. pengembalian harta milik;
b. pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau 
penderitaan; atau
c. penggantian biaya untuk tindakan tertentu.
* Yang dimaksud dengan “rehabilitasi” adalah pemulihan pada 
kedudukan semula, misalnya kehormatan, nama baik, jabatan, 
atau hak-hak lain.

Pasal 36
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Cukup jelas
 

Pasal 37
Cukup jelas
 

Pasal 38
Cukup jelas
 

Pasal 39
Cukup jelas
 

Pasal 40
Cukup jelas
 

Pasal 41
Yang dimaksud dengan “permufakatan jahat” adalah apabila 
2 (dua) orang atau lebih sepakat akan melakukan pelanggaran 
hak asasi manusia yang berat.

Pasal 42
Cukup jelas
 

Pasal 43
Ayat (1)

Cukup jelas 
Ayat (2)

Dalam hal Dewan Perwakilan Rakyat Republik 
Indonesia mengusulkan dibentuknya Pengadilan HAM 
ad hoc, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia 
mendasarkan pada dugaan telah terjadinya pelanggaran 
hak asasi manusia yang berat yang dibatasi pada 
locus dan tempos delicti tertentu yang terjadi sebelum 
diundangkannya Undang-undang ini.

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 44
Cukup jelas
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Pasal 45
Cukup jelas
 

Pasal 46
Cukup jelas
 

Pasal 47
Ketentuan dalam Pasal ini dimaksudkan untuk memberikan 
alternatif penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia yang 
berat, dilakukan di luar Pengadilan HAM.

Pasal 48
Cukup jelas
 

Pasal 49
Dalam ketentuan ini dimaksudkan hanya berlaku untuk 
pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan yurisdiksinya 
berlaku bagi siapa saja baik sipil maupun militer.

Pasal 50
Cukup jelas
 

Pasal 51
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 4026



Undang-Undang Republik Indonesia 
Nomor 5 Tahun 1998

Tentang

Pengesahan Convention Against Torture and Other 
Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment 

(Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau 
Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau 

Merendahkan Martabat Manusia)
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UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 5 TAHUN 1998 

TENTANG 
PENGESAHAN CONVENTION AGAINST TORTURE AND 

OTHER CRUEL, INHUMAN OR DEGRADING TREATMENT OR 
PUNISHMENT 

(KONVENSI MENENTANG PENYIKSAAN DAN PERLAKUAN 
ATAU PENGHUKUMAN LAIN YANG KEJAM, TIDAK 

MANUSIAWI, ATAU MERENDAHKAN MARTABAT MANUSIA) 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

Presiden Republik Indonesia,

Menimbang:       a. 	 bahwa negara Republik Indonesia yang berdasarkan 
Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 adalah 
negara hukum yang menjunjung tinggi harkat dan 
martabat manusia serta menjamin semua warga 
negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum, 
sehingga segala bentuk penyiksaan dan perlakuan 
atau penghukuman lain yang kejam, tidak 
manusiawi, atau merendahkan martabat manusia 
harus dicegah dan dilarang;

b.	 bahwa bangsa Indonesia sebagai bagian masyarakat 
internasional menghormati, menghargai dan 
menjunjung tinggi prinsip dan tujuan Piagam 
Perserikatan Bangsa-Bangsa serta Deklarasi 
Universal Hak-Hak Asasi Manusia;

c.	 bahwa Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, 
di dalam sidangnya pada tanggal 10 Desember 
1984, telah menyetujui Convention Against Torture 
and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or 
Punishment (Konvensi Menentang Penyiksaan dan 
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Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, 
Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat 
Manusia) dan Pemerintah Republik Indonesia telah 
menandatangani konvensi tersebut pada tanggal 23 
Oktober 1985;

d. 	 bahwa konvensi tersebut pada dasarnya tidak 
bertentangan dengan Pancasila Undang-Undang 
Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan 
Republik Indonesia untuk secara terus menerus 
menegakkan dan memajukan pelaksanaan hak 
asasi manusia dalam kehidupan berbangsa dan 
bernegara;

e.	 bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dalam 
huruf a, b, c dan d dipandang perlu mengesahkan 
Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman 
or Degrading Treatment or Punishment (Konvensi 
Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau 
Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, 
atau Merendahkan Martabat Manusia) dengan 
undang-undang;

Mengingat:     1. 	Pasal 5 ayat (1), Pasal 11, Pasal 20 ayat (1) dan Pasal 21 
ayat (1) dan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 
1945;

Dengan Persetujuan
 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 
 

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: 	UNDANG-UNDANG TENTANG PENGESAHAN 
CONVENTION AGAINST TORTURE AND OTHER 
CRUEL, INHUMAN OR DEGRADING TREATMENT OR 
PUNISHMENT (KONVENSI MENENTANG PENYIK-
SAAN DAN PERLAKUAN ATAU PENGHUKUMAN 
LAIN YANG KEJAM, TIDAK MANUSIAWI, ATAU 
MERENDAHKAN MARTABAT MANUSIA).
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Pasal 1
(1) 	 Mengesahkan Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman 

or Degrading Treatment or Punishment (Konvensi Menentang 
Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, 
Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia) dengan 
Declaration (Pernyataan) terhadap Pasal 20 dan Reservation 
(Pensyaratan) terhadap Pasal 30 ayat (1).

(2) 	 Salinan naskah asli Convention Against Torture and Other Cruel, 
Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (Konvensi Menentang 
Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, 
Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia) dengan 
Declaration (Pernyataan) terhadap Pasal 20 dan Reservation 
(Pensyaratan) terhadap Pasal 30 ayat (1) dalam bahasa Inggris, dan 
terjemahannya dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlampir 
merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Undang-Undang ini.

Pasal 2
Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara 
Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
Pada tanggal 28 September 1998

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 
ttd 

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

Diundangkan di Jakarta 
pada tanggal 28 September 1998 
MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA 
REPUBLIK INDONESIA, 
ttd 
AKBAR TANJUNG

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  TAHUN 1998  
NOMOR 164
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PENJELASAN 
ATAS 

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 5 TAHUN 1998 

TENTANG 
PENGESAHAN CONVENTION AGAINST TORTURE AND 

OTHER CRUEL, INHUMAN OR DEGRADING TREATMENT OR 
PUNISHMENT 

(KONVENSI MENENTANG PENYIKSAAN DAN PERLAKUAN 
ATAU PENGHUKUMAN LAIN YANG KEJAM, TIDAK 

MANUSIAWI, ATAU 
MERENDAHKAN MARTABAT MANUSIA)

I. UMUM

Pada tanggal 9 Desember 1975 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-
Bangsa telah menerima Deklarasi tentang Perlindungan Semua Orang 
dari Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman yang Kejam, Tidak 
Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia.

Deklarasi tersebut memuat perlindungan terhadap semua orang dari 
sasaran penyiksaan dan perlakuan atau hukuman yang kejam, tidak 
manusiawi, atau merendahkan martabat manusia, dan menyatakan 
perlunya langkah-langkah yang efektif untuk menjamin pelaksanaan 
Deklarasi tersebut. Langkah-langkah ini mencakup antara lain perbaikan 
cara interogasi dan pelatihan bagi setiap aparatur penegak hukum dan 
pejabat publik lain yang bertanggungjawab terhadap orang-orang yang 
dirampas kemerdekaannya. Adapun pengertian penyiksaan dalam 
Deklarasi ini adalah tindak pidana, menurut ketentuan dalam hukum 
pidana.

Namun, karena deklarasi itu bersifat tidak mengikat secara hukum, 
Komisi Hak Asasi Manusia, Perserikatan Bangsa-Bangsa telah menyusun 
rancangan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau 
Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan 
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Martabat Manusia yang selanjutnya diajukan kepada Sidang Majelis 
Umum PBB untuk disahkan.

Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa menyetujui secara 
konsensus rancangan konvensi tersebut pada tanggal 10 Desember 1984 
yang menyatakan mulai berlaku secara efektif pada tanggal 26 Juni 1987. 
Pemerintah Republik Indonesia menandatangani konvensi itu pada 
tanggal 23 Oktober 1985.

Deklarasi dan Program Aksi Wina 1993 sepakat antara lain meng-
himbau negara-negara anggota PBB untuk secepatnya mengesahkan 
perangkat-perangkat internasional yang sangat penting di bidang hak 
asasi manusia (HAM), termasuk Konvensi Menentang Penyiksaan Sesuai 
dengan isi Deklarasi Wina 1993, Pemerintah Indonesia telah menyusun 
Rencana Aksi Nasional HAM Indonesia 1998-2003 yang berisi kegiatan-
kegiatan prioritas dalam rangka pemajuan dan perlindungan HAM.

Prioritas kegiatan tahun pertama Rencana Aksi tersebut mencakup 
pengesahan tiga perangkat internasional di bidang HAM, termasuk 
Konvensi Menentang Penyiksaan.

Karena didorong oleh rasa tanggungjawab untuk memajukan dan 
menegakkan hak asasi manusia dan pembangunan hukum di Indonesia, 
DPR-RI memutuskan menggunakan hak inisiatifnya untuk mengajukan 
Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Konvensi Menentang 
Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak 
Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia yang telah diterima 
oleh masyarakat internasional sebagai salah satu perangkat internasional 
di bidang HAM yang sangat penting. Saat ini Konvensi telah disahkan 
oleh 105 negara.

Sebagai negara berdaulat dan sesuai dengan ketentuan hukum 
internasional yang berlaku, Indonesia memutuskan untuk menyampaikan 
suatu pernyataan (declaration) terhadap Pasal 20 Konvensi. Pernyataan 
ini menegaskan bahwa dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban 
sebagaimana dimuat dalam konvensi, kedaulatan nasional dan keutuhan 
wilayah Negara Pihak harus tetap dihormati dan dijunjung tinggi. 
Pernyataan (declaration) ini tidak mempunyai kekuatan mengikat secara 
hukum sehingga pernyataan tersebut sama sekali tidak menghapuskan 
kewajiban atau tanggung jawab Negara Pihak untuk melaksanakan isi 
Konvensi.

Sesuai dengan ketentuan Konvensi, Indonesia juga menyatakan 
Pensyaratan (Reservation) terhadap Pasal 30 ayat (1) Konvensi yang 
mengatur upaya penyelesaian sengketa mengenai penafsiran dan 
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pelaksanaan konvensi melalui Mahkamah Internasional (International 
Court of Justice). Sikap ini diambil antara lain atas pertimbangan bahwa 
Indonesia tidak mengakui juridiksi yang mengikat secara otomatis 
(Compulsory jurisdiction) dari Mahkamah Internasional. Persyaratan 
tersebut bersifat prosedural sesuai dengan ketentuan hukum 
internasional yang berlaku.

II. 	 POKOK-POKOK PIKIRAN YANG MENDORONG 
LAHIRNYA KONVENSI

1. 	 Penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang 
kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia 
masih terus terjadi di barbagai negara dan kawasan dunia, 
yang diakui secara luas akan dapat merapuhkan sendi-sendi 
tegaknya masyarakat yang tertib, teratur, dan berbudaya. 
Dalam rangka menegakkan sendi-sendi masyarakat demikian 
itu, seluruh masyarakat internasional bertekad bulat melarang 
dan mencegah segala bentuk tindak penyiksaan, baik jasmaniah 
maupun rohaniah. Masyarakat internasional sepakat untuk 
mengatur pelarangan dan pencegahan tindak penyiksaan ini 
dalam suatu wadah perangkat internasional yang mengikat 
semua Negara Pihak secara hukum.

2. 	 Dalam kaitan itu, Majelis Umum PBB telah menerima 
Deklarasi Universal HAM pada tanggal 10 Desember 1948 
Pasal 5 Deklarasi ini menjamin sepenuhnya hak setiap orang 
untuk bebas dari segala bentuk penyiksaan dan perlakuan 
atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi; atau 
merendahkan martabat manusia;

3. 	 Selanjutnya, perangkat internasional di bidang HAM yang 
bersifat sangat penting lainnya, yakni Konvensi Internasional 
tentang Hak-hak Sipil dan Politik (Pasal 7) menetapkan bahwa 
hak tersebut merupakan hak fundamental yang tidak boleh 
dikurangi dengan alasan apapun (non derogable rights);

III.	ALASAN INDONESIA MENJADI NEGARA PIHAK DALAM 
KONVENSI

1. 	 Pancasila sebagai falsafah dan pandangan hidup bangsa 
Indonesia dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai sumber 
dan landasan hukum nasional, menjunjung tinggi harkat dan 



108

martabat manusia seperti tercermin dalam Sila Kemanusiaan 
Yang Adil dan Beradab. Asas ini merupakan amanat konstitusi 
bahwa bangsa Indonesia bertekad untuk mencegah dan 
melarang segala bentuk penyiksaan, sesuai dengan isi Konvensi 
ini.

2. 	 Dalam rangka pengamalan Pancasila dan pelaksanaan Undang-
Undang Dasar 1945, Indonesia pada dasarnya telah menetapkan 
peraturan perundang-undangan yang langsung mengatur 
pencegahan dan pelarangan segala bentuk penyiksaan yang 
tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia. Namun 
perundang-undangan itu karena belum sepenuhnya sesuai 
dengan Konvensi, masih perlu disempurnakan.

3. 	 Penyempurnaan perundang-undangan nasional tersebut, 
akan meningkatkan perlindungan hukum secara lebih efektif, 
sehingga akan lebih menjamin hak-hak setiap warga negara 
bebas dari penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain 
yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat 
manusia, demi tercapainya suatu masyarakat Indonesia yang 
tertib, teratur dan berbudaya;

4. 	 Suatu masyarakat Indonesia yang tertib, teratur dan berbudaya 
akan mampu mewujudkan upaya bersama untuk memelihara 
perdamaian, ketertiban umum, dan kemakmuran dunia serta 
melestarikan peradaban umat manusia;

5. 	 Pengesahan dan pelaksanaan isi Konvensi secara 
bertanggungjawab menunjukkan kesungguhan Indonesia 
dalam upaya pemajuan dan perlindungan HAM, khususnya 
hak bebas dari penyiksaan. Hal ini juga akan lebih meningkatkan 
citra positif Indonesia di dunia internasional dan memantapkan 
kepercayaan masyarakat internasional terhadap Indonesia.

 
IV. POKOK-POKOK ISI KONVENSI

1. 	 Konvensi menentang penyiksaan terdiri atas pembukuan 
dengan 6 paragraf dan batang tubuh dengan 3 bab yang terdiri 
atas 33 pasal:
a. 	 pembukaan meletakkan dasar-dasar dan tujuan Konvensi. 

Dalam konsideran secara tegas dinyatakan bahwa tujuan 
Konvensi ini adalah lebih mengefektifkan perjuangan 
di seluruh dunia dalam menentang penyiksaan dan 
perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak 
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manusiawi atau merendahkan martabat manusia;
b. 	 bab I (Pasal 1-6), memuat ketentuan-ketentuan pokok 

yang mengatur definisi tentang penyiksaan dan kewajiban 
Negara Pihak untuk mencegah dan melarang penyiksaan 
dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak 
manusiawi, atau merendahkan martabat manusia;

c. 	 bab II (Pasal 7-24), mengatur ketentuan mengenai Komite 
Menentang Penyiksaan (Committee Against Torture) 
dan tugas serta kewenangannya dalam melakukan 
pemantauan atas pelaksanaan Konvensi;

d. 	 bab III (Pasal 25-33), merupakan ketentuan penutup yang 
memuat hal-hal yang berkaitan dengan mulai berlakunya 
Konvensi, perubahan, pensyaratan (reservation), 
ratifikasi dan aksesi, pengunduran diri serta mekanisme 
penyelesaian perselisihan antara Negara Pihak;

2. 	 Ketentuan-ketentuan Pokok Konvensi
Konvensi mengatur pelarangan penyiksaan baik fisik 

maupun mental, dan perlakuan atau penghukuman lain yang 
kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia 
yang dilakukan oleh atau atas hasutan dari atau dengan 
persetujuan/sepengetahuan pejabat publik (public official) dan 
orang lain yang bertindak dalam jabatannya. Adapun pelarangan 
penyiksaan yang diatur dalam Konvensi ini tidak mencakup rasa 
sakit atau penderitaan yang timbul, melekat atau diakibatkan 
oleh suatu sanksi hukum yang berlaku;

Negara Pihak wajib mengambil langkah-langkah legislatif, 
administratif, hukum, dan langkah efektif lainnya guna 
mencegah tindak penyiksaan di dalam wilayah yurisdiksinya. 
Tidak terdapat pengecualian apapun, baik dalam keadaan 
perang, ketidakstabilan politik dalam negeri, maupun keadaan 
darurat lainnya yang dapat dijadikan sebagai pembenaran atas 
tindak penyiksaan. Dalam kaitan ini, perintah dari atasan atau 
penguasa (public authority) juga tidak dapat digunakan sebagai 
pembenaran atas suatu penyiksaan;

Negara Pihak diwajibkan mengatur semua tindak 
penyiksaan sebagai tindak pidana dalam peraturan perundang-
undangannya. Hal yang sama berlaku pula bagi siapa saja yang 
melakukan percobaan, membantu, atau turut serta melakukan 
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tindak penyiksaan. Negara Pihak juga wajib mengatur bahwa 
pelaku tindak pidana tersebut dapat dijatuhi hukuman yang 
setimpal dengan sifat tindak pidananya;

Konvensi juga mewajibkan Negara Pihak memasukkan 
tindak penyiksaan sebagai tindak pidana yang dapat 
diekstradisikan. Konvensi selanjutnya melarang Negara Pihak 
untuk mengusir, mengembalikan, atau mengekstradisikan 
seseorang ke negara lain apabila terdapat alasan yang cukup kuat 
untuk menduga bahwa orang itu menjadi sasaran penyiksaan. 
Negara Pihak lebih lanjut harus melakukan penuntutan terhadap 
seseorang yang melakukan tindak penyiksaan apabila tidak 
mengekstradisikannya.

Negara Pihak lebih lanjut wajib saling membantu dalam 
proses peradilan atas tindak pidana penyiksaan dan menjamin 
bahwa pendidikan dan penyuluhan mengenai larangan terhadap 
penyiksaan sepenuhnya dimasukkan ke dalam program pelatihan 
bagi para aparat penegak hukum, sipil atau militer, petugas 
kesehatan, pejabat publik dan orang-orang lain yang terlibat 
dalam proses penahanan, permintaan keterangan (interogasi), 
atau perlakuan terhadap setiap pribadi/individu yang ditangkap, 
ditahan, atau dipenjarakan;

Negara Pihak juga wajib mengatur dalam sistem hukumnya 
bahwa korban suatu tindak penyiksaan memperoleh ganti rugi 
dan mempunyai hak untuk mendapatkan kompensasi yang adil 
dan layak, termasuk sarana untuk mendapatkan rehabilitasi.

3.	 Implementasi Konvensi
Implementasi Konvensi dipantau oleh Komite Menentang 

Penyiksaan (Committee Against Torture) yang terdiri dari sepuluh 
orang pakar yang bermoral tinggi dan diakui kemampuannya di 
bidang HAM;

Negara Pihak harus menanggung pembiayaan yang 
dikeluarkan oleh para anggota Komite yang dalam menjalankan 
tugasnya dan pembiayaan penyelenggaraan sidang Negara Pihak 
dan sidang Komite.

Menurut ketentuan Pasal 19, Negara Pihak harus 
menyampaikan kepada Komite melalui Sekretaris Jenderal 
PBB, laporan berkala mengenai langkah-langkah yang telah 
mereka lakukan dalam melaksanakan kewajibannya menurut 
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Konvensi. Setiap laporan akan dipertimbangkan oleh Komite, 
yang selanjutnya dapat memberikan tanggapan umum dan 
memasukkan informasi tersebut dalam laporan tahunannya 
kepada Negara Pihak dan kepada Sekretaris Jenderal PBB;

Selain melalui penyampaian laporan berkala oleh Negara 
Pihak, pemantauan atau pelaksanaan Konvensi juga dapat 
dilakukan melalui cara-cara berikut:
a. 	 menurut Pasal 20, apabila Komite menerima informasi 

yang dapat dipertanggungjawabkan (realiable), bahwa 
penyiksaan dilakukan secara sistematis di wilayah suatu 
Negara Pihak Komite harus mengundang Negara Pihak 
Tersebut untuk kerjasama membahas informasi tersebut 
dan Komite menyampaikan hasil pengamatannya. Komite 
dapat memutuskan, apabila infomasi tersebut benar-benar 
dapat dipertanggungjawabkan, segera melaporkannya 
kepada Komite dan menugaskan anggotanya seorang atau 
lebih, melakukan suatu penyidikan rahasia dan segera 
melaporkan hasilnya kepada Komite. Dengan persetujuan 
Negara Pihak, penyelidikan semacam itu dapat berupa 
kunjungan ke wilayah Negara Pihak tersebut;

b. 	 Negara Pihak, sesuai dengan ketentuan Pasal 21, dapat 
membuat deklarasi yang mengakui kewenangan Komite 
untuk menerima dan membahas laporan pengaduan 
(communication) suatu Negara Pihak yang menyatakan 
bahwa Negara Pihak lain tidak memenuhi kewajibannya 
berdasarkan Konvensi; Komite hanya berwenang menerima 
dan membahas laporan pengaduan oleh Negara Pihak yang 
telah membuat Deklarasi. Komite tidak berhak menerima 
dan membahas laporan pengaduan tentang suatu Negara 
Pihak yang tidak membuat suatu Deklarasi;

c. 	 Negara Pihak, sesuai dengan ketentuan Pasal 22, dapat 
membuat deklarasi mengakui kewenangan Komite untuk 
menerima dan membahas laporan pengaduan dari atau atas 
nama pribadi/individu yang berada dalam yuridiksinya, 
yang menyatakan diri menjadi korban pelanggaran yang 
dilakukan Negara Pihak itu terhadap Konvensi; Komite 
tidak berhak menerima dan membahas laporan pengaduan 
jika menyangkut suatu Negara Pihak yang tidak membuat 
Deklarasi. Komite juga tidak berhak menerima dan 
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membahas laporan pengaduan dari seseorang kecuali jika 
Komite menyatakan bahwa:
1)  pengaduan  tersebut  belum  pernah  atau  tidak sedang 

dibahas oleh prosedur penyelesaian atau penyelidikan 
internasional lainnya;

2) 	 perorangan yang dimaksudkan sudah menggunakan 
segala upaya penyelesaian hukum di dalam negerinya.

4. 	 Pensyaratan (Reservation) dan Deklarasi (Declaration) Konvensi 
ini diperbolehkan Negara Pihak mengajukan persyaratan 
terhadap 2 pasal, yakni:
a. 	 menyatakan tidak mengakui kewenangan Komite 

Menentang Penyiksaan dalam Pasal 20, sebagaimana 
diatur dalam Pasal 28 ayat (1) Konvensi;

b. 	 menyatakan tidak terikat pada pengajuan penyelesaian 
suatu perselisihan di antara Negara Pihak kepada 
Mahkamah Internasional berdasarkan Pasal 30 ayat (1) 
Konvensi;

Konvensi ini juga memungkinkan Negara Pihak membuat 
deklarasi mengenai kewenangan Komite Menentang 
Penyiksaan, sebagaimana diatur oleh Pasal 21 dan Pasal 22 
Konvensi.

 
V. PASAL DEMI PASAL

 
Pasal 1

Ayat (1)
Diajukannya Deklarasi (Declaration) terhadap Pasal 20 adalah 
berdasarkan prinsip untuk menghormati kedaulatan negara 
dan keutuhan Wilayah Negara Pihak dan diajukannya 
Persyaratan (Reservation) terhadap Pasal 30 ayat (1) adalah 
berdasarkan prinsip untuk tidak menerima kewajiban dalam 
pengajuan perselisihan kepada Mahkamah Internasional, 
kecuali dengan kesepakatan Para Pihak.

Ayat (2)
Apabila terjadi perbedaan penafsiran terhadap terjemahannya 
dalam bahasa Indonesia, naskah yang berlaku adalah naskah 
asli Konvensi, Deklarasi terhadap Pasal 20 dan Persyaratan 
terhadap Pasal 30 ayat (1) dalam bahasa Inggris.
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Pasal 2
Cukup jelas

LAMPIRAN

DEKLARASI TERHADAP PASAL 20 
KONVENSI MENENTANG PENYIKSAAN DAN PERLAKUAN 

ATAU PENGHUKUMAN LAIN YANG KEJAM, TIDAK 
MANUSIAWI, DAN MERENDAHKAN MARTABAT MANUSIA

 
Pernyataan:
Pemerintah Republik Indonesia menyatakan bahwa ketentuan Pasal 
20 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Konvensi akan dilaksanakan dengan 
memenuhi prinsip-prinsip kedaulatan dan keutuhan wilayah suatu 
negara.

Pensyaratan:
Pemerintah Republik Indonesia menyatakan tidak terikat ketentuan 
Pasal 30 ayat (1) Konvensi dan berpendirian bahwa apabila terjadi 
perselisihan akibat perbedaan penafsiran atau penerapan isi Konvensi, 
yang tidak terselesaikan melalui jalur sebagaimana diatur dalam ayat 
(1) pasal tersebut, dapat menunjuk Mahkamah Internasional hanya 
berdasarkan kesepakatan para Pihak yang berselisih.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 3783
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Undang‑Undang Republik Indonesia 
Nomor 29 Tahun 1999

Tentang

Pengesahan International Convention on the 
Elimination of All Forms of Racial Discrimination 

1965

(Konvensi Internasional Tentang Penghapusan Segala Bentuk 
Diskriminasi Rasial 1965)
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UNDANG‑UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 29 TAHUN 1999

TENTANG
PENGESAHAN INTERNATIONAL CONVENTION ON THE 

ELIMINATION OF ALL FORMS OF RACIAL DISCRIMINATION 
1965

(KONVENSI INTERNASIONAL TENTANG PENGHAPUSAN 
SEGALA BENTUK DISKRIMINASI RASIAL 1965)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.
 
Menimbang:     a.   	 bahwa negara Republik Indonesia yang berdasarkan 

Pancasila dan Undang‑Undang Dasar 1945 adalah 
negara hukum yang menjunjung tinggi harkat dan 
martabat manusia serta menjamin semua warga 
negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum, 
sehingga segala bentuk diskriminasi rasial harus 
dicegah, dan dilarang;

b.   	 bahwa bangsa Indonesia sebagai bagian masyarakat 
internasional menghormati, menghargai, dan 
menjunjung tinggi prinsip dan tujuan Piagam 
Perserikatan Bangsa‑Bangsa serta Deklarasi 
Universal Hak‑hak Asasi Manusia;

 c.   	 bahwa Majelis Umum Perserikatan Bangsa‑Bangsa 
dalam sidangnya pada tanggal 21 Desember 1965 
telah menerima secara baik International Convention 
on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination 
(Konvensi Internasional tentang Penghapusan 
Segala Bentuk Diskriminasi Rasial) dengan Resolusi 
2106A (XX);

d. 	 bahwa Konvensi tersebut pada huruf c mengatur 
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penghapusan segala bentuk pembedaan, 
pengucilan, pembatasan atau preferensi yang 
didasarkan pada ras, warna kulit, keturunan, 
asal‑usul kebangsaan atau etnis yang mempunyai 
tujuan atau akibat meniadakan atau menghalangi 
pengakuan, perolehan atau pelaksanaan pada suatu 
dasar yang sama tentang hak asasi manusia dan 
kebebasan mendasar di bidang politik, ekonomi, 
sosial, budaya, atau bidang kehidupan umum 
lainnya;

e.  	 bahwa Konvensi tersebut pada dasarnya tidak 
bertentangan dengan Pancasila, Undang‑Undang 
Dasar 1945 dan peraturan perundang‑undangan 
Republik Indonesia serta selaras dengan keinginan 
bangsa Indonesia untuk secara terus menerus 
menegakkan dan memajukan pelaksanaan hak 
asasi manusia dalam kehidupan berbangsa dan 
bernegara;

f.	 bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, b, c, d dan e perlu 
membentuk Undang‑Undang tentang Pengesahan 
Internasional Convention of the Elimination of All Forms 
of Racial Discrimination 1965 (Konvensi Internasional 
tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi 
Rasial 1965);

 
Mengingat:       1.   	 Pasal 5 ayat (1), Pasal 11, Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 

27 ayat (1) Undang‑Undang Dasar 1945;
 2.   	 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat 

Republik Indonesia Nomor XVII/MPR/1998 
tentang Hak Asasi Manusia;

 
Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :
 
Menetapkan:  U  NDANG‑UNDANG TENTANG PENGESAHAN 

INTERNATIONAL CONVENTION ON THE 
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ELIMINATION OF ALL FORMS OF RACIAL 
DISCRIMINATION 1965 (KONVENSI 
INTERNASIONAL TENTANG PENGHAPUSAN 
SEGALA BENTUK DISKRIMINASI RASIAL 1965).

 
 

Pasal 1
(1) 	 Mengesahkan International Convention On The Elimination Of All 

Forms Of Racial Discrimination (Konvensi Internasional tentang 
Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial) dengan Reservation 
(Persyaratan) terhadap Pasal 22.

(2) 	 Salinan naskah asli International Convention On The Elimination Of 
All Forms Of Racial Discrimination (Konvensi Internasional tentang 
Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial) dan Reservation 
(Persyaratan) terhadap Pasal 22 dalam bahasa Inggris dan 
terjemahannya dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlampir 
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari undang‑undang 
ini.

Pasal 2
Undang‑undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
undang‑undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara 
Republik Indonesia.
 
 

Disahkan di Jakarta
Pada tanggal 25 Mei 1999

                                                                                    PRESIDEN 
REPUBLIK INDONESIA,

 ttd
                                                                                    

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE
 
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 25 Mei 1999
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MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,
 
ttd
PROF. DR. H. MULADI, S.H.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1999 
NOMOR 83
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PENJELASAN
ATAS

UNDANG‑UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 29 TAHUN 1999

TENTANG
PENGESAHAN INTERNATIONAL CONVENTION ON THE 

ELIMINATION OF ALL FORMS OF RACIAL DISCRIMINATION 
1965

(KONVENSI INTERNASIONAL TENTANG PENGHAPUSAN 
SEGALA BENTUK DISKRIMINASI RASIAL 1965)

 
I.  UMUM

Diskriminasi rasial pada dasarnya merupakan suatu penolakan 
terhadap hak asasi manusia (HAM) dan kebebasan mendasar. Tidak 
jarang diskriminasi rasial terjadi karena dukungan Pemerintah melalui 
berbagai kebijakan diskriminasi rasial dalam bentuk apartheid, 
pemisahan dan pengucilan atau dukungan sebagian masyarakat 
dalam bentuk penyebaran doktrin‑doktrin supremasi ras, warna kulit, 
keturunan, asal usul kebangsaan atau etnis. Oleh karena diskriminasi 
rasial menjadi musuh baik bagi masyarakat luas maupun masyarakat 
internasional maka harus dihapuskan dari peradaban umat manusia.

Keinginan masyarakat internasional untuk menghapuskan 
diskriminasi rasial tersebut dijabarkan dalam United Nations Declaration 
on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (Deklarasi 
Perserikatan Bangsa‑Bangsa tentang Penghapusan Segala Bentuk 
Diskriminasi Rasial) yang diproklamasikan dalam Sidang Majelis Umum 
Perserikatan Bangsa‑Bangsa pada tanggal 20 November 1963, melalui 
Resolusi 1904 (XVIII).

Deklarasi tersebut memuat penolakan terhadap diskriminasi rasial, 
penghentian segala bentuk diskriminasi rasial yang dilakukan oleh 
Pemerintah dan sebagian masyarakat, penghentian propaganda 
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supremasi ras atau warna kulit tertentu dan langkah‑langkah yang harus 
diambil oleh negara‑negara dalam penghapusan diskriminasi rasial.

Namun demikian, karena deklarasi itu bersifat tidak mengikat secara 
hukum, maka Komisi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa‑Bangsa 
telah menyusun rancangan Konvensi Internasional tentang Penghapusan 
Segala Bentuk Diskriminasi Rasial yang selanjutnya diajukan kepada 
Majelis Umum Perserikatan Bangsa‑Bangsa untuk disahkan.

Pada tanggal 21 Desember 1965 Majelis Umum Perserikatan 
Bangsa‑Bangsa memberikan kekuatan hukum yang mengikat 
semangat penghapusan diskriminasi rasial dengan menerima Konvensi 
Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial.

Deklarasi dan Program Aksi Wina 1993 sepakat antara lain 
menghimbau negara‑negara anggota Perserikatan Bangsa‑Bangsa 
untuk secepatnya mengesahkan perangkat‑perangkat internasional 
yang sangat penting di bidang HAM. Termasuk Konvensi Internasional 
tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial. Sesuai dengan 
isi Deklarasi Wina 1993, Pemerintah Indonesia telah menyusun Rencana 
Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia 1998‑2003 yang berisi 
kegiatan‑kegiatan yang diprioritaskan dalam rangka memajukan dan 
melindungi HAM. Prioritas kegiatan tahun pertama Rencana Aksi 
tersebut mencakup pengesahan tiga perangkat internasional di bidang 
HAM, termasuk Konvensi Internasional tentang penghapusan Segala 
Bentuk Diskriminasi Rasial.

Selanjutnya berdasarkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat 
Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia dan didorong oleh 
rasa tanggung jawab untuk memajukan dan menegakkan HAM dan 
pembangunan hukum di Indonesia, Pemerintah memutuskan untuk 
mengajukan Rancangan Undang‑Undang tentang Pengesahan Konvensi 
Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial, 
yang telah diterima oleh masyarakat internasional sebagai salah satu 
perangkat internasional di bidang HAM yang sangat penting. Saat ini 
Konvensi telah disahkan oleh 151 (seratus lima puluh satu) negara.

Sesuai dengan ketentuan Konvensi, Indonesia menyatakan Persyaratan 
(Reservation) terhadap Pasal 22 Konvensi yang mengatur upaya 
penyelesaian sengketa mengenai penafsiran dan pelaksanaan Konvensi 
melalui Mahkamah Internasional (International Court of Justice). Sikap ini 
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diambil antara lain atas pertimbangan bahwa Indonesia tidak mengakui 
yurisdiksi Mahkamah Internasional yang mengikat secara otomatis 
(compulsory jurisdiction). Persyaratan tersebut bersifat prosedurial sesuai 
dengan ketentuan hukum internasional yang berlaku.
1.   Pokok‑pokok Pikiran yang Mendorong Lahirnya Konvensi.

Praktek‑praktek diskriminasi rasial yang terkait dengan 
penjajahan dalam bentuk apapun dan dimanapun dapat merapuhkan 
sendi‑sendi tegaknya masyarakat yang tertib, teratur, dan 
berbudaya. Untuk menegakkan sendi‑sendi masyarakat demikian, 
seluruh anggota masyarakat internasional bertekad bulat untuk 
mengambil semua langkah yang diperlukan guna penghapusan 
diskriminasi rasial dalam segala bentuk dan manifestasinya, serta 
mencegah dan memerangi doktrin‑doktrin dan praktek‑praktek 
rasis guna memajukan saling pengertian antar ras serta membangun 
masyarakat internasional yang bebas dari segala bentuk diskriminasi 
rasial.

Masyarakat internasional sepakat untuk mengatur penghapusan 
diskriminasi rasial dari segala bentuk dan manifestasinya dengan 
segera di seluruh kawasan dunia serta menjamin pengertian dan 
penghormatan terhadap martabat manusia, dalam satu wadah 
perangkat internasional yang mengikat semua Negara Pihak secara 
hukum.

Dalam kaitan itu, Majelis Umum Perserikatan Bangsa‑Bangsa 
telah menerima Deklarasi Perserikatan Bangsa‑Bangsa tentang 
Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial pada tanggal 
20 November 1963. Pasal 2 Deklarasi ini menjamin bahwa setiap 
negara, institusi, kelompok, atau individu diwajibkan untuk tidak 
melaksanakan diskriminasi rasial dalam bentuk apapun.

Perangkat internasional sebelumnya di bidang HAM yang 
mendorong lahirnya Konvensi ini adalah Declaration on the Granting 
of independence to Colonial Countries and Peoples, (Deklarasi tentang 
Kemerdekaan Bangsa‑Bangsa dan Negara‑Negara Jajahan), yang 
diterima oleh Majelis Umum pada tahun  1960 melalui Resolusi 
Majelis Umum 1514 (XV) juga telah menegaskan dan menyatakan 
dengan khidmat perlunya hal‑hal tersebut diakhiri tanpa syarat 
apapun juga.
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Perangkat internasional lain yang penting dan perlu diperhatikan 

di bidang HAM adalah Convention Concerning Discrimination in Respect 
of Employment and Occupation, (Konvensi tentang Diskriminasi di 
Bidang Lapangan Kerja dan Pekerjaan) yang diterima oleh Organisasi 
Buruh Internasional pada tahun 1958, dan Convention Against 
Discrimination in Education, (Konvensi Menentang Diskriminasi di 
Bidang Pendidikan) yang diterima oleh Organisasi Pendidikan, 
Ilmu Pengetahuan, dan Budaya pada tahun 1960.

 
2.  Alasan Indonesia Menjadi Negara Pihak dalam Konvensi.

Pancasila sebagai falsafah dan pandangan hidup bangsa 
Indonesia dan Undang‑Undang Dasar 1945 sebagai hukum dasar 
yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia seperti 
tercermin dalam Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. Asas ini 
merupakan amanat konstitusional bahwa bangsa Indonesia bertekad 
untuk menghapuskan segala bentuk diskriminasi rasial.

Dalam rangka pengamalan Pancasila dan pelaksanaan 
Undang‑Undang Dasar 1945, Indonesia pada dasarnya telah 
menetapkan peraturan perundang‑undangan yang mengandung 
ketentuan tentang penghapusan bentuk‑bentuk diskriminasi rasial, 
namun masih belum memadai untuk mencegah, mengatasi, dan 
menghilangkan praktek‑praktek diskriminasi rasial, sehingga perlu 
disempurnakan.

Penyempurnaan peraturan perundang‑undangan nasional 
tersebut dapat meningkatkan perlindungan hukum yang lebih 
efektif sehingga dapat lebih menjamin hak‑hak setiap warga negara 
untuk bebas dari segala bentuk diskriminasi rasial, dalam segala 
bentuk dan manifestasinya dengan segera, demi tercapainya suatu 
masyarakat Indonesia yang tertib, dan berbudaya.

Suatu masyarakat Indonesia yang tertib, teratur, dan berbudaya 
dapat mewujudkan upaya bersama untuk memelihara perdamaian, 
ketertiban umum, kemakmuran dunia, dan melestarikan peradaban 
umat manusia.

Pengesahan dan pelaksanaan isi Konvensi secara bertanggung 
jawab menunjukkan kesungguhan Indonesia dalam upaya 
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memajukan dan melindungi HAM, khususnya hak untuk bebas dari 
segala bentuk diskriminasi rasial. Hal ini juga dapat meningkatkan 
citra positif Indonesia di dunia internasional dan memantapkan 
kepercayaan masyarakat internasional terhadap Indonesia.

 
3.   Pokok‑pokok Isi Konvensi

Konvensi yang merupakan kesepakatan internasional tentang 
penghapusan segala bentuk diskriminasi rasial ini terdiri atas 
pembukaan dengan 12 paragraf dan batang tubuh dengan 3 bab, 
yang terdiri atas 25 pasal.

Pembukaan meletakkan dasar‑dasar dan tujuan Konvensi. Tujuan 
Konvensi adalah untuk mengambil semua langkah yang diperlukan 
guna penghapusan dengan segera diskriminasi rasial dalam bentuk 
dan manifestasinya, serta mencegah dan memerangi doktrin‑doktrin 
dan praktek‑praktek rasis guna memajukan saling pengertian antar 
ras serta membangun masyarakat internasional yang bebas dari 
segala bentuk pengucilan dan diskriminasi rasial.

Bab I memuat ketentuan‑ketentuan pokok yang mengatur 
pengertian diskriminasi rasial dan kewajiban Negara Pihak untuk 
mengutuk diskriminasi rasial serta mengambil semua langkah yang 
sesuai guna menyusun secepat mungkin kebijakan penghapusan 
segala bentuk diskriminasi rasial dan memajukan pengertian antar 
ras.

Bab II mengatur ketentuan mengenai Komite tentang 
Penghapusan Diskriminasi Rasial (Commite on the Elimination of Racial 
Discrimination) dan tugas serta kewenangannya dalam melakukan 
pemantauan atas pelaksanaan Konvensi.

Bab III merupakan ketentuan penutup yang memuat hal‑hal 
yang berkaitan dengan mulai berlakunya Konvensi, perubahan, 
persyaratan (reservation), ratifikasi, dan aksesi, pengunduran diri 
serta mekanisme penyelesaian sengketa antar Negara Pihak.

4.   Ketentuan‑ketentuan Pokok Konvensi
Konvensi mengatur larangan untuk menerapkan diskriminasi 

rasial yang diwujudkan dengan pembedaan, pengucilan, 
pembatasan, atau preferensi yang didasarkan pada ras, warna 
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kulit, keturunan, asal‑usul kebangsaan atau etnis, kepada siapapun 
dengan dalih apapun, baik terhadap warga negara maupun bukan 
warga negara.

  Negara Pihak wajib untuk melaksanakan kebijakan anti 
diskriminasi rasial ini, baik dalam peraturan perundangan‑undangan 
maupun dalam prakteknya, dengan melarang dan menghapuskan 
segala bentuk diskriminasi rasial dan menjamin hak‑hak setiap 
orang tanpa membedakan ras, warna kulit, keturunan, asal usul 
kebangsaan atau etnis, dan kesederajatan di muka hukum, terutama 
kesempatan untuk menggunakan hak‑haknya.

Negara Pihak harus mengutuk pemisahan (segregasi) rasial dan 
apartheid, dan bertindak untuk mencegah, melarang, dan menghapus 
seluruh praktek diskriminasi rasial di wilayah hukumnya.

Negara Pihak wajib menjadikan segala bentuk penghasutan, 
kekerasan, provokasi, pengorganisasian, dan penyebarluasan yang 
didasarkan pada diskriminasi rasial sebagai tindak pidana.

 Negara Pihak juga harus menjamin perlindungan dan perbaikan 
yang efektif bagi setiap orang yang berada di bawah yurisdiksinya 
terhadap setiap tindakan diskriminasi rasial, serta hak atas ganti 
rugi yang memadai dan memuaskan atas segala bentuk kerugian 
yang diderita akibat perlakuan diskriminasi.

 Negara Pihak akan mengambil langkah‑langkah yang segera dan 
efektif, khususnya di bidang pengajaran, pendidikan, kebudayaan, 
dan penyebarluasan nilai‑nilai anti diskriminasi rasial dengan tujuan 
untuk memerangi berbagai prasangka yang mengarah kepada 
diskriminasi rasial.

 
5.   Implementasi Konvensi

Implementasi Konvensi dipantau oleh Komite tentang 
Penghapusan Diskriminasi Rasial (Committee on the Elimination 
of Racial Discrimination) yang terdiri atas 18 (delapan belas) orang 
pakar yang bermoral tinggi dan diakui ketidak berpihakan serta 
kemampuannya di bidang HAM.

 Negara Pihak harus menanggung pembiayaan yang dikeluarkan 
oleh para anggota Komite dalam menjalankan tugasnya sesuai 
dengan prakiraan biaya yang akan disampaikan oleh Sekretaris 
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Jenderal Perserikatan Bangsa‑Bangsa.
 Negara Pihak harus menyampaikan laporan berkala mengenai 

langkah‑langkah yang telah mereka lakukan dalam melaksanakan 
kewajibannya menurut Konvensi kepada Sekretaris Jenderal 
Perserikatan Bangsa‑Bangsa. Setiap laporan akan dipertimbangkan 
oleh Komite yang dapat memberikan tanggapan umum dan 
memasukkan informasi tersebut dalam laporan tahunannya 
kepada Negara Pihak dan kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan 
Bangsa‑Bangsa.

 Selain melalui penyampaian laporan berkala oleh Negara Pihak, 
pemantauan atas pelaksanaan Konvensi juga dapat dilakukan 
melalui cara‑cara menurut Pasal 11, apabila Komite menerima 
informasi bahwa suatu Negara Pihak tidak tunduk pada ketentuan 
Konvensi ini, Komite akan menjadi kepada Negara Pihak yang 
bersangkutan. Negara Pihak tersebut wajib menyampaikan 
penjelasan atau pernyataan tertulis yang menjelaskan permasalahan 
serta upaya pemulihannya. Dalam membahas permasalahan yang 
diajukan kepadanya Komite dapat meminta Negara Pihak untuk 
menyampaikan informasi lain yang relevan.

 Sesuai dengan ketentuan Pasal 14, Negara Pihak setiap saat dapat 
membuat pernyataan (declaration) mengakui kewenangan   Komite 
untuk menerima dan membahas laporan pengaduan (communications) 
dari perorangan atau kelompok perorangan yang menyatakan 
menjadi korban pelanggaran hak‑hak yang dinyatakan dalam 
Konvensi. Komite hanya berwenang menerima dan membahas 
laporan pengaduan mengenai Negara Pihak apabila Negara Pihak 
yang dilaporkan telah membuat pernyataan mengakui kewenangan 
Komite.

 
6.   Pensyaratan (Reservation)

     	 Konvensi memungkinkan Negara Pihak untuk melakukan 
pensyaratan sebagai berikut:
a.  Menurut Pasal 20, Negara Pihak dapat melakukan pensyaratan 

pada waktu melakukan ratifikasi atau aksesi, kecuali yang 
bertentangan dengan maksud dan tujuan Konvensi.

b.  	 Menurut Pasal 22 Konvensi memperbolehkan Negara Pihak 
untuk mengajukan pensyaratan terhadap kewenangan 



127

Mahkamah Internasional (International Court of Justice) untuk 
menyelesaikan sengketa.

 
II.   PASAL DEMI PASAL
 
Pasal 1
      Ayat (1)
            Pensyaratan  (Reservation) terhadap  Pasal  22 diajukan berdasarkan 

prinsip untuk tidak menerima kewajiban mengajukan 
persengketaan kepada Mahkamah Internasional, kecuali dengan 
kesepakatan Negara Pihak yang bersengketa.

                     Apabila terjadi perbedaan penafsiran terhadap terjemahannya 
dalam bahasa Indonesia maka yang berlaku adalah naskah asli 
Konvensi dan Pensyaratan terhadap Pasal 22 dalam bahasa 
Inggris.

      Ayat (2)
            Cukup jelas
 
Pasal 2
      Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 3852
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LAMPIRAN
UNDANG‑UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 29 TAHUN 1999
TENTANG

PENGESAHAN INTERNATIONAL CONVENTION ON THE 
ELIMINATION OF ALL FORMS OF RACIAL DISCRIMINATION 

1965
(KONVENSI INTERNASIONAL TENTANG PENGHAPUSAN 

SEGALA BENTUK DISKRIMINASI RASIAL 1965)
 	

RESERVATION TO ARTICLE 22 INTERNATIONAL
CONVENTION ON THE ELIMINATION OF ALL

FORMS OF RACIAL DISCRIMINATION 1965
 
      The Government of the Republic of Indonesia does consider it self 
bound by the provision of article 22 and takes the position that disputes 
relating to the interpretation and application of the International 
Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination 
1965 which can not be settled through the channel provided for in the 
said article, may be referred to the International Court of Justice only 
with the consent of all the parties to the disputes.
 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
 

ttd.
BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE
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LAMPIRAN
UNDANG‑UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 29 TAHUN 1999
TENTANG

PENGESAHAN INTERNATIONAL CONVENTION ON THE 
ELIMINATION OF ALL FORMS OF RACIAL DISCRIMINATION 

1965
(KONVENSI INTERNASIONAL TENTANG PENGHAPUSAN 

SEGALA BENTUK DISKRIMINASI RASIAL 1965)

PENSYARATAN TERHADAP PASAL 22
KONVENSI INTERNASIONAL TENTANG PENGHAPUSAN

SEGALA BENTUK DISKRIMINASI RASIAL 1965
 
           Pemerintah Republik Indonesia menyatakan tidak terikat pada 
ketentuan Pasal 22 Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala 
Bentuk Diskriminasi Rasial 1965 dan berpendirian bahwa apabila terjadi 
persengketaan akibat perbedaan penafsiran atau penerapan isinya yang 
tidak terselesaikan melalui saluran sebagaimana diatur dalam pasal 
tersebut, dapat menunjuk Mahkamah Internasional hanya berdasarkan 
kesepakatan para Pihak yang bersengketa.
 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
 

ttd.
BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE
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Undang-Undang Republik Indonesia 
Nomor 11 Tahun 2005

Tentang

Pengesahan International Covenant on Economic, 
Social and Cultural Rights (Kovenan Internasional 

Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya)
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UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR   11  TAHUN 2005

TENTANG
PENGESAHAN INTERNATIONAL COVENANT ON ECONOMIC, 

SOCIAL AND CULTURAL RIGHTS (KOVENAN INTERNASIONAL 
TENTANG HAK-HAK EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:      a.	 bahwa hak asasi manusia merupakan hak dasar 
yang secara kodrati melekat pada diri manusia, 
bersifat universal dan langgeng, dan oleh karena 
itu, harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, 
dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas 
oleh siapapun; 

b.	 bahwa bangsa Indonesia sebagai bagian dari 
masyarakat internasional, menghormati, 
menghargai, dan menjunjung tinggi prinsip dan 
tujuan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa serta 
Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia; 

c.	 bahwa     Majelis    Umum Perserikatan Bangsa-
Bangsa, dalam sidangnya tanggal 16 Desember 
1966 telah mengesahkan International Covenant 
on Economic, Social and Cultural Rights (Kovenan 
Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan 
Budaya); 

d.	 bahwa instrumen internasional sebagaimana 
dimaksud pada huruf c pada dasarnya tidak 
bertentangan dengan Pancasila dan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945, sesuai dengan sifat negara Republik Indonesia 
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sebagai negara hukum yang menjunjung tinggi 
harkat dan martabat manusia dan yang menjamin 
persamaan kedudukan semua warga negara di 
dalam hukum, dan keinginan bangsa Indonesia 
untuk secara terus menerus memajukan dan 
melindungi hak asasi manusia dalam kehidupan 
berbangsa dan bernegara; 

e. 	 bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan 
huruf d perlu membentuk Undang-Undang tentang 
Pengesahan International Covenant on Economic, Social 
and Cultural Rights (Kovenan Internasional tentang 
Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya);   

Mengingat:        1.	 Pasal  5    ayat (1),   Pasal 11, Pasal 20 ayat (2), Pasal 
27 ayat (1), Pasal 28, Pasal 28A, Pasal 28B, Pasal 
28C, Pasal  28D, Pasal 28E, Pasal 28G, Pasal 28I, dan 
Pasal 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945;

2.	 Undang-Undang Nomor  37  Tahun  1999 tentang 
Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 156; Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882); 

3.	 Undang-Undang  Nomor 39   Tahun   1999 tentang 
Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 165; Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3886); 

4.	 Undang-Undang  Nomor  24    Tahun  2000 tentang 
Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2000 Nomor 185; Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4012); 

5.	 Undang-Undang  Nomor  26  Tahun  2000 tentang 
Pengadilan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208; 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4026); 
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Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:    	U NDANG-UNDANG TENTANG PENGESAHAN 
INTERNATIONAL COVENANT ON ECONOMIC, 
SOCIAL AND CULTURAL RIGHTS (KOVENAN 
INTERNASIONAL TENTANG HAK-HAK 
EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA).  

Pasal 1
(1)	 Mengesahkan International Covenant on Economic, Social and Cultural 

Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial 
dan Budaya) dengan Declaration (Pernyataan) terhadap Pasal 1. 

(2)	 Salinan naskah asli International Covenant on Economic, Social and 
Cultural Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, 
Sosial dan Budaya) dan Declaration (Pernyataan) terhadap Pasal 1 
dalam bahasa Inggris dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia 
sebagaimana terlampir, merupakan bagian yang tidak terpisahkan 
dari Undang-Undang ini.  

Pasal 2
Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara 
Republik Indonesia. 

Disahkan di Jakarta
Pada tanggal  28  Oktober  2005 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 
ttd 

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO 
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Diundangkan di Jakarta
pada tanggal  28  Oktober  2005 
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK 
INDONESIA, 

ttd 
HAMID AWALUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2005 
NOMOR 118
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PENJELASAN
ATAS

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR   11  TAHUN 2005

TENTANG
PENGESAHAN INTERNATIONAL COVENANT ON ECONOMIC, 

SOCIAL AND CULTURAL RIGHTS  (KOVENAN INTERNASIONAL 
TENTANG HAK-HAK EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA)

I. UMUM 

1.	 Sejarah Perkembangan Lahirnya Kovenan Internasional tentang 
Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya Sipil dan Politik. 

Pada tanggal 10 Desember 1948, Majelis Umum (MU) Perserikatan 
Bangsa-Bangsa (PBB) memproklamasikan Universal Declaration 
of Human Rights (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, untuk 
selanjutnya disingkat DUHAM), yang memuat pokok-pokok hak 
asasi manusia dan kebebasan dasar, dan yang dimaksudkan sebagai 
acuan umum hasil pencapaian untuk semua rakyat dan bangsa bagi 
terjaminnya pengakuan dan penghormatan hak-hak dan kebebasan 
dasar secara universal dan efektif, baik di kalangan rakyat negara-
negara anggota PBB sendiri maupun di kalangan rakyat di wilayah-
wilayah yang berada di bawah yurisdiksi mereka. 

Masyarakat internasional menyadari perlunya penjabaran hak-
hak dan kebebasan dasar yang dinyatakan oleh DUHAM ke dalam 
instrumen internasional yang bersifat mengikat secara hukum. 
Sehubungan dengan hal itu, pada tahun 1948, Majelis Umum PBB 
meminta Komisi Hak Asasi Manusia (KHAM) PBB yang sebelumnya 
telah mempersiapkan rancangan DUHAM untuk menyusun 
rancangan Kovenan tentang HAM beserta rancangan tindakan 
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pelaksanaannya. Komisi tersebut mulai bekerja pada tahun 1949. 
Pada tahun 1950, Majelis Umum PBB mengesahkan sebuah resolusi 
yang menyatakan bahwa pengenyaman kebebasan sipil dan politik 
serta kebebasan dasar di satu pihak dan hak-hak ekonomi, sosial, dan 
budaya di lain pihak bersifat saling terkait dan saling tergantung. 
Setelah melalui perdebatan panjang, dalam sidangnya tahun 1951, 
Majelis Umum PBB meminta Komisi HAM PBB untuk merancang 
dua Kovenan tentang hak asasi manusia: 
(1)	 Kovenan mengenai Hak Sipil dan Politik; dan 
(2) 	Kovenan mengenai Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya. 

Majelis Umum PBB juga menyatakan secara khusus bahwa kedua 
Kovenan tersebut harus memuat sebanyak mungkin ketentuan 
yang sama, dan harus memuat pasal yang akan menetapkan bahwa 
semua rakyat mempunyai hak untuk menentukan nasib sendiri. 

Komisi HAM PBB berhasil menyelesaikan dua rancangan 
Kovenan sesuai dengan keputusan Majelis Umum PBB pada 1951, 
masing-masing pada tahun 1953 dan 1954. Setelah membahas kedua 
rancangan Kovenan tersebut, pada tahun 1954 Majelis Umum PBB 
memutuskan untuk mepublikasikannya seluas mungkin agar 
pemerintah negara-negara dapat mempelajarinya secara mendalam 
dan khalayak dapat menyatakan pandangannya secara bebas. Untuk 
tujuan tersebut, Majelis Umum PBB menyarankan agar Komite III 
PBB membahas rancangan naskah Kovenan itu pasal demi pasal 
mulai tahun 1955. Meskipun pembahasannya telah dimulai sesuai 
dengan jadwal, naskah kedua Kovenan itu baru dapat diselesaikan 
pada tahun 1966. Akhirnya, pada tanggal 16 Desember 1966, dengan 
resolusi 2200A (XXI), Majelis Umum PBB mengesahkan Kovenan 
tentang Hak-hak Sipil dan Politik bersama-sama dengan Protokol 
Opsional pada Kovenan tentang Hak-hak Sipil dan Politik dan 
Kovenan tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya. Kovenan 
Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya mulai 
berlaku pada tanggal 3 Januari 1976. 
 

2.	 Pertimbangan Indonesia untuk menjadi Pihak pada International 
Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (Kovenan 
Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya).
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Indonesia adalah negara hukum dan sejak kelahirannya pada 
tahun 1945 menjunjung tinggi HAM. Sikap Indonesia tersebut 
dapat dilihat dari kenyataan bahwa meskipun dibuat sebelum 
diproklamasikannya DUHAM, Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945 sudah memuat beberapa ketentuan 
tentang penghormatan HAM yang sangat penting. Hak-hak 
tersebut antara lain hak semua bangsa atas kemerdekaan (alinea 
pertama Pembukaan); hak atas kewarganegaraan (Pasal 26); 
persamaan kedudukan semua warga negara Indonesia di dalam 
hukum dan pemerintahan (Pasal 27 ayat (1)); hak warga negara 
Indonesia  atas  pekerjaan  (Pasal  27  ayat(2));  hak  setiap   warga  
negara  Indonesia  atas kehidupan yang layak bagi kemanusiaan 
(Pasal 27 ayat (2)); hak berserikat dan berkumpul bagi setiap warga 
negara (Pasal 28); kemerdekaan setiap penduduk untuk memeluk 
agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agama 
dan kepercayaannya itu (Pasal 29 ayat (2)); dan hak setiap warga 
negara Indonesia atas pendidikan (Pasal 31 ayat (1)). 

Sikap Indonesia dalam memajukan dan melindungi HAM terus 
berlanjut meskipun Indonesia mengalami perubahan susunan 
negara dari negara kesatuan menjadi negara federal (27 Desember 
1949 sampai dengan 15 Agustus 1950). Konstitusi yang berlaku pada 
waktu itu, yaitu Konstitusi Republik Indonesia Serikat (Konstitusi 
RIS), memuat sebagian besar pokok-pokok HAM yang tercantum 
dalam DUHAM dan kewajiban Pemerintah untuk melindunginya 
(Pasal 7 sampai dengan Pasal 33). 

Indonesia yang kembali ke susunan negara kesatuan sejak 15 
Agustus 1950 terus melanjutkan komitmen konstitusionalnya 
untuk menjunjung tinggi HAM. Undang-Undang Dasar Sementara 
Republik Indonesia (UUDS RI Tahun 1950) yang berlaku sejak 15 
Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959, sebagaimana Konstitusi 
RIS, juga memuat sebagian besar pokok-pokok HAM yang tercantum 
dalam DUHAM dan kewajiban Pemerintah untuk melindunginya 
(Pasal 7 sampai dengan Pasal 33), dan bahkan sebagian sama 
bunyinya kata demi kata dengan ketentuan yang bersangkutan 
yang tercantum dalam Konstitusi RIS. Di samping komitmen 
nasional, pada masa berlakunya UUDS RI Tahun 1950, Indonesia 
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juga menegaskan komitmen internasionalnya dalam pemajuan 
dan perlindungan HAM, sebagaimana yang ditunjukkan dengan 
keputusan Pemerintah untuk tetap memberlakukan beberapa 
konvensi perburuhan yang dihasilkan oleh International Labour 
Organization (Organisasi Perburuhan Internasional) yang dibuat 
sebelum Perang Dunia II dan dinyatakan berlaku untuk Hindia 
Belanda oleh Pemerintah Belanda, menjadi pihak pada beberapa 
konvensi lain yang dibuat oleh Organisasi Perburuhan Internasional 
setelah Perang Dunia II, dan mengesahkan sebuah konvensi HAM 
yang dibuat oleh PBB, yakni Convention on the Political Rights of 
Women 1952 (Konvensi tentang Hak-Hak Politik Perempuan 1952), 
melalui Undang-Undang Nomor 68 Tahun 1958. 

Dalam sejarah kehidupan bangsa Indonesia, upaya penegakan 
dan perlindungan HAM telah mengalami pasang surut. Pada suatu 
masa upaya tersebut berhasil diperjuangkan, tetapi pada masa lain 
dikalahkan oleh kepentingan kekuasaan. 

Akhirnya, disadari bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara yang 
tidak mengindahkan penghormatan, penegakan dan perlindungan 
HAM akan selalu menimbulkan ketidakadilan bagi masyarakat 
luas dan tidak memberikan landasan yang sehat bagi pembangunan 
ekonomi, politik, sosial dan budaya untuk jangka panjang. 

Gerakan reformasi yang mencapai puncaknya pada tahun 1998 
telah membangkitkan semangat bangsa Indonesia untuk melakukan 
koreksi terhadap sistem dan praktik-praktik masa lalu, terutama 
untuk menegakkan kembali pemajuan dan perlindungan HAM.

  Selanjutnya Indonesia mencanangkan Rencana Aksi Nasional 
(RAN) HAM melalui Keputusan Presiden Nomor 129 Tahun 1998 
tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia 1998-2003 yang 
kemudian dilanjutkan dengan RAN HAM kedua melalui Keputusan 
Presiden Nomor 40 Tahun 2004 tentang Rencana Aksi Nasional Hak 
Asasi Manusia 2004-2009 dan ratifikasi atau pengesahan Convention 
Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or 
Punishment, 1984 (Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan 
atau Penghukuman lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau 
Merendahkan Martabat Manusia, 1984) pada 28 September 1998 
(Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998; Lembaran Negara Republik 
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Indonesia Tahun 1998 Nomor 164; Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3783). Selain itu melalui Undang-
Undang Nomor 29 Tahun 1999, Indonesia juga telah meratifikasi 
International Convention on the Elimination of All Forms of Racial 
Discrimination (Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala 
Bentuk Diskriminasi Rasial). 

Pada tanggal 13 November 1998, Majelis Permusyawaratan 
Rakyat (MPR) mengambil keputusan yang sangat penting artinya 
bagi pemajuan, penghormatan dan penegakan HAM, yaitu dengan 
mengesahkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik 
Indonesia Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia, 
yang lampirannya memuat “Pandangan dan Sikap Bangsa Indonesia 
terhadap Hak Asasi Manusia” (Lampiran angka I) dan “Piagam Hak 
Asasi Manusia” (Lampiran angka II). 

Konsideran Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 tersebut 
menyatakan, antara lain, “bahwa Pembukaan Undang-Undang Dasar 
1945 telah mengamanatkan pengakuan, penghormatan, dan kehendak 
bagi pelaksanaan hak asasi manusia dalam menyelenggarakan kehidupan 
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara” (huruf b) dan “bahwa bangsa 
Indonesia sebagai bagian masyarakat dunia patut menghormati hak asasi 
manusia yang termaktub dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 
Perserikatan Bangsa-Bangsa serta instrumen internasional lainnya 
mengenai hak asasi manusia” (huruf c). Selanjutnya, Ketetapan MPR 
tersebut menyatakan bahwa Bangsa Indonesia sebagai anggota Perserikatan 
Bangsa-Bangsa mempunyai tanggung jawab untuk menghormati Deklarasi 
Universal Hak Asasi Manusia (Universal Declaration of Human Rights) 
dan berbagai instrumen internasional lainnya mengenai hak asasi manusia” 
(Lampiran IB angka 2). Sebagaimana diketahui bahwa DUHAM 1948, 
Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik, Protokol 
Opsional pada Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan 
Politik serta Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, 
Sosial dan Budaya adalah instrumen-instrumen internasional utama 
mengenai HAM dan yang lazim disebut sebagai “International Bill of 
Human Rights” (Prasasti Internasional tentang Hak Asasi Manusia), 
yang merupakan instrumen-instrumen internasional inti mengenai 
HAM. 
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Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia telah 
mengesahkan perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Perubahan 
pertama disahkan dalam Sidang Tahunan MPR RI Tahun 1999; 
perubahan kedua disahkan dalam Sidang Tahunan MPR RI Tahun 
2000; perubahan ketiga disahkan dalam Sidang Tahunan MPR 
RI Tahun 2001; dan perubahan keempat disahkan dalam Sidang 
Tahunan MPR RI Tahun 2002. Perubahan kedua Undang-Undang 
Dasar 1945 menyempurnakan komitmen Indonesia terhadap upaya 
pemajuan dan perlindungan HAM dengan mengintegrasikan 
ketentuan-ketentuan penting dari instrumen-instrumen internasional 
mengenai HAM, sebagaimana tercantum dalam BAB XA tentang 
Hak Asasi Manusia. Perubahan tersebut dipertahankan sampai 
dengan perubahan keempat Undang-Undang Dasar 1945, yang 
kemudian disebut dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945. 

Sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945 yang mengamanatkan pemajuan dan perlindungan hak 
asasi manusia   dalam  kehidupan  bermasyarakat,  berbangsa,  dan  
bernegara  serta komitmen bangsa Indonesia sebagai bagian dari 
masyarakat internasional untuk memajukan dan melindungi HAM, 
Indonesia perlu mengesahkan instrumen-instrumen internasional 
utama mengenai HAM, khususnya International Covenant on 
Economic, Social and Cultural Rights (Kovenan Internasional tentang 
Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya) serta International Covenant 
on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-hak 
Sipil dan Politik). 

3.	 Pokok-pokok Isi Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, 
Sosial dan Budaya. 

Kovenan ini mengukuhkan dan menjabarkan pokok-pokok 
HAM di bidang ekonomi, sosial dan budaya dari DUHAM dalam 
ketentuan-ketentuan yang mengikat secara hukum. Kovenan terdiri 
dari pembukaan dan pasal-pasal yang mencakup 31 pasal. 

Pembukaan Kovenan ini mengingatkan negara-negara akan 
kewajibannya menurut Piagam PBB untuk memajukan dan 
melindungi HAM, mengingatkan individu akan tanggung jawabnya 
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untuk bekerja keras bagi pemajuan dan penaatan HAM yang diatur 
dalam Kovenan ini dalam kaitannya dengan individu lain dan 
masyarakatnya, dan mengakui bahwa, sesuai dengan DUHAM, 
cita-cita umat manusia untuk menikmati kebebasan sipil dan 
politik serta kebebasan dari rasa takut dan kekurangan hanya dapat 
tercapai apabila telah tercipta kondisi bagi setiap orang untuk dapat 
menikmati hak-hak ekonomi, sosial dan budaya serta hak-hak sipil 
dan politiknya.

Pasal 1 menyatakan bahwa semua rakyat mempunyai hak untuk 
menentukan nasibnya sendiri dan menyerukan kepada semua negara, 
termasuk negara-negara yang bertanggung jawab atas pemerintahan 
wilayah yang tidak berpemerintahan sendiri dan wilayah perwalian, 
untuk memajukan perwujudan hak tersebut. Pasal ini mempunyai 
arti yang sangat penting pada waktu disahkannya Kovenan ini pada 
tahun 1966 karena ketika itu masih banyak wilayah jajahan.

 Pasal 2 menetapkan kewajiban pihak negara untuk mengambil 
langkah-langkah bagi tercapainya secara bertahap perwujudan 
hak-hak yang diakui dalam Kovenan ini dan memastikan 
pelaksanaan hak-hak tersebut tanpa pembedaan   apa  pun.  Negara-
negara berkembang, dengan memperhatikan HAM dan perekono-
mian nasionalnya, dapat menentukan sampai seberapa jauh negara-
negara tersebut akan menjamin hak-hak ekonomi yang diakui 
dalam Kovenan ini bagi warga negara asing. Untuk ketentuan ini, 
diperlukan pengaturan ekonomi nasional. 

Pasal 3 menegaskan persamaan hak antara laki-laki dan 
perempuan. 

Pasal 4 menetapkan bahwa negara pihak hanya boleh mengenakan 
pembatasan atas hak-hak melalui penetapan dalam hukum, sejauh 
hal itu sesuai dengan sifat hak-hak tersebut dan semata-mata 
untuk maksud memajukan kesejahteraan umum dalam masyarakat 
demokratis. 

Pasal 5 menyatakan bahwa tidak ada satu ketentuan pun dalam 
Kovenan ini yang dapat ditafsirkan sebagai memberi hak kepada 
negara, kelompok, atau seseorang untuk melibatkan diri dalam 
kegiatan atau melakukan tindakan yang bertujuan menghancurkan 
hak atau kebebasan mana pun yang diakui dalam Kovenan ini atau 
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membatasinya lebih daripada yang ditetapkan dalam Kovenan 
ini. Pasal ini juga melarang dilakukannya pembatasan atau 
penyimpangan HAM mendasar yang diakui atau yang berlaku 
di negara pihak berdasarkan hukum, konvensi, peraturan atau 
kebiasaan, dengan dalih bahwa Kovenan ini tidak mengakui hak 
tersebut atau mengakuinya tetapi secara lebih sempit. 

Pasal 6 sampai dengan pasal 15 mengakui hak asasi setiap orang di 
bidang ekonomi, sosial, dan budaya, yakni hak atas pekerjaan (Pasal 
6), hak untuk menikmati kondisi kerja yang adil dan menyenangkan 
(Pasal 7), hak untuk membentuk dan ikut serikat buruh (Pasal 8), 
hak atas jaminan sosial, termasuk asuransi sosial (Pasal 9), hak atas 
perlindungan dan bantuan yang seluas mungkin bagi keluarga, 
ibu, anak, dan orang muda (Pasal 10), hak atas standar kehidupan 
yang memadai (Pasal 11), hak untuk menikmati standar kesehatan 
fisik dan mental yang tertinggi yang dapat dicapai (Pasal 12), hak 
atas pendidikan (Pasal 13 dan 14), dan hak untuk ikut serta dalam 
kehidupan budaya (Pasal 15). 

Selanjutnya Pasal 16 sampai dengan Pasal 25 mengatur hal-hal 
mengenai pelaksanaan Kovenan ini, yakni kewajiban Negara Pihak 
untuk menyampaikan laporan kepada Sekretaris Jenderal PBB 
mengenai tindakan yang telah diambil dan kemajuan yang telah 
dicapai dalam penaatan hak-hak yang diakui dalam Kovenan ini 
(Pasal 16 dan Pasal 17), penanganan laporan tersebut oleh ECOSOC 
(Pasal 18 sampai dengan Pasal 22), kesepakatan tentang lingkup aksi 
internasional guna  mencapai hak-hak yang diakui dalam Kovenan 
(Pasal 23), penegasan bahwa tidak ada satu ketentuan pun dalam 
Kovenan yang dapat ditafsirkan sebagai mengurangi ketentuan 
Piagam PBB dan konstitusi badan-badan khusus yang berkenaan 
dengan masalah-masalah yang diatur dalam Kovenan ini (Pasal 24), 
dan penegasan bahwa tidak ada satu ketentuan pun dalam Kovenan 
ini yang boleh ditafsirkan sebagai mengurangi hak yang melekat 
pada semua rakyat untuk menikmati secara penuh dan secara bebas 
kekayaan dan sumber daya alam mereka (Pasal 25). 

Kovenan diakhiri dengan ketentuan penutup yang mengatur 
pokok-pokok yang bersifat prosedural (Pasal 26 sampai dengan 
Pasal 31), dan yang mencakup pengaturan penandatanganan, 
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pengesahan, aksesi, dan penyimpanan Kovenan ini, serta tugas 
Sekretaris Jenderal PBB sebagai penyimpan (depositary) (Pasal 26 
dan Pasal 30), mulai berlakunya Kovenan ini (Pasal 27), lingkup 
wilayah berlakunya Kovenan ini di Negara Pihak yang berbentuk 
federal (Pasal 28), prosedur perubahan (Pasal 29), dan bahasa yang 
digunakan dalam naskah otentik Kovenan ini (Pasal 31).

II. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1

Ayat (1)
International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights 
(Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial 
dan Budaya) dan International Covenant on Civil and Political 
Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan 
Politik) merupakan dua instrumen yang saling tergantung 
dan saling terkait. Sebagaimana dinyatakan oleh MU PBB 
pada tahun 1977 (resolusi 32/130 Tanggal 16 Desember 
1977), semua hak asasi dan kebebasan dasar manusia tidak 
dapat dibagi-bagi dan saling tergantung (inter-dependent). 
Pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan kedua kelompok 
hak asasi ini harus mendapatkan perhatian yang sama. 
Pelaksanaaan, pemajuan, dan perlindungan semua hak-
hak ekonomi, sosial, dan budaya tidak mungkin dicapai 
tanpa adanya pengenyaman hak-hak sipil dan politik.	
                 

Ayat (2)
Apabila terjadi perbedaan penafsiran terhadap 
terjemahannya dalam bahasa Indonesia, naskah yang 
berlaku adalah naskah asli dalam bahasa Inggris Kovenan 
Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya 
serta Declaration (Pernyataan) terhadap Pasal 1 Kovenan 
ini. 

 
Pasal 2

Cukup jelas.  

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 4557



Undang-Undang Republik Indonesia 
Nomor 12 Tahun 2005

Tent Ang

Pengesahan International Covenant on Civil snd 
Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-

Hak Sipil dan Politik)
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UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR  12  TAHUN 2005

TENTANG
PENGESAHAN INTERNATIONAL COVENANT ON CIVIL AND 

POLITICAL RIGHTS (KOVENAN INTERNASIONAL TENTANG 
HAK-HAK SIPIL DAN POLITIK)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :   a.  	 bahwa hak asasi manusia merupakan hak dasar 
yang secara kodrati melekat pada diri manusia, 
bersifat universal dan langgeng, dan oleh karena 
itu, harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, 
dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas 
oleh siapapun;

b.  	 bahwa bangsa Indonesia sebagai bagian dari 
masyarakat internasional, menghormati, 
menghargai, dan menjunjung tinggi prinsip dan 
tujuan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa serta 
Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia;

c.  	 bahwa Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, 
dalam sidangnya tanggal 16 Desember 1966 telah 
mengesahkan International Covenant on Civil and 
Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-
hak Sipil dan Politik);

d.  	 bahwa  instrumen internasional sebagaimana 
dimaksud pada huruf c pada dasarnya tidak 
bertentangan dengan Pancasila dan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945, sesuai dengan sifat negara Republik Indonesia 
sebagai negara hukum yang menjunjung tinggi 
harkat dan martabat manusia yang menjamin 
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persamaan kedudukan semua warga negara di 
dalam hukum, dan keinginan bangsa Indonesia 
untuk secara terus-menerus memajukan dan 
melindungi hak asasi manusia dalam kehidupan 
berbangsa dan bernegara;  

e.   	 bahwa   berdasarkan       pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan 
huruf d perlu membentuk Undang-Undang tentang 
Pengesahan International Covenant on Civil and 
Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-
hak Sipil dan Politik);

Mengingat   :    1.  	 Pasal 5 ayat (1), Pasal 11, Pasal 20 ayat (2), Pasal 
27 ayat (1), Pasal 28, Pasal 28A, Pasal 28B, Pasal 
28D, Pasal 28E, Pasal 28G, Pasal 28I, dan Pasal 28J 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945;

2. 	 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang 
Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 156; Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3882); 

3. 	 Undang-Undang  Nomor  39 Tahun 1999 tentang 
Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 165; Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3886);

4. 	 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang 
Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2000 Nomor 185; Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4012);

5. 	 Undang-Undang  Nomor  26 Tahun 2000 tentang 
Pengadilan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208; 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4026);
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Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:
 
Menetapkan : 	U NDANG-UNDANG TENTANG PENGE-

SAHAN INTERNATIONAL COVENANT ON 
CIVIL AND POLITICAL RIGHTS (KOVENAN 
INTERNASIONAL TENTANG HAK-HAK SIPIL 
DAN POLlTIK).

Pasal 1
(1) 	 Mengesahkan International Covenant on Civil and Political Rights 

(Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik) dengan 
Declaration (Pernyataan) terhadap Pasal 1.

(2) 	 Salinan naskah asli International Covenant on Civil and Political Rights 
(Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik) dan 
Declaration (Pernyataan) terhadap Pasal 1 dalam bahasa Inggris 
dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlampir 
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang 
ini.

Pasal  2
Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara 
Republik Indonesia,

Disahkan di Jakarta
     pada tanggal  28 Oktober 2005     

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
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Diundangkan di Jakarta
pada tanggal  28  Oktober 2005

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
HAMID AWALUDIN
 
 

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  TAHUN 2005 
NOMOR 119
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PENJELASAN
ATAS

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR  12 TAHUN 2005

TENTANG PENGESAHAN INTERNATIONAL COVENANT ON 
CIVIL AND POLITICAL RIGHTS  (KOVENAN INTERNASIONAL 

TENTANG
HAK-HAK SIPIL DAN POLITIK)

 
I.   UMUM
 
1.  	 Sejarah Perkembangan Lahirnya Kovenan Internasional tentang 

Hak-hak Sipil dan Politik.
Pada tanggal 10 Desember 1948, Majelis Umum (MU) Perserikatan 

Bangsa-Bangsa (PBB) memproklamasikan Universal Declaration 
of Human Rights (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, untuk 
selanjutnya disingkat DUHAM), yang memuat pokok-pokok hak 
asasi manusia dan kebebasan dasar, dan yang dimaksudkan sebagai 
acuan umum hasil pencapaian untuk semua rakyat dan bangsa bagi 
terjaminnya pengakuan dan penghormatan hak-hak dan kebebasan 
dasar secara universal dan efektif, baik di kalangan rakyat negara-
negara anggota PBB sendiri maupun di kalangan rakyat di wilayah-
wilayah yang berada di bawah yurisdiksi mereka.

Masyarakat internasional menyadari perlunya penjabaran 
hak-hak dan kebebasan dasar yang dinyatakan oleh DUHAM 
ke dalam instrumen internasional yang bersifat mengikat secara 
hukum. Sehubungan dengan hal itu, pada tahun 1948, Majelis 
Umum PBB meminta Komisi Hak Asasi Manusia (KHAM) PBB 
yang sebelumnya telah mempersiapkan rancangan DUHAM untuk 
menyusun rancangan Kovenan tentang HAM beserta rancangan 
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tindakan pelaksanaannya. Komisi tersebut mulai bekerja pada tahun 
1949. Pada tahun 1950, MU PBB mengesahkan sebuah resolusi yang 
menyatakan bahwa pengenyaman kebebasan sipil dan politik serta 
kebebasan dasar di satu pihak dan hak-hak ekonomi, sosial, dan 
budaya di lain pihak bersifat saling terkait dan saling tergantung. 
Setelah melalui perdebatan  panjang,   dalam    sidangnya   tahun 
1951, MU  PBB meminta kepada Komisi HAM PBB untuk merancang 
dua Kovenan tentang hak asasi manusia: (1) Kovenan mengenai hak 
sipil dan politik; dan (2) Kovenan mengenai hak ekonomi, sosial 
dan budaya. MU PBB juga menyatakan secara khusus bahwa kedua 
Kovenan tersebut harus memuat sebanyak mungkin ketentuan 
yang sama, dan harus memuat Pasal yang akan menetapkan bahwa 
semua rakyat mempunyai hak untuk menentukan nasib sendiri.

Komisi HAM PBB berhasil menyelesaikan dua rancangan Kovenan 
sesuai dengan keputusan MU PBB pada 1951, masing-masing 
pada tahun 1953 dan 1954. Setelah membahas kedua rancangan 
Kovenan tersebut, pada tahun 1954 MU PBB memutuskan untuk 
memublikasikannya seluas mungkin agar pemerintah negara-
negara dapat mempelajarinya secara mendalam dan khalayak dapat 
menyatakan pandangannya secara bebas. Untuk tujuan tersebut, 
MU PBB menyarankan agar Komite III PBB membahas rancangan 
naskah Kovenan itu Pasal demi Pasal mulai tahun 1955. Meskipun 
pembahasannya telah dimulai sesuai dengan jadwal, naskah kedua 
Kovenan itu baru dapat diselesaikan pada tahun 1966. Akhirnya, 
pada tanggal 16 Desember 1966, dengan resolusi 2200A (XXI), MU 
PBB mengesahkan Kovenan tentang Hak-hak Sipil dan Politik 
bersama-sama dengan Protokol Opsional pada Kovenan tentang 
Hak-hak Sipil dan Politik dan Kovenan tentang Hak-hak Ekonomi, 
Sosial, dan Budaya. Kovenan Internasionaf tentang Hak-hak Sipil 
dan Politik beserta Protokol Opsional pada Kovenan Internasional 
tentang Hak-hak Sipil dan Politik mulai berfaku pada tanggal 23 
Maret 1976.

 
2.   	 Pertimbangan Indonesia untuk menjadi Pihak pada International 

Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang 
Hak-hak Sipil dan Politik).
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Indonesia adalah negara hukum dan sejak kelahirannya pada 
tahun 1945 menjunjung tinggi HAM. Sikap Indonesia tersebut 
dapat dilihat dari kenyataan bahwa meskipun dibuat sebelum 
diproklamasikannya DUHAM, Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945 sudah memuat beberapa ketentuan 
tentang penghormatan HAM yang sangat penting. Hak-hak tersebut 
antara lain hak semua bangsa atas kemerdekaan (alinea pertama 
Pembukaan); hak atas kewarganegaraan (Pasal 26); persamaan 
kedudukan semua warga negara Indonesia di dalam hukum dan 
pemerintahan (Pasal 27 ayat (1)); hak  warga  negara  Indonesia atas 
pekerjaan (Pasal 27 ayat (2)); hak setiap warga negara Indonesia 
atas kehidupan yang layak bagi kemanusiaan (Pasal 27 ayat (2)); 
hak berserikat dan berkumpul bagi setiap warga negara (Pasal 28); 
kemerdekaan setiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-
masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya 
itu (Pasal 29 ayat (2)); dan hak setiap warga negara Indonesia atas 
pendidikan (Pasal 31 ayat (1)).

Sikap Indonesia dalam memajukan dan melindungi HAM terus 
berlanjut meskipun Indonesia mengalami perubahan susunan 
negara dari negara kesatuan menjadi negara federal (27 Desember 
1949 sampai dengan 15 Agustus 1950). Konstitusi yang berlaku pada 
waktu itu, yaitu Konstitusi Republik Indonesia Serikat (Konstitusi 
RIS), memuat sebagian besar pokok-pokok HAM yang tercantum 
dalam DUHAM dan kewajiban Pemerintah untuk melindunginya 
(Pasal 7 sampai dengan Pasal 33).

Indonesia yang kembali ke susunan negara kesatuan sejak 15 
Agustus 1950 terus melanjutkan komitmen konstitusionalnya 
untuk menjunjung tinggi HAM. Undang-Undang Dasar Sementara 
Republik Indonesia (UUDS RI Tahun 1950) yang berlaku sejak 15 
Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959, sebagaimana Konstitusi 
RIS, juga memuat sebagian besar pokok-pokok HAM yang tercantum 
dalam DUHAM dan kewajiban Pemerintah untuk melindunginya 
(Pasal 7 sampai dengan Pasal 33), dan bahkan sebagian sama 
bunyinya kata demi kata dengan ketentuan yang bersangkutan 
yang tercantum dalam Konstitusi RIS. Di samping komitmen 
nasional, pada masa berlakunya UUDS RI Tahun 1950, Indonesia 
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juga menegaskan komitmen internasionalnya dalam pemajuan 
dan perlindungan HAM, sebagaimana yang ditunjukkan dengan 
keputusan Pemerintah untuk tetap memberlakukan beberapa 
konvensi perburuhan yang dihasilkan oleh International Labour 
Organization (Organisasi Perburuhan Internasional) yang dibuat 
sebelum Perang Dunia II dan dinyatakan berlaku untuk Hindia 
Belanda oleh Pemerintah Belanda, menjadi pihak pada beberapa 
konvensi lain yang dibuat oleh Organisasi Perburuhan Internasional 
setelah Perang Dunia II, dan mengesahkan sebuah konvensi HAM 
yang dibuat oleh PBB, yakni Convention on the Political Rights of 
Women 1952 (Konvensi tentang Hak-hak Politik Perempuan 1952), 
melalui Undang-Undang Nomor 68 Tahun 1958.

Dalam sejarah kehidupan bangsa Indonesia, upaya pemajuan 
dan perlindungan HAM telah mengalami pasang surut. Pada suatu 
masa upaya tersebut berhasil diperjuangkan, tetapi pada masa lain 
dikalahkan oleh kepentingan kekuasaan. Akhirnya, disadari bahwa 
kehidupan berbangsa dan bernegara yang tidak mengindahkan 
pemajuan dan, perlindungan HAM akan selalu menimbulkan 
ketidakadilan bagi masyarakat luas dan tidak memberikan landasan 
yang sehat bagi pembangunan ekonomi, politik, sosial dan budaya 
untuk jangka panjang.

 Gerakan reformasi yang mencapai puncaknya pada tahun 1998 
telah membangkitkan semangat bangsa Indonesia untuk melakukan 
koreksi terhadap sistem dan praktik-praktik masa lalu, terutama 
untuk menegakkan kembali pemajuan dan perlindungan HAM.

Selanjutnya Indonesia mencanangkan Rencana Aksi Nasional 
(RAN) HAM melalui Keputusan Presiden Nomor 129 Tahun 1998 
tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia 1998-2003 yang 
kemudian dilanjutkan dengan RAN HAM kedua melalui Keputusan 
Presiden Nomor 40 Tahun 2004 tentang Rencana Aksi Nasional Hak 
Asasi Manusia 2004-2009 dan ratifikasi atau pengesahan Convention 
Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or 
Punishment, 1984 (Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan 
atau Penghukuman lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau 
Merendahkan Martabat Manusia, 1984) pada 28 September 1998 
(Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998; Lembaran Negara Republik 



154

Indonesia Tahun 1998 Nomor 164; Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3783). Selain itu melalui Undang-
Undang Nomor 29 Tahun 1999, Indonesia juga telah meratifikasi 
International Convention on the Elimination of All Forms of Racial 
Discrimination (Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala 
Bentuk Diskriminasi Rasial).

Pada tanggal 13 November 1998, Majelis Permusyawaratan 
Rakyat (MPR) mengambil keputusan yang sangat penting artinya 
bagi pemajuan dan perlindungan HAM, yaitu dengan mengesahkan 
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia 
Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia, yang 
lampirannya memuat “Pandangan dan Sikap Bangsa Indonesia terhadap 
Hak Asasi Manusia” (Lampiran angka I) dan “Piagam Hak Asasi 
Manusia” (Lampiran angka II).

Konsideran Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 tersebut 
menyatakan, antara lain, “bahwa Pembukaan Undang-Undang Dasar 
1945 telah mengamanatkan pengakuan, penghormatan, dan kehendak 
bagi pelaksanaan hak asasi manusia dalam menyelenggarakan kehidupan 
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara” (huruf b) dan “bahwa bangsa 
Indonesia sebagai bagian masyarakat dunia patut menghormati hak asasi 
manusia yang termaktub dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 
Perserikatan Bangsa-Bangsa serta instrumen internasional lainnya 
mengenai hak asasi manusia” (huruf c). Selanjutnya, Ketetapan MPR 
tersebut menyatakan bahwa Bangsa Indonesia sebagai anggota Perserikatan 
Bangsa-Bangsa mempunyai tanggung jawab untuk menghormati Deklarasi 
Universal Hak Asasi Manusia (Universal Declaration of Human Rights) 
dan berbagai instrumen internasional lainnya mengenai hak asasi manusia” 
(Lampiran IB angka 2). Sebagaimana diketahui bahwa DUHAM 1948, 
Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik, Protokol 
Opsional pada Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan 
Politik serta Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, 
Sosial, dan Budaya adalah instrumen-instrumen internasional utama 
mengenai HAM dan yang lazim disebut sebagai “International Bill of 
Human Rights” (Prasasti Internasional tentang Hak Asasi Manusia), 
yang merupakan instrumen-instrumen internasional inti mengenai 
HAM.
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Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia telah 
mengesahkan perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Perubahan 
pertama disahkan dalam Sidang Tahunan MPR RI Tahun 1999; 
perubahan kedua disahkan dalam Sidang Tahunan MPR RI Tahun 
2000; perubahan ketiga disahkan dalam Sidang Tahunan MPR 
RI Tahun 2001; dan perubahan keempat disahkan dalam Sidang 
Tahunan MPR RI Tahun 2002. Perubahan kedua Undang-Undang 
Dasar 1945 menyempurnakan komitmen Indonesia terhadap upaya 
pemajuan dan perlindungan HAM dengan mengintegrasikan 
ketentuan-ketentuan penting dari instrumen-instrumen internasional 
mengenai HAM, sebagaimana tercantum dalam BAB XA tentang 
Hak Asasi Manusia. Perubahan tersebut dipertahankan sampai 
dengan perubahan keempat Undang-Undang Dasar 1945, yang 
kemudian disebut dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945. 

Sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945 yang mengamanatkan pemajuan dan perlindungan hak 
asasi manusia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan 
bernegara serta komitmen bangsa Indonesia sebagai bagian dari 
masyarakat internasional untuk memajukan dan melindungi HAM, 
Indonesia perlu mengesahkan instrumen-instrumen internasional 
utama mengenai HAM, khususnya International Covenant on 
Economic, Social and Cultural Rights (Kovenan Internasional tentang 
Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya) serta International Covenant 
on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-hak 
Sipil dan Politik).

3.     Pokok-pokok Isi Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan 
Politik.

Kovenan ini mengukuhkan pokok-pokok HAM di bidang 
sipil dan politik yang tercantum dalam DUHAM sehingga 
menjadi ketentuan-ketentuan yang mengikat secara hukum dan 
penjabarannya mencakup pokok-pokok lain yang terkait. Kovenan 
tersebut terdiri dari pembukaan dan Pasal-Pasal yang mencakup 6 
bab dan 53 Pasal. 

Pembukaan kedua Kovenan tersebut mengingatkan negara-
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negara akan kewajibannya, menurut Piagam PBB, untuk memajukan 
dan melindungi HAM, mengingatkan individu akan tanggung 
jawabnya untuk bekerja keras bagi pemajuan dan penaatan HAM 
yang diatur dalam Kovenan ini dalam kaitannya dengan individu 
lain dan masyarakatnya, dan mengakui bahwa, sesuai dengan 
DUHAM, cita-cita umat manusia untuk menikmati kebebasan sipil 
dan politik serta kebebasan dari rasa takut dan kemiskinan hanya 
dapat tercapai apabila telah tercipta kondisi bagi setiap orang untuk 
dapat menikmati hak-hak sipil dan politiknya maupun hak-hak 
ekonomi, sosial dan budayanya.

Pasal 1 menyatakan bahwa semua rakyat mempunyai hak 
untuk menentukan nasibnya sendiri dan menyerukan kepada 
semua negara, termasuk negara-negara yang bertanggung jawab 
atas pemerintahan Wilayah yang Tidak Berpemerintahan Sendiri 
dan Wilayah Perwalian, untuk memajukan perwujudan hak 
tersebut. Pasal ini mempunyai arti yang sangat penting pada waktu 
disahkannya Kovenan ini pada tahun 1966 karena ketika itu masih 
banyak wilayah jajahan.

Pasal 2 menetapkan kewajiban setiap Negara Pihak untuk 
menghormati hak-hak yang diakui dalam Kovenan ini. Pasal ini 
juga memastikan bahwa pelaksanaannya bagi semua individu yang 
berada di wilayahnya dan yang berada di bawah yurisdiksinya 
tanpa ada pembedaan apapun.

Pasal 3 menegaskan persamaan hak antara laki-laki dan 
perempuan.

Pasal 4 menetapkan bahwa dalam keadaan darurat umum yang 
mengancam kehidupan bangsa dan keadaan itu diumumkan secara 
resmi, negara pihak dapat mengambil tindakan yang menyimpang 
dari kewajibannya menurut Kovenan ini sejauh hal itu mutlak 
diperlukan oleh kebutuhan situasi darurat tersebut, dengan 
ketentuan bahwa tindakan itu tidak mengakibatkan diskriminasi 
yang semata-mata didasarkan pada ras, warna kulit, jenis kelamin 
bahasa, agama, atau asal usul sosial.

Pasal 5 menyatakan bahwa tidak ada satu ketentuan pun dalam 
Kovenan ini yang dapat ditafsirkan sebagai memberi hak kepada 
negara, kelompok, atau seseorang untuk melibatkan diri dalam 
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kegiatan atau melakukan tindakan yang bertujuan menghancurkan 
hak atau kebebasan mana pun yang diakui dalam Kovenan ini atau 
membatasinya lebih daripada yang ditetapkan dalam Kovenan 
ini. Pasal ini juga melarang dilakukannya pembatasan atau 
penyimpangan HAM mendasar yang diakui atau yang berlaku 
di negara pihak berdasarkan hukum, konvensi, peraturan, atau 
kebiasaan, dengan dalih bahwa Kovenan ini tidak mengakui hak 
tersebut atau mengakuinya tetapi secara lebih sempit.

Pasal 6 sampai dengan Pasal 27 menetapkan bahwa setiap 
manusia mempunyai hak hidup, bahwa hak ini dilindungi oleh 
hukum, dan bahwa tidak seorang pun dapat dirampas hak hidupnya 
secara sewenang-wenang (Pasal 6); bahwa tidak seorang pun boleh 
dikenai siksaan, perlakuan atau penghukuman yang kejam, tidak 
manusiawi, atau merendahkan martabat (Pasal 7); bahwa tidak 
seorang pun boleh diperbudak, bahwa perbudakan dan perdagangan 
budak dilarang, dan bahwa tidak seorang pun boleh diperhamba, 
atau diharuskan melakukan kerja paksa atau kerja wajib (Pasal 
8); bahwa tidak seorang pun boleh ditangkap atau ditahan secara 
sewenang-wenang (Pasal 10); dan bahwa tidak seorang pun boleh 
dipenjarakan hanya atas dasar ketidakmampuannya memenuhi 
kewajiban kontraktualnya (Pasal 11).

Selanjutnya Kovenan menetapkan kebebasan setiap orang 
yang berada secara sah di wilayah suatu negara untuk berpindah 
tempat dan memilih tempat tinggalnya di wilayah itu, untuk 
meninggalkan negara manapun termasuk negara sendiri, dan 
bahwa tidak seorang pun dapat secara sewenang-wenang dirampas 
haknya untuk memasuki negaranya sendiri (Pasal 12);  pengaturan  
yang     diberlakukan   bagi   pengusiran   orang   asing yang secara 
sah tinggal di negara pihak (Pasal 13); persamaan semua orang di 
depan pengadilan dan badan peradilan, hak atas pemeriksaan yang 
adil dan terbuka oleh badan peradilan yang kompeten, bebas dan 
tidak berpihak, hak atas praduga tak bersalah bagi setiap orang 
yang dituduh melakukan tindak pidana, dan hak setiap orang 
yang dijatuhi hukuman atas peninjauan kembali keputusan atau 
hukumannya oleh badan peradilan yang lebih tinggi (Pasal 14); 
pelarangan pemberlakuan secara retroaktif peraturan perundang-
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undangan pidana (Pasal 15); hak setiap orang untuk diakui sebagai 
pribadi di depan hukum (Pasal 16); dan tidak boleh dicampurinya 
secara sewenang-wenang atau secara tidak sah privasi, keluarga, 
rumah atau surat menyurat seseorang (Pasal 17).

Lebih lanjut Kovenan menetapkan hak setiap orang atas kebebasan 
berpikir, berkeyakinan dan’beragama serta perlindungan atas hak-
hak tersebut (Pasal 18); hak orang untuk mempunyai pendapat 
tanpa campur tangan pihak lain dan hak atas kebebasan untuk 
menyatakan pendapat (Pasal 19); pelarangan atas propaganda 
perang serta tindakan yang menganjurkan kebencian atas dasar 
kebangsaan, ras atau agama yang merupakan hasutan untuk 
melakukan tindak diskriminasi, permusuhan atau kekerasan (Pasal 
20); pengakuan hak untuk berkumpul yang bersifat damai (Pasal 21); 
hak setiap orang atas kebebasan berserikat (Pasal 22); pengakuan 
atas hak laki-laki dan perempuan usia kawin untuk melangsungkan 
perkawinan dan membentuk keluarga, prinsip bahwa perkawinan 
tidak boleh dilakukan tanpa persetujuan bebas dan sepenuhnya dari 
para pihak yang hendak melangsungkan perkawinan (Pasal 23); hak 
anak atas perlindungan yang dibutuhkan oleh statusnya sebagai 
anak dibawah umur, keharusan segera didaftarkannya setiap anak 
setelah lahir dan keharusan mempunyai nama, dan hak anak atas 
kewarganegaraan (Pasal 24); hak setiap warga negara untuk ikut 
serta dalam penyelenggaraan urusan publik, untuk memilih dan 
dipilih, serta mempunyai akses berdasarkan persyaratan umum 
yang sama pada jabatan publik di negaranya (Pasal 25); persamaan 
kedudukan semua orang di depan hukum dan hak semua orang 
atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi (Pasal 26); 
dan tindakan untuk melindungi golongan etnis, agama, atau bahasa 
minoritas yang mungkin ada di negara pihak (Pasal 27).

Pasal 27 merupakan akhir bagian substantif Kovenan ini. Untuk 
mengawasi pelaksanaan hak-hak yang termaktub dalam Kovenan 
ini, Pasal 28 sampai dengan Pasal 45 menetapkan pembentukan 
sebuah komite yang bernama Human Rights Committee (Komite 
Hak Asasi Manusia) beserta ketentuan mengenai keanggotaan, 
cara pemilihan, tata tertib pertemuan, kemungkinan bagi negara 
pihak untuk sewaktu-waktu menyatakan bahwa negara tersebut 
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mengakui kewenangan Komite termaksud untuk menerima dan 
membahas komunikasi yang menyatakan bahwa suatu negara 
pihak dapat mengadukan tentang tidak dipenuhinya kewajiban 
menurut Kovenan oleh negara pihak lain, dan cara kerja Komite 
dalam menangani permasalahan yang diajukan kepadanya.

Kovenan kemudian menegaskan bahwa tidak ada satu ketentuan 
pun dalam Kovenan ini yang boleh ditafsirkan sebagai mengurangi 
ketentuan Piagam PBB dan konstitusi badan khusus dalam 
hubungan dengan masalah yang diatur dalam Kovenan ini (Pasal 
46); dan bahwa tidak satu ketentuan pun dalam Kovenan ini yang 
boleh ditafsirkan sebagai mengurangi hak melekat semua rakyat 
untuk menikmati dan menggunakan secara penuh dan secara bebas 
kekayaan dan sumber daya alamnya (Pasal 47).

Kovenan ini diakhiri dengan Pasal-Pasal penutup yang bersifat 
prosedural seperti pembukaan penandatanganan, prosedur yang 
harus ditempuh oleh suatu negara untuk menjadi pihak padanya, 
mulai berlakunya, lingkup berlakunya yang, meliputi seluruh 
bagian negara federal tanpa pembatasan dan pengecualian, prosedur 
perubahannya, tugas Sekretaris Jenderal PBB sebagai lembaga 
penyimpan (depositary) Kovenan, dan bahasa yang dipergunakan 
dalam naskah otentik (Pasal 48 sampai dengan Pasal 53).

II.  PASAL DEMI PASAL
 

Pasal 1
Ayat(1)

International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan 
Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik) dan 
International Covenant on Economic, Social and Cultural 
Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, 
Sosial, dan Budaya) merupakan dua instrumen yang saling 
tergantung dan saling terkait. Sebagaimana dinyatakan 
oleh MU PBB pada tahun 1977 (resolusi 32/130 Tanggal 
16 Desember 1977), semua hak asasi dan kebebasan dasar 
manusia tidak dapat dibagi-bagi dan saling   tergantung  
(interdependent).  Pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan 
kedua kelompok hak asasi ini harus mendapatkan perhatian 
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yang sama. Pelaksanaan, pemajuan, dan perlindungan hak-
hak sipil dan politik tidak mungkin dicapai tanpa adanya 
pengenyaman hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya.

(Ayat 2)
Apabila terjadi perbedaan penafsiran terhadap 
terjemahannya dalam bahasa Indonesia, naskah yang 
berlaku adalah naskah asli dalam bahasa Inggris Kovenan 
Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik serta 
Pernyataan (Declaration) terhadap Pasal 1 Kovenan ini.

 
      Pasal 2

Cukup jelas.
 

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 4558



Undang-Undang Republik Indonesia 
Nomor 13  Tahun  2006

Tentang

Perlindungan Saksi dan Korban
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UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR  13  TAHUN  2006

TENTANG
PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

DENGAN RAHMAT TUHAN  YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

 
Menimbang:     a.	 bahwa  salah satu alat bukti yang sah dalam proses 

peradilan pidana adalah keterangan Saksi dan/atau 
Korban yang mendengar, melihat, atau mengalami 
sendiri terjadinya suatu tindak pidana dalam upaya 
mencari dan menemukan kejelasan tentang tindak 
pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana;

b.	 bahwa penegak hukum dalam mencari dan 
menemukan kejelasan tentang tindak pidana 
yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana 
sering mengalami kesulitan karena tidak dapat 
menghadirkan Saksi dan/atau Korban disebabkan 
adanya ancaman, baik fisik maupun psikis dari 
pihak tertentu;

c.	 bahwa sehubungan dengan hal tersebut, perlu 
dilakukan perlindungan bagi Saksi dan/atau 
Korban yang sangat penting keberadaannya dalam 
proses peradilan pidana; 

d.	 bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu 
membentuk Undang-Undang tentang Perlindungan 
Saksi dan Korban;       

                      
Mengingat :     1.  	 Pasal 1 ayat (3), Pasal  20, Pasal 21, Pasal 28G, Pasal 
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28I, dan Pasal 28J Undang-Undang Dasar Negara 
Republik  Indonesia Tahun 1945;

2. 	 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang 
Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara  Republik  
Indonesia Tahun 1981 Nomor 76; Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3209);

 

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:
 
Menetapkan : 	U NDANG-UNDANG TENTANG   PERLINDUNGAN   

SAKSI DAN KORBAN.
 
 

BAB I
KETENTUAN UMUM

 
Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 
1.	 Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna 

kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan 
pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana 
yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri.

2.	 Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, 
dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak 
pidana.

3. 	 Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, yang selanjutnya 
disingkat LPSK, adalah lembaga yang bertugas dan berwenang 
untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada Saksi 
dan/atau Korban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

4. 	 Ancaman adalah segala bentuk perbuatan yang menimbulkan akibat, 
baik langsung maupun tidak langsung, yang mengakibatkan Saksi 
dan/atau Korban merasa takut dan/atau dipaksa untuk melakukan 
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atau tidak melakukan sesuatu hal yang berkenaan dengan pemberian 
kesaksiannya dalam suatu proses peradilan pidana. 

5.  	 Keluarga adalah orang yang mempunyai hubungan darah dalam 
garis lurus ke atas atau ke bawah dan garis menyamping sampai 
derajat ketiga, atau yang mempunyai hubungan perkawinan, atau 
orang yang menjadi tanggungan Saksi dan/atau Korban.

6.	 Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian 
bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau 
Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya 
sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

 
Pasal 2

Undang-Undang ini memberikan perlindungan pada Saksi dan 
Korban dalam semua tahap proses peradilan pidana dalam lingkungan 
peradilan.

 
Pasal 3

Perlindungan Saksi dan Korban berasaskan pada:     
a.	 penghargaan atas harkat dan martabat manusia;
b.	 rasa aman; 
c.	 keadilan; 
d.  	 tidak diskriminatif; dan
e.	 kepastian hukum.
 

Pasal 4
Perlindungan Saksi dan Korban bertujuan memberikan rasa aman 
kepada Saksi dan/atau Korban dalam memberikan keterangan pada 
setiap proses peradilan pidana.

 
BAB II

PERLINDUNGAN DAN HAK SAKSI DAN KORBAN

Pasal 5
(1)	 Seorang Saksi dan Korban berhak: 

memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, a.	
dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan 
dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk b.	
perlindungan dan dukungan keamanan;           
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memberikan keterangan tanpa tekanan;        c.	
mendapat penerjemah; d.	
bebas dari pertanyaan yang menjerat;e.	
mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus; f.	
mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan; g.	
mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan; h.	
mendapat identitas baru; i.	
mendapatkan tempat kediaman baru;   j.	
memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan k.	
kebutuhan; 
 mendapat nasihat hukum; dan/ataul.	
memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas m.	
waktu perlindungan berakhir.

(2)  	 Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Saksi 
dan/atau Korban tindak pidana dalam kasus-kasus tertentu sesuai 
dengan keputusan LPSK. 

Pasal 6
Korban dalam pelanggaran hak asasi manusia yang berat, selain berhak 
atas hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, juga berhak untuk 
mendapatkan:
a.	 bantuan medis; dan 
b.	 bantuan rehabilitasi psiko-sosial. 
 

Pasal 7
(1)	 Korban melalui LPSK berhak mengajukan ke pengadilan berupa:            

a.  	hak atas kompensasi dalam kasus pelanggaran hak asasi 
manusia yang berat; 

b.   hak atas restitusi atau ganti kerugian yang menjadi tanggung 
jawab pelaku tindak pidana. 

(2)	 Keputusan mengenai kompensasi dan restitusi diberikan oleh 
pengadilan.

(3)	 Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian kompensasi dan 
restitusi diatur dengan Peraturan Pemerintah. 

 
Pasal 8

Perlindungan dan hak Saksi dan Korban diberikan sejak tahap 
penyelidikan dimulai dan berakhir sesuai dengan ketentuan sebagaimana 
diatur dalam Undang-Undang ini. 
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Pasal 9
(1)  	Saksi dan/atau Korban yang merasa dirinya berada dalam Ancaman 

yang sangat besar, atas persetujuan hakim dapat memberikan 
kesaksian tanpa hadir langsung di pengadilan tempat perkara 
tersebut sedang diperiksa.	   

(2)  	Saksi dan/atau Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dapat memberikan kesaksiannya secara tertulis yang disampaikan 
di hadapan pejabat yang berwenang dan membubuhkan tanda 
tangannya pada berita acara yang memuat tentang kesaksian 
tersebut. 

(3)  Saksi dan/atau Korban sebagaimana   dimaksud pada ayat (1) 
dapat pula didengar kesaksiannya secara langsung melalui sarana 
elektronik dengan didampingi oleh pejabat yang berwenang. 

 
Pasal 10

(1)  	Saksi, Korban, dan pelapor tidak dapat dituntut secara hukum baik 
pidana maupun perdata atas laporan, kesaksian yang akan, sedang, 
atau telah diberikannya.

(2)  	Seorang Saksi yang juga tersangka dalam kasus yang sama tidak 
dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila ia ternyata terbukti 
secara sah dan meyakinkan bersalah, tetapi kesaksiannya dapat 
dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidana yang 
akan dijatuhkan.

(3)  	Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku 
terhadap Saksi, Korban, dan pelapor yang memberikan keterangan 
tidak dengan itikad baik.

BAB III
LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

 
Bagian Kesatu

Umum
 

Pasal 11
(1)	 LPSK merupakan lembaga yang mandiri.
(2)	 LPSK berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia.
(3)	 LPSK mempunyai perwakilan di daerah sesuai dengan keperluan.
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Pasal 12
LPSK bertanggung jawab untuk menangani pemberian perlindungan 
dan bantuan pada Saksi dan Korban berdasarkan tugas dan kewenangan 
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

 
Pasal 13

(1)	 LPSK bertanggung jawab kepada Presiden.
(2)  	LPSK membuat laporan secara berkala tentang pelaksanaan tugas 

LPSK kepada Dewan Perwakilan Rakyat paling sedikit sekali dalam 
1 (satu) tahun.	    

 
Bagian Kedua
Kelembagaan

Pasal 14
Anggota LPSK terdiri atas 7 (tujuh) orang yang berasal dari unsur 
profesional yang mempunyai pengalaman di bidang pemajuan, 
pemenuhan, perlindungan, penegakan hukum dan hak asasi manusia, 
kepolisian, kejaksaan, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, 
akademisi, advokat, atau lembaga swadaya masyarakat.  

Pasal 15
(1)	 Masa jabatan anggota LPSK adalah 5 (lima) tahun.
(2)	 Setelah berakhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1), anggota LPSK dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, 
hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

 
Pasal 16

(1)	 LPSK terdiri atas Pimpinan dan Anggota.
(2)	 Pimpinan LPSK terdiri atas Ketua dan Wakil Ketua yang merangkap 

anggota.
(3)	 Pimpinan LPSK dipilih dari dan oleh anggota LPSK.
(4)   Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan Pimpinan LPSK 

diatur dengan Peraturan LPSK. 
 

Pasal 17
Masa    jabatan      Ketua    dan    Wakil   Ketua LPSK selama 5 (lima) 
tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, 
hanya untuk  1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
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Pasal 18
(1)	 Dalam pelaksanaan tugasnya, LPSK dibantu oleh sebuah sekretariat 

yang bertugas memberikan pelayanan administrasi bagi kegiatan 
LPSK.

(2)	 Sekretariat LPSK dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berasal dari 
Pegawai Negeri Sipil.

(3)	 Sekretaris diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Sekretaris 
Negara.

(4)	 Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan, organisasi, 
tugas, dan tanggung jawab sekretariat sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) diatur dengan Peraturan Presiden. 

(5)	 Peraturan Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan 
dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak LPSK terbentuk.

  
Pasal 19

(1)	 Untuk pertama kali seleksi dan pemilihan anggota LPSK dilakukan 
oleh Presiden.

(2)	 Dalam melaksanakan seleksi dan pemilihan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), Presiden membentuk panitia seleksi.

(3)	 Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas 5 
(lima) orang,  dengan susunan sebagai berikut:
a.  2 (dua) orang berasal dari unsur pemerintah; dan
b.  3 (tiga) orang berasal dari unsur masyarakat.

(4)	 Anggota panitia seleksi tidak dapat dicalonkan sebagai anggota 
LPSK.

(5)  	Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan panitia seleksi, tata cara 
pelaksanaan seleksi, dan pemilihan calon anggota LPSK, diatur 
dengan Peraturan Presiden.
 

Pasal 20
(1)	 Panitia seleksi mengusulkan kepada Presiden sejumlah 21 (dua 

puluh satu) orang calon yang telah memenuhi persyaratan.
(2)  	Presiden memilih sebanyak 14 (empat belas) orang dari sejumlah 

calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk diajukan kepada 
Dewan Perwakilan Rakyat.

(3)  	Dewan Perwakilan Rakyat memilih dan menyetujui 7 (tujuh) orang 
dari calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
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Pasal 21
(1)  	Dewan Perwakilan Rakyat memberikan persetujuan dalam jangka 

waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 
pengajuan calon anggota LPSK diterima.

(2) 	 Dalam hal Dewan Perwakilan Rakyat tidak memberikan persetujuan 
terhadap seorang calon atau lebih yang diajukan oleh Presiden,  
dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung 
sejak tanggal diterimanya pengajuan calon anggota LPSK, Dewan 
Perwakilan Rakyat harus memberitahukan kepada Presiden disertai 
dengan alasan.

(3)	 Dalam hal Dewan Perwakilan Rakyat tidak memberikan persetujuan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Presiden mengajukan calon 
pengganti sebanyak 2 (dua) kali jumlah calon anggota yang tidak 
disetujui.

(4)	 Dewan Perwakilan Rakyat wajib memberikan persetujuan terhadap 
calon pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dalam jangka 
waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 
pengajuan calon pengganti diterima.
 

Pasal 22
Presiden menetapkan anggota LPSK yang telah memperoleh persetujuan 
Dewan Perwakilan Rakyat, dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga 
puluh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan diterima Presiden.

 
 

Bagian Ketiga
Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 23
(1)  	Anggota LPSK diangkat oleh Presiden dengan persetujuan Dewan 

Perwakilan Rakyat. 
(2)  	Untuk dapat diangkat menjadi anggota LPSK   harus memenuhi 

syarat:
a.   warga negara Indonesia;
b.   sehat jasmani dan rohani;
c.   tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana 

kejahatan yang ancaman pidananya paling singkat 5 (lima) 
tahun;

d.  berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun dan paling tinggi 
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65 (enam puluh lima) tahun pada saat proses pemilihan;
e.   berpendidikan paling rendah S1 (strata satu);
f.   berpengalaman di bidang hukum dan hak asasi manusia paling 

singkat 10 (sepuluh) tahun; 
g.   memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela; dan
h.   memiliki nomor pokok wajib pajak.

Pasal 24
Anggota LPSK diberhentikan karena:
a.	 meninggal dunia;
b.	 masa tugasnya telah berakhir;
c.	 atas permintaan sendiri;
d.	 sakit jasmani atau rohani yang mengakibatkan tidak dapat 

menjalankan tugas selama 30 (tiga puluh) hari secara terus 
menerus;

e.	 melakukan perbuatan tercela dan/atau hal-hal lain yang berdasarkan 
Keputusan LPSK yang bersangkutan harus diberhentikan karena 
telah mencemarkan martabat dan reputasi, dan/atau mengurangi 
kemandirian dan kredibilitas LPSK; atau

f.	 dipidana karena bersalah melakukan tindak pidana kejahatan yang 
ancaman pidananya paling singkat 5 (lima) tahun.	

 
Pasal 25

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan dan 
pemberhentian anggota LPSK diatur dengan Peraturan Presiden.
 

Bagian Keempat
Pengambilan Keputusan dan Pembiayaan

 
Pasal 26

(1)	 Keputusan LPSK diambil berdasarkan musyawarah untuk 
mufakat.

(2)  	Dalam hal keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak 
dapat dicapai, keputusan diambil dengan suara terbanyak                                                                                    

Pasal 27
Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas LPSK dibebankan 
kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 
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BAB IV
SYARAT DAN TATA CARA

PEMBERIAN PERLINDUNGAN DAN BANTUAN

Bagian Kesatu
Syarat Pemberian Perlindungan dan Bantuan
 

Pasal 28
Perjanjian perlindungan LPSK terhadap Saksi dan/atau Korban tindak 
pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) diberikan dengan 
mempertimbangkan syarat sebagai berikut:
a.	 sifat pentingnya keterangan Saksi dan/atau Korban;
b.	 tingkat ancaman yang membahayakan Saksi dan/atau Korban;
c.	 hasil analisis tim medis atau psikolog terhadap Saksi dan/atau 

Korban;
d.	 rekam jejak kejahatan yang pernah dilakukan oleh Saksi dan/atau 

Korban. 
 

Bagian Kedua
Tata Cara Pemberian Perlindungan

 
Pasal 29

Tata cara memperoleh perlindungan sebagaimana   dimaksud dalam 
Pasal 5 sebagai berikut:
a.	 Saksi dan/atau Korban yang bersangkutan, baik atas inisiatif sendiri 

maupun atas permintaan pejabat yang berwenang,   mengajukan 
permohonan secara tertulis kepada LPSK; 

b.	 LPSK segera melakukan pemeriksaan terhadap permohonan 
sebagaimana dimaksud pada huruf a;

c.	 Keputusan LPSK diberikan secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) 
hari sejak permohonan perlindungan diajukan. 

 
Pasal 30

(1)  	Dalam hal LPSK menerima permohonan Saksi dan/atau Korban 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Saksi dan/atau Korban 
menandatangani pernyataan kesediaan mengikuti syarat   dan 
ketentuan perlindungan Saksi dan Korban.

(2)  	Pernyataan kesediaan mengikuti syarat dan ketentuan perlindungan 
Saksi dan Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
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a.  kesediaan Saksi dan/atau Korban untuk memberikan kesaksian 
dalam proses peradilan;

b.  	kesediaan Saksi dan/atau Korban untuk menaati aturan yang 
berkenaan dengan keselamatannya;

c.  	 kesediaan Saksi dan/atau Korban untuk tidak berhubungan 
dengan cara apa pun dengan orang lain selain atas persetujuan 
LPSK, selama ia berada dalam perlindungan LPSK; 

d.  	kewajiban Saksi dan/atau Korban untuk tidak memberitahukan 
kepada siapa pun mengenai keberadaannya di bawah 
perlindungan LPSK; dan

e.   hal-hal lain yang dianggap perlu oleh LPSK.
   

Pasal 31
LPSK wajib memberikan perlindungan sepenuhnya kepada Saksi dan/
atau Korban, termasuk keluarganya, sejak ditandatanganinya pernyataan 
kesediaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30.  

Pasal 32
(1)  	Perlindungan atas keamanan Saksi dan/atau Korban hanya dapat 

dihentikan berdasarkan alasan:                 
a.  	saksi dan/atau Korban meminta agar perlindungan terhadapnya 

dihentikan dalam hal permohonan diajukan atas inisiatif 
sendiri; 

b.  	atas permintaan pejabat yang berwenang dalam hal permintaan 
perlindungan terhadap Saksi dan/atau Korban berdasarkan 
atas permintaan pejabat yang bersangkutan;

c.  	 saksi dan/atau Korban melanggar ketentuan sebagaimana 
tertulis dalam perjanjian; atau                 

d.  	LPSK berpendapat bahwa Saksi dan/atau Korban tidak lagi 
memerlukan perlindungan berdasarkan bukti-bukti yang 
meyakinkan. 

(2)  	Penghentian perlindungan keamanan seorang Saksi dan/atau 
Korban harus dilakukan secara tertulis.

Bagian Ketiga
Tata Cara Pemberian Bantuan

Pasal 33
Bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diberikan kepada seorang 
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Saksi dan/atau Korban atas permintaan tertulis dari yang bersangkutan 
ataupun orang yang mewakilinya kepada LPSK.  
 

Pasal 34
(1)  	LPSK menentukan kelayakan diberikannya bantuan kepada Saksi 

dan/atau Korban. 
(2)  	Dalam hal Saksi dan/atau Korban layak diberi bantuan, LPSK  

menentukan jangka waktu dan besaran biaya yang diperlukan.
(3)  	Ketentuan lebih lanjut mengenai kelayakan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) serta jangka waktu dan besaran biaya sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) diatur  dengan Peraturan Pemerintah.

 
Pasal 35

Keputusan LPSK mengenai pemberian bantuan kepada Saksi dan/atau 
Korban harus diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan 
dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya  
permintaan tersebut.

 
Pasal 36

(1) 	 Dalam melaksanakan pemberian perlindungan dan bantuan, LPSK 
dapat bekerja sama  dengan instansi terkait yang berwenang.

(2)	 Dalam melaksanakan perlindungan dan bantuan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), instansi terkait sesuai dengan 
kewenangannya wajib melaksanakan keputusan LPSK sesuai 
dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.

 
BAB V

KETENTUAN PIDANA
 

Pasal 37
Setiap orang yang memaksakan kehendaknya baik menggunakan 
kekerasan maupun cara-cara tertentu, yang menyebabkan Saksi dan/
atau Korban tidak memperoleh perlindungan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf d sehingga Saksi dan/atau 
Korban tidak memberikan kesaksiannya pada tahap pemeriksaan 
tingkat mana pun, dipidana dengan pidana penjara   paling singkat 1 
(satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling 
sedikit Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak 
Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
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(2) 	 Setiap orang yang melakukan pemaksaan kehendak sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) sehingga menimbulkan luka berat pada 
Saksi dan/atau Korban, dipidana dengan pidana penjara paling 
singkat 2 (dua) tahun dan  paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana 
denda paling sedikit Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) 
dan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

(3)	 Setiap orang yang melakukan pemaksaan kehendak sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) sehingga mengakibatkan matinya Saksi 
dan/atau Korban, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 
5 (lima) tahun dan  paling lama seumur hidup dan pidana denda 
paling sedikit Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan 
paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

  
Pasal 38

Setiap orang yang menghalang-halangi dengan cara apapun, sehingga 
Saksi dan/atau Korban tidak memperoleh perlindungan atau bantuan, 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dan huruf d, Pasal 
6, atau Pasal 7 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 
2 (dua) tahun dan  paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling 
sedikit   Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan paling banyak 
Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 39
Setiap orang yang menyebabkan Saksi dan/atau Korban atau 
keluarganya kehilangan pekerjaan karena Saksi dan/atau Korban  
tersebut memberikan kesaksian yang benar dalam proses peradilan, 
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan  paling 
lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp80.000.000,00 
(delapan puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima 
ratus juta rupiah).
 

Pasal 40
Setiap orang yang menyebabkan dirugikannya atau dikuranginya hak-
hak   Saksi dan/atau Korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, 
Pasal 6, atau Pasal 7 ayat (1) karena Saksi dan/atau Korban memberikan 
kesaksian yang benar dalam proses peradilan, dipidana dengan pidana 
penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan 
pidana denda paling sedikit Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) 
dan paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
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Pasal 41
Setiap orang yang memberitahukan keberadaan Saksi dan/atau Korban 
yang tengah dilindungi dalam suatu tempat khusus yang dirahasiakan 
oleh LPSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf j,  dipidana  
dengan  pidana  penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 7 
(tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp80.000.000,00 (delapan 
puluh juta rupiah) dan paling banyak  Rp500.000.000,00 (lima ratus juta 
rupiah).
 

Pasal 42
Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 38, 
Pasal 39, Pasal 40, dan Pasal 41 dilakukan oleh pejabat publik, ancaman 
pidananya ditambah dengan 1/3 (satu per tiga).
 

Pasal 43
(1) 	 Dalam hal terpidana tidak mampu membayar pidana denda 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 
40, Pasal 41, dan Pasal 42 pidana denda tersebut diganti dengan 
pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) 
tahun.

(2) 	 Pidana penjara sebagai pengganti pidana denda sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam amar putusan hakim.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 44
Pada saat Undang-Undang ini diundangkan, peraturan perundang-
undangan yang mengatur mengenai perlindungan terhadap Saksi dan/
atau Korban dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan 
dengan Undang-Undang ini. 

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45
LPSK harus dibentuk dalam waktu paling lambat 1 (satu) tahun setelah 
Undang-Undang ini diundangkan. 
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Pasal 46
 Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaga Negara 
Republik Indonesia.

 
                                   Disahkan di  Jakarta

                                  Pada tanggal  11  Agustus  2006
 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd
 DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

 

Diundangkan di  Jakarta
pada tanggal  11 Agustus  2006                           
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
HAMID AWALUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2006  
NOMOR  64
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PENJELASAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR  13  TAHUN  2006
TENTANG

PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

 
I.  UMUM

Keberhasilan suatu proses peradilan pidana sangat bergantung 
pada alat bukti yang berhasil diungkap atau ditemukan. Dalam 
proses persidangan, terutama yang berkenaan dengan Saksi, banyak 
kasus yang tidak terungkap akibat tidak adanya Saksi yang dapat 
mendukung tugas penegak hukum. Padahal, adanya Saksi dan 
Korban merupakan unsur yang sangat menentukan dalam proses 
peradilan pidana. Keberadaan Saksi dan Korban dalam proses 
peradilan pidana selama ini kurang mendapat perhatian masyarakat 
dan penegak hukum. Kasus-kasus yang tidak terungkap dan tidak 
terselesaikan banyak disebabkan oleh Saksi dan Korban takut 
memberikan kesaksian kepada penegak hukum  karena mendapat 
ancaman dari pihak tertentu.

Dalam rangka menumbuhkan partisipasi masyarakat untuk 
mengungkap tindak pidana, perlu diciptakan iklim yang kondusif 
dengan cara memberikan perlindungan hukum dan keamanan 
kepada setiap orang yang mengetahui atau menemukan suatu 
hal yang dapat membantu mengungkap tindak pidana yang telah 
terjadi dan melaporkan hal tersebut kepada penegak hukum.

Pelapor yang demikian itu harus diberi perlindungan hukum dan 
keamanan yang memadai atas laporannya, sehingga ia tidak merasa 
terancam atau terintimidasi baik hak maupun jiwanya. Dengan 
jaminan perlindungan hukum dan keamanan tersebut, diharapkan 
tercipta suatu keadaan yang memungkinkan masyarakat tidak 
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lagi merasa takut untuk melaporkan suatu tindak pidana yang 
diketahuinya kepada penegak hukum, karena khawatir atau takut 
jiwanya terancam oleh pihak tertentu.

Perlindungan Saksi dan Korban dalam proses peradilan pidana 
di Indonesia belum diatur secara khusus. Pasal 50 sampai dengan 
Pasal 68 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum 
Acara Pidana hanya mengatur perlindungan terhadap tersangka 
atau terdakwa untuk mendapat perlindungan dari berbagai 
kemungkinan pelanggaran hak asasi manusia. Oleh karena itu, 
sudah saatnya perlindungan Saksi dan Korban diatur dengan 
undang-undang tersendiri.

Berdasarkan asas kesamaan di depan hukum (equality before the 
law)  yang menjadi salah satu ciri negara hukum, Saksi dan Korban 
dalam proses peradilan pidana harus diberi jaminan perlindungan 
hukum. Adapun pokok materi muatan yang diatur dalam Undang-
Undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban meliputi:
1. 	 Perlindungan dan hak saksi dan korban;
2. 	 Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban;
3.  	 Syarat dan tata cara pemberian perlindungan dan bantuan; dan
4.  	Ketentuan pidana.

 
II.    PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

       
Pasal 2

Cukup jelas.
 

Pasal 3
                 Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.  

 
Pasal 5

Ayat (1)
Huruf  a

Perlindungan semacam ini merupakan perlindungan 
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utama yang diperlukan Saksi dan Korban. Apabila 
perlu, Saksi dan Korban harus ditempatkan dalam 
suatu lokasi yang dirahasiakan dari siapa pun untuk 
menjamin agar Saksi dan Korban aman.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Hak ini diberikan kepada Saksi dan Korban yang 
tidak lancar berbahasa Indonesia untuk memperlancar 
persidangan.	

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Seringkali Saksi dan Korban hanya berperan dalam 
pemberian kesaksian di pengadilan, tetapi Saksi dan 
Korban tidak mengetahui perkembangan kasus yang 
bersangkutan. Oleh karena itu, sudah seharusnya 
informasi mengenai perkembangan kasus diberikan 
kepada Saksi dan Korban.

Huruf g  
Informasi ini penting untuk diketahui Saksi dan 
Korban sebagai tanda penghargaan atas kesediaan 
Saksi dan Korban dalam proses peradilan tersebut.

Huruf  h
Ketakutan Saksi dan Korban akan adanya balas 
dendam dari terdakwa cukup beralasan dan ia berhak 
diberi tahu apabila seorang terpidana yang dihukum  
penjara akan dibebaskan.

Huruf  i
Dalam berbagai kasus, terutama yang menyangkut 
kejahatan terorganisasi, Saksi dan Korban dapat 
terancam walaupun terdakwa   sudah dihukum. 
Dalam kasus-kasus tertentu, Saksi dan Korban dapat 
diberi identitas baru.

Huruf  j
-    Apabila keamanan Saksi dan Korban sudah sangat 

mengkhawatirkan, pemberian tempat baru 
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pada Saksi dan Korban harus dipertimbangkan 
agar Saksi dan Korban dapat meneruskan 
kehidupannya tanpa ketakutan.

-    	 Yang dimaksud dengan ”tempat kediaman baru” 
adalah tempat tertentu yang bersifat sementara 
dan dianggap aman. 

Huruf k
Saksi dan Korban yang tidak mampu membiayai 
dirinya untuk mendatangi lokasi, perlu mendapat 
bantuan biaya dari negara. 

Huruf l
Yang dimaksud dengan “nasihat hukum” adalah 
nasihat hukum yang dibutuhkan oleh Saksi dan 
Korban apabila diperlukan.

Huruf m
Yang dimaksud dengan “biaya hidup sementara” 
adalah biaya hidup yang sesuai dengan situasi yang 
dihadapi pada waktu itu, misalnya biaya untuk makan 
sehari-hari.

Ayat (2) 
Yang dimaksud dengan ”kasus-kasus tertentu”, 
antara lain, tindak pidana korupsi, tindak pidana 
narkotika/psikotropika, tindak pidana terorisme, dan 
tindak pidana lain yang mengakibatkan posisi Saksi 
dan Korban dihadapkan pada situasi yang sangat 
membahayakan jiwanya.

 Pasal 6
Huruf a

Cukup jelas.
Huruf b

Yang dimaksud dengan “bantuan rehabilitasi psiko-
sosial” adalah bantuan yang diberikan oleh psikolog 
kepada Korban yang menderita trauma atau masalah  
kejiwaan lainnya untuk memulihkan kembali kondisi 
kejiwaan Korban.	     

Pasal 7
                 Cukup Jelas.
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Pasal 8
Cukup jelas.   

Pasal 9
Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan “ancaman sangat besar” 
adalah ancaman yang menyebabkan Saksi dan/atau 
Korban tidak dapat memberikan kesaksiannya.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “pejabat yang berwenang” 
adalah  penyidik sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan.

Ayat (3)
Kehadiran pejabat ini untuk memastikan bahwa 
Saksi dan/atau Korban tidak dalam paksaan atau 
tekanan ketika Saksi dan/atau Korban memberikan 
keterangan.	

Pasal 10
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan ”pelapor” adalah orang 
yang memberikan informasi kepada penegak hukum 
mengenai terjadinya suatu tindak pidana.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan ”memberikan keterangan 
tidak dengan itikad baik” dalam ketentuan ini antara 
lain memberikan keterangan palsu, sumpah palsu, 
dan permufakatan jahat.

Pasal 11
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “lembaga yang mandiri” 
adalah lembaga yang independen, tanpa campur 
tangan dari pihak mana pun.

Ayat (2)
Cukup jelas. 

Ayat (3)
Cukup jelas.
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 Pasal 12
 Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.    

Pasal 24
Cukup jelas.	
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Pasal 25
Cukup jelas. 

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.  

Pasal 28
Cukup jelas.	

       	 Pasal 29
Cukup jelas.

 Pasal 30
Ayat (1)

Cukup jelas.
Ayat (2)

 Huruf a
         Cukup jelas.
Huruf b
         Cukup jelas.
Huruf c

Ketentuan ini ditujukan untuk melindungi Saksi 
dan/atau Korban dari berbagai kemungkinan 
yang akan melemahkan perlindungan pada 
dirinya.

Huruf d
         Cukup jelas.
Huruf e
         Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas. 

Pasal 32
Cukup jelas.
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Pasal 33
Cukup jelas.  

Pasal 34
Cukup jelas.	     
                

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “instansi terkait yang 
berwenang” adalah lembaga pemerintah 
dan non-pemerintah atau lembaga swadaya 
masyarakat yang memiliki kapasitas dan hak 
untuk memberikan bantuan baik langsung 
maupun tidak langsung yang dapat mendukung 
kerja LPSK, yang diperlukan dan disetujui 
keberadaannya oleh Saksi dan/atau Korban. 

Ayat (2)
        Cukup jelas          
                        

Pasal 37
         	      Cukup jelas.

Pasal 38
       Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.	   
                         

Pasal 40
                 Cukup jelas.

Pasal 41
                 Cukup jelas.

Pasal 42
              Yang dimaksud dengan “pejabat publik” adalah pejabat 
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negara dan penyelenggara negara yang menjalankan 
fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat 
lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan 
penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.	   
                          

Pasal 46
        Cukup jelas.
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Undang-Undang Republik Indonesia 
Nomor  40  Tahun  2008

Tentang

Penghapusan Diskriminasi Ras 
dan Etnis



188

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR  40  TAHUN  2008

TENTANG
PENGHAPUSAN DISKRIMINASI RAS DAN ETNIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Presiden Republik Indonesia,

Menimbang  : a.  	 bahwa umat manusia berkedudukan sama di 
hadapan Tuhan Yang Maha Esa dan umat manusia 
dilahirkan dengan martabat dan hak-hak yang sama 
tanpa perbedaan apa pun, baik ras maupun etnis; 

b.  	 bahwa segala tindakan diskriminasi ras dan etnis 
bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia;

c.	 bahwa segala warga negara bersamaan 
kedudukannya di dalam hukum dan berhak atas 
perlindungan terhadap setiap bentuk diskriminasi 
ras dan etnis;

d.	 bahwa adanya diskriminasi ras dan etnis dalam 
kehidupan bermasyarakat merupakan hambatan 
bagi hubungan kekeluargaan, persaudaraan, 
persahabatan, perdamaian, keserasian, keamanan, 
dan kehidupan bermata pencaharian di antara 
warga negara yang pada dasarnya selalu hidup 
berdampingan;

e.	 bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, 
dan     huruf d perlu membentuk Undang-Undang 
tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis; 

Mengingat  :    1.  	 Pasal 20, Pasal 21, Pasal 27 ayat (1), Pasal 28B  ayat 
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(2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (1) dan 
ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2.	 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang 
Pengesahan International Convention on The 
Elimination of All Forms of Racial Discrimination 1965 
(Konvensi Internasional tentang Penghapusan 
Segala Bentuk Diskriminasi Rasial, 1965) (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 83, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3852);

3.	 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang 
Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3886);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan  :	 UNDANG-UNDANG TENTANG PENG-
HAPUSAN DISKRIMINASI RAS DAN ETNIS.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:
1.  	 Diskriminasi Ras dan Etnis adalah segala bentuk pembedaan, 

pengecualian, pembatasan, atau pemilihan berdasarkan pada ras 
dan etnis, yang mengakibatkan pencabutan atau pengurangan 
pengakuan, perolehan, atau pelaksanaan hak asasi manusia dan 
kebebasan dasar dalam suatu kesetaraan di bidang sipil, politik, 
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ekonomi, sosial, dan budaya. 
2.	 Ras adalah golongan bangsa berdasarkan ciri-ciri fisik dan garis 

keturunan.
3.  	 Etnis adalah penggolongan manusia berdasarkan kepercayaan, 

nilai, kebiasaan, adat istiadat, norma bahasa, sejarah, geografis, dan 
hubungan kekerabatan. 

4.	 Warga Negara adalah penduduk negara atau bangsa Indonesia 
berdasarkan keturunan, tempat kelahiran, atau kewargane-garaan 
yang mempunyai hak dan kewajiban. 

5.	 Tindakan Diskriminasi Ras dan Etnis adalah perbuatan yang 
berkenaan dengan segala bentuk pembedaan, pengecualian, 
pembatasan, atau pemilihan berdasarkan pada ras dan etnis, 
yang mengakibatkan pencabutan atau pengurangan pengakuan, 
perolehan, atau pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar 
dalam suatu kesetaraan di bidang sipil, politik, ekonomi, sosial, dan 
budaya. 

6.	 Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi.
7.	 Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang 

terorganisasi baik yang merupakan badan hukum maupun bukan 
badan hukum. 

8.	 Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, selanjutnya disebut Komnas 
HAM, adalah lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat 
dengan lembaga negara lainnya yang berfungsi melaksanakan 
pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi hak 
asasi manusia. 

9.	 Penyelenggara Negara adalah pejabat negara yang menjalankan 
fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif dan pejabat lain yang 
fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan 
negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

BAB II
ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2
(1)  	Penghapusan diskriminasi ras dan etnis dilaksanakan berdasarkan 

asas persamaan, kebebasan, keadilan, dan nilai-nilai kemanusiaan 
yang universal.

(2)  	Asas persamaan, kebebasan, keadilan dan nilai-nilai kemanusiaan 
yang universal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan 



191

dengan tetap memerhatikan nilai-nilai agama, sosial, budaya, 
dan hukum yang berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik 
Indonesia.

Pasal 3
Penghapusan diskriminasi ras dan etnis bertujuan mewujudkan 
kekeluargaan, persaudaraan, persahabatan, perdamaian, keserasian, 
keamanan, dan kehidupan bermata pencaharian di antara warga negara 
yang pada dasarnya selalu hidup berdampingan.

BAB III
TINDAKAN DISKRIMINATIF

Pasal 4
Tindakan diskriminatif ras dan etnis berupa :
a.	 memperlakukan pembedaan, pengecualian, pembatasan, atau 

pemilihan berdasarkan pada ras dan etnis, yang mengakibatkan 
pencabutan atau pengurangan pengakuan, perolehan, atau 
pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam suatu 
kesetaraan di bidang sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya; 
atau

b.	 menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang karena 
perbedaan ras dan etnis yang berupa perbuatan: 
1.	 membuat tulisan atau gambar untuk ditempatkan, ditempelkan, 

atau disebarluaskan di tempat umum atau tempat lainnya yang 
dapat dilihat atau dibaca oleh orang lain;

2.	 berpidato, mengungkapkan, atau melontarkan kata-kata 
tertentu di tempat umum atau tempat lainnya yang dapat 
didengar orang lain;

3.	 mengenakan sesuatu pada dirinya berupa benda, kata-kata, 
atau gambar di tempat umum atau tempat lainnya yang dapat 
dibaca oleh orang lain; atau

4.	 melakukan perampasan nyawa orang, penganiayaan, 
pemerkosaan, perbuatan cabul, pencurian dengan kekerasan, 
atau perampasan kemerdekaan berdasarkan diskriminasi ras 
dan etnis.
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BAB IV
PEMBERIAN PERLINDUNGAN DAN JAMINAN

Pasal 5
Penghapusan diskriminasi ras dan etnis wajib dilakukan dengan 
memberikan:
a.	 perlindungan, kepastian, dan kesamaan kedudukan di dalam hukum  

kepada semua warga negara untuk hidup bebas dari diskriminasi 
ras dan etnis;

b.	 jaminan tidak adanya hambatan bagi prakarsa perseorangan, 
kelompok orang, atau lembaga yang membutuhkan perlindungan 
dan jaminan kesamaan penggunaan hak sebagai warga negara; 
dan

c.	 pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya pluralisme 
dan penghargaan hak asasi manusia melalui penyelenggaraan 
pendidikan nasional.

Pasal 6
Perlindungan terhadap warga negara dari segala bentuk tindakan 
diskriminasi ras dan etnis diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah 
daerah, dan masyarakat, serta melibatkan partisipasi seluruh warga 
negara yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan.

Pasal 7
Untuk penyelenggaraan perlindungan terhadap warga negara 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, pemerintah dan pemerintah 
daerah wajib:
a.	 memberikan perlindungan yang efektif kepada setiap warga negara 

yang mengalami tindakan diskriminasi ras dan etnis dan menjamin 
terlaksananya secara efektif upaya penegakan hukum terhadap 
setiap tindakan diskriminasi yang terjadi, melalui proses peradilan 
yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan;

b.	 menjamin setiap warga negara untuk memperoleh pertolongan, 
penyelesaian, dan penggantian yang adil atas segala kerugian dan 
penderitaan akibat diskriminasi ras dan etnis;

c.	 mendukung dan mendorong upaya penghapusan diskriminasi ras 
dan etnis, dan menjamin aparatur negara dan lembaga-lembaga 
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pemerintahan bertindak sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan; dan

d.	 melakukan tindakan yang efektif guna memperbarui, mengubah, 
mencabut, atau membatalkan peraturan perundang-undangan yang 
mengandung diskriminasi ras dan etnis. 

BAB V
PENGAWASAN

Pasal  8
(1)	 Pengawasan terhadap segala bentuk upaya penghapusan 

diskriminasi ras dan etnis dilakukan oleh Komnas HAM. 
(2)	 Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a.	 pemantauan dan penilaian atas kebijakan pemerintah dan 
pemerintah daerah yang dinilai berpotensi menimbulkan 
diskriminasi ras dan etnis;

b.	 pencarian fakta dan penilaian kepada orang perseorangan, 
kelompok masyarakat, atau lembaga publik atau swasta yang 
diduga melakukan tindakan diskriminasi ras dan etnis;

c.	 pemberian rekomendasi kepada pemerintah dan pemerintah 
daerah atas hasil pemantauan dan penilaian terhadap tindakan 
yang mengandung diskriminasi ras dan etnis;

d.	 pemantauan dan penilaian terhadap pemerintah, pemerintah 
daerah dan masyarakat dalam penyelenggaraan penghapusan 
diskriminasi ras dan etnis; dan

e.	 pemberian rekomendasi kepada Dewan Perwakilan Rakyat 
Republik Indonesia untuk melakukan pengawasan kepada 
pemerintah yang tidak mengindahkan hasil temuan Komnas 
HAM.

(3)  Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan 
Pemerintah.

 
BAB VI

HAK, KEWAJIBAN, DAN PERAN SERTA WARGA NEGARA

Bagian Pertama
Hak dan Kewajiban Warga Negara
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Pasal 9
Setiap warga negara berhak memperoleh perlakuan yang sama untuk 
mendapatkan hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tanpa pembedaan 
ras dan etnis.
 

Pasal 10
Setiap warga negara wajib:
a.	 membantu mencegah terjadinya diskriminasi ras dan etnis; dan
b.	 memberikan informasi yang benar dan bertanggung jawab kepada 

pihak yang berwenang jika mengetahui terjadinya diskriminasi ras 
dan etnis;

Bagian Kedua
Peran Serta Warga Negara

Pasal 11
Setiap warga negara berperan serta dalam upaya penyelenggaraan 
perlindungan dan pencegahan terhadap diskriminasi ras dan etnis.

Pasal 12
Peran serta warga negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 
dilaksanakan dengan cara:

meningkatkan keutuhan, kemandirian, dan pemberdayaan anggota a.	
masyarakat;
menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan serta kepeloporan b.	
masyarakat;
menumbuhkan sikap tanggap anggota masyarakat untuk melakukan c.	
pengawasan sosial; dan
memberikan saran, pendapat, dan menyampaikan informasi yang d.	
benar dan bertanggung jawab.

 
BAB VII

GANTI KERUGIAN

Pasal 13
Setiap orang berhak mengajukan gugatan ganti kerugian melalui 
pengadilan negeri atas tindakan diskriminasi ras dan etnis yang 
merugikan dirinya.
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Pasal 14
Setiap orang secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama berhak 
mengajukan gugatan ganti kerugian melalui pengadilan negeri atas 
tindakan diskriminasi ras dan etnis yang merugikan dirinya.
 

BAB VIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 15
Setiap orang yang dengan sengaja melakukan pembedaan, pengecualian, 
pembatasan, atau pemilihan berdasarkan pada ras dan etnis yang 
mengakibatkan pencabutan atau pengurangan pengakuan, perolehan 
atau pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam 
suatu kesetaraan di bidang sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak  
Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
 

Pasal 16
Setiap orang yang dengan sengaja menunjukkan kebencian atau 
rasa benci kepada orang lain berdasarkan diskriminasi ras dan etnis 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b angka 1, angka 2, atau 
angka 3, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/
atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). 

Pasal 17
Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perampasan nyawa 
orang, penganiayaan, pemerkosaan, perbuatan cabul, pencurian dengan 
kekerasan, atau perampasan kemerdekaan berdasarkan diskriminasi 
ras dan etnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b angka 4, 
dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 
ditambah dengan 1/3 (sepertiga) dari masing-masing ancaman pidana 
maksimumnya.

Pasal 18
Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17 
pelaku dapat dijatuhi pidana tambahan berupa restitusi atau pemulihan 
hak korban.
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Pasal 19
(1)	 Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 

17 dianggap dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana 
tersebut dilakukan oleh orang-orang yang bertindak untuk dan/
atau atas nama korporasi atau untuk kepentingan korporasi, baik 
berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain, bertindak 
dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-
sama.

(2)	 Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan oleh suatu korporasi, maka penyidikan, penuntutan, 
dan pemidanaan dilakukan terhadap korporasi dan/atau 
pengurusnya. 

Pasal 20
Dalam hal panggilan terhadap korporasi, pemanggilan untuk menghadap 
dan penyerahan surat panggilan disampaikan kepada pengurus di 
tempat pengurus berkantor, di tempat korporasi itu beroperasi, atau di 
tempat tinggal pengurusnya.

Pasal  21
(1)	 Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh suatu korporasi, selain 

pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang 
dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan 
pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 16 dan Pasal 17.

(2)	 Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), korporasi 
dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha dan 
pencabutan status badan hukum.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22
Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan 
perundang-undangan yang mengatur atau berkaitan dengan ras dan 
etnis, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan 
Undang-Undang ini. 
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Pasal 23
Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara 
Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 10 November 2008 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  
ttd 

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
 
Diundangkan di Jakarta 
pada tanggal 10 November 2008 
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
ANDI MATTALATTA
 
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  TAHUN   2008  
NOMOR  170
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PENJELASAN
A T A S

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR  40  TAHUN  2008

TENTANG
PENGHAPUSAN DISKRIMINASI RAS DAN ETNIS

 
I.   UMUM

Setiap manusia berkedudukan sama di hadapan Tuhan Yang 
Maha Esa karena dilahirkan dengan martabat, derajat, hak dan 
kewajiban yang sama. Pada dasarnya, manusia diciptakan dalam 
kelompok ras atau etnis yang berbeda-beda yang merupakan hak 
absolut dan tertinggi dari Tuhan Yang Maha Esa. Dengan demikian, 
manusia tidak bisa memilih untuk dilahirkan sebagai bagian dari ras 
atau etnis tertentu. Adanya perbedaan ras dan etnis tidak berakibat 
menimbulkan perbedaan hak dan kewajiban antar-kelompok ras 
dan etnis dalam masyarakat dan negara. 

Kondisi masyarakat Indonesia, yang berdimensi majemuk 
dalam berbagai sendi kehidupan, seperti budaya, agama, ras dan 
etnis, berpotensi menimbulkan konflik. Ciri budaya gotong royong 
yang telah dimiliki masyarakat Indonesia dan adanya perilaku 
musyawarah/mufakat, bukanlah jaminan untuk tidak terjadinya 
konflik, terutama dengan adanya tindakan diskriminasi ras dan 
etnis.

Kerusuhan rasial yang pernah terjadi menunjukkan bahwa 
di Indonesia sebagian warga negara masih terdapat adanya 
diskriminasi atas dasar ras dan etnis, misalnya, diskriminasi dalam 
dunia kerja atau dalam kehidupan sosial ekonomi. Akhir-akhir 
ini di Indonesia sering muncul konflik antar ras dan etnis yang 
diikuti dengan pelecehan, perusakan, pembakaran, perkelahian, 
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pemerkosaan dan pembunuhan. Konflik tersebut muncul karena 
adanya ketidakseimbangan hubungan yang ada dalam masyarakat, 
baik dalam hubungan sosial, ekonomi, maupun dalam hubungan 
kekuasaan.

Konflik di atas tidak hanya merugikan kelompok-kelompok 
masyarakat yang terlibat konflik tetapi juga merugikan masyarakat 
secara keseluruhan. Kondisi itu dapat menghambat pembangunan 
nasional yang sedang berlangsung. Hal itu juga mengganggu 
hubungan kekeluargaan, persaudaraan, persahabatan, perdamaian 
dan keamanan di dalam suatu negara serta menghambat hubungan 
persahabatan antar bangsa.

Dalam sejarah kehidupan manusia, diskriminasi ras dan etnis 
telah mengakibatkan  keresahan, perpecahan serta kekerasan fisik, 
mental, dan sosial yang semua itu merupakan pelanggaran terhadap 
hak asasi manusia. Untuk mengatasi hal itu, lahirlah Konvensi 
Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi 
Rasial, yang disetujui   oleh Perserikatan Bangsa Bangsa melalui 
Resolusi Majelis Umum PBB 2106 A (XX) tanggal 21 Desember 
1965. Bangsa Indonesia sebagai anggota Perserikatan Bangsa 
Bangsa   telah meratifikasi konvensi tersebut dengan Undang-
Undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang Pengesahan International 
Convention on The Elimination of All Forms of Racial Discrimination 
1965 (Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk 
Diskriminasi Rasial, 1965). Selain meratifikasi, Indonesia juga 
mempunyai Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak 
Asasi Manusia.

Pancasila sebagai falsafah dan pandangan hidup bangsa Indonesia 
dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
sebagai hukum dasar yang menjunjung tinggi harkat dan martabat 
manusia yang tercermin dalam sila kedua, kemanusiaan yang adil 
dan beradab. Asas ini merupakan amanat konstitusional bahwa 
bangsa Indonesia bertekad untuk menghapuskan segala bentuk 
diskriminasi ras dan etnis. 

Dalam rangka pengamalan Pancasila dan pelaksanaan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Indonesia 
pada dasarnya telah menetapkan peraturan perundang-undangan 
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yang mengandung ketentuan tentang penghapusan segala bentuk 
diskriminasi ras dan etnis, tetapi masih belum memadai untuk 
mencegah, mengatasi, dan menghilangkan praktik diskriminasi ras 
dan etnis dalam suatu undang-undang.

Berdasarkan pandangan dan pertimbangan di atas, dalam 
Undang-Undang ini diatur mengenai:

1.	 asas dan tujuan penghapusan diskriminasi ras dan etnis;
2.	 tindakan yang memenuhi unsur diskriminatif;
3.	 pemberian perlindungan kepada warga negara yang mengalami 

tindakan diskriminasi ras dan etnis;
4.	 penyelenggaraan perlindungan terhadap warga negara dari segala 

bentuk tindakan diskriminasi ras dan etnis yang diselenggarakan 
oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat, serta seluruh 
warga negara;

5.	 pengawasan terhadap segala bentuk upaya penghapusan 
diskriminasi ras dan etnis oleh Komnas HAM;

6.	 hak warga negara untuk memperoleh perlakuan yang sama dalam 
mendapatkan hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya;

7.	 kewajiban dan peran serta warga negara dalam upaya penghapusan 
diskriminasi ras dan etnis;

8.	 gugatan ganti kerugian atas tindakan diskriminasi ras dan etnis; 
dan

9.	 pemidanaan terhadap setiap orang yang melakukan tindakan 
berupa:
a.   memperlakukan pembedaan,  pengecualian, pembatasan, atau 

pemilihan berdasarkan pada ras dan etnis, yang mengakibatkan 
pencabutan atau pengurangan pengakuan, perolehan, atau 
pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam 
suatu kesetaraan di bidang sipil, politik, ekonomi, sosial, dan 
budaya; dan

b.	 menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang karena 
perbedaan ras dan etnis dengan melakukan tindakan-tindakan 
tertentu.

Penyusunan Undang-Undang ini merupakan perwujudan 
komitmen Indonesia untuk melaksanakan Deklarasi Universal Hak 
Asasi Manusia.
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II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
          Ayat (1)

       Cukup jelas.
Ayat (2)

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “nilai-nilai 
agama” adalah nilai-nilai yang dianut oleh setiap agama 
yang mengatur tata hubungan manusia dengan manusia 
serta lingkungannya.

Pasal 3
         Cukup jelas.
Pasal 4
       Huruf a

Pembatasan dalam ketentuan ini, misalnya pembatasan 
seseorang dari ras atau etnis tertentu untuk memasuki suatu 
lembaga pendidikan atau untuk menduduki suatu jabatan 
publik hanya seseorang dari ras atau etnis tertentu.

       Huruf b
       Angka 1

Yang dimaksud dengan “tempat umum” adalah tempat 
yang, antara lain, disinggahi atau dikunjungi atau menjadi 
tempat berkumpul orang-orang, seperti toko, tempat 
bekerja, taman, tempat parkir, transportasi umum, media 
massa.

       Angka 2
           Cukup jelas.
Angka 3
           Cukup jelas.
Angka 4
           Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Yang dimaksud dengan “masyarakat” adalah suatu kumpulan atau 
kelompok orang yang saling mengikat diri antara satu dan yang 
lain.
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Pasal 7
       Cukup jelas.
Pasal 8

Ayat (1)
Dengan adanya ketentuan ini, Komnas HAM perlu 
menyesuaikan struktur organisasinya.

Ayat (2)
Dalam ketentuan ini pengawasan dimaksudkan untuk 
mengevaluasi kebijakan pemerintah baik pusat atau 
daerah yang dilakukan secara berkala atau insidentil sesuai 
kebutuhan.

Huruf a
       Cukup jelas.
Huruf b
      Cukup jelas.
Huruf c
       Cukup jelas. 
Huruf d
       Cukup jelas.
Huruf e

Komnas HAM mengusulkan kepada DPR RI dan DPRD untuk 
melakukan tindakan yang sesuai dengan fungsi pengawasan 
yang dimilikinya jika dalam tenggang waktu yang telah 
ditentukan dalam keputusan Komnas HAM pemerintah tidak 
menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan oleh Komnas 
HAM.

       Ayat (3) 
Cukup jelas.

Pasal 9
Yang dimaksud dengan “hak-hak sipil”, antara lain hak untuk:
a.	 bebas berpergian dan berpindah tempat dan berdomisili 

dalam wilayah negara kesatuan Republik Indo-nesia;         
b.	 meninggalkan dan kembali ke wilayah negara kesatuan 

Republik Indonesia;
c.	 mempertahankan kewarganegaraan;
d.	 membentuk keluarga, memilih pasangan hidup dan 

melanjutkan keturunan;
e.	 memiliki  harta  milik   atas  nama sendiri  mau pun bersama 

dengan orang lain;
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f.	 berpikir, berperasaan,    berekspresi   dan mengeluarkan 
pendapat dengan bebas;

g.	 menggunakan bahasa apa pun dengan bebas;
h.	 berkumpul   dan   berserikat   dengan  bebas   dan damai; 

dan 
i.	 mendapatkan informasi.

Yang dimaksud dengan “hak-hak politik”, antara lain hak untuk:
a.	 mendapat perlakuan yang sama di hadapan hukum, lembaga 

peradilan dan badan-badan administrasi publik lainnya;
b.	 mendapat rasa aman dan perlindungan dari negara terhadap 

kekerasan ras dan etnis baik kekerasan fisik, sosial maupun 
psikis baik disebabkan oleh aparatur pemerintah atau oleh 
perorangan, kelompok, lembaga atau organisasi tertentu;

c.	 berpartisipasi dalam pemerintahan sebagaimana dalam 
kegiatan publik pada tingkat apa pun; dan 

d.	 berpartisipasi dalam bela negara.
Yang dimaksud dengan “hak-hak ekonomi”, antara lain hak 
untuk:
a.	 berusaha mencari penghidupan yang layak di seluruh wilayah 

negara Indonesia;
b.	 bekerja, memilih pekerjaan, memiliki kondisi kerja yang adil 

dan diinginkan;
c.	 mendapat gaji yang pantas sesuai dengan pekerjaan dan 

sistem penggajian;
d.	 membentuk  dan menjadi  anggota dari serikat pekerja;
e.	 memperoleh              perlindungan          terhadap pengangguran; 

dan 
f.	 memiliki perumahan.

Yang dimaksud dengan “hak-hak sosial dan budaya”, antara lain 
hak untuk:
a.	 memperoleh pelayanan kesehatan, pengobatan, jaminan  

sosial dan pelayanan-pelayanan sosial lainnya;
b.	 memiliki kesempatan dan perlakuan yang sama atas segala 

bentuk pelayanan  umum;
c.	 memperoleh kesempatan dan berpartisipasi dalam peristiwa-

peristiwa budaya, sosial, dan ekonomi; 
d.	 memperoleh kesempatan yang sama untuk mengekspresikan 

budayanya;
e.	 menikmati, mendapatkan dan memperoleh jaminan atas 
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terselenggaranya pendidikan dan pelatihan yang bertujuan 
untuk mencerdaskan dan/atau menambah keterampilannya, 
tanpa membedakan ras dan etnis; dan 

f.	 menyelenggarakan pendidikan tanpa memperhatikan ciri 
khas ras  dan etnisnya.

Pasal 10
Huruf a

Ketentuan  ini dimaksudkan jika akan terjadi diskriminasi 
ras dan etnis, warga negara secara bertanggung jawab dan 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 
melaporkan kepada pihak yang berwenang.

Huruf b 
Informasi yang disampaikan kepada pihak berwenang, 
dalam hal ini   Komnas HAM, Kepolisian, dan Kejaksaan, 
dapat berupa keterangan dan barang bukti yang berkaitan 
dengan usaha atau kegiatan yang bersifat diskriminasi 
ras dan etnis yang dilakukan oleh setiap orang atau 
korporasi.

Pasal 11
Ketentuan ini dimaksudkan agar setiap orang, organisasi politik, 
organisasi kemasyarakatan dan organisasi non pemerintah 
mempunyai kesempatan yang sama untuk berperan serta dalam 
menyelenggarakan segala upaya terarah dan bertanggung jawab 
dan yang bertujuan menghilangkan hambatan-hambatan dalam 
interaksi dan komunikasi antar-ras dan antar-etnis. 

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Yang dimaksud dengan ”mengajukan gugatan secara bersama-
sama” adalah gugatan perwakilan (class action) dalam pasal 
ini adalah hak sekelompok kecil masyarakat untuk bertindak 
mewakili masyarakat dalam jumlah besar yang dirugikan atas 
dasar kesamaan  permasalahan, fakta hukum dan tuntutan yang 
ditimbulkan karena kegiatan diskriminasi   berdasarkan ras dan 
etnis.

Pasal 15
Cukup jelas.
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Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Ketentuan ini dimaksudkan agar peraturan perundang-undangan 
yang terkait, misalnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 
tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang 
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, 
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Kitab Undang-
Undang Hukum Acara Pidana merupakan peraturan perundang-
undangan yang melengkapi atau saling melengkapi dalam rangka 
mempermudah penerapan hukum.

Pasal 23
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 4919
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B. 
Kumpulan Kebijakan 

Terkait Dengan 
Perlindungan Perempuan 
Berperspektif Hak Asasi 

Manusia dan Gender
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1. Instrumen Internasional



Deklarasi tentang Penghapusan Kekerasan 
terhadap Perempuan

Declaration on the Elimination of Violence 
against Women
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Deklarasi tentang Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan

Declaration on the Elimination of Violence against Women

A/RES/48/104 A/RES/48/104
Pertemuan Pleno yang ke 85

20 Desember 1993

48/104. 48/104. Declaration on the Elimination of Violence against 
Women 
Deklarasi tentang Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan
 
Diproklamasikan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa

Majelis Umum, 

Mengikuti perlunya penerapan secara universal terhadap perempuan 
akan hak-hak dan prinsip-prinsip tentang persamaan, keamanan, 
kebebasan, integritas, dan martabat seluruh umat manusia.

Memperhatikan hak-hak dan prinsip-prinsip tersebut telah tertuang 
dalam isntrumen-instrumen internasional, termasuk Deklarasi Universal 
Hak Asasi Manusia Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, 
Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, 
Kovenan tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap 
Perempuan, dan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau 
Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi dan Merendahkan 
Martabat Manusia. 

Mengakui bahwa efektivitas pelaksanaan Konvensi tentang 
Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan akan 
mendukung penghapusan kekerasan terhadap perempuan, dan bahwa 
Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan yang termuat 
dalam resolusi ini, akan memperkuat dan melengkapi proses tersebut.

Menyadari bahwa kekerasan terhadap perempuan merupakan 
suatu hambatan terhadap tercapainya kesederajatan, pembangunan 
dan perdamaian sebagaimana diakui dalam Strategi Berwawasan 
ke Depan Nairobi tentang Pemajuan Perempuan, yang didalamnya 
direkomendasikan seperangkat langkah-langkah untuk memberantas 
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kekerasan terhadap perempuan, dan terhadap implementasi secara 
penuh Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi 
terhadap Perempuan.

 Menegaskan bahwa kekerasan terhadap perempuan merupakan 
pelanggaran terhadap hak-hak dan kebebasan-kebebasan mendasar 
perempuan dan melemahkan atau meniadakan penikmatan hak-hak 
dan kebebasan-kebebasan tersebut oleh mereka, dan mengkhawatirkan 
kegagalan yang telah berlangsung lama dalam melindungi dan 
memajukan hak-hak dan kebebasan-kebebasan tersebut dalam hal 
kekerasan terhadap perempuan. 

Mengakui bahwa kekerasan terhadap perempuan adalah perwujudan 
ketimpangan historis hubungan-hubungan kekuasaan di antara kaum 
laki-laki dan perempuan, yang mengakibatkan dominasi dan diskriminasi 
terhadap perempuan oleh laki-laki dan hambatan bagi kemajuan 
mereka, dan bahwa kekerasan terhadap perempuan merupakan salah 
satu mekanisme sosial yang krusial yang menempatkan perempuan 
dalam posisi subordinasi dibandingkan dengan laki-laki.

Menyadari bahwa beberapa kelompok perempuan, seperti perempuan 
dalam kelompok-kelompok minoritas, perempuan masyarakat asli, 
perempuan pengungsi, perempuan migran, perempuan yang hidup di 
pedesaan atau pedalaman, perempuan-perempuan miskin, perempuan 
dalam lembaga-lembaga pemasyarakatan atau tahanan, perempuan 
kanak-kanak, perempuan cacat, perempuan lanjut usia, dan perempuan 
dalam situasi konflik bersenjata adalah kelompok yang rentan terhadap 
kekerasan. 

Mengingat kesimpulan dalam ayat 23 lampiran terhadap resolusi 
15/1990 Dewan Ekonomi dan Sosial tertanggal 24 Mei 1990, yang 
menyatakan bahwa kekerasan terhadap perempuan dalam keluarga 
maupun masyarakat telah merajalela dan menembus batas-batas tingkat 
penghasilan, kelas dan kebudayaan, dan harus diatasi dengan langkah-
langkah segera dan efektif untuk menghapuskannya.

 Mengingat pula resolusi 18/1991 Dewan Ekonomi dan Sosial 
tertanggal 30 Mei 1991, yang didalamnya Dewan merekomendasikan 
penyusunan kerangka kerja bagi suatu instrumen internasional yang 
harus menyatakan secara eksplisit masalah kekerasan terhadap 
perempuan.
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Menyambut peran yang dimainkan gerakan-gerakan perempuan 
dalam rangka meningkatkan pada sifat, kepelikan, dan luasnya masalah 
kekerasan terhadap perempuan. 

Dikhawatirkan oleh dibatasinya kesempatan bagi perempuan untuk 
mencapai kesetaraan di masyarakat dalam bidang hukum sosial, 
politik, dan ekonomi, dan antara lain oleh kekerasan yang berlanjut dan 
menyebar. 

Berkeyakinan bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, 
perlu ada suatu definisi yang jelas dan menyeluruh tentang kekerasan 
terhadap perempuan, suatu pernyataan tegas tentang hak yang harus 
dipenuhi untuk menjamin penghapusan kekerasan terhadap perempuan 
dalam segala bentuk, komitmen negara sehubungan dengan tanggung 
jawabnya dan komitmen masyarakat internasional secara luas kepada 
penghapusan kekerasan terhadap perempuan. 

Dengan sungguh-sungguh menyatakan Deklarasi Penghapusan 
Kekerasan terhadap Perempuan sebagai berikut dan mendesak 
dilakukannya segala upaya agar Deklarasi ini diketahui dan dihormati 
secara luas:

 
Pasal 1

Dalam Deklarasi ini, yang dimaksud dengan “kekerasan terhadap 
perempuan” adalah setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis 
kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau 
penderitaan perempuan secara fisik, seksual, atau psikologis, termasuk 
ancaman tindakan-tindakan semacam itu, pemaksaan atau perampasan 
kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan 
umum atau dalam kehidupan pribadi.

Pasal 2
Kekerasan terhadap perempuan harus dipahami, mencakup tapi tidak 
hanya terbatas pada hal sebagai berikut: 
(a)  	Tindak kekerasan secara fisik, seksual, dan psikologis terjadi dalam 

keluarga, termasuk pemukulan, penyalahgunaan seksual atas 
perempuan kanak-kanak dalam rumah tangga, kekerasan yang 
berhubungan dengan mas kawin, perkosaan dalam perkawinan, 
pengrusakan alat kelamin perempuan, dan praktik-praktik 
tradisional lain yang berbahaya terhadap perempuan, kekerasan 
di luar hubungan suami istri, dan kekerasan yang berhubungan 
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dengan eksploitasi; 
(b) 	 Kekerasan secara fisik, seksual, dan psikologis yang terjadi dalam 

masyarakat luas, termasuk perkosaan, penyalahgunaan seksual, 
pelecehan dan ancaman seksual di tempat kerja, dalam lembaga-
lembaga pendidikan dan sebagainya, perdagangan perempuan dan 
pelacuran paksa; 

(c)  	Kekerasan secara fisik, seksual, dan psikologis yang dilakukan atau 
dibenarkan oleh Negara, dimanapun terjadinya.

 
Pasal 3

Kaum perempuan berhak untuk menikmati dan memperoleh 
perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan mendasar yang sama 
dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil, atau bidang-bidang 
lainnya. Hal tersebut termasuk, antara lain: 
(a)	 Hak atas hidup; 
(b)	 Hak atas persamaan; 
(c)	 Hak atas kemerdekaan dan keamanan pribadi; 
(d)	 Hak atas perlindungan yang sama berdasarkan hukum; 
(e)	 Hak untuk bebas dari segala bentuk diskriminasi; 
(f)	 Hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan fisik maupun mental 

yang sebaiknya; 
(g)	 Hak atas pekerjaan yang layak dan kondisi kerja yang baik; 
(h)	 Hak untuk tidak mengalami penganiayaan atau perlakuan 

atau penghukuman lainnya yang kejam, tidak manusiawi, atau 
merendahkan martabat manusia. 

Pasal 4
Negara sebaiknya mengutuk kekerasan terhadap perempuan dan tidak 
berlindung dibalik pertimbangan adat, tradisi, atau keagamaan untuk 
menghindari tenggung jawab dalam menghapuskan kekerasan tersebut. 
Negara harus mengupayakan dengan cara-cara yang sesuai dan tidak 
menunda-nunda kebijakan untuk menghapuskan kekerasan terhadap 
perempuan, dan untuk tujuan itu, sebaiknya: 
(a)	 Mempertimbangkan, bagi yang belum melakukan, meratifikasi, 

atau mengaksesi Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk 
Diskriminasi terhadap Perempuan atau menarik pensyaratan-
pensyaratan terhadap Konvensi tersebut; 

(b)	 Menghindari keterlibatan dalam kekerasan terhadap perempuan; 
(c)	 Melakukan usaha-usaha yang sepantasnya secara terus-menerus 
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untuk mencegah, mengusut, dan sesuai dengan perundang-
undangan nasional untuk menghukum para pelaku kekerasan 
terhadap perempuan, baik yang dilakukan oleh Negara maupun 
perseorangan; 

(d)	 Mengembangkan sanksi-sanksi pidana, perdata, ketenagakerjaan, 
dan administrasif dalam perundang-undangan nasional untuk 
menghukum dan menindak berbagai ketidakadilan yang dialami 
perempuan sebagai akibat dari kekerasan terhadapnya, sebagaimana 
diatur oleh perundang-undangan nasional, ganti rugi yang efektif 
dan adil atas kerugian yang mereka derita. Negara juga sebaiknya 
memberikan informasi kepada perempuan tentang hak mereka 
dalam rangka memperjuangkan tuntutan melalui mekanisme 
tersebut; 

(e)	 Mempertimbangkan kemungkinan untuk mengembangkan 
rencana tingkat nasional untuk memajukan perlindungan terhadap 
perempuan dari segala bentuk kekerasan, atau untuk memasukan 
ketentuan-ketentuan untuk tujuan tersebut dalam rencana-rencana 
yang telah ada, dengan mempertimbangkan, apabila sesuai, bentuk-
bentuk kerjasama tertentu yang dapat disumbangkan organisasi-
organisasi non pemerintah, khususnya yang mempunyai kepedulian 
terhadap masalah kekerasan terhadap perempuan; 

(f)	 Mengembangkan secara menyeluruh pendekatan-pendekatan 
pencegahan dan segala perlindungan terhadap perempuan dari 
segala bentuk kekerasan dan menjamin tidak terjadinya lagi 
pengorbanan perempuan akibat hukum yang tidak peka gender, 
praktik-praktik pemaksaan atau campur tangan lainnya; 

(g)	 Berupaya untuk memastikan, hingga tahap yang paling 
memungkinkan sesuai dengan sumber daya yang dimiliki dan, 
apabila dipandang perlu, dalam kerangka kerjasama internasional, 
bahwa perempuan yang mengalami kekerasan dan, apabila sesuai, 
anak-anak mereka memiliki bantuan khusus, seperti rehabilitasi, 
bantuan pengasuhan dan pemeliharaan anak, perawatan, 
bimbingan, pelayanan kesehatan dan sosial, fasilitas-fasilitas, dan 
program-program, termasuk struktur-struktur pendukung, dan 
harus mengambil semua langkah-langkah lain yang sesuai untuk 
meningkatkan keamanan serta rehabilitasi fisik maupun psikologis 
mereka; 

(h)	 Memasukkan dalam anggaran pemerintah sumber daya yang 
mencukupi untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang berhubungan 
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dengan penghapusan kekerasan terhadap perempuan; 
(i)	 Mengambil langkah-langkah untuk memastikan bahwa para 

penegak hukum dan aparat pemerintahan yang bertanggung jawab 
untuk menerapkan kebijakan-kebijakan dalam rangka mencegah, 
mengusut, dan menghukum kekerasan terhadap perempuan 
memperoleh pelatihan-pelatihan agar mereka akan keperluan-
keperluan perempuan; 

(j)	 Menetapkan semua langkah-langkah yang sesuai, khususnya 
dalam bidang pendidikan untuk memodifikasi pola-pola perilaku 
sosial dan budaya laki-laki dan perempuan dan menghilangkan 
prasangka-prasangka, praktik-praktik kebiasaan dan praktik-
praktik lain atas dasar pemikiran inferiotas dan superiotas seksual 
dan stereotipe peran laki-laki dan perempuan; 

(k)	 Memajukan penelitian, pengumpulan data dan mengkompilasi 
statistik, khususnya mengenai kekerasan dalam rumah tangga, 
sehubungan dengan luasnya perbedaan bentuk-bentuk kekerasan 
terhadap perempuan, dan mendorong penelitian mengenai akibat-
akibat, sifat, keseriusan, dan konsekuensi dari kekerasan terhadap 
perempuan serta efektivitas penerapan langkah-langkah untuk 
mencegah dan mengatasi kekerasan terhadap perempuan; data-
data statistik dan temuan-temuan penelitian itu akan dikemukakan 
pada masyarakat luas; 

(l)	 Menetapkan langkah-langkah yang bertujuan menghapuskan 
kekerasan terhadap perempuan, khususnya mereka yang rentan 
terhadap kekerasan; 

(m)	Memasukan dalam laporan-laporan sebagaimana diharuskan 
oleh instrumen-instrumen hak asasi manusia yang relevan yang 
dikeluarkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, informasi yang 
berkaitan dengan kekerasan terhadap perempuan dan langkah-
langkah yang diambil untuk melaksanakan Deklarasi ini; 

(n)	 Mendorong pengembangan panduan-panduan yang memadai 
untuk membantu pelaksanaan prinsip-prinsip yang terkandung 
dalam Deklarasi ini; 

(o)	 Mengakui pentingnya peran gerakan perempuan dan organisasi-
organisasi non pemerintah di seluruh dunia dalam rangka 
meningkatkan kesadaran dan mengurangi masalah kekerasan 
terhadap perempuan; 

(p)	 Memfasilitasi dan mempertinggi kinerja gerakan perempuan dan 
organisasi-organisasi non pemerintah serta menjalin kerjasama 
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dengan mereka pada tingkat lokal, nasional, maupun regional; 
(q)	 Mendorong organisasi-organisasi antar pemerintah di tingkat 

regional yang mana mereka menjadi anggota, untuk memasukan 
penghapusan kekerasan terhadap perempuan ke dalam program-
program mereka, sepanjang sesuai. 

Pasal 5
Organ-organ dan badan-badan khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa 
dalam bidang-bidang yang menjadi kompetensinya sebaiknya 
mendukung pengakuan dan realisasi hak dan prinsip-prinsip yang 
terkandung dalam deklarasi ini, dan untuk itu sebaiknya antara lain: 
(a)	 Memupuk kerjasama internasional dan regional dengan tujuan 

untuk merumuskan strategi-strategi regional untuk memberantas 
kekerasan, pertukaran pengalaman dan pendanaan program-
program yang berkaitan dengan penghapusan kekerasan terhadap 
perempuan; 

(b)	 Menyelenggarakan pertemuan-pertemuan dan seminar-
seminar yang bertujuan untuk penghapusan kekerasan terhadap 
perempuan; 

(c)	 Meningkatkan koordinasi dan pertukaran dalam lembaga-lembaga 
Perserikatan Bangsa-Bangsa antara badan-badan perjanjian 
internasional hak asasi manusia untuk mengatasi masalah kekerasan 
terhadap perempuan secara efektif; 

(d)	 Memasukan dalam analisis-analisis yang dilakukan oleh organisasi-
organisasi dan badan-badan Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang 
pola dan problem sosial seperti laporan berkala tentang situasi sosial 
dunia, melakukan penelitian terhadap kecenderungan kekerasan 
terhadap perempuan; 

(e)	 Meningkatkan koordinasi di antara organisasi-organisasi dan badan-
badan di Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk memasukan masalah 
kekerasan terhadap perempuan ke dalam program-program mereka 
yang sedang berjalan, khususnya yang berkaitan dengan kelompok-
kelompok perempuan terutama yang rentan terhadap kekerasan; 

(f)	 Menyusun panduan-panduan atau pedoman yang berkaitan dengan 
kekerasan terhadap perempuan, dengan memperhatikan ketentuan-
ketentuan yang dinyatakan dalam Deklarasi ini; 

(g)	 Mempertimbangkan masalah penghapusan kekerasan terhadap 
perempuan, sepanjang sesuai dalam rangka memenuhi amanat 
mereka mengenai pelaksanaan instrumen-instrumen hak asasi 
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manusia; 
(h)	 Bekerja sama dengan organisasi-organisasi non pemerintah dalam 

menangani masalah kekerasan terhadap perempuan. 

Pasal 6
Tidak satupun ketentuan dalam Deklarasi ini dimaksudkan untuk 
mengurangi ketetapan-ketetapan yang lebih kondusif bagi penghapusan 
tindak kekerasan terhadap perempuan yang mungkin telah terkandung 
dalam perundang-undangan suatu negara atau konvensi internasional, 
perjanjian internasional, atau instrumen lainnya yang diberlakukan di 
suatu negara. 
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REKOMENDASI UMUM NO. 19
TENTANG

KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN

Sidang ke 11 Tahun 1992 Komite PBB tentang
Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan

Kekerasan terhadap Perempuan 

Latar Belakang 
Kekerasan berbasis gender adalah sebuah bentuk diskriminasi yang 1.	
secara serius menghalangi kesempatan wanita untuk menikmati 
hak-hak dan kebebasannya atas dasar persamaan hak dengan laki-
laki. 
Dalam tahun 1989, Komite Penghapusan Diskriminasi terhadap 2.	
Perempuan merekomendasikan bahwa, negara harus memasukkan 
dalam laporan-laporannya informasi mengenai kekerasan dan 
langkah-langkah tindak untuk menanggulanginya (Rekomendasi 
Umum 12, Sidang ke 8). 
Pada sidang ke 10, tahun 1991, diputuskan untuk mengalokasikan 3.	
bagian dari sidang ke 10 itu untuk suatu diskusi dan kajian atas pasal 
6 dan pasal-pasal lain dari Konvensi tersebut yang ada hubungannya 
dengan kekerasan terhadap perempuan, pelecehan seksual dan 
eksploitasi terhadap perempuan. Pokok masalah tersebut dipilih 
untuk mengantisipasi diselenggarakannya Konferensi Dunia 
tentang Hak Asasi Manusia tahun 1993, sebagai hasil Sidang Umum 
PBB dengan Resolusi No. 451155, 18 Desember 1990. 
Komite menentukan bahwa tidak semua laporan dari Negara 4.	
Peserta secara cukup merefleksikan kedekatan kaitan antara 
diskriminasi terhadap perempuan dengan kekerasan berbasis 
gender dan pelanggaran hak asasi manusia serta kebebasan pokok. 
Pelaksanaan sepenuhnya dari Konvensi mewajibkan Negara- negara 
tersebut, mengambil langkah-langkah tindak yang positif untuk 
menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan. 
Komite menyarankan pada Negara-negara Peserta bahwa dalam 5.	
melakukan peninjauan mengenai hukum dan kebijakan mereka, 
dan dalam memberikan laporan seperti diwajibkan Konvensi, perlu 
diperhatikan ulasan-ulasan Komite mengenai kekerasan berbasis 
gender sebagai berikut: 
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Ulasan-Ulasan Umum 
Konvensi dalam pasal 1, menetapkan definisi tentang diskriminasi 1.	
terhadap perempuan. Definisi diskriminasi itu termasuk juga 
kekerasan berbasis gender, yaitu kekerasan yang langsung ditujukan 
terhadap seorang perempuan, karena dia adalah perempuan 
atau hal-hal yang memberi akibat pada perempuan secara tidak 
proporsional. Hal tersebut termasuk tindakan-tindakan yang 
mengakibatkan kerugian atau penderitaan fisik, mental dan seksual 
atau ancaman-ancaman seperti itu, paksaan dan perampasan 
kebebasan lainnya. Kekerasan berbasis gender bisa melanggar 
ketentuan tertentu dari Konvensi, walaupun ketentuan itu tidak 
menyatakan secara spesifik adanya kekerasan.

Kekerasan berbasis gender yang merusak, menghalangi atau 2.	
meniadakan penikmatan oleh perempuan atas hak asasinya dan 
kebebasan fundamental berdasarkan hukum international atau 
berdasar konvensi hak asasi manusia, adalah diskriminasi dalam 
pengertian pasal 1 Konvensi ini. Hak-hak dan kebebasan itu 
termasuk: 

Hak untuk hidup; a.	
Hak untuk tidak mengalami penganiayaan, kekejaman, b.	
perbuatan atau hukuman yang menurunkan martabat dan tidak 
berperikemanusiaan; 
Hak untuk mendapat perlindungan yang sama sesuai dengan c.	
norma-norma kemanusiaan pada saat berlangsungnya konflik 
bersenjata internasional maupun domestik; 
Hak atas kebebasan dan keamanan seseorang; d.	
Hak atas persamaan perlindungan berdasar hukum; e.	
Hak atas persamaan dalam keluarga; f.	
Hak atas kesehatan mental dan fisik yang sesuai dengan standar g.	
tertinggi yang dapat dicapai; 
Hak atas kondisi kerja yang adil dan baik.h.	

Konvensi berlaku terhadap kekerasan yang dilakukan oleh pejabat 3.	
publik. Tindak kekerasan seperti itu juga melanggar kewajiban 
negara berdasarkan Hukum Internasional tentang Hak Asasi 
Manusia dan berdasarkan ketentuan konvensi lainnya, dan juga 
pelanggaran atas Konvensi ini. 

Bagaimanapun juga bahwa diskriminasi, berdasarkan Konvensi 4.	
ini tidak terbatas hanya pada tindakan yang dilakukan oleh 
atau atas nama pemerintah (lihat pasal 2 (e), 2 (f) dan 5). Sebagai 
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contoh menurut pasal 2 (e), Konvensi mewajibkan Negara Peserta 
mengambil semua langkah-tindak yang tepat untuk menghapus 
diskriminasi terhadap perempuan pada siapapun, organisasi atau 
badan usaha. Berdasarkan hukum internasional dan kovenan 
khusus hak asasi manusia, Negara bisa juga bertanggungjawab atas 
tindakan-tindakan perorangan, jika mereka tidak bertindak secara 
tegas untuk mencegah pelanggaran hak-hak atau menyelidiki serta 
menghukum dan memberikan ganti rugi atas tindakan-tindakan 
kekerasan itu. 

Ulasan-Ulasan atas Pasal-Pasal Spesifik dari Konvensi 

Pasal 2 dan 3 
Pasal 2 dan 3 menentukan kewajiban yang komprehensif untuk 
menghapus diskriminasi dalam segala bentuknya sebagai tambahan 
bagi suatu kewajiban khusus, berdasarkan pasal 5 - 16. 

Pasal 2(f), 5, dan 10 (c) 
Sikap-sikap tradisional dimana perempuan dianggap sebagai 1.	
subordinasi laki-laki atau seperti juga pembakuan peran-peran 
stereotipe yang mengekalkan praktek kekerasan atau paksaan 
yang meluas, seperti misalnya kekerasan dan penganiayaan dalam 
keluarga, kawin paksa, mas kawin, kematian, penyerangan dengan 
air raksa dan penyunatan perempuan. Prasangka-prasangka dan 
praktek seperti itu dapat membenarkan bahwa kekerasan berbasis 
gender merupakan sebuah bentuk perlindungan dan kontrol 
terhadap perempuan. Akibat dari kekerasan semacam itu terhadap 
integritas fisik dan mental perempuan merupakan penghilangan 
persamaan penikmatan, pelaksanaan dan pengetahuan akan hak 
asasi manusia dan kebebasan fundamental. Walaupun ulasan ini 
mengacu pada sebagian besar fakta-fakta atau ancaman kekerasan, 
konsekuensi mendasar dari bentuk-bentuk dari kekerasan berbasis 
gender menyebabkan bahwa perempuan tetap dalam peran 
subordinasi serta rendahnya partisipasi mereka dalam politik dan 
rendahnya tingkat pendidikan, ketrampilan serta kesempatan 
kerja. 
Sikap-sikap ini juga mengakibatkan berkembangnya pornografi, 2.	
penggambaran dan eksploitasi komersial lainnya atas perempuan 
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sebagai obyek seksual, daripada sebagai individu-individu. Semua 
ini memberikan dorongan pada kekerasan berbasis gender. 

Pasal 6
 Negara Peserta diwajibkan oleh pasal 6 untuk mengambil langkah-1.	
langkah tindak untuk memberantas segala bentuk perdagangan 
perempuan dan eksploitasi pelacuran perempuan. 

Kemiskinan dan pengangguran, meningkatkan kesempatan 2.	
adanya perdagangan perempuan. Sebagai tambahan pada bentuk 
perdagangan perempuan, adalah adanya bentuk baru dari eksploitasi 
seksual, misalnya pariwisata seks, rekruitmen buruh domestik dari 
negara berkembang untuk bekerja di negara maju dan perkawinan 
terorganisasi antara perempuan dari negara berkembang dengan 
orang asing. Praktek-praktek semacam ini tidak sesuai dengan 
penikmatan hak yang sama oleh perempuan dan penghormatan 
pada hak dan martabatnya. Mereka menempatkan perempuan pada 
tingkat resiko tertentu terhadap kekerasan dan penganiayaan. 
Kemiskinan dan pengangguran memaksa banyak perempuan, 3.	
termasuk gadis-gadis muda usia kerjalam pelacuran. Pelacur-
pelacur sangat mudah mengalami kekerasan karena status mereka, 
yang bisa juga bertentangan dengan hukum dan cenderung 
memarginalisasikan mereka. Mereka membutuhkan perlindungan 
hukum yang sama terhadap perkosaan dan bentuk-bentuk lain dari 
kekerasan. 
Peperangan, konflik bersenjata dan pendudukan suatu wilayah 4.	
sering mendorong pertambahan jumlah pelacuran, perdagangan 
perempuan dan penyerangan seksual pada perempuan, sehingga 
memerlukan perlindungan khusus dan tindakan hukum. 

Pasal 11
Persamaan dalam pekerjaan dapat terhambat secara serius apabila 1.	
perempuan  menjadi sasaran kekerasan berbasis gender, seperti 
pelecehan seksual ditempat kerja. 

Pelecehan seksual termasuk perbuatan seksual yang tidak 2.	
menyenangkan yang dilakukan dalam bentuk tingkah laku seperti 
kontak fisik dan cumbu rayuan, memperlihatkan gambar porno dan 
tuntutan seks, baik dengan kata-kata maupun tindakan. Tindakan-
tindakan seperti itu dapat merupakan penghinaan dan dapat 
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menjadi masalah keamanan dan masalah kesehatan; ini adalah 
tindakan diskriminatif ketika perempuan mempunyai alasan 
untuk percaya bahwa keberatannya atas tindakan seperti itu akan 
tidak menguntungkan baginya dalam kaitan dengan pekerjaannya 
termasuk dalam hal penerimaan pegawai atau kenaikan pangkat 
atau ketika hal tersebut menciptakan suatu suasana kerja yang 
bermusuhan. 

Pasal 12
 Negara Peserta diwajibkan oleh pasal 12 ini untuk melakukan 1.	
langkah-tindak guna menjamin adanya akses yang sama dalam 
hal perawatan kesehatan, kekerasan terhadap perempuan yang 
menempatkan kesehatan dan kehidupannya pada posisi yang 
rentan. 

Di beberapa negara ada praktek-praktek tradisional yang dikekalkan 2.	
oleh tradisi dan budaya yang membahayakan kesehatan perempuan 
dan anak-anak. Praktek-praktek ini termasuk pembatasan makan 
bagi perempuan yang sedang hamil, mengutamakan anak laki-laki 
dan penyunatan anak perempuan atau mutilasi genital. 

Pasal 14
Perempuan perdesaan mempunyai resiko atas kekerasan berbasis 
gender karena sikap-sikap tradisional yang ada hubungannya dengan 
peran subordinasi perempuan yang beriangsung sejak lama di banyak 
masyarakat perdesaan. Gadis-gadis dari masyarakat perdesaan adalah 
kelompok yang sangat rentan terhadap kekerasan dan eksploitasi 
seksual ketika mereka meninggalkan desa untuk mencari pekerjaan di 
kota-kota. 

Pasal 16 (dan pasal 5)
Pemaksaan sterilisasi dan aborsi, merugikan kesehatan fisik 1.	
dan mental perempuan, dan melanggar hak perempuan untuk 
menentukan jarak dan jumlah anak mereka. 

 Kekerasan dalam rumah tangga adalah salah satu bentuk kekerasan 2.	
terhadap perempuan yang paling berbahaya. Hal ini banyak 
terjadi di masyarakat. Dalam hubungan kekeluargan perempuan 
semua umur menjadi sasaran segala bentuk kekerasan,  termasuk 
pemukulan, perkosaan, bentuk-bentuk lain dari penyerangan 
seksual, mental dan bentuk kekerasan lain yang dikekalkan oleh 
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sikap-sikap tradisional. Ketergantungan ekonomi, memaksa 
perempuan untuk bertahan pada hubungan yang didasarkan atas 
kekerasan. Pencabutan tanggung jawab keluarga oleh laki-laki 
dapat juga disebut sebagai sebuah bentuk kekerasan dan paksaan. 
Bentuk-bentuk kekerasan ini menempatkan perempuan pada 
resiko kekerasan dan paksaan. Juga menempatkan perempuan 
pada tingkat resiko kesehatan dan paksaan, dan meniadakan 
kesempatan untuk berpartisipasi dalam kehidupan keluarga dan 
kehidupan publik atas dasar persamaan.

Rekomendasi Khusus 
Sesuai dengan ulasan-ulasan ini, Komite Penghapusan Diskriminasi 1.	
Terhadap Perempuan memberikan rekomendasi sebagai berikut: 

Negara-negara peserta harus mengambil langkah-tindak yang a.	
tepat dan efektif untuk mengatasi segala kekerasan berbasis 
gender, baik sebagai tindakan publik maupun privat;
Negara-negara Peserta harus membuat peraturan perundang-b.	
undangan tentang kekerasan dan penganiayaan dalam rumah 
tangga, perkosaan, penyerangan seksual dan bentuk-bentuk 
lain dari kekerasan berbasis gender, untuk memberikan 
perlindungan yang cukup terhadap perempuan serta untuk 
menghargai integritas dan martabatnya. Perlindungan dan 
perangkat pelayanan yang tepat harus disediakan bagi korban-
korban. Pelatihan sensitif gender kepada aparat pengadilan dan 
penegak hukum serta petugas sangat esensial bagi efektifnya 
pelaksanaan Konvensi ini; 
Negara-negara Peserta harus mendorong adanya kompilasi c.	
data statistik dan penelitian mengenai penyebab dan akibat dari 
kekerasan dan efektifnya langkah-tindak untuk mencegah dan 
mengatasi kekerasan; 
Tindakan efektif harus diambil untuk menjamin bahwa media d.	
menghormati dan mempromosikan penghargaan terhadap 
perempuan; 
Negara-negara Peserta dalam laporannya harus mengidentifikasi e.	
sifat dan tingkat sikap, kebiasaan-kebiasaan dan praktek-
praktek yang melestarikan kekerasan terhadap perempuan dan 
bentuk-bentuk kekerasan yang diakibatkannya. Mereka harus 
melaporkan tindakan-tindakan yang telah dilakukan untuk 
menanggulangi kekerasan dan dampak dari tindakan-tindakan 
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tersebut;
Tindakan yang efektif yang harus diambil untuk mengatasi sikap-f.	
sikap dan praktek-praktek ini. Negara harus memperkenalkan 
pendidikan dan program informasi untuk masyarakat guna 
membantu menghapus berbagai prasangka yang menghalangi 
persamaan hak perempuan (Rekomendasi 3, 1997); 
Langkah-langkah tindak khusus pencegahan dan penghukuman g.	
diperlukan untuk mengatasi perdagangan perempuan dan 
eksploitasi seksual; 
Negara Peserta dalam laporannya harus memberikan gambaran h.	
mengenai luasnya semua masalah dan langkah-tindak yang 
telah dilaksanakan, termasuk ketentuan-ketentuan pidana, 
perlindungan dan usaha rehabilitasi yang sudah dilakukan 
untuk melindungi perempuan pelacur atau korban perdagangan 
perempuan dan bentuk eksploitasi lainnya. Keefektifan dari 
pelaksanaan langkah-tindak ini. juga harus digambarkan 
dengan jelas; 
Prosedur pengaduan dan bantuan yang efektif, termasuk ganti i.	
rugi harus, dilaporkan; 
Negara-negara Peserta wajib memasukkan dalam laporannya j.	
informasi tentang peleceban seksual dan langkah-tindak untuk 
melindungi perempuan dari pelecehan seksual dan bentuk lain 
paksaan kekerasan ditempat kerja; 
Negara-negara Peserta wajib membentuk atau menyediakan k.	
fasilitas pelayanan untuk korban-korban kekerasan dalam 
rumah tangga, perkosaan, penyerangan seksual dan bentuk lain 
dari kekerasan berbasis gender, termasuk pengungsian, pekerja 
kesehatan yang teriatih, rehabilitasi dan konseling;
Negara-negara Peserta wajib mengambil tindakan un-tuk l.	
mengatasi praktek-praktek tersebut dan harus memper-
timbangkan rekomendasi Komite tentang penyunatan 
perempuan (Rekomendasi no. 14) dalam memberikan laporan 
tentang kesehatan; 
Negara-negara Peserta wajib menjamin bahwa dilaksanakannya m.	
langkah-tindak untuk mencegah adanya paksaan dalam hal 
fertilitas dan reproduksi perempuan serta menjamin bahwa 
perempuan tidak dipaksa untuk menggunakan prosedur medis 
yang tidak aman seperti aborsi yang ilegal karena tidak tersedia 
pelayanan yang layak sehubungan dengan kontrol fertilitas; 
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Negara-negara Peserta dalam laporannya harus menyatakan n.	
tingkat kegagalan dari hal-hal itu dan harus menunjukkan 
langkah-tindak yang telah diambil dan hasilnya; 
Negara-negara Peserta wajib menjamin bahwa pelayanan untuk o.	
korban kekerasan dapat mencapai perempuan di perdesaan dan 
apabila perlu, disediakan pelayanan khusus untuk masyarakat 
terpencil; 
Langkah-langkah untuk melindungi mereka dari kekerasan p.	
harus meliputi pelatihan dan kesempatan serta pemantauan 
atas kondisi kerja pekerja domestik; 
Negara-negara Peserta wajib memberikan laporan tentang q.	
tingkat dan sifat kekerasan dan penganiayaan dan resiko yang 
dihadapi perempuan di perdesaan, kebutuhannya dan akses 
pada bantuan dan pelayanan lainnya serta keefektifan dari 
langkah-tindak tersebut untuk mengatasi kekerasan; 
Tindakan-tindakan yang perlu untuk mengatasi kekerasan r.	
dalam rumah tangga meliputi: 

Hukuman pidana jika dibutuhkan dan bantuan perdata i.	
dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga; 
Peraturan perundang-undangan untuk menghapus ii.	 ‘the 
defence of honour” sehubungan dengan penyerangan atau 
pembunuhan seorang perempuan anggota keluarga; 
Pelayanan untuk menjamin keselamatan dan keamanan iii.	
korban-korban kekerasan dalam rumah tangga termasuk 
mengungsikannya, konseling dan program rehabilitasi; 
Program rehabilitasi untuk pelaku kekerasan dalam rumah iv.	
tangga; 
Dukungan pelayanan bagi keluarga-keluarga yang v.	
mengalami incest atau pelanggaran seksual; 

Negara-negara Peserta harus melaporkan tentang tingkat s.	
kekerasan dalam rumah tangga dan penganiayaan seksual serta 
langkah-tindak, hukuman dan usaha penyembuhan yang sudah 
dilakukan; 
Negara-negara Peserta harus mengambil semua tindakan hukum t.	
dan langkah-tindak lain yang diperlukan untuk memberikan 
perlindungan yang efektif pada perempuan terhadap kekerasan 
yang berbasis gender, termasuk antara lain: 

Tindakan-tindakan hukum yang efektif, termasuk sanksi i.	
pidana, bantuan perdata dan pemberian kompensasi untuk 
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melindungi perempuan dari segala bentuk kekerasan 
termasuk antara lain  kekerasan dan penganiayaan dalam 
keluarga, penyerangan dan pelecehan seksual ditempat 
kerja; 
Tindakan pencegahan termasuk informasi publik dan ii.	
program pendidikan untuk merubah sikap tentang peranan 
dan status laki-laki dan perempuan; 
Usaha perlindungan, termasuk mengungsikan, konseling, iii.	
rehabilitasi, dan pelayanan bantuan bagi perempuan 
korban kekerasan atau beresiko mengalami kekerasan; 
Laporan-laporan dari negara-negara harus memasukkan iv.	
informasi hukum, pencegahan dan mekanisme perlindungan 
yang sudah diambil dalam mengatasi kekerasan terhadap 
perempuan dan kefektifan dari standar itu; 

Negara-negara Peserta wajib memberikan laporan tentang u.	
semua bentuk kekerasan berbasis gender, dan dalam laporan itu 
harus memasukan semua data yang ada mengenai kejadian dari 
setiap kekerasan dan akibat dari kekerasan tersebut terhadap 
perempuan yang menjadi korban; 
Laporan-laporan dari Negara-negara Peserta harus memasukkan v.	
informasi tentang hukum, pencegahan dan upaya perlindungan 
yang sudah diambil untuk mengatasi kekerasan terhadap 
perempuan dan keefektifan dari tindakan itu.
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2. Instrumen Nasional



Undang-Undang Republik Indonesia 
Nomor 7 Tahun 1984

Tentang

Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala 
Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita

(Convention on the Elimination of All
Forms of Discrimination Against Women)
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UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 1984

TENTANG
PENGESAHAN KONVENSI MENGENAI

PENGHAPUSAN
SEGALA BENTUK DISKRIMINASI TERHADAP WANITA

(CONVENTION ON THE ELIMINATION OF ALL
FORMS OF DISCRIMINATION AGAINST WOMEN)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Presiden Republik Indonesia,

Menimbang   :   a. 	 Bahwa  segala warga negara bersamaan 
kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, 
sehingga segala bentuk diskriminasi terhadap 
wanita harus dihapuskan karena tidak sesuai 
dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
bahwa Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa b.	
di dalam sidangnya pada tanggal 18 Desember 
1979, telah menyetujui Konvensi Mengenai 
Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap 
Wanita (Convention on the Elimination of All Forms of 
Discrimination Against Women);
bahwa ketentuan-ketentuan di dalam konvensi c.	
tersebut di atas pada dasarnya tidak bertentangan 
dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 
dan peraturan Perundang-undangan Republik 
Indonesia;
bahwa Pemerintah Republik Indonesia telah d.	
menandatangani Konvensi tersebut pada tanggal 
29 Juli 1980 sewaktu diadakan Konferensi Sedunia 
Dasawarsa Perserikatan Bangsa-Bangsa bagi Wanita 
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di Kopenhagen;
bahwa berhubungan dengan hal tersebut di atas e.	
maka dipandang perlu mengesahkan Konvensi 
sebagaimana tersebut pada huruf b di atas dengan 
undang-undang; 

Mengingat:         1.	 Pasal 5 ayat (1), Pasal 11, Pasal 20 ayat (1) dan Pasal 
27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

                             2.	 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat 
Republik Indonesia Nomor II/MPR/1983 tentang 
Garis-Garis Besar Haluan Negara;

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:    	U NDANG-UNDANG  TENTANG  PENGESAHAN 
KONVENSI MENGENAI PENGHAPUSAN 
SEGALA BENTUK DISKRIMINASI TERHADAP 
WANITA (CONVENTION ON THE ELIMINATION 
OF ALL FORMS OF DISCRIMINATION AGAINST 
WOMEN).

Pasal 1
Mengesahkan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk 
Diskriminasi terhadap Wanita (Convention on the Elimination of All Forms 
of Discrimination Against Women) yang telah disetujui oleh Majelis Umum 
Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 18 Desember 1979, dengan 
pensyaratan (reservation) terhadap Pasal 29 ayat (1) tentang penyelesaian 
perselisihan mengenai penafsiran atau penerapan Konvensi ini, yang 
salinannya dilampirkan pada Undang-undang ini.

Pasal 2
Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara 
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Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 24 Juli 1984

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
						      ttd

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 24 Juli 1984
MENTERI/ SEKERTARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

      ttd

SUDHARMONO, SH

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1984 
NOMOR 29
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PENJELASAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 7 TAHUN 1984
TENTANG

PENGESAHAN KONVENSI MENGENAI
PENGHAPUSAN SEGALA BENTUK DISKRIMINASI 

TERHADAP WANITA                                                                              
(CONVENTION THE ELIMINATION OF ALL FORMS OF 

DISCRIMINATION AGAINST WOMEN)

I.  UMUM

Pada tahun 1967 Perserikatan Bangsa-Bangsa telah mengeluarkan 
Deklarasi mengenai Penghapusan Diskriminasi terhadap Wanita. 
Deklarasi tersebut memuat hak dan kewajiban berdasarkan 
persamaan hak dengan pria dan menyatakan agar diambil langkah-
langkah seperlunya untuk menjamin pelaksanaan Deklarasi 
tersebut. Oleh karena Deklarasi itu sifatnya tidak mengikat maka 
Komisi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Kedudukan Wanita 
berdasarkan Deklarasi tersebut menyusun rancangan Konvensi 
tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap wanita.

Pada tanggal 18 Desember Tahun 1979 Majelis Umum Perserikatan 
Bangsa-Bangsa telah menyetujui Konvensi tersebut. Karena 
ketentuan Konvensi pada dasarnya tidak bertentangan dengan 
Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, maka Pemerintah 
Republik Indonesia dalam Konferensi Sedunia Dasawarsa 
Perserikatan Bangsa-Bangsa bagi Wanita di Kopenhagen pada 
tanggal 29 Juli 1980 telah menandatangani Konvensi tersebut. 
Penandatangan itu merupakan penegasan sikap Indonesia yang 
dinyatakan pada tanggal 18 Desember 1979 pada waktu Majelis 
Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa melakukan pemungutan suara 
atas resolusi yang kemudian menyetujui Konvensi tersebut.
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Dalam pemungutan suara itu Indonesia memberikan suara setuju 
sebagai perwujudan keinginan Indonesia untuk berpartisipasi dalam 
usaha-usaha internasional menghapus segala bentuk diskriminasi 
terhadap wanita karena isi Konvensi itu sesuai dengan dasar negara 
Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menetapkan bahwa 
segala warganegara bersamaan kedudukannya di dalam hukum 
dan pemerintahan.

Ketentuan dalam Konvensi ini tidak akan mempengaruhi asas 
dan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan nasional 
yang mengandung asas persamaan hak antara pria dan wanita 
sebagai perwujudan  tata hukum Indonesia yang sudah kita anggap 
baik atau lebih baik dan sesuai, serasi serta selaras dengan aspirasi 
bangsa Indonesia. Sedang dalam pelaksanaannya, ketentuan dalam 
Konvensi ini wajib disesuaikan dengan tata kehidupan masyarakat 
yang meliputi nilai-nilai budaya, adat istiadat serta norma-norma 
keagamaan yang masih berlaku dan diikuti secara luas oleh 
masyarakat Indonesia.

Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dan Undang-Undang 
Dasar 1945 sebagai sumber hukum nasional memberikan keyakinan 
dan jaminan bahwa pelaksanaan ketentuan Konvensi ini sejalan 
dengan tata kehidupan yang dikehendaki bangsa Indonesia.

II.  PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Pasal 29 Konvensi memuat ketentuan tentang cara untuk 
menyelesaikan setiap perselisihan antara negara peserta 
Konvensi mengenai penafsiran atau penerapan ketentuan 
Konvensi.

Pemerintah Indonesia tidak bersedia untuk mengikatkan 
diri pada ketentuan pasal tersebut, karena pada prinsipnya 
tidak dapat menerima suatu kewajiban untuk mengajukan 
perselisihan internasional, dimana Indonesia tersangkut, 
kepada Mahkamah Internasional.

Dengan pertimbangan tersebut di atas Indonesia mengadakan 
pensyaratan terhadap Pasal 29 ayat (1) Konvensi hingga 
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dengan demikian Indonesia menyatakan dirinya tidak terkait 
oleh pasal tersebut.

Pasal 2
	 Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR  3277
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LAMPIRAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1984, 
TANGGAL 24 JULI 19841

KONVENSI TENTANG
PENGHAPUSAN SEGALA BENTUK DISKRIMINASI TERHADAP 

WANITA

Negara-negara peserta pada Konvensi yang sekarang lni,

Memperhatikan bahwa Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa 
menguatkan lagi keyakinan atas hak-hak asasi manusia, atas martabat 
dan nilai pribadi manusia, dan atas persamaan hak antara pria dan 
wanita.

Memperhatikan bahwa Deklarasi Universal tentang Hak-Hak 
Asasi Manusia menegaskan asas mengenai tidak dapat diterimanya 
diskriminasi dan menyatakan bahwa semua manusia dilahirkan bebas 
dan sama dalam martabat dan hak, dan bahwa tiap orang berhak atas 
semua hak dan kebebasan yang dimuat di dalamnya, tanpa perbedaan 
apapun, termasuk perbedaan berdasarkan jenis kelamin.

Memperhatikan bahwa Negara-negara peserta pada perjanjian-
perjanjian Internasional mengenai Hak-hak Asasi Manusia berkewajiban 
untuk menjamin hak yang sama antara pria dan wanita untuk menikmati 
semua hak ekonomi, sosial, budaya, sipil dan politik.

Mempertimbangkan konvensi-konvensi internasional yang ditanda 
tangani di bawah naungan Perserikatan Bangsa Bangsa dan badan-
badan khususnya, yang menganjurkan persamaan hak antara pria dan 
wanita.

Memperhatikan juga resolusi-resolusi, deklarasi-deklarasi dan 
rekomendasi-rekomendasiyang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-
Bangsa dan badan-badan khususnya yang menganjurkan persamaan 
hak antara pria dan wanita, namun demikian sangat memprihatinkan 
bahwa meskipun adanya bermacam-macam dokumen tersebut, namun 
diskriminasi yang luas terhadap wanita masih tetap ada,

Mengingat, bahwa diskriminasi terhadap wanita adalah melanggar 
asas persamaan hak dan rasa hormat terhadap martabat manusia, 

1	 Dikutip dari Convention Watch...............................................
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merupakan halangan bagi partisipasi wanita, atas dasar persamaan 
dengan kaum pria dalam kehidupan politik, sosial, ekonomi dan 
budaya negara-negara mereka. Hal ini menghambat perkembangan 
kemakmuran masyarakat-dan menambah sukarnya perkembangan 
sepenuhnya dari potensi kaum wanita dalam pengabdiannya terhadap 
negara-negara mereka dan terhadap umat manusia, 

Memprihatinkan bahwa dalam situasi-situasi kemiskinan, wanita 
yang paling sedikit mendapat kesempatan untuk memperoleh 
makanan, pemeliharaan kesehatan, pendidikan, pelatihan, maupun 
untuk memperoleh kesempatan kerja dan lain-lain kebutuhan. Yakin, 
bahwa dengan terbentuknya tata ekonomi internasional yang baru, 
berdasarkan pemerataan dan keadilan, akan memberi sumbangan yang 
berarti terhadap peningkatan persamaan antara pria dan wanita,

Menekankan bahwa penghapusan apartheid, penghapusan semua 
bentuk rasisme, diskriminasi rasial, kolonialisme, neo-kolonialisme, 
agresi, pendudukan dan dominasi serta campur tangan asing dalam 
urusan dalam negeri Negara adalah penting, untuk dapat menikmati 
sepenuhnya hak-hak pria dan wanita.

Menegaskan bahwa memperkuat perdamaian dan keamanan 
internasional, pengendoran ketegangan internasional, kerjasama timbal-
balik di antara semua negara, terlepas dari sistem sosial dan ekonomi 
mereka, perlucutan senjata secara umum dan menyeluruh, dan khususnya 
perlucutan senjata nuklir di bawah pengawasan internasional yang 
ketat dan efektif, penegasan asas-asas keadilan, persamaan dan manfaat 
bersama dalam hubungan antar negara, realisasi hak bangsa-bangsa 
yang berada di bawah dominasi asing, dominasi kolonial pendudukan 
asing untuk menentukan nasib sendiri dan kemerdekaannya, maupun 
menghormati kedaulatan nasional dan keutuhan wilayah, akan 
meningkatkan kemajuan sosial dan pembangunan, yang dampaknya 
akan menunjang tercapainya persamaan sepenuhnya antara pria dan 
wanita, Yakin bahwa pembangunan menyeluruh dan selengkapnya 
suatu negara, kesejahteraan dunia dan usaha perdamaian menghendaki 
partisipasi maksimal kaum wanita atas dasar persamaan dengan kaum 
pria di segala lapangan,

Mengingatkan kembali sumbangan besar kaum wanita terhadap 
kesejahteraan keluarga dan pembangunan masyarakat yang selama 
ini belum sepenuhnya diakui, arti sosial dari kehamilan, dan peranan 
kedua orang tua dalam keluarga dalam membesarkan anak-anak, 
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dan menyadari bahwa peranan wanita dalam memperoleh keturunan 
hendaknya jangan menjadi dasar diskriminasi, akan tetapi bahwa 
membesarkan anak-anak menghendaki pembagian tanggung jawab 
antara pria dan wanita dan masyarakat sebagai keseluruhan.

Menyadari bahwa diperlukan perubahan pada peranan tradisional 
kaum pria maupun peranan kaum wanita dalam masyarakat dan dalam 
keluarga, untuk mencapai persamaan sepenuhnya antara pria dan 
wanita,

Bertekad untuk melaksanakan asas-asas yang tercantum dalam Deklarasi 
mengenai Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita, dan untuk itu 
membuat peraturan yang diperlukan untuk menghapus diskriminasi 
seperti itu dalam segala bentuk dan perwujudannya,

Telah bersepakat mengenal hal-hal sebagal berikut:

BAGIAN I
Pasal 1

Untuk tujuan Konvensi yang sekarang ini, istilah “diskriminasi terhadap 
wanita” berarti setiap pembedaan, pengucilan atau pembatasan yang 
dibuat atas dasar jenis kelamin, yang mempunyai pengaruh atau tujuan 
untuk mengurangi atau menghapuskan pengakuan, penikmatan atau 
penggunaan hak-hak asasi manusia dan kebebasan kebebasan pokok 
di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil atau apapun lainnya 
oleh kaum wanita, terlepas dari status perkawinan mereka, atas dasar 
persamaan antara pria dan wanita.

Pasal 2
Negara-negara peserta mengutuk diskriminasi terhadap wanita dalam 
segala bentuknya dan bersepakat untuk menjalankan dengan segala 
cara yang tepat dan tanpa ditunda-tunda, kebijaksanaan menghapus 
diskriminasi terhadap wanita, dan untuk tujuan ini berusaha:

Mencantumkan asas persamaan antara pria dan wanita dalam (a)	
Undang Undang Dasar nasional mereka atau perundang-undangan 
yang tepat lainnya jika belum termasuk di dalamnya, dan untuk 
menjamin realisasi praktis dari asas ini, melalui hukum dan cara-
cara lain yang tepat;
Membuat peraturan perundang-undangan yang tepat dan (b)	
peraturan-peraturan lainnya termasuk sanksi-sanksinya di mana 
perlu, melarang semua diskriminasi terhadap wanita
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Menegakkan perlindungan hukum terhadap hak-hak wanita atas (c)	
dasar yang sama dengan kaum pria dan untuk menjamin melalui 
pengadilan nasional yang kompeten dan badan-badan pemerintah 
lainnya, perlindungan kaum wanita yang efektif terhadap setiap 
tindakan diskriminasi;
Tidak melakukan suatu tindakan atau praktek diskriminasi terhadap (d)	
wanita, dan untuk menjamin bahwa pejabat-pejabat pemerintah dan 
lembaga-lembaga negara akan bertindak sesuai dengan kewajiban 
tersebut;
Membuat peraturan-peraturan yang tepat untuk menghapus (e)	
perlakukan diskriminasi terhadap wanita oleh tiap orang, organisasi 
atau perusahaan;
Membuat peraturan-peraturan yang tepat, termasuk pembuatan (f)	
undang-undang, untuk mengubah dan menghapuskan undang-
undang, peraturan-peraturan, kebiasaan-kebiasaan dan praktek-
praktek yang diskriminatif terhadap wanita;
Mencabut semua ketentuan pidana nasional yang diskriminatif (g)	
terhadap wanita.

Pasal 3
Negara-negara peserta membuat peraturan-peraturan yang tepat, 
termasuk pembuatan undang-undang di semua bidang, khususnya 
di bidang politik, sosial, ekonomi dan budaya, untuk meniamin 
perkembangan dan kemajuan wanita  sepenuhnya, dengan tuiuan untuk 
menjamin mereka melaksanakan dan menikmati hak-hak asasi manusia 
dan kebebasan-kebebasan pokok atas dasar persamaan dengan pria.

Pasal 4
Pembuatan peraturan-peraturan khusus sementara oleh negara-1.	
negara peserta yang ditujukan untuk mempercepat persamaan de 
facto antara pria dan wanita, tidak dianggap diskriminasi seperti 
ditegaskan dalam Konvensi ini dan sama sekali tidak harus 
membawa konsekuensi pemeliharaan norma-norma yang tak sama 
atau terpisah, maka peraturan-peraturan ini dihentikan jika tujuan 
persamaan kesempatan dan perlakuan telah tercapai.
Pembuatan peraturan-peraturan khusus oleh negara-negara peserta, 2.	
termasuk peraturan-peraturan yang dimuat dalam Konvensi yang 
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sekarang ini, yang ditujukan untuk melindungi kehamilan, tidak 
dianggap diskriminasi.

Pasal 5
Negara-negara peserta wajib membuat peraturan-peraturan yang tepat;

untuk mengubah pola tingkah laku sosial dan budaya pria dan (a)	
wanita dengan maksud untuk mencapai penghapusan prasangka-
prasangka, kebiasaan-kebiasaan dan segala praktek lainnya yang 
berdasarkan atas inferioritas atau superioritas salah satu jenis 
kelamin atau berdasar peranan stereotip bagi pria dan wanita;
untuk menjamin bahwa pendidikan keluarga melalui pengertian (b)	
yang tepat mengenai kehamilan sebagai fungsi sosial dan pengakuan 
tanggung jawab bersama pria danwanita dalam membesarkan anak-
anak mereka, seyogyanyalah bahwa kepentingan anak-anak adalah 
pertimbangan utama dalam segala hal.

Pasal 6
Negara-negara peserta wajib membuat peraturan-peraturan yang tepat, 
termasuk pembuatan undang-undang, untuk memberantas segala 
bentuk perdagangan wanita dan ekploitasi pelacuran.

BAGIAN II
Pasal 7

Negara-negara peserta wajib membuat peraturan-peraturan yang tepat 
untuk menghapus diskriminasi terhadap wanita dalam kehidupan 
politik dan kehidupan kemasyarakatan negaranya, khususnya menjamin 
bagi wanita atas dasar persamaan dengan pria, hak:

untuk memilih dan dipilih;(a)	
untuk berpartisipasi dalam perumusan kebijaksanaan pemerintah (b)	
dan implementasinya, memegang jabatan dalam pemerintahan 
dan melaksanakan segala fungsi pemerintahan di semua tingkat;
untuk berpartisipasi dalam organisasi-organisasi dan perkumpulan-(c)	
perkumpulan non pemerintah yang berhubungan dengan 
kehidupan masyarakat dan politik negara.

Pasal 8
Negara-negara peserta wajib membuat peraturan-peraturan yang tepat 
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untuk menjamin bagi wanita kesempatan untuk mewakili pemerintah 
mereka pada tingkat international dan untuk berpartisipasi dalam 
pekerjaan organisasi-organisasi international atas dasar persamaan 
dengan pria tanpa suatu diskriminasi.

Pasal 9
Negara-negara peserta wajib memberi kepada wanita hak yang sama 1.	
dengan pria untuk memperoleh, mengubah atau mempertahankan 
kewarganegaraannya. Negara-negara peserta khususnya wajib 
menjamin bahwa perkawinan dengan orang asing maupun 
perubahan kewarganegaraan oleh suami selama perkawinan tidak 
secara otomatis mengubah kewarganegaraan isteri, menjadikannya 
tidak berkewarganegaraan atau memaksakan kewarganegaraan 
suaminya kepadanya.
Negara-negara peserta wajib memberi kepada wanita hak yang 2.	
sama dengan pria berkenaan kewarganegaraan anak-anak mereka.

BAGIAN III
Pasal 10

Negara-negara peserta wajib membuat peraturan-peraturan yang 
tepat untuk menghapus diskriminasi terhadap wanita guna menjamin 
bagi mereka hak-hak yang sama dengan pria di lapangan pendidikan, 
khususnya guna menjamin persamaan antara pria dan wanita:

Persyaratan yang sama untuk bimbingan karir dan keahlian, untuk (a)	
kesempatan mengikuti pendidikan dan memperoleh ijazah dalam 
lembaga-lembaga pendidikan segala tingkatan balk di daerah 
pedesaan maupun perkotaan; Persamaan ini wajib dijamin baik 
dalam pendidikan taman kanak-kanak, umum, teknik, serta dalam 
pendidikan keahlian teknik tinggi, maupun dalam segala macam 
jenis pelatihan kejuruan;
Pengikutsertaan pada kurikulum yang sama, ujian yang sama, staf (b)	
pengajar dengan standar kualifikasi yang sama, serta gedung dan 
peralatan sekolah yang berkualitas sama;
Penghapusan tiap konsep yang stereotip mengenai peranan pria (c)	
dan wanita di segala tingkat dan dalam segala bentuk pendidikan 
dengan menganjurkan ko-edukasi dan lain-lain jenis pendidikan 
yang akan membantu untuk mencapai tujuan ini, khususnya 
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dengan merevisi buku wajib dan program-program sekolah serta 
penyesuaian metode mengajar;
Kesempatan yang sama untuk mengambil manfaat dari beasiswa (d)	
dan lain-lain dana pendidikan;
Kesempatan yang sama untuk ikut serta dalam program pendidikan (e)	
yang berkelanjutan, termasuk program pendidikan orang dewasa 
dan pemberantasan buta huruf fungsional, khususnya program-
program yang ditujukan pada pengurangan sedini mungkin 
tiap jurang pemisah dalam pendidikan yang ada antara pria dan 
wanita;
Pengurangan angka putus sekolah pelajar puteri dan penyelenggaraan (f)	
program untuk gadis-gadis dan wanita yang sebelum waktunya 
meninggalkan sekolah.
Kesempatan yang sama untuk berpartisipasi secara aktif dalam (g)	
olahraga dan pendidikan jasmani;
Dapat memperoleh penerangan edukatif khusus untuk membantu (h)	
meniamin kesehatan dan kesejahteraan keluarga, termasuk 
penerangan dan nasehat mengenal keluarga berencana.

Pasal 11
Negara-negara peserta wajib membuat peraturan-peraturan yang 1.	
tepat untuk menghapus diskriminasi terhadap wanita dilapangan 
pekerjaan guna menjamin hak-hak yang sama atas dasar persamaan 
antara pria dan wanita, khususnya:

Hak untuk bekerja sebagai hak asasi manusia;(a)	
Hak atas kesempatan kerja yang sama, termasuk penerapan (b)	
kriteria seleksi yang sama dalan penerimaan pegawai;
Hak untuk memilih dengan bebas profesi dan pekerjaan, hak (c)	
untuk promosi, jaminan pekerjaan dan semua tuniangan serta 
fasilitas kerja, hak untuk rnemperoleh pelatihan kejuruan dan 
pelatihan ulang termasuk masa kerja sebagai magang, pelatihan 
kejuruan lanjutan dan pelatihan ulang lanjutan;
Hak untuk menerima upah yang sama, termasuk tunjangan-(d)	
tunjangan, baik untuk perlakuan yang sama sehubungan 
dengan pekerjaan dengan nilai yang sama, maupun persamaan 
perlakuan dalam penilaian kualitas pekerjaan;
Hak atas jaminan sosial, khususnya dalam hal pensiun, (e)	
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pengangguran, sakit, cacat, lanjut usia, serta lain-lain 
ketidakmampuan untuk bekerja, hak atas masa cuti yang 
dibayar;
Hak atas perlindungan kesehatan dan keselamatan keria, (f)	
termasuk usaha perlindungan terhadap fungsi melanjutkan 
keturunan.

Untuk mencegah diskriminasi terhadap wanita atas dasar 2.	
perkawinan atau kehamilan dan untuk menjamin hak efektif mereka 
untuk bekerja, negara-negara peserta wajib membuat peraturan-
peraturan yang tepat:

Untuk melarang, dengan dikenakan sanksi pemecatan atas (a)	
dasar kehamilan atau cuti hamil dan diskriminasi dalam 
pemberhentian atas dasar status perkawinan;
Untuk mengadakan peraturan cuti hamil dengan bayaran atau (b)	
dengan tunjangan sosial yang sebanding tanpa kehilangan 
pekerjaan semula.
Untuk menganjurkan pengadaan pelayanan sosial yang perlu (c)	
guna memungkinkan para orang tua menggabungkan kewajiban-
kewajiban keluarga dengan tanggung jawab pekerjaan dan 
partisipasi dalam kehidupan masyarakat, khususnya dengan 
meningkatkan pembentukan dan pengembangan suatu jaringan 
tempat-tempat penitipan anak;
Untuk memberi perlindungan khusus kepada kaum wanita (d)	
selama kehamilan pada jenis pekerjaan yang terbukti berbahaya 
bagi mereka; 

Perundang-undangan yang bersifat melindungi sehubungan dengan 3.	
hal-hal yang tercakup dalam pasal ini wajib ditinjau kemball secara 
berkala berdasar ilmu pengetahuan dan teknologi, serta direvisi, 
dicabut atau diperluas menurut keperluan.

Pasal 12
Negara-negara peserta wajib membuat peraturan-peraturan yang 1.	
tepat untuk menghapus diskriminasi terhadap wanita di bidang 
pemeliharaan kesehatan dan supaya menjamin  diperolehnya 
pelayanan kesehatan termasuk pelayanan yang berhubungan 
dengan keluarga berencana, atas dasar persamaan antara pria dan 
wanita.
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Sekalipun terdapat ketentuan pada ayat 1) ini, negara-negara peserta 2.	
wajib menjamin kepada wanita pelayanan yang layak berkaitan 
dengan kehamilan, persalinan dan masa sesudah persalinan, 
dengan memberikan pelayanan cuma-cuma dimana perlu, serta 
pemberian makanan bergizi yang cukup selama kehamilan dan 
masa menyusui.

Pasal 13
Negara-negara wajib membuat peraturan-peraturan yang tepat untuk 
menghapus diskriminasi terhadap wanita di lain-lain bidang kehidupan 
ekonomi dan sosial supaya menjamin hak-hak yang sama, atas dasar 
persamaan antara pria dan wanita, khususnya:

Hak atas tunjangan keluarga;(a)	
Hak atas pinjaman bank, hipotek dan lain-lain bentuk kredit (b)	
permodalan;
Hak untuk ikut serta dalam kegiatan-kegiatan rekreasi, olah (c)	
raga dan semua segi kehidupan kebudayaan.

Pasal 14
Negara-negara peserta wajib memperhatikan masalah-masalah 1.	
khusus yang dihadapi oleh wanita di daerah pedesaan dan peranan 
yang dimainkan wanita pedesaan demi kelangsungan hidup 
keluarga mereka di bidang ekonomi, termasuk pekerjaan mereka 
pada sektor ekonomi bukan penghasil uang, dan wajib membuat 
peraturan-peraturan yang tepat untuk meniamin penerapan 
ketentuan-ketentuan Konvensi ini bagi wanita di daerah pedesaan.
Negara-negara peserta wajib membuat peraturan-peraturan 2.	
yang tepat untuk menghapus disktiminasi terhadap wanita di 
daerah pedesaan, dan menjamin bahwa mereka ikut serta dalam 
dan mengecap manfaat dari pembangunan pedesaan atas dasar 
persamaan antara pria dan wanita, khususnya menjamin kepada 
wanita pedesaan hak:

Untuk berpartisipasi dalam perluasan dan implementasi (a)	
perencanaan pembangunan di segala tingkat;
Untuk memperoleh fasilitas pemeliharaan kesehatan yang (b)	
memadai, termasuk penerangan, penyuluhan dan pelayanan 
dalam keluarga berencana;
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Untuk mendapatkan manfaat langsung dari program jaminan (c)	
sosial;
Untuk memperoleh segala jenis pelatihan dan pendidikan, (d)	
baik formal maupun non formal, termasuk yang berhubungan 
dengan pemberantasan buta huruf fungsional, serta manfaat 
semua pelayanan masyarakat dan pelayanan penyuluhan guna 
meningkatkan ketrampilan teknik mereka;
Untuk membentuk kelompok-kelompok swadaya dan (e)	
koperasi supaya memperoleh peluang yang sama terhadap 
kesempatankesempatan ekonomi melalui pekerjaan atau 
kewiraswastaan;
Untuk berpartisipasi dalam semua kegiatan masyarakat;(f)	
Untuk dapat memperoleh kredit dan pinjaman pertanian, (g)	
fasilitas pemasaran, tehnologi tepat-guna, serta periakuan sama 
pada landreform dan urusan-urusan pertanahan termasuk 
pengaturan-pengaturan tanah pemukiman;
Untuk menikmati kondisi hidup yang memadai, terutama yang (h)	
berhubungan dengan perumahan, sanitasi, penyediaan listrik 
dan air, pengangkutan dan komunikasi.

BAGIAN IV
Pasal 15

Negara-negara peserta wajib memberikan kepada wanita persamaan 1.	
hak dengan pria di muka hukum.
Negara-negara peserta wajib memberikan kepada wanita dalam 2.	
urusan urusan sipil kecakapan hukum yang sama dengan kaum 
pria dan kesempatan yang sama untuk menjalankan kecakapan 
tersebut, khususnya agar memberikan kepada wanita hak-hak yang 
sama untuk menandatangani kontrak-kontrak dan untuk mengurus 
harta benda, serta wajib memberi mereka perlakuan yang sama pada 
semua tingkatan prosedur di muka hakim dan pengadilan.
Negara-negara peserta bersepakat bahwa semua kontrak dan semua 3.	
dokumen yang mempunyai kekuatan hukum yang ditujukan 
kepada pembatasan kecakapan hukum bagi wanita, wajib dianggap 
batal dan tidak berlaku.
Negara-negara peserta wajib memberikan kepada pria dan wanita 4.	
hak-hak yang sama berkenaan dengan hukum yang berhubungan 
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dengan mobilitas orang-orang dan kebebasan untuk memilih tempat 
tinggal dan domisili mereka.

Pasal 16
Negara-negara peserta wajib membuat peraturan-peraturan yang 1.	
tepat untuk menghapus diskriminasi terhadap wanita dalam semua 
urusan yang berhubungan dengan perkawinan dan hubungan 
kekeluargaan atas dasar persamaan antara pria dan wanita, dan 
khususnya akan menjamin:

Hak yang sama untuk memasuki jenjang perkawinan;a)	
Hak yang sama untuk memilih suami secara bebas dan untuk b)	
memasuki jenjang perkawinan hanya dengan persetujuan yang 
bebas dan sepenuhnya;
Hak dan tanggungjawab yang sama selama perkawinan dan c)	
pada pemutusan perkawinan;
Hak dan tanggungjawab yang sama sebagai orang tua, d)	
terlepas dari status kawin  mereka, dalam urusan-urusan yang 
berhubungan dengan anak-anak mereka. Dalam semua kasus, 
kepentingan anakanaklah yang wajib diutamakan;
Hak yang sama untuk menentukan secara bebas dan e)	
bertanggungjawab jumlah dan penjarakan kelahiran anak-anak 
mereka serta untuk memperoleh penerangan, pendidikan dan 
sarana-sarana untuk memungkinkan mereka menggunakan 
hak-hak ini;
Hak dan tanggung jawab yang sama berkenaan dengan f)	
perwalian, pemeliharaan, pengawasan dan pengangkatan anak 
atau lembaga-lembaga yang sejenis di mana konsep-konsep ini 
ada dalam perundang-undangan nasional, dalam semua kasus 
kepentingan anak-anaklah yang wajib diutamakan;
Hak pribadi yang sama sebagai suami isteri, termasuk hak untuk g)	
memilih nama keluarga, profesi dan jabatan;
Hak sama untuk kedua suami isteri bertalian dengan pemilikan, h)	
perolehan, pengelolaan, administrasi, penikmatan dan 
memindahtangankan harta benda, baik secara cuma-cuma 
maupun dengan penggantian berupa uang.

Pertunangan dan perkawinan seorang anak tidak akan mempunyai 2.	
akibat hukum dan semua tindakan yang periu, termasuk perundang-
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undangan, wajib diambil untuk menetapkan usia minimum untuk 
kawin dan untuk mewajibkan pendaftaran perkawinan di Kantor 
Catatan Sipil yang resmi.

BAGIAN V
Pasal 17

Untuk menilai kemajuan yang telah dibuat pada implementasi 1.	
Konvensi yang sekarang ini, dibentuk suatu Komite Penghapusan 
Diskriminasi Terhadap Wanita (Komite CEDAW, selanjutnya 
disebut Komite). Pada waktu Konvensi ini mulai berlaku, Komite 
terdiri dari delapan belas orang dan setelah Konvensi ini diartifikasi 
atau dilakukan aksesi oleh negara peserta ketiga puluh lima, terdiri 
dari dua puluh tiga orang ahli yang bermartabat tinggi dan kompeten 
di bidang yang dicakup oleh Konvensi ini. Ahli-ahli ini akan dipilih 
oleh negara-negara peserta diantara warganegaranya dan bertindak 
dalam kapasitas pribadi mereka, dengan mempertimbangkan 
distribusi geografis yang tepat dan mempertimbangkan unsur-
unsur dari berbagai bentuk peradaban manusia dan sistem hukum 
utama yang berlaku.
Anggota-anggota Komite dipilih dengan jalan pemungutan suara 2.	
secara rahasia dari daftar nama orang-orang yang dicalonkan oleh 
negara-negara peserta. Setiap negara peserta mencalonkan seorang 
di antara warganegaranya sendiri.
Pemilihan pertama diadakan enam bulan setelah tanggal mulai 3.	
berlakunya Konvensi. Sekurang-kurangnya tiga bulan sebelum 
tanggal setiap pemilihan, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa 
Bangsa mengirimkan surat kepada negara-negara peserta, 
mengundang mereka untuk mengajukan pencalonan mereka 
dalam waktu dua bulan. Sekretaris Jenderal mempersiapkan daftar 
menurut urutan dari semua orang yang dicalonkan itu, dengan 
mencantumkan nama negara peserta yang telah mencalonkan 
mereka, dan menyampalkan daftar itu kepada negara peserta;
Pemilihan para anggota Komite diadakan pada suatu rapat antar 4.	
negara-negara peserta yang diundang oleh Sekretaris Jenderal di 
Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Pada rapat tersebut, dua pertiga dari negara-negara yang terpilih 5.	
untuk Komite itu adalah calon-calon yang memperoleh jumlah 
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suara terbesar dan mayoritas mutlak dari suara para wakil negara-
negara peserta yang hadir yang memberikan suara.
Para anggota Komite dipilih untuk masa jabatan empat tahun. 6.	
Namun, masa jabatan sembilan orang di antara anggota yang dipilih 
pada pemilihan pertama habis waktunya setelah dua tahun berakhir; 
segera setelah pemilihan pertama, nama-nama ke sembilan anggota 
ini dipilih melalui undian oleh Ketua Komite.
Pemilihan lima orang anggota Komite tambahan diadakan sesual 7.	
dengan ketentuan ayat 2), 3) dan 4) pasal lni, setelah ratifikasi atau 
aksesi yang ke tiga puluh lima. Masa jabatan dua orang di antara 
anggota-anggota tambahan yang dipilih pada kesempatan ini habis 
waktunya setelah dua tahun berakhir, nama-nama kedua anggota 
ini dipilih melalui undian oleh Ketua Komite.
Untuk mengisi lowongan yang timbul secara insidentil, negara-8.	
negara peserta yang ahlinya berhenti berfungsi sebagai anggota, 
Komite menunjuk ahli lain dari antara warga negara yang harus 
disetujui oleh Komite.
Anggota Komite dengan persetujuan Majelis Umum Perserikatan 9.	
BangsaBangsa, akan menerima tunjangan-tunjangan dari sumber-
sumber Perserikatan Bangsa-Bangsa menurut syarat-syarat seperti 
yang ditentukan oleh Majelis, mengingat pentingnya tanggung 
jawab Komite.
Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa Bangsa menyediakan 10.	
pegawai-pegawai dan fasilitas yang diperlukan bag! pelaksanaan 
efektif fungsi-fungsi Komite di bawah Konvensi ini.

Pasal 18
Negara-negara peserta akan menyampaikan kepada Sekretaris 1.	
Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, untuk dipertimbangkan oleh 
Komite laporan mengenai peraturan-peraturan legislatif, judikatif, 
administratif atau langkah-langkah lain yang telah diambil untuk 
memberiakukan ketentuan-ketentuan dari Konvensi yang sekarang 
ini dan laporan mengenai kemajuan yang dicapai:

Dalam satu tahun setelah mulai berlaku untuk negara yang (a)	
bersangkutan; dan 
Sesudah itu sekurang-kurangnya tiap empat tahun dan (b)	
selanjutnya sewaktu-waktu sesuai permintaan Komite.
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Laporan dapat memuat faktor dan kesulitan yang mempengaruhi 2.	
tingkat pelaksanaan kewajiban-kewajiban yang terdapat di dalam 
Konvensi ini.

Pasal 19
Komite wajib membuat peraturan-peraturan prosedurnya sendiri.1.	
Komite wajib memilih pejabat-pejabatnya untuk masa jabatan dua 2.	
tahun.

Pasal 20
Komite wajib tiap tahun mengadakan pertemuan untuk jangka waktu 1.	
tidak lebih dari dua minggu guna mempertimbangkan laporan-
laporan yang diajukan sesual dengan pasal 18 Konvensi ini.
Pertemuan Komite tersebut pada ayat 1) diadakan di Markas Besar 2.	
Perserikatan Bangsa-Bangsa atau di tempat lain sesuai dengan 
keputusan Panitia.

Pasal 21
Komite, melalui Dewan Ekonomi dan Sosial, setiap tahun wajib 1.	
melapor kepada Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa 
mengenai kegiatannya serta dapat memberi saran-saran dan 
rekomendasi umum berdasarkan penelitian laporan-laporan dan 
keterangan yang diterima dari negara-negara peserta. Saran-saran 
dan rekomendasi umum tersebut wajib dimasukkan dalam laporan 
Komite bersama-sama dengan tanggapan, jika ada, dari negara-
negara peserta.
Sekretaris Jenderal wajib mengirim laporan-laporan Komite kepada 2.	
Komisi Kedudukan Wanita, untuk diketahui.

Pasal 22
Badan-badan khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa berhak untuk diwakili 
sesuai dengan lingkup kegiatan mereka pada waktu dipertimbangkan 
pelaksanaan ketentuan-ketentuan Konvensi ini. Komite dapat meminta 
badan-badan khusus tersebut untuk menyerahkan laporannya mengenai 
pelaksanaan Konvensi yang termasuk lingkup kegiatan mereka.



252

BAGIAN VI
Pasal 23

Apapun dalam Konvensi ini tidak akan mempengaruhl ketentuan 
manapun yang lebih baik bagi tercapainya persamaan antara pria dan 
wanita yang mungkin terdapat:

Dalam perundang-undangan suatu negara peserta; atau(a)	
Dalam Konvensi, perjanjian atau persetujuan lnternasional (b)	
manapun yang berlaku bagi negara itu.

Pasal 24
Negara-negara peserta mengusahakan untuk mengambil segala langkah 
yang perlu pada tingkat nasional yang ditujukan pada tercapainya 
perwujudan sepenuhnya dari hak-hak yang diakui dalam Konvensi ini.

Pasal 25
Konvensi ini terbuka untuk penandatanganan oleh semua negara.1.	
Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa ditunjuk sebagai 2.	
penyimpan Konvensi ini.
Konvensi ini perlu diratifikasi. Instrumen-instrumen ratifikasi 3.	
disimpan pada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Konvensi ini terbuka untuk aksesi oleh semua negara. Aksesi berlaku 4.	
dengan penyimpanan instrumen aksesi pada Sekretaris Jenderal 
Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Pasal 26
Permintaan untuk merevisi Konvensi ini dapat diajukan sewaktu-1.	
waktu oleh setiap negara peserta dengan  pemberitahuan tertulis 
yang dialamatkan kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-
Bangsa.
Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa apabila perlu 2.	
menentukan langkah-langkah yang akan diambil bertalian dengan 
permintaan tersebut.

Pasal 27
Konvensi ini mulai beriaku pada hari ke tiga puluh setelah tanggal 1.	
disimpankannya instrumen ratifikasi atau instrumen aksesi yang 
kedua puluh pada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa.
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Bagi setiap Negara yang meratifikasi Konvensi ini atau yang 2.	
melakukan aksesi setelah penyimpanan lnstrumen ratifikasi atau 
instrumen aksesi yang kedua puluh, Konvensi ini mulai berlaku 
pada hari ketiga puluh setelah tanggal disimpankannya lnstrumen 
ratifikasi atau instrumen aksesinya sendiri.

Pasal 28
Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa menerima dan 1.	
mengedarkan kepada semua negara naskah keberatan-keberatan 
yang dibuat oleh negara-negara pada waktu ratifikasi atau aksesi.
Keberatan yang bertentangan dengan sasaran dan tujuan Konvensi 2.	
ini tidak diijinkan.
Keberatan-keberatan sewaktu-waktu dapat ditarik kembali dengan 3.	
memberitahukannya kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan 
BangsaBangsa yang kemudian memberitahukan hal tersebut kepada 
semua negara.

Pasal 29
Setiap perselisihan antara dua atau lebih negara peserta mengenai 1.	
penafsiran atau penerapan Konvensi ini yang tidak diselesaikan 
melalui perundingan, diajukan untuk arbitrasi atas permohonan 
salah satu diantara negara-negara tersebut. Jika dalam enam bulan 
sejak tanggal permohonan untuk arbitrast pihak-pihak tidak dapat 
bersepakat mengenai penyelenggaraan arbitrasi itu, salah satu dari 
pihak-pihak tersebut dapat menyerahkan perselisihan itu kepada 
Mahkamah Internasional melalui permohonan yang sesuai dengan 
Peraturan Mahkamah itu.
Setiap negara peserta pada waktu penandatanganan atau ratifikasi 2.	
Konvensi ini atau pada waktu aksesi dapat menyatakan bahwa 
negara peserta itu tidak menganggap dirinya terikat oleh ayat I 
pasal ini, negara-negara peserta lain tidak akan terikat oleh ayat itu 
terhadap negara peserta yang telah membuat keberatan demikian.
Negara peserta yang telah mengajukan keberatan seperti tersebut 3.	
pada ayat 2) pasal ini sewaktu-waktu dapat menarik kembali 
keberatannya dengan jalan pemberitahuan kepada Sekretaris 
Jenderal Perserikatan Bangsa Bangsa.
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Pasal 30
Konvensi ini, yang naskahnya dibuat dalam bahasa Arab, Cina, Inggris, 
Perancis, Rusia, dan Spanyol, mempunyai kekuatan yang sama dan 
wajib disimpan pada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa Bangsa.

Demikianlah yang bertandatangan di bawah ini, diberi kuasa 
sebagaimana mestinya, telah menandatangani Konvensi ini.



Undang-Undang Republik Indonesia 
Nomor 23 Tahun 2004

Tentang

Penghapusan Kekerasan 
Dalam Rumah Tangga
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UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 23 TAHUN 2004

TENTANG
PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a.	 bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan 
rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan 
sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945;

b.	 bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan 
dalam rumah tangga, merupakan pelanggaran hak 
asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat 
kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus 
dihapus;

c.	 bahwa korban kekerasan dalam rumah tangga, yang 
kebanyakan adalah perempuan, harus mendapat 
perlindungan dari negara dan/atau masyarakat agar 
terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman 
kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang 
merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan;

d.	 bahwa dalam kenyataannya kasus kekerasan dalam 
rumah tangga banyak terjadi, sedangkan sistem 
hukum di Indonesia belum menjamin perlindungan 
terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga;

e.	 bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan 
huruf d, perlu dibentuk Undang-Undang tentang 
Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga; 
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Mengingat : 	 Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28A, Pasal 28B, Pasal 28D 
ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28E, Pasal 28F, Pasal 28G, 
Pasal 28H, Pasal 28I, Pasal 28J, dan Pasal 29 Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : 	U NDANG-UNDANG TENTANG 
PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM 
RUMAH TANGGA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:
1.	 Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap 

seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya 
kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, 
dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk 
melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan 
secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

2. 	 Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah jaminan 
yang diberikan oleh negara untuk mencegah terjadinya kekerasan 
dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah 
tangga, dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga.

3.	 Korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman 
kekerasan dalam lingkup rumah tangga.

4. 	 Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan 
rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, 
advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau 
pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan 
pengadilan.
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5.	 Perlindungan Sementara adalah perlindungan yang langsung 
diberikan oleh kepolisian dan/atau lembaga sosial atau pihak lain, 
sebelum dikeluarkannya penetapan perintah perlindungan dari 
pengadilan.

6. 	 Perintah Perlindungan adalah penetapan yang dikeluarkan oleh 
Pengadilan untuk memberikan perlindungan kepada korban.

7. 	 Menteri adalah menteri yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya 
dibidang pemberdayaan perempuan.

Pasal 2
(1) Lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang ini meliputi:

a.	 suami, isteri, dan anak;
b. 	 orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan 

orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan 
darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, 
yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau 

c. 	 orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap 
dalam rumah tangga tersebut.

(2) Orang yang bekerja sebagaimana dimaksud huruf c dipandang 
sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam 
rumah tangga yang bersangkutan.

BAB II
ASAS DAN TUJUAN

Pasal 3
Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dilaksanakan berdasarkan 
asas:
a.	 penghormatan hak asasi manusia;
b.	 keadilan dan kesetaraan gender;
c.	 non diskriminasi; dan
d.	 perlindungan korban.

Pasal 4
Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga bertujuan:
a.	 mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga;
b.	 melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga;
c.	 menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga; dan
d.	 memelihara  keutuhan  rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.
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BAB III
LARANGAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

Pasal 5
Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga 
terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara:
a.	 kekerasan fisik;
b.	 kekerasan psikis;
c.	 kekerasan seksual; atau
d.	 penelantaran rumah tangga.

Pasal 6
Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah 
perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.

Pasal 7
Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah 
perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, 
hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau 
penderitaan psikis berat pada seseorang.

Pasal 8
Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c 
meliputi:
a.	 pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang 

menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut;
b.	 pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup 

rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/
atau tujuan tertentu.

Pasal 9
(1) 	 Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah 

tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau 
karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, 
perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.

(2) 	 Penelantaran sebagaimana dimaksud ayat (1) juga berlaku bagi 
setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan 
cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di 
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dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali 
orang tersebut.

BAB IV
HAK-HAK KORBAN

Pasal 10
Korban berhak mendapatkan:
a.	 perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, 

advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun 
berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;

b.	 pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis; 
c.	 penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban;
d.	 pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap 

tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan; dan

e.	 pelayanan bimbingan rohani.

BAB V
KEWAJIBAN PEMERINTAH DAN MASYARAKAT

Pasal 11
Pemerintah bertanggung jawab dalam upaya pencegahan kekerasan 
dalam rumah tangga.

Pasal 12
(1)  	Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 11, pemerintah:
 a.	 merumuskan kebijakan tentang penghapusan kekerasan dalam 

rumah tangga;
 b. 	menyelenggarakan komunikasi, informasi, dan edukasi tentang 

kekerasan dalam rumah tangga;
 c. menyelenggarakan advokasi dan sosialisasi tentang kekerasan 

dalam rumah tangga;
d. 	 menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sensitif gender 

dan isu kekerasan dalam rumah tangga serta menetapkan 
standar dan akreditasi pelayanan yang sensitif gender.

(2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan oleh menteri.
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(3) 	 Menteri dapat melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam 
melakukan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 13
Untuk penyelenggaraan pelayanan terhadap korban, pemerintah dan 
pemerintah daerah sesuai dengan fungsi dan tugas masing-masing 
dapat melakukan upaya:
a.	 penyediaan ruang pelayanan khusus di kantor kepolisian;
b.	 penyediaan aparat, tenaga kesehatan, pekerja sosial, dan pembimbing 

rohani;
c.	 pembuatan dan pengembangan sistem dan mekanisme kerja sama 

program pelayanan yang melibatkan pihak yang mudah diakses 
oleh korban; dan

d.	 memberikan perlindungan bagi pendamping, saksi, keluarga, dan 
teman korban.

Pasal 14
Untuk menyelenggarakan upaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
13, pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan fungsi dan tugas 
masing-masing, dapat melakukan kerja sama dengan masyarakat atau 
lembaga sosial lainnya.

Pasal 15
Setiap orang yang mendengar, melihat, atau mengetahui terjadinya 
kekerasan dalam rumah tangga wajib melakukan upaya-upaya sesuai 
dengan batas kemampuannya untuk:
a.	 mencegah berlangsungnya tindak pidana;
b.	 memberikan perlindungan kepada korban;
c.	 memberikan pertolongan darurat; dan
d.	 membantu   proses    pengajuan  permohonan  penetapan 

perlindungan.

BAB VI
PERLINDUNGAN

Pasal 16
(1) 	 Dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak 

mengetahui atau menerima laporan kekerasan dalam rumah tangga, 
kepolisian wajib segera memberikan perlindungan sementara pada 
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korban.
(2) 	 Perlindungan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

diberikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak korban diterima atau 
ditangani.

(3) 	 Dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak 
pemberian perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
kepolisian wajib meminta surat penetapan perintah perlindungan 
dari pengadilan.

Pasal 17
Dalam memberikan perlindungan sementara, kepolisian dapat bekerja 
sama dengan tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, 
dan/atau pembimbing rohani untuk mendampingi korban.

Pasal 18
Kepolisian wajib memberikan keterangan kepada korban tentang hak 
korban untuk mendapat pelayanan dan pendampingan.

Pasal 19
Kepolisian wajib segera melakukan penyelidikan setelah mengetahui 
atau menerima laporan tentang terjadinya kekerasan dalam rumah 
tangga.

Pasal 20
Kepolisian segera menyampaikan kepada korban tentang:
a.	 identitas petugas untuk pengenalan kepada korban;
b. 	 kekerasan dalam rumah tangga adalah kejahatan terhadap martabat 

kemanusiaan; dan
c.	 kewajiban kepolisian untuk melindungi korban.

Pasal 21
(1) 	 Dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada korban, tenaga 

kesehatan harus:
a.	 memeriksa  kesehatan  korban  sesuai  dengan standar 

profesinya;
b. 	 membuat laporan tertulis hasil pemeriksaan terhadap korban 

dan visum et repertum atas permintaan penyidik kepolisian atau 
surat keterangan medis yang memiliki kekuatan hukum yang 
sama sebagai alat bukti.
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(2) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 
di sarana kesehatan milik pemerintah, pemerintah daerah, atau 
masyarakat.

Pasal 22
(1) Dalam memberikan pelayanan, pekerja sosial harus:

a. 	 melakukan konseling untuk menguatkan dan memberikan rasa 
aman bagi korban;

b.	 memberikan informasi mengenai hak-hak korban untuk 
mendapatkan perlindungan dari kepolisian dan penetapan 
perintah perlindungan dari pengadilan;

c.	  mengantarkan  korban  ke ruma  aman  atau tempat tinggal 
alternatif; dan

d.	 melakukan  koordinasi  yang  terpadu  dalam memberikan 
layanan kepada korban dengan pihak kepolisian, dinas sosial, 
lembaga sosial yang dibutuhkan korban.

(2) Pelayanan pekerja sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan di rumah aman milik pemerintah, pemerintah daerah, 
atau masyarakat.

Pasal 23
Dalam memberikan pelayanan, relawan pendamping dapat:
a. 	 menginformasikan kepada korban akan haknya untuk mendapatkan 

seorang atau beberapa orang pendamping;
b. 	 mendampingi korban ditingkat penyidikan, penuntutan atau tingkat 

pemeriksaan pengadilan dengan membimbing korban untuk secara 
objektif dan lengkap memaparkan kekerasan dalam rumah tangga 
yang dialaminya;

c.	 mendengarkan secara empati segala penuturan korban sehingga 
korban merasa aman didampingi oleh pendamping; dan

d.	 memberikan  dengan  aktif  penguatan  secara  psikologis  dan fisik 
kepada korban.

Pasal 24
Dalam memberikan pelayanan, pembimbing rohani harus memberikan 
penjelasan mengenai hak, kewajiban, dan memberikan penguatan iman 
dan taqwa kepada korban.
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Pasal 25
Dalam hal memberikan perlindungan dan pelayanan, advokat wajib:
a.	 memberikan konsultasi hukum yang mencakup informasi mengenai 

hak-hak korban dan proses peradilan;
b. 	 mendampingi korban di tingkat penyidikan, penuntutan, dan 

pemeriksaan dalam sidang pengadilan dan membantu korban 
untuk secara lengkap memaparkan kekerasan dalam rumah tangga 
yang dialaminya; atau

c. 	 melakukan koordinasi dengan sesama penegak hukum, relawan 
pendamping, dan pekerja sosial agar proses peradilan berjalan 
sebagaimana mestinya.

Pasal 26
(1) 	 Korban berhak melaporkan secara langsung kekerasan dalam rumah 

tangga kepada kepolisian baik di tempat korban berada maupun di 
tempat kejadian perkara.

(2) 	 Korban dapat memberikan kuasa kepada keluarga atau orang lain 
untuk melaporkan kekerasan dalam rumah tangga kepada pihak 
kepolisian baik di tempat korban berada maupun di tempat kejadian 
perkara.

Pasal 27
Dalam hal korban adalah seorang anak, laporan dapat dilakukan 
oleh orang tua, wali, pengasuh, atau anak yang bersangkutan yang 
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku.

Pasal 28
Ketua pengadilan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sejak diterimanya 
permohonan wajib mengeluarkan surat penetapan yang berisi perintah 
perlindungan bagi korban dan anggota keluarga lain, kecuali ada alasan 
yang patut.

Pasal 29
Permohonan untuk memperoleh surat perintah perlindungan dapat 
diajukan oleh:
a. korban atau keluarga korban;
b. teman korban;
c. kepolisian;



265

d. relawan pendamping; atau
e. pembimbing rohani.

Pasal 30
(1) 	 Permohonan perintah perlindungan disampaikan dalam bentuk 

lisan atau tulisan.
(2) 	 Dalam hal permohonan diajukan secara lisan, panitera pengadilan 

negeri setempat wajib mencatat permohonan tersebut.
(3) 	 Dalam hal permohonan perintah perlindungan diajukan oleh 

keluarga, teman korban, kepolisian, relawan pendamping, 
atau pembimbing rohani maka korban harus memberikan 
persetujuannya.

(4) 	 Dalam keadaan tertentu, permohonan dapat diajukan tanpa 
persetujuan korban.

Pasal 31
(1) 	 Atas permohonan korban atau kuasanya, pengadilan dapat 

mempertimbangkan untuk:
a.	 menetapkan suatu kondisi khusus;
b. 	 mengubah atau membatalkan suatu kondisi khusus dari 

perintah perlindungan.
(2) 	 Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan 

bersama-sama dengan proses pengajuan perkara kekerasan dalam 
rumah tangga.

Pasal 32
(1)  Perintah perlindungan dapat diberikan dalam waktu paling lama 1 

(satu) tahun.
(2)	 Perintah perlindungan dapat diperpanjang atas penetapan 

pengadilan.
(3)	 Permohonan perpanjangan Perintah Perlindungan diajukan 7 

(tujuh) hari sebelum berakhir masa berlakunya.

Pasal 33
(1) 	 Pengadilan dapat menyatakan satu atau lebih tambahan perintah 

perlindungan.
(2) 	 Dalam pemberian tambahan  perintah  perlindungan, pengadilan 

wajib mempertimbangkan keterangan dari korban, tenaga kesehatan, 
pekerja sosial, relawan pendamping, dan/atau pembimbing rohani.
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Pasal 34
(1) 	 Berdasarkan pertimbangan bahaya yang mungkin timbul, 

pengadilan dapat menyatakan satu atau lebih tambahan kondisi 
dalam perintah perlindungan.

(2)	 Dalam pemberian tambahan kondisi dalam perintah perlindungan, 
pengadilan wajib mempertimbangkan keterangan dari korban, 
tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, dan/atau 
pembimbing rohani.

Pasal 35
(1)	 Kepolisian dapat menangkap untuk selanjutnya melakukan 

penahanan tanpa surat perintah terhadap pelaku yang diyakini 
telah melanggar perintah perlindungan, walaupun pelanggaran 
tersebut tidak dilakukan di tempat polisi itu bertugas.

(2)	 Penangkapan dan penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
wajib diberikan surat perintah penangkapan dan penahanan setelah 
1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam.

(3)	 Penangguhan  penahanan   tidak   berlaku      terhadap penahanan 
sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 36
(1) 	 Untuk memberikan perlindungan kepada korban, kepolisian dapat 

menangkap pelaku dengan bukti permulaan yang cukup karena 
telah melanggar perintah perlindungan.

(2) 	 Penangkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilanjutkan 
dengan penahanan yang disertai surat perintah penahanan dalam 
waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam.

Pasal 37
(1) 	 Korban, kepolisian atau relawan pendamping dapat mengajukan 

laporan secara tertulis tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap 
perintah perlindungan.

(2) 	 Dalam hal pengadilan mendapatkan laporan tertulis sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), pelaku diperintahkan menghadap dalam 
waktu 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam guna dilakukan 
pemeriksaan.

(3) 	 Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh 
pengadilan di tempat pelaku pernah tinggal bersama korban pada 
waktu pelanggaran diduga terjadi.
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Pasal 38
(1) 	 Apabila pengadilan mengetahui bahwa pelaku telah melanggar 

perintah perlindungan dan diduga akan melakukan pelanggaran 
lebih lanjut, maka Pengadilan dapat mewajibkan pelaku untuk 
membuat pernyataan tertulis yang isinya berupa kesanggupan 
untuk mematuhi perintah perlindungan.

(2) 	 Apabila pelaku tetap tidak mengindahkan surat pernyataan tertulis 
tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengadilan dapat 
menahan pelaku paling lama 30 hari.

(3) 	 Penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan 
surat perintah penahanan.

BAB VII
PEMULIHAN KORBAN

Pasal 39
Untuk kepentingan pemulihan, korban dapat memperoleh pelayanan 
dari:
a. tenaga kesehatan;
b. pekerja sosial;
c. relawan pendamping; dan/atau
d. pembimbing rohani.

Pasal 40
(1) Tenaga kesehatan wajib memeriksa korban sesuai dengan standar 

profesinya.
(2) 	 Dalam hal korban memerlukan perawatan, tenaga kesehatan wajib 

memulihkan dan merehabilitasi kesehatan korban.

Pasal 41
Pekerja sosial, relawan pendamping, dan/atau pembimbing rohani wajib 
memberikan pelayanan kepada korban dalam bentuk pemberian konseling 
untuk menguatkan dan/atau memberikan rasa aman bagi korban.

Pasal 42
Dalam rangka pemulihan terhadap korban, tenaga kesehatan, pekerja 
sosial, relawan pendamping dan/atau pembimbing rohani dapat 
melakukan kerja sama.
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Pasal 43
Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan upaya pemulihan 
dan kerja sama diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 44
(1) 	 Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam 

lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf 
a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau 
denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

(2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, 
dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau 
denda paling banyak Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

(3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara 
paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp 
45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).

(4) 	 Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 
oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan 
penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan 
atau mata pencaharian atau kegiatan seharí-hari, dipidana dengan 
pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling 
banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Pasal 45
(1) 	 Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam 

lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf 
b dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau 
denda paling banyak Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).

(2) 	 Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 
oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan 
penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau 
mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 
3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
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Pasal 46
Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana 
dimaksud pada Pasal 8 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling 
lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp 36.000.000,00 
(tiga puluh enam juta rupiah).

Pasal 47
Setiap orang yang memaksa orang yang menetap dalam rumah 
tangganya melakukan hubungan seksual sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 8 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) 
tahun dan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda 
paling sedikit Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) atau denda paling 
banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 48
Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan Pasal 
47 mengakibatkan korban mendapat luka yang tidak memberi harapan 
akan sembuh sama sekali, mengalami gangguan daya pikir atau 
kejiwaan sekurang-kurangnya selama 4 (empat) minggu terus menerus 
atau 1 (satu) tahun tidak berturut-turut, gugur atau matinya janin dalam 
kandungan, atau mengakibatkan tidak berfungsinya alat reproduksi, 
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan 
pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun atau denda paling 
sedikit Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan denda paling 
banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 49
Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda 
paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), setiap orang 
yang:
a.	 menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1);
b.	 menelantarkan orang lain sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (2).

Pasal 50
Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab ini hakim dapat 
menjatuhkan pidana tambahan berupa:
a.	 pembatasan  gerak  pelaku  baik  yang  bertujuan   untuk menjauhkan 

pelaku dari korban dalam jarak dan waktu tertentu, maupun 
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pembatasan hak-hak tertentu dari pelaku;
b. 	 penetapan pelaku mengikuti program konseling di bawah 

pengawasan lembaga tertentu.

Pasal 51
Tindak pidana kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 
ayat (4) merupakan delik aduan.

Pasal 52
Tindak pidana kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 
ayat (2) merupakan delik aduan.

Pasal 53
Tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 
yang dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya merupakan 
delik aduan.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 54
Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan 
dilaksanakan menurut ketentuan hukum acara pidana yang berlaku, 
kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.

Pasal 55
Sebagai salah satu alat bukti yang sah, keterangan seorang saksi korban 
saja sudah cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah, apabila 
disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 56
Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Undang-Undang ini dengan menempatkannya dalam Lembaga Negara 
Republik Indonesia.
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PENJELASAN
ATAS

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 23 TAHUN 2004

TENTANG
PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

I. UMUM
Keutuhan dan kerukunan rumah tangga yang bahagia, aman, 

tenteram, dan damai merupakan dambaan setiap orang dalam rumah 
tangga. Negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan 
Ketuhanan Yang Maha Esa dijamin oleh Pasal 29 Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan demikian, 
setiap orang dalam lingkup rumah tangga dalam melaksanakan hak 
dan kewajibannya harus didasari oleh agama. Hal ini perlu terus 
ditumbuhkembangkan dalam rangka membangun keutuhan rumah 
tangga.

Untuk mewujudkan keutuhan dan kerukunan tersebut, sangat 
tergantung pada setiap orang dalam lingkup rumah tangga, 
terutama kadar kualitas perilaku dan pengendalian diri setiap orang 
dalam lingkup rumah tangga tersebut.

Keutuhan dan kerukunan rumah tangga dapat terganggu jika 
kualitas dan pengendalian diri tidak dapat dikontrol, yang pada 
akhirnya dapat terjadi kekerasan dalam rumah tangga sehingga 
timbul ketidakamanan atau ketidakadilan terhadap orang yang 
berada dalam lingkup rumah tangga tersebut. 

Untuk mencegah, melindungi korban, dan menindak pelaku 
kekerasan dalam rumah tangga, negara dan masyarakat wajib 
melaksanakan pencegahan, perlindungan, dan penindakan pelaku 
sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara 
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Republik Indonesia Tahun 1945. Negara berpandangan bahwa segala 
bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, adalah 
pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat 
kemanusiaan serta bentuk diskriminasi.

Pandangan negara tersebut didasarkan pada Pasal 28 Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, beserta 
perubahannya. Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan bahwa “Setiap orang 
berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, 
martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta 
berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan 
untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak 
asasi”. Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 menentukan bahwa “Setiap orang berhak 
mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh 
kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan 
keadilan”. Perkembangan dewasa ini menunjukkan bahwa tindak 
kekerasan secara fisik, psikis, seksual, dan penelantaran rumah 
tangga pada kenyataannya terjadi sehingga dibutuhkan perangkat 
hukum yang memadai untuk menghapus kekerasan dalam rumah 
tangga. Pembaruan hukum yang berpihak pada kelompok rentan atau 
tersubordinasi, khususnya perempuan, menjadi sangat diperlukan 
sehubungan dengan banyaknya kasus kekerasan, terutama 
kekerasan dalam rumah tangga. Pembaruan hukum tersebut 
diperlukan karena undang-undang yang ada belum memadai dan 
tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum masyarakat. Oleh 
karena itu, diperlukan pengaturan tentang tindak pidana kekerasan 
dalam rumah tangga secara tersendiri karena mempunyai kekhasan, 
walaupun secara umum di dalam Kitab Undang-Undang Hukum 
Pidana telah diatur mengenai penganiayaan dan kesusilaan serta 
penelantaran orang yang perlu diberikan nafkah dan kehidupan. 
Undang-Undang tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga ini terkait 
erat dengan beberapa peraturan perundangundangan lain yang 
sudah berlaku sebelumnya, antara lain, Undang-Undang Nomor 
1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta 
Perubahannya, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab 
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Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 
1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala 
Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention on the Elimination 
of All Forms of Discrimination Against Women), dan Undang-Undang 
Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang ini, selain mengatur ihwal pencegahan dan 
perlindungan serta pemulihan terhadap korban kekerasan dalam 
rumah tangga, juga mengatur secara spesifik kekerasan yang 
terjadi dalam rumah tangga dengan unsur-unsur tindak pidana 
yang berbeda dengan tindak pidana penganiayaan yang diatur 
dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Selain itu, Undang-
Undang ini juga mengatur ihwal kewajiban bagi aparat penegak 
hukum, tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, 
atau pembimbing rohani untuk melindungi korban agar mereka 
lebih sensitif dan responsif terhadap kepentingan rumah tangga 
yang sejak awal diarahkan pada keutuhan dan kerukunan rumah 
tangga.

Untuk melakukan pencegahan kekerasan dalam rumah 
tangga, Menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang 
pemberdayaan perempuan melaksanakan tindakan pencegahan, 
antara lain, menyelenggarakan komunikasi, informasi, dan edukasi 
tentang pencegahan kekerasan dalam rumah tangga.

Berdasarkan pemikiran tersebut, sudah saatnya dibentuk Undang-
Undang tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga 
yang diatur secara komprehensif, jelas, dan tegas untuk melindungi 
dan berpihak kepada korban, serta sekaligus memberikan 
pendidikan dan penyadaran kepada masyarakat dan aparat bahwa 
segala tindak kekerasan dalam rumah tangga merupakan kejahatan 
terhadap martabat kemanusiaan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Ayat (1)
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Huruf a
Yang dimaksud dengan anak dalam ketentuan ini 
adalah termasuk anak angkat dan anak tiri.

Huruf b
Yang dimaksud dengan “hubungan perkawinan” 
dalam ketentuan ini, misalnya mertua, menantu, ipar, 
dan besan.

Huruf c.
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 3
Huruf a

Cukup jelas.
Huruf b

Yang dimaksud dengan “kesetaraan gender” adalah suatu 
keadaan di mana perempuan dan laki-laki menikmati 
status yang setara dan memiliki kondisi yang sama untuk 
mewujudkan secara penuh hak-hak asasi dan potensinya 
bagi keutuhan dan kelangsungan rumah tangga secara 
proporsional.

Huruf c.
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Yang dimaksud dengan “kekerasan seksual” dalam ketentuan 
ini adalah setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan 
seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar 
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dan/atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan 
orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Huruf a

Yang dimaksud dengan “lembaga sosial” adalah lembaga 
atau organisasi sosial yang peduli terhadap masalah 
kekerasan dalam rumah tangga, misalnya lembaga-lembaga 
bantuan hukum.

Huruf b
Cukup jelas

Huruf c
Cukup jelas

Huruf d
Yang dimaksud dengan “pekerja sosial” adalah seseorang 
yang mempunyai kompetensi profesional dalam 
pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan 
formal atau pengalaman praktik di bidang pekerjaan 
sosial/kesejahteraan sosial yang diakui secara resmi oleh 
pemerintah dan melaksanakan tugas profesional pekerjaan 
sosial.

Huruf e
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Huruf a

Cukup jelas.
Huruf b

Yang dimaksud dengan “tenaga kesehatan” adalah setiap 
orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan 
serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan 
melalui pendidikan dibidang kesehatan yang untuk jenis 
tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya 
kesehatan, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan.
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Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Pasal 14
Yang dimaksud dengan “kerja sama” adalah sebagai wujud peran 
serta masyarakat.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Yang dimaksud dengan “relawan pendamping” dalam ketentuan 
ini adalah orang yang mempunyai keahlian untuk melakukan 
konseling, terapi, dan advokasi guna penguatan dan pemulihan 
diri korban kekerasan.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Ayat (1)

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas

Huruf c
Yang dimaksud dengan “rumah aman” dalam 
ketentuan ini adalah tempat tinggal sementara yang 
digunakan untuk memberikan perlindungan terhadap 
korban sesuai dengan standar yang ditentukan. 
Misalnya, trauma center di Departemen Sosial.
Yang dimaksud dengan “tempat tinggal alternatif” 
dalam ketentuan ini adalah tempat tinggal korban 
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yang terpaksa ditempatkan untuk dipisahkan dan/
atau dijauhkan dari pelaku.

Huruf d
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Ayat (1)

Cukup jelas.
Ayat (2)

Cukup jelas.
Ayat (3)

Cukup jelas.
Ayat (4)

Yang dimaksud dengan ”keadaan tertentu” dalam ketentuan 
ini, misalnya: pingsan, koma, dan sangat terancam jiwanya.

Pasal 31
Ayat (1)

Huruf a
Yang dimaksud “kondisi khusus” dalam ketentuan ini 
adalah pembatasan gerak pelaku, larangan memasuki 
tempat tinggal bersama, larangan membuntuti, 
mengawasi, atau mengintimidasi korban.

Huruf b
Cukup jelas.
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Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
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Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Yang dimaksud dengan “lembaga tertentu” adalah lembaga 
yang sudah terakreditasi menyediakan konseling layanan 
bagi pelaku. Misalnya rumah sakit, klinik, kelompok 
konselor, atau yang  mempunyai keahlian memberikan 
konseling bagi pelaku selama jangka waktu tertentu. 
Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan kebebasan 
kepada hakim menjatuhkan pidana percobaan dengan 
maksud untuk melakukan pembinaan terhadap pelaku dan 
menjaga keutuhan rumah tangga.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Alat bukti yang sah lainnya dalam kekerasan seksual yang 
dilakukan selain dari suami istri adalah pengakuan terdakwa.

Pasal 56
Cukup jelas

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2004 
NOMOR 4419



Undang-Undang Republik Indonesia 
Nomor 23 Tahun 2002

Tentang

Perlindungan Anak
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UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 23 TAHUN 2002

TENTANG
PERLINDUNGAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :  a.	 bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia 
menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya, 
termasuk perlindungan terhadap hak anak yang 
merupakan;

b. 	 bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan 
yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat 
dan martabat sebagai manusia seutuhnya;

c. 	 bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi 
muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki 
peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus 
yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan 
negara pada masa depan;

d. 	 bahwa agar setiap anak kelak mampu memikul 
tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat 
kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh 
dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental 
maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan 
upaya perlindungan serta untuk mewujudkan 
kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan 
terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya 
perlakuan tanpa diskriminasi;

e. 	 bahwa untuk mewujudkan perlindungan dan 
kesejahteraan anak diperlukan dukungan 
kelembagaan dan peraturan perundang-undangan 
yang dapat menjamin pelaksanaannya;
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f.	 bahwa berbagai undang-undang hanya mengatur 
hal-hal tertentu mengenai anak dan secara khusus 
belum mengatur keseluruhan aspek yang berkaitan 
dengan perlindungan anak;

Mengingat  :  1.	 Pasal 20, Pasal 20A ayat (1), Pasal 21, Pasal 28B ayat 
(2),   dan pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945;

2.	 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang 
Kesejahteraan Anak ( Lembaran Negara Tahun 1979 
Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
3143);

3.	 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang 
Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap 
Perempuan            (Convention on The Elimination of all 
Forms of Discrimination Against Women) (Lembaran 
Negara Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 3277);

4. 	 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang 
Pengadilan Anak (Lembaran Negara Tahun 1997 
Nomor 3, Tambahan Lembar Negara Nomor 3668);

5. 	 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang 
Penyandang Cacat (Lembaran Negara Tahun 1997 
Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
3670);

6. 	 Undang-undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang 
Pengesahan ILO Convention No. 138 Concerning 
Minimum Age for Admission to Employment (Konvensi 
ILO mengenai Usia Minimum untuk Diperbolehkan 
Bekerja) (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 
3835);

7. 	 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang 
Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Tahun 1999 
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
3886);

8. 	 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang 
Pengesahan ILO Convention No. 182 Concerning The 
Prohibition and Immediate Action for The Elimination 
of The Worst Forms of Child Labour (Konvensi ILO 
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No.182 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera 
Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk 
untuk Anak) (Lembaran Negara tahun 2000 Nomor 
30, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3941);

Dengan persetujuan :

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PERLINDUNGAN 
ANAK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan :

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, 1.	
termasuk anak yang masih dalam kandungan.
Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan 2.	
melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, 
berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan 
harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan 
dari kekerasan dan diskriminasi.
Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari 3.	
suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, 
atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke 
atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau 4.	
ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan 5.	
kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.
Anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya 6.	
secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial.
Anak yang menyandang cacat adalah anak yang mengalami hambatan 7.	
fisik dan/atau mental sehingga mengganggu pertumbuhan dan 
perkembangannya secara wajar.



285

Anak yang memiliki keunggulan adalah anak yang mempunyai 8.	
kecerdasan luar biasa, atau memiliki potensi dan/atau bakat 
istimewa.
Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan 9.	
kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang 
bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan 
anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya 
berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.
Anak asuh adalah anak yang diasuh oleh seseorang atau lembaga, 10.	
untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, 
dan kesehatan, karena orang tuanya atau salah satu orang tuanya 
tidak mampu menjamin tumbuh kembang anak secara wajar.
Kuasa asuh adalah kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik, 11.	
memelihara, membina, melindungi, dan menumbuhkembangkan 
anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan kemampuan, bakat, 
serta minatnya.
Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, 12.	
dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, 
pemerintah, dan negara.
Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan 13.	
organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
Pendamping adalah pekerja sosial yang mempunyai kompetensi 14.	
profesional dalam bidangnya.
Perlindungan khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada 15.	
anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, 
anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi 
secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, 
anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotik, alkohol, 
psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban 
penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik 
fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak 
korban perlakuan salah dan penelantaran.
Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi.16.	
Pemerintah adalah Pemerintah yang meliputi Pemerintah Pusat dan 17.	
Pemerintah daerah.



286

BAB II
ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2
Penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan 
berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi:

non diskriminasi;a.	
kepentingan yang terbaik bagi anak;b.	
hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; danc.	
penghargaan terhadap pendapat anak.d.	

Pasal 3
Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak 
anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara 
optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat 
perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak 
Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN ANAK

Pasal 4
Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan 
berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat 
kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan 
diskriminasi.

Pasal 5
Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status 
kewarganegaraan.

Pasal 6
Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, 
dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam 
bimbingan orang tua.

Pasal 7
Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, (1)	
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dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.
Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin (2)	
tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka 
anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau 
anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8
Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial 
sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.

Pasal 9
Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam (1)	
rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya 
sesuai dengan minat dan bakatnya.
Selain hak anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), khusus bagi (2)	
anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan 
luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga 
berhak mendapatkan pendidikan khusus.

Pasal 10
Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, 
mencari dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan 
dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai 
kesusilaan dan kepatutan.

Pasal 11
Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu 
luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan 
berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi 
pengembangan diri.

Pasal 12
Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, 
bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.

Pasal 13
Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak (1)	
lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak 
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mendapat perlindungan dari perlakuan :
diskriminasi;a.	
eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;b.	
penelantaran;c.	
kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;d.	
ketidakadilan; dane.	
perlakuan salah lainnya.f.	

Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala (2)	
bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka 
pelaku dikenakan pemberatan hukuman.

Pasal 14
Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali 
jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukan bahwa 
pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan 
merupakan pertimbangan terakhir.

Pasal 15
Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari:

penyalahgunaan dalam kegiatan politik;a.	
pelibatan dalam sengketa bersenjata;b.	
pelibatan dalam kerusuhan sosial;c.	
pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan; d.	
dan 
pelibatan dalam peperangan.e.	

Pasal 16
Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran (1)	
penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak 
manusiawi.
Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan (2)	
hukuman.
Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya (3)	
dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya 
dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.

Pasal 17
Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk:(1)	

mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya a.	
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dipisahkan dari orang dewasa;
memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif b.	
dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan
membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan c.	
anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup 
untuk umum. 

Setiap anak menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau (2)	
yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.

Pasal 18
Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak 
medapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.

Pasal 19
Setiap anak berkewajiban untuk:

menghormati orang tua, wali, dan guru;a.	
mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman;b.	
mencintai tanak air, bangsa, dan negara;c.	
menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dand.	
melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.e.	

BAB IV
KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 20
Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban 
dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.

Bagian Kedua
Kewajiban dan Tanggung Jawab

Negara dan Pemerintah

Pasal 21
Negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab 
menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan 
suku, agama ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, 
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status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau 
mental.

Pasal 22
Negara dan pemerintah berkewaiban dan bertanggung jawab 
memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan 
perlindungan anak.

Pasal 23
Negara dan pemerintah menjamin perlindungan, pemeliharaan, (1)	
dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban 
orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung 
jawab terhadap anak.
Negara dan pemerintah mengawasi penyelenggaraan perlindungan (2)	
anak.

Pasal 24
Negara dan pemerintah menjamin anak untuk mempergunakan 
haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat 
kecerdasan anak.

Bagian Ketiga
Kewajiban dan Tanggung Jawab Masyarakat

 
Pasal 25

Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat terhadap perlindungan anak 
dilaksanakan melalui kegiatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan 
perlindungan anak.

Bagian Keempat
Kewajiban dan Tanggung Jawab

Keluarga dan Orang Tua

Pasal 26
Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:(1)	

mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;a.	
menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, b.	
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bakat, dan minatnya; dan
mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.c.	

Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, (2)	
atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban 
dan tanggung jawabnya, maka kewajiban dan tanggung jawab 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat beralih kepada 
keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
KEDUDUKAN ANAK

Bagian Kesatu
Identitas Anak

Pasal 27
Identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya.(1)	
Identitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dituangkan dalam (2)	
akta kelahiran.
Pembuatan akta kelahiran didasarkan pada surat keterangan dari (3)	
orang yang menyaksikan dan/atau membantu proses kelahiran.
Dalam hal anak yang proses kelahirannya tidak diketahui, dan (4)	
orang tuanya tidak diketahui keberadaannya, pembuatan akta 
kelahiran untuk anak tersebut didasarkan pada keterangan orang 
yang menemukannya.

Pasal 28
Pembuatan akta kelahiran menjadi tanggung jawab pemerintah (1)	
yang dalam pelaksanaannya diselenggarakan serendah-rendahnya 
pada tingkat kelurahan/desa.
Pembuatan akta kelahiran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) (2)	
harus diberikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 
diajukannya permohonan.
Pembuatan akta kelahiran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) (3)	
tidak dikenai biaya.
Ketentuan mengenai tata cara dan syarat-syarat pembuatan akta (4)	
kelahiran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur dengan 
peraturan perundang-undangan.
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Bagian Kedua
Anak yang Dilahirkan dari Perkawinan Campuran

Pasal 29
Jika terjadi perkawinan campuran antara warga negara Republik (1)	
Indonesia dan warga negara asing, anak yang dilahirkan dari 
perkawinan tersebut berhak memperoleh kewarganegaraan 
dari ayah dan atau ibunya sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku.
Dalam hal terjadi perceraian dari perkawinan sebagaimana (2)	
dimaksud dalam ayat (1), anak berhak untuk memilih atau 
berdasarkan putusan pengadilan, berada dalam pengasuhan salah 
satu dari kedua orang tuanya.
Dalam hal terjadi perceraian sebagaimana dimaksud dalam ayat (3)	
(2), sedangkan anak belum mampu menentukan pilihan dan ibunya 
berkewarganegaraan Republik Indonesia, demi kepentingan terbaik 
anak atau atas permohonan ibunya, pemerintah berkewajiban 
mengurus status kewarganegaraan Republik Indonesia bagi anak 
tersebut.

BAB VI
KUASA ASUH

Pasal 30
Dalam hal orang tua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, (1)	
melalaikan kewajibannya, terhadapnya dapat dilakukan tindakan 
pengawasan atau kuasa asuh orang tua dapat dicabut.
Tindakan pengawasan terhadap orang tua atau pencabutan kuasa (2)	
asuh sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui 
penetapan pengadilan.

Pasal 31
Salah satu orang tua, saudara kandung, atau keluarga sampai (1)	
derajat ketiga, dapat mengajukan permohonan ke pengadilan untuk 
mendapatkan penetapan pengadilan tentang pencabutan kuasa 
asuh orang tua atau melakukan tindakan pengawasan apabila 
terdapat alasan yang kuat untuk itu.
Apabila salah satu orang tua, saudara kandung, atau keluarga (2)	
sampai dengan derajat ketiga, tidak dapat melaksanakan fungsinya, 
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maka pencabutan kuasa asuh orang tua sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (1) dapat juga diajukan oleh pejabat yang berwenang 
atau lembaga lain yang mempunyai kewenangan untuk itu.
Penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) (3)	
dapat menunjuk orang perseorangan atau lembaga pemerintah/
masyarakat untuk menjadi wali bagi yang bersangkutan.
Perseorangan yang melaksanakan pengasuhan anak sebagaimana (4)	
dimaksud dalam ayat (3), harus seagama dengan agama yang 
dianut anak yang akan diasuhnya.

Pasal 32
Penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) 
sekurang-kurangnya memuat ketentuan:

tidak memutuskan hubungan darah antara anak dan orang tua a.	
kandungnya;
tidak menghilangkan kewajiban orang tuanya untuk membiayai b.	
hidup anaknya; dan
batas waktu pencabutan.c.	

BAB VII
PERWALIAN

Pasal 33
Dalam hal orang tua anak tidak cakap melakukan perbuatan (1)	
hukum, atau tidak diketahui tempat tinggal atau keberadaannya, 
maka seseorang atau badan hukum yang memenuhi persyaratan 
dapat ditunjuk sebagai wali dari anak yang bersangkutan
Untuk menjadi wali anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) (2)	
dilakukan melalui penetapan pengadilan.
Wali yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) (3)	
agamanya harus sama dengan agama yang dianut anak.
Untuk kepentingan anak, wali sebagaimana dimaksud dalam ayat (4)	
(2) wajib mengelola harta milik anak yang bersangkutan.
Ketentuan mengenai syarat dan tata cara penunjukan wali (5)	
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan 
Peraturan Pemerintah.

Pasal 34
Wali yang ditunjuk berdasarkan penetapan pengadilan sebagaimana 
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dimaksud dalam Pasal 33, dapat mewakili anak untuk melakukan 
perbuatan hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk 
kepentingan yang terbaik bagi anak.

Pasal 35
Dalam hal anak belum mendapat penetapan pengadilan mengenai (1)	
wali, maka harta kekayaan anak tersebut dapat diurus oleh Balai 
Harta Peninggalan atau lembaga lain yang mempunyai kewenangan 
itu.
Balai Harta Peninggalan atau lembaga lain sebagaimana dimaksud (2)	
dalam ayat (1) bertindak sebagai wali pengawas untuk mewakili 
kepentingan anak.
Pengurusan harta sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (3)	
(2) harus mendapat penetapan pengadilan.

Pasal 36
Dalam hal wali yang ditunjuk ternyata dikemudian hari tidak (1)	
cakap melakukan perbuatan hukum atau menyalahgunakan 
kekuasaannya sebagai wali, maka status perwaliannya dicabut dan 
ditunjuk orang lain sebagai wali melalui penetapan pengadilan.
Dalam hal wali meninggal dunia, ditunjuk orang lain sebagai wali (2)	
melalui penetapan pengadilan.

BAB VIII
PENGASUHAN DAN PENGANGKATAN ANAK

Bagian Kesatu
Pengasuhan Anak

Pasal 37
Pengasuhan anak ditujukan kepada anak yang orang tuanya tidak (1)	
dapat menjamin tumbuh kembang anaknya secara wajar, baik fisik, 
mental, spiritual, maupun sosial.
Pengasuhan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan (2)	
oleh lembaga yang mempunyai kewenangan untuk itu.
Dalam hal lembaga sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) (3)	
berlandaskan agama, anak yang diasuh harus yang seagama dengan 
agama yang menjadi landasan lembaga yang bersangkutan.
Dalam hal pengasuhan anak dilakukan oleh lembaga yang tidak (4)	
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berlandaskan agama, maka pelaksanaan pengasuhan anak harus 
memperhatikan agama yang dianut anak yang bersangkutan.
Pengasuhan anak oleh lembaga dapat dilakukan di dalam atau di (5)	
luar panti sosial.
Perseorangan yang ingin berpartisipasi dapat melalui lembaga-(6)	
lembaga sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), ayat (4), dan ayat 
(5).

Pasal 38
Pengasuhan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, (1)	
dilaksanakan tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis 
kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan 
kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental.
Pengasuhan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2)	
diselenggarakan melalui kegiatan bimbingan, pemeliharaan, 
perawatan, dan pendidikan secara berkesinambungan, serta 
dengan memberikan bantuan biaya dan/atau fasilitas lain untuk 
menjamin tumbuh kembang anak secara optimal, baik fisik, 
mental, spiritual maupun sosial, tanpa mempengaruhi agama 
yang dianut anak.

Bagian Kedua
Pengangkatan Anak

Pasal 39
Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan (1)	
yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan 
setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku.
Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak (2)	
memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan 
orang tua kandungnya.
Calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut (3)	
oleh calon anak angkat.
Pengangkatan anak oleh warga negara asing hanya dapat dilakukan (4)	
sebagai upaya terakhir.
Dalam hal asal usul anak tidak diketahui, maka agama anak (5)	
disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat.



296

Pasal 40
Orang tua angkat wajib memberitahukan kepada anak angkatnya (1)	
mengenai asal usulnya dan orang tua kandungnya.
Pemberitahuan asal usulnya dan orang tua kandungnya (2)	
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan 
memperhatikan kesiapan anak yang bersangkutan.

Pasal 41
Pemerintah dan masyarakat melakukan bimbingan dan pengawasan (1)	
terhadap pelaksanaan pengangkatan anak.
Ketentuan mengenai bimbingan dan pengawasan sebagaimana (2)	
dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB IX
PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN

Bagian Kesatu
Agama

Pasal 42
Setiap anak mendapat perlindungan untuk beribadah menurut (1)	
agamanya.
Sebelum anak dapat menentukan pilihannya, agama yang dipeluk (2)	
anak mengikuti agama orang tuanya.

Pasal 43
Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, orang tua, wali, dan (1)	
lembaga sosial menjamin perlindungan anak dalam memeluk 
agamanya.
Perlindungan anak dalam memeluk agamanya sebagaimana (2)	
dimaksud dalam ayat (1) meliputi pembinaan, pembimbingan, dan 
pengamalan ajaran agama bagi anak.	

Bagian Kedua
Kesehatan

Pasal 44
Pemerintah wajib menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan (1)	
upaya kesehatan yang komprehensif bagi anak, agar setiap 
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anak memperoleh derajat kesehatan yang optimal sejak dalam 
kandungan.
Penyediaan fasilitas dan penyelenggaraan upaya kesehatan secara (2)	
komprehensif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didukung 
oleh peran serta masyarakat.
Upaya kesehatan yang komprehensif sebagaimana dimaksud dalam (3)	
ayat (1) meliputi upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitasi, 
baik untuk pelayanan kesehatan dasar maupun rujukan.
Upaya kesehatan yang komprehensif sebagaimana dimaksud (4)	
dalam ayat (1) diselenggarakan secara cuma-cuma bagi keluarga 
yang tidak mampu.
Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (5)	
(2), ayat (3), dan ayat (4) disesuaikan dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 45
Orang tua dan keluarga bertanggung jawab menjaga kesehatan (1)	
anak dan merawat anak sejak dalam kandungan.
Dalam hal orang tua dan keluarga yang tidak mampu melaksanakan (2)	
tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka 
pemerintah wajib memenuhinya.
Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), pelaksanaannya (3)	
dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

Pasal 46
Negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib mengusahakan agar 
anak yang lahir terhindar dari penyakit yang mengancam kelangsungan 
hidup dan/atau menimbulkan kecacatan. 

Pasal 47
Negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib melindungi (1)	
anak dari upaya transplantasi organ tubuhnya untuk pihak lain.
Negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib melindungi (2)	
anak dari perbuatan :

pengambilan organ tubuh anak dan/atau jaringan tubuh anak a.	
tanpa memperhatikan kesehatan anak;
jual beli organ dan/atau jaringan tubuh anak; danb.	
penelitian kesehatan yang menggunakan anak sebagai objek c.	
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penelitian tanpa seizin orang tua dan tidak mengutamakan 
kepentingan yang terbaik bagi anak.

Bagian Ketiga
Pendidikan

Pasal 48
Pemerintah wajib menyelenggarakan pendidikan dasar minimal 9 
(sembilan) tahun untuk semua anak.

Pasal 49
Negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib memberikan 
kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh 
pendidikan.

Pasal 50
Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 diarahkan pada:

pengembangan sikap dan kemampuan kepribadian anak, bakat, a.	
kemampuan mental dan fisik sampai mencapai potensi mereka 
yang optimal;
pengembangan penghormatan atas hak asasi manusia dan kebebasan b.	
asasi;
pengembangan rasa hormat terhadap orang tua, identitas budaya, c.	
bahasa dan nilai-nilainya sendiri, nilai-nilai nasional dimana 
anak bertempat tinggal, dari mana anak berasal, dan peradaban-
peradaban yang berbeda-beda dari peradaban sendiri;
persiapan anak untuk kehidupan yang bertanggung jawab; dand.	
pengembangan rasa hormat dan cinta terhadap lingkungan hidup.e.	

Pasal 51
Anak yang menyandang cacat fisik dan/atau mental diberikan 
kesempatan yang sama dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan 
biasa dan pendidikan luar biasa.

Pasal 52
Anak yang memiliki keunggulan diberikan kesempatan dan aksesibilitas 
untuk memperoleh pendidikan khusus.
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Pasal 53
Pemerintah bertanggung jawab untuk memberikan biaya pendidikan (1)	
dan/atau bantuan cuma-cuma atau pelayanan khusus bagi anak dari 
keluarga kurang mampu, anak terlantar, dan anak yang bertempat 
tinggal di daerah terpencil.
Pertanggungjawaban pemerintah sebagaimana dimaksud dalam (2)	
ayat (1) termasuk pula mendorong masyarakat untuk berperan 
aktif.

Pasal 54
Anak di dalam dan di lingkungan sekolah wajib dilindungi dari 
tindakan kekerasan yang dilakukan oleh guru, pengelola sekolah atau 
teman-temannya di dalam sekolah yang bersangkutan, atau lembaga 
pendidikan lainnya.

Bagian Keempat
Sosial

Pasal 55
Pemerintah wajib menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan (1)	
anak terlantar, baik dalam lembaga maupun di luar lembaga.
Penyelenggaraan pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam (2)	
ayat (1) dapat dilakukan oleh lembaga masyarakat.
Untuk menyelenggaraan pemeliharaan dan perawatan anak (3)	
terlantar, lembaga pemerintah dan lembaga masyarakat, 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dapat mengadakan kerja 
sama dengan berbagai pihak yang terkait.
Dalam hal penyelenggaraan pemeliharaan dan perawatan (4)	
sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), pengawasannya dilakukan 
oleh Menteri Sosial.

Pasal 56
Pemerintah dalam menyelenggarakan pemeliharaan dan (1)	
perawatan wajib mengupayakan dan membantu anak, agar anak 
dapat:

berpartisipasi;a.	
bebas menyatakan pendapat dan berpikir sesuai dengan hati b.	
nurani dan agamanya;
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bebas menerima informasi lisan atau tertulis sesuai dengan c.	
tahapan usia dan perkembangan anak;
bebas berserikat dan berkumpul;d.	
bebas beristirahat, bermain, berekreasi, berkreasi, dan berkarya e.	
seni budaya; dan
memperoleh sarana bermain yang memenuhi syarat kesehatan f.	
dan keselamatan.

Upaya  sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikembangkan (2)	
dan disesuaikan dengan usia, tingkat kemampuan anak, dan 
lingkungannya agar tidak menghambat dan mengganggu 
perkembangan anak.

Pasal 57
Dalam hal anak terlantar karena suatu sebab orang tuanya melalaikan 
kewajibannya, maka lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, 
keluarga, atau pejabat yang berwenang dapat mengajukan permohonan 
ke pengadilan untuk menetapkan anak sebagai anak terlantar.

Pasal 58
penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 (1)	
sekaligus menetapkan tempat penampungan, pemeliharaan, dan 
perawatan anak terlantar yang bersangkutan.
Pemerintah atau lembaga yang diberi wewenang wajib menyediakan (2)	
tempat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Bagian Kelima
Perlindungan Khusus

Pasal 59
Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung 
jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam 
situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari 
kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksploitasi secara ekonomi 
dan/atau seksual, anak yang dipersidangkan, anak yang menjadi korban 
penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zal adiktif lainnya 
(napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak 
korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang 
cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.
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Pasal 60
Anak dalam situasi darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 
terdiri atas:

anak yang menjadi pengungsi;a.	
anak korban kerusuhan;b.	
anak korban bencana alam; danc.	
anak dalam situai konflik bersenjata.d.	

Pasal 61
Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi pengungsi sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 60 huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan 
hukum humaniter.

Pasal 62
Perlindungan khusus bagi anak korban kerusuhan, korban bencana, 
dan anak dalam situasi konflik bersenjata sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 60 huruf b, huruf c, dan huruf d, dilaksanakan melalui :

pemenuhan kebutuhan dasar yang terdiri atas pangan, sandang, a.	
pemukiman, pendidikan, kesehatan, belajar dan berekreasi, jaminan 
keamanan, dan persamaan perlakuan; dan
pemenuhan kebutuhan khusus bagi anak yang menyandang cacat b.	
dan anak yang mengalami gangguan psikososial.

Pasal 63
Setiap orang dilarang merekrut atau memperalat anak untuk kepentingan 
militer dan/atau lainnya dan membiarkan anak tanpa perlindungan 
jiwa.

Pasal 64
Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum (1)	
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 meliputi anak yang ber-
konflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana, merupakan 
kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.
Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum (2)	
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan melalui:

perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat a.	
dan hak-hak anak;
penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini;b.	
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penyediaan sarana dan prasarana khusus;c.	
penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik d.	
bagi anak;
pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap e.	
perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum;
pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan f.	
orang tua atau keluarga; dan
perlindungan dari pemberian identitas melalui media massa g.	
dan untuk menghindari labelisasi.

Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban tindak pidana (3)	
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan melalui :

upaya rehabilitasi, baik dalam lembaga maupun di luar a.	
lembaga;
upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media b.	
massa dan untuk menghindari labelisasi;
pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi c.	
ahli, baik fisik, mental, maupun sosial; dan
pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai d.	
perkembangan perkara.

Pasal 65
Perlindungan khusus bagi anak dari kelompok minoritas dan (1)	
terisolasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dilakukan 
melalui penyediaan prasarana dan sarana untuk dapat menikmati 
budayanya sendiri, mengakui dan melaksanakan ajaran agamanya 
sendiri, dan menggunakan bahasanya sendiri.
Setiap orang dilarang menghalang-halangi anak sebagaimana (2)	
dimaksud dalam ayat (1) untuk menikmati budayanya sendiri, 
mengakui dan melaksanakan ajaran agamanya, dan menggunakan 
bahasanya sendiri tanpa mengabaikan akses pembangunan 
masyarakat dan budaya.

Pasal 66
Perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi secara ekonomi (1)	
dan/atau seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59  merupakan 
kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.
Perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi sebagaimana (2)	
dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui :

penyebarluasan dan/atau sosialisasi ketentuan peraturan a.	
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perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan 
anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi; danb.	
pelibatan berbagai instansi pemerintah, perusahaan, serikat c.	
pekerja, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat dalam 
penghapusan eksploitasi terhadap anak secara ekonomi dan/
atau seksual.

(3) 	 Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, 
menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi 
terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 67
Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban (1)	
penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif 
lainnya (napza) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, dan 
terlibat dalam produksi dan distribusinya, dilakukan melalui 
upaya pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi oleh 
pemerintah dan masyarakat.
Setiap orang dilarang dengan sengaja menempatkan, membiarkan, (2)	
melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam penyalahgunaan, 
produksi dan distribusi napza sebagaimana dimaksud dalam ayat 
(1).

Pasal 68
Perlindungan bagi anak korban penculikan, penjualan, dan (1)	
perdagangan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59  dilakukan 
melalui upaya pengawasan, perlindungan, pencegahan, perawatan, 
dan rehabilitasi oleh pemerintah dan masyarakat.
Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, (2)	
menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penculikan, 
penjualan, atau perdagangan sebagaimana dimaksud dalam ayat 
(1).

Pasal 69
Perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan sebagaimana (1)	
dimaksud dalam Pasal 59 meliputi kekerasan fisik, psikis, dan 
seksual dilakukan melaui upaya :

penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-a.	
undangan yang melindungi anak korban tindak kekerasan; dan
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pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi.b.	
Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, (2)	
menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 70
Perlindungan khusus bagi anak yang menyandang cacat sebagaimana (1)	
dimaksud dalam Pasal 59 dilakukan melalui upaya:

perlindungan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat a.	
dan hak anak;
pemenuhan kebutuhan-kebutuhan khusus; danb.	
memperoleh perlakuan yang sama dengan anak lainnya untuk c.	
mancapai integrasi sosial sepenuh mungkin dan pengembangan 
individu.

Setiap orang dilarang memperlakukan anak dengan mengabaikan (2)	
pandangan mereka secara diskriminatif, termasuk labelisasi dan 
penyetaraan dalam pendidikan bagi anak-anak yang menyandang 
cacat.

Pasal 71
Perlindungan khusus bagi anak korban perlakuan salah dan (1)	
penelantaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dilakukan 
melalui pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi oleh 
pemerintah dan masyarakat.
Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, (2)	
menyuruh melibatkan anak dalam situasi perlakuan salah, dan 
penelantaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). 

BAB X
PERAN MASYARAKAT

Pasal 72
Masyarakat berhak memperoleh kesempatan seluas-luasnya untuk (1)	
berperan dalam perlindungan anak.
Peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan (2)	
oleh orang perseorangan, lembaga perlindungan anak, lembaga 
sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, lembaga 
pendidikan, lembaga keagamaan, badan usaha, dan media massa.
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Pasal 73
Peran masyarakat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI
KOMISI PERLINDUNGAN ANAK

Pasal 74
Dalam rangka meningkatkan efektivitas penyelenggaraan perlindungan 
anak, dengan undang-undang ini dibentuk Komisi Perlindungan Anak 
Indonesia yang bersifat independen.

Pasal 75
Keanggotaan Komisi Perlindungan Anak Indonesia terdiri dari (1)	
1 (satu) orang ketua, 2 (dua) orang wakil ketua, 1 (satu) orang 
sekretaris, dan 5 (lima) orang anggota.
Keanggotaan Komisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri (2)	
dari unsur pemerintah, tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi 
sosial, organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, lembaga 
swadaya masyarakat, dunia usaha, dan kelompok masyarakat yang 
peduli terhadap perlindungan anak.
Keanggotaan Komisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (3)	
ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Presiden setelah mendapat 
pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, untuk 
masa jabatan 3 (tiga) tahun, dan dapat diangkat kembali untuk 1 
(satu) kali masa jabatan.
Ketentuan lebih lanjut mengenai kelengkapan organisasi, mekanisme (4)	
kerja, dan pembiayaan ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Pasal 76
Komisi Perlindungan Anak Indonesia bertugas:

melakukan sosialisasi seluruh ketentuan peraturan perundang-a.	
undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak, mengumpulkan 
data dan informasi, menerima pengaduan masyarakat, melakukan 
penelaahan, pemantauan, evaluasi, dan pengawasan terhadap 
penyelenggaraan perlindungan anak;
memberikan laporan, saran, masukan, dan pertimbangan kepada b.	
Presiden dalam rangka perlindungan anak.



306

BAB XII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 77
Setiap orang yang dengan sengaja melakukan tindakan:

diskriminasi terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami a.	
kerugian, baik materil maupun moril sehingga menghambat fungsi 
sosialnya; atau
penelantaran terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami b.	
sakit atau penderitaan, baik fisik, mental, maupun sosial.

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau 
denda paling banyak Rp 100.000.000,00 ( seratus juta rupiah).

Pasal 78
Setiap orang yang mengetahui dan sengaja membiarkan anak dalam 
situasi darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, anak yang 
berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan 
terisolasi, anak yang tereksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, 
anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban, penyalahgunaan 
narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak 
korban penculikan, anak korban perdagangan, atau anak korban 
kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, padahal anak tersebut 
memerlukan pertolongan dan harus dibantu, dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 
100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 79
Setiap orang yang melakukan pengangkatan anak yang bertentangan 
dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1), ayat 
(2), dan ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) 
tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta 
rupiah).

Pasal 80
Setiap orang yang melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman (1)	
kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak, dipidana dengan 
pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/
atau denda paling banyak Rp 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta 
rupiah).
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Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) luka berat, (2)	
maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) 
tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta 
rupiah).
Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) mati, maka (3)	
pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) 
tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus 
juta rupiah).
Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud (4)	
dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila yang melakukan 
penganiayaan tersebut orang tuanya.

Pasal 81
Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau (1)	
ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan 
dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara 
paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun 
dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) 
dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).
Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku (2)	
pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu 
muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan 
persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Pasal 82
Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman 
kekerasan, memaksa, melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan 
cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) 
tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 
300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 
( enam puluh juta rupiah).

Pasal 83
Setiap orang yang memperdagangkan, menjual, atau menculik anak 
untuk diri sendiri atau untuk dijual, dipidana dengan pidana penjara 
paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan 
denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan 
paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).
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Pasal 84
Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan transplantasi 
organ dan/atau jaringan tubuh anak untuk pihak lain dengan maksud 
untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dipidana dengan 
pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling 
banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Pasal 85
Setiap orang yang melakukan jual beli organ tubuh dan/atau (1)	
jaringan tubuh anak dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 
(lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 300.000.000,00 
(tiga ratus juta rupiah).
Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan pengambilan (2)	
organ tubuh dan/atau jaringan tubuh anak tanpa memperhatikan 
kesehatan anak, atau penelitian kesehatan yang menggunakan 
anak sebagai objek penelitian tanpa seizin orang tua atau tidak 
mengutamakan kepentingan yang terbaik bagi anak, dipidana 
dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau 
denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Pasal 86
Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan tipu muslihat, 
rangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk memilih agama lain 
bukan atas kemauannya sendiri, padahal diketahui atau patut diduga 
bahwa anak tersebut belum berakal dan belum bertanggung jawab sesuai 
dengan agama yang dianutnya dipidana dengan pidana penjara paling 
lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 
(seratus juta rupiah).

Pasal 87
Setiap orang yang secara melawan hukum merekrut atau memperalat 
anak untuk kepentingan militer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
63 atau penyalahgunaan dalam kegiatan politik atau pelibatan dalam 
sengketa bersenjata atau pelibatan dalam kerusuhan sosial atau pelibatan 
dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan atau pelibatan 
dalam peperangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dipidana 
dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda 
paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
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Pasal 88
Setiap orang yang mengeksploitasi ekonomi atau seksual anak dengan 
maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dipidana 
dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda 
paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Pasal 89
Setiap orang yang dengan sengaja menempatkan, membiarkan, (1)	
melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam penyalahgunaan, 
produksi atau distribusi narkotika dan/atau psikotropika dipidana 
dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana 
penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana penjara paling 
singkat 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 
(lima ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima 
puluh juta rupiah.
Setiap orang yang dengan sengaja menempatkan, membiarkan, (2)	
melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam penyalahgunaan, 
produksi, atau distribusi alkohol dan zat adiktif lainnya dipidana 
dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan paling 
singkat 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 200.000.000,00 
(dua ratus juta rupiah) dan denda paling sedikit Rp 20.000.000,00 
(dua puluh juta rupiah).

Pasal 90
Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal (1)	
77, Pasal 78, Pasal 79, Pasal 80, Pasal 81, Pasal 82, Pasal 83, Pasal 
84, Pasal 85, Pasal 86, Pasal 87, Pasal 88, Pasal 89 dilakukan oleh 
korporasi, maka pidana dapat dijatuhkan kepada pengurus dan 
atau korporasinya.
Pidana yang dijatuhkan kepada korporasi hanya pidana denda (2)	
dengan ketentuan pidana denda yang dijatuhkan ditambah 1/3 
(sepertiga) pidana denda masing-masing sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (1).

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 91
Pada saat berlakunya undang-undang ini, semua peraturan perundang-
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undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak yang sudah ada 
dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan undang-
undang ini.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 92
Pada saat berlakunya undang-undang ini, paling lama 1 (satu) tahun, 
Komisi Perlindungan Anak Indonesia sudah terbentuk.

Pasal 93
Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara 
republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 22 Oktober 2002

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
							       Ttd

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 22 Oktober 2002
SEKERTARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
ttd
BAMBANG KESOWO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2002 
NOMOR 109
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PENJELASAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 23 TAHUN 2002
TENTANG

PERLINDUNGAN ANAK

I. UMUM
Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, 

yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat 
harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus 
dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi 
manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan 
Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. 
Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa 
depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap 
anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, 
berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan 
dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

 Meskipun Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak 
Asasi Manusia telah mencantumkan tentang hak anak, pelaksanaan 
kewajiban dan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, 
pemerintah, dan negara untuk memberikan perlindungan pada anak 
masih memerlukan suatu undang-undang mengenai perlindungan 
anak sebagai landasan yuridis bagi pelaksanaan kewajiban dan 
tanggung jawab tersebut. Dengan demikian, pembentukan undang-
undang ini didasarkan pada pertimbangan bahwa perlindungan 
anak dalam segala aspeknya merupakan bagian dari kegiatan 
pembangunan nasional, khususnya dalam memajukan kehidupan 
berbangsa dan bernegara.

Orang tua, keluarga, dan masyarakat bertanggung jawab 
untuk menjaga dan memelihara hak asasi tersebut sesuai dengan 
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kewajiban yang dibebankan oleh hukum. Demikian pula dalam 
rangka penyelenggaraan perlindungan anak, negara dan pemerintah 
bertanggung jawab menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak, 
terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangannya 
secara optimal dan terarah.

Undang-undang ini menegaskan bahwa pertanggungjawaban 
orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara merupakan 
rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus-menerus demi 
terlindunginya hak-hak anak. Rangkaian kegiatan tersebut harus 
berkelanjutan dan terarah guna menjamin pertumbuhan dan 
perkembangan anak, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial. 
Tindakan ini dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan terbaik 
bagi anak yang diharapkan sebagai penerus bangsa yang potensial, 
tangguh, memiliki nasionalisme yang dijiwai oleh akhlak mulia 
dan nilai Pancasila, serta berkemauan keras menjaga kesatuan dan 
persatuan bangsa dan negara.

Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, 
yakni sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 
(delapan belas) tahun. Bertitik tolak dari konsepsi perlindungan 
anak yang utuh, menyeluruh, dan komprehensif, undang-undang 
ini meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak 
berdasarkan asas-asas sebagai berikut:
a. Non diskriminasi;                                                                                    
b. kepentingan yang terbaik bagi anak;                                                                  
c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan 
d. penghargaan terhadap pendapat anak.

Dalam melakukan pembinaan, pengembangan dan perlindungan 
anak, perlu peran masyarakat, baik melalui lembaga perlindungan 
anak, lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi 
kemasyarakatan, organisasi sosial, dunia usaha, media massa, atau 
lembaga pendidikan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas
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Pasal 2
Asas perlindungan anak disini sesuai dengan prinsip-prinsip 
pokok yang terkandung dalam Konvensi Hak-Hak Anak.
Yang dimaksud dengan asas kepentingan yang terbaik bagi anak 
adalah bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak 
yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif, 
dan badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak 
harus menjadi pertimbangan utama. 
Yang dimaksud dengan asas hak untuk hidup, kelangsungan 
hidup, dan perkembangan adalah hak asasi yang paling mendasar 
bagi anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, 
keluarga, dan orang tua.
Yang dimaksud dengan asas penghargaan terhadap pendapat anak 
adalah penghormatan atas hak-hak anak untuk berpartisipasi dan 
menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan terutama 
jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya.

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Hak ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-
Undang Dasar 1945 dan prinsip-prinsip pokok yang tercantum 
dalam Konvensi Hak-Hak Anak.

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberi kebebasan kepada anak 
dalam rangka mengembangkan kreativitas dan intelektualitasnya 
(daya nalarnya) sesuai dengan tingkat usia anak. Ketentuan pasal 
ini juga menegaskan bahwa pengembangan tersebut masih tetap 
harus berada dalam bimbingan orang tuanya.

Pasal 7
Ayat (1)

Ketentuan mengenai hak anak untuk mengetahui siapa orang 
tuanya, dalam arti asal-usulnya (termasuk ibu susunya), 
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dimaksudkan untuk menghindari terputusnya silsilah dan 
hubungan darah antara anak dengan orang tua kandungnya, 
sedangkan hak untuk dibesarkan dan diasuh orang tuanya, 
dimaksudkan agar anak dapat patuh dan menghormati orang 
tuanya.

Ayat (2)
Pengasuhan atau pengangkatan anak dilaksanakan sesuai 
dengan norma-norma hukum, adat istiadat yang berlaku, dan 
agama yang dianut anak.

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Ayat (1)

Cukup jelas
Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Hak dalam ketentuan ini dimaksudkan untuk menjamin 
kehidupannya sesuai dengan martabat kemanusiaan, 
meningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan berpartisipasi 
dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Pasal 13
Ayat (1)

Huruf a
Perlakuan diskriminasi, misalnya perlakuan yang 
membeda-bedakan suku, agama, ras, golongan, jenis 
kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, 
urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau 
mental.
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Huruf b
Perlakuan ekploitasi, misalnya tindakan atau perbuatan 
memperalat, memanfaatkan, atau memeras anak 
untuk memperoleh keuntungan pribadi, keluarga, atau 
golongan.

Huruf c
Perlakuan penelantaran, misalnya tindakan atau 
perbuatan mengabaikan dengan sengaja kewajiban untuk 
memelihara, merawat, atau mengurus anak sebagaimana 
mestinya.

Huruf d
Perlakuan yang kejam, misalnya tindakan atau perbuatan 
secara zalim, keji, bengis, atau tidak menaruh belas kasihan 
kepada anak. Perlakuan kekerasan dan penganiayaan, 
misalnya perbuatan melukai dan/atau mencederai anak, 
dan tidak semata-mata fisik, tetapi juga mental dan 
sosial.

Huruf e
Perlakuan ketidakadilan, misalnya tindakan keberpihakan 
antara anak yang satu dan lainnya, atau kesewenang-
wenangan terhadap anak.

Huruf f
Perlakuan salah lainnya, misalnya tindakan pelecehan 
atau perbuatan tidak senonoh kepada anak.

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 14
Pemisahan yang dimaksud dalam ketentuan ini tidak 
menghilangkan hubungan anak dengan orang tuanya.

Pasal 15
Perlindungan dalam ketentuan ini meliputi kegiatan yang bersifat 
langsung dan tidak langsung, dari tindakan yang membahayakan 
anak secara fisik dan psikis.
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Pasal 16
Ayat (1)

Cukup jelas
Ayat (2)

Cukup jelas
Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 17
Ayat (1)

Huruf a
Cukup jelas

Huruf b
Yang dimaksud dengan bantuan lainnya misalnya 
bimbingan sosial dari pekerja sosial, konsultasi dari 
psikolog dan psikiater, atau bantuan dari ahli bahasa.

Huruf c
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 18
Bantuan lainnya dalam ketentuan ini termasuk bantuan medik, 
sosial, rehabilitasi, vokasional, dan pendidikan.

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Dukungan sarana dan prasarana, misalnya sekolah, lapangan 
bermain, lapangan olah raga, rumah ibadah, balai kesehatan, 
gedung kesenian, tempat rekreasi, ruang menyusui, tempat 
penitipan anak, dan rumah tahanan khusus anak.
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Pasal 23
Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Ayat (1)

Cukup jelas
Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 27
Ayat (1)

Cukup jelas
Ayat (2)

Cukup jelas
Ayat (3)

Cukup jelas
Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 28
Ayat (1)

Cukup jelas
Ayat (2)

Cukup jelas
Ayat (3)

Cukup jelas
Ayat (4)

Cukup jelas
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Pasal 29
Ayat (1)

Cukup jelas
Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 30
Ayat (1)

Cukup jelas
Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 31
Ayat (1)

Cukup jelas
Ayat (2)

Cukup jelas
Ayat (3)

Cukup jelas
Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Ayat (1)

Cukup jelas
Ayat (2)

Pengadilan yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah 
Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam dan Pengadilan 
Negeri bagi yang beragama selain Islam.

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas
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Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Ayat (1)

Cukup jelas
Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 36
Ayat (1)

Lihat penjelasan Pasal 33 Ayat (2)
Ayat (2)

Lihat penjelasan Pasal 33 Ayat (2)

Pasal 37
Ayat (1)

Cukup jelas
Ayat (2)

Yang dimaksud dengan lembaga yang mempunyai 
kewenangan adalah lembaga yang sah bergerak dalam 
pengasuhan anak.

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Ayat (6)
Cukup jelas

Pasal 38
Ayat (1)

Cukup jelas
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Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 39
Ayat (1)

Cukup jelas
Ayat (2)

Cukup jelas
Ayat (3)

Cukup jelas
Ayat (4)

Cukup jelas
Ayat (5)

Ketentuan ini berlaku untuk anak yang belum berakal dan 
bertanggung jawab, dan penyesuaian agamanya dilakukan 
oleh mayoritas penduduk setempat (setingkat desa atau 
kelurahan) secara musyawarah, dan telah diadakan penelitian 
yang sungguh-sungguh.

Pasal 40
Ayat (1)

Cukup jelas
Ayat (2)

Yang dimaksud dengan kesiapan dalam ketentuan ini diartikan 
apabila secara psikologis dan psikososial diperkirakan anak 
telah siap. Hal tersebut biasanya dapat dicapai apabila anak 
sudah mendekati usia 18 (delapan belas) tahun.

Pasal 41
Ayat (1)

Cukup jelas
Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 42
Ayat (1)

Cukup jelas
Ayat (2)

Anak dapat menentukan agama pilihannya apabila anak 
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tersebut telah berakal dan bertanggung jawab, serta memenuhi 
syarat dan tata cara sesuai dengan ketentuan agama yang 
dipilihnya, dan ketentuan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku.

Pasal 43
Ayat (1)

Cukup jelas
Ayat (1)

Cukup jelas

Pasal 44
Ayat (1)

Cukup jelas
Ayat (2)

Cukup jelas
Ayat (3)

Cukup jelas
Ayat (4)

Cukup jelas
Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 45
Ayat (1)

Cukup jelas
Ayat (2)

Cukup jelas
Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 46
Penyakit yang mengancam kelangsungan hidup dan menimbulkan 
kecacatan, misalnya HIV/AIDS, TBC, kusta, polio.

Pasal 47
Ayat (1)

Cukup jelas
Ayat (2)

Cukup jelas
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Pasal 48
Cukup jelas

Pasal 49
Cukup jelas

Pasal 50
Cukup jelas

Pasal 51
Cukup jelas

Pasal 52
Cukup jelas

Pasal 53
Ayat (1)

Cukup jelas
Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 54
Cukup jelas

Pasal 55
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan frasa dalam lembaga adalah melalui 
sistem panti pemerintah dan panti swasta, sedangkan frasa di 
luar lembaga adalah sistem asuhan keluarga/perseorangan.

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 56
Ayat (1)

Cukup jelas
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Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 57
Cukup jelas

Pasal 58
Ayat (1)

Cukup jelas
Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 59
Cukup jelas

Pasal 60
Cukup jelas

Pasal 61
Cukup jelas

Pasal 62
Yang dimaksud dengan frasa gangguan psikososial antara lain 
trauma psikis dan gangguan perkembangan anak diusia dini.

Pasal 63
Cukup jelas

Pasal 64
Ayat (1)

Cukup jelas
Ayat (2)

Cukup jelas
Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 65
Ayat (1)

Cukup jelas
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Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 66
Ayat (1)

Cukup jelas
Ayat (2)

Cukup jelas
Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 67
Ayat (1)

Cukup jelas
Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 68
Ayat (1)

Cukup jelas
Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 69
Ayat (1)

Cukup jelas
Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 70
Ayat (1)

Cukup jelas
Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 71
Ayat (1)

Cukup jelas
Ayat (2)

Cukup jelas
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Pasal 72
Ayat (1)

Cukup jelas
Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 73
Cukup jelas

Pasal 74
Cukup jelas

Pasal 75
Ayat (1)

Cukup jelas
Ayat (2)

Yang dimaksud dengan frasa tokoh masyarakat dalam ayat 
ini termasuk tokoh adat.

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Kelengkapan organisasi yang akan diatur dalam Keputusan 
Presiden termasuk pembentukan organisasi di daerah.

Pasal 76
Cukup jelas

Pasal 77
Cukup jelas

Pasal 78
Cukup jelas

Pasal 79
Cukup jelas

Pasal 80
Ayat (1)

Cukup jelas



326

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 81
Ayat (1)

Cukup jelas
Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 82
Cukup jelas

Pasal 83
Cukup jelas

Pasal 84
Cukup jelas

Pasal 85
Ayat (1)

Cukup jelas
Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 86
Cukup jelas

Pasal 87
Cukup jelas

Pasal 88
Cukup jelas

Pasal 89
Ayat (1)
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Cukup jelas
Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 90
Ayat (1)

Cukup jelas
Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 91
Cukup jelas

Pasal 92
Cukup jelas

Pasal 93
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 4235
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Undang-Undang Republik Indonesia 
Nomor 12 Tahun 2006

Tentang

Kewarganegaraan Republik Indonesia
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PRESIDEN 
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12 TAHUN 2006

TENTANG
KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Presiden Republik Indonesia,

Menimbang:     a.	 bahwa negara Republik Indonesia berdasarkan  
Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin potensi, 
harkat, dan martabat setiap orang sesuai dengan 
hak asasi manusia;

b.	 bahwa warga negara merupakan salah satu unsur 
hakiki dan unsur pokok dari suatu negara yang 
memiliki hak dan kewajiban yang perlu dilindungi 
dan dijamin pelaksanaannya;

c.	 bahwa Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 
tentang  Kewarganegaraan Republik Indonesia 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 3 Tahun 1976 tentang Perubahan Pasal 18 
Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang 
Kewarganegaraan Republik Indonesia sudah tidak 
sesuai lagi dengan perkembangan ketatanegaraan 
Republik Indonesia sehingga harus dicabut dan 
diganti dengan yang baru;

d.	 bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf 
c, perlu membentuk Undang-Undang tentang 
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Kewarganegaraan Republik Indonesia; 
Mengingat:        	 Pasal 20, Pasal 21, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28B ayat 

(2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (4), Pasal 28E ayat (1), 
Pasal 28I ayat (2), dan Pasal 28J  Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

 
MEMUTUSKAN:

Menetapkan:	U NDANG-UNDANG TENTANG KEWARGA-
NEGARAAN REPUBLIK INDONESIA.

  
BAB I

KETENTUAN UMUM
 

Pasal 1
Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:
1.	 Warga Negara adalah warga suatu negara yang ditetapkan 

berdasarkan peraturan perundang-undangan.
2.	 Kewarganegaraan adalah segala hal ihwal yang berhubungan 

dengan warga negara.
3.	 Pewarganegaraan adalah tata cara bagi orang asing untuk memperoleh 

Kewarganegaraan Republik Indonesia melalui permohonan.
4.	 Menteri adalah menteri yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya 

di bidang Kewarganegaraan Republik Indonesia.
5.	 Pejabat adalah orang yang menduduki jabatan tertentu yang 

ditunjuk oleh Menteri untuk menangani masalah Kewarganegaraan 
Republik Indonesia.

6.	 Setiap orang adalah orang perseorangan, termasuk korporasi.
7.	 Perwakilan Republik Indonesia adalah Kedutaan Besar Republik 

Indonesia, Konsulat Jenderal Republik Indonesia, Konsulat Republik 
Indonesia, atau Perutusan Tetap Republik Indonesia.

  
Pasal 2

Yang menjadi Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa 
Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan 
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undang-undang sebagai warga negara.
 

Pasal 3
Kewarganegaraan Republik Indonesia hanya dapat diperoleh berdasar-
kan persyaratan yang ditentukan dalam Undang-Undang ini.

BAB II
WARGA NEGARA INDONESIA

 
Pasal 4

 
Warga Negara Indonesia adalah:
a.	 setiap orang yang berdasarkan peraturan perundang-undangan 

dan/atau berdasarkan perjanjian Pemerintah Republik Indonesia 
dengan negara lain sebelum Undang-Undang ini berlaku sudah 
menjadi Warga Negara Indonesia;

b.	 anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah dan 
ibu Warga Negara Indonesia;

c.	 anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah Warga 
Negara Indonesia dan ibu warga negara asing;

d.	 anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga 
negara asing dan ibu Warga Negara Indonesia; 

e.	 anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu 
Warga Negara Indonesia, tetapi ayahnya tidak mempunyai 
kewarganegaraan atau hukum negara asal ayahnya tidak 
memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut;

f.	 anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 (tiga ratus) hari setelah 
ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah dan ayahnya 
Warga Negara Indonesia;

g.  	 anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu Warga 
Negara Indonesia;

h.	 anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu 
warga negara asing yang diakui oleh seorang ayah Warga Negara 
Indonesia sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum 
anak tersebut berusia 18 (delapan belas)  tahun atau belum kawin; 

i.	 anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia yang pada 
waktu lahir tidak jelas status kewarganegaraan ayah dan ibunya;

j .	 anak yang baru lahir yang ditemukan di wilayah negara Republik 
Indonesia selama ayah dan ibunya tidak diketahui;
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k.	 anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia apabila 
ayah dan ibunya tidak mempunyai kewarganegaraan atau tidak 
diketahui keberadaannya;

l.	 anak yang dilahirkan di luar wilayah negara Republik Indonesia 
dari seorang ayah dan ibu Warga Negara Indonesia yang karena 
ketentuan dari negara tempat anak tersebut dilahirkan memberikan 
kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan;

m.  	anak dari seorang ayah atau ibu yang telah dikabulkan permohonan 
kewarganegaraannya, kemudian ayah atau ibunya meninggal dunia 
sebelum mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia.

 
 Pasal 5

(1)	 Anak Warga Negara Indonesia yang lahir di luar perkawinan yang 
sah, belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin 
diakui secara sah oleh ayahnya yang berkewarganegaraan asing 
tetap diakui sebagai Warga Negara Indonesia. 

(2)	 Anak Warga Negara Indonesia yang belum berusia 5 (lima) 
tahun diangkat secara sah sebagai anak oleh warga negara asing 
berdasarkan penetapan pengadilan tetap diakui sebagai Warga 
Negara Indonesia.

 
Pasal 6

(1)	 Dalam hal status Kewarganegaraan Republik Indonesia terhadap 
anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, huruf d, 
huruf h, huruf l, dan Pasal 5 berakibat anak berkewarganegaraan 
ganda, setelah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah 
kawin anak tersebut harus menyatakan memilih salah satu 
kewarganegaraannya.

(2) 	 Pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dibuat secara tertulis dan disampaikan kepada Pejabat 
dengan melampirkan dokumen sebagaimana ditentukan di dalam 
peraturan perundang-undangan.

(3)	 Pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) disampaikan dalam waktu paling lambat 3 (tiga) tahun 
setelah anak  berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin.

 
Pasal 7

Setiap orang yang bukan Warga Negara Indonesia diperlakukan sebagai 
orang asing.
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BAB III
SYARAT DAN TATA CARA MEMPEROLEH 

KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA
 

Pasal 8 
Kewarganegaraan Republik Indonesia dapat juga diperoleh melalui 
pewarganegaraan.

 
Pasal 9

Permohonan pewarganegaraan dapat diajukan oleh pemohon jika 
memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a.	 telah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin;
b.	 pada waktu mengajukan permohonan sudah bertempat tinggal di 

wilayah negara Republik Indonesia paling singkat 5 (lima ) tahun 
berturut-turut atau paling singkat 10 (sepuluh) tahun tidak berturut-
turut;

c.	 sehat jasmani dan rohani;
d.	 dapat berbahasa Indonesia serta  	 mengakui dasar negara 

Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia  
Tahun 1945;

e.	 tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana yang 
diancam dengan pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih;

f.	 jika dengan memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia, 
tidak menjadi berkewarganegaraan ganda; 

g.	 mempunyai pekerjaan dan/atau berpenghasilan tetap; dan
h.	 membayar uang pewarganegaraan ke Kas Negara. 

Pasal 10 
(1)	 Permohonan pewarganegaraan diajukan di Indonesia oleh pemohon 

secara tertulis dalam bahasa Indonesia di atas kertas bermeterai 
cukup kepada Presiden melalui Menteri.

(2) 	 Berkas permohonan pewarganegaraan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) disampaikan kepada Pejabat.

 Pasal 11
Menteri meneruskan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
10 disertai dengan pertimbangan kepada Presiden dalam waktu paling 
lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal permohonan diterima.
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Pasal 12
(1)	 Permohonan pewarganegaraan dikenai biaya. 
(2) 	 Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan 

Pemerintah.

Pasal 13 
(1)	 Presiden mengabulkan atau menolak permohonan pewarga-

negaraan.
(2) 	 Pengabulan permohonan  pewarganegaraan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) ditetapkan  dengan Keputusan Presiden.
(3) 	 Keputusan Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan 

paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak permohonan diterima 
oleh Menteri dan diberitahukan kepada pemohon paling lambat 14 
(empat belas) hari terhitung sejak Keputusan Presiden ditetapkan.

(4)	 Penolakan permohonan pewarganegaraan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) harus disertai alasan dan diberitahukan oleh Menteri 
kepada yang bersangkutan paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung 
sejak tanggal permohonan diterima oleh Menteri.

Pasal 14
(1)	 Keputusan Presiden mengenai pengabulan terhadap permohonan 

pewarganegaraan berlaku efektif terhitung sejak tanggal pemohon 
mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia.

(2) 	 Paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak Keputusan Presiden 
dikirim kepada pemohon, Pejabat memanggil pemohon untuk 
mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia.

(3) 	 Dalam hal setelah dipanggil secara tertulis oleh Pejabat untuk  
mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia pada waktu 
yang telah ditentukan ternyata pemohon tidak hadir tanpa alasan 
yang sah, Keputusan Presiden tersebut batal demi hukum.

(4) 	 Dalam hal pemohon tidak dapat  mengucapkan sumpah atau 
menyatakan janji setia pada waktu yang telah ditentukan sebagai 
akibat kelalaian Pejabat, pemohon dapat mengucapkan sumpah 
atau menyatakan janji setia di hadapan Pejabat lain yang ditunjuk 
Menteri.

 
Pasal 15

(1) 	 Pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dilakukan di hadapan Pejabat.
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(2) 	 Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membuat berita acara 
pelaksanaan pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia.

(3)	 Paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal 
pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia, Pejabat sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) menyampaikan berita acara pengucapan 
sumpah atau pernyataan janji setia kepada Menteri. 

 
Pasal 16 

Sumpah atau pernyataan janji setia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
14 ayat (1) adalah:
Yang mengucapkan sumpah, lafal sumpahnya sebagai berikut:
Demi Allah/demi Tuhan Yang Maha Esa, saya bersumpah melepaskan 
seluruh kesetiaan saya kepada kekuasaan asing, mengakui, tunduk, 
dan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila, dan 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan 
akan membelanya dengan sungguh-sungguh serta akan menjalankan 
kewajiban yang dibebankan negara kepada saya sebagai Warga Negara 
Indonesia dengan tulus dan ikhlas. 
Yang menyatakan janji setia, lafal janji setianya sebagai berikut:
Saya berjanji melepaskan seluruh kesetiaan saya kepada kekuasaan 
asing, mengakui, tunduk, dan setia kepada Negara Kesatuan Republik 
Indonesia, Pancasila, dan Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 dan akan membelanya dengan sungguh-sungguh 
serta akan menjalankan kewajiban yang dibebankan negara kepada saya 
sebagai Warga Negara Indonesia dengan tulus dan ikhlas.	

 
Pasal 17

Setelah mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia, pemohon 
wajib menyerahkan dokumen atau surat-surat keimigrasian atas 
namanya kepada kantor imigrasi dalam waktu paling lambat 14 (empat 
belas) hari kerja terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah atau 
pernyataan janji setia.

 
Pasal 18 

(1)	 Salinan Keputusan Presiden tentang pewarganegaraan sebagai-
mana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dan berita acara 
pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia dari Pejabat 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) menjadi bukti sah 
Kewarganegaraan Republik Indonesia seseorang yang memperoleh 
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kewarganegaraan.
(2)	 Menteri mengumumkan nama orang yang telah memperoleh 

kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam 
Berita Negara Republik Indonesia.

 
 Pasal 19 

(1)	 Warga negara asing yang kawin secara sah dengan Warga Negara 
Indonesia dapat memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia 
dengan menyampaikan pernyataan menjadi warga negara di 
hadapan Pejabat.

(2) 	 Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila 
yang bersangkutan sudah bertempat tinggal di wilayah negara 
Republik Indonesia paling singkat 5 (lima) tahun berturut-turut  
atau paling singkat 10 (sepuluh) tahun tidak berturut-turut, kecuali 
dengan perolehan kewarganegaraan tersebut mengakibatkan 
berkewarganegaraan ganda.

(3)	 Dalam hal yang bersangkutan tidak memperoleh Kewarganegaraan 
Republik Indonesia yang diakibatkan oleh kewarganegaraan ganda 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang bersangkutan dapat 
diberi izin tinggal tetap sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.

(4)	 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara menyampaikan per-
nyataan untuk menjadi Warga Negara Indonesia sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan 
Menteri.

 
Pasal 20 

Orang asing yang telah berjasa kepada negara Republik  Indonesia 
atau dengan alasan kepentingan negara dapat diberi Kewarganegaraan 
Republik Indonesia oleh Presiden setelah memperoleh pertimbangan 
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, kecuali dengan 
pemberian kewarganegaraan tersebut mengakibatkan yang ber-
sangkutan berkewarganegaraan ganda.

 
Pasal 21 

(1)	 Anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum 
kawin, berada dan bertempat tinggal di wilayah negara Republik 
Indonesia, dari ayah atau ibu yang memperoleh Kewarganegaraan 
Republik Indonesia dengan sendirinya berkewarganegaraan 
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Republik Indonesia.
(2)	 Anak warga negara asing yang belum berusia 5 (lima) tahun yang 

diangkat secara sah menurut penetapan pengadilan sebagai anak 
oleh Warga Negara Indonesia memperoleh Kewarganegaraan 
Republik Indonesia. 

(3)	 Dalam hal anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat 
(2)  memperoleh kewarganegaraan ganda, anak tersebut harus 
menyatakan memilih salah satu kewarganegaraannya sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 6.

 
Pasal 22

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara mengajukan dan memperoleh 
Kewarganegaraan Republik Indonesia diatur dalam Peraturan 
Pemerintah.

 
BAB IV

KEHILANGAN KEWARGANEGARAAN
 REPUBLIK INDONESIA

 
Pasal 23 

Warga Negara Indonesia kehilangan kewarganegaraannya jika yang 
bersangkutan:
a.	 memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri;
b.	 tidak menolak atau tidak melepaskan kewarganegaraan lain, 

sedangkan orang yang bersangkutan mendapat kesempatan untuk 
itu;

c.	 dinyatakan hilang kewarganegaraannya oleh Presiden atas 
permohonannya sendiri, yang bersangkutan sudah berusia 18 
(delapan belas) tahun atau sudah kawin,  bertempat tinggal di luar 
negeri, dan dengan dinyatakan hilang Kewarganegaraan Republik 
Indonesia tidak menjadi tanpa kewarganegaraan;

d.    masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin terlebih dahulu dari 
Presiden;

e.	 secara sukarela masuk dalam dinas negara asing, yang jabatan 
dalam dinas semacam itu di Indonesia sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan hanya dapat dijabat oleh Warga 
Negara Indonesia; 

f.	 secara sukarela mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia 
kepada negara asing atau bagian dari negara asing tersebut;
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g.	 tidak diwajibkan tetapi turut serta dalam pemilihan sesuatu yang 
bersifat ketatanegaraan untuk suatu negara asing;

h.	 mempunyai paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara asing 
atau surat yang dapat diartikan sebagai tanda kewarganegaraan 
yang masih berlaku dari negara lain atas namanya; atau

i.	 bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia selama 
5 (lima) tahun terus-menerus bukan dalam rangka dinas negara, 
tanpa alasan yang sah dan dengan sengaja tidak menyatakan 
keinginannya untuk tetap menjadi Warga Negara Indonesia 
sebelum jangka waktu 5 (lima) tahun itu berakhir, dan setiap 5 
(lima) tahun berikutnya yang bersangkutan tidak mengajukan 
pernyataan ingin tetap menjadi Warga Negara Indonesia kepada 
Perwakilan Republik Indonesia yang wilayah kerjanya meliputi 
tempat tinggal yang bersangkutan padahal Perwakilan Republik 
Indonesia tersebut telah memberitahukan secara tertulis kepada 
yang bersangkutan, sepanjang yang bersangkutan tidak menjadi 
tanpa kewarganegaraan. 

Pasal 24 
Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d tidak berlaku 
bagi mereka yang mengikuti program pendidikan di negara lain yang 
mengharuskan mengikuti wajib militer. 

 
Pasal 25 

(1)	 Kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia bagi seorang 
ayah tidak dengan sendirinya berlaku terhadap anaknya yang 
mempunyai hubungan hukum dengan ayahnya sampai dengan 
anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin. 

(2)	 Kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia bagi seorang 
ibu tidak dengan sendirinya berlaku terhadap anaknya yang tidak 
mempunyai hubungan hukum dengan ayahnya  sampai dengan 
anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin.

(3)	 Kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia karena mem-
peroleh kewarganegaraan lain bagi seorang ibu yang putus 
perkawinannya, tidak dengan sendirinya berlaku terhadap anaknya 
sampai dengan anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun atau 
sudah kawin.

(4)	 Dalam hal status Kewarganegaraan Republik Indonesia terhadap 
anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat 
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(3) berakibat anak berkewarganegaraan ganda, setelah berusia 
18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin anak tersebut harus 
menyatakan memilih salah satu kewarganegaraannya sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 6.

Pasal 26 
(1)	 Perempuan Warga Negara Indonesia yang kawin dengan 

laki-laki warga negara asing  kehilangan Kewarganegaraan 
Republik Indonesia jika menurut hukum negara asal suaminya, 
kewarganegaraan istri mengikuti kewarganegaraan suami sebagai 
akibat perkawinan  tersebut.

(2) 	 Laki-laki Warga Negara Indonesia yang kawin dengan 
perempuan warga negara asing  kehilangan Kewarganegaraan 
Republik Indonesia jika menurut hukum negara asal istrinya, 
kewarganegaraan suami mengikuti kewarganegaraan istri sebagai 
akibat perkawinan  tersebut.

(3) 	 Perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau laki-laki 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) jika ingin tetap menjadi 
Warga Negara Indonesia dapat mengajukan surat pernyataan 
mengenai keinginannya kepada Pejabat atau Perwakilan Republik 
Indonesia yang wilayahnya meliputi tempat tinggal perempuan 
atau laki-laki tersebut, kecuali pengajuan tersebut mengakibatkan 
kewarganegaraan ganda. 

(4) 	 Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat 
diajukan oleh perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
atau laki-laki sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah 3 (tiga) 
tahun sejak tanggal perkawinannya berlangsung. 

 
Pasal 27

Kehilangan kewarganegaraan bagi suami atau istri yang terikat 
perkawinan yang sah tidak menyebabkan hilangnya status  
kewarganegaraan dari istri atau suami.
  

Pasal 28 
Setiap orang yang memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia 
berdasarkan keterangan yang kemudian hari dinyatakan palsu atau 
dipalsukan, tidak benar, atau terjadi kekeliruan mengenai orangnya  
oleh instansi yang berwenang, dinyatakan batal kewarganegaraannya.
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Pasal 29 
Menteri mengumumkan nama orang yang kehilangan Kewarganegaraan 
Republik Indonesia dalam Berita Negara Republik Indonesia.  

Pasal 30
Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara kehilangan 
dan pembatalan kewarganegaraan diatur dalam Peraturan Pemerintah. 

 
BAB V

SYARAT DAN TATA CARA MEMPEROLEH KEMBALI 
KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA

 
Pasal 31

Seseorang yang kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia 
dapat memperoleh kembali kewarganegaraannya melalui prosedur 
pewarganegaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sampai dengan 
Pasal 18 dan Pasal 22.

  
Pasal 32

(1)	 Warga Negara Indonesia yang kehilangan Kewarganegaraan 
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf  
i, dan Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) dapat memperoleh kembali 
Kewarganegaraan Republik Indonesia dengan mengajukan 
permohonan tertulis kepada Menteri tanpa melalui prosedur 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 17.

(2)	 Dalam hal pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertempat 
tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia, permohonan 
disampaikan melalui Perwakilan Republik Indonesia yang wilayah 
kerjanya meliputi tempat tinggal pemohon.

(3)	 Permohonan untuk memperoleh kembali Kewarganegaraan 
Republik Indonesia dapat diajukan oleh perempuan atau laki-
laki yang kehilangan kewarganegaraannya akibat ketentuan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) sejak 
putusnya perkawinan.

(4)	 Kepala Perwakilan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) meneruskan permohonan tersebut kepada Menteri 
dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari setelah menerima 
permohonan.
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Pasal 33 
Persetujuan atau penolakan permohonan memperoleh kembali 
Kewarganegaraan Republik Indonesia diberikan paling lambat 3 (tiga) 
bulan oleh Menteri atau Pejabat terhitung sejak tanggal diterimanya 
permohonan.

Pasal 34 
Menteri mengumumkan nama orang yang memperoleh kembali 
Kewarganegaraan Republik Indonesia dalam Berita Negara Republik 
Indonesia.

 
Pasal 35

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara memperoleh 
kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia diatur dalam Peraturan 
Pemerintah.

 
 BAB VI

KETENTUAN PIDANA
 

Pasal 36
(1)	 Pejabat yang karena kelalaiannya melaksanakan tugas dan 

kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang 
ini sehingga mengakibatkan seseorang kehilangan hak untuk 
memperoleh atau memperoleh kembali dan/atau kehilangan 
Kewarganegaraan Republik Indonesia dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 1 (satu) tahun.

(2)	 Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan karena kesengajaan, dipidana dengan pidana penjara 
paling lama 3 (tiga) tahun.

 
Pasal 37

(1)	 Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan palsu, 
termasuk keterangan di atas sumpah, membuat surat atau dokumen 
palsu, memalsukan surat atau dokumen dengan maksud untuk 
memakai atau menyuruh memakai keterangan atau surat atau 
dokumen yang dipalsukan untuk memperoleh Kewarganegaraan 
Republik Indonesia atau memperoleh kembali Kewarganegaraan 
Republik Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling singkat 
1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling 
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sedikit Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan 
paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(2)	 Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan keteranganpalsu, 
termasuk keterangan di atas sumpah, membuat surat atau 
dokumen palsu, memalsukan surat atau dokumen sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling 
singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan denda 
paling sedikit Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) 
dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

 
Pasal 38

(1)	 Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
37 dilakukan korporasi, pengenaan pidana dijatuhkan kepada 
korporasi dan/atau pengurus yang bertindak untuk dan atas nama 
korporasi.

(2)	 Korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan 
pidana denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) 
dan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan 
dicabut izin usahanya.

(3)	 Pengurus korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana 
dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling 
lama 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 
(satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima 
miliar rupiah). 

 
BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 39
(1)	 Permohonan pewarganegaraan, pernyataan untuk tetap menjadi 

Warga Negara Indonesia, atau permohonan memperoleh kembali 
Kewarganegaraan Republik Indonesia yang telah diajukan kepada 
Menteri sebelum Undang-Undang ini berlaku dan telah diproses 
tetapi belum selesai,  tetap diselesaikan berdasarkan Undang-Undang 
Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indo-
nesia  sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 
Tahun 1976 tentang Perubahan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 62 
Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

(2)	 Apabila permohonan atau pernyataan sebagaimana dimaksud pada 
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ayat (1) telah diproses tetapi belum selesai pada saat peraturan 
pelaksanaan Undang-Undang ini ditetapkan, permohonan atau 
pernyataan tersebut diselesaikan menurut ketentuan Undang-
Undang ini. 

 
Pasal 40

Permohonan pewarganegaraan, pernyataan untuk tetap menjadi 
Warga Negara Indonesia, atau permohonan memperoleh kembali 
Kewarganegaraan Republik Indonesia yang telah diajukan kepada 
Menteri sebelum Undang-Undang ini berlaku dan belum diproses, 
diselesaikan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini. 

 
Pasal 41 

Anak yang lahir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, huruf 
d, huruf h, huruf l dan anak yang diakui atau diangkat secara sah 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sebelum Undang-Undang ini 
diundangkan dan belum berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum 
kawin memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia berdasarkan 
Undang-Undang ini dengan mendaftarkan diri kepada Menteri melalui 
Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia paling lambat 4 (empat) 
tahun setelah Undang-Undang ini diundangkan. 

  
Pasal 42

Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di luar wila-
yah negara Republik Indonesia selama 5 (lima) tahun atau 
lebih tidak melaporkan diri kepada Perwakilan Republik 
Indonesia dan telah kehilangan Kewarganegaraan Republik 
Indonesia sebelum Undang-Undang ini diundangkan dapat  
memperoleh kembali kewarganegaraannya dengan mendaftarkan 
diri di Perwakilan Republik Indonesia dalam waktu paling lambat 3 
(tiga) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan sepanjang tidak 
mengakibatkan kewarganegaraan ganda. 

 
 Pasal 43

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 41 dan Pasal 42 diatur dengan Peraturan Menteri 
yang harus ditetapkan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak Undang-
Undang ini diundangkan.
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BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

 
Pasal 44

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:
a.	 Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan 

Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1958 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1647) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 
1976 tentang Perubahan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 62 Tahun 
1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 20, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3077) dicabut dan 
dinyatakan tidak berlaku;

b.	 Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 
tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1976 tentang 
Perubahan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 
tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia dinyatakan masih 
tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti 
berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang ini.  

Pasal 45 
Peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini harus telah ditetapkan 
paling lambat 6 (enam) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan. 

  
Pasal 46 

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
  

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara 
Republik Indonesia.	  
 

 
Disahkan di Jakarta 

pada tanggal 1 Agustus 2006
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
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Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 1 Agustus 2006
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK 
INDONESIA,
ttd
HAMID AWALUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2006 
NOMOR 63
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PENJELASAN
ATAS

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12 TAHUN 2006

TENTANG
KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA

		
  
I.  UMUM 

Warga negara merupakan salah satu unsur hakiki dan unsur 
pokok suatu negara. Status kewarganegaraan menimbulkan 
hubungan timbal balik antara warga negara dan negaranya. 
Setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban terhadap 
negaranya. Sebaliknya, negara mempunyai kewajiban memberikan 
perlindungan terhadap warga negaranya.

  Sejak Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, ihwal 
kewarganegaraan diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 
1946 tentang Warga Negara dan Penduduk Negara. Undang-
Undang tersebut kemudian diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 6 Tahun 1947 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 
3 Tahun 1946 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 8 
Tahun 1947 tentang Memperpanjang Waktu untuk Mengajukan 
Pernyataan Berhubung dengan Kewargaan Negara Indonesia dan 
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1948 tentang Memperpanjang 
Waktu Lagi untuk Mengajukan Pernyataan Berhubung dengan 
Kewargaan Negara Indonesia. Selanjutnya, ihwal kewarganegaraan 
terakhir diatur dengan Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 
tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1976 tentang 
Perubahan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang 
Kewarganegaraan Republik Indonesia.	

Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tersebut secara filosofis, 
yuridis, dan sosiologis sudah tidak sesuai lagi dengan perkem-
bangan masyarakat dan ketatanegaraan Republik Indonesia.

  Secara filosofis, Undang-Undang tersebut masih mengandung 
ketentuan-ketentuan yang belum sejalan dengan falsafah Pancasila, 
antara lain, karena bersifat diskriminatif, kurang menjamin 
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pemenuhan hak asasi dan persamaan antarwarga negara, serta 
kurang memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak-
anak.

 Secara yuridis, landasan konstitusional pembentukan Undang-
Undang tersebut adalah Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 
1950 yang sudah tidak berlaku sejak Dekrit Presiden 5 Juli 1959 
yang menyatakan kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945. 
Dalam perkembangannya, Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 telah mengalami perubahan yang lebih 
menjamin perlindungan terhadap hak asasi manusia dan hak warga 
negara.

Secara sosiologis, Undang-Undang tersebut sudah tidak sesuai lagi 
dengan perkembangan dan tuntutan masyarakat Indonesia sebagai 
bagian dari masyarakat internasional dalam pergaulan global, yang 
menghendaki adanya persamaan perlakuan dan kedudukan warga 
negara di hadapan hukum serta adanya kesetaraan dan keadilan 
gender.

  Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perlu dibentuk 
undang-undang kewarganegaraan yang baru sebagai pelaksanaan 
Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun  1945 yang mengamanatkan agar hal-hal mengenai warga 
negara dan penduduk diatur dengan undang-undang. 

 Untuk memenuhi tuntutan masyarakat dan melaksanakan amanat 
Undang-Undang Dasar sebagaimana tersebut di atas, Undang-
Undang ini memperhatikan asas-asas kewarganegaraan umum atau 
universal, yaitu asas ius sanguinis, ius soli, dan campuran. 

  Adapun asas-asas yang dianut dalam Undang-Undang ini 
sebagai berikut:
1.	 Asas ius sanguinis (law of the blood) adalah asas yang menentukan 

kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan, bukan 
berdasarkan negara tempat kelahiran. 

2.	 Asas ius soli (law of the soil) secara terbatas adalah asas yang 
menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan negara  
tempat kelahiran, yang diberlakukan terbatas bagi anak-anak 
sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang 
ini.

3.	 Asas kewarganegaraan tunggal adalah asas yang menentukan 
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satu kewarganegaraan bagi setiap orang. 
4.	 Asas kewarganegaraan ganda terbatas adalah asas yang 

menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai 
dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.
 

Undang-Undang ini pada dasarnya tidak mengenal kewarganegara-
an ganda (bipatride) ataupun tanpa kewarganegaraan (apatride).

Kewarganegaraan ganda yang diberikan kepada anak dalam 
Undang-Undang ini merupakan suatu pengecualian.

Selain asas tersebut di atas, beberapa asas khusus juga menjadi 
dasar penyusunan Undang-Undang tentang Kewarganegaraan 
Republik Indonesia, 
1.	 Asas kepentingan nasional adalah asas yang menentukan bahwa 

peraturan kewarganegaraan mengutamakan kepentingan 
nasional Indonesia, yang bertekad mempertahankan 
kedaulatannya sebagai negara kesatuan yang memiliki cita-cita 
dan tujuannya sendiri.

2.	 Asas perlindungan maksimum adalah asas yang menentukan 
bahwa pemerintah wajib memberikan perlindungan penuh 
kepada setiap Warga Negara Indonesia dalam keadaan apapun 
baik di dalam maupun di luar negeri.

3.	 Asas persamaan di dalam hukum dan pemerintahan adalah 
asas yang menentukan bahwa setiap Warga Negara Indonesia 
mendapatkan perlakuan yang sama di dalam hukum dan 
pemerintahan.

4.	 Asas kebenaran substantif adalah prosedur pewarganegaraan 
seseorang tidak hanya  bersifat administratif, tetapi juga 
disertai substansi dan syarat-syarat permohonan yang dapat 
dipertanggungjawabkan kebenarannya.	

5.	 Asas nondiskriminatif adalah asas yang tidak membedakan 
perlakuan dalam segala hal ikhwal yang berhubungan dengan 
warga negara atas dasar suku, ras, agama, golongan, jenis 
kelamin dan gender. 

6.	 Asas pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia 
adalah asas yang dalam segala hal ikhwal yang berhubungan 
dengan warga negara harus menjamin, melindungi, dan  
memuliakan hak asasi  manusia pada umumnya dan hak warga 
negara pada khususnya. 
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7.	 Asas keterbukaan adalah asas yang menentukan bahwa dalam 
segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara harus 
dilakukan secara terbuka.

8.	 Asas publisitas adalah asas yang menentukan bahwa seseorang 
yang memperoleh atau kehilangan Kewarganegaraan Republik 
Indonesia diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia 
agar masyarakat mengetahuinya.

Pokok materi muatan yang diatur dalam Undang-Undang ini 
meliputi: 
a.	 siapa yang menjadi Warga Negara Indonesia;
b.	 syarat dan tata cara memperoleh Kewarganegaraan Republik 

Indonesia;
c.	 kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia; 
d.	 syarat dan tata cara memperoleh kembali Kewarganegaraan 

Republik Indonesia;
e.	 ketentuan pidana.	

	
Dalam Undang-Undang ini, pengaturan mengenai anak yang lahir 

di luar perkawinan yang sah semata-mata hanya untuk memberikan 
perlindungan terhadap anak tentang status kewarganegaraannya 
saja.

Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Undang-Undang 
Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik 
Indonesia  sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 
Tahun 1976 tentang Perubahan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 62 
Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia dicabut 
dan dinyatakan tidak berlaku. 

Selain itu, semua peraturan perundang-undangan sebelumnya 
yang mengatur mengenai kewarganegaraan, dengan sendirinya 
tidak berlaku karena tidak sesuai dengan prinsip-prinsip yang 
diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945. Peraturan perundang-undangan tersebut 
adalah:
1.	 Undang-Undang tanggal 10 Pebruari 1910 tentang Peraturan 

tentang Kekaulanegaraan Belanda Bukan Belanda (Stb. 1910 – 
296 jo. 27-458);
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2.	 Undang-Undang Tahun 1946 Nomor 3 tentang Warganegara, 
Penduduk Negara jo. Undang-Undang Tahun 1947 Nomor 6 
jo. Undang-Undang Tahun 1947 Nomor 8 jo. Undang-Undang 
Tahun 1948 Nomor 11;

3.	 Persetujuan Perihal Pembagian Warga Negara antara Republik 
Indonesia Serikat dan Kerajaan Belanda (Lembaran Negara 
Tahun 1950 Nomor 2);

4.	 Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1971 tentang Pernyataan 
Digunakannya Ketentuan-ketentuan dalam Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 1946 tentang Warganegara dan 
Penduduk Negara Republik Indonesia untuk Menetapkan 
Kewarganegaraan Republik Indonesia bagi Penduduk Irian 
Barat; dan

5.	 Peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan 
kewarganegaraan. 

 II.   PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
	 Cukup jelas.
 
Pasal 2  
	 Yang dimaksud dengan “orang-orang bangsa 

Indonesia asli” adalah orang Indonesia yang menjadi 
Warga Negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak 
pernah menerima kewarganegaraan lain atas kehendak 
sendiri. 

 
Pasal 3
	 Cukup jelas.
 
Pasal 4

Huruf a
	 Cukup jelas.
Huruf b
	 Cukup jelas. 
Huruf c
	 Cukup jelas.
Huruf d
	 Cukup jelas.
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Huruf e
	 Cukup jelas.
Huruf f
	 Ditentukannya “tenggang waktu 300 (tiga ratus) 

hari” dengan pertimbangan bahwa tenggang 
waktu tersebut merupakan tenggang waktu 
yang dianggap cukup untuk meyakini bahwa 
anak tersebut benar-benar anak dari ayah yang 
meninggal dunia.

Huruf g
	 Cukup jelas. 
Huruf h

Pengakuan terhadap anak dalam ketentuan ini 
dibuktikan dengan penetapan pengadilan. 

Huruf i
	 Cukup jelas. 
Huruf j
	 Cukup jelas. 
Huruf k
	 Cukup jelas. 
Huruf l
	 Cukup jelas. 
Huruf m
	 Cukup jelas.

 
Pasal 5
	 Ayat (1)
		  Cukup jelas.	

Ayat (2)
	 Yang dimaksud dengan “pengadilan” adalah 

pengadilan negeri di tempat tinggal pemohon 
dalam hal permohonan diajukan dalam wilayah 
negara Republik Indonesia. Bagi pemohon 
yang bertempat tinggal di luar wilayah negara 
Republik Indonesia, yang dimaksud dengan 
“pengadilan” adalah pengadilan sesuai dengan 
ketentuan di negara tempat tinggal pemohon.

 Pasal 6
	 Cukup jelas.



353

Pasal 7
	 Cukup jelas.

 
Pasal 8
	 Cukup jelas. 
 
Pasal 9
	 Cukup jelas. 
 
Pasal 10
	 Cukup jelas.
 
Pasal 11
	 Cukup jelas.
 
Pasal 12
	 Cukup jelas.
 
Pasal 13
	 Cukup jelas.
 
Pasal 14
	 Cukup jelas.

Pasal 15
	 Cukup jelas.
  
Pasal 16
	 Cukup jelas.
 
Pasal 17 
		  Yang dimaksud dengan “dokumen atau surat-surat 

keimigrasian”, misalnya paspor biasa, visa, izin 
masuk, izin tinggal, dan perizinan tertulis lainnya yang 
dikeluarkan oleh pejabat imigrasi. 
Dokumen atau surat-surat keimigrasian yang 
diserahkan kepada kantor imigrasi oleh pemohon 
termasuk dokumen atau surat-surat atas nama istri/
suami dan anak-anaknya  yang ikut memperoleh status 
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kewarganegaraan pemohon.
 
Pasal 18

Cukup jelas.
 
Pasal 19 
	 Cukup jelas.
 
Pasal 20
	 Yang dimaksud dengan “orang asing yang telah 

berjasa kepada negara Republik Indonesia” adalah 
orang asing yang karena prestasinya yang luar biasa di 
bidang kemanusiaan, ilmu pengetahuan dan teknologi, 
kebudayaan, lingkungan hidup, serta keolahragaan 
telah memberikan kemajuan dan keharuman nama 
bangsa Indonesia.
Yang dimaksud dengan “orang asing yang diberi 
kewarganegaraan karena alasan kepentingan negara” 
adalah orang asing yang dinilai oleh negara telah dan 
dapat memberikan sumbangan yang luar biasa untuk 
kepentingan memantapkan kedaulatan negara dan 
untuk meningkatkan kemajuan, khususnya di bidang 
perekonomian Indonesia.

 
Pasal 21
	 Ayat (1)
		  Cukup jelas.	

Ayat (2)
	 Yang dimaksud dengan “pengadilan” adalah 

pengadilan negeri di tempat tinggal pemohon 
bagi pemohon yang bertempat tinggal di 
wilayah negara Republik Indonesia. Bagi 
pemohon yang bertempat tinggal di luar 
wilayah negara Republik Indonesia, yang 
dimaksud dengan “pengadilan” adalah 
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. 

Ayat (3)
		  Cukup jelas.
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Pasal 22
	 Cukup jelas. 
 
Pasal 23
	 Huruf a

Cukup jelas.
Huruf b

Cukup jelas.
Huruf c

	 Cukup jelas.
Huruf d

	 Cukup jelas. 
Huruf e

Yang dimaksud dengan “jabatan dalam dinas 
semacam itu di Indonesia sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan 
hanya dapat dijabat oleh Warga Negara 
Indonesia” antara lain pegawai negeri, pejabat 
negara, dan intelijen. Apabila Warga Negara 
Indonesia menjabat dalam dinas sejenis itu di 
negara asing, yang bersangkutan kehilangan 
Kewarganegaraan Republik Indonesia. Dengan 
demikian, tidak semua jabatan dalam dinas 
negara asing mengakibatkan kehilangan 
Kewarganegaraan Republik Indonesia. 

Huruf f
Yang dimaksud dengan “bagian dari negara 
asing” adalah wilayah yang menjadi yurisdiksi 
negara asing yang bersangkutan.

Huruf g
		  Cukup jelas.

Huruf h
		  Cukup jelas.

Huruf i 
	 Yang dimaksud dengan “alasan yang sah” 

adalah alasan yang diakibatkan oleh kondisi di 
luar kemampuan yang bersangkutan sehingga 
ia tidak dapat menyatakan keinginannya 
untuk tetap menjadi Warga Negara Indonesia, 
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antara lain karena terbatasnya mobilitas 
yang bersangkutan akibat paspornya tidak 
berada dalam penguasaan yang bersangkutan, 
pemberitahuan Pejabat tidak diterima, atau 
Perwakilan Republik Indonesia sulit dicapai 
dari tempat tinggal yang bersangkutan. 

Pasal 24
	 Cukup jelas. 

Pasal 25
	 Cukup jelas. 

Pasal 26
	 Cukup jelas. 

Pasal 27
	 Cukup jelas.

Pasal 28
	 Yang dimaksud dengan “instansi yang berwenang” 

adalah instansi yang mempunyai kewenangan untuk 
menyatakan bahwa dokumen atau surat-surat tersebut 
palsu atau dipalsukan, misalnya akta kelahiran 
dinyatakan palsu oleh kantor catatan sipil. 

Pasal 29
	 Cukup jelas.

Pasal 30 
	 Cukup jelas.

Pasal 31 
	 Cukup jelas.

Pasal 32 
Ayat (1)
	 Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan 

kemudahan kepada anak dan istri atau anak 
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dan suami yang kehilangan Kewarganegaraan 
Republik Indonesia dalam memperoleh kembali 
Kewarganegaraan Republik Indonesia tanpa 
melalui proses pewarganegaraan (naturalisasi) 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sampai 
dengan Pasal 17.

Ayat (2) 
	 Cukup jelas.
Ayat (3)
	  Yang dimaksud dengan “putusnya perkawinan” 

adalah putusnya perkawinan karena perceraian 
berdasarkan putusan  pengadilan yang telah 
mempunyai kekuatan hukum tetap atau karena 
suami atau istri meninggal dunia.

Ayat (4) 
	 Cukup jelas.

Pasal 33
	 Cukup jelas.	

Pasal 34
	 Cukup jelas.

Pasal 35
	 Cukup jelas.

Pasal 36
		  Cukup jelas.

	 Pasal 37
		  Cukup jelas.

Pasal 38
		  Cukup jelas.

	 Pasal 39
		  Cukup jelas.
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	 Pasal 40
		  Cukup jelas.

	 Pasal 41
		  Cukup jelas.

	 Pasal 42
		  Cukup jelas.

	 Pasal 43
		  Cukup jelas.

	 Pasal 44
		  Cukup jelas.

Pasal 45
		  Cukup jelas.

Pasal 46
		  Cukup jelas.
 
 

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 4634



Undang-Undang Republik Indonesia 
Nomor 21 Tahun 2007

Tentang

Pemberantasan Tindak Pidana 
Perdagangan Orang



360

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 21 TAHUN 2007

TENTANG
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Presiden Republik Indonesia,

Menimbang:     a.	 bahwa setiap orang sebagai makhluk Tuhan Yang 
Maha Esa memiliki hak-hak asasi sesuai dengan 
kemuliaan harkat dan martabatnya yang dilindungi 
oleh Undang-Undang berdasarkan Pancasila dan 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945;

b.	 bahwa perdagangan orang, khususnya perempuan 
dan anak, merupakan tindakan yang bertentangan 
dengan harkat dan martabat manusia dan melanggar 
hak asasi manusia, sehingga harus diberantas;

   c. 	 bahwa perdagangan orang telah meluas dalam 
bentuk jaringan kejahatan yang terorganisasi dan 
tidak terorganisasi, baik bersifat antar negara 
maupun dalam negeri, sehingga menjadi ancaman 
terhadap masyarakat, bangsa, dan negara, serta 
terhadap norma-norma kehidupan yang dilandasi 
penghormatan terhadap hak asasi manusia;

d. 	 bahwa keinginan untuk mencegah dan 
menanggulangi tindak pidana perdagangan orang 
didasarkan pada nilai-nilai luhur, komitmen 
nasional, dan internasional untuk melakukan upaya 
pencegahan sejak dini, penindakan terhadap pelaku, 
perlindungan korban, dan peningkatan kerja sama;
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   e. 	 bahwa peraturan perundang-undangan yang 
berkaitan dengan perdagangan orang belum 
memberikan landasan hukum yang menyeluruh 
dan terpadu bagi upaya pemberantasan tindak 
pidana perdagangan orang;

   f.	 bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf 
d, dan huruf e perlu membentuk Undang-Undang 
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan 
Orang;

Mengingat :     1.	 Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 28B ayat (2) Undang- 
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945;

2.	 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang 
Pengesahan Konvensi tentang Penghapusan 
Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan 
(Convention on The Elimination of all Forms of 
Discrimination Against Women) (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3277);

3.	 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 
Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4235);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:	U NDANG-UNDANG TENTANG PEMBERANTA-
SAN TINDAK  PIDANA PERDAGANGAN ORANG
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BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:
1. 	 Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, 

penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan 
seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, 
penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan 
kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi 
bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari 
orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang 
dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan 
eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi.

2.	 Tindak  Pidana Perdagangan Orang adala setiap tindakan atau 
serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana 
yang ditentukan dalam Undang-Undang ini.

3.	 Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis, 
mental, fisik, seksual, ekonomi, dan/atau sosial, yang diakibatkan 
tindak pidana perdagangan orang.

4.	 Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi yang 
melakukan tindak pidana perdagangan orang.

5.	 Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) 
tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

6. 	 Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang 
terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan 
hukum.

7.	 Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan 
korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, 
kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa 
perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, 
organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan 
atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau 
memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain 
untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil.

8.	 Eksploitasi Seksual adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh 
seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan 
keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan 
pelacuran dan percabulan.
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9. 	 Perekrutan adalah tindakan yang meliputi mengajak, 
mengumpulkan, membawa, atau memisahkan seseorang dari 
keluarga atau komunitasnya.

10.	 Pengiriman adalah tindakan memberangkatkan atau melabuhkan 
seseorang dari satu tempat ke tempat lain.

11.	 Kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum, 
dengan atau tanpa menggunakan sarana terhadap fisik dan psikis 
yang menimbulkan bahaya bagi nyawa, badan, atau menimbulkan 
terampasnya kemerdekaan seseorang.

12. 	 Ancaman  kekerasan  adalah setiap perbuatan secara melawan 
hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, 
baik dengan atau tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan 
rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang.

13.	 Restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan 
kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan 
hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau immateriil yang 
diderita korban atau ahli warisnya.

14.	 Rehabilitasi adalah pemulihan dari gangguan terhadap kondisi 
fisik, psikis, dan sosial agar dapat melaksanakan perannya kembali 
secara wajar baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat.

15.	 Penjeratan Utang adalah perbuatan menempatkan orang dalam 
status atau keadaan menjaminkan atau terpaksa menjaminkan 
dirinya atau keluarganya atau orang-orang yang menjadi tanggung 
jawabnya, atau jasa pribadinya sebagai bentuk pelunasan utang.

BAB II
TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

Pasal 2
(1)	 Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, 

penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan 
seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, 
penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan 
kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi 
bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari 
orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan 
mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik 
Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) 
tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda 
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paling sedikit Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan 
paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

(2) 	 Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan 
orang tereksploitasi, maka pelaku dipidana dengan pidana yang 
sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 3
Setiap orang yang memasukkan orang ke wilayah negara Republik 
Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di wilayah negara 
Republik Indonesia atau dieksploitasi di negara lain dipidana dengan 
pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima 
belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 120.000.000,00 (seratus 
dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus 
juta rupiah).

Pasal 4
Setiap orang yang membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah 
negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar 
wilayah negara Republik Indonesia dipidana dengan pidana penjara 
paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan 
pidana denda paling sedikit Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta 
rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Pasal 5
Setiap orang yang melakukan pengangkatan anak dengan menjanjikan 
sesuatu atau memberikan sesuatu dengan maksud untuk dieksploitasi 
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan 
paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 
120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 
600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Pasal 6
Setiap orang yang melakukan pengiriman anak ke dalam atau ke 
luar negeri dengan cara apa pun yang mengakibatkan anak tersebut 
tereksploitasi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) 
tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling 
sedikit Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling 
banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
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Pasal 7
(1)	 Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 

(2), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 mengakibatkan korban 
menderita luka berat, gangguan jiwa berat, penyakit menular 
lainnya yang membahayakan jiwanya, kehamilan, atau terganggu 
atau hilangnya fungsi reproduksinya, maka ancaman pidananya 
ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana dalam Pasal 2 ayat 
(2), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.

(2) 	 Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), 
Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 mengakibatkan matinya korban, 
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan 
paling lama penjara seumur hidup dan pidana denda paling sedikit 
Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 
5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

Pasal 8
(1) 	 Setiap penyelenggara negara yang menyalahgunakan kekuasaan 

yang mengakibatkan terjadinya tindak pidana perdagangan orang 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan 
Pasal 6 maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman 
pidana dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.

(2) 	 Selain sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaku 
dapat dikenakan pidana tambahan berupa pemberhentian secara 
tidak dengan hormat dari jabatannya.

(3) 	 Pidana tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicantumkan 
sekaligus dalam amar putusan pengadilan.

Pasal 9
Setiap orang yang berusaha menggerakkan orang lain supaya melakukan 
tindak pidana perdagangan orang, dan tindak pidana itu tidak terjadi, 
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling 
lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 40.000.000,00 
(empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 240.000.000,00 (dua 
ratus empat puluh juta rupiah).

Pasal 10
Setiap orang yang membantu atau melakukan percobaan untuk 
melakukan tindak pidana perdagangan orang, dipidana dengan pidana 
yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 
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5, dan Pasal 6.

Pasal 11
Setiap orang yang merencanakan atau melakukan permufakatan jahat 
untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang, dipidana dengan 
pidana yang sama sebagai pelaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.

Pasal 12
Setiap orang yang menggunakan atau memanfaatkan korban tindak 
pidana perdagangan orang dengan cara melakukan persetubuhan atau 
perbuatan cabul lainnya dengan korban tindak pidana perdagangan 
orang, mempekerjakan korban tindak pidana perdagangan orang untuk 
meneruskan praktik eksploitasi, atau mengambil keuntungan dari hasil 
tindak pidana perdagangan orang dipidana dengan pidana yang sama 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 
6.

Pasal 13
(1) 	 Tindak pidana perdagangan orang dianggap dilakukan oleh 

korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-
orang yang bertindak untuk dan/atau atas nama korporasi atau 
untuk kepentingan korporasi, baik berdasarkan hubungan kerja 
maupun hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi 
tersebut baik sendiri maupun bersama-sama.

(2) 	 Dalam hal tindak pidana perdagangan orang dilakukan oleh suatu 
korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka penyidikan, 
penuntutan, dan pemidanaan dilakukan terhadap korporasi dan/
atau pengurusnya.

Pasal 14
Dalam hal panggilan terhadap korporasi, maka pemanggilan untuk 
menghadap dan penyerahan surat panggilan disampaikan kepada 
pengurus di tempat pengurus berkantor, di tempat korporasi itu 
beroperasi, atau di tempat tinggal pengurus.

Pasal 15
(1) 	 Dalam hal tindak pidana perdagangan orang dilakukan oleh suatu 

korporasi, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, 
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pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa 
pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan 
Pasal 6.

(2) 	 Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), korporasi 
dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa: 
a. 	 pencabutan izin usaha;
b. 	 perampasan kekayaan hasil tindak pidana;
c. 	 pencabutan status badan hukum;
d. 	 pemecatan pengurus; dan/atau
e. 	 pelarangan kepada pengurus tersebut untuk mendirikan 

korporasi dalam bidang usaha yang sama.

Pasal 16
Dalam hal tindak pidana perdagangan orang dilakukan oleh kelompok 
yang terorganisasi, maka setiap pelaku tindak pidana perdagangan 
orang dalam kelompok yang terorganisasi tersebut dipidana dengan 
pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditambah 1/3 
(sepertiga).

Pasal 17
Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, dan 
Pasal 4 dilakukan terhadap anak, maka ancaman pidananya ditambah 
1/3 (sepertiga).

Pasal 18
Korban yang melakukan tindak pidana karena dipaksa oleh pelaku 
tindak pidana perdagangan orang, tidak dipidana.

BAB III
TINDAK PIDANA LAIN YANG BERKAITAN DENGAN

TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

Pasal 19
Setiap orang yang memberikan atau memasukkan keterangan palsu pada 
dokumen negara atau dokumen lain atau memalsukan dokumen negara 
atau dokumen lain, untuk mempermudah terjadinya tindak pidana 
perdagangan orang, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 
(satu) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling 
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sedikit Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak 
Rp 280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah).

Pasal 20
Setiap orang yang memberikan kesaksian palsu, menyampaikan alat 
bukti palsu atau barang bukti palsu, atau mempengaruhi saksi secara 
melawan hukum di sidang pengadilan tindak pidana perdagangan orang, 
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling 
lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 40.000.000,00 
(empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 280.000.000,00 (dua 
ratus delapan puluh juta rupiah).

Pasal 21
(1) 	 Setiap orang yang melakukan penyerangan fisik terhadap saksi atau 

petugas di persidangan dalam perkara tindak pidana perdagangan 
orang, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun 
dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit 
Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 
200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

(2) 	 Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan 
saksi atau petugas di persidangan luka berat, maka pelaku dipidana 
dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 
10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 80.000.000,00 
(delapan puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 400.000.000,00 
(empat ratus juta rupiah).

(3) 	 Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan 
saksi atau petugas di persidangan mati, maka pelaku dipidana 
dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling 
lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 
120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak 
Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Pasal 22
Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau 
menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, 
penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka, 
terdakwa, atau saksi dalam perkara perdagangan orang, dipidana 
dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 
(lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 40.000.000,00 (empat 
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puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta 
rupiah).

Pasal 23
Setiap orang yang membantu pelarian pelaku tindak pidana 
perdagangan orang dari proses peradilan pidana dengan:
a.	 memberikan atau meminjamkan uang, barang, atau harta kekayaan 

lainnya kepada pelaku;
b.	 menyediakan tempat tinggal bagi pelaku;
c.	 menyembunyikan pelaku; atau
d.	 menyembunyikan informasi keberadaan pelaku, dipidana dengan 

pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) 
tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 40.000.000,00 (empat 
puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus 
juta rupiah). 

Pasal 24
Setiap orang yang memberitahukan identitas saksi atau korban padahal 
kepadanya telah diberitahukan, bahwa identitas saksi atau korban 
tersebut harus dirahasiakan dipidana dengan pidana penjara paling 
singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda 
paling sedikit Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan 
paling banyak Rp 280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah).

Pasal 25
Jika terpidana tidak mampu membayar pidana denda, maka terpidana 
dapat dijatuhi pidana pengganti kurungan paling lama 1 (satu) tahun.

Pasal 26
Persetujuan korban perdagangan orang tidak menghilangkan penuntutan 
tindak pidana perdagangan orang.

Pasal 27
Pelaku tindak pidana perdagangan orang kehilangan hak tagihnya atas 
utang atau perjanjian lainnya terhadap korban, jika utang atau perjanjian 
lainnya tersebut digunakan untuk mengeksploitasi korban.
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BAB IV
PENYIDIKAN, PENUNTUTAN, DAN PEMERIKSAAN

DI SIDANG PENGADILAN

Pasal 28
Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam 
perkara tindak pidana perdagangan orang, dilakukan berdasarkan 
Hukum Acara Pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam 
Undang-Undang ini.

Pasal 29
Alat bukti selain sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang 
Hukum Acara Pidana, dapat pula berupa:
a.	 informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara 

elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan
b.	 data, rekaman, atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau 

didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu 
sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apa pun selain 
kertas, atau yang terekam secara elektronik, termasuk tidak terbatas 
pada:
1)	 tulisan, suara, atau gambar;
2)	 peta, rancangan, foto, atau sejenisnya; atau
3) 	 huruf, tanda, angka, simbol, atau perforasi yang memiliki 

makna atau dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca 
atau memahaminya.

Pasal 30
Sebagai salah satu alat bukti yang sah, keterangan seorang saksi korban 
saja sudah cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah, apabila 
disertai dengan satu alat bukti yang sah lainnya.

Pasal 31
(1) 	 Berdasarkan bukti permulaan yang cukup penyidik berwenang 

menyadap telepon atau alat komunikasi lain yang diduga digunakan 
untuk mempersiapkan, merencanakan, dan melakukan tindak 
pidana perdagangan orang.

(2) 	 Tindakan penyadapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya 
dilakukan atas izin tertulis ketua pengadilan untuk jangka waktu 
paling lama 1 (satu) tahun.
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Pasal 32
Penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang memerintahkan 
kepada penyedia jasa keuangan untuk melakukan pemblokiran terhadap 
harta kekayaan setiap orang yang disangka atau didakwa melakukan 
tindak pidana perdagangan orang.

Pasal 33
(1) 	 Dalam penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang 

pengadilan, pelapor berhak dirahasiakan nama dan alamatnya atau 
hal-hal lain yang memberikan kemungkinan dapat diketahuinya 
identitas pelapor.

(2) Dalam hal pelapor meminta dirahasiakan nama dan alamatnya 
atau hal-hal lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kewajiban 
merahasiakan identitas tersebut diberitahukan kepada saksi dan 
orang lain yang bersangkutan dengan tindak pidana perdagangan 
orang sebelum pemeriksaan oleh pejabat yang berwenang yang 
melakukan pemeriksaan.

Pasal 34
Dalam hal saksi dan/atau korban tidak dapat dihadirkan dalam 
pemeriksaan di sidang pengadilan, keterangan saksi dapat diberikan 
secara jarak jauh melalui alat komunikasi audio visual.

Pasal 35
Selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang 
pengadilan, saksi dan/atau korban berhak didampingi oleh advokat 
dan/atau pendamping lainnya yang dibutuhkan.

Pasal 36
(1) 	 Selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di depan 

sidang pengadilan, korban berhak mendapatkan informasi tentang 
perkembangan kasus yang melibatkan dirinya.

(2)	 Informasi tentang perkembangan kasus sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dapat berupa pemberian salinan berita acara setiap 
tahap pemeriksaan.

Pasal 37
(1) 	 Saksi dan/atau korban berhak meminta kepada hakim ketua sidang 
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untuk memberikan keterangan di depan sidang pengadilan tanpa 
kehadiran terdakwa.

(2) 	 Dalam hal saksi dan/atau korban akan memberikan keterangan 
tanpa kehadiran terdakwa, hakim ketua sidang memerintahkan 
terdakwa untuk keluar ruang sidang.

(3) 	 Pemeriksaan terdakwa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dapat dilanjutkan setelah kepada terdakwa diberitahukan semua 
keterangan yang diberikan saksi dan/atau korban pada waktu 
terdakwa berada di luar ruang sidang pengadilan.

Pasal 38
Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan 
terhadap saksi dan/atau korban anak dilakukan dengan memperhatikan 
kepentingan yang terbaik bagi anak dengan tidak memakai toga atau 
pakaian dinas.

Pasal 39
(1) 	 Sidang tindak pidana perdagangan orang untuk memeriksa saksi 

dan/atau korban anak dilakukan dalam sidang tertutup.
(2) 	 Dalam hal pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) saksi 

dan/atau korban anak wajib didampingi orang tua, wali, orang tua 
asuh, advokat, atau pendamping lainnya.

(3) 	 Pemeriksaan terhadap saksi dan/atau korban anak sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan tanpa kehadiran terdakwa.

Pasal 40
(1) 	 Pemeriksaan terhadap saksi dan/atau korban anak, atas persetujuan 

hakim, dapat dilakukan di luar sidang pengadilan dengan 
perekaman.

(2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di 
hadapan pejabat yang berwenang.

Pasal 41
(1) 	 Dalam hal terdakwa telah dipanggil secara sah dan patut, tidak 

hadir di sidang pengadilan tanpa alasan yang sah, maka perkara 
dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran terdakwa.

(2) 	 Dalam hal terdakwa hadir pada sidang berikutnya sebelum putusan 
dijatuhkan, maka terdakwa wajib diperiksa, dan segala keterangan 
saksi dan surat yang dibacakan dalam sidang sebelumnya dianggap 
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sebagai alat bukti yang diberikan dengan kehadiran terdakwa.

Pasal 42
Putusan yang dijatuhkan tanpa kehadiran terdakwa diumumkan 
oleh penuntut umum pada papan pengumuman pengadilan, kantor 
Pemerintah Daerah, atau diberitahukan kepada keluarga atau 
kuasanya.

BAB V
PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

Pasal 43
Ketentuan mengenai perlindungan saksi dan korban dalam perkara 
tindak pidana perdagangan orang dilaksanakan berdasarkan Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, 
kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.

Pasal 44
(1)  	Saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang berhak 

memperoleh kerahasiaan identitas.
(2)  	Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan juga kepada 

keluarga saksi dan/atau korban sampai dengan derajat kedua, 
apabila keluarga saksi dan/atau korban mendapat ancaman 
baik fisik maupun psikis dari orang lain yang berkenaan dengan 
keterangan saksi dan/atau korban.

Pasal 45
(1)	 Untuk melindungi saksi dan/atau korban, di setiap provinsi dan 

kabupaten/kota  wajib dibentuk ruang pelayanan khusus pada 
kantor kepolisian setempat guna melakukan pemeriksaan di tingkat 
penyidikan bagi saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan 
orang.

(2)	 Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan ruang pelayanan 
khusus dan tata cara pemeriksaan saksi dan/atau korban diatur 
dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 46
(1)	 Untuk melindungi saksi dan/atau korban, pada setiap kabupaten/

kota dapat dibentuk pusat pelayanan terpadu bagi saksi dan/atau 
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korban tindak pidana perdagangan orang.
(2)  	Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme pelayanan 

terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan 
Peraturan Pemerintah.

Pasal 47
Dalam hal saksi dan/atau korban beserta keluarganya mendapatkan 
ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan/atau hartanya, Kepolisian 
Negara Republik Indonesia wajib memberikan perlindungan, baik 
sebelum, selama, maupun sesudah proses pemeriksaan perkara.

Pasal 48
(1) 	 Setiap korban tindak pidana perdagangan orang atau ahli warisnya 

berhak memperoleh restitusi.
(2)	 Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa ganti kerugian 

atas:
a. 	 kehilangan kekayaan atau penghasilan;
b. 	 penderitaan;
c. 	 biaya untuk tindakan perawatan medis dan/atau psikologis; 

dan/atau
d. 	 kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat perdagangan 

orang.
(3)  	Restitusi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam amar 

putusan  pengadilan tentang perkara tindak pidana perdagangan 
orang.

(4)  	Pemberian restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilaksanakan sejak dijatuhkan putusan pengadilan tingkat 
pertama.

(5)	 Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dititipkan 
terlebih dahulu di pengadilan tempat perkara diputus.

(6)  	Pemberian restitusi dilakukan dalam 14 (empat belas) hari terhitung 
sejak diberitahukannya putusan yang telah memperoleh kekuatan 
hukum tetap.

(7)	 Dalam hal pelaku diputus bebas oleh pengadilan tingkat banding 
atau kasasi, maka hakim memerintahkan dalam putusannya 
agar uang restitusi yang dititipkan dikembalikan kepada yang 
bersangkutan.
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Pasal 49
(1) 	 Pelaksanaan pemberian restitusi dilaporkan kepada ketua 

pengadilan yang memutuskan perkara, disertai dengan tanda bukti 
pelaksanaan pemberian restitusi tersebut.

(2)	 Setelah ketua pengadilan menerima tanda bukti sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), ketua pengadilan mengumumkan 
pelaksanaan tersebut di papan pengumuman pengadilan yang 
bersangkutan.

(3)	 Salinan tanda bukti pelaksanaan pemberian restitusi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh pengadilan kepada 
korban atau ahli warisnya.

Pasal 50
(1)  Dalam hal pelaksanaan pemberian restitusi kepada pihak korban tidak 

dipenuhi sampai melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 48 ayat (6), korban atau ahli warisnya memberitahukan 
hal tersebut kepada pengadilan.

(2)  	Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan surat 
peringatan secara tertulis kepada pemberi restitusi, untuk segera 
memenuhi kewajiban memberikan restitusi kepada korban atau ahli 
warisnya.

(3)	 Dalam hal surat peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
tidak dilaksanakan dalam waktu 14 (empat belas) hari, pengadilan 
memerintahkan penuntut umum untuk menyita harta kekayaan 
terpidana dan melelang harta tersebut untuk pembayaran restitusi.

(4)	 Jika pelaku tidak mampu membayar restitusi, maka pelaku dikenai 
pidana kurungan pengganti paling lama 1 (satu) tahun.

Pasal 51
(1)	 Korban berhak memperoleh rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi 

sosial, pemulangan, dan reintegrasi sosial dari pemerintah apabila 
yang bersangkutan mengalami penderitaan baik fisik maupun 
psikis akibat tindak pidana perdagangan orang.

(2)	 Hak-hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh 
korban atau keluarga korban, teman korban, kepolisian, relawan 
pendamping, atau pekerja sosial setelah korban melaporkan kasus 
yang dialaminya atau pihak lain melaporkannya kepada Kepolisian 
Negara Republik Indonesia.

(3)  	Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada 
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pemerintah melalui menteri atau instansi yang menangani masalah-
masalah kesehatan dan sosial di daerah.

Pasal 52
(1)  	Menteri atau instansi yang menangani rehabilitasi sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) wajib memberikan rehabilitasi 
kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, dan reintegrasi sosial 
paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diajukan permohonan.

(2) 	 Untuk penyelenggaraan pelayanan rehabilitasi kesehatan, 
rehabilitasi sosial, pemulangan, dan reintegrasi sosial sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib 
membentuk rumah perlindungan sosial atau pusat trauma.

(3)	 Untuk penyelenggaraan pelayanan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2), masyarakat atau lembaga-lembaga pelayanan sosial 
lainnya dapat pula membentuk rumah perlindungan sosial atau 
pusat trauma.

Pasal 53
Dalam hal korban mengalami trauma atau penyakit yang membahayakan 
dirinya akibat tindak pidana perdagangan orang sehingga memerlukan 
pertolongan segera, maka menteri atau instansi yang menangani 
masalah-masalah kesehatan dan sosial di daerah wajib memberikan 
pertolongan pertama paling lambat 7 (tujuh) hari setelah permohonan 
diajukan.

Pasal 54
(1)  	Dalam hal korban berada di luar negeri memerlukan perlindungan 

hukum akibat tindak pidana perdagangan orang, maka Pemerintah 
Republik Indonesia melalui perwakilannya di luar negeri wajib 
melindungi pribadi dan kepentingan korban, dan mengusahakan 
untuk memulangkan korban ke Indonesia atas biaya negara.

(2)  	Dalam hal korban adalah warga negara asing yang berada di 
Indonesia, maka Pemerintah Republik Indonesia mengupayakan 
perlindungan dan pemulangan ke negara asalnya melalui koordinasi 
dengan perwakilannya di Indonesia.

(3)	 Pemberian perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan 
ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan, hukum internasional, atau kebiasaan internasional.
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Pasal 55
Saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang, selain 
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini juga berhak 
mendapatkan hak dan perlindungan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan lain.

BAB VI
PENCEGAHAN DAN PENANGANAN

Pasal 56
Pencegahan tindak pidana perdagangan orang bertujuan mencegah 
sedini mungkin terjadinya tindak pidana perdagangan orang.

Pasal 57
(1)  	Pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat, dan keluarga wajib 

mencegah terjadinya tindak pidana perdagangan orang.
(2)	 Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib membuat kebijakan, 

program, kegiatan, dan mengalokasikan anggaran untuk melaksa-
nakan pencegahan dan penanganan masalah perdagangan orang.

Pasal 58
(1)	 Untuk melaksanakan pemberantasan tindak pidana perdagangan 

orang, Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengambil 
langkah-langkah untuk pencegahan dan penanganan tindak pidana 
perdagangan orang.

(2)  	Untuk mengefektifkan dan menjamin pelaksanaan langkah-langkah 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah membentuk gugus 
tugas yang beranggotakan wakil-wakil dari pemerintah, penegak 
hukum, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, 
organisasi profesi, dan peneliti/akademisi.

(3)	 Pemerintah Daerah membentuk gugus tugas yang beranggotakan 
wakil-wakil dari pemerintah daerah, penegak hukum, organisasi 
masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, dan 
peneliti/akademisi.

(4)	 Gugus tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) 
merupakan lembaga koordinatif yang bertugas:
a. 	 mengoordinasikan upaya pencegahan dan penanganan tindak 

pidana perdagangan  orang;
b.	 melaksanakan advokasi, sosialisasi, pelatihan, dan kerja sama;
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c.	 memantau     perkembangan     pelaksanaan perlindungan korban 
meliputi rehabilitasi, pemulangan, dan reintegrasi sosial;

d.	 memantau perkembangan  pelaksanaan penegakan hukum; 
serta

e.	  melaksanakan pelaporan dan evaluasi.
(5)	 Gugus tugas pusat dipimpin oleh seorang menteri atau pejabat 

setingkat menteri yang ditunjuk berdasarkan Peraturan Presiden.
(6)  	Guna mengefektifkan dan menjamin pelaksanaan langkah-langkah 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah dan Pemerintah 
Daerah wajib mengalokasikan anggaran yang diperlukan.

(7)	 Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, susunan organisasi, 
keanggotaan, anggaran, dan mekanisme kerja gugus tugas pusat 
dan daerah diatur dengan Peraturan Presiden.

BAB VII
KERJA SAMA INTERNASIONAL DAN

PERAN SERTA MASYARAKAT

Bagian Kesatu
Kerja Sama Internasional

Pasal 59
(1)	 Untuk mengefektifkan penyelenggaraan pencegahan dan 

pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, Pemerintah 
Republik Indonesia wajib melaksanakan kerja sama internasional, 
baik yang bersifat bilateral, regional, maupun multilateral.

(2)  	Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan 
dalam bentuk perjanjian bantuan timbal balik dalam masalah 
pidana dan/atau kerja sama teknis lainnya sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Peran Serta Masyarakat

Pasal 60
(1)  	Masyarakat berperan serta membantu upaya pencegahan dan 

penanganan korban tindak pidana perdagangan orang.
(2)  	Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
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diwujudkan dengan tindakan memberikan informasi dan/atau 
melaporkan adanya tindak pidana perdagangan orang kepada 
penegak hukum atau pihak yang berwajib, atau turut serta dalam 
menangani korban tindak pidana perdagangan orang.

Pasal 61
Untuk tujuan pencegahan dan penanganan korban tindak pidana 
perdagangan orang, Pemerintah wajib membuka akses seluas-luasnya 
bagi peran serta masyarakat, baik nasional maupun internasional 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, hukum, dan 
kebiasaan internasional yang berlaku.

Pasal 62
Untuk melaksanakan peran serta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
60 dan Pasal 61, masyarakat berhak untuk memperoleh perlindungan 
hukum.

Pasal 63
Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 dan Pasal 
61 dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 64
Pada saat Undang-Undang ini berlaku, perkara tindak pidana 
perdagangan orang yang masih dalam proses penyelesaian di tingkat 
penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan, tetap 
diperiksa berdasarkan undang-undang yang mengaturnya.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 65
Pada saat Undang-Undang ini berlaku, maka Pasal 297 dan Pasal 324 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana 
(Berita Negara Republik Indonesia lI Nomor 9) jo Undang-Undang 
Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang 
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Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh 
Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-Undang 
Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 
Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
1660) yang telah beberapa kali diubah dan ditambah, terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang Perubahan Kitab 
Undang-Undang Hukum Pidana yang Berkaitan dengan Kejahatan 
terhadap Keamanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3850) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 66
Peraturan pelaksanaan yang diamanatkan oleh Undang-Undang ini 
harus diterbitkan selambat-lambatnya dalam 6 (enam) bulan setelah 
Undang-Undang ini berlaku.

Pasal 67
Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara 
Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 19 April 2007

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 19 April 2007
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
HAMID AWALUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2007 
NOMOR 58
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PENJELASAN
ATAS

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 21 TAHUN 2007

TENTANG
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

I. UMUM
Perdagangan orang adalah bentuk modern dari perbudakan 

manusia. Perdagangan orang juga merupakan salah satu bentuk 
perlakuan terburuk dari pelanggaran harkat dan martabat 
manusia. 

Bertambah maraknya masalah perdagangan orang di berbagai 
negara, termasuk Indonesia dan negara-negara yang sedang 
berkembang lainnya, telah menjadi perhatian Indonesia sebagai 
bangsa, masyarakat internasional, dan anggota organisasi 
internasional, terutama Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Berdasarkan bukti empiris, perempuan dan anak adalah 
kelompok yang paling banyak menjadi korban tindak pidana 
perdagangan orang. Korban diperdagangkan tidak hanya untuk 
tujuan pelacuran atau bentuk eksploitasi seksual lainnya, tetapi 
juga mencakup bentuk eksploitasi lain, misalnya kerja paksa atau 
pelayanan paksa, perbudakan, atau praktik serupa perbudakan itu. 
Pelaku tindak pidana perdagangan orang melakukan perekrutan, 
pengangkutan, pemindahan, penyembunyian, atau penerimaan 
orang untuk tujuan menjebak, menjerumuskan, atau memanfaatkan 
orang tersebut dalam praktik eksploitasi dengan segala bentuknya 
dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, 
pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi 
rentan, atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh 
persetujuan dari orang yang memegang kendali atas korban.
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Bentuk-bentuk eksploitasi meliputi kerja paksa atau pelayanan 
paksa, perbudakan, dan praktik-praktik serupa perbudakan, kerja 
paksa atau pelayanan paksa adalah kondisi kerja yang timbul 
melalui cara, rencana, atau pola yang dimaksudkan agar seseorang 
yakin bahwa jika ia tidak melakukan pekerjaan tertentu, maka ia 
atau orang yang menjadi tanggungannya akan menderita baik 
secara fisik maupun psikis.

Perbudakan adalah kondisi seseorang di bawah kepemilikan orang 
lain. Praktik serupa perbudakan adalah tindakan menempatkan 
seseorang dalam kekuasaan orang lain sehingga orang tersebut 
tidak mampu menolak suatu pekerjaan yang secara melawan 
hukum diperintahkan oleh orang lain itu kepadanya, walaupun 
orang tersebut tidak menghendakinya. 

Tindak pidana perdagangan orang, khususnya perempuan dan 
anak, telah meluas dalam bentuk jaringan kejahatan baik terorganisasi 
maupun tidak terorganisasi. Tindak pidana perdagangan orang 
bahkan melibatkan tidak hanya perorangan tetapi juga korporasi 
dan penyelenggara negara yang menyalahgunakan wewenang dan 
kekuasaannya. Jaringan pelaku tindak pidana perdagangan orang 
memiliki jangkauan operasi tidak hanya antar wilayah dalam negeri 
tetapi juga antarnegara.

Ketentuan mengenai larangan perdagangan orang pada dasarnya 
telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). 
Pasal 297 KUHP menentukan mengenai larangan perdagangan 
wanita dan anak laki-laki belum dewasa dan mengkualifikasikan 
tindakan tersebut sebagai kejahatan. Pasal 83 Undang-Undang 
Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menentukan 
larangan memperdagangkan, menjual, atau menculik anak untuk 
diri sendiri atau untuk dijual. Namun, ketentuan KUHP dan Undang-
Undang Perlindungan Anak tersebut tidak merumuskan pengertian 
perdagangan orang yang tegas secara hukum. Di samping itu, 
Pasal 297 KUHP memberikan sanksi yang terlalu ringan dan tidak 
sepadan dengan dampak yang diderita korban akibat kejahatan 
perdagangan orang. Oleh karena itu, diperlukan undang-undang 
khusus tentang tindak pidana perdagangan orang yang mampu 
menyediakan landasan hukum materiil dan formil sekaligus. Untuk 
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tujuan tersebut, undang-undang khusus ini mengantisipasi dan 
menjerat semua jenis tindakan dalam proses, cara, atau semua bentuk 
eksploitasi yang mungkin terjadi dalam praktik perdagangan orang, 
baik yang dilakukan antar wilayah dalam negeri maupun secara 
antar negara, dan baik oleh pelaku perorangan maupun korporasi.

Undang-Undang ini mengatur perlindungan saksi dan korban 
sebagai aspek penting dalam penegakan hukum, yang dimaksudkan 
untuk memberikan perlindungan dasar kepada korban dan saksi. 
Selain itu, Undang-Undang ini juga memberikan perhatian yang 
besar terhadap penderitaan korban sebagai akibat tindak pidana 
perdagangan orang dalam bentuk hak restitusi yang harus diberikan 
oleh pelaku tindak pidana perdagangan orang sebagai ganti kerugian 
bagi korban, dan mengatur juga hak korban atas rehabilitasi medis 
dan sosial, pemulangan serta reintegrasi yang harus dilakukan oleh 
negara khususnya bagi mereka yang mengalami penderitaan fisik, 
psikis, dan sosial akibat tindak pidana perdagangan orang.

Pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang 
merupakan tanggung jawab Pemerintah, Pemerintah Daerah, 
masyarakat, dan keluarga. Untuk mewujudkan langkah-langkah 
yang komprehensif dan terpadu dalam pelaksanaan pencegahan 
dan penanganan tersebut perlu dibentuk gugus tugas. Tindak 
pidana perdagangan orang merupakan kejahatan yang tidak saja 
terjadi dalam satu wilayah negara melainkan juga antarnegara. Oleh 
karena itu, perlu dikembangkan kerja sama internasional dalam 
bentuk perjanjian bantuan timbal balik dalam masalah pidana dan/
atau kerja sama teknis lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan.

Penyusunan Undang-Undang ini juga merupakan perwujudan 
komitmen Indonesia untuk melaksanakan Protokol PBB tahun 2000 
tentang Mencegah, Memberantas dan Menghukum Tindak Pidana 
Perdagangan Orang, khususnya Perempuan dan Anak (Protokol 
Palermo) yang telah ditandatangani Pemerintah Indonesia.
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II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Ayat (1)

Dalam ketentuan ini, kata “untuk tujuan” sebelum frasa 
“mengeskploitasi orang tersebut” menunjukkan bahwa tindak 
pidana perdagangan orang merupakan delik formil, yaitu 
adanya tindak pidana perdagangan orang cukup dengan 
dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan, 
dan tidak harus menimbulkan akibat.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 3
Ketentuan ini dimaksudkan bahwa wilayah negara Republik 
Indonesia adalah sebagai negara tujuan atau transit.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Yang dimaksud dengan frasa “pengiriman anak ke dalam negeri” 
dalam ketentuan ini adalah pengiriman anak antar daerah dalam 
wilayah negara Republik Indonesia.

Pasal 7
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “luka berat” dalam ketentuan ini 
adalah:
a.	 jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan 

akan sembuh sama sekali atau yang menimbulkan bahaya 
maut;

b.	 tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas 
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jabatan atau pekerjaan pencaharian;
c.	 kehilangan salah satu pancaindera;
d.	 mendapat cacat berat;
e.	 menderita sakit lumpuh;
f.		 mengalami gangguan daya pikir atau kejiwaan sekurang-

kurangnya selama 4 (empat) minggu terus menerus atau 
1 (satu) tahun tidak berturut-turut; atau

g. 	 gugur atau matinya janin dalam kandungan seorang 
perempuan atau mengakibatkan tidak berfungsinya alat 
reproduksi.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 8
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “penyelenggara negara” dalam 
ketentuan ini adalah pejabat pemerintah, anggota Tentara 
Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik 
Indonesia, aparat keamanan, penegak hukum atau pejabat 
publik yang menyalahgunakan kekuasaannya untuk melaku-
kan atau mempermudah tindak pidana perdagangan orang.
Yang dimaksud dengan “menyalahgunakan kekuasaan” 
dalam ketentuan ini adalah menjalankan kekuasaan yang 
ada padanya secara tidak sesuai tujuan pemberian kekuasaan 
tersebut atau menjalankannya secara tidak sesuai ketentuan 
peraturan.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.
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Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Ayat (1)

Cukup jelas.
Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pencabutan izin usaha, perampasan 
kekayaan hasil tindak pidana, pencabutan status badan 
hukum, pemecatan pengurus, dan/atau pelarangan pengurus 
tersebut mendirikan korporasi dalam bidang usaha yang 
sama” dalam ketentuan ini dilakukan sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan.

Pasal 16
Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “kelompok yang 
terorganisasi” adalah kelompok terstruktur yang terdiri dari 3 
(tiga) orang atau lebih, yang eksistensinya untuk waktu tertentu 
dan bertindak dengan tujuan melakukan satu atau lebih tindak 
pidana yang diatur dalam Undang-Undang ini dengan tujuan 
memperoleh keuntungan materiil atau finansial baik langsung 
maupun tidak langsung.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Yang dimaksud dengan “dipaksa” dalam ketentuan ini adalah 
suatu keadaan dimana seseorang/korban disuruh melakukan 
sesuatu sedemikian rupa sehingga orang itu melakukan sesuatu 
berlawanan dengan kehendak sendiri.
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Pasal 19
Yang dimaksud dengan “dokumen negara” dalam ketentuan ini 
meliputi tetapi tidak terbatas pada paspor, kartu tanda penduduk, 
ijazah, kartu keluarga, akte kelahiran, dan surat nikah.
Yang dimaksud dengan “dokumen lain” dalam ketentuan ini 
meliputi tetapi tidak terbatas pada surat perjanjian kerja bersama, 
surat permintaan tenaga kerja Indonesia, asuransi, dan dokumen 
yang terkait.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “petugas di persidangan” adalah 
hakim, penuntut umum, panitera, pendamping korban, 
advokat, polisi, yang sedang bertugas dalam persidangan 
tindak pidana perdagangan orang.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Ketentuan ini berlaku juga bagi pemberitahuan identitas korban 
atau saksi kepada media massa.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.
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Pasal 27
Dalam ketentuan ini, korban tetap memiliki hak tagih atas utang 
atau perjanjian jika pelaku memiliki kewajiban atas utang atau 
perjanjian lainnya terhadap korban.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Yang dimaksud dengan “data, rekaman, atau informasi yang 
dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan 
dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas 
kertas, benda fisik apa pun selain kertas, atau yang terekam secara 
elektronik” dalam ketentuan ini misalnya: data yang tersimpan di 
komputer, telepon, atau peralatan elektronik lainnya, atau catatan 
lainnya seperti:
a.	 catatan rekening bank, catatan usaha, catatan keuangan, 

catatan kredit atau utang, atau catatan transaksi yang terkait 
dengan seseorang atau korporasi yang diduga terlibat di 
dalam perkara tindak pidana perdagangan orang;

b.	 catatan pergerakan, perjalanan, atau komunikasi oleh 
seseorang atau organisasi yang diduga terlibat di dalam 
tindak pidana menurut Undang-Undang ini; atau

c. 	 dokumen, pernyataan tersumpah atau bukti-bukti lainnya 
yang didapat dari negara asing, yang mana Indonesia 
memiliki kerja sama dengan pihak-pihak berwenang negara 
tersebut sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang 
yang berkaitan dengan bantuan hukum timbal balik dalam 
masalah pidana.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Yang dimaksud dengan “penyedia jasa keuangan” antara lain, 
bank, perusahaan efek, reksa dana, kustodian, dan pedagang 
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valuta asing.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Yang dimaksud dengan “pendamping lainnya” antara lain 
psikolog, psikiater, ahli kesehatan, rohaniwan, dan anggota 
keluarga.

Pasal 36
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “korban berhak mendapatkan 
informasi tentang perkembangan kasus yang melibatkan 
dirinya” dalam ketentuan ini adalah korban yang menjadi 
saksi dalam proses peradilan tindak pidana perdagangan 
orang.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “informasi tentang perkembangan 
kasus setiap tahap pemeriksaan” dalam ketentuan ini antara 
lain, berupa salinan berita acara pemeriksaan atau resume 
hasil pemeriksaan pada tingkat penyidikan, dakwaan dan 
tuntutan, serta putusan pengadilan.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Ayat (1)

Yang dimaksud “perekaman“ dalam ayat ini dapat dilakukan 
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dengan alat rekam audio, dan/atau audio visual.
Ayat (2)

Yang dimaksud “pejabat yang berwenang“ adalah penyidik 
atau penuntut umum.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Ketentuan ini dimaksudkan untuk:

a. memungkinkan bahwa terdakwa yang melarikan diri 
mengetahui putusan tersebut; atau

b. memberikan tambahan hukuman   kepada terdakwa berupa 
“pencideraan nama baiknya” atas perilaku terdakwa yang 
tidak kooperatif dengan proses hukum.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Ayat (1)

Dalam ketentuan ini, mekanisme pengajuan restitusi 
dilaksanakan sejak korban melaporkan kasus yang dialaminya 
kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat dan 
ditangani oleh penyidik bersamaan dengan penanganan tindak 
pidana yang dilakukan. Penuntut umum memberitahukan 
kepada korban tentang haknya untuk mengajukan restitusi, 
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selanjutnya penuntut umum menyampaikan jumlah kerugian 
yang diderita korban akibat tindak pidana perdagangan 
orang bersamaan dengan tuntutan. Mekanisme ini tidak 
menghilangkan hak korban untuk mengajukan sendiri 
gugatan atas kerugiannya.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “kerugian lain” dalam ketentuan ini 
misalnya:
a. kehilangan harta milik;
b. biaya transportasi dasar;
c. biaya pengacara atau biaya lain   yang berhubungan dengan 

proses hukum;  atau
d. kehilangan penghasilan yang dijanjikan pelaku.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Dalam ketentuan ini, penitipan restitusi dalam bentuk 
uang di pengadilan dilaksanakan sesuai dengan peraturan 
perundangundangan. Ketentuan ini disamakan dengan proses 
penanganan perkara perdata dalam konsinyasi.

Ayat (6)
Restitusi dalam ketentuan ini merupakan pembayaran riil 
(faktual) dari jumlah restitusi yang diputus yang sebelumnya 
dititipkan pada pengadilan tingkat pertama.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “rehabilitasi kesehatan” dalam 
ketentuan ini adalah pemulihan kondisi semula baik fisik 
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maupun psikis. 
Yang dimaksud dengan “rehabilitasi sosial” dalam ketentuan 
ini adalah pemulihan dari gangguan terhadap kondisi mental 
sosial dan pengembalian keberfungsian sosial agar dapat 
melaksanakan perannya kembali secara wajar baik dalam 
keluarga maupun dalam masyarakat.
Yang dimaksud dengan “reintegrasi sosial” dalam ketentuan ini 
adalah penyatuan kembali korban tindak pidana perdagangan 
orang kepada pihak keluarga atau pengganti keluarga yang 
dapat memberikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan 
bagi korban. Hak atas “pemulangan” harus dilakukan dengan 
memberi jaminan bahwa korban benar-benar menginginkan 
pulang, dan tidak beresiko bahaya yang lebih besar bagi 
korban tersebut.

Ayat (2)
Dalam ketentuan ini permohonan rehabilitasi dapat 
dimintakan oleh korban atau kuasa hukumnya dengan 
melampirkan bukti laporan kasusnya kepada kepolisian.

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “pemerintah” dalam ketentuan 
ini adalah instansi yang bertanggung jawab dalam bidang 
kesehatan, dan/atau penanggulangan masalah-masalah 
sosial, dan dapat dilaksanakan secara bersama-sama antara 
penyelenggara kewenangan tingkat pusat, provinsi, dan 
kabupaten/kota khususnya dari mana korban berasal atau 
bertempat tinggal.

Pasal 52
Ayat (1)

Cukup jelas.
Ayat (2)

Dalam ketentuan ini, pembentukan rumah perlindungan 
sosial atau pusat trauma dilakukan sesuai dengan kebutuhan 
masing-masing daerah, dengan memperhatikan asas prioritas. 
Dalam hal daerah telah mempunyai rumah perlindungan sosial 
atau pusat trauma, maka pemanfaatan rumah perlindungan 
sosial atau pusat trauma perlu dioptimalkan sesuai dengan 
Undang-Undang ini.
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Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “perwakilannya di luar negeri” dalam 
ketentuan ini adalah kedutaan besar, konsulat jenderal, cantor 
penghubung, kantor dagang atau semua kantor diplomatik 
atau kekonsuleran lainnya yang sesuai peraturan perundang-
undangan menjalankan mandat Pemerintah Republik 
Indonesia untuk melindungi kepentingan warga negara atau 
badan hukum Indonesia yang menghadapi permasalahan 
hukum di luar negeri.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 55
Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan lain” 
dalam ketentuan ini mengacu pula pada undang-undang yang 
mengatur perlindungan saksi dan/atau korban.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Pemerintah” dalam ketentuan ini 
adalah instansi yang menjalankan urusan antara lain, di bidang 
pendidikan, pemberdayaan perempuan, dan ketenagakerjaan, 
hukum dan hak asasi manusia, komunikasi dan informasi.
Yang dimaksud dengan “Pemerintah Daerah” dalam 
ketentuan ini meliputi provinsi dan kabupaten/kota.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “penanganan” meliputi antara 
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lain, kegiatan pemantauan, penguatan, dan peningkatan 
kemampuan penegak hukum dan para pemangku kepentingan 
lain.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Pemerintah Republik Indonesia” 
dalam ketentuan ini adalah pejabat yang oleh Presiden 
diberikan kewenangan penyelenggaraan hubungan luar negeri 
dan pelaksanaan politik luar negeri Pemerintah Republik 
Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “bantuan timbal balik dalam masalah 
pidana” dalam ketentuan ini misalnya:
a. 	 pengambilan alat/barang bukti dan untuk mendapatkan 

pernyataan dari orang;
b.	 pemberian dokumen resmi dan catatan hukum lain yang 

terkait;
c.	 pengidentifikasian orang dan lokasi;
d.	 pelaksanaan permintaan untuk penyelidikan dan 

penyitaan dan pemindahan  barang bukti berupa dokumen 
dan barang;

e.	 upaya pemindahan hasil kejahatan;
f. 	 upaya persetujuan dari orang yang bersedia memberikan 

kesaksian atau membantu penyidikan oleh pihak peminta 
dan jika orang itu berada dalam tahanan mengatur 
pemindahan sementara ke pihak peminta;

g.	 penyampaian dokumen;
h. 	 penilaian ahli dan pemberitahuan hasil dari proses acara 

pidana; dan
i. 	 bantuan lain sesuai dengan tujuan bantuan timbal balik 

dalam masalah pidana.

Pasal 60
Cukup jelas.



395

Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62
Yang dimaksud dengan “perlindungan hukum” dalam ketentuan 
ini dapat berupa perlindungan atas:
a. 	 keamanan pribadi;
b. 	 kerahasiaan identitas diri; atau
c. penuntutan hukum sebagai akibat melaporkan secara 

bertanggung jawab tindak pidana perdagangan orang.

Pasal 63
Cukup jelas.

Pasal 64
Cukup jelas.

Pasal 65
Cukup jelas.

Pasal 66
Cukup jelas.

Pasal 67
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 4720
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Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000

Tentang

Pengarusutamaan Gender 
Dalam Pembangunan Nasional
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INSTRUKSI PRESIDEN NO. 9 TAHUN 2000
TENTANG

PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN 
NASIONAL

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: 
Bahwa dalam rangka meningkatkan kedudukan, peran, dan a.	
kualitas perempuan, serta upaya mewujudkan kesetaraan dan 
keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, 
berbangsa, dan bernegara, dipandang perlu melakukan 
strategi pengarusutamaan gender ke dalam seluruh proses 
pembangunan nasional;
Bahwa pengarusutamaan gender ke dalam seluruh proses b.	
pembangunan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 
kegiatan fungsional semua instansi dan lembaga pemerintah di 
tingkat Pusat dan Daerah;
Bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas dan dalam c.	
rangka mendorong, mengefektifkan, serta mengoptimalkan 
upaya pengarusutamaan gender secara terpadu dan 
terkoordinasi, dipandang perlu mengeluarkan Instruksi 
Presiden.

Mengingat:
Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1.	
1945;
Undang-Undang No. 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan 2.	
Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi 
Terhadap Perempuan (L.N. RI Tahun 1984 No. 29, T.L.N. No. 
3277);
Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah 3.	
(L.N. RI Tahun 1999 No. 60, T.L.N. No. 3839);
Undang-Undang No.25 Tahun 1999 tentang Perimbangan 4.	
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (L.N. Tahun 
1999 No. 72, T.L.N. No. 3848);
Undang-Undang No. 25 Tahun 2000 tentang Program 5.	
Pembangunan Nasional (Propenas) Tahun 2000-2004 (L.N. 
Tahun 2000 No. 206).
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MENGINSTRUKSIKAN
Kepada: 

Menteri;1.	
Kepala Lembaga Pemerintahan Non Departemen;2.	
Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/ Tinggi Negara;3.	
Panglima Tentara Nasional Indonesia;4.	
Kepala Kepolisian Republik Indonesia;5.	
Jaksa Agung Republik Indonesia;6.	
Gubernur;7.	
Bupati/ Walikota;8.	

UNTUK:
PERTAMA:
Melaksanakan pengarusutamaan gender guna terselenggaranya 
perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi 
atas kebijakan dan program pembangunan nasional yang berperspektif 
gender sesuai dengan bidang tugas dan fungsi, serta kewenangan 
masing-masing.

KEDUA:
Memperhatikan secara sungguh-sungguh Pedoman Pengarusutamaan 
Gender dalam Pembangunan Nasional sebagaimana terlampir 
dalam Instruksi Presiden ini sebagai acuan dalam melaksanakan 
pengarusutamaan gender.

KETIGA:
Menteri Pemberdayaan Perempuan:

Memberikan bantuan teknis kepada instansi dan lembaga 1.	
pemerintahan di tingkat Pusat dan Daerah dalam pelaksanaan 
pengarusutamaan gender.
Melaporkan hasil pelaksanaan pengarusutamaan gender kepada 2.	
Presiden.

KEEMPAT:
Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri sesuai dengan bidang tugas 
dan fungsi, serta kewenangan masing-masing menetapkan ketentuan 
lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Instruksi Presiden ini.
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KELIMA:
Instruksi Presiden ini berlaku pada tanggal dikeluarkan.

							       Dikeluarkan 
di Jakarta

				    Pada tanggal 19 Desember 2000
			   PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
							       ttd.
				    ABDURRAHMAN WAHID

Salinan sesuai dengan aslinya 
Sekretariat Kabinet Republik Indonesia
Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan II
ttd.
Eddy Sudibyo



C. 
Kumpulan Kebijakan 

Terkait Kelembagaan 
Yang Mendorong  

Penegakan  Hukum Yang 
Berperspektif Hak Asasi 

Manusia  dan Gender
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1. Aparatur Penegak Hukum



Undang-Undang Republik Indonesia 
Nomor 14 Tahun 1985

Tentang

Mahkamah Agung
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UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 1985

TENTANG
MAHKAMAH AGUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
 
 
Menimbang :   a.   	 bahwa negara Republik Indonesia, sebagai negara 

hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-
Undang Dasar 1945, bertujuan mewujudkan tata 
kehidupan bangsa yang sejahtera, aman, tenteram 
dan tertib;

b.   	 bahwa dalam mewujudkan tata kehidupan tersebut 
dan menjamin persamaan kedudukan warga negara 
dalam hukum diperlukan upaya untuk menegakkan 
ketertiban, keadilan, kebenaran, dan kepastian 
hukum yang mampu memberikan pengayoman 
kepada masyarakat;

c.   	 bahwa dalam rangka upaya di atas, pengaturan 
tentang susunan dan kekuasaan Mahkamah Agung 
yang selama ini masih didasarkan pada Undang-
Undang Nomor 13. Tahun 1965 ternyata tidak sesuai 
lagi dengan jiwa dan semangat Undang-Undang 
Nomor 14 Tahun 1970;

d.   	 bahwa selain itu, dengan Undang-Undang Nomor 
6 Tahun 1969, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 
1965 telah dinyatakan tidak berlaku, tetapi saat tidak 
berlakunya ditetapkan pada saat undang-undang 
yang menggantikannya mulai berlaku;
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e.   	 bahwa untuk melaksanakan Undang-Undang 
Nomor 14 Tahun 1970, dipandang perlu menetapkan 
undang-undang yang mengatur kedudukan, 
susunan dan kekuasaan Mahkamah Agung serta 
hukum acara yang berlaku bagi Mahkamah Agung;

 
Mengingat   :    1.   	 Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 24,  dan Pasal 

25 Undang-Undang Dasar 1945;
2.   	 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat 

Republik Indonesia Nomor III/MPR/1978 tentang 
Kedudukan dan Hubungan Tata Kerja Lembaga 
Tertinggi Negara dengan/atau antar Lembaga-
lembaga Tinggi Negara;

3.   	 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang 
Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman 
(Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 74, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 2951);

 
Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:   UNDANG-UNDANG TENTANG
 MAHKAMAH AGUNG.

 

BAB  I
KETENTUAN UMUM

 
Bagian Pertama

Kedudukan Mahkamah Agung

Pasal 1
Mahkamah Agung adalah Lembaga Tinggi Negara sebagaimana 
dimaksudkan dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat 
Republik Indonesia Nomor III/MPR/1978.
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Pasal 2
Mahkamah Agung adalah Pengadilan Negara Tertinggi dari semua 
Lingkungan Peradilan, yang dalam melaksanakan tugasnya terlepas 
dari pengaruh pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain.

Bagian Kedua
Tempat Kedudukan

 
Pasal 3

Mahkamah Agung berkedudukan di ibukota Negara Republik Indonesia.
 

BAB II
SUSUNAN MAHKAMAH AGUNG

 
Bagian Pertama

Umum
 

Pasal 4
Susunan Mahkamah Agung terdiri dari Pimpinan, Hakim Anggota, 
Panitera, dan Sekretaris Jenderal Mahkamah Agung.
 

Pasal 5
(1)  	 Pimpinan Mahkamah Agung terdiri dari seorang Ketua, seorang 

Wakil Ketua, dan beberapa orang Ketua Muda.
(2)	 Hakim Anggota Mahkamah Agung adalah Hakim Agung

Bagian Kedua
Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda,

dan Hakim Anggota Mahkamah Agung

Pasal 6
(1)  	 Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, dan Hakim Anggota Mahkamah 

Agung adalah pejabat negara yang melaksanakan tugas Kekuasaan 
Kehakiman.

(2)  	 Syarat, dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian mereka 
yang tersebut ayat (1) ditetapkan dalam undang-undang ini.

 
Pasal 7

(1)	 Untuk dapat diangkat menjadi Hakim Agung seorang calon harus 



407

memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
a.	 warganegara Indonesia;
b.	 bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
c.	 setia kepada Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, dasar 

negara, dan ideologi nasional, kepada Proklamasi 17 Agustus 
1945, Undang-Undang Dasar 1945 serta kepada revolusi 
kemerdekaan bangsa Indonesia untuk mengemban amanat 
penderitaan rakyat;

d.	 bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis 
Indonesia, termasuk organisasi massanya atau bukan seseorang 
yang terlibat langsung ataupun tak langsung dalam “Gerakan 
Kontra Revolusi G.30.S/PKI” atau organisasi terlarang lainnya;

e.	 berijazah sarjana hukum atau sarjana lain dan mempunyai 
keahlian di bidang hukum;

f.	 berumur    serendah-rendahnya 50 (lima puluh) tahun;
g. 	 berpengalaman sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sebagai 

Ketua Pengadilan Tingkat Banding atau 10 (sepuluh) tahun 
sebagai Hakim Tingkat Banding;

h.	 berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela.
(2)  	 Dalam hal-hal tertentu dapat dibuka kemungkinan untuk 

mengangkat Hakim Agung yang tidak didasarkan atas sistem 
karier dengan syarat bahwa yang bersangkutan berpengalaman 
sekurang-kurangnya 15 (lima belas) tahun di bidang hukum.

 
Pasal  8

(1)  	 Hakim Agung diangkat oleh Presiden selaku Kepala Negara dari 
daftar nama calon yang diusulkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

(2)  	 Daftar nama calon sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1) 
diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat kepada Presiden selaku 
Kepala Negara setelah Dewan Perwakilan Rakyat mendengar 
pendapat Mahkamah Agung dan Pemerintah.

(3)	 Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Agung diangkat oleh Presiden 
selaku Kepala Negara di antara Hakim Agung yang diusulkan oleh 
Dewan Perwakilan rakyat.

(4)  	 Ketua Muda Mahkamah Agung diangkat oleh Presiden selaku 
Kepala Negara diantara Hakim Agung yang diusulkan oleh Ketua 
Mahkamah Agung.

(5) 	 Untuk mengisi lowongan jabatan Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, 
dan Hakim Anggota Mahkamah Agung, diusulkan masing-masing 
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2 (dua) orang calon.
 

Pasal 9
(1)  	 Sebelum memangku jabatannya Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, 

dan Hakim Anggota Mahkamah Agung wajib mengucapkan 
sumpah atau janji menurut Agama atau Kepercayaannya yang 
berbunyi sebagai berikut:

        “Saya bersumpah/berjanji dengan sungguh-sungguh bahwa saya, 
untuk memperoleh jabatan saya ini, langsung atau tidak langsung, 
dengan menggunakan nama atau cara apapun juga, tiada 
memberikan atau menjanjikan barang sesuatu kepada siapapun 
juga”.

                “Saya bersumpah/berjanji bahwa saya, untuk melakukan atau 
tidak melakukan sesuatu dalam jabatan ini, tiada sekali-kali akan 
menerima langsung atau tidak langsung dari siapa pun juga suatu 
janji atau pemberian”.

        “Saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan setia kepada dan akan 
mempertahankan serta mengamalkan Pancasila sebagai dasar dan 
ideologi negara, Undang-Undang Dasar 1945, dan segala undang-
undang serta peraturan-peraturan lain yang berlaku bagi negara 
Republik Indonesia”.

        “Saya bersumpah/berjanji bahwa saya senantiasa akan menjalankan 
jabatan saya ini dengan jujur, seksama dan dengan tidak membeda-
bedakan orang dan akan berlaku dalam melaksanakan kewajiban 
saya sebaik-baiknya dan seadil-adilnya seperti layaknya bagi 
seorang Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, Hakim Anggota 
Mahkamah Agung. yang berbudi baik dan jujur dalam menegakkan 
hukum dan keadilan”.

(2)  	 Ketua, Wakil Ketua, dan Ketua Muda Mahkamah Agung 
mengucapkan sumpah atau janji dihadapan Presiden selaku Kepala 
Negara.

(3) 	 Hakim Anggota Mahkamah Agung diambil sumpah atau janjinya 
oleh Ketua Mahkamah Agung.

 
Pasal 10

(1)  Hakim Agung tidak boleh merangkap menjadi:
a.	 pelaksana putusan Mahkamah Agung;
b.	 wali, pengampu, dan pejabat yang berkaitan dengan suatu 

perkara yang akan atau sedang diperiksa olehnya;
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c.	 penasihat hukum;
d.	 pengusaha.

(2) 	 Kecuali larangan perangkapan jabatan lain yang telah diatur dalam 
undang-undang, maka jabatan yang tidak boleh dirangkap oleh 
Hakim Agung selain jabatan tersebut ayat (1) diatur lebih lanjut 
dengan Peraturan Pemerintah.

 
Pasal 11

(1) 	 Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, dan Hakim Anggota Mahkamah 
Agung diberhentikan dengan hormat dari jabatannya oleh Presiden 
selaku Kepala Negara atas usul Mahkamah Agung karena:
a.	 permintaan sendiri;
b.	 sakit jasmani atau rohani terus-menerus;
c.	 telah berumur 65 (enam puluh lima) tahun;
d.	 ternyata tidak cakap dalam menjalankan tugas.

(2)	 Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, dan Hakim Anggota Mahkamah 
Agung yang meninggal dunia dengan sendirinya diberhentikan 
dengan hormat dari jabatannya oleh Presiden selaku Kepala 
Negara.

 
Pasal 12

Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, dan Hakim Anggota Mahkamah (1)	
Agung diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatannya oleh 
Presiden selaku Kepala Negara atas usul Mahkamah Agung dengan 
alasan:
a.	 dipidana karena bersalah melakukan tindak pidana kejahatan;
b.	 melakukan perbuatan tercela;
c.	 terus-menerus melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas 

pekerjaannya;
d.	 melanggar sumpah atau janji jabatan;
e.	 melanggar larangan yang dimaksud dalam Pasal 10.

(2) 	 Pengusulan pemberhentian tidak dengan hormat dengan alasan 
tersebut dalam ayat (1) huruf b sampai dengan huruf e dilakukan 
setelah yang bersangkutan diberi kesempatan secukupnya untuk 
membela diri dihadapan Majelis Kehormatan Mahkamah Agung.

(3) 	 Pembentukan, susunan, dan tata kerja Majelis Kehormatan 
Mahkamah. Agung diatur oleh Mahkamah Agung.
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Pasal 13
(1)	 Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, dan Hakim Anggota Mahkamah 

Agung sebelum diberhentikan tidak dengan hormat sebagaimana 
dimaksudkan Pasal 12 ayat (1) dapat diberhentikan sementara dari 
jabatannya oleh Presiden selaku Kepala Negara atas usul Mahkamah 
Agung.

(2) 	 Terhadap pengusulan pemberhentian sementara yang dimaksudkan 
ayat (1) berlaku juga ketentuan sebagaimana dimaksudkan Pasal 12 
ayat (2).

 
Pasal 14

(1) 	 Apabila terhadap seorang Hakim Agung ada perintah penangkapan 
yang diikuti dengan penahanan, dengan sendirinya Hakim Agung 
tersebut diberhentikan sementara dari jabatannya. 

(2) 	 Apabila seorang Hakim Agung dituntut di muka Pengadilan 
dalam perkara pidana seperti tercantum dalam Pasal 21 ayat (4) 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tanpa ditahan, maka ia dapat 
diberhentikan sementara dari jabatannya.

 
Pasal 15

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberhentian dengan 
hormat, pemberhentian tidak dengan hormat, dan pemberhentian 
sementara serta hak-hak pejabat yang diberhentikan diatur dengan 
Peraturan Pemerintah.
 

Pasal 16
(1)	 Kedudukan protokol Ketua, Wakil Ketua,  Ketua Muda, dan Hakim 

Anggota Mahkamah Agung, diatur dengan undang-undang.
(2)    Hak keuangan/administratif Ketua, Wakil Ketua,   Ketua Muda, 

dan Hakim Anggota Mahkamah Agung, diatur dengan Undang-
undang.

 
Pasal 17

(1) 	 Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, dan Hakim Anggota Mahkamah 
Agung dapat ditangkap atau ditahan hanya atas perintah Jaksa 
Agung setelah mendapat persetujuan Presiden,  kecuali dalam hal:
a.	 tertangkap   tangan   melakukan   tindak   pidana kejahatan, 

atau;
b.	 berdasarkan bukti permulaan yang cukup, disangka telah 
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melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan 
pidana mati, atau tindak pidana kejahatan terhadap keamanan 
negara.

(2) 	 Pelaksanaan penangkapan atau penahanan tersebut ayat (1) huruf a 
dan huruf b selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) kali 24 (dua 
puluh empat) jam harus dilaporkan kepada Jaksa Agung.

                                      
Bagian Ketiga

Panitera Mahkamah Agung
 

Pasal 18
Pada Mahkamah Agung ditetapkan adanya Kepaniteraan yang dipimpin 
oleh seorang Panitera dan dibantu oleh seorang Wakil Panitera,  beberapa 
orang Panitera Muda, dan beberapa orang Panitera Pengganti.
 

Pasal 19
Tugas serta tanggung jawab, susunan organisasi, dan tata kerja 
Kepaniteraan Mahkamah Agung ditetapkan dengan Keputusan 
Presiden.
                               

Pasal 20
(1) Untuk dapat diangkat menjadi Panitera Mahkamah Agung seorang 

calon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
warga negara Indonesia;a.	
bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;b.	
setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;c.	
berijazah sarjana hukum;d.	
berpengalaman sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sebagai e.	
Ketua Pengadilan Tingkat Banding atau 10 (sepuluh) tahun 
sebagai Hakim Pengadilan Tingkat Banding atau 15 (lima belas) 
tahun sebagai Panitera Muda Mahkamah Agung.

(2)  Untuk dapat diangkat menjadi Wakil Panitera Mahkamah Agung 
seorang calon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

syarat-syarat sebagaimana dimaksudkan ayat (1) huruf a, huruf a.	
b, huruf c, dan huruf d;

berpengalaman sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun sebagai b.	
Ketua Pengadilan Tingkat Banding atau 7 (tujuh) tahun sebagai 
Hakim Pengadilan Tingkat Banding atau 10 (sepuluh) tahun 
sebagai panitera Muda Mahkamah Agung.
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Untuk dapat diangkat menjadi Panitera Muda Mahkamah Agung (2)	
seorang calon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
a.	 syarat-syarat sebagaimana dimaksudkan ayat (1) huruf a, huruf 

b, huruf, c, dan huruf d;
b.	 berpengalaman sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sebagai 

Hakim Pengadilan Tingkat Banding atau 5 (lima) tahun sebagai 
Ketua Pengadilan Tingkat Pertama atau 5 (lima) tahun sebagai 
Panitera Pengganti Mahkamah Agung.

(4) 	 Untuk dapat diangkat menjadi Panitera Pengganti Mahkamah Agung 
seorang calon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
a.	 syarat-syarat sebagaimana dimaksudkan ayat (1)’huruf a, huruf 

b, huruf c, dan huruf d;
b.	 berpengalaman sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun 

sebagai Hakim Pengadilan Tingkat Pertama.
 

Pasal 21
Panitera, Wakil Panitera Mahkamah Agung diangkat dan diberhentikan 
oleh Presiden atas usul Ketua Mahkamah Agung.
 

Pasal 22
Sebelum memangku jabatannya Panitera dan Wakil Panitera Mahkamah 
Agung diambil sumpah atau janjinya oleh Ketua Mahkamah Agung.
 

Pasal 23
Panitera Muda dan Panitera Pengganti Mahkamah Agung diangkat dan 
diberhentikan oleh Ketua Mahkamah Agung.
 

Pasal 24
Sebelum memangku jabatannya Panitera Muda dan Panitera Pengganti 
Mahkamah Agung diambil sumpah atau janjinya oleh Ketua Mahkamah 
Agung.
 

Bagian Keempat
Sekretaris Jenderal Mahkamah Agung

 
Pasal 25

Pada Mahkamah Agung ditetapkan adanya Sekretariat Jenderal yang 
dipimpin oleh seorang Sekretaris Jenderal dan dibantu oleh seorang 
Wakil Sekretaris Jenderal.
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Pasal 26
Tugas serta tanggung jawab, susunan organisasi dan tata kerja Sekretariat 
Jenderal Mahkamah Agung ditetapkan dengan Keputusan Presiden.
 

Pasal 27
Panitera Mahkamah Agung merangkap Sekretaris Jenderal Mahkamah 
Agung.
 

BAB III
KEKUASAAN MAHKAMAH AGUNG

 
Pasal 28

(1)	 Mahkamah Agung bertugas dan berwenang memeriksa dan 
memutus:
a.	 permohonan kasasi;
b.	 sengketa tentang kewenangan mengadili;
c.	 permohonan peninjauan kembali putusan Pengadilan yang 

telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
(2) 	 Untuk kelancaran pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksudkan 

ayat (1) Ketua Mahkamah Agung menetapkan pembidangan tugas 
dalam Mahkamah Agung.

Pasal 29
Mahkamah Agung memutus permohonan kasasi terhadap putusan 
Pengadilan Tingkat Banding atau Tingkat Terakhir dari semua 
Lingkungan Peradilan.
 

Pasal 30
Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau 
penetapan Pengadilan-pengadilan dari semua Lingkungan Peradilan 
karena:

a.	 tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
b.	 salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
c.	 lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan 

perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan 
batalnya putusan yang bersangkutan.

 
Pasal 31

(1)	 Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji secara materiil 
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hanya terhadap peraturan perundang-undangan di bawah ini 
undang-undang.

(2)	 Mahkamah Agung berwenang menyatakan tidak sah semua 
peraturan perundang-undangan dari tingkat yang lebih rendah 
daripada undang-undang atas alasan bertentangan dengan 
peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

(3)	 Putusan tentang pernyataan tidak sahnya peraturan perundang-
undangan tersebut dapat diambil berhubungan dengan 
pemeriksaan dalam tingkat kasasi.

(4)	 Pencabutan peraturan perundang-undangan yang dinyatakan tidak 
sah tersebut, dilakukan segera oleh instansi yang bersangkutan.

Pasal 32
(1)  	 Mahkamah Agang melakukan pengawasan tertinggi terhadap 

penyelenggaraan peradilan di semua lingkungan peradilan dalam 
menjalankan kekuasaan kehakiman. 

(2)	 Mahkamah Agung mengawasi tingkah laku dan perbuatan para 
Hakim di semua lingkungan peradilan dalam menjalankan 
tugasnya.

(3)	 Mahkamah Agung berwenang untuk meminta keterangan tentang 
hal-hal yang bersangkutan dengan teknis peradilan dari semua 
Lingkungan Peradilan.

(4)	 Mahkamah Agung berwenang memberi petunjuk, tegoran, atau 
peringatan yang dipandang perlu kepada Pengadilan di semua 
Lingkungan Peradilan.

(5)	 Pengawasan dan kewenangan sebagaimana dimaksudkan dalam 
ayat (1) sampai dengan ayat (4) tidak boleh mengurangi kebebasan 
Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.

Pasal 33
(1)	 Mahkamah Agung memutus pada tingkat pertama dan terakhir 

semua sengketa tentang kewenangan mengadili:
a.  	antara Pengadilan di lingkungan Peradilan yang satu dengan 

Pengadilan di Lingkungan Peradilan yang lain;
b.  	antara dua Pengadilan yang ada dalam daerah hukum 

Pengadilan Tingkat Banding yang berlainan dari Lingkungan 
Peradilan yang sama;

c.  	 antara dua Pengadilan Tingkat Banding di Lingkungan Peradilan 
yang sama atau antara lingkungan Peradilan yang berlainan.
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(2)	 Mahkamah Agung berwenang memutus dalam tingkat pertama 
dan terakhir, semua sengketa yang timbul karena perampasan 
kapal asing dan muatannya oleh kapal perang Republik Indonesia 
berdasarkan peraturan yang berlaku.

Pasal 34
Mahkamah Agung memeriksa dan memutus permohonan peninjauan 
kembali pada tingkat pertama dan terakhir atas putusan Pengadilan 
yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap berdasarkan alasan-
alasan yang diatur dalam Bab IV Bagian Keempat Undang-undang ini.

Pasal 35
Mahkamah Agung memberikan nasihat hukum kepada Presiden selaku 
Kepala Negara dalam rangka pemberian atau penolakan grasi.

Pasal 36
Mahkamah Agung dan Pemerintah melakukan pengawasan atas 
Penasihat Hukum dan Notaris.

Pasal 37
Mahkamah Agung dapat memberikan pertimbangan-pertimbangan 
dalam bidang hukum baik diminta maupun tidak kepada Lembaga 
Tinggi Negara yang lain.
 

Pasal 38
Mahkamah Agung berwenang meminta keterangan dari dan memberikan 
petunjuk kepada Pengadilan di semua Lingkungan Peradilan dalam 
rangka pelaksanaan ketentuan-ketentuan Pasal 25 Undang-Undang 
Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan 
Kehakiman.

Pasal 39
Di samping tugas dan kewenangan tersebut dalam Bab ini Mahkamah 
Agung dapat diserahi tugas dan kewenangan lain berdasarkan Undang-
Undang.
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BAB IV
HUKUM ACARA BAGI MAHKAMAH AGUNG

Bagian Pertama
Umum

 
Pasal 40

(1)	 Mahkamah Agung memeriksa dan memutus dengan sekurang-
kurangnya 3 (tiga) orang Hakim.

(2)	 Putusan Mahkamah Agung diucapkan dalam sidang terbuka untuk 
umum.

 
Pasal 41

(1)  	 Seorang Hakim wajib mengundurkan diri dari suatu persidangan 
apabila terdapat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai 
derajat ketiga atau hubungan suami atau isteri meskipun sudah 
bercerai dengan salah seorang Hakim Anggota atau Panitera pada 
Majelis yang sama dimaksudkan Pasal 40 ayat (1).

(2)	 Seorang Hakim atau Panitera wajib mengundurkan diri dari 
persidangan apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau 
semenda sampai derajat ketiga atau hubungan suami atau isteri 
meskipun sudah bercerai dengan Penuntut Umum, Oditur Militer, 
Terdakwa, Penasihat Hukum, Tergugat atau Penggugat.

(3)	 Hubungan keluarga sebagaimana dimaksudkan ayat (1) dan 
ayat (2) berlaku juga antara Hakim Agung dan/atau Panitera 
Mahkamah Agung dengan Hakim dan/atau Panitera Pengadilan 
Tingkat Pertama serta Hakim dan/atau Panitera Pengadilan 
Tingkat Banding, yang telah mengadili perkara yang sama.

(4)	 Jika seorang Hakim yang memutus perkara dalam tingkat pertama 
atau tingkat banding, kemudian telah menjadi Hakim Agung, maka 
Hakim Agung tersebut dilarang memeriksa perkara yang sama.

(5)	 Hakim atau Panitera sebagaimana dimaksudkan ayat (1), ayat (2), 
ayat (3), dan ayat (4) harus diganti, dan apabila tidak diganti atau 
tidak mengundurkan diri sedangkan perkara telah diputus, maka 
putusan tersebut batal dan perkara tersebut wajib segera diadili 
ulang dengan susunan Majelis yang lain.

 
Pasal 42

(1)	 Seorang Hakim tidak diperkenankan mengadili suatu perkara yang 
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ia sendiri berkepentingan, baik langsung maupun tidak langsung.
(2)	 Dalam hal sebagaimana dimaksudkan ayat (1) Hakim yang 

bersangkutan wajib mengundurkan diri baik atas kehendak 
sendiri maupun atas permintaan Penuntut Umum, Oditur Militer, 
Terdakwa, Penasihat Hukum, Tergugat atau Penggugat.

(3)	 Apabila ada keragu-raguan atau perbedaan pendapat mengenai 
hal sebagaimana tersebut ayat (1), maka:

        a.	 ketua Mahkamah Agung karena jabatannya bertindak sebagai 
pejabat yang berwenang menetapkan;

        b. 	 dalam hal menyangkut Ketua Mahkamah Agung sendiri,  yang 
berwenang menetapkannya adalah suatu panitia, yang terdiri 
dari 3 (tiga) orang yang dipilih oleh dan di antara Hakim Agung 
yang tertua dalam jabatan.

 
Bagian Kedua

Pemeriksaan Kasasi

Paragraf 1
Umum

 
Pasal 43

(1)	 Permohonan kasasi dapat diajukan hanya jika pemohon terhadap 
perkaranya telah menggunakan upaya hukum banding kecuali 
ditentukan lain oleh undang-undang.

(2)	 Permohonan kasasi dapat diajukan hanya 1 (satu) kali.
 

Pasal 44
(1)  Permohonan kasasi sebagaimana dimaksudkan Pasal 43 dapat 

diajukan oleh:
        a.	 pihak yang berperkara atau wakilnya yang secara khusus 

dikuasakan untuk itu dalam perkara perdata atau perkara 
tata usaha negara yang diperiksa dan diputus oleh Pengadilan 
Tingkat Banding atau Tingkat Terakhir di Lingkungan Peradilan 
Umum, Lingkungan Peradilan Agama, dan Lingkungan 
Peradilan Tata Usaha Negara;

        b.  terdakwa atau wakilnya yang secara khusus dikuasakan untuk 
itu atau Penuntut Umum atau Oditur dalam perkara pidana 
yang diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Tingkat Banding 
atau Tingkat Terakhir di Lingkungan Peradilan Umum dan 
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Lingkungan Peradilan Militer.
(2)	 Dalam pemeriksaan kasasi perkara pidana, sebelum Mahkamah 

Agung memberikan putusannya, Jaksa Agung karena jabatannya 
dapat mengajukan pendapat teknis hukum dalam perkara 
tersebut.

 
Pasal 45

(1)	 Permohonan kasasi demi kepentingan hukum dapat diajukan oleh 
Jaksa Agung karena jabatannya dalam perkara perdata atau tata 
usaha negara yang diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Tingkat 
Pertama atau Pengadilan Tingkat Banding di Lingkungan Peradilan 
sebagaimana dimaksudkan Pasal 44 ayat (1) huruf a.

(2)	 Permohonan kasasi tersebut dalam ayat (1) dapat diajukan hanya 1 
(satu) kali.

(3)	 Putusan kasasi demi kepentingan hukum tidak boleh merugikan 
pihak yang berperkara.

 
Paragraf 2

Peradilan Umum
 

Pasal 46
(1)	 Permohonan kasasi dalam perkara perdata disampaikan secara 

tertulis atau lisan melalui Panitera Pengadilan Tingkat Pertama 
yang telah memutus perkaranya, dalam tenggang waktu 14 (empat 
belas) hari sesudah putusan atau penetapan Pengadilan yang 
dimaksudkan diberitahukan kepada pemohon.

(2)	 Apabila tenggang waktu 14 (empat belas) hari tersebut telah lewat 
tanpa ada permohonan kasasi yang diajukan oleh pihak berperkara, 
maka pihak yang berperkara dianggap telah menerima putusan.

(3)	 Setelah pemohon membayar biaya perkara, Panitera tersebut ayat 
(1) mencatat permohonan kasasi dalam buku daftar, dan pada hari 
itu juga membuat akta permohonan kasasi yang dilampirkan pada 
berkas perkara.

(4)	 Selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah permohonan 
kasasi terdaftar, Panitera Pengadilan Dalam Tingkat Pertama 
yang memutus perkara tersebut memberitahukan secara tertulis 
mengenai permohonan itu kepada pihak lawan.
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Pasal 47
(1)	 Dalam pengajuan permohonan kasasi pemohon wajib menyam-

paikan pula memori kasasi yang memuat alasan-alasannya, dalam 
tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah permohonan yang 
dimaksud dicatat dalam buku daftar.

(2)	 Panitera Pengadilan yang memutus perkara dalam tingkat pertama 
memberikan tanda terima atas penerimaan memori kasasi dan 
menyampaikan salinan memori kasasi tersebut kepada pihak lawan 
dalam perkara yang dimaksud dalam waktu selambat-lambatnya 
30 (tiga puluh) hari.

(3)	 Pihak lawan berhak mengajukan surat jawaban terhadap .memori 
kasasi kepada Panitera sebagaimana dimaksudkan ayat (1), dalam 
tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal diterimanya 
salinan memori kasasi.

Pasal 48
(1)	 Setelah menerima memori kasasi dan jawaban terhadap memori 

kasasi sebagaimana dimaksudkan Pasal 47, Panitera Pengadilan 
yang memutus perkara dalam tingkat pertama, mengirimkan 
permohonan kasasi, memori kasasi, jawaban atas memori kasasi, 
beserta berkas perkaranya kepada Mahkamah Agung dalam waktu 
selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari.

(2)	 Panitera Mahkamah Agung mencatat permohonan kasasi tersebut 
dalam buku daftar dengan membubuhkan nomor urut menurut 
tanggal penerimaannya, membuat catatan singkat tentang isinya, 
dan melaporkan semua itu kepada Mahkamah Agung.

 
Pasal 49

(1)	 Sebelum permohonan kasasi diputus oleh Mahkamah Agung, 
maka permohonan tersebut dapat dicabut kembali oleh pemohon, 
dan apabila telah dicabut, pemohon tidak dapat lagi mengajukan 
permohonan kasasi dalam perkara itu meskipun tenggang waktu 
kasasi belum lampau.

(2)	 Apabila pencabutan kembali sebagaimana dimaksudkan ayat 
(1) dilakukan sebelum berkas perkaranya dikirimkan kepada 
Mahkamah Agung, maka berkas perkara itu tidak diteruskan 
kepada Mahkamah Agung.
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Pasal 50
(1)	 Pemeriksaan kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung, berdasarkan 

surat-surat dan hanya jika dipandang perlu Mahkamah Agung 
mendengar sendiri para pihak atau para saksi, atau memerintahkan 
Pengadilan Tingkat Pertama atau Pengadilan Tingkat Banding 
yang memutus perkara tersebut mendengar para pihak atau para 
saksi.

(2)	 Apabila Mahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan 
dan mengadili sendiri perkara tersebut, maka dipakai hukum 
pembuktian yang berlaku bagi Pengadilan Tingkat Pertama.

 
Pasal 51

(1)	 Dalam hal Mahkamah Agung mengabulkan permohonan 
kasasi berdasarkan Pasal 30 huruf a, maka Mahkamah Agung 
menyerahkan perkara tersebut kepada Pengadilan lain yang 
berwenang memeriksa dan memutusnya.

(2)	 Dalam hal Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi 
berdasarkan Pasal 30 huruf b, dan huruf c, maka Mahkamah Agung 
memutus sendiri perkara yang dimohonkan kasasi itu.

 
Pasal 52

Dalam mengambil putusan, Mahkamah Agung tidak terikat pada 
alasan-alasan yang diajukan oleh pemohon kasasi dan dapat memakai 
alasan-alasan hukum lain.
 

Pasal 53
(1)	 Salinan putusan dikirimkan kepada Ketua Pengadilan Tingkat 

Pertama yang memutus perkara tersebut.
(2)	 Putusan Mahkamah Agung oleh Pengadilan Tingkat Pertama 

diberitahukan kepada kedua belah pihak selambat-lambatnya 30 
(tiga puluh) hari setelah putusan dan berkas perkara diterima oleh 
Pengadilan Tingkat Pertama tersebut.

 
Pasal 54

Dalam pemeriksaan kasasi untuk perkara pidana digunakan hukum 
acara sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara 
Pidana.
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Paragraf  3
Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara,

Peradilan Militer
 

Pasal 55
(1)	 Pemeriksaan kasasi untuk perkara yang diputus oleh Pengadilan di 

Lingkungan Peradilan Agama atau yang diputus oleh Pengadilan 
di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dilakukan menurut 
ketentuan Undang-Undang ini.

(2)	 Dalam pemeriksaan kasasi untuk perkara yang diputus oleh 
Pengadilan di Lingkungan Peradilan Militer digunakan hukum 
acara yang berlaku di Lingkungan Peradilan Militer.

 
Bagian Ketiga

Pemeriksaan Sengketa Tentang
Kewenangan Mengadili

Paragraf  1
Umum

 
Pasal 56

(1)	 Mahkamah Agung memeriksa dan memutus sengketa tentang 
kewenangan mengadili sebagaimana dimaksudkan Pasal 33 ayat 
(1).

(2)	 Sengketa tentang kewenangan mengadili terjadi:
a.	 jika 2 (dua) Pengadilan atau lebih menyatakan berwenang 

mengadili perkara yang sama;
b.	 jika 2 (dua) Pengadilan atau lebih menyatakan tidak berwenang 

mengadili perkara yang sama.
 

Paragraf 2
Peradilan Umum

Pasal 57
(1)	 Permohonan untuk memeriksa dan memutus sengketa kewenangan 

mengadili dalam perkara perdata, diajukan secara tertulis kepada 
Mahkamah Agung disertai pendapat dan alasannya oleh:
a.	 pihak yang berperkara melalui Ketua Pengadilan;
b.	 Ketua Pengadilan yang memeriksa perkara tersebut.
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(2)	 Panitera Mahkamah Agung mencatat permohonan tersebut 
dalam buku daftar sengketa tentang kewenangan mengadili 
perkara perdata dan atas perintah Ketua Mahkamah Agung 
mengirimkan salinannya kepada pihak lawan yang berperkara 
dengan pemberitahuan bahwa ia dalam tenggang waktu 30 (tiga 
puluh) hari setelah menerima salinan permohonan tersebut berhak 
mengajukan jawaban tertulis kepada Mahkamah Agung disertai 
pendapat dan alasan-alasannya.

(3)	 Setelah permohonan tersebut diterima maka pemeriksaan perkara 
oleh Pengadilan yang memeriksanya ditunda sampai sengketa 
tersebut diputus oleh Mahkamah Agung.

(4)	 Putusan Mahkamah Agung disampaikan kepada :
        a.	 para pihak melalui Ketua Pengadilan;
        b.	 Ketua Pengadilan yang bersangkutan.
 

Pasal 58
Permohonan untuk memeriksa dan memutuskan sengketa kewenangan 
megadili perkara pidana, diajukan secara tertulis oleh Penuntut Umum 
atau terdakwa disertai pendapat dan alasan-alasannya.
 

Pasal 59
(1)	 Apabila permohonan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 58 

diajukan oleh Penuntut Umum maka surat permohonan dan berkas 
perkaranya dikirimkan oleh Penuntut Umum kepada Mahkamah 
Agung, sedangkan salinannya dikirimkan kepada Jaksa Agung, 
para Ketua Pengadilan dan Penuntut Umum pada Kejaksaan lain 
serta kepada terdakwa.

(2)	 Penuntut Umum pada Kejaksaan lain, demikian pula terdakwa 
selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah menerima 
salinan permohonan sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1) 
menyampaikan pendapat masing-masing kepada Mahkamah 
Agung.

 
Pasal 60

(1)	 Apabila permohonan diajukan oleh terdakwa, maka surat 
permohonannya diajukan melalui Penuntut Umum yang 
bersangkutan, yang selanjutnya meneruskan permohonan tersebut 
beserta pendapat dan berkas perkaranya kepada Mahkamah 
Agung.
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(2)	 Penuntut Umum sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1) 
mengirimkan salinan surat permohonan dan pendapatnya kepada 
Penuntut Umum lainnya.

(3)	 Penuntut Umum lainnya sebagaimana dimaksudkan ayat (2) 
mengirimkan pendapatnya kepada Mahkamah Agung selambat-
lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah menerima salinan 
permohonan tersebut.

 
Pasal 61

(1)	 Penuntut Umum sebagaimana dimaksudkan Pasal 60 ayat (1) 
secepat-cepatnya menyampaikan salinan permohonan tersebut 
kepada para Ketua Pengadilan yang memutus perkara tersebut.

(2)	 Setelah permohonan tersebut diterimanya, maka pemeriksaan 
perkara oleh Pengadilan yang memeriksanya ditunda sampai 
sengketa tersebut diputus oleh Mahkamah Agung.

 
Pasal 62

(1)	 Mahkamah Agung dapat memerintahkan Pengadilan yang 
memeriksa perkara meminta keterangan dari terdakwa tentang 
hal-hal yang dianggap perlu.

(2)	 Pengadilan yang diperintahkan setelah melaksanakan perintah 
tersebut ayat (1) segera memuat berita acara pemeriksaan dan 
mengirimkannya kepada Mahkamah Agung.

 
Pasal 63

(1)	 Dalam hal sengketa kewenangan sebagaimana dimaksudkan 
Pasal 58, Mahkamah Agung memutus sengketa tersebut setelah 
mendengar pendapat Jaksa Agung.

(2)	 Jaksa Agung memberitahukan putusan dimaksudkan ayat (1) 
kepada terdakwa dan Penuntut Umum dalam perkara tersebut.

 
Paragraf 3

Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara,
Peradilan Militer

Pasal 64
(1)	 Pemeriksaan sengketa tentang kewenangan mengadili antar 

Pengadilan yang terjadi:
a.	 di lingkungan Peradilan Agama;
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b.	 di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara; dilakukan menurut 
ketentuan Pasal 57

(2)	 Pemeriksaan sengketa tentang kewenangan mengadili antar 
Pengadilan di Lingkungan Peradilan Militer, dilakukan menurut 
ketentuan Pasal 58 sampai dengan Pasal 63.

 
Paragraf  4

Pemeriksaan Sengketa Tentang Kewenangan
Mengadili Antar Lingkungan Peradilan

 
Pasal 65

(1)	 Pemeriksaan sengketa tentang kewenangan mengadili antara:
a.	 Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum dengan Pengadilan 

di Lingkungan Peradilan Agama dengan Pengadilan di 
lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara;

b.	 Pengadilan di Lingkungan Peradilan Agama dengan Pengadilan 
di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara; dilakukan menurut 
ketentuan Pasal 57.

(2)	 Pemeriksaan sengketa tentang kewenangan mengadili antara 
Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum dengan Pengadilan di 
Lingkungan Peradilan Militer dilakukan menurut ketentuan Pasal 
58 sampai dengan pasal 63.

 
Bagian Keempat

Pemeriksaan Peninjauan Kembali Putusan
Pengadilan Yang Telah Memperoleh

Kekuatan Hukum Tetap

Paragraf  1
Umum

 
Pasal 66

(1)	 Permohonan peninjauan kembali dapat diajukan hanya 1 (satu) 
kali.

(2)	 Permohonan peninjauan kembali tidak menangguhkan atau 
menghentikan pelaksanaan putusan Pengadilan.

(3)	 Permohonan peninjauan kembali dapat dicabut selama belum 
diputus, dan dalam hal sudah dicabut permohonan peninjauan 
kembali itu tidak dapat diajukan lagi.

 



425

Paragraf 2
Peradilan Umum

 
Pasal 67

Permohonan peninjauan kembali putusan perkara perdata yang telah 
memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan hanya berdasarkan 
alasan-alasan sebagai berikut:

a.	 apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau 
tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya 
diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh 
hakim pidana dinyatakan palsu;

b.	 apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti 
yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa 
tidak dapat ditemukan;

c.	 apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau 
lebih dari pada yang dituntut;

d.	 apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus 
tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya;

e.	 apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang 
sama, atas dasar yang sama oleh Pengadilan yang sama atau 
sama tingkatnya telah diberikan putusan yang bertentangan 
satu dengan yang lain;

f.	  apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan Hakim 
atau suatu kekeliruan yang nyata.

Pasal 68
(1)	 Permohonan peninjauan kembali harus diajukan sendiri oleh para 

pihak yang berperkara, atau ahli warisnya atau seorang wakilnya 
yang secara khusus dikuasakan untuk itu.

(2)	 Apabila selama proses peninjauan kembali pemohon meninggal 
dunia, permohonan tersebut dapat dilanjutkan oleh ahli 
warisnya.

 
Pasal 69

Tenggang waktu pengajuan permohonan peninjauan kembali yang 
didasarkan atas alasan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 67 
adalah 180 (seratus delapan puluh) hari untuk:

a.	 yang disebut pada huruf a sejak diketahui kebohongan atau 
tipu muslihat atau sejak putusan Hakim pidana memperoleh 
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kekuatan hukum tetap, dan telah diberitahukan kepada para 
pihak yang berperkara;

b.	 yang disebut pada huruf b sejak ditemukan surat-surat bukti, 
yang hari serta tanggal ditemukannya harus dinyatakan di 
bawah sumpah dan disahkan oleh pejabat yang berwenang;

c.	 yang disebut pada huruf c, d, dan f sejak putusan memperoleh 
kekuatan hukum tetap dan telah diberitahukan kepada para 
pihak yang berperkara;

d.	 yang tersebut pada huruf e sejak sejak putusan yang terakhir 
dan bertentangan itu memperoleh kekuatan hukum tetap dan 
telah diberitahukan kepada pihak yang berperkara.

 
Pasal 70

(1)	 Permohonan peninjauan kembali diajukan oleh pemohon kepada 
Mahkamah Agung melalui Ketua Pengadilan Negeri yang 
memutus perkara dalam tingkat pertama dengan membayar biaya 
perkara yang diperlukan.

(2)	 Mahkamah Agung memutus permohonan peninjauan kembali 
pada tingkat pertama dan terakhir.

        
Pasal 71

(1)	 Permohonan peninjauan kembali diajukan oleh pemohon secara 
tertulis dengan menyebutkan sejelas-jelasnya alasan yang 
dijadikan dasar permohonan itu dan dimasukkan di kepaniteraan 
Pengadilan Negeri yang memutus perkara dalam tingkat 
pertama.

(2)	 Apabila pemohon tidak dapat menulis, maka ia menguraikan 
permohonannya secara lisan di hadapan Ketua Pengadilan Negeri 
yang memutus perkara dalam tingkat pertama atau hakim yang 
ditunjuk oleh Ketua Pengadilan yang akan membuat catatan 
tentang permohonan tersebut.

Pasal 72
(1)	 Setelah Ketua Pengadilan Negeri yang memutus perkara dalam 

tingkat pertama menerima permohonan peninjauan kembali, 
maka Panitera berkewajiban untuk selambat-lambatnya dalam 
waktu 14 (empat belas) hari memberikan atau mengirimkan 
salinan permohonan tersebut kepada pihak lawan pemohon, 
dengan maksud:
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         a.	 dalam hal permohonan peninjauan kembali didasarkan atas 
alasan sebagaimana dimaksudkan Pasal 67 huruf a atau 
huruf b agar pihak lawan mempunyai kesempatan untuk 
mengajukan jawabannya;

         b.	 dalam hal permohonan peninjauan kembali didasarkan atas 
salah satu alasan yang tersebut Pasal 67 huruf c sampai dengan 
huruf f agar dapat diketahui.

(2)	 Tenggang waktu bagi fihak lawan untuk mengajukan jawabannya 
sebagaimana dimaksudkan ayat (1) huruf a adalah 30 (tiga puluh) 
hari setelah tanggal diterimanya salinan permohonan peninjauan 
kembali.

(3)	 Surat jawaban diserahkan atau dikirimkan kepada Pengadilan 
yang memutus perkara dalam tingkat pertama   dan pada surat 
jawaban itu oleh Panitera dibubuhi cap, hari serta tanggal 
diterimanya jawaban tersebut, yang salinannya disampaikan atau 
dikirimkan kepada pihak pemohon untuk diketahui.

(4)	 Permohonan tersebut lengkap dengan berkas perkara beserta 
biayanya oleh Panitera dikirimkan kepada Mahkamah Agung 
selambat-lambatnya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari.

(5)	 Untuk permohonan peninjauan kembali tidak diadakan surat 
menyurat antara pemohon dan/atau pihak lain dengan Mahkamah 
Agung.

 
Pasal 73

(1)	 Mahkamah Agung berwenang memerintahkan Pengadilan Negeri 
yang memeriksa perkara dalam Tingkat Pertama atau Pengadilan 
Tingkat Banding mengadakan pemeriksaan tambahan, atau 
meminta segala keterangan serta pertimbangan dari Pengadilan 
yang dimaksud.

(2)	 Mahkamah Agung dapat meminta keterangan dari Jaksa Agung 
atau dari pejabat lain yang diserahi tugas penyidikan apabila 
diperlukan.

(3)	 Pengadilan yang dimaksudkan ayat (1), setelah melaksanakan 
perintah Mahkamah Agung tersebut segera mengirimkan berita 
acara pemeriksaan tambahan serta pertimbangan sebagaimana 
dimaksudkan ayat (1), kepada Mahkamah Agung.

  
Pasal 74

(1)	 Dalam hal Mahkamah Agung mengabulkan permohonan 
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peninjauan kembali, Mahkamah Agung membatalkan putusan 
yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dan selanjutnya 
memeriksa serta memutus sendiri perkaranya.

(2)	 Mahkamah Agung menolak permohonan peninjauan kembali, 
dalam hal Mahkamah Agung berpendapat bahwa permohonan 
itu tidak beralasan.

(3)	 Putusan Mahkamah Agung sebagaimana dimaksudkan ayat (1) 
dan ayat (2) disertai pertimbangan-pertimbangan.

 
Pasal 75

Mahkamah Agung mengirimkan salinan putusan atas permohonan 
peninjauan kembali kepada Pengadilan Negeri yang memutus perkara 
dalam  tingkat pertama dan selanjutnya Panitera Pengadilan Nigeri yang 
bersangkutan menyampaikan salinan putusan itu kepada pemohon serta 
memberitahukan putusan itu kepada pihak lawan dengan memberikan 
salinannya, selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari.
 

Pasal  76
Dalam pemeriksaan permohonan peninjauan kembali putusan perkara 
pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap digunakan acara 
peninjauan kembali sebagaimana diatur dalam kitab Undang-undang 
Hukum Acara Pidana.
 

Paragraf  3
Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara,

Peradilan Militer
 

Pasal 77
(1)	 Dalam pemeriksaan peninjauan kembali perkara yang diputus oleh 

Pengadilan di  Lingkungan Peradilan Agama atau oleh Pengadilan 
di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, digunakan hukum 
acara peninjauan kembali yang tercantum dalam Pasal 67 sampai 
dengan Pasal 75.

(2)	 Dalam pemeriksaan peninjauan kembali perkara yang diputus 
oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Militer, digunakan 
hukum acara peninjauan kembali sebagaimana diatur dalam Kitab 
Undang-undang Hukum Acara Pidana.
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Bagian Kelima
Pemeriksaan Sengketa Yang

Timbul Karena Perampasan Kapal
 

Pasal 78
Pemeriksaan sengketa yang timbul karena perampasan kapal asing 
dan muatannya oleh kapal perang Republik Indonesia dilakukan 
berdasarkan undang-undang.
 

BAB V
KETENTUAN LAIN

Pasal 79
Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan 
bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal 
yang belum cukup diatur dalam undang-undang ini.
 

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

 
Pasal 80

Pada saat mulai berlakunya Undang-undang ini, semua peraturan 
pelaksanaan yang telah ada mengenai Mahkamah Agung dinyatakan 
tetap berlaku selama ketentuan baru berdasarkan undang-undang ini 
belum dikeluarkan dan sepanjang peraturan itu tidak bertentangan 
dengan undang-undang ini.
 

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

 
Pasal 81

Pada saat mulai berlakunya Undang-undang ini, Undang-Undang 
Nomor 13 Tahun 1965 tentang Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan 
Umum dan Mahkamah Agung sepanjang mengenai ketentuan tentang 
Mahkamah Agung dinyatakan tidak berlaku.
 

Pasal 82
Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara 
Republik Indonesia.

 
Disahkan di Jakarta

pada tanggal 30 Desember 1985
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd
SOEHARTO

 
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 1985
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
ttd
SUDHARMONO, S.H.
 
 

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1985  
NOMOR 73
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PENJELASAN
ATAS

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 1985

TENTANG
MAHKAMAH AGUNG

 
 
I.  UMUM

1.	 Salah satu unsur dalam tujuan pembangunan nasional 
yang diamanatkan Garis-garis Besar Haluan Negara adalah 
masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dalam 
wadah negara kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, 
berdaulat, bersatu, dan berkedaulatan rakyat dalam suasana 
perikehidupan bangsa yang sejahtera, aman, tenteram, dan 
tertib. Suasana perikehidupan tersebut di atas merupakan bagian 
dari gambaran terhadap tata kehidupan bangsa Indonesia yang 
dicita-citakan perwujudannya melalui rangkaian upaya dan 
kegiatan pembangunan yang berlanjut dan berkesinambungan. 
Namun demikian pengalaman dalam kehidupan bernegara 
dan berbangsa sejak kemerdekaan menunjukkan, bahwa 
usaha untuk mewujudkan perikehidupan seperti itu sangat 
dipengaruhi oleh berbagai hal yang saling berkait satu dengan 
lainnya. Cita tentang keadilan, kebenaran, kepastian hukum, 
dan ketertiban sistem serta penyelenggaraan hukum merupakan 
hal yang mempengaruhi tumbuhnya suasana perikehidupan 
sebagaimana dimaksudkan di atas. Masalahnya adalah, bahwa 
hal tersebut secara bersamaan merupakan pula tujuan kegiatan 
pembangunan dibidang hukum dalam kerangka pelaksanaan 
pembangunan nasional. Dengan pemahaman seperti ini pula, 
maka salah satu pendekatan yang ingin dilakukan adalah 
kaitannya dengan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman.
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2. 	 Berdasarkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat 
Republik Indonesia Nomor III/MPR/1978 tentang Kedudukan 
dan Hubungan Tata Kerja Lembaga Tertinggi Negara dengan/
atau Antar Lembaga-lembaga Tinggi Negara dihubungkan 
dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang 
Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah 
Agung diberi kekuasaan dan kewenangan untuk: 

a.   memeriksa dan memutus:
1)	 permohonan kasasi;
2)	 sengketa tentang kewenangan mengadili;
3)	 permohonan peninjauan kembali putusan Pengadilan 

yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
b.	 memberikan pertimbangan dalam bidang hukum baik 

diminta maupun tidak, kepada Lembaga Tinggi Negara;
c.	 memberikan nasehat hukum kepada Presiden selaku 

Kepala Negara untuk pemberian atau penolakan grasi;
d.	 menguji secara materiil hanya terhadap peraturan 

perundang-undangan di bawah undang-undang;
e.	 melaksanakan tugas dan kewenangan lain berdasarkan 

undang-undang.
             	 Untuk dapat menyelenggarakan kekuasaan dan kewenangan 

tersebut dengan sebaik-baiknya, Mahkamah Agung 
melaksanakan hal-hal sebagai berikut :
a.	 wewenang pengawasan meliputi :

1)	 jalannya peradilan;
2)	 pekerjaan Pengadilan dan tingkah laku para Hakim di 

semua Lingkungan Peradilan;
3)	 pengawasan yang dilakukan terhadap Penasihat 

Hukum dan Notaris sepanjang yang menyangkut 
peradilan;

4)	 pemberian peringatan, tegoran, dan petunjuk yang 
diperlukan.

b.	 meminta keterangan dan pertimbangan dari :
1)	 Pengadilan di semua Lingkungan Peradilan;
2)	 Jaksa Agung;
3)	 Pejabat lain yang diserahi tugas penuntutan perkara 

pidana.
c.	 membuat peraturan sebagai pelengkap untuk mengisi 

kekurangan atau kekosongan hukum yang diperlukan 
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bagi kelancaran jalannya peradilan.
d.	 mengatur sendiri administrasinya baik mengenai 

administrasi peradilan maupun administrasi umum.
 

3. 	 Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang 
Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman ditegaskan 
bahwa :

a.	 Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara 
yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan 
guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan 
Pancasila, demi terselenggaranya negara hukum Republik 
Indonesia;

b.	 penyelenggara Kekuasaan Kehakiman adalah Pengadilan 
di lingkungan:
-           Peradilan Umum;
-           Peradilan Agama;
-           Peradilan Militer;
-           Peradilan Tata Usaha Negara.

c.	 Mahkamah Agung adalah Pengadilan Tertinggi dan 
melakukan pengawasan tertinggi atas perbuatan 
Pengadilan.

	 Dengan memperhatikan kedudukan dan peranan Mahkamah 
Agung seperti tersebut di atas, perlu diberikan pengaturan 
yang mantap, jelas, dan tegas kepada lembaga ini.

	 Salah satu prinsip yang telah diletakkan dalam Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 1970, adalah bahwa peradilan 
harus memenuhi harapan para pencari keadilan yang selalu 
menghendaki peradilan yang sederhana, cepat, tepat, adil, 
dan biaya ringan. Seiring dengan prinsip tersebut di atas serta 
sebagai upaya untuk mewujudkan sistem peradilan yang 
lebih efektif dan efisien dalam penyelenggaraan kekuasaan 
kehakiman di negara hukum Republik Indonesia, maka dalam 
Undang-undang ini ditegaskan bahwa Mahkamah Agung 
adalah Pengadilan Negara Tertinggi dari semua Lingkungan 
Peradilan.

 
4.	 Untuk memperoleh Hakim Agung yang merdeka, berani 

mengambil keputusan dan bebas dari pengaruh, baik dari 
dalam maupun dari luar, diperlukan persyaratan sebagaimana 
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diuraikan dalam undang-undang ini. Pada dasarnya 
pengangkatan Hakim Agung berdasarkan sistem karier dan 
tertutup.

	 Namun demikian dalam hal-hal tertentu dapat pula dibuka 
kemungkinan untuk mengangkat Hakim Agung yang tidak 
didasarkan sistem karier. Untuk Hakim Agung yang didasarkan 
sistem karier berlaku ketentuan Pasal 11 Undang-Undang 
Nomor 8 Tahun 1974 (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041). Selanjutnya untuk 
dapat lebih menjamin terciptanya suasana yang sebaik-baiknya 
bagi penyelenggaraan peradilan guna menegakkan hukum 
dan keadilan berdasarkan Pancasila, maka perlu pula dibuat 
suatu undang-undang yang mengatur penindakan terhadap 
perbuatan, tingkah laku, sikap dan/atau ucapan yang dapat 
merendahkan dan merongrong kewibawaan, martabat, dan 
kehormatan badan peradilan yang dikenal sebagai “Contempt 
of Court”.

 
5.	 Mengenai bagaimana Mahkamah Agung akan dapat melaksa-

nakan tugas tersebut, Undang-undang ini juga memberikan 
kepadanya keleluasaan untuk menetapkan sendiri pembidangan 
tugas dalam susunan organisasinya sehingga dapat secara 
tuntas menjangkau penyelesaian semua masalah yang berasal 
dari berbagai lingkungan peradilan.

	 Namun begitu mengingat tugas tersebut sangat luas dan berat, 
maka untuk memberi dukungan administrasi yang sebaik-
baiknya, dalam Undang-undang ini ditetapkan adanya 
Sekretaris Jenderal yang dirangkap oleh Panitera Mahkamah 
Agung. Perangkapan jabatan ini didasarkan pada pemikiran 
bahwa dengan demikian penyelenggaraan pelayanan 
administrasi Mahkamah Agung secara keseluruhan dapat 
dilakukan dengan lebih efektif dan terpadu. Untuk itu, dalam 
pelaksanaan tugas sehari-hari. Panitera Mahkamah Agung 
dibantu oleh Wakil Panitera Mahkamah Agung untuk tugas-
tugas administrasi peradilan, dan Sekretaris Jenderal Mahkamah 
Agung dibantu oleh Wakil Sekretaris Jenderal Mahkamah 
Agung untuk tugas-tugas penyelenggaraan administrasi 
umum, seperti pengurusan keuangan, kepegawaian, peralatan, 
pemeliharaan, dan lain-lain.
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	 Dengan pemisahan ini, maka panitera dapat lebih memusatkan 
perhatian nya kepada tugas-tugas yang bersifat teknis peradilan, 
sedangkan pemberian dukungan administrasi yang meliputi 
administrasi keuangan, kepegawaian peralatan, pemeliharaan, 
dan lain-lainnya diselenggarakan oleh Sekretariat Jenderal.

 
II.	 PASAL DEMI PASAL
 
         Pasal 1
                  Cukup jelas

         Pasal 2
                  Cukup jelas

         Pasal 3
                  Cukup jelas

         Pasal 4
                  Cukup jelas

         Pasal 5
                  Cukup jelas

         Pasal 6
                  Cukup jelas

         Pasal 7
	 Pada dasarnya pengangkatan Hakim Agung berdasarkan 

sistem karier dan tertutup. Namun demikian dalam hal-hal 
tertentu dapat pula dibuka kemungkinan untuk mengangkat 
Hakim Agung yang tidak didasarkan atas sistem karier.

	 Yang dimaksud dengan sarana lain yang mempunyai keahlian 
di bidang hukum sebagaimana dimaksudkan ayat (1) huruf e 
adalah mereka yang mempunyai keahlian seperti dibidang 
hukum pidana, hukum perdata, hukum agama, hukum militer, 
dan hukum tata usaha negara.

	 Persyaratan seperti dimaksudkan ayat (1) kecuali huruf g 
berlaku pula   bagi pengangkatan Hakim Agung berdasarkan 
ayat (2).
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Pasal 8
                  Ayat (1)
                           	 Daftar nama calon Hakim Agung.yang berasal baik 

dari kalangan Hakim karier maupun dari luar kalangan 
Hakim karier disusun berdasarkan konsultasi 
antara Dewan Perwaikilan Rakyat, Pemerintah, dan 
Mahkamah Agung yang pelaksanaannya disesuaikan 
dengan ketentuan yang berlaku bagi lembaga masing-
masing.

                  Ayat (2)
                          	 Yang dimaksudkan dengan “Pemerintah” adalah 

Menteri yang bersangkutan.
                  Ayat (3)
                           Cukup jelas
                  Ayat (4)
                           Cukup jelas
                  Ayat (5)
                           Cukup jelas
                  
         Pasal 9
                  Ayat (1)
                          	 Pada waktu pengambilan sumpah/janji diucapkan 

kata-kata tertentu sesuai dengan Agama masing-
masing, misalnya untuk penganut Agama Islam kata-
kata “Demi Allah” sebelum lafal sumpah dan untuk 
penganut Agama Kristen/Katolik kata-kata “Kiranya 
Tuhan akan menolong saya” sesudah lafal sumpah.

                  Ayat (2)
                           Cukup jelas
                  Ayat (3)
                           Cukup jelas

         Pasal 10
                  Ayat (1)
                           Huruf a
                                    Cukup jelas
                           Huruf b
                                    Cukup jelas
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                           Huruf c
                                 Cukup jelas
                           Huruf d
                      	 Yang dimaksudkan dengan “pengusaha” ialah Hakim 

Agung yang misalnya mempunyai perusahaan, 
menjadi pemegang saham perseroan atau mengadakan 
usaha perdagangan lain.

                  Ayat (2)
                           Cukup jelas
 
         Pasal 11
                  Ayat (1)
                          	 Yang dimaksudkan dengan Mahkamah Agung” 

adalah Pimpinan Mahkamah Agung.
                          	 Pemberhentian dengan hormat para Hakim Agung 

atas permintaan sendiri, mencakup pengertian 
pengunduran diri dengan alasan Hakim Agung 
yang bersangkutan tidak berhasil menegakkan 
hukum dalam lingkungan rumah tangganya sendiri. 
Pada hakekatnya situasi, kondisi, suasana dan 
keteraturan hidup di rumah tangga setiap Hakim 
Agung merupakan salah satu faktor yang penting 
peranannya dalam usaha membantu meningkatkan 
citra dan wibawa seorang Hakim Agung dan ini harus 
dimulai dari tertib kehidupan rumah tangga Hakim 
Agung itu sendiri.

                          	 Yang dimaksudkan dengan “sakit jasmani atau 
rohani terus menerus” ialah yang menyebabkan si 
penderita ternyata tidak mampu lagi melakukan 
tugas kewajibannya dengan baik.

                          	 Yang dimaksudkan dengan “tidak cakap” ialah 
misalnya yang bersangkutan banyak melakukan 
kesalahan besar dalam menjalankan tugasnya.

                          	 Pemberhentian menurut Pasal ini diberitahukan 
kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

                  Ayat (2)
                           Cukup jelas
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         Pasal 12
                  Ayat (1)
                         	 Yang dimaksudkan dengan ‘”Mahkamah Agung” 

adalah Pimpinan Mahkamah Agung.
                         	 Yang dimaksudkan dengan dipidana menurut Pasal 12 

ayat (1) huruf a ialah dipidana dengan pidana penjara 
sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan.

                         	 Yang dimaksudkan dengan “melakukan perbuatan 
tercela” ialah apabila Hakim yang bersangkutan karena 
sikap, perbuatan, dan tindakannya baik di dalam 
maupun di luar Pengadilan merendahkan martabat 
Hakim.

                         	 Yang dimaksudkan dengan “tugas pekerjaannya” 
ialah semua tugas yang dibebankan kepada yang 
bersangkutan.

                  Ayat (2)
                        	 Dalam hal pemberhentian tidak dengan hormat dengan 

alasan dipidana karena melakukan tindak pidana 
kejahatan, yang bersangkutan tidak diberi kesempatan 
untuk membela diri, kecuali apabila pidana penjara 
yang dijatuhkan kepadanya itu kurang dari 3 (tiga) 
bulan.

                  Ayat (3)
                         	 Yang dimaksudkan dengan Mahkamah Agung dalam 

ayat (1) dan ayat (3) dalam pasal ini adalah Pimpinan 
Mahkamah Agung.

 
         Pasal 13
                  Ayat (1)
                         	 Yang dimaksudkan dengan “Mahkamah Agung” 

adalah Pimpinan Mahkamah Agung.
                  Ayat (2)
                 	 Pemberhentian sementara dari jabatan berdasarkan 

alasan tersebut Pasal 17 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf 
d, dan huruf e paling lama 6 (enam) bulan dan dapat 
diperpanjang untuk paling lama 6 (enam) bulan lagi.

                         	 Bila jangka waktu pemberhentian sementara yang 
terakhir telah habis dan yang bersangkutan tidak 
diusulkan untuk diberhentikan dengan tidak dengan 
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hormat, maka ia harus direhabilitasi.
 
         Pasal 14
                  Cukup jelas

         Pasal 15
                  Cukup jelas

         Pasal 16
                  Ayat (1)
                          Cukup jelas
                  Ayat (2)
                         	 Yang dimaksudkan dengan hak keuangan/

administratif Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, dan 
Hakim Anggota Mahkamah Agung ialah semua hak 
yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
1980. (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 71, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3182), sedangkan 
pangkat dan tunjangan- tunjangan yang berhubungan 
dengan kedudukannya sebagai pegawai negeri diatur 
tersendiri.

 
         Pasal 17
                  Cukup jelas

         Pasal 18
                  Cukup jelas

         Pasal 19
                 	 Keputusan Presiden yang dimaksudkan pasal ini ditetapkan 

atas usul Mahkamah Agung.

         Pasal 20
                  Ayat (1)
                         	 Yang dimaksudkan dengan “sarjana hukum” dalam 

pasal ini termasuk sarjana lain di bidang hukum yang 
dianggap cakap untuk jabatan itu.

                  Ayat (2)
                           Cukup jelas
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                  Ayat (3)
                           Cukup jelas
                  Ayat (4)
                           Cukup jelas

         Pasal 21
                  Cukup jelas

         Pasal 22
                 	 Bunyi sumpah atau janji Panitera Mahkamah Agung 

dan Wakil Panitera Mahkamah Agung pada dasarnya 
sebagaimana dimaksudkan pasal 29 Undang-Undang 
Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok 
Kekuasaan Kehakiman.

         Pasal 23
                  Cukup jelas

         Pasal 24
Bunyi sumpah atau janji Panitera Muda dan Panitera Pengganti 
Mahkamah Agung pada dasarnya sebagaimana dimaksudkan 
Pasal 29 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang 
Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

         Pasal 25
                  Cukup jelas

         Pasal 26
                  Cukup jelas

         Pasal 27
                  Cukup jelas

         Pasal 28
                  Cukup jelas

         Pasal 29
                  Cukup jelas
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         Pasal 30
                  Cukup jelas

         Pasal 31
                  Ayat (1)

Pasal ini mengatur hak menguji materiil Mahkamah 
Agung. Mahkamah Agung berhak menguji peraturan 
yang lebih rendah daripada undang-undang 
mengenai sah atau tidaknya suatu peraturan atau 
bertentangan tidaknya suatu peraturan dengan 
peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

                  Ayat (2)
Apabila Mahkamah Agung menggunakan hak 
menguji berdasarkan pasal ini, maka Mahkamah 
Agung mengambil putusan bahwa suatu peraturan 
perundang-undangan dari tingkatan yang lebih 
rendah daripada undang-undang bertentangan 
dengan peraturan perundang- undangan yang 
lebih tinggi dan Mahkamah Agung secara tegas 
menyatakan bahwa peraturan tersebut tidak sah dan 
tidak berlaku untuk umum.

                  Ayat (3)
                           Cukup jelas
 
         Pasal 32
                  Ayat (1)
                           Cukup jelas
                  Ayat (2)
                           Cukup jelas
                  Ayat (3)

Kewenangan untuk melaksanakan pengawasan 
oleh Mahkamah Agung dapat didelegasikan kepada 
Pengadilan Tingkat Banding.di semua Lingkungan 
Peradilan.

                  Ayat (4)
                           Cukup jelas
                  Ayat (5)
                           Cukup jelas
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         Pasal 33
                  Ayat (1)
                           Cukup jelas
                  Ayat (2)

Yang dimaksudkan dengan kapal ialah kapal laut dan 
kapal udara.

 
         Pasal 34
                  Cukup jelas

         Pasal 35
	 Pemberian nasihat hukum yang dimaksudkan pasal ini 

dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 
Tahun 1950 tentang Permohonan Grasi.

         Pasal 36
                 	 Pada umumnya pembinaan dan pengawasan atas Penasihat 

Hukum dan Notaris adalah tanggungjawab Pemerintah.
                 	 Khusus dalam menyelenggarakan tugas-tugasnya yang 

menyangkut peradilan, para Penasehat Hukum dan Notaris 
berada di bawah pengawasan Mahkamah Agung.

                 	 Dalam melakukan pengawasan itu Mahkamah Agung 
dan Pemerintah menghormati dan menjaga kemandirian 
Penasihat Hukum dan Notaris dalam melaksanakan tugas 
jabatan masing-masing.

                 	 Dalam hal diperlukan penindakan terhadap diri seorang 
Penasihat Hukum atau seorang Notaris yang berupa 
pemecatan dan pemberhentian, termasuk pemberhentian 
sementara, organisasi profesi masing-masing terlebih 
dahulu didengar pendapatnya.

 
         Pasal 37
                  Cukup jelas

         Pasal 38
                  Cukup jelas

         Pasal 39
                 	 Yang dimaksud dengan “tugas dan kewenangan lain” 

dalam pasal ini misalnya arbitrase dan sebagainya.
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         Pasal 40
                  Ayat (1)
                          	 Apabila Majelis bersidang dengan lebih dari 3 (tiga) 

orang Hakim jumlahnya harus selalu ganjil.
                  Ayat (2)
                          	 Putusan yang tidak memenuhi ketentuan ayat (1) dan 

ayat (2) pasal ini batal menurut hukum.
         Pasal 41
                  Cukup jelas

         Pasal 42
                  Cukup jelas

         Pasal 43
                  Ayat (1)

Pengecualian dalam ayat (1) pasal ini diadakan 
karena adanya putusan Pengadilan Tingkat Pertama 
yang oleh Undang-undang tidak dapat dimohonkan 
banding.

                  Ayat (2)
Cukup jelas

         Pasal 44
                  Ayat (1)
                           Huruf a

Cukup jelas
                           Huruf b

Istilah “perkara pidana” yang dimaksudkan huruf b 
pasal ini diartikan pula perkara pidana militer.

                  Ayat (2)
                  	    Cukup jelas
 
         Pasal 45
                  Ayat (1)
                           Cukup jelas
                  Ayat (2)
                           Cukup jelas
                  Ayat (3)
                          	 Yang dimaksudkan dengan “tidak boleh merugikan 
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pihak yang berperkara” tersebut ayat (3) ialah tidak 
menunda pelaksanaan dan tidak mengubah putusan 
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum 
tetap.

 
         Pasal 46
                  Cukup jelas

         Pasal 47
                  Ayat (1)
                          	 Mengajukan suatu memori kasasi yang memuat 

alasan-alasan permohonan kasasi adalah suatu syarat 
mutlak untuk dapat diterimanya permohonan kasasi. 
Memori ini harus dimasukkan selambat-lambatnya 14 
(empat belas) hari sesudah mengajukan permohonan 
kasasi.

                  Ayat (2)
                           Cukup jelas

                  Ayat (3)
                           Cukup jelas

         Pasal 48
                  Cukup jelas

         Pasal 49
                  Cukup jelas

         Pasal 50
                  Ayat (1)
                      	 Yang dimaksudkan dengan “surat-surat” meliputi 

pula berkas perkara dan surat-surat lainnya yang 
dipandang perlu.

                  Ayat (2)
                           Pada prinsipnya pemeriksaan kasasi seperti tersebut 

ayat (1) dilakukan berdasarkan nomor urut daftar 
pemeriksaan perkara.

         Pasal 51
                  Cukup jelas
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         Pasal 52
                  Cukup jelas

         Pasal 53
                  Ayat (1)

Salinan putusan dikirim juga kepada Pengadilan yang 
memutuskan perkara tersebut dalam tingkat banding.

                  Ayat (2)
                           Cukup jelas

         Pasal 54
                  Cukup jelas

         Pasal 55
                  Cukup jelas

         Pasal 56
                  Cukup jelas

         Pasal 57
                  Cukup jelas

         Pasal 58
                  Cukup jelas

         Pasal 59
                  Cukup jelas

Pasal 60
                  Cukup jelas

         Pasal 61
                  Cukup jelas

         Pasal 62
                  Cukup jelas

         Pasal 63
                  Cukup jelas
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     Pasal 64
                  Ayat (1)
                           Cukup jelas
                  Ayat (2)
                          	 Penerapan ketentuan Pasal 58 sampai dengan Pasal 

63 di Lingkungan Peradilan Militer disesuaikan 
seperlunya dengan ketentuan yang berlaku bagi 
Peradilan Militer.

         Pasal 65
                  Ayat(1)
                           Cukup jelas
                  Ayat (2)
                           	 Penerapan ketentuan Pasal 58 sampai dengan Pasal 

63 di Lingkungan Peradilan Militer disesuaikan 
seperlunya dengan ketentuan yang berlaku bagi 
Peradilan Militer.

 
         Pasal 66
                  Cukup jelas

         Pasal 67
                  Cukup jelas

         Pasal 68
                  Cukup jelas

         Pasal 69
                  Huruf a

Hari dan tanggal diketahuinya kebohongan dan tipu 
muslihat itu harus dibuktikan secara tertulis.

                  Huruf b
                           Cukup jelas
                  Huruf c
                           Cukup jelas
                  Huruf d
                           Cukup jelas
 
         Pasal 70
                  Cukup jelas
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         Pasal 71
                  Cukup jelas

         Pasal 72
                  Cukup jelas

         Pasal 73
                  Cukup jelas

         Pasal 74
                  Cukup jelas

         Pasal 75
                  Cukup jelas

         Pasal 76
                  Cukup jelas

         Pasal 77
                  Cukup jelas

         Pasal 78
                  Cukup jelas

         Pasal 79
                 	 Apabila dalam jalannya peradilan terdapat kekurangan atau 

kekosongan hukum dalam suatu hal, Mahkamah Agung 
berwenang membuat peraturan sebagai pelengkap untuk 
mengisi kekurangan atau kekosongan tadi. Dengan undang-
undang ini Mahkamah Agung berwenang menentukan 
pengaturan tentang cara penyelesaian suatu soal yang 
belum atau tidak diatur dalam undang-undang ini.

                   Dalam hal ini peraturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah 
Agung dibedakan dengan peraturan yang disusun oleh 
pembentuk undang-undang. Penyelenggaraan peradilan 
yang dimaksudkan undang-undang ini hanya merupakan 
bagian dari hukum acara secara keseluruhan. Dengan 
demikian Mahkamah Agung tidak akan mencampuri dan 
melampaui pengaturan tentang hak dan kewajiban warga 
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negara pada umumnya dan tidak pula mengatur sifat, 
kekuatan, alat pembuktian serta penilaiannya ataupun 
pembagian beban pembuktian.

 
         Pasal 80
                  Cukup jelas

         Pasal 81
                  Cukup jelas

         Pasal 82
                  Cukup jelas
 
 
 
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA 
TAHUN 1985  NOMOR 3316



Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor  5  Tahun  2004

Tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 
Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung
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UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR  5  TAHUN  2004

TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 

1985 TENTANG MAHKAMAH AGUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
  
  
Menimbang  :     a.  bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan 

yang merdeka yang dilaksanakan oleh sebuah 
Mahkamah Agung dan badan peradilan yang 
berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan 
umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan 
peradilan militer, dan lingkungan peradilan 
tata usaha negara, serta oleh sebuah Mahkamah 
Konstitusi;  

b.	 bahwa Mahkamah Agung sebagaimana diatur 
dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 
sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan 
masyarakat dan ketatanegaraan menurut Undang-
Undang Dasar Negara  Republik Indonesia Tahun 
1945;  

c. 	 bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan  huruf b, perlu 
membentuk Undang-Undang tentang Perubahan 
Atas  Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 
tentang Mahkamah Agung;  

Mengingat  :           1.  	Pasal 20, Pasal 21, Pasal 24, Pasal 24A, Pasal 24B, 
dan Pasal 25 Undang-Undang Dasar Negara 
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Republik Indonesia Tahun 1945;  
    2.	 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang 

Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8, 
Tambahan  Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4358);  

    3. 	 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang 
Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3316);  

  

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

  
  

MEMUTUSKAN :

Menetapkan 	 :	U NDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN 
ATAS UNDANG- NDANG NOMOR 14 TAHUN 
1985 TENTANG MAHKAMAH AGUNG. 

  	
Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 
tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3316) diubah sebagai berikut:  

1.   Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 
  

Pasal 1
Mahkamah Agung adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman 
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945. 
  

2.   Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:  
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Pasal 4
Susunan Mahkamah Agung terdiri atas pimpinan, hakim (1)	
anggota, panitera, dan seorang sekretaris.
Pimpinan dan hakim anggota Mahkamah Agung adalah hakim (2)	
agung. 
Jumlah hakim agung paling banyak 60 (enam puluh) orang. (3)	

  
3.   Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 
  

Pasal 5
Pimpinan  Mahkamah  Agung  terdiri  atas  seorang  ketua, 2  (1)	
(dua)  wakil ketua, dan beberapa orang ketua muda.
Wakil Ketua Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud pada (2)	
ayat (1) terdiri atas wakil ketua bidang yudisial dan wakil ketua 
bidang non-yudisial.
Wakil ketua bidang yudisial membawahi ketua muda perdata, (3)	
ketua muda pidana, ketua muda agama, ketua muda militer, 
dan ketua muda tata usaha negara. 
Pada setiap pembidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)	
(3), Mahkamah Agung dapat melakukan pengkhususan bidang 
hukum tertentu yang diketuai oleh ketua muda. 
Wakil ketua bidang non-yudisial membawahi ketua muda (5)	
pembinaan dan ketua muda pengawasan. 
Masa jabatan Ketua, Wakil Ketua, dan Ketua Muda Mahkamah (6)	
Agung selama 5 (lima) tahun. 

  
4.   Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 
  

Pasal 7
Untuk dapat diangkat menjadi hakim agung seorang calon (1)	
harus memenuhi  syarat:
a.	 warga negara Indonesia;           
b.	 bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;  
c.  	 berijazah sarjana hukum atau sarjana lain yang mempunyai 

keahlian di bidang hukum;  
d.   	berusia sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun;  
e.	 sehat jasmani dan rohani;  
f. 	 berpengalaman sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) tahun 

menjadi hakim termasuk sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun 
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menjadi hakim tinggi. 
Apabila dibutuhkan, hakim agung dapat diangkat tidak (2)	
berdasarkan system karier dengan syarat: 
a.  	 memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf a, huruf b, huruf d, dan huruf e;  
b.  	 berpengalaman dalam profesi hukum dan/atau akademisi 

hukum sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun;  
c.  	 berijazah magister dalam ilmu hukum dengan dasar sarjana 

hukum atau sarjana lain yang mempunyai keahlian di 
bidang hukum;  

d.  	 tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan 
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap 
karena melakukan tindak pidana  yang diancam dengan 
pidana penjara 5  (lima) tahun atau lebih.  

Pada Mahkamah Agung dapat diangkat hakim ad hoc yang (3)	
diatur dalam undang-undang. 

  
5.   Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 
  

Pasal 8
Hakim agung diangkat oleh Presiden dari nama calon yang (1)	
diajukan  oleh Dewan Perwakilan Rakyat. 
Calon hakim agung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih (2)	
Dewan Perwakilan Rakyat dari nama calon yang diusulkan oleh 
Komisi Yudisial. 
Pemilihan calon hakim agung sebagaimana dimaksud pada ayat (3)	
(2) dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari sidang sejak 
nama calon  diterima Dewan  Perwakilan Rakyat.
Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Agung dipilih dari dan oleh (4)	
hakim agung dan diangkat oleh Presiden. 
Ketua Muda Mahkamah Agung diangkat oleh Presiden di antara (5)	
hakim agung yang diajukan oleh Ketua Mahkamah Agung.
Keputusan Presiden mengenai pengangkatan Hakim Agung, (6)	
Ketua dan Wakil Ketua, dan Ketua Muda Mahkamah Agung 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (4), dan ayat (5) 
ditetapkan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja 
sejak pengajuan calon diterima Presiden. 

6.    Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 
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Pasal 9
Sebelum memangku jabatannya, hakim agung wajib (1)	
mengucapkan sumpah atau janji menurut agamanya. 
Sumpah atau janji hakim agung sebagaimana dimaksud pada (2)	
ayat (1) berbunyi sebagai berikut: 

Sumpah: 
”Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi kewajiban 
hakim dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya,  memegang teguh 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan 
menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-
lurusnya menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945, serta berbakti kepada nusa dan bangsa.” 
  
Janji : 
“Saya berjanji bahwa saya dengan sungguh-sungguh akan memenuhi 
kewajiban hakim dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang 
teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 
dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan 
selurus-lurusnya menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945, serta berbakti kepada nusa dan bangsa.”  

Ketua, Wakil Ketua, dan Ketua Muda Mahkamah Agung (3)	
mengucapkan sumpah atau janji di hadapan Presiden.
Hakim Anggota Mahkamah Agung diambil sumpah atau (4)	
janjinya oleh Ketua Mahkamah Agung. 

  
7.   Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 
  

Pasal 11
      (1)	 Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, dan Hakim Anggota 

Mahkamah Agung diberhentikan dengan hormat dari 
jabatannya oleh Presiden atas usul Ketua  Mahkamah Agung 
karena:  
a.   meninggal dunia; 
b.   telah berumur 65 (enam puluh lima) tahun; 
c.   permintaan sendiri; 
d.   sakit jasmani atau rohani secara terus-menerus; atau 
e.   ternyata tidak cakap dalam menjalankan tugasnya.  

      (2)	 Dalam hal hakim agung telah berumur 65 (enam puluh lima) 
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tahun, dapat diperpanjang sampai dengan 67 (enam puluh 
tujuh) tahun, dengan syarat mempunyai prestasi kerja luar 
biasa serta sehat jasmani dan rohani berdasarkan keterangan 
dokter. 

  
8.   Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:  
  

Pasal 12
      (1)	 Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, dan Hakim Anggota 

Mahkamah Agung diberhentikan tidak dengan hormat dari 
jabatannya oleh Presiden atas usul Mahkamah Agung dengan 
alasan: 
a.	 dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan 

yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena 
melakukan tindak pidana  yang diancam dengan pidana 
penjara 5 (lima) tahun atau lebih; 

b.	 melakukan perbuatan tercela;  
c. 	 terus-menerus melalaikan kewajiban dalam menjalankan 

tugas pekerjaannya;  
d.	 melanggar sumpah atau janji jabatan; atau  
e.   	 melanggar  larangan  sebagaimana  dimaksud  dalam 

Pasal 10.	
(2)	 Pengusulan pemberhentian tidak dengan hormat dengan 

alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf 
c, huruf d, dan huruf e dilakukan setelah yang bersangkutan 
diberi kesempatan secukupnya untuk membela diri di hadapan 
Majelis Kehormatan Mahkamah Agung. 

(3)	 Ketentuan mengenai pembentukan, susunan, dan tata kerja 
Majelis Kehormatan Mahkamah Agung diatur Mahkamah 
Agung.

9.    Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:  
  

Pasal 13
      (1)	 Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, dan Hakim Anggota 

Mahkamah Agung   sebelum diberhentikan tidak dengan 
hormat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dapat 
diberhentikan sementara dari jabatannya oleh Presiden atas 
usul Mahkamah Agung. 
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 (2)	 Terhadap pengusulan pemberhentian sementara sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) berlaku juga ketentuan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2). 

10.   Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 
  

Pasal 18
Pada Mahkamah Agung ditetapkan adanya kepaniteraan yang 
dipimpin oleh seorang panitera yang dibantu oleh beberapa orang 
panitera muda dan beberapa orang panitera pengganti. 

11.   Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:  

Pasal 19
Ketentuan mengenai susunan organisasi, tugas, tanggung jawab, 
dan tata kerja kepaniteraan Mahkamah Agung ditetapkan dengan 
Keputusan Presiden atas usul Mahkamah Agung. 

  
12.   Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 
  

Pasal 20
Untuk dapat diangkat menjadi Panitera Mahkamah Agung, (1)	
seorang calon harus memenuhi syarat : 
a.  warga negara Indonesia;  
b.  bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;  
c. 	 berijazah sarjana hukum atau sarjana lain yang mempunyai 

keahlian di bidang hukum; dan  
d. berpengalaman sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun 

sebagai panitera muda pada Mahkamah Agung dan 
sekurang-kurangnya  3 (tiga) tahun sebagai panitera pada 
pengadilan tingkat banding.  

 (2) Untuk dapat diangkat menjadi Panitera Muda Mahkamah 
Agung,  seorang  calon harus memenuhi syarat:  
a.  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, 

dan huruf c; dan  
b.	 berpengalaman sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun 

sebagai panitera pengadilan tingkat banding dan 5 (lima) 
tahun sebagai panitera pengadilan tingkat pertama.  

(3)	 Untuk dapat diangkat menjadi Panitera Pengganti Mahkamah 
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Agung, seorang calon harus memenuhi syarat: 
a.  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, 

dan huruf c; dan  
b. 	 berpengalaman sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun 

sebagai pegawai negeri sipil di bidang teknis perkara 
pada Mahkamah Agung. 

        
13.   Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:    
  

Pasal 21
Panitera Mahkamah Agung diangkat dan diberhentikan oleh 
Presiden atas usul Ketua Mahkamah Agung. 

  
14.   Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 
  

Pasal 22
Sebelum memangku jabatannya, Panitera Mahkamah Agung 
diambil sumpah atau janjinya oleh Ketua Mahkamah Agung. 

  
15.  	Diantara Pasal 24 dan Bagian Keempat disisipkan 1 (satu) pasal baru 

yakni Pasal 24A, yang berbunyi sebagai berikut:  
  

Pasal 24A
(1)	 Panitera, panitera muda dan panitera pengganti pada 

Mahkamah Agung diberhentikan dengan hormat dari 
jabatannya karena : 
a.   	meninggal dunia; 
b.	 mencapai usia pensiun sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan; 
c.   	permintaan sendiri; 
d.   	sakit jasmani atau rohani secara terus-menerus; atau 
e.   	ternyata tidak cakap dalam menjalankan tugasnya.	

 
(2)	 Panitera, panitera muda, dan panitera pengganti pada 

Mahkamah Agung diberhentikan tidak dengan hormat dari 
jabatannya dengan alasan: 
a. 	 dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan 

yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena 
melakukan tindak pidana  yang diancam dengan pidana 
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penjara 5 (lima) tahun atau lebih; 
b.	 melakukan perbuatan tercela;  
c. 	 terus-menerus melalaikan kewajiban dalam menjalankan 

tugas pekerjaannya; atau  
d.   melanggar sumpah atau janji jabatan.
  

16.  Bab II Bagian Keempat tentang Sekretaris Jenderal Mahkamah 
Agung diubah menjadi tentang Sekretaris Mahkamah Agung.  

17.    Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:  
  

Pasal 25
(1)	 Pada Mahkamah Agung ditetapkan adanya  sekretariat yang 

dipimpin oleh seorang Sekretaris Mahkamah Agung. 
(2)	 Sekretaris Mahkamah Agung diangkat dan diberhentikan oleh 

Presiden atas usul Ketua Mahkamah Agung. 
(3)	 Pada Sekretariat Mahkamah Agung dibentuk beberapa direktorat 

jenderal dan badan yang dipimpin oleh beberapa direktur jenderal 
dan kepala badan.

(4)	 Direktur jenderal dan kepala badan diangkat dan diberhentikan 
oleh Presiden atas usul Ketua Mahkamah Agung. 

(5)	 Sebelum memangku jabatannya, direktur jenderal dan kepala badan 
diambil sumpah atau janjinya oleh Ketua Mahkamah Agung. 

(6)	 Ketentuan mengenai susunan organisasi, tugas, tanggung jawab, 
dan tata kerja sekretariat dan badan pada Mahkamah Agung, 
ditetapkan dengan Keputusan Presiden atas usul Mahkamah 
Agung. 

18.   Pasal 26 dan Pasal 27 dihapus. 

19.   Ketentuan  Pasal  30 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:  
  

Pasal 30
(1)	 Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan 

atau penetapan pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan 
peradilan karena: 

a.  	 tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;  
b.  	 salah menerapkan atau melanggar hukum yang 

berlaku;  



459

c.	 lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh 
peraturan perundang-undangan yang mengancam 
kelalaian itu dengan batalnya putusan yang 
bersangkutan.  

(2)	 Dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim agung wajib 
menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap 
perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak 
terpisahkan dari putusan.  

(3)	 Dalam hal sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat 
bulat, pendapat hakim agung yang berbeda wajib dimuat dalam 
putusan. 

(4)	 Pelaksanaan lebih lanjut ketentuan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) dan ayat (3) diatur oleh Mahkamah Agung. 

20.  Ketentuan Pasal 31 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 
  

Pasal  31
(1)	 Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji peraturan 

perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap 
undang-undang. 

(2)	 Mahkamah Agung menyatakan tidak sah peraturan perundang-
undangan dibawah undang-undang atas alasan  bertentangan 
dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau 
pembentukannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku. 

(3)	 Putusan mengenai tidak sahnya peraturan perundang-undangan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diambil baik 
berhubungan dengan pemeriksaan pada tingkat kasasi maupun 
berdasarkan permohonan langsung pada Mahkamah Agung.

(4)	 Peraturan perundang-undangan yang dinyatakan tidak sah 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mempunyai kekuatan 
hukum mengikat.

(5)	 Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dimuat 
dalam Berita Negara Republik Indonesia dalam jangka 
waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak putusan 
diucapkan. 

  
21. 	Diantara Pasal 31 dan Pasal 32 disisipkan 1 (satu) pasal baru yakni 

Pasal 31A yang berbunyi sebagai berikut:  
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Pasal 31A
(1)	 Permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di 

bawah undang-undang terhadap undang-undang diajukan 
langsung oleh pemohon atau kuasanya kepada Mahkamah 
Agung, dan dibuat secara tertulis dalam bahasa Indonesia.

(2)  	Permohonan sekurang-kurangnya harus memuat: 
a.	 nama dan alamat pemohon;  
b. 	 uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permohonan, 

dan wajib menguraikan dengan jelas bahwa:  
1)	 materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian peraturan 

perundang-undangan dianggap bertentangan de-
ngan peraturan perundang-undangan yang lebih 
tinggi; dan/atau 

2)	 pembentukan peraturan perundang-undangan 
tidak memenuhi ketentuan yang berlaku. 

c.   hal-hal yang diminta untuk diputus. 
(3)	 Dalam hal Mahkamah Agung berpendapat bahwa pemohon 

atau permohonannya tidak memenuhi syarat, amar putusan 
menyatakan permohonan tidak diterima. 

(4)	 Dalam hal Mahkamah Agung berpendapat bahwa permohonan 
beralasan, amar putusan menyatakan permohonan dikabulkan. 

(5)	 Dalam hal permohonan dikabulkan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (4), amar putusan menyatakan dengan tegas materi 
muatan ayat, pasal, dan/atau bagian  dari peraturan perundang-
undangan yang bertentangan  dengan peraturan perundang-
undangan yang lebih tinggi. 

(6)	 Dalam hal peraturan perundang-undangan tidak bertentangan 
dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan/
atau tidak bertentangan dalam pembentukannya, amar putusan 
menyatakan permohonan ditolak.

(7)  	Ketentuan lebih lanjut mengenai pengujian peraturan 
perundang-undangan  di bawah undang-undang diatur oleh 
Mahkamah Agung. 

22.	 Ketentuan Pasal 35 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 
  

Pasal 35
Mahkamah Agung memberikan pertimbangan hukum kepada 
Presiden dalam permohonan grasi dan rehabilitasi. 
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23.   Diantara Pasal 45 dan Paragraf 2  tentang Peradilan Umum disisipkan 
1 (satu) pasal baru yakni Pasal 45A yang berbunyi sebagai berikut:  

Pasal 45A
(1)	 Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi mengadili perkara yang 

memenuhi syarat untuk diajukan kasasi, kecuali perkara yang 
oleh Undang-Undang ini  dibatasi pengajuannya. 

(2)	 Perkara yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
terdiri atas:

a.	 putusan tentang praperadilan;  
b.  	 perkara pidana yang diancam dengan pidana penjara 

paling lama 1 (satu) tahun dan/atau diancam pidana 
denda;  

c.  	 perkara tata usaha negara yang objek gugatannya berupa 
keputusan pejabat daerah yang jangkauan keputusannya 
berlaku di wilayah daerah yang bersangkutan. 

(3)	 Permohonan kasasi terhadap perkara sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) atau permohonan kasasi yang tidak memenuhi 
syarat-syarat formal,  dinyatakan tidak dapat diterima dengan 
penetapan ketua pengadilan tingkat pertama dan berkas 
perkaranya tidak dikirimkan ke Mahkamah Agung. 

(4)	 Penetapan ketua pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(3) tidak dapat diajukan upaya hukum. 

(5)	 Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
dan ayat (4) diatur lebih lanjut oleh Mahkamah Agung. 

24.  	Diantara  Pasal 80 dan Bab VII mengenai Ketentuan Penutup 
disisipkan 3 (tiga) pasal baru yakni Pasal 80A, Pasal 80B, dan Pasal 
80C yang berbunyi sebagai berikut:  

Pasal 80A
Sebelum Komisi Yudisial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
8 ayat (2) terbentuk, pengajuan calon hakim agung dilakukan 
oleh Mahkamah Agung untuk mendapatkan persetujuan Dewan  
Perwakilan Rakyat dan selanjutnya  ditetapkan sebagai hakim 
agung oleh Presiden. 

  
Pasal 80B

Jabatan kepaniteraan Mahkamah Agung yang dijabat oleh hakim 
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harus disesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang ini paling 
lambat 5 (lima) tahun sejak Undang-Undang ini berlaku 

  
Pasal 80C

Ketentuan mengenai pembinaan personel militer pada 
kepaniteraan Mahkamah Agung dilaksanakan sesuai dengan  
peraturan perundang-undangan yang  mengatur mengenai 
personel militer. 

25.  	Dalam Bab VII Ketentuan Penutup ditambah 1 (satu) pasal baru 
yakni Pasal 81A yang berbunyi sebagai berikut:  

Pasal 81A
Anggaran Mahkamah Agung dibebankan pada mata anggaran 
tersendiri dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.  

  
Pasal II

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara 
Republik Indonesia. 
   

Disahkan di Jakarta 
pada tanggal 15 Januari 2004

PRESIDEN  REPUBLIK INDONESIA
ttd.

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Diundangkan di Jakarta 
pada tanggal 15 Januari 2004 
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA, 

     ttd
BAMBANG KESOWO 

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2004 
NOMOR 9
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PENJELASAN
ATAS

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR  5  TAHUN  2004

TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 

1985
TENTANG MAHKAMAH AGUNG

   
I.	U MUM 
             

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
menentukan bahwa Mahkamah Agung dan badan peradilan di 
bawahnya dalam  lingkungan peradilan umum, peradilan agama, 
peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara adalah pelaku 
kekuasaan kehakiman yang merdeka, di samping Mahkamah 
Konstitusi,  untuk  menyelenggarakan peradilan guna menegakkan 
hukum dan keadilan. 

Selain itu, ditentukan pula Mahkamah Agung mempunyai 
wewenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan 
perundang-undangan di bawah undang-undang, dan kewenangan 
lainnya yang diberikan oleh undang-undang.  

Kekuasaan kehakiman yang merdeka merupakan salah satu 
prinsip penting bagi Indonesia sebagai suatu negara hukum. 
Prinsip ini menghendaki  kekuasaan kehakiman yang bebas 
dari  campur tangan pihak manapun dan dalam bentuk apapun, 
sehingga  dalam menjalankan tugas dan kewajibannya ada jaminan 
ketidakberpihakan kekuasaan kehakiman kecuali  terhadap 
hukum dan keadilan. Guna memperkukuh  arah perubahan 
penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang telah diletakkan 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 
perlu dilakukan penyesuaian atas berbagai undang-undang yang 
mengatur kekuasaan kehakiman.  
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Undang-Undang ini memuat perubahan terhadap berbagai 
substansi Undang-Undang 

Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Perubahan 
tersebut, di samping guna disesuaikan dengan arah kebijakan yang 
telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945, juga didasarkan atas Undang-undang 
mengenai kekuasaan kehakiman baru yang menggantikan Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok 
Kekuasaan Kehakiman sebagaimana diubah dengan Undang-
Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok 
Kekuasaan Kehakiman.  

Berbagai substansi perubahan dalam Undang-Undang ini antara 
lain tentang penegasan kedudukan Mahkamah Agung sebagai 
pelaku kekuasaan kehakiman, syarat-syarat untuk dapat diangkat 
menjadi hakim agung, serta beberapa substansi yang menyangkut 
hukum acara, khususnya dalam melaksanakan tugas dan 
kewenangan dalam memeriksa dan memutus pada tingkat kasasi 
serta dalam melakukan hak uji terhadap peraturan perundang-
undangan di bawah undang-undang.   Dalam Undang-Undang ini 
diadakan pembatasan terhadap perkara yang dapat dimintakan 
kasasi kepada Mahkamah Agung. Pembatasan ini di samping 
dimaksudkan untuk mengurangi kecenderungan setiap perkara 
diajukan ke Mahkamah Agung sekaligus dimaksudkan untuk 
mendorong peningkatan kualitas putusan pengadilan tingkat 
pertama dan pengadilan tingkat banding sesuai dengan nilai-nilai 
hukum dan keadilan dalam masyarakat. 

Dengan bertambahnya ruang lingkup tugas dan tanggung 
jawab Mahkamah Agung antara lain di bidang pengaturan dan 
pengurusan masalah organisasi, administrasi, dan finansial badan 
peradilan di bawah Mahkamah Agung, maka organisasi Mahkamah 
Agung perlu dilakukan pula penyesuaian. 

  
II.	  PASAL DEMI PASAL 

Pasal I 
Angka 1 

Pasal 1 
Cukup jelas. 
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Angka 2 
Pasal 4 

Cukup jelas. 

Angka 3 
Pasal 5 

Ayat (1) 
Cukup jelas. 

Ayat (2) 
Cukup jelas. 

Ayat (3) 
Cukup jelas. 

Ayat (4) 
Pengkhususan bidang hukum tertentu 
disesuaikan dengan kebutuhan, ketua muda 
perdata misalnya dapat terdiri dari ketua 
muda hukum perdata umum dan ketua muda 
hukum adat. Ketua muda hukum pidana dapat 
terdiri dari ketua muda hukum pidana umum 
dan ketua muda hukum pidana khusus.  

Ayat (5) 
Cukup jelas. 

Ayat (6) 
Cukup jelas. 

Angka 4 
Pasal 7     

Ayat (1) 
Huruf a 

Cukup jelas. 
Huruf b 

Cukup jelas. 
Huruf c 

Yang dimaksud dengan “sarjana lain” 
dalam ketentuan ini adalah sarjana syariah 
dan sarjana ilmu kepolisian. 
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Huruf d 
Cukup jelas. 

Huruf e 
Cukup jelas. 

Huruf f 
Cukup jelas. 

Ayat (2) 
Huruf a 

Cukup jelas. 
Huruf b 

Cukup jelas. 
Huruf c 

Yang dimaksud dengan “sarjana lain”, 
lihat penjelasan ayat (1) huruf c. 

Huruf d 
Cukup jelas. 

Ayat (3) 
Hakim agung ad hoc antara lain hakim agung 
ad hoc hak asasi manusia berdasarkan Undang-
Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang 
Pengadilan  Hak Asasi Manusia dan hakim 
agung ad hoc dalam perkara tindak pidana  
korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 
30 Tahun 2002 tentang  Komisi Pemberantasan 
Tindak Pidana Korupsi. 

Angka 5 
Pasal 8 

Ayat (1) 
Cukup jelas. 

Ayat (2) 
Cukup jelas. 

Ayat (3) 
Yang dimaksud dengan “hari sidang” dalam 
ketentuan ini tidak termasuk masa reses. 

Ayat (4) 
Cukup jelas. 

Ayat (5) 
Cukup jelas. 
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Ayat (6) 
Cukup jelas. 

Angka 6 
Pasal  9 

Cukup jelas. 

Angka 7 
Pasal  11              

Ayat (1) 
Huruf a 

Cukup jelas. 
Huruf b 

Cukup jelas. 
Huruf c 

Cukup jelas. 
Huruf d 

Yang dimaksud dengan “sakit jasmani 
dan rohani secara terus  menerus” dalam 
ketentuan ini adalah kondisi kesehatan 
yang  menyebabkan yang bersangkutan 
tidak mampu lagi menjalankan  tugasnya 
dengan baik. 

Huruf e 
Yang dimaksud dengan “tidak cakap 
dalam melaksanakan tugasnya”  adalah 
misalnya yang bersangkutan  melakukan 
kesalahan  besar  dalam menjalankan 
tugasnya.  

Ayat (2) 
Yang dimaksud dengan “prestasi kerja luar 
biasa” dalam ketentuan ini, diatur dalam 
ketentuan Mahkamah Agung sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

Angka 8 
Pasal 12  

Ayat (1) 
Huruf a 

Cukup jelas. 
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Huruf b 
Yang dimaksud dengan “perbuatan 
tercela” adalah perbuatan atau sikap, baik 
di dalam maupun di luar pengadilan yang 
dapat  merendahkan martabat hakim. 

Huruf c 
Cukup jelas. 

Huruf d 
Cukup jelas. 

Huruf e 
Yang dimaksud dengan “Pasal 10” dalam 
ketentuan ini adalah Undang-Undang 
Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah 
Agung. 

Ayat (2) 
Cukup jelas. 

Ayat (3) 
Cukup jelas. 

Angka 9 
Pasal 13   

Ayat (1) 
Selama pemberhentian sementara, Hakim 
Agung yang bersangkutan tidak dapat 
menangani perkara. 

Ayat (2) 
Cukup jelas.  

        
Angka 10 

Pasal 18 
Cukup jelas.

 
Angka 11 

Pasal 19               
Cukup jelas.  

Angka 12 
Pasal 20               

Ayat (1) 
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Huruf a 
Cukup jelas. 

Huruf b 
Cukup jelas. 

Huruf c 
Lihat penjelasan Pasal 7 ayat (1) huruf c. 

Huruf d 
Cukup jelas. 

Ayat (2) 
Cukup jelas. 

Ayat (3) 
Cukup jelas.	  

    
Angka 13 

Pasal  21              
Cukup jelas. 

Angka 14 
Pasal 22               

Cukup jelas.  
   

Angka 15 
Pasal 24A 

Cukup jelas. 
 

Angka 16 
Cukup jelas. 

Angka 17 
Pasal 25               

Cukup jelas. 

Angka 18 
Cukup jelas. 

Angka 19 
Pasal 30               

Ayat (1) 
Dalam memeriksa perkara, Mahkamah Agung 
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berkewajiban menggali, mengikuti, dan 
memahami rasa keadilan yang hidup dalam 
masyarakat. 

Ayat (2) 
Cukup jelas. 

Ayat (3) 
Cukup jelas. 

Ayat (4) 
Cukup jelas. 

Angka 20 
Pasal 31               

Cukup jelas.	

Angka 21 
Pasal 31A             

Cukup jelas.	

Angka 22 
Pasal 35               

Cukup jelas. 

Angka 23 
Pasal 45A             

Ayat (1) 
Cukup jelas. 

Ayat (2) 
Huruf a 

Cukup jelas. 
Huruf b 

Cukup jelas. 
Huruf c 

Dalam ketentuan ini tidak termasuk 
keputusan pejabat tata usaha negara 
yang berasal dari kewenangan yang tidak 
diberikan kepada daerah sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

Ayat (3) 
Cukup jelas.	      
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Ayat (4) 
Cukup jelas. 

Ayat (5) 
Cukup jelas. 

Angka 24 
Pasal 80A 

Cukup jelas. 
Pasal 80B 

Cukup jelas. 
Pasal 80C 

Cukup jelas. 

Angka 25 
Pasal 81A 

Cukup jelas. 
Pasal II 

Cukup jelas. 
              

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 4359
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Undang-Undang Republik Indonesia  
Nomor  3  Tahun  2009.... . 

Tentang  

Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 

Tentang Mahkamah Agung
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UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR  3  TAHUN  2009.... .  

TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS

UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 1985
TENTANG MAHKAMAH AGUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:     a. 	 bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan 
yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan 
guna menegakkan hukum dan keadilan yang 
dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan 
badan peradilan yang berada di bawahnya 
dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan 
peradilan agama, lingkungan peradilan militer, dan 
lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh 
sebuah Mahkamah Konstitusi;

b. 	 bahwa Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 
tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 
2004, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan 
kebutuhan hukum masyarakat dan ketatanegaraan 
menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945;

c. 	 bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 
membentuk Undang-Undang tentang Perubahan 
Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 
tentang Mahkamah Agung;
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Mengingat:       1. 	 Pasal 20, Pasal 21, Pasal 24A, Pasal 24B, dan Pasal 25 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945;

2. 	 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang 
Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah 
Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4359);

3. 	 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang 
Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 8, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4358);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

 MEMUTUSKAN:

Menetapkan	 :	U NDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN 
KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 14 
TAHUN 1985 TENTANG MAHKAMAH AGUNG.

Pasal 1
Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 
tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3316) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 
5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 
1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4359), diubah sebagai berikut:
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1.	 Di antara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 
6A dan Pasal 6B yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6A
Hakim agung harus memiliki integritas dan kepribadian tidak tercela, 
adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum.

 
Pasal 6B

(1)	 Calon hakim agung berasal dari hakim karier.
(2)	 Selain calon hakim agung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

calon  hakim agung juga berasal dari nonkarier.
          

2.	 Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
          

Pasal 7
Untuk dapat diangkat menjadi hakim agung, calon hakim agung 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6B harus memenuhi syarat:
a.	 hakim karier:

1.	 warga negara Indonesia;
2.	 bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
3.	 berijazah magister di bidang hukum   dengan dasar sarjana 

hukum atau sarjana lain yang mempunyai keahlian di bidang 
hukum;  

4.	 berusia sekurang-kurangnya 45 (empat puluh lima) tahun;
5.	 mampu secara rohani dan jasmani untuk menjalankan tugas 

dan kewajiban; 
6.	 berpengalaman paling sedikit 20 (dua puluh) tahun menjadi 

hakim, termasuk paling sedikit  3 (tiga) tahun menjadi hakim 
tinggi; dan

7.	 tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian sementara akibat 
melakukan pelanggaran kode etik dan/atau pedoman perilaku 
hakim.  

b.	 nonkarier:
1.	 memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 

1, angka 2, angka 4, dan   angka 5;
2.	 berpengalaman dalam profesi hukum dan/atau akademisi 

hukum paling sedikit 20 (dua puluh) tahun;
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3.	 berijazah doktor dan magister di bidang hukum dengan dasar 
sarjana hukum atau sarjana lain yang mempunyai keahlian di 
bidang hukum; dan

4.	 tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan 
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap 
karena melakukan tindak pidana  yang diancam dengan pidana 
penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

3.	 Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
 

Pasal 8
(1)	 Hakim agung ditetapkan oleh Presiden dari nama calon yang 

diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
(2)	 Calon hakim agung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih 

oleh Dewan Perwakilan Rakyat dari nama calon yang diusulkan 
oleh Komisi Yudisial. 

(3)	 Calon hakim agung yang diusulkan oleh Komisi Yudisial sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat 1 
(satu) orang dari 3 (tiga) nama calon untuk setiap lowongan.  

(4)	 Pemilihan calon hakim agung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari sidang terhitung sejak 
tanggal nama calon diterima Dewan  Perwakilan Rakyat.

(5)	 Pengajuan calon hakim agung oleh Dewan Perwakilan Rakyat 
kepada Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 
paling lama 14 (empat belas) hari sidang terhitung sejak tanggal 
nama calon disetujui dalam Rapat Paripurna.

(6)	 Presiden menetapkan hakim agung dari nama calon yang diajukan  
oleh Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat 
(5) paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal 
pengajuan nama calon diterima Presiden.

(7)	 Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Agung dipilih dari dan oleh 
hakim agung dan ditetapkan oleh Presiden.	

(8)	 Ketua Muda Mahkamah Agung ditetapkan oleh Presiden di antara 
hakim agung yang diajukan oleh Ketua Mahkamah Agung.

(9)	 Keputusan Presiden mengenai penetapan Ketua, Wakil Ketua 
Mahkamah Agung, dan Ketua Muda Mahkamah Agung 
sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (8) dilakukan paling 
lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal pengajuan 
nama calon diterima Presiden.
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4.	 Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9
(1)	 Sebelum memangku jabatannya, Ketua atau Wakil Ketua Mahkamah 

Agung mengucapkan sumpah atau janji menurut agamanya yang 
berbunyi sebagai berikut: 
-       Sumpah Ketua atau Wakil Ketua Mahkamah Agung:
	 “Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi 

kewajiban Ketua atau Wakil Ketua Mahkamah Agung dengan 
sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan 
menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan 
selurus-lurusnya menurut Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945, serta berbakti kepada nusa 
dan bangsa”. 

-      Janji Ketua atau Wakil Ketua Mahkamah Agung:
	 “Saya berjanji bahwa saya dengan sungguh-sungguh akan 

memenuhi kewajiban Ketua atau Wakil Ketua Mahkamah 
Agung dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang 
teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945, dan menjalankan segala peraturan perundang-
undangan dengan selurus-lurusnya menurut Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta berbakti 
kepada nusa dan bangsa”.

(2)	 Pengucapan sumpah atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dilakukan di hadapan Presiden.

(3)	 Sebelum memangku jabatannya, hakim agung atau Ketua Muda 
Mahkamah Agung diambil sumpah atau janji menurut agamanya, 
yang berbunyi sebagai berikut: 
- 	 Sumpah hakim agung atau Ketua Muda Mahkamah Agung:
	 “Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi 

kewajiban hakim agung atau Ketua Muda Mahkamah Agung 
dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945, dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan 
dengan selurus-lurusnya menurut Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta berbakti kepada 
nusa dan bangsa”. 

- 	 Janji hakim agung atau Ketua Muda Mahkamah Agung: 
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	 “Saya berjanji bahwa saya dengan sungguh-sungguh akan 
memenuhi kewajiban hakim agung atau Ketua Muda Mahkamah 
Agung dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang 
teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945, dan menjalankan segala peraturan perundang-
undangan dengan selurus-lurusnya menurut Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta berbakti 
kepada nusa dan bangsa”.

(4)	 Pengambilan sumpah atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat 
(3) dilakukan oleh Ketua Mahkamah Agung. 

5.	 Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
 

Pasal 11
Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda Mahkamah Agung, dan hakim agung 
diberhentikan dengan hormat dari jabatannya oleh Presiden atas usul 
Mahkamah Agung karena:  

a.	 meninggal dunia;
b.	 telah berusia 70 (tujuh puluh) tahun; 
c.	 atas permintaan sendiri secara tertulis;
d.	 sakit jasmani atau rohani secara terus menerus selama 3 (tiga) 

bulan berturut-turut yang dibuktikan dengan surat keterangan 
dokter; atau

e.	 ternyata tidak cakap dalam menjalankan tugasnya.
   

6.	 Di antara Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 
11A, yang berbunyi sebagai berikut:

 
Pasal 11A

(1)	 Hakim agung hanya dapat diberhentikan tidak dengan hormat 
dalam masa jabatannya apabila:
a.	 dipidana karena bersalah melakukan tindak pidana kejahatan 

berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh 
kekuatan hukum tetap;

b.	 melakukan perbuatan tercela;
c.	 melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas pekerjaannya 

terus-menerus selama    3 (tiga) bulan; 
d.	 melanggar sumpah atau janji jabatan; 
e.	 melanggar  larangan  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal 10; 
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atau
f.	 melanggar kode etik dan/atau pedoman perilaku hakim.	

       
(2)	 Usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 

diajukan oleh Ketua Mahkamah Agung kepada Presiden.
(3)	 Usul pemberhentian dengan alasan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf b diajukan oleh Mahkamah Agung dan/atau Komisi 
Yudisial.

(4)	 Usul pemberhentian dengan alasan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf e diajukan oleh Mahkamah 
Agung.

(5)	 Usul pemberhentian dengan alasan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf f diajukan oleh Komisi Yudisial.

(6)	 Sebelum Mahkamah Agung dan/atau Komisi Yudisial mengajukan 
usul pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), hakim agung mempunyai hak untuk 
membela diri di hadapan Majelis Kehormatan Hakim.

(7)	 Majelis Kehormatan Hakim dibentuk oleh Mahkamah Agung dan 
Komisi Yudisial  paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung 
sejak tanggal diterimanya usul pemberhentian.

(8)	 Keanggotaan Majelis Kehormatan Hakim terdiri atas:
a.	 3 (tiga) orang hakim agung; dan
b.	 4 (empat) orang anggota Komisi Yudisial.

(9)	 Majelis Kehormatan Hakim melakukan pemeriksaan usul 
pemberhentian paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung 
sejak tanggal pembentukan Majelis Kehormatan Hakim.

(10)	Dalam hal pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (6) 
ditolak, Majelis Kehormatan Hakim   menyampaikan keputusan 
usul pemberhentian kepada Ketua Mahkamah Agung dan Komisi 
Yudisial paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal 
pemeriksaan selesai.

(11)	Ketua Mahkamah Agung menyampaikan usul pemberhentian 
sebagaimana dimaksud pada ayat (10) kepada Presiden paling 
lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya 
keputusan usul pemberhentian dari Majelis Kehormatan Hakim.

(12)	Keputusan Presiden mengenai pemberhentian sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) dan ayat (11) ditetapkan paling lama 30 
(tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya usul 
pemberhentian dari Ketua Mahkamah Agung.
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(13)	Ketentuan mengenai tata cara pembentukan, tata kerja, dan tata 
cara pengambilan keputusan Majelis Kehormatan Hakim diatur 
bersama oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial.

7.	 Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
 

Pasal 12
(1)	  Dalam hal Ketua, Wakil Ketua, dan Ketua Muda Mahkamah Agung 

yang diberhentikan dengan hormat dari jabatannya sebagai Ketua, 
Wakil Ketua, dan Ketua Muda Mahkamah Agung karena alasan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c, tidak dengan 
sendirinya berhenti dari jabatan sebagai hakim agung.

(2)	  Dalam hal hakim agung yang diberhentikan tidak dengan hormat 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A menduduki jabatan sebagai 
Ketua, Wakil Ketua, atau Ketua Muda Mahkamah Agung, dengan 
sendirinya berhenti dari jabatan sebagai Ketua, Wakil Ketua, dan 
Ketua Muda Mahkamah Agung.

 
8.	 Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
 

Pasal 13
Hakim agung sebelum diberhentikan tidak dengan hormat sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 11A dan Pasal 12 ayat (2) dapat diberhentikan 
sementara dari jabatannya oleh Presiden atas usul Mahkamah Agung.

 
9.	 Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
 

Pasal 20
(1)	 Untuk dapat diangkat menjadi Panitera Mahkamah Agung, seorang 

calon harus memenuhi syarat:
a.	 warga negara Indonesia; 
b.	 bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; 
c.	 berijazah sarjana hukum atau sarjana lain yang mempunyai 

keahlian di bidang hukum; dan 
d.	 berpengalaman   sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sebagai 

Panitera Muda Mahkamah Agung atau sebagai ketua atau 
wakil ketua pengadilan tingkat  banding.

(2)	 Untuk dapat diangkat menjadi Panitera Muda Mahkamah Agung, 
seorang calon harus memenuhi syarat: 



482

a.	 sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada      ayat 
(1) huruf a, huruf b, dan huruf c; dan 

b.	 berpengalaman sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sebagai 
hakim tinggi. 

(3)	 Untuk dapat diangkat menjadi Panitera Pengganti Mahkamah 
Agung, seorang calon harus memenuhi syarat: 
a.	 sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf a, huruf b, dan huruf c; dan
b.	 berpengalaman sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun 

sebagai hakim pengadilan tingkat pertama.
 

10.    Pasal 31 ayat (5) di hapus.
                             
11.    Ketentuan Pasal 31A diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
 

Pasal 31A
(1)	 Permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah 

undang-undang terhadap undang-undang diajukan langsung oleh 
pemohon atau kuasanya kepada Mahkamah Agung dan dibuat 
secara tertulis dalam bahasa Indonesia.

(2)	 Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat 
dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh 
berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah undang-
undang, yaitu:
a.	 perorangan warga negara Indonesia; 
b.	 kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan 

sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara 
Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-
undang; atau

c.	 badan hukum publik atau badan hukum privat. 
(3)	 Permohonan sekurang-kurangnya harus memuat:

a.	 nama dan alamat pemohon;
b.	 uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permohonan dan 

menguraikan dengan jelas bahwa:
1.	 materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian peraturan 

perundang-undangan di bawah undang-undang dianggap 
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang 
lebih tinggi; dan/atau

2.	 pembentukan peraturan perundang-undangan tidak 



483

memenuhi ketentuan yang berlaku; dan 
c.	 hal-hal yang diminta untuk diputus.

(4)	 Permohonan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan oleh Mahkamah Agung paling lama 14 (empat belas) hari 
kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan.

(5)	 Dalam hal Mahkamah Agung berpendapat bahwa pemohon atau 
permohonannya tidak memenuhi syarat, amar putusan menyatakan 
permohonan tidak diterima.

(6)	 Dalam hal Mahkamah Agung berpendapat bahwa permohonan 
beralasan, amar putusan menyatakan permohonan dikabulkan.

(7)	 Dalam hal permohonan dikabulkan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (6), amar putusan menyatakan dengan tegas materi muatan 
ayat, pasal, dan/atau bagian dari peraturan perundang-undangan 
di bawah undang-undang yang bertentangan dengan peraturan 
perundang-undangan yang lebih tinggi.

(8)	 Putusan Mahkamah Agung yang mengabulkan permohonan 
sebagaimana dimaksud pada     ayat (7) harus dimuat dalam Berita 
Negara atau Berita Daerah paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja 
terhitung sejak tanggal putusan diucapkan.

(9)	 Dalam hal peraturan perundang-undangan di bawah undang-
undang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-
undangan yang lebih tinggi dan/atau tidak bertentangan dalam 
pembentukannya, amar putusan menyatakan permohonan ditolak.

(10)	Ketentuan mengenai tata cara pengujian peraturan perundang-
undangan di bawah undang-undang diatur dengan Peraturan 
Mahkamah Agung.

 

12.	 Ketentuan Pasal 32 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
 

Pasal 32
(1)	 Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap 

penyelenggaraan peradilan pada semua badan peradilan yang 
berada di bawahnya dalam menyelenggarakan kekuasaan 
kehakiman.

(2)	 Selain pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap 
pelaksanaan tugas administrasi dan keuangan.   

(3)	 Mahkamah Agung berwenang untuk meminta keterangan tentang 
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hal-hal yang bersangkutan dengan teknis peradilan dari semua 
badan peradilan yang berada di bawahnya.

(4)	 Mahkamah Agung berwenang memberi petunjuk, teguran, atau 
peringatan kepada pengadilan di semua badan peradilan yang 
berada di bawahnya.

(5)	 Pengawasan dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) tidak boleh mengurangi kebebasan 
hakim dalam memeriksa dan memutus perkara. 

13.	 Di antara Pasal 32 dan Pasal 33 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 
32A dan Pasal 32B, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32A
(1)	 Pengawasan internal atas tingkah laku hakim agung dilakukan oleh 

Mahkamah Agung.
(2)	 Pengawasan eksternal atas perilaku hakim agung dilakukan oleh 

Komisi Yudisial.	
(3)	 Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) 

berpedoman kepada kode etik dan pedoman perilaku hakim.
(4)	 Kode etik dan pedoman perilaku hakim sebagaimana dimaksud 

pada ayat (3) ditetapkan oleh Komisi Yudisial dan Mahkamah 
Agung.

Pasal 32B
Mahkamah Agung harus memberikan akses kepada masyarakat untuk 
mendapatkan informasi mengenai: 

a.	 putusan Mahkamah Agung; dan/atau
b.	 biaya dalam proses pengadilan.

 
14.	 Pasal 38 dihapus. 
    
15.	 Ketentuan Pasal 80C diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 80C
Jabatan kepaniteraan Mahkamah Agung harus disesuaikan dengan 
ketentuan Undang-Undang ini paling lama 1 (satu) tahun sejak Undang-
Undang ini diundangkan.
 
16.	 Di antara ketentuan Pasal 80C dan Pasal 81 disisipkan 1 (satu) pasal, 
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yakni Pasal 80D yang berbunyi sebagai berikut:
 

Pasal 80D
Sebelum kode etik dan pedoman perilaku hakim dibentuk berdasarkan 
Undang-Undang ini, kode etik dan pedoman perilaku hakim yang sudah 
ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan 
Undang-Undang ini. 

17.	 Ketentuan Pasal 81A diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
 

Pasal 81A
(1)	 Anggaran Mahkamah Agung dibebankan pada mata anggaran 

tersendiri dalam anggaran pendapatan dan belanja negara. 
(2)	 Dalam  mata anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak 

termasuk biaya kepaniteraan dan biaya proses penyelesaian perkara 
perdata, baik di lingkungan peradilan umum, peradilan agama, 
maupun penyelesaian perkara tata usaha negara. 

(3)	 Untuk penyelesaian perkara perdata dan perkara tata usaha negara 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), biaya kepaniteraan dan biaya 
proses penyelesaian perkara dibebankan kepada pihak atau para 
pihak yang berperkara. 

(4)	 Biaya kepaniteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), 
merupakan penerimaan negara bukan pajak yang ditetapkan sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(5)	 Mahkamah Agung berwenang menetapkan dan membebankan 
biaya proses penyelesaian perkara sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3). 

(6)	 Pengelolaan dan pertanggungjawaban atas anggaran dan biaya 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (4), dan ayat (5) diperiksa 
oleh Badan Pemeriksa Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

                    
18.	 Di antara Pasal 81A dan Pasal 82 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni 

Pasal 81B dan Pasal 81C yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 81B
Kode etik dan pedoman perilaku hakim harus sudah ditetapkan paling 
lama 3 (tiga) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan.
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Pasal 81C
Peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini harus telah ditetapkan 
paling lama 6 (enam) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal II
Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara 
Republik Indonesia.

 
Disahkan di Jakarta

pada tanggal 12 Januari 2009 
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

 
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 12 Januari 2009
 
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd. 
ANDI MATTALATTA
 

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2009 
NOMOR 3



Undang-Undang Republik Indonesia 
Nomor 16 Tahun 2004

Tentang

Kejaksaan Republik Indonesia
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UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 16 TAHUN 2004

TENTANG
KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :   a.  	 bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah 
negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945 maka penegakan hukum dan keadilan 
merupakan salah satu syarat mutlak dalam mencapai 
tujuan nasional; 

b. 	 bahwa Kejaksaan Republik Indonesia termasuk 
salah satu badan yang fungsinya berkaitan dengan 
kekuasaan kehakiman menurut Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

c. 	 bahwa untuk lebih memantapkan kedudukan 
dan peran Kejaksaan Republik Indonesia sebagai 
lembaga pemerintahan yang melaksanakan 
kekuasaan negara di bidang penuntutan harus 
bebas dari pengaruh kekuasaan pihak mana pun;

d. 	 bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 
tentang Kejaksaan Republik Indonesia sudah tidak 
sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan 
hukum masyarakat dan kehidupan ketatanegaraan 
menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945;

e. 	 bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan 
huruf d perlu membentuk Undang-Undang tentang 
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Kejaksaan Republik Indonesia;
 
Mengingat   :   1. 	 Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 24 ayat (3) Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945; 

2.	 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang 
Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3209);

3.	 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang 
Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 8, Tambahan Lem-
baran Negara Republik Indonesia Nomor 4358);

 
Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:   UNDANG-UNDANG TENTANG
 KEJAKSAAN REPUBLIK  INDONESIA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Pertama
Pengertian

Pasal 1
Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:
1.  	 Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-

undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana 
putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap 
serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.

2. 	 Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-
Undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan 
penetapan hakim.
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3.  	 Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan 
perkara ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan 
menurut cara yang diatur dalam Hukum Acara Pidana dengan 
permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang 
pengadilan.

4.  	 Jabatan Fungsional Jaksa adalah jabatan yang bersifat keahlian 
teknis dalam organisasi kejaksaan yang karena fungsinya 
memungkinkan kelancaran pelaksanaan tugas kejaksaan.

 
Bagian Kedua
Kedudukan

Pasal 2
(1)  Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya dalam Undang-

Undang ini disebut kejaksaan adalah lembaga pemerintahan 
yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta 
kewenangan lain berdasarkan undang-undang.

(2) 	 Kekuasaan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilaksanakan secara merdeka.

(3) 	 Kejaksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah satu dan 
tidak terpisahkan.

 
Pasal 3

Pelaksanaan kekuasaan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, 
diselenggarakan oleh Kejaksaan Agung, kejaksaan tinggi, dan kejaksaan 
negeri.
 

Pasal 4
(1)  	Kejaksaan Agung berkedudukan di ibukota negara Republik 

Indonesia dan daerah hukumnya meliputi wilayah kekuasaan 
negara Republik Indonesia.

(2)  	Kejaksaan tinggi berkedudukan di ibukota provinsi dan daerah 
hukumnya meliputi wilayah provinsi.

(3)  	Kejaksaan negeri berkedudukan di ibukota kabupaten/kota yang 
daerah hukumnya meliputi daerah kabupaten/kota.

 
BAB II

SUSUNAN KEJAKSAAN
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Bagian Pertama
Umum

Pasal 5
Susunan kejaksaan terdiri dari Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan 
Kejaksaan Negeri.
 

Pasal 6
(1) 	 Susunan organisasi dan tata kerja kejaksaan ditetapkan oleh 

Presiden atas usul Jaksa Agung.
(2)  Kejaksaan tinggi dan kejaksaan negeri dibentuk dengan Keputusan 

Presiden atas usul Jaksa Agung.
 

Pasal 7
(1)  	Dalam hal tertentu di daerah hukum kejaksaan negeri dapat 

dibentuk cabang kejaksaan negeri.
(2)	 Cabang kejaksaan negeri dibentuk dengan Keputusan Jaksa 

Agung.
 

Bagian Kedua
Jaksa

Pasal 8
(1)	 Jaksa diangkat dan diberhentikan oleh Jaksa Agung.
(2)   Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, jaksa bertindak 

untuk dan atas nama negara serta bertanggung jawab menurut 
saluran hierarki.

(3)  Demi keadilan dan kebenaran berdasarkan Ketuhanan Yang Maha 
Esa, jaksa melakukan penuntutan dengan keyakinan berdasarkan 
alat bukti yang sah.

(4)  	Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, jaksa senantiasa 
bertindak berdasarkan hukum dengan mengindahkan norma-
norma keagamaan, kesopanan, kesusilaan, serta wajib menggali 
dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang hidup dalam 
masyarakat, serta senantiasa menjaga kehormatan dan martabat 
profesinya. 

(5)   Dalam hal melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 
(4), jaksa diduga melakukan tindak pidana maka pemanggilan, 
pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan, dan penahanan 
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terhadap jaksa yang bersangkutan hanya dapat dilakukan atas izin 
Jaksa Agung.

 
Pasal 9

(1)  Syarat-syarat untuk dapat diangkat menjadi jaksa adalah:
a.	 warga negara Indonesia; 
b.     bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
c.  	 setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945;
d.  	berijazah paling rendah sarjana hukum;
e.  	berumur paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun dan paling 

tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun;
f.    	sehat jasmani dan rohani;
g.	 berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela; dan
h.	 pegawai negeri sipil.

(2)  Selain syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk dapat 
diangkat menjadi jaksa, harus lulus pendidikan dan pelatihan 
pembentukan jaksa.

(3)  Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara, syarat, atau petunjuk 
pelaksanaan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan 
pembentukan jaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan 
oleh Jaksa Agung. 

 
Pasal 10

(1) 	 Sebelum memangku jabatannya, jaksa wajib mengucapkan sumpah 
atau janji menurut agamanya di hadapan Jaksa Agung.

(2)   Sumpah atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbunyi 
sebagai berikut:

“Saya bersumpah/berjanji:
bahwa saya akan setia kepada dan mempertahankan negara 
kesatuan Republik Indonesia, serta mengamalkan Pancasila 
sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945, serta melaksanakan peraturan perundang-
undangan yang berlaku bagi negara Republik Indonesia.

bahwa saya senantiasa menjunjung tinggi dan akan menegakkan 
hukum, kebenaran dan keadilan, serta senantiasa menjalankan 
tugas dan wewenang dalam jabatan saya ini dengan sungguh-
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sungguh, saksama, obyektif, jujur, berani, profesional, adil, 
tidak   membeda-bedakan jabatan, suku, agama, ras, jender, 
dan golongan tertentu dan akan melaksanakan kewajiban saya 
dengan sebaik-baiknya, serta bertanggung jawab sepenuhnya 
kepada Tuhan Yang Esa, masyarakat, bangsa, dan negara. 

bahwa saya senantiasa akan menolak atau tidak menerima atau 
tidak mau dipengaruhi oleh campur tangan siapa pun juga dan 
saya akan tetap teguh melaksanakan tugas dan wewenang saya 
yang diamanatkan undang-undang kepada saya.

bahwa saya dengan sungguh-sungguh, untuk melaksanakan 
tugas ini, langsung atau tidak langsung, dengan menggunakan 
nama atau cara apa pun juga, tidak memberikan atau menjanjikan 
sesuatu apapun kepada siapa pun juga.
 
bahwa saya untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu 
dalam tugas ini, tidak sekali-kali akan menerima langsung atau 
tidak langsung dari siapa pun juga suatu janji atau pemberian“. 
 

Pasal 11
(1)  Kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang ini, jaksa dilarang 

merangkap menjadi:
a.  	pengusaha, pengurus atau karyawan badan usaha milik negara/

daerah, atau badan usaha swasta;
b.   advokat.

(2) 	 Ketentuan lebih lanjut mengenai jabatan atau pekerjaan yang 
dilarang dirangkap selain jabatan atau pekerjaan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Pemerintah.

 
Pasal 12

Jaksa diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena:
a.   permintaan sendiri; 
b.   sakit jasmani atau rohani terus-menerus; 
c.    telah mencapai usia 62 (enam puluh dua) tahun;
d.   meninggal dunia;
e.    tidak cakap dalam menjalankan tugas.
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Pasal 13
(1)   Jaksa diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatannya dengan 

alasan:
a. 	 dipidana karena bersalah melakukan tindak pidana kejahatan, 

berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh 
kekuatan hukum tetap; 

b.	 terus menerus melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas/
pekerjaannya; 

c.  	 melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11;
d.  	melanggar sumpah atau janji jabatan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 10; atau
e.  	melakukan perbuatan tercela.

(2)  Pengusulan pemberhentian tidak dengan hormat dengan alasan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, 
dan huruf e dilakukan setelah jaksa yang bersangkutan diberi 
kesempatan secukupnya untuk membela diri di hadapan Majelis 
Kehormatan Jaksa.

(3)  Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, susunan, dan tata 
kerja Majelis Kehormatan Jaksa, serta tata cara pembelaan diri 
ditetapkan oleh Jaksa Agung.

 
Pasal 14

(1) 	 Jaksa yang diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatannya, 
dengan sendirinya diberhentikan sebagai pegawai negeri sipil.

(2) 	 Sebelum diberhentikan tidak dengan hormat sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), jaksa yang bersangkutan dapat diberhentikan 
sementara dari jabatannya oleh Jaksa Agung.

(3) 	 Setelah seorang jaksa diberhentikan sementara dari jabatan 
fungsionalnya berlaku pula ketentuan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 13 ayat (2) tentang kesempatan untuk membela diri.
 

Pasal 15
(1) 	 Apabila terdapat perintah penangkapan yang diikuti dengan 

penahanan terhadap seorang jaksa, dengan sendirinya jaksa yang 
bersangkutan diberhentikan sementara dari jabatannya oleh Jaksa 
Agung.

(2) 	 Dalam hal jaksa dituntut di muka pengadilan dalam perkara pidana 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) Undang-Undang 
Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tanpa ditahan, 
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jaksa dapat diberhentikan sementara dari jabatannya oleh Jaksa 
Agung. 
 

Pasal 16
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberhentian dengan hormat, 
pemberhentian tidak dengan hormat, dan pemberhentian sementara, 
serta hak-hak jabatan fungsional jaksa yang terkena pemberhentian 
diatur dengan Peraturan Pemerintah.
 

Pasal 17
Ketentuan mengenai tunjangan jabatan fungsional jaksa diatur dengan 
Peraturan Presiden.

 
Bagian Ketiga

Jaksa Agung, Wakil Jaksa Agung, dan Jaksa Agung Muda

Pasal 18
(1)	 Jaksa Agung adalah pimpinan dan penanggung jawab tertinggi 

kejaksaan yang memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas, dan 
wewenang kejaksaan.  

(2) 	 Jaksa Agung dibantu oleh seorang Wakil Jaksa Agung dan beberapa 
orang Jaksa Agung Muda.

(3)	 Jaksa Agung dan Wakil Jaksa Agung merupakan satu kesatuan 
unsur pimpinan.

(4) 	 Jaksa Agung Muda adalah unsur pembantu pimpinan. 
 

Pasal 19
(1)	 Jaksa Agung adalah pejabat negara.
(2)	 Jaksa Agung diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
 

Pasal 20
Syarat-syarat untuk dapat diangkat menjadi Jaksa Agung adalah 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a,  huruf b, huruf c, huruf 
d, huruf f, dan huruf g.

Pasal 21
Jaksa Agung dilarang merangkap menjadi:
a.	 pejabat negara lain atau penyelenggara negara menurut peraturan 

perundang-undangan;  
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b.    advokat;
c.   	 wali, kurator/pengampu, dan/atau pejabat yang terkait dalam 

perkara yang sedang diperiksa olehnya; 
d.   	pengusaha, pengurus atau karyawan badan usaha milik negara/

daerah, atau badan usaha swasta;
e.    notaris, notaris pengganti, atau pejabat pembuat akta tanah;
f.	 arbiter, badan atau panitia penyelesaian sengketa yang dibentuk 

berdasarkan peraturan perundang-undangan;
g.   	pejabat lembaga berbentuk komisi yang dibentuk berdasarkan 

undang-undang; atau
h.   pejabat pada  jabatan  lainnya  yang ditentukan berdasarkan undang-

undang.
 

Pasal 22
(1) 	 Jaksa Agung diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena:

a.  	meninggal dunia;
b.  	permintaan sendiri; 
c.   	sakit jasmani atau rohani terus menerus; 
d.  	berakhir masa jabatannya;
e.  	 tidak lagi memenuhi salah satu syarat sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 21.
(2)   Pemberhentian dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) ditetapkan dengan Keputusan Presiden. 
 

Pasal 23
(1)  Wakil Jaksa Agung diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas 

usul Jaksa Agung.
(2)  Wakil Jaksa Agung bertanggung jawab kepada Jaksa Agung. 
(3)  	Yang dapat diangkat menjadi Wakil Jaksa Agung adalah Jaksa 

Agung Muda, atau yang dipersamakan dengan memperhatikan 
jenjang dan  jabatan karier.

 
Pasal 24

(1)  Jaksa Agung Muda diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas 
usul Jaksa Agung.

(2) 	 Yang dapat diangkat menjadi Jaksa Agung Muda adalah jaksa 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 yang berpengalaman sebagai 
kepala kejaksaan tinggi atau  jabatan yang dipersamakan dengan 
jabatan kepala kejaksaan tinggi.
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(3)  Jaksa Agung Muda dapat diangkat dari luar lingkungan kejaksaan 
dengan syarat mempunyai keahlian tertentu.

(4)  Wakil Jaksa  Agung  dan  Jaksa Agung Muda diberhentikan dengan 
hormat dari jabatannya karena:
a.   	meninggal dunia;
b.   	permintaan sendiri; 
c.    sakit jasmani atau rohani terus menerus; 
d.   berakhir masa jabatannya;
e.  	 tidak lagi memenuhi salah satu syarat sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 21.
 

Pasal 25
(1)  	Dalam hal Wakil Jaksa Agung dan Jaksa Agung Muda dinilai 

melakukan perbuatan yang dapat menyebabkan pemberhentian 
tidak dengan hormat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat 
(1), Presiden atas usul Jaksa Agung dapat memberhentikan untuk 
sementara dari jabatannya sebelum diambil tindakan pemberhentian 
tersebut.

(2)  	Ketentuan tentang pembelaan diri sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 13 ayat (2), berlaku pula terhadap Wakil Jaksa Agung dan 
Jaksa Agung Muda.

 
Bagian Keempat

Kepala Kejaksaan Tinggi, Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi,
Kepala Kejaksaan Negeri, dan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri

Pasal 26
(1) 	 Kepala kejaksaan tinggi adalah pimpinan kejaksaan tinggi yang 

mengendalikan pelaksanaan tugas dan wewenang kejaksaan di 
daerah hukumnya.  

(2)  	Kepala kejaksaan tinggi dibantu oleh seorang wakil kepala kejaksaan 
tinggi sebagai kesatuan unsur pimpinan, beberapa orang unsur 
pembantu pimpinan, dan unsur pelaksana.

 
Pasal 27

(1) 	 Kepala kejaksaan negeri adalah pimpinan kejaksaan negeri yang 
mengendalikan pelaksanaan tugas dan wewenang kejaksaan di 
daerah hukumnya. 

(2) 	 Kepala kejaksaan negeri dibantu oleh beberapa orang unsur 
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pembantu pimpinan dan unsur pelaksana.
(3)  	Kepala cabang kejaksaan negeri adalah pimpinan cabang kejaksaan 

negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, yang mengendalikan 
pelaksanaan tugas dan wewenang kejaksaan di sebagian daerah 
hukum kejaksaan negeri yang membawahkannya.

(4) 	 Kepala cabang kejaksaan negeri dibantu oleh beberapa orang unsur 
pelaksana.

 
Pasal 28

Yang dapat diangkat menjadi kepala kejaksaan tinggi, wakil kepala 
kejaksaan tinggi, kepala kejaksaan negeri, dan kepala cabang kejaksaan 
negeri adalah jaksa yang memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan lebih 
lanjut oleh Jaksa Agung.
 

Bagian Kelima
Jabatan Fungsional dan Tenaga Ahli

Pasal 29
(1)  	Pada kejaksaan dapat ditugaskan pegawai negeri yang tidak 

menduduki jabatan fungsional jaksa, yang diangkat dan 
diberhentikan oleh Jaksa Agung menurut peraturan perundang-
undangan.

(2)  	Pegawai negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diangkat 
sebagai tenaga ahli atau tenaga tata usaha untuk mendukung 
pelaksanaan tugas dan wewenang kejaksaan.

(3)   Selain tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pada 
kejaksaan dapat diangkat tenaga ahli bukan dari pegawai negeri.

 
BAB III

TUGAS DAN WEWENANG

Bagian Pertama
Umum

Pasal 30
(1)	 Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:

a.   melakukan penuntutan; 
b.  	melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang 

telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
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c.   	melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana 
bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas 
bersyarat;

d.  	melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu 
berdasarkan undang-undang;

e.  	melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat 
melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan 
ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan 
dengan penyidik.

(2)	 Di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa 
khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan 
untuk dan atas nama negara atau pemerintah.

(3)	 Dalam bidang ketertiban dan ketenteraman umum, kejaksaan turut 
menyelenggarakan kegiatan:
a.	 peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
b.	 pengamanan kebijakan penegakan hukum;
c.	 pengawasan peredaran barang cetakan;
d.	 pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan 

masyarakat dan negara;
e. 	 pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
f.	 penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.

 
Pasal 31

Kejaksaan dapat meminta kepada hakim untuk menempatkan seorang 
terdakwa di rumah sakit, tempat perawatan jiwa, atau tempat lain 
yang layak karena yang bersangkutan tidak mampu berdiri sendiri 
atau disebabkan oleh hal-hal yang dapat membahayakan orang lain, 
lingkungan, atau dirinya sendiri.
 

Pasal 32
Di samping tugas dan wewenang tersebut dalam Undang-Undang ini, 
kejaksaan dapat diserahi tugas dan wewenang lain berdasarkan undang-
undang.
 

Pasal 33
Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, kejaksaan membina 
hubungan kerja sama dengan badan penegak hukum dan keadilan serta 
badan negara atau instansi lainnya.
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Pasal 34
Kejaksaan dapat memberikan pertimbangan dalam bidang hukum 
kepada instansi pemerintah lainnya.
 

Bagian Kedua
Khusus

Pasal 35
Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang:
a.   	 menetapkan serta mengendalikan kebijakan penegakan hukum dan 

keadilan dalam ruang lingkup tugas dan wewenang kejaksaan;
b.  	 mengefektifkan proses penegakan hukum yang diberikan oleh 

undang-undang;
c.     mengesampingkan perkara demi kepentingan umum;
d.  	 mengajukan kasasi demi kepentingan hukum kepada Mahkamah 

Agung  dalam perkara pidana, perdata, dan tata usaha negara;
e.  	 dapat mengajukan pertimbangan teknis hukum kepada Mahkamah 

Agung dalam pemeriksaan kasasi perkara pidana;
f.   	 mencegah atau menangkal orang tertentu untuk masuk atau 

keluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia karena 
keterlibatannya dalam perkara pidana sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan.

Pasal 36
(1)  	Jaksa Agung memberikan izin kepada tersangka atau terdakwa untuk 

berobat  atau  menjalani  perawatan   di   rumah  sakit   dalam  negeri, 
kecuali dalam keadaan tertentu dapat dilakukan perawatan di luar 
negeri.

(2)  	Izin secara tertulis untuk berobat atau menjalani perawatan di dalam 
negeri diberikan oleh kepala kejaksaan negeri setempat atas nama 
Jaksa Agung, sedangkan untuk berobat atau menjalani perawatan 
di rumah sakit di luar negeri hanya diberikan oleh Jaksa Agung.

(3)   Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), hanya 
diberikan atas dasar rekomendasi dokter, dan dalam hal 
diperlukannya perawatan di luar negeri rekomendasi tersebut dengan 
jelas menyatakan kebutuhan untuk itu yang dikaitkan dengan belum 
mencukupinya fasilitas perawatan tersebut di dalam negeri. 
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Pasal 37
(1)  	Jaksa Agung bertanggung jawab atas penuntutan yang dilaksanakan 

secara independen demi keadilan berdasarkan hukum dan hati 
nurani.

(2)	 Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
disampaikan kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat sesuai 
dengan prinsip akuntabilitas.

 
BAB IV

KETENTUAN LAIN
 

Pasal 38
Untuk meningkatkan kualitas kinerja kejaksaan, Presiden dapat 
membentuk sebuah komisi yang susunan dan kewenangannya diatur 
oleh Presiden.

 
Pasal 39

Kejaksaan berwenang menangani perkara pidana yang diatur dalam 
Qanun sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 18 
Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa 
Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, sesuai dengan 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
 

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

 
Pasal 40

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, peraturan perundang-
undangan yang berkaitan dengan kejaksaan dinyatakan tetap berlaku 
sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti berdasarkan Undang-
Undang ini.
 

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

 
Pasal 41

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 
5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 59, Tambahan Lembaran 
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Negara Republik Indonesia Nomor 3451), dicabut dan dinyatakan tidak 
berlaku.

Pasal 42
Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara 
Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta 
pada tanggal 26 Juli 2004 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 
                                                    ttd

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 26 Juli 2004
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA
ttd
BAMBANG KESOWO
 

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2004 
NOMOR 67
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PENJELASAN
ATAS

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR  16  TAHUN  2004

TENTANG
KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

 
 
I.	U MUM

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
menentukan secara tegas bahwa negara Indonesia adalah negara 
hukum. Sejalan dengan ketentuan tersebut maka salah satu prinsip 
penting negara hukum adalah adanya jaminan kesederajatan bagi 
setiap orang di hadapan hukum (equality before the law). Oleh karena 
itu setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan 
kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan 
hukum.

Dalam usaha memperkuat prinsip di atas maka salah satu substansi 
penting perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 telah membawa perubahan yang mendasar 
dalam kehidupan ketatanegaraan khususnya dalam pelaksanaan 
kekuasaan kehakiman. Berdasarkan perubahan tersebut ditegaskan 
bahwa ketentuan badan-badan lain yang fungsinya berkaitan 
dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang. 
Ketentuan badan-badan lain   tersebut dipertegas oleh Undang-
Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang 
menyatakan bahwa badan-badan lain yang fungsinya berkaitan 
dengan kekuasaan kehakiman, salah satunya adalah Kejaksaan 
Republik Indonesia.

Sejalan dengan perubahan Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 
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2004 tentang Kekuasaan  Kehakiman, dan beberapa undang-undang 
yang baru, serta berdasarkan perkembangan kebutuhan hukum 
masyarakat  dan  kehidupan  ketatanegaraan  maka Undang-Undang 
Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sudah 
tidak sesuai lagi sehingga perlu dilakukan perubahan secara 
komprehensif dengan membentuk undang-undang yang baru.

Pembaharuan Undang-Undang tentang Kejaksaan Republik 
Indonesia tersebut dimaksudkan untuk lebih memantapkan 
kedudukan dan peran Kejaksaan Republik Indonesia sebagai 
lembaga negara pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara 
di bidang penuntutan harus bebas dari pengaruh kekuasaan pihak 
mana pun, yakni yang dilaksanakan secara merdeka terlepas dari 
pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya. 

Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut 
untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, 
perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, 
serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Oleh karena 
itu perlu dilakukan penataan kembali terhadap kejaksaan untuk 
menyesuaikan dengan perubahan-perubahan tersebut diatas.

Dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya, 
Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintahan 
yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan 
harus mampu mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, 
keadilan dan kebenaran berdasarkan hukum dan mengindahkan 
norma-norma keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan, serta wajib 
menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum, dan keadilan yang hidup 
dalam masyarakat. 

Kejaksaan juga harus mampu terlibat sepenuhnya dalam proses 
pembangunan antara lain turut menciptakan kondisi yang mendukung 
dan mengamankan pelaksanaan pembangunan untuk mewujudkan 
masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila, serta 
berkewajiban untuk turut menjaga dan menegakkan kewibawaan 
pemerintah dan negara serta melindungi kepentingan masyarakat.

 Dalam Undang-Undang ini diatur  hal-hal yang disempurnakan, 
antara lain: 
1.    Kejaksaan sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan 
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kekuasaan negara di bidang penuntutan ditegaskan kekuasaan 
negara tersebut dilaksanakan secara merdeka. Oleh karena 
itu, kejaksaan dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan 
wewenangnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah 
dan kekuasaan lainnya. Selanjutnya ditentukan Jaksa Agung 
bertanggung jawab atas penuntutan yang dilaksanakan secara 
independen demi keadilan berdasarkan hukum dan hati nurani. 
Dengan demikian Jaksa Agung selaku pimpinan kejaksaan 
dapat sepenuhnya merumuskan dan mengendalikan arah dan 
kebijakan penanganan perkara untuk keberhasilan penuntutan.

2.  	 Untuk membentuk jaksa yang profesional harus ditempuh 
berbagai jenjang pendidikan dan pengalaman dalam 
menjalankan fungsi, tugas, dan wewenang. Sesuai dengan 
profesionalisme dan fungsi kejaksaan, ditentukan bahwa jaksa 
merupakan jabatan fungsional. Dengan demikian, usia pensiun 
jaksa yang semula 58 (lima puluh delapan) tahun ditetapkan 
menjadi 62 (enam puluh dua) tahun.

3. 	 Kewenangan kejaksaan untuk melakukan penyidikan tindak 
pidana tertentu dimaksudkan untuk menampung beberapa 
ketentuan undang-undang yang memberikan kewenangan 
kepada kejaksaan untuk melakukan penyidikan, misalnya 
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan 
Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana 
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, 
dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

4.   	Kejaksaan  adalah  lembaga  pemerintahan  yang melaksanakan 
kekuasaan negara di bidang penegakkan hukum dengan 
berpegang pada peraturan perundang-undangan dan kebijakan 
yang ditetapkan oleh pemerintah. Dengan demikian, Jaksa 
Agung diangkat dan diberhentikan oleh Presiden serta 
bertanggung jawab kepada Presiden. 

5.   	Di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan mempunyai 
kewenangan untuk dan atas nama negara atau pemerintah 
sebagai penggugat atau tergugat yang dalam pelaksanaannya 
tidak hanya memberikan pertimbangan atau membela 
kepentingan negara atau pemerintah, tetapi juga membela dan 
melindungi kepentingan rakyat.
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II.   PASAL DEMI PASAL
 
Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2
                  Ayat (1)
                              Cukup jelas.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “secara merdeka” dalam 
ketentuan ini adalah dalam melaksanakan fungsi, tugas, 
dan wewenangnya terlepas dari pengaruh kekuasaan 
pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya.

Ayat (3) 
Yang dimaksud dengan “kejaksaan adalah satu 
dan tidak terpisahkan” adalah satu landasan dalam 
pelaksanaan tugas dan wewenangnya di bidang 
penuntutan yang bertujuan memelihara kesatuan 
kebijakan di bidang penuntutan sehingga dapat 
menampilkan ciri khas yang menyatu dalam tata pikir, 
tata laku, dan tata kerja kejaksaan. 
Oleh karena itu kegiatan penuntutan di pengadilan 
oleh kejaksaan tidak akan berhenti hanya karena 
jaksa yang semula bertugas berhalangan. Dalam hal 
demikian tugas penuntutan oleh kejaksaan akan tetap 
berlangsung sekalipun untuk itu dilakukan oleh jaksa 
lainnya sebagai pengganti.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.
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Pasal 7
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “dalam hal tertentu” adalah 
keadaan yang harus dipertimbangkan perlunya 
percepatan layanan hukum kepada masyarakat dalam 
pembentukan cabang kejaksaan, antara lain:

a.   wilayah hukum kejaksaan negeri yang luas;
b.   kondisi geografis dan demografis; atau
c.   intensitas layanan tugas yang tinggi.

Ayat (2)
Cukup jelas. 

Pasal 8
Ayat (1)

Cukup jelas.
Ayat (2)

Cukup jelas.
Ayat (3)

Cukup jelas. 
Ayat (4)

Cukup jelas.
Ayat (5)

Ketentuan dalam ayat ini bertujuan untuk memberikan 
perlindungan kepada jaksa yang telah diatur dalam 
Guidelines on the Role of Prosecutors dan International 
Association of Prosecutors yaitu negara akan menjamin 
bahwa jaksa sanggup untuk menjalankan profesi 
mereka tanpa intimidasi, gangguan, godaan, campur 
tangan yang tidak tepat atau pembeberan yang belum 
diuji kebenarannya baik terhadap pertanggungjawaban 
perdata, pidana, maupun pertanggungjawaban 
lainnya.

 
Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.
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Pasal 11
Ayat (1)

Huruf a
Yang dimaksud dengan “pengusaha” adalah 
direksi atau komisaris perusahaan, pemilik saham 
dalam perusahaan yang kegiatan usahanya 
berada dalam ruang lingkup kekuasaannya, 
atau memiliki saham tetapi saham tersebut 
dapat langsung atau tidak langsung menentukan 
penyelenggaraan jalannya perusahaan.

Huruf b
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

 
Pasal 12

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Yang dimaksud dengan “sakit jasmani atau rohani terus 
menerus” adalah sakit yang menyebabkan si penderita 
tidak mampu lagi melakukan tugas kewajibannya 
dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.

Huruf c
Yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah jaksa 
diberhentikan dari jabatan fungsionalnya. 

Huruf d
Cukup jelas. 

Huruf e
Cukup jelas.

 
Pasal 13 

Ayat (1)
Huruf a 

Yang dimaksud dengan “dipidana“ ialah dijatuhi 
pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan.

Huruf b
Yang dimaksud dengan “terus-menerus 
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melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas/ 
pekerjaan” adalah apabila dalam jangka waktu 
paling lama 45 (empat puluh lima) hari, yang 
bersangkutan tidak menyelesaikan tugas yang 
dibebankan kepadanya tanpa suatu alasan yang 
sah.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Yang dimaksud dengan “perbuatan tercela” 
adalah sikap, perbuatan, dan tindakan jaksa yang 
bersangkutan baik pada saat bertugas maupun 
tidak bertugas merendahkan martabat jaksa atau 
kejaksaan.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

 
Pasal 14

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “pemberhentian sementara” 
adalah tindakan memberhentikan sementara waktu 
sebagai jaksa, sampai adanya keputusan definitif 
dari Jaksa Agung berdasarkan putusan pengadilan 
yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau 
keputusan Majelis Kehormatan Jaksa atas kesalahan 
jaksa yang bersangkutan.

Ayat (3)
Cukup jelas.

 
Pasal 15

Ayat (1) 
Dengan adanya surat perintah penangkapan dan 
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penahanan oleh pihak yang berwenang maka Jaksa 
Agung segera menyusuli dengan surat keputusan 
pemberhentian sementara. 

Ayat (2)
Pasal 21 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 8 
Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menetapkan 
tindak pidana tertentu yang memberi wewenang kepada 
penyidik, penuntut umum, atau pengadilan untuk 
melakukan tindakan penahanan atas pelaku tindak 
pidana tersebut. Dalam hal seorang jaksa dituntut di 
muka pengadilan karena melakukan salah satu tindak 
pidana tersebut, walaupun yang bersangkutan tidak 
ditahan, ia dapat dikenakan tindakan pemberhentian 
sementara.

 
Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Ayat (1) 

Mengingat Jaksa Agung adalah pimpinan dan 
penanggung jawab tertinggi yang mengendalikan 
pelaksanaan tugas dan wewenang kejaksaan maka 
Jaksa Agung adalah juga pimpinan dan penanggung 
jawab tertinggi dalam bidang penuntutan. 

Ayat (2) 
Cukup jelas.

Ayat (3) 
Yang dimaksud dengan “kesatuan unsur pimpinan” 
adalah wujud keterpaduan dan kebersamaan 
antara Jaksa Agung dan Wakil Jaksa Agung dalam 
melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh Jaksa 
Agung.

Ayat (4) 
Cukup jelas.
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Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20 
Cukup jelas.

Pasal 21
Huruf a

Yang dimaksud dengan “pejabat negara lain atau 
penyelenggara negara”, misalnya anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, 
anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menteri, 
hakim, dan pejabat lain sebagaimana ditentukan dalam 
peraturan perundang-undangan. 

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Yang dimaksud dengan “pengusaha” adalah direksi 
atau komisaris perusahaan, pemilik saham dalam 
perusahaan yang kegiatan usahanya berada dalam 
ruang lingkup kekuasaannya, atau memiliki saham 
tetapi saham tersebut dapat langsung atau tidak 
langsung menentukan penyelenggaraan jalannya 
perusahaan.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h
Cukup jelas.

 
Pasal 22

Cukup jelas.
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Pasal 23
Ayat (1) 

Adanya jabatan Wakil Jaksa Agung akan sangat 
membantu Jaksa Agung khususnya dalam pembinaan 
administrasi sehari-hari dan segi-segi teknis operasional 
lainnya. Karena sifat tugasnya tersebut maka jabatan 
Wakil Jaksa Agung merupakan jabatan karier dalam 
lingkungan kejaksaan.
Pengusulan pencalonan oleh Jaksa Agung harus 
memperhatikan pembinaan karier di lingkungan 
kejaksaan.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “yang dipersamakan” adalah 
jabatan yang setara dengan Eselon I.

 
Pasal 24 

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “jabatan yang dipersamakan 
dengan jabatan kepala kejaksaan tinggi” adalah jabatan 
kepala direktorat, kepala biro, atau jabatan lainnya 
yang setingkat. 

Ayat (3) 
Pada dasarnya jabatan Jaksa Agung Muda adalah 
jabatan karier. Ketentuan dalam ayat ini memberikan 
kemungkinan pengangkatan seorang Jaksa Agung 
Muda dari luar lingkungan kejaksaan. Sifatnya sangat 
selektif dan berdasarkan kebutuhan serta pejabat 
tersebut mempunyai keahlian tertentu yang bermanfaat 
bagi pelaksanaan tugas dan wewenang kejaksaan.

Ayat (4)
Huruf a

Cukup jelas.
Huruf b

Cukup jelas.
Huruf c
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Lihat penjelasan Pasal 12 huruf b.
Huruf d

Cukup jelas.
Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 25 
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Ayat (1)

Cukup jelas.
Ayat (2) 

Yang dimaksud dengan “tenaga ahli” adalah ahli 
dalam berbagai disiplin ilmu dan tidak dimaksudkan 
untuk memberikan “keterangan ahli” dalam suatu 
persidangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
1 angka 28 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 
tentang Hukum Acara Pidana.
Yang dimaksud dengan “tenaga tata usaha” adalah 
tenaga yang tidak melaksanakan fungsi jaksa. 

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 30
Ayat (1)

Huruf a
Dalam melakukan penuntutan, jaksa dapat 
melakukan prapenuntutan. Prapenuntutan adalah 
tindakan jaksa untuk memantau perkembangan 
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penyidikan setelah menerima pemberitahuan 
dimulainya penyidikan dari penyidik, mempelajari 
atau meneliti kelengkapan berkas perkara hasil 
penyidikan yang diterima dari penyidik serta 
memberikan petunjuk guna dilengkapi oleh 
penyidik untuk dapat menentukan apakah berkas 
perkara tersebut dapat dilimpahkan atau tidak ke 
tahap penuntutan. 

Huruf b
Dalam melaksanakan putusan pengadilan dan 
penetapan hakim, kejaksaan memperhatikan 
nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat 
dan peri kemanusiaan berdasarkan Pancasila 
tanpa mengesampingkan ketegasan dalam 
bersikap dan bertindak.
Melaksanakan putusan pengadilan termasuk 
juga melaksanakan tugas dan wewenang 
mengendalikan pelaksanaan hukuman mati dan 
putusan pengadilan terhadap barang rampasan 
yang telah dan akan disita untuk selanjutnya 
dijual lelang. 

Huruf c 
Yang dimaksud dengan “keputusan lepas 
bersyarat” adalah keputusan yang dikeluarkan 
oleh menteri yang tugas dan tanggung jawabnya 
di bidang pemasyarakatan.

Huruf d
Kewenangan dalam ketentuan ini adalah 
kewenangan sebagaimana diatur misalnya 
dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 
2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia 
dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Undang-
Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Huruf e
Untuk melengkapi berkas perkara, pemeriksaan 
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tambahan dilakukan dengan memperhatikan 
hal-hal sebagai berikut :

1)	 tidak dilakukan terhadap tersangka;
2)	 hanya terhadap perkara-perkara yang 

sulit pembuktiannya, dan/atau dapat 
meresahkan masyarakat, dan/atau yang 
dapat membahayakan keselamatan Negara;

3)	 harus dapat diselesaikan dalam waktu 14 
(empat belas) hari setelah dilaksanakan 
ketentuan Pasal 110 dan 138 ayat (2) 
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 
tentang Hukum Acara Pidana; 

4)	 prinsip koordinasi dan kerjasama dengan 
penyidik. 

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3) 
Tugas dan wewenang kejaksaan dalam ayat ini bersifat 
preventif dan/atau edukatif sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan.
Yang dimaksud dengan “turut menyelenggarakan“ 
adalah mencakup kegiatan-kegiatan bersifat mem-
bantu, turut serta, dan bekerja sama. 
Dalam turut menyelenggarakan tersebut, kejaksaan 
senantiasa memperhatikan koordinasi dengan instansi 
terkait.

 
Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Adalah menjadi kewajiban bagi setiap badan negara 
terutama dalam bidang penegakan hukum dan keadilan 
untuk melaksanakan dan membina kerja sama yang 
dilandasi semangat keterbukaan, kebersamaan, dan 
keterpaduan dalam suasana keakraban guna mewujudkan 
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sistem peradilan pidana terpadu.
Hubungan kerja sama ini dilakukan melalui koordinasi 
horizontal dan vertikal secara berkala dan berkesinambungan 
dengan tetap menghormati fungsi, tugas, dan wewenang 
masing-masing. Kerja sama antara kejaksaan dengan 
instansi penegak hukum lainnya dimaksudkan untuk 
memperlancar upaya penegakan hukum sesuai dengan asas 
cepat, sederhana, dan biaya ringan, serta bebas, jujur, dan 
tidak memihak dalam penyelesaian perkara.

 
Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35
Huruf a

Cukup jelas.
Huruf  b

Cukup jelas.
Huruf c

Yang dimaksud dengan “kepentingan umum” adalah 
kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan 
masyarakat luas. 
Mengesampingkan perkara sebagaimana dimaksud 
dalam ketentuan ini merupakan pelaksanaan asas 
oportunitas, yang hanya dapat dilakukan oleh Jaksa 
Agung setelah memperhatikan saran dan pendapat 
dari badan-badan kekuasaan negara yang mempunyai 
hubungan dengan masalah tersebut.

Huruf d 
Pengajuan kasasi demi kepentingan hukum ini adalah 
sesuai dengan ketentuan undang-undang.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f 
Cukup jelas.
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Pasal 36
Ayat (1) 

Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada 
ayat ini, tersangka atau terdakwa atau keluarganya 
mengajukan permohonan secara tertulis kepada Jaksa 
Agung atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan 
Keputusan Jaksa Agung.
Diperlukannya izin dalam ketentuan ini oleh 
karena status tersangka atau terdakwa yang sedang 
dikenakan tindakan hukum, misalnya berupa 
penahanan, kewajiban lapor, dan/atau pencegahan 
dan penangkalan.
Yang dimaksud dengan “tersangka atau terdakwa” 
adalah tersangka atau terdakwa yang berada dalam 
tanggung jawab kejaksaan.
Yang dimaksud dengan “dalam keadaan tertentu”, 
adalah apabila fasilitas pengobatan atau menjalani 
perawatan di dalam negeri tidak ada.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Selain rekomendasi dari dokter untuk berobat ke luar 
negeri, juga disyaratkan adanya jaminan tersangka 
atau terdakwa atau keluarganya berupa uang sejumlah 
kerugian negara yang diduga dilakukan oleh tersangka 
atau terdakwa. 
Apabila tersangka atau terdakwa tidak kembali 
tanpa alasan yang sah dalam jangka waktu 1 (satu) 
tahun, uang jaminan tersebut menjadi milik negara. 
Pelaksanaannya dilakukan sesuai ketentuan peraturan 
perundang-undangan.

 
Pasal 37

Ayat (1)
Cukup jelas. 

Ayat (2)
Laporan pertanggungjawaban yang disampaikan 
kepada Dewan Perwakilan Rakyat dilakukan melalui 
rapat kerja. 
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Pasal 38
Cukup jelas. 

Pasal 39
Yang dimaksud dengan “menangani perkara pidana” 
dalam ketentuan ini adalah seluruh proses yang menjadi 
kewenangan kejaksaan sebagaimana ditentukan dalam 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum 
Acara Pidana.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas. 

Pasal 42
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 4401



Undang‑Undang Republik Indonesia 
Nomor 2 Tahun 2002

Tentang

Kepolisian Negara Republik Indonesia
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UNDANG‑UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2002

TENTANG
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
 
Menimbang :  a. 	 bahwa keamanan dalam negeri merupakan syarat 

utama mendukung terwujudnya masyarakat madani 
yang adil, makmur, dan beradab berdasarkan 
Pancasila dan Undang‑Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945;

b.	 bahwa pemeliharaan keamanan dalam negeri 
melalui upaya penyelenggaraan fungsi kepolisian 
yang meliputi pemeliharaan keamanan dan 
ketertiban masyarakat, penegakan hukum, 
perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada 
masyarakat dilakukan oleh Kepolisian Negara 
Republik Indonesia selaku alat negara yang dibantu 
oleh masyarakat dengan menjunjung tinggi hak 
asasi manusia;

c.	 bahwa telah terjadi perubahan paradigma dalam 
sistem ketatanegaraan yang menegaskan pemisahan 
kelembagaan Tentara Nasional Indonesia dan 
Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai 
dengan peran dan fungsi masing‑masing;

d. 	 bahwa Undang‑Undang Nomor 28 Tahun 1997 
tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia sudah 
tidak memadai dan perlu diganti untuk disesuaikan 
dengan pertumbuhan dan perkembangan hukum 
serta ketatanegaraan Republik Indonesia;



521

 e. 	 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, dan d, 
perlu dibentuk Undang‑Undang tentang Kepolisian 
Negara Republik Indonesia;

 
Mengingat   :    1. 	 Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 30 Undang‑Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. 	 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor 

VI/MPR/2000 tentang Pemisahan Tentara Nasional 
Indonesia dan Kepolisian Negara Republik 
Indonesia;

3. 	 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor 
VII/MPR/2000 tentang Peran Tentara Nasional 
Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik 
Indonesia;

4. 	 Undang‑Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang 
Pokok‑Pokok Kepegawaian sebagaimana telah 
diubah dengan Undang‑Undang Nomor 43 Tahun 
1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

 

Dengan persetujuan bersama
 antara

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
DAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :
 
Menetapkan : UNDANG‑UNDANG  TENTANG

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK
INDONESIA.

 
BAB I

KETENTUAN UMUM
 

Pasal 1
Dalam Undang‑Undang ini yang dimaksud dengan:
1.	 Kepolisian adalah segala hal‑ihwal yang berkaitan dengan fungsi 

dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang‑undangan.
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2.	 Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai 
negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

3.	 Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah anggota 
Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berdasarkan 
undang‑undang memiliki wewenang umum Kepolisian.

4.  	 Peraturan Kepolisian adalah segala peraturan yang dikeluarkan oleh 
Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka memelihara 
ketertiban dan menjamin keamanan umum sesuai dengan peraturan 
perundang‑undangan.

5.	 Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi 
dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya 
proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan 
nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan 
tegaknya hukum, serta terbinanya ketenteraman, yang mengandung 
kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan 
masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi 
segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk‑bentuk gangguan 
lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.

6.	 Keamanan dalam negeri adalah suatu keadaan yang ditandai 
dengan terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib 
dan tegaknya hukum, serta terselenggaranya perlindungan, 
pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

7.	 Kepentingan umum adalah kepentingan masyarakat dan/atau 
kepentingan bangsa dan negara demi terjaminnya keamanan dalam 
negeri.

8.	 Penyelidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia 
yang diberi wewenang oleh undang‑undang untuk melakukan 
penyelidikan.

9.	 Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk 
mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai 
tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan 
penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang‑undang.

10.  Penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia 
yang diberi wewenang oleh undang‑undang untuk melakukan 
penyidikan.

11. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah pejabat pegawai negeri sipil 
tertentu yang berdasarkan peraturan perundang‑undangan ditunjuk 
selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan 
penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang‑undang yang 
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menjadi dasar hukumnya masing‑masing.
12.  Pembantu adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia 

yang diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara Republik 
Indonesia berdasarkan syarat kepangkatan dan diberi wewenang 
tertentu dalam melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam 
undang‑undang.

13.  Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan 
menurut cara yang diatur dalam undang‑undang untuk mencari 
serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat 
terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan 
tersangkanya.

14.  Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya 
disebut Kapolri adalah pimpinan Kepolisian Negara Republik 
Indonesia dan penanggung jawab penyelenggaraan fungsi 
kepolisian.

 
Pasal 2

Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang 
pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, 
perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.
 

Pasal 3
(1)   Pengemban fungsi kepolisian adalah Kepolisian Negara Republik 

Indonesia yang dibantu   oleh :
a. kepolisian khusus;
b. penyidik pegawai negeri sipil; dan/atau
c. bentuk‑bentuk pengamanan swakarsa.

(2)    Pengemban fungsi kepolisian sebagaimana dimaksud dalam ayat 
(1) huruf a, b, dan c, melaksanakan fungsi kepolisian sesuai dengan 
peraturan perundang‑undangan yang menjadi dasar hukumnya 
masing‑masing.

Pasal 4
Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan 
keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan 
ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya 
perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta 
terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak 
asasi manusia.
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Pasal 5
(1)	 Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang 

berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, 
menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, 
dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya 
keamanan dalam negeri.

(2)	 Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional 
yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

 
BAB II

SUSUNAN DAN KEDUDUKAN KEPOLISIAN NEGARA 
REPUBLIK INDONESIA

 
Pasal 6

(1)	 Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan peran 
dan fungsi kepolisian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan 5 
meliputi seluruh wilayah negara Republik Indonesia.

(2)	 Dalam rangka pelaksanaan peran dan fungsi kepolisian, wilayah 
negara Republik Indonesia dibagi dalam daerah hukum menurut 
kepentingan pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik 
Indonesia.

(3)	 Ketentuan mengenai daerah hukum sebagaimana dimaksud dalam 
ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

 
Pasal 7

Susunan organisasi dan tata kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia 
disesuaikan dengan kepentingan pelaksanaan tugas dan wewenangnya 
yang diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden.

Pasal 8
(1)	 Kepolisian Negara Republik Indonesia berada di bawah Presiden.
(2)	 Kepolisian Negara Republik Indonesia dipimpin oleh Kapolri yang 

dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Presiden 
sesuai dengan peraturan perundang‑undangan.

Pasal 9
(1)	 Kapolri menetapkan, menyelenggarakan, dan mengendalikan 

kebijakan teknis kepolisian.
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(2)	 Kapolri memimpin Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam 
melaksanakan tugas dan tanggung jawab atas :
a.	 penyelenggaraan kegiatan operasional kepolisian dalam rangka 

pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
b.	 penyelenggaraan pembinaan kemampuan Kepolisian Negara 

Republik Indonesia.
 

Pasal 10
(1)	 Pimpinan Kepolisian Negara Republik Indonesia di daerah hukum 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), bertanggung jawab 
atas pelaksanaan tugas dan wewenang kepolisian secara hierarki.

(2)	 Ketentuan mengenai tanggung jawab secara hierarki sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan 
Kapolri.

 
Pasal 11

(1)	 Kapolri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan 
persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

(2)	 Usul pengangkatan dan pemberhentian Kapolri diajukan oleh 
Presiden kepada Dewan Perwakilan Rakyat disertai dengan 
alasannya.

(3)	 Persetujuan atau penolakan Dewan Perwakilan Rakyat terhadap 
usul Presiden sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus diberikan 
dalam jangka waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari terhitung 
sejak tanggal surat Presiden diterima oleh Dewan Perwakilan 
Rakyat.

(4)	 Dalam hal Dewan Perwakilan Rakyat tidak memberikan jawaban 
dalam waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), calon yang 
diajukan oleh Presiden dianggap disetujui oleh Dewan Perwakilan 
Rakyat.

(5)	 Dalam keadaan mendesak, Presiden dapat memberhentikan 
sementara Kapolri dan mengangkat pelaksana tugas Kapolri dan 
selanjutnya dimintakan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

(6)	 Calon Kapolri adalah Perwira Tinggi Kepolisian Negara Republik 
Indonesia yang masih aktif dengan memperhatikan jenjang 
kepangkatan dan karier.

(7)	 Tata cara pengusulan atas pengangkatan dan pemberhentian 
Kapolri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2), dan (6) diatur 
lebih lanjut dengan Keputusan Presiden.
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(8)	 Ketentuan mengenai pengangkatan dan pemberhentian dalam 
jabatan selain yang dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut 
dengan Keputusan Kapolri.

 
Pasal 12

(1)	 Jabatan penyidik dan penyidik pembantu adalah jabatan fungsional 
yang pejabatnya diangkat dengan Keputusan Kapolri.

(2)	 Jabatan fungsional lainnya di lingkungan Kepolisian Negara 
Republik Indonesia ditentukan dengan Keputusan Kapolri.

 
BAB III

TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 13
Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

a.	 memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
b.	 menegakkan hukum; dan
c.	 memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan 

kepada masyarakat.
 

Pasal 14
(1)	 Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas :
a. melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan 

patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai 
kebutuhan;

b. 	 menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, 
ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;

c. 	 membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi       
masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan 
warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan 
perundang‑undangan;

d. 	 turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
e. 	 memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
f. 	 melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis 

terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan 
bentuk‑bentuk pengamanan swakarsa; 

g. 	 melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua 
tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan 
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perundang‑undangan lainnya;
h. 	 menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran 

kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian 
untuk kepentingan tugas kepolisian;

i.  	 melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, 
dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau 
bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan 
dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;

j. 	 melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara 
sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang 
berwenang;

k. 	 memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai 
dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; 
serta melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan 
perundang‑undangan.

(2)	 Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam 
ayat (1) huruf f diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

 
Pasal 15

(1)	 Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 13 dan 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia secara 
umum berwenang:
a.   menerima laporan dan/atau pengaduan;
b. 	 membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang 

dapat mengganggu ketertiban umum;
c.   	mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit 

masyarakat;
d.  	mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau 

mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
e.  	mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewe-

nangan administratif kepolisian;
f.	 melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari 

tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
g.   melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
h.  	mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret 

seseorang;
i.	 mencari keterangan dan barang bukti;
j.	 menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
k.  	mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang 



528

diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
l.	 memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan 

pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta 
kegiatan masyarakat;

m.	 menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara 
waktu.

(2)	 Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan 
perundang‑undangan lainnya berwenang :
a.	 memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum 

dan kegiatan  masyarakat lainnya;
b.	 menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan 

bermotor;
c.   memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor;
d.	 menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik;
e.	 memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, 

bahan peledak, dan senjata tajam;
f.	 memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan 

terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan;
g.  	memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian 

khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis 
kepolisian;

h.	 melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam 
menyidik dan memberantas kejahatan internasional;

i.    	melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang 
asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi 
instansi terkait;

j.	 mewakili  pemerintah  Republik  Indonesia dalam organisasi 
kepolisian internasional;

k. 	 melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup 
tugas kepolisian.

(3)	 Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 
(2) huruf a dan d diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

 
Pasal 16

(1)	 Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 13 dan 14 di bidang proses pidana, Kepolisian Negara 
Republik Indonesia berwenang untuk :
a.   	melakukan      penangkapan,       penahanan,   penggeledahan, 

dan penyitaan; 
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b.   melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat 
kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;

c.  	 membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam 
rangka penyidikan;

d.  	menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta 
memeriksa tanda pengenal diri;

e.   melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
f.	 memanggil    orang   untuk   didengar   dan diperiksa sebagai 

tersangka atau saksi;
g.  	mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubu-

ngannya dengan pemeriksaan perkara;
h.   mengadakan penghentian penyidikan;
i.	 menyerahkan  berkas  perkara  kepada  penuntut umum;
j.	 mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat 

imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi 
dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau 
menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;

k.  	memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik 
pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik 
pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; 
dan

l.	 mengadakan  tindakan  lain  menurut  hukum yang bertanggung 
jawab.

(2)	 Tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf l adalah 
tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika 
memenuhi syarat sebagai berikut:
a.   tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
b. 	 selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan 

tindakan tersebut dilakukan;
c.	 harus patut, masuk  akal,  dan termasuk dalam lingkungan 

jabatannya;
d. 	 pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa; 

dan
e.  	menghormati hak asasi manusia.

 
Pasal 17

Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia menjalankan tugas 
dan wewenangnya di seluruh wilayah negara Republik Indonesia, 
khususnya di daerah hukum pejabat yang bersangkutan ditugaskan 
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sesuai dengan peraturan perundang‑undangan.
 

Pasal 18
(1)	 Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik 

Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat 
bertindak menurut penilaiannya sendiri.

(2)	 Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 
hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan 
memperhatikan peraturan perundang‑undangan, serta Kode Etik 
Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

 
Pasal 19

(1)	 Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pejabat Kepolisian 
Negara Republik Indonesia senantiasa bertindak berdasarkan norma 
hukum dan mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan, 
serta menjunjung tinggi hak asasi manusia.

(2)	 Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (1), Kepolisian Negara Republik Indonesia 
mengutamakan tindakan pencegahan.

 
BAB IV

ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
 

Pasal 20
(1)	 Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdiri 

atas:
a.   anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
b.  Pegawai Negeri Sipil.

(2)	 Terhadap Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat 
(1) huruf b berlaku ketentuan peraturan perundang‑undangan di 
bidang kepegawaian.

 

Pasal 21
(1)	 Untuk diangkat menjadi anggota Kepolisian Negara Republik 

Indonesia seorang calon harus memenuhi syarat sekurang‑kurangnya 
sebagai berikut :
a.   warga negara Indonesia;
b.  beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
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c.   	setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan 
Pancasila dan Undang‑Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945;

d. 	 berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Umum atau 
yang sederajat;

e.   berumur paling rendah 18 (delapan belas) tahun;
f.	 sehat jasmani dan rohani;
g.   tidak   pernah  dipidana  karena melakukan suatu kejahatan;
h.   berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela; dan
i.	 lulus  pendidikan  dan  pelatihan pembentukan anggota 

kepolisian.
(2)	 Ketentuan mengenai pembinaan anggota Kepolisian Negara 

Republik Indonesia diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kapolri.
 

Pasal 22
(1)	 Sebelum diangkat sebagai anggota Kepolisian Negara Republik 

Indonesia, seorang calon anggota yang telah lulus pendidikan 
pembentukan wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut 
agamanya dan kepercayaannya itu.

(2)	 Ketentuan mengenai tata cara pengambilan sumpah atau janji 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan 
Keputusan Kapolri.

 
Pasal 23

Lafal sumpah atau janji sebagaimana diatur dalam Pasal 22 adalah 
sebagai berikut :

”Demi Allah, saya bersumpah/berjanji :
bahwa saya, untuk diangkat menjadi anggota Kepolisian Negara 
Republik Indonesia, akan setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, 
Undang‑Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Tri 
Brata, Catur Prasatya, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia 
serta Pemerintah yang sah;
bahwa saya, akan menaati segala peraturan perundang‑undangan 
yang berlaku dan melaksanakan kedinasan di Kepolisian Negara 
Republik Indonesia yang dipercayakan kepada saya dengan penuh 
pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab; bahwa saya, akan 
senantiasa menjunjung tinggi kehormatan negara, Pemerintah, 
dan martabat anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta 
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akan senantiasa mengutamakan kepentingan masyarakat, bangsa, 
dan negara daripada kepentingan saya sendiri, seseorang atau 
golongan;
 
bahwa saya, akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya 
atau menurut perintah harus saya rahasiakan;
 
bahwa saya, akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan 
bersemangat untuk kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan 
Republik Indonesia dan tidak akan menerima pemberian berupa 
hadiah dan/atau janji‑janji baik langsung maupun tidak langsung 
yang ada kaitannya dengan pekerjaan saya”.

 
Pasal 24

(1)	 Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia menjalani dinas 
keanggotaan dengan ikatan dinas.

(2)	 Ketentuan mengenai ikatan dinas sebagaimana dimaksud dalam 
ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden.

 
 

Pasal 25
(1)	 Setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diberi pangkat 

yang mencerminkan peran, fungsi dan kemampuan, serta sebagai 
keabsahan wewenang dan tanggung jawab dalam penugasannya.

(2)	 Ketentuan mengenai susunan, sebutan, dan keselarasan 
pangkat‑pangkat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur 
lebih lanjut dengan Keputusan Kapolri.

 

Pasal 26
(1)	 Setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia memperoleh 

gaji dan hak‑hak lainnya yang adil dan layak.
(2)	 Ketentuan mengenai gaji dan hak‑hak lainnya sebagaimana 

dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan 
Pemerintah.

 
Pasal 27

(1)	 Untuk membina persatuan dan kesatuan serta meningkatkan 
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semangat kerja dan moril, diadakan peraturan disiplin anggota 
Kepolisian Negara Republik Indonesia.

(2)	 Ketentuan mengenai peraturan disiplin sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

 
Pasal 28

(1)	 Kepolisian Negara Republik Indonesia bersikap netral dalam 
kehidupan politik dan tidak melibatkan diri pada kegiatan politik 
praktis.

(2)	 Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak menggunakan 
hak memilih dan dipilih.

(3)	 Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menduduki 
jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun 
dari dinas kepolisian.

 
Pasal 29

(1)	 Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tunduk pada 
kekuasaan peradilan umum.

(2)	 Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut 
dengan Peraturan Pemerintah.

 
Pasal 30

(1)	 Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat diberhentikan 
dengan hormat atau tidak dengan hormat.

(2) 	 Usia pensiun maksimum anggota Kepolisian Negara Republik 
Indonesia 58 (lima puluh delapan) tahun dan bagi anggota yang 
memiliki keahlian khusus dan sangat dibutuhkan dalam tugas 
kepolisian dapat dipertahankan sampai dengan 60 (enam puluh) 
tahun.

(3)	 Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan 
(2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

BAB V
PEMBINAAN PROFESI

 
Pasal 31

Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan 
tugas dan wewenangnya harus memiliki kemampuan profesi.
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Pasal 32
(1)	 Pembinaan kemampuan profesi pejabat Kepolisian Negara Republik 

Indonesia diselenggarakan melalui pembinaan etika profesi dan 
pengembangan pengetahuan serta pengalamannya di bidang teknis 
kepolisian melalui pendidikan, pelatihan, dan penugasan secara 
berjenjang dan berlanjut.

(2)	 Pembinaan kemampuan profesi sebagaimana dimaksud dalam ayat 
(1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kapolri.

 
Pasal 33

Guna menunjang pembinaan profesi sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 32 dilakukan pengkajian, penelitian, serta pengembangan ilmu 
dan teknologi kepolisian.
 

Pasal 34
(1)	 Sikap dan perilaku pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia 

terikat pada Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik 
Indonesia.

(2)	 Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat 
menjadi pedoman bagi pengemban fungsi kepolisian lainnya dalam 
melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang‑undangan 
yang berlaku di lingkungannya.

(3)	 Ketentuan mengenai Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik 
Indonesia diatur dengan Keputusan Kapolri.

 
Pasal 35

(1)	 Pelanggaran terhadap Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik 
Indonesia oleh pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia 
diselesaikan oleh Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik 
Indonesia.

(2)	 Ketentuan mengenai susunan organisasi dan tata kerja Komisi 
Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dengan 
Keputusan Kapolri.

 
Pasal 36

(1)	 Setiap pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dan 
pengemban fungsi kepolisian lainnya wajib menunjukkan tanda 
pengenal sebagai keabsahan wewenang dan tanggung jawab dalam 
mengemban fungsinya.
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(2)	 Ketentuan mengenai bentuk, ukuran, pengeluaran, pemakaian, dan 
penggunaan tanda pengenal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 
diatur dengan Keputusan Kapolri.

BAB VI
LEMBAGA KEPOLISIAN NASIONAL

 
Pasal 37

(1)	 Lembaga kepolisian nasional yang disebut dengan Komisi Kepolisian 
Nasional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada 
Presiden.

(2)	 Komisi Kepolisian Nasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 
dibentuk dengan Keputusan Presiden.

 
Pasal 38

(1)	 Komisi Kepolisian Nasional bertugas :
a. 	 membantu Presiden dalam menetapkan arah kebijakan 

Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
b.	 memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam 

pengangkatan dan pemberhentian Kapolri.
(2)	 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), 

Komisi Kepolisian Nasional berwenang untuk :
a.   mengumpulkan dan menganalisis data sebagai bahan pemberian 

saran kepada Presiden yang berkaitan dengan anggaran 
Kepolisian Negara Republik Indonesia, pengembangan 
sumber daya manusia Kepolisian Negara Republik Indonesia, 
dan pengembangan sarana dan prasarana Kepolisian Negara 
Republik Indonesia; 

b. 	 memberikan saran dan pertimbangan lain kepada Presiden 
dalam upaya mewujudkan Kepolisian Negara Republik 
Indonesia yang profesional dan mandiri; dan

c.   menerima saran dan keluhan dari masyarakat mengenai kinerja 
kepolisian dan menyampaikannya kepada Presiden.

 
Pasal 39

(1)	 Keanggotaan Komisi Kepolisian Nasional terdiri atas seorang 
Ketua merangkap anggota, seorang Wakil Ketua merangkap 
anggota, seorang Sekretaris merangkap anggota dan 6 (enam) orang 
anggota.
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(2)	 Keanggotaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berasal dari 
unsur‑unsur pemerintah, pakar kepolisian, dan tokoh masyarakat.

(3)	 Ketentuan mengenai susunan organisasi, tata kerja, pengangkatan 
dan pemberhentian anggota Komisi Kepolisian Nasional diatur 
dengan Keputusan Presiden.

Pasal 40
Segala pembiayaan yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan 
tugas Komisi Kepolisian Nasional dibebankan pada Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara.
 

BAB VII
BANTUAN, HUBUNGAN, DAN KERJA SAMA

 
Pasal 41

(1)	 Dalam rangka melaksanakan tugas keamanan, Kepolisian Negara 
Republik Indonesia dapat meminta bantuan Tentara Nasional 
Indonesia yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

(2)	 Dalam keadaan darurat militer dan keadaan perang, 
Kepolisian Negara Republik Indonesia memberikan bantuan 
kepada Tentara Nasional Indonesia sesuai dengan peraturan 
perundangan‑undangan.

(3)	 Kepolisian Negara Republik Indonesia membantu secara aktif tugas 
pemeliharaan perdamaian dunia di bawah bendera Perserikatan 
Bangsa‑Bangsa.

 
Pasal 42

(1)	 Hubungan dan kerja sama Kepolisian Negara Republik Indonesia 
dengan badan, lembaga, serta instansi di dalam dan di luar 
negeri didasarkan atas sendi‑sendi hubungan fungsional, saling 
menghormati, saling membantu, mengutamakan kepentingan 
umum, serta memperhatikan hierarki.

(2)	 Hubungan dan kerja sama di dalam negeri dilakukan terutama 
dengan unsur‑unsur pemerintah daerah, penegak hukum, badan, 
lembaga, instansi lain, serta masyarakat dengan mengembangkan 
asas partisipasi dan subsidiaritas.

(3)	 Hubungan dan kerja sama luar negeri dilakukan terutama dengan 
badan‑badan kepolisian dan penegak hukum lain melalui kerja 
sama bilateral atau multilateral dan badan pencegahan kejahatan 
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baik dalam rangka tugas operasional maupun kerja sama teknik 
dan pendidikan serta pelatihan.

(4)	 Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2), 
dan (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

 
BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN
 

Pasal 43
Pada saat Undang‑Undang ini mulai berlaku:
a.   	 semua peraturan perundang‑undangan yang merupakan 

pelaksanaan mengenai Kepolisian Negara Republik Indonesia 
dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan 
Undang‑Undang ini.

b.  	 tindak pidana yang dilakukan oleh anggota Kepolisian Negara 
Republik Indonesia yang sedang diperiksa baik di tingkat 
penyidikan maupun pemeriksaan di pengadilan militer dan belum 
mendapat putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum 
tetap berlaku ketentuan peraturan perundang‑undangan peradilan 
militer.

c.   	 tindak pidana yang dilakukan oleh anggota Kepolisian Negara 
Republik Indonesia yang belum diperiksa baik di tingkat penyidikan 
maupun pemeriksaan di pengadilan militer berlaku ketentuan 
peraturan perundang‑undangan di lingkungan peradilan umum.

 
BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44
Pada saat Undang‑Undang ini mulai berlaku, Undang‑Undang Nomor 
28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 81, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3710) dinyatakan tidak berlaku.
 

Pasal 45
Undang‑Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Undang‑Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara 
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Republik Indonesia.

                                                                           Disahkan di Jakarta
                                                              pada tanggal 8 Januari 2002
 

                     PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd

                                                   	 MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 8 Januari 2002
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,
ttd
BAMBANG KESOWO
 

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2002 
NOMOR 2
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PENJELASAN
ATAS

UNDANG‑UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2002

TENTANG
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

I. UMUM
Peraturan perundang‑undangan yang menjadi dasar 

pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia sebelum 
Undang‑Undang ini berlaku adalah Undang‑Undang Nomor 28 
Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran 
Negara Tahun 1997 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
3710) sebagai penyempurnaan dari Undang‑Undang Nomor 13 
Tahun 1961 tentang Ketentuan‑Ketentuan Pokok Kepolisian Negara 
(Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 245, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 2289).

 Undang‑Undang Nomor 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara 
Republik Indonesia telah memuat pokok‑pokok mengenai tujuan, 
kedudukan, peranan dan tugas serta pembinaan profesionalisme 
kepolisian, tetapi rumusan ketentuan yang tercantum di dalamnya 
masih mengacu kepada Undang‑Undang Nomor 20 Tahun 1982 
tentang Ketentuan‑Ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara 
Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 51, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3234) sebagaimana telah 
diubah dengan Undang‑Undang Nomor 1 Tahun 1988 (Lembaran 
Negara Tahun 1988 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
3368), dan Undang‑Undang Nomor 2 Tahun 1988 tentang Prajurit 
Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 
1988 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3369) sehingga 
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watak militernya masih terasa sangat dominan yang pada gilirannya 
berpengaruh pula kepada sikap perilaku pejabat kepolisian dalam 
pelaksanaan tugasnya di lapangan.

Oleh karena itu, Undang‑Undang ini diharapkan dapat 
memberikan penegasan watak Kepolisian Negara Republik 
Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Tri Brata dan Catur 
Prasatya sebagai sumber nilai Kode Etik Kepolisian yang mengalir 
dari falsafah Pancasila.

 Perkembangan kemajuan masyarakat yang cukup pesat, seiring 
dengan merebaknya fenomena supremasi hukum, hak asasi 
manusia, globalisasi, demokratisasi, desentralisasi, transparansi, 
dan akuntabilitas, telah melahirkan berbagai paradigma baru 
dalam melihat tujuan, tugas, fungsi, wewenang dan tanggung 
jawab Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya 
menyebabkan pula tumbuhnya berbagai tuntutan dan harapan 
masyarakat terhadap pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik 
Indonesia yang makin meningkat dan lebih berorientasi kepada 
masyarakat yang dilayaninya.

Sejak ditetapkannya Perubahan Kedua Undang‑Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Bab XII tentang 
Pertahanan dan Keamanan Negara, Ketetapan MPR RI No. VI/
MPR/2000 dan Ketetapan MPR RI No. VII/MPR/2000, maka secara 
konstitusional telah terjadi perubahan yang menegaskan rumusan 
tugas, fungsi, dan peran Kepolisian Negara Republik Indonesia 
serta pemisahan kelembagaan Tentara Nasional Indonesia dan 
Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peran dan 
fungsi masing‑masing.

Undang‑Undang ini telah didasarkan kepada paradigma baru 
sehingga diharapkan dapat lebih memantapkan kedudukan dan 
peranan serta pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik 
Indonesia sebagai bagian integral dari reformasi menyeluruh 
segenap tatanan kehidupan bangsa dan negara dalam mewujudkan 
masyarakat madani yang adil, makmur, dan beradab berdasarkan 
Pancasila dan Undang‑Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945.

Sesuai dengan Undang‑Undang Dasar Negara Republik 
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Indonesia Tahun 1945 Perubahan Kedua, Ketetapan MPR RI No. VI/
MPR/2000 dan Ketetapan MPR RI No. VII/MPR/2000, keamanan 
dalam negeri dirumuskan sebagai format tujuan Kepolisian 
Negara Republik Indonesia dan secara konsisten dinyatakan dalam 
perincian tugas pokok yaitu memelihara keamanan dan ketertiban 
masyarakat, menegakkan hukum, serta melindungi, mengayomi, 
dan melayani masyarakat. Namun, dalam penyelenggaraan fungsi 
kepolisian, Kepolisian Negara Republik Indonesia secara fungsional 
dibantu oleh kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan 
bentuk‑bentuk pengamanan swakarsa melalui pengembangan asas 
subsidiaritas dan asas partisipasi.

 Asas legalitas sebagai aktualisasi paradigma supremasi hukum, 
dalam Undang‑Undang ini secara tegas dinyatakan dalam perincian 
kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu melakukan 
penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai 
dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang‑undangan 
lainnya.

Namun, tindakan pencegahan tetap diutamakan melalui 
pengembangan asas preventif dan asas kewajiban umum kepolisian, 
yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Dalam hal 
ini setiap pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki 
kewenangan diskresi, yaitu kewenangan untuk bertindak demi 
kepentingan umum berdasarkan penilaian sendiri.

Oleh karena itu, Undang‑Undang ini mengatur pula pembinaan 
profesi dan kode etik profesi agar tindakan pejabat Kepolisian 
Negara Republik Indonesia dapat dipertanggungjawabkan, baik 
secara hukum, moral, maupun secara teknik profesi dan terutama 
hak asasi manusia.

Begitu pentingnya perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia 
karena menyangkut harkat dan martabat manusia, Negara Republik 
Indonesia telah membentuk Undang‑Undang Nomor 5 Tahun 1998 
tentang ratifikasi Konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan 
atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau 
merendahkan martabat manusia, Undang‑Undang Nomor 39 Tahun 
1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang‑Undang Nomor 26 
Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Setiap anggota 
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Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib mempedomani dan 
menaati ketentuan Undang‑Undang di atas.

Di samping memperhatikan hak asasi manusia dalam 
setiap melaksanakan tugas dan wewenangnya, setiap anggota 
Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib pula memperhatikan 
perundang‑undangan yang berkaitan dengan tugas dan 
wewenangnya, antara lain Undang‑Undang Nomor 8 Tahun 1981 
tentang Hukum Acara Pidana, ketentuan perundang‑undangan 
yang mengatur otonomi khusus, seperti Provinsi Nanggroe Aceh 
Darussalam dan Provinsi Papua serta peraturan perundang‑undangan 
lainnya yang menjadi dasar hukum pelaksanaan tugas dan 
wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang‑Undang ini menampung pula pengaturan tentang 
keanggotaan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana 
diamanatkan oleh Undang‑Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang 
Perubahan atas Undang‑Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang 
Pokok‑Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 
169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890) yang meliputi 
pengaturan tertentu mengenai hak anggota Kepolisian Negara 
Republik Indonesia baik hak kepegawaian, maupun hak politik, dan 
kewajibannya tunduk pada kekuasaan peradilan umum.

Substansi lain yang baru dalam Undang‑Undang ini adalah 
diaturnya lembaga kepolisian nasional yang tugasnya memberikan 
saran kepada Presiden tentang arah kebijakan kepolisian dan 
pertimbangan dalam pengangkatan dan pemberhentian Kapolri 
sesuai amanat Ketetapan MPR RI No. VII/MPR/2000, selain 
terkandung pula fungsi pengawasan fungsional terhadap kinerja 
Kepolisian Negara Republik Indonesia sehingga kemandirian 
dan profesionalisme Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat 
terjamin.

Dengan landasan dan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan 
sebelumnya, dalam kebulatannya yang utuh serta menyeluruh, 
diadakan penggantian atas Undang‑Undang Nomor 28 Tahun 1997 
tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang tidak hanya 
memuat susunan dan kedudukan, fungsi, tugas dan wewenang 
serta peranan kepolisian, tetapi juga mengatur tentang keanggotaan, 
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pembinaan profesi, lembaga kepolisian nasional, bantuan dan 
hubungan serta kerja sama dengan berbagai pihak, baik di dalam 
negeri maupun di luar negeri.

Meskipun demikian, penerapan Undang‑Undang ini akan 
ditentukan oleh komitmen para pejabat Kepolisian Negara Republik 
Indonesia terhadap pelaksanaan tugasnya dan juga komitmen 
masyarakat untuk secara aktif berpartisipasi dalam mewujudkan 
Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mandiri, profesional, 
dan memenuhi harapan masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL
 

Pasal 1
            	 Cukup jelas

Pasal 2
Fungsi kepolisian harus memperhatikan semangat penegakan 
HAM, hukum dan keadilan.

Pasal 3
           	 Ayat (1)

Yang dimaksud dengan ”dibantu” ialah dalam lingkup fungsi 
kepolisian, bersifat bantuan fungsional dan tidak bersifat 
struktural hierarkis.

Huruf a
Yang dimaksud dengan ”kepolisian khusus” ialah instansi 
dan/atau badan Pemerintah yang oleh atau atas kuasa 
undang‑undang (peraturan perundang‑undangan) 
diberi wewenang untuk melaksanakan fungsi kepolisian 
dibidang teknisnya masing‑masing.
Wewenang bersifat khusus dan terbatas dalam 
”lingkungan kuasa soal‑soal” (zaken gebied) yang 
ditentukan oleh peraturan perundang‑undangan yang 
menjadi dasar hukumnya.
Contoh ”kepolisian khusus” yaitu Balai Pengawasan 
Obat dan Makanan (Ditjen POM Depkes), Polsus 
Kehutanan, Polsus di lingkungan Imigrasi dan 
lain‑lain. 
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Huruf b
                        	 Cukup jelas

Huruf c
Yang dimaksud dengan ”bentuk‑bentuk pengamanan 
swakarsa” adalah suatu bentuk pengamanan yang 
diadakan atas kemauan, kesadaran, dan kepentingan 
masyarakat sendiri yang kemudian memperoleh 
pengukuhan dari Kepolisian Negara Republik 
Indonesia, seperti satuan pengamanan lingkungan dan 
badan usaha di bidang jasa pengamanan.
Bentuk‑bentuk pengamanan swakarsa memiliki 
kewenangan kepolisian terbatas dalam ”lingkungan 
kuasa tempat” (teritoir gebied/ruimte gebied) meliputi 
lingkungan pemukiman, lingkungan kerja, lingkungan 
pendidikan.
Contohnya adalah satuan pengamanan lingkungan 
di pemukiman, satuan pengamanan pada kawasan 
perkantoran atau satuan pengamanan pada pertokoan.
Pengaturan mengenai pengamanan swakarsa 
merupakan kewenangan Kapolri.

            	 Ayat (2)
                        	 Cukup jelas
 

Pasal 4
Hak asasi manusia adalah hak dasar yang secara alamiah 
melekat pada setiap manusia dalam kehidupan masyarakat, 
meliputi bukan saja hak perseorangan melainkan juga hak 
masyarakat, bangsa dan negara yang secara utuh terdapat dalam 
Undang‑Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
serta sesuai pula dengan prinsip‑prinsip yang terkandung dalam 
Declaration of Human Rights, 1948 dan konvensi internasional 
lainnya.

 
Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6
            	 Ayat (1)

Wilayah Negara Republik Indonesia adalah 
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wilayah hukum berlakunya kedaulatan Negara 
Republik Indonesia sesuai dengan peraturan 
perundang‑undangan yang berlaku. Pelaksanaan 
fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia meliputi 
seluruh wilayah Negara Republik Indonesia, sehingga 
setiap pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia 
dapat melaksanakan kewenangannya di seluruh 
wilayah Negara Republik Indonesia, terutama di 
wilayah dia ditugaskan.

            	 Ayat (2)
Untuk melaksanakan peran dan fungsinya secara 
efektif dan efisien, wilayah Negara Republik Indonesia 
dibagi dalam daerah hukum menurut kepentingan 
pelaksanaan tugas dan wewenang Kepolisian 
Negara Republik Indonesia dengan memperhatikan 
luas wilayah, keadaan penduduk, dan kemampuan 
Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Pembagian daerah hukum tersebut diusahakan 
serasi dengan pembagian wilayah administratif 
pemerintahan di daerah dan perangkat sistem 
peradilan pidana terpadu.

            	 Ayat (3)
                        	 Cukup jelas
 

Pasal 7
            	 Cukup jelas

Pasal 8
            	 Ayat (1)
                        	 Cukup jelas
            	 Ayat (2)

Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam 
pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada 
Presiden baik dibidang fungsi kepolisian preventif 
maupun represif yustisial.
Namun demikian pertanggungjawaban tersebut harus 
senantiasa berdasar kepada ketentuan peraturan 
perundang‑undangan, sehingga tidak terjadi intervensi 
yang dapat berdampak negatif terhadap pemuliaan 
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profesi kepolisian.
        

Pasal 9
 	 Ayat (1)

Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai 
pimpinan teknis kepolisian menetapkan kebijakan 
teknis kepolisian bagi seluruh pengemban fungsi dan 
mengawasi serta mengendalikan pelaksanaannya.

Ayat (2)
Cukup jelas

 
Pasal 10

Cukup jelas 

Pasal 11
Ayat (1)

Yang dimaksud ”dengan persetujuan Dewan Perwakilan 
Rakyat” adalah setelah mendapat persetujuan Dewan 
Perwakilan Rakyat.

Ayat (2)
Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik 
Indonesia terhadap usul pemberhentian dan 
pengangkatan Kapolri dilaksanakan sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku di lingkungan Dewan 
Perwakilan Rakyat. Usul pemberhentian Kapolri 
disampaikan oleh Presiden dengan disertai alasan yang 
sah, antara lain masa jabatan Kapolri yang bersangkutan 
telah berakhir, atas permintaan sendiri, memasuki usia 
pensiun, berhalangan tetap, dijatuhi pidana yang telah 
mempunyai kekuatan hukum tetap. Apabila Dewan 
Perwakilan Rakyat menolak usul pemberhentian 
Kapolri, maka Presiden menarik kembali usulannya, 
dan dapat mengajukan kembali permintaan persetujuan 
pemberhentian Kapolri pada masa persidangan 
berikutnya.

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan ”dua puluh hari kerja DPR‑RI” 
ialah hari kerja di DPR‑RI tidak termasuk hari libur dan 
masa reses.
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Sedangkan yang dimaksud dengan ”sejak kapan surat 
Presiden tersebut berlaku” ialah sejak surat Presiden 
diterima oleh Sekjen DPR‑RI dan diterima secara 
administratif.

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Yang dimaksud dengan ”dalam keadaan mendesak” 
ialah suatu keadaan yang secara yuridis mengharuskan 
Presiden menghentikan sementara Kapolri karena 
melanggar sumpah jabatan dan membahayakan 
keselamatan negara.

Ayat (6)
Yang dimaksud dengan ”jenjang kepangkatan” ialah 
prinsip senioritas dalam arti penyandang pangkat 
tertinggi dibawah Kapolri yang dapat dicalonkan 
sebagai Kapolri.
Sedangkan yang dimaksud dengan ”jenjang karier” 
ialah pengalaman penugasan dari Pati calon Kapolri 
pada berbagai bidang profesi kepolisian atau berbagai 
macam jabatan di kepolisian.

Ayat (7)
Cukup jelas

Ayat (8)
Cukup jelas

Pasal 12
Ayat (1)

Jabatan penyidik dan penyidik pembantu sebagai 
jabatan fungsional terkait dengan sifat keahlian teknis 
yang memungkinkan kelancaran pelaksanaan tugas 
pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia.

  Ayat (2)
Yang dimaksud dengan ”ditentukan” adalah suatu 
proses intern Kepolisian Negara Republik Indonesia 
untuk menentukan jabatan fungsional lainnya yang 
diperlukan di lingkungan Kepolisian Negara Republik 
Indonesia.
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Pasal 13
Rumusan tugas pokok tersebut bukan merupakan urutan 
prioritas, ketiga‑tiganya sama penting, sedangkan dalam 
pelaksanaannya tugas pokok mana yang akan dikedepankan 
sangat tergantung pada situasi masyarakat dan lingkungan yang 
dihadapi karena pada dasarnya ketiga tugas pokok tersebut 
dilaksanakan secara simultan dan dapat dikombinasikan. Di 
samping itu, dalam pelaksanaan tugas ini harus berdasarkan 
norma hukum, mengindahkan norma agama, kesopanan, dan 
kesusilaan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia.

 
Pasal 14

Ayat (1)
Huruf a

Cukup jelas
Huruf b

Cukup jelas
Huruf c

Cukup jelas
Huruf d

Cukup jelas
Huruf e

Cukup jelas
Huruf f

Cukup jelas
Huruf g

	Ketentuan Undang‑Undang Hukum Acara 
Pidana memberikan peranan utama kepada 
Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam 
penyelidikan dan penyidikan sehingga secara 
umum diberi kewenangan untuk melakukan 
penyelidikan dan penyidikan terhadap semua 
tindak pidana. Namun demikian, hal tersebut 
tetap memperhatikan dan tidak mengurangi 
kewenangan yang dimiliki oleh penyidik lainnya 
sesuai dengan peraturan perundang‑undangan 
yang menjadi dasar hukumnya masing‑masing.

Huruf h
Penyelenggaraan identifikasi kepolisian 
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dimaksudkan untuk kepentingan penyidikan 
tindak pidana dan pelayanan identifikasi non 
tindak pidana bagi masyarakat dan instansi lain 
dalam rangka pelaksanaan fungsi kepolisian.
Adapun kedokteran kepolisian adalah meliputi 
antara lain kedokteran forensik, odontologi 
forensik, dan pskiatri forensik yang diperlukan 
untuk mendukung pelaksanaan tugas 
kepolisian.

Huruf i
Cukup jelas

Huruf j
Hal ini dilakukan oleh anggota Kepolisian 
Negara Republik Indonesia sebatas 
pengetahuan dan kemampuannya untuk 
kepentingan penegakan hukum, perlindungan, 
dan pelayanan masyarakat.

Huruf k
Cukup jelas

Huruf l
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 15
Ayat (1)

                                    Huruf a
                                                Cukup jelas
                                    Huruf b
                                                Cukup jelas
                                    Huruf c

Yang dimaksud dengan ”penyakit 
masyarakat” antara lain pengemisan dan 
pergelandangan, pelacuran, perjudian, 
penyalahgunaan obat dan narkotika, 
pemabukan, perdagangan manusia, 
penghisapan/praktik lintah darat, dan 
pungutan liar.
 Wewenang yang dimaksud dalam ayat (1) 
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ini dilaksanakan secara terakomodasi dengan 
instansi terkait sesuai dengan peraturan 
perundang‑undangan. 

                                    Huruf d
Yang dimaksud dengan ”aliran” adalah 
semua aliran atau paham yang dapat 
menimbulkan perpecahan atau mengancam 
persatuan dan kesatuan bangsa antara lain 
aliran kepercayaan yang bertentangan 
dengan falsafah dasar Negara Republik 
Indonesia.

                                    Huruf e
                                                Cukup jelas
                                    Huruf f

Tindakan kepolisian adalah upaya paksa 
dan/atau tindakan lain menurut hukum 
yang bertanggung jawab guna mewujudkan 
tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya 
ketenteraman masyarakat.

                                    Huruf g
                                                Cukup jelas
                                    Huruf h
                                                Cukup jelas
                                    Huruf i

Keterangan dan barang bukti dimaksud 
adalah yang berkaitan baik dengan proses 
pidana maupun dalam rangka tugas 
kepolisian pada umumnya.

                                    Huruf j
Yang dimaksud dengan ”Pusat Informasi 
Kriminal Nasional” adalah sistem jaringan 
dari dokumentasi kriminal yang memuat 
baik data kejahatan dan pelanggaran maupun 
kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas serta 
regristrasi dan identifikasi lalu lintas.

                                    Huruf k
Surat Izin dan/atau surat keterangan yang 
dimaksud dikeluarkan atas dasar permintaan 
yang berkepentingan.



551

                                    Huruf l
Wewenang tersebut dilaksanakan ber-
dasarkan permintaan instansi yang ber-
kepentingan atau permintaan masyarakat.

                                    Huruf m
Yang dimaksud dengan ”barang temuan” 
adalah barang yang tidak diketahui 
pemiliknya yang ditemukan oleh anggota 
Kepolisian Negara Republik Indonesia 
atau masyarakat yang diserahkan kepada 
Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Barang temuan itu harus dilindungi oleh 
Kepolisian Negara Republik Indonesia 
dengan ketentuan apabila dalam jangka 
waktu tertentu tidak diambil oleh yang 
berhak akan diselesaikan sesuai dengan 
peraturan perundang‑undangan.
Kepolisian Negara Republik Indonesia 
setelah menerima barang temuan wajib 
segera mengumumkan melalui media 
cetak, media elektronik dan/atau media 
pengumuman lainnya.

                        Ayat (2)
                                    Huruf a

 Keramaian umum yang dimaksud dalam hal 
ini sesuai dengan ketentuan Pasal 510 ayat 
(1) Kitab Undang‑Undang Hukum Pidana 
(KUHP), yaitu keramaian atau tontonan 
untuk umum dan mengadakan arak‑arakan 
di jalan umum.
Kegiatan masyarakat lainnya adalah kegiatan 
yang dapat membahayakan keamanan 
umum seperti diatur dalam Pasal 495 ayat 
(1), 496, 500, 501 ayat (2), dan 502 ayat (1) 
KUHP.

                                    Huruf b
                                                Cukup jelas
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                                    Huruf c
                                                Cukup jelas
                                    Huruf d

Kegiatan politik yang memerlukan 
pemberitahuan kepada Kepolisian Negara 
Republik Indonesia adalah kegiatan 
politik sebagaimana diatur dalam 
perundang‑undangan di bidang politik, 
antara lain kegiatan kampanye pemilihan 
umum (pemilu), pawai politik, penyebaran 
pamflet, dan penampilan gambar/lukisan 
bermuatan politik yang disebarkan kepada 
umum. 

                                    Huruf e
Yang dimaksud dengan ”senjata tajam” 
dalam Undang‑Undang ini adalah senjata 
penikam, senjata penusuk, dan senjata 
pemukul, tidak termasuk barang‑barang 
yang nyata‑nyata dipergunakan untuk 
pertanian, atau untuk pekerjaan rumah 
tangga, atau untuk kepentingan melakukan 
pekerjaan yang sah, atau nyata untuk tujuan 
barang pusaka, atau barang kuno, atau 
barang ajaib sebagaimana diatur dalam 
Undang‑Undang Nomor 12/Drt/1951.

                                    Huruf f
                                                Cukup jelas
                                    Huruf g
                                                Cukup jelas
                                    Huruf h

Yang dimaksud dengan ”kejahatan 
internasional” adalah kejahatan tertentu 
yang disepakati untuk ditanggulangi antar 
negara, antara lain kejahatan narkotika, 
uang palsu, terorisme, dan perdagangan 
manusia.

                                    Huruf i
                                                Cukup jelas
                                    Huruf j
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Dalam pelaksanaan tugas ini Kepolisian 
Negara Republik Indonesia terikat oleh 
ketentuan hukum internasional, baik 
perjanjian bilateral maupun perjanjian 
multilateral.
Dalam hubungan tersebut Kepolisian Negara 
Republik Indonesia dapat memberikan 
bantuan untuk melakukan tindakan 
kepolisian atas permintaan dari negara lain, 
sebaliknya Kepolisian Negara Republik 
Indonesia dapat meminta bantuan untuk 
melakukan tindakan kepolisian dari negara 
lain sepanjang tidak bertentangan dengan 
ketentuan hukum dari kedua negara.
Organisasi kepolisian internasional yang 
dimaksud, antara lain, International Criminal 
Police Organization (ICPO‑Interpol).
Fungsi National Central Bureau 
ICPO‑Interpol Indonesia dilaksanakan oleh 
Kepolisian Negara Republik Indonesia.

 
                                    Huruf k
                                                Cukup jelas
                        Ayat (3)
                                    Cukup jelas
 

Pasal 16
Ayat (1)

Huruf a
Cukup jelas

Huruf b
Larangan kepada setiap orang untuk 
meninggalkan atau memasuki tempat kejadian 
perkara maksudnya untuk pengamanan tempat 
kejadian perkara serta barang bukti.

Huruf c
Cukup jelas

Huruf d
Kewenangan ini merupakan kewenangan 
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umum dan kewenangan dalam proses pidana, 
dalam pelaksanaannya anggota Kepolisian 
Negara Republik Indonesia wajib menunjukkan 
identitasnya.

Huruf e
Cukup jelas

Huruf f
Cukup jelas

Huruf g
Cukup jelas

Huruf h
Cukup jelas

Huruf i
Yang dimaksud dengan ”menyerahkan berkas 
perkara kepada penuntut umum”, termasuk 
tersangka dan barang buktinya.

Huruf j
Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia 
yang dapat mengajukan permintaan cegah 
tangkal dalam keadaan mendesak atau 
mendadak paling rendah setingkat Kepala 
Kepolisian Resort, selanjutnya paling lambat dua 
puluh hari harus dikukuhkan oleh Keputusan 
Kapolri. 

Huruf k
Cukup jelas

Huruf l
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

 
Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan ”bertindak menurut penilaiannya 
sendiri” adalah suatu tindakan yang dapat dilakukan 
oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia 
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yang dalam bertindak harus mempertimbangkan 
manfaat serta resiko dari tindakannya dan betul‑betul 
untuk kepentingan umum.

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Ayat (1)

Kata ”sekurang‑kurangnya” dimaksudkan untuk 
menjelaskan sebagian persyaratan yang bersifat mutlak, 
karena selain yang tercantum dalam Undang‑Undang 
ini masih ada persyaratan lain yang harus dipenuhi.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan ”pembinaan anggota Kepolisian 
Negara Republik Indonesia” meliputi penyediaan, 
pendidikan, penggunaan, perawatan dan pengakhiran 
dinas.

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Kalimat pengantar dan penutup sumpah/janji bagi calon 
anggota yang akan disumpah/janji disesuaikan dengan agama 
dan kepercayaannya. 

Pasal 24
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan ”menjalani ikatan dinas” 
adalah suatu kewajiban bagi anggota Kepolisian Negara 
Republik Indonesia untuk bekerja di lingkungan 
Kepolisian Negara Republik Indonesia selama kurun 
waktu tertentu mengaplikasikan Ilmu Pengetahuan 
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Kepolisian yang diperoleh dari Lembaga Pendidikan 
Pembentukan anggota Kepolisian Negara Republik 
Indonesia melalui pengabdiannya kepada bangsa dan 
negara Republik Indonesia dengan patuh serta taat 
menjalankan pekerjaannya.

Ayat (2)
Cukup jelas

 
Pasal 25

Cukup jelas

 Pasal 26
 	 Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan ”bersikap netral” adalah 
bahwa anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia 
bebas dari pengaruh semua partai politik, golongan dan 
dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai 
politik. 

Ayat (2)
Meskipun anggota Kepolisian Negara Republik 
Indonesia tidak menggunakan hak memilih dan dipilih, 
namun keikutsertaan Kepolisian Negara Republik 
Indonesia dalam menentukan arah kebijakan nasional 
disalurkan melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat 
sesuai ketentuan peraturan perundang‑undangan yang 
berlaku.

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan ”jabatan di luar kepolisian” 
adalah jabatan yang tidak mempunyai sangkut paut 
dengan kepolisian atau tidak berdasarkan penugasan 
dari Kapolri.
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Pasal 29
Ayat (1)

Cukup jelas
Ayat (2)

Hal‑hal yang diatur dalam Peraturan Pemerintah adalah 
menyangkut pelaksanaan teknis institusional. 

Pasal 30
Ayat (1)

Cukup jelas
Ayat (2)

Secara umum usia pensiun maksimum anggota Polri 
58 tahun, bagi yang mempunyai keahlian khusus dapat 
diperpanjang sampai dengan usia 60 tahun.

Ayat (3)
Cukup jelas

 
Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32
Ayat (1)

Pembinaan kemampuan profesi anggota Kepolisian 
Negara Republik Indonesia dilaksanakan melalui 
pembinaan etika profesi dan pengembangan 
pengetahuan serta pengalaman penugasan secara 
berjenjang, berlanjut, dan terpadu.
Peningkatan dan pengembangan pengetahuan dapat 
dilaksanakan melalui pendidikan dan pelatihan, baik di 
dalam maupun di luar lingkungan Kepolisian Negara 
Republik Indonesia, di lembaga pendidikan di dalam 
atau di luar negeri, serta berbagai bentuk pelatihan 
lainnya sepanjang untuk meningkatkan profesionalisme. 
Sedangkan pengalaman maksudnya adalah meliputi 
jenjang penugasan yang diarahkan untuk memantapkan 
kemampuan dan prestasi.
Tuntutan pelaksanaan tugas serta pembinaan 
kemampuan profesi Kepolisian Negara Republik 
Indonesia mengharuskan adanya lembaga pendidikan 
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tinggi kepolisian yang menyelenggarakan pendidikan 
ilmu kepolisian yang bersifat akademik maupun profesi 
dan pengkajian teknologi kepolisian.

Ayat (2)
Cukup jelas

 
Pasal 33

Cukup jelas
 

Pasal 34
Ayat (1)

Ayat ini mengamanatkan agar setiap anggota Kepolisian 
Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan 
tugas dan wewenangnya harus dapat mencerminkan 
kepribadian Bhayangkara Negara seutuhnya, yaitu 
pejuang pengawal dan pengaman Negara Republik 
Indonesia. Selain itu, untuk mengabdikan diri 
sebagai alat negara penegak hukum, yang tugas dan 
wewenangnya bersangkut paut dengan hak dan 
kewajiban warga negara secara langsung, diperlukan 
kesadaran dan kecakapan teknis yang tinggi, oleh 
karena itu setiap anggota Kepolisian Negara Republik 
Indonesia harus menghayati dan menjiwai etika profesi 
kepolisian yang tercermin dalam sikap dan perilakunya. 
Etika profesi kepolisian tersebut dirumuskan dalam 
kode etik Kepolisian Negara Republik Indonesia yang 
merupakan kristalisasi nilai‑nilai yang terkandung 
dalam Tribrata dan Catur Prasatya yang dilandasi dan 
dijiwai oleh Pancasila. 

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 35
Ayat (1)

Mengingat dalam pelaksanaan tugas Kepolisian 
Negara Republik Indonesia berkaitan erat dengan hak 
serta kewajiban warga negara dan masyarakat secara 
langsung serta diikat oleh kode etik profesi Kepolisian 
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Negara Republik Indonesia, maka dalam hal seorang 
anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang 
melaksanakan tugas dan wewenangnya dianggap 
melanggar etika profesi, maka anggota tersebut harus 
mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan 
Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik 
Indonesia.
Ayat ini dimaksudkan untuk pemuliaan profesi 
kepolisian, sedangkan terhadap pelanggaran hukum 
disiplin dan hukum pidana diselesaikan sesuai dengan 
peraturan perundang‑undangan.

Ayat (2)
Anggota Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik 
Indonesia sepenuhnya anggota Polri yang masih aktif 
dan mengenai susunannya disesuaikan dengan fungsi 
dan kepangkatan anggota yang melanggar kode etik.

 
Pasal 36

Ayat (1)
Tanda pengenal dimaksud guna memberikan jaminan 
kepastian bagi masyarakat bahwa dirinya berhadapan 
dengan petugas resmi.

Ayat (2)
Cukup jelas

 
Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38
Ayat (1)

Huruf a
Arah kebijakan Kepolisian Negara Republik 
Indonesia yang ditetapkan Presiden merupakan 
pedoman penyusunan kebijakan teknis 
Kepolisian yang menjadi lingkup kewenangan 
Kapolri.

Huruf b
Cukup jelas
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Ayat (2)
Huruf a

Cukup jelas
Huruf b

Cukup jelas
Huruf c

Yang dimaksud dengan ”keluhan” dalam ayat 
ini menyangkut penyalahgunaan wewenang, 
dugaan korupsi, pelayanan yang buruk, 
perlakuan diskriminatif, dan penggunaan 
diskresi yang keliru, dan masyarakat berhak 
memperoleh informasi mengenai penanganan 
keluhannya.

 
Pasal 39

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan ”unsur‑unsur Pemerintah” 
ialah pejabat Pemerintah setingkat Menteri eks officio. 
Yang dimaksud dengan ”pakar kepolisian” ialah 
seseorang yang ahli di bidang ilmu kepolisian. 
Yang dimaksud dengan ”tokoh masyarakat” ialah 
pimpinan informal masyarakat yang telah terbukti 
menaruh perhatian terhadap kepolisian.

Ayat (3)
Cukup jelas

 
Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41
Ayat (1)

Cukup jelas
Ayat (2)

Cukup jelas
Ayat (3)

Yang dimaksud dengan ”tugas pemeliharaan 
perdamaian dunia” (Peace Keeping Operation) 
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adalah tugas‑tugas yang diminta oleh Perserikatan 
Bangsa‑Bangsa (PBB) pada suatu negara tertentu 
dengan biaya operasional, pertanggungjawaban dan 
penggunaan atribut serta bendera PBB.
 

Pasal 42
Ayat (1)

Cukup jelas
Ayat (2)

Hubungan kerja sama Kepolisian Republik Indonesia 
dengan pihak lain dimaksudkan untuk kelancaran tugas 
kepolisian secara fungsional dengan tidak mencampuri 
urusan instansi masing‑masing.
Khusus hubungan kerja sama dengan Pemerintah 
Daerah adalah memberikan pertimbangan aspek 
keamanan umum kepada Pemerintah Daerah dan 
instansi terkait serta kegiatan masyarakat, dalam 
rangka menegakkan kewibawaan penyelenggaraan 
pemerintahan di daerah sesuai dengan peraturan 
perundang‑undangan.

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan ”kerja sama multilateral”, 
antara lain kerja sama dengan International Criminal 
Police Organization‑Interpol dan Aseanapol.

Ayat (4)
Cukup jelas

 
Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44
Cukup jelas

Pasal 45
Cukup jelas

 
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 4168
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Undang-Undang Republik Indonesia 
Nomor 18 tahun 2003

Tentang

Advokat
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UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18 TAHUN 2003

TENTANG
ADVOKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Presiden Republik Indonesia,
 

Menimbang	 :  a.	 bahwa Negara Republik Indonesia, sebagai negara 
hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945, bertujuan mewujudkan tata kehidupan 
bangsa yang sejahtera, aman, tenteram, tertib, dan 
berkeadilan;

b.	 bahwa kekuasaan kehakiman yang bebas dari 
segala campur tangan dan pengaruh dari luar, 
memerlukan profesi Advokat yang bebas, mandiri, 
dan bertanggung jawab, untuk terselenggaranya 
suatu peradilan yang jujur, adil, dan memiliki 
kepastian hukum bagi semua pencari keadilan 
dalam menegakkan hukum, kebenaran, keadilan, 
dan hak asasi manusia;

c.	 bahwa Advokat sebagai profesi yang bebas, 
mandiri, dan bertanggung jawab dalam 
menegakkan hukum, perlu dijamin dan dilindungi 
oleh undang-undang demi terselenggaranya upaya 
penegakan supremasi hukum;

d. 	 bahwa peraturan perundang-undangan yang 
mengatur tentang Advokat yang berlaku saat ini 
sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum 
masyarakat;
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e. 	 bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan 
huruf d, perlu membentuk Undang-Undang 
tentang Advokat;

Mengingat	 :   1.	 Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. 	 Undang-Undang Nomor 1/Drt/1951 tentang 
Tindakan-tindakan Sementara Untuk Menyeleng-
garakan Kesatuan Susunan, Kekuasaan, dan Acara 
Pengadilan-pengadilan Sipil (Lembaran Negara 
Tahun 1951 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 81);

3. 	 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang 
Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaaan 
Kehakiman  (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1970 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 2951) sebagaimana 
telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 
Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-
undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-
ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 35, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3879);

4. 	 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang 
Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3209);

5.	 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang 
Mahkamah Agung   (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3316);

6. 	 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang 
Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1986 Nomor 20, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
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3327);
7.  	 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang 

Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3344);

8. 	 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang 
Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1989 Nomor 49, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3400);

9.  	 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang 
Peradilan Militer (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1997 Nomor 84, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3713);

10.	 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang 
Perubahan atas Undang-Undang tentang 
Kepailitan Menjadi Undang-Undang (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 135, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3778);

11. 	 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang 
Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 
Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3872);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
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MEMUTUSKAN:
 
Menetapkan :     UNDANG-UNDANG TENTANG ADVOKAT.
 

BAB  I
KETENTUAN UMUM

 
Pasal  1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:
1.	 Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik 

di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan 
berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini.

2.	 Jasa Hukum adalah jasa yang diberikan Advokat berupa memberikan 
konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, 
mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain 
untuk kepentingan hukum klien.

3.	 Klien adalah orang, badan hukum, atau lembaga lain yang menerima 
jasa hukum dari Advokat.

4.	 Organisasi Advokat adalah organisasi profesi yang didirikan 
berdasarkan Undang-Undang ini.

5.	 Pengawasan adalah tindakan teknis dan administratif terhadap 
Advokat untuk menjaga agar dalam menjalankan profesinya sesuai 
dengan kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan yang 
mengatur profesi Advokat.

6.	 Pembelaan diri adalah hak dan kesempatan yang diberikan kepada 
Advokat untuk mengemukakan alasan serta sanggahan terhadap 
hal-hal yang merugikan dirinya di dalam menjalankan profesinya 
ataupun kaitannya dengan organisasi profesi.

7.	 Honorarium adalah imbalan atas jasa hukum yang diterima oleh 
Advokat berdasarkan kesepakatan dengan Klien.

8.	 Advokat Asing adalah advokat berkewarganegaraan asing yang 
menjalankan profesinya di wilayah negara Republik Indonesia 
berdasarkan persyaratan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

9.	 Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Advokat 
secara cuma-cuma kepada Klien yang tidak mampu.

10.  	Menteri adalah menteri yang tugas dan tanggung jawabnya meliputi 
bidang hukum dan perundang-undangan.
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BAB II
PENGANGKATAN, SUMPAH, STATUS, PENINDAKAN, DAN

PEMBERHENTIAN ADVOKAT

Bagian Kesatu
Pengangkatan

 
Pasal 2

(1) 	 Yang dapat diangkat sebagai Advokat adalah sarjana yang 
berlatar belakang pendidikan tinggi hukum dan setelah mengikuti 
pendidikan khusus profesi Advokat yang dilaksanakan oleh 
Organisasi Advokat. 

(2)	 Pengangkatan Advokat dilakukan oleh Organisasi Advokat.
(3)	 Salinan surat keputusan pengangkatan Advokat sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Mahkamah Agung 
dan Menteri.

Pasal 3
(1)  Untuk dapat diangkat menjadi Advokat harus memenuhi persyaratan 

sebagai berikut:
a.	 warga negara Republik Indonesia;
b.	 bertempat tinggal di Indonesia;
c.	 tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara;
d.	 berusia sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun;
e.	 berijazah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi 

hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);
f.	 lulus ujian yang diadakan oleh Organisasi Advokat;
g.  	magang sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terus menerus pada 

kantor Advokat;
h.	 tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana 

kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun 
atau lebih;

i.	 berperilaku baik, jujur, bertanggung jawab, adil, dan mempunyai 
integritas yang tinggi.

(2) 	 Advokat yang telah diangkat berdasarkan persyaratan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan praktiknya dengan 
mengkhususkan diri pada bidang tertentu sesuai dengan persyaratan 
yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.
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Bagian  Kedua
Sumpah

 
Pasal  4

(1)  	Sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah 
menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di 
sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya.

(2) 	 Sumpah atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), lafalnya 
sebagai berikut:

         “Demi Allah saya bersumpah/saya berjanji:
-   	bahwa saya akan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila 

sebagai dasar negara dan Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia;

-   	bahwa saya untuk memperoleh profesi ini, langsung atau tidak 
langsung dengan menggunakan nama atau cara apapun juga, 
tidak memberikan atau menjanjikan barang sesuatu kepada 
siapapun juga;

-   	bahwa saya dalam melaksanakan tugas profesi sebagai pemberi 
jasa hukum akan bertindak jujur, adil, dan bertanggung jawab 
berdasarkan hukum dan keadilan;

- 	 bahwa saya dalam melaksanakan tugas profesi di dalam atau 
di luar pengadilan tidak akan memberikan atau menjanjikan 
sesuatu kepada hakim, pejabat pengadilan atau pejabat lainnya 
agar memenangkan atau menguntungkan bagi perkara Klien 
yang sedang atau akan saya tangani;

-   	bahwa saya akan menjaga tingkah laku saya dan akan 
menjalankan kewajiban saya sesuai dengan kehormatan, 
martabat, dan tanggung jawab saya sebagai Advokat;

-	 bahwa saya tidak akan menolak untuk melakukan pembelaan 
atau memberi jasa hukum di dalam suatu perkara yang menurut 
hemat saya merupakan bagian daripada tanggung jawab profesi 
saya sebagai seorang Advokat.

(3)	 Salinan berita acara sumpah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
oleh Panitera Pengadilan Tinggi yang bersangkutan dikirimkan 
kepada Mahkamah Agung, Menteri, dan Organisasi Advokat.
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Bagian Ketiga
Status

 
Pasal  5

(1)	 Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri 
yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan.

(2)  	Wilayah kerja Advokat meliputi seluruh wilayah negara Republik 
Indonesia.

Bagian Keempat
Penindakan

 
Pasal  6

Advokat dapat dikenai tindakan dengan alasan:
a.    mengabaikan atau menelantarkan kepentingan kliennya;
b.    berbuat atau bertingkah laku yang tidak patut terhadap lawan atau 

rekan seprofesinya;
c.    bersikap,  bertingkah laku, bertutur  kata, atau mengeluarkan 

pernyataan yang menunjukkan sikap tidak hormat terhadap hukum, 
peraturan perundang-undangan, atau pengadilan;

d.	 berbuat hal-hal yang bertentangan dengan kewajiban, kehormatan, 
atau harkat dan martabat profesinya;

e.	 melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan 
dan atau perbuatan tercela;

f.	 melanggar sumpah/janji Advokat dan/atau kode etik profesi 
Advokat.

 
Pasal 7

(1)	 Jenis tindakan yang dikenakan terhadap Advokat dapat berupa:
a.	 teguran lisan;
b.	 teguran tertulis;
c.	 pemberhentian sementara dari profesinya selama 3 (tiga) 

sampai 12 (dua belas) bulan;
d.	 pemberhentian tetap dari profesinya.

(2)	 Ketentuan tentang jenis dan tingkat perbuatan yang dapat dikenakan 
tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut 
dengan Keputusan Dewan Kehormatan Organisasi Advokat.

(3)	 Sebelum Advokat dikenai tindakan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), kepada yang bersangkutan diberikan kesempatan untuk 
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melakukan pembelaan diri.
 

Pasal  8
(1)	 Penindakan terhadap Advokat dengan jenis tindakan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, atau 
huruf d, dilakukan oleh Dewan Kehormatan Organisasi Advokat 
sesuai dengan kode etik profesi Advokat.

(2)	 Dalam  hal  penindakan  berupa   pemberhentian sementara 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c atau pemberhentian 
tetap dalam huruf d, Organisasi Advokat sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) menyampaikan putusan penindakan tersebut kepada 
Mahkamah Agung.

 
Bagian Kelima
Pemberhentian

 
Pasal  9

(1)	 Advokat dapat berhenti atau diberhentikan dari profesinya oleh 
Organisasi Advokat.

(2)	 Salinan Surat Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) disampaikan kepada Mahkamah Agung, Pengadilan 
Tinggi, dan lembaga penegak hukum lainnya.

 
Pasal  10

(1)	 Advokat berhenti atau dapat diberhentikan dari profesinya secara 
tetap karena alasan:
a.	 permohonan sendiri;
b.	 dijatuhi pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum 

tetap, karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan 
hukuman 4 (empat) tahun atau lebih; atau

c.	 berdasarkan keputusan Organisasi Advokat.
(2)	 Advokat yang diberhentikan berdasarkan ketentuan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), tidak berhak menjalankan profesi 
Advokat.

 
Pasal  11

Dalam hal Advokat dijatuhi pidana sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 10 ayat (1) huruf b yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, 
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Panitera Pengadilan Negeri menyampaikan salinan putusan tersebut 
kepada Organisasi Advokat.

 
BAB III

PENGAWASAN
 

Pasal 12
(1)	 Pengawasan terhadap Advokat dilakukan oleh Organisasi 

Advokat.
(2)	 Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan agar 

Advokat dalam menjalankan profesinya selalu menjunjung tinggi 
kode etik profesi Advokat dan peraturan perundang-undangan.  

 

Pasal 13
(1)	 Pelaksanaan pengawasan sehari-hari dilakukan oleh Komisi 

Pengawas yang dibentuk oleh Organisasi Advokat.
(2)	 Keanggotaan Komisi Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) terdiri atas unsur Advokat senior, para ahli/akademisi, dan 
masyarakat.

(3)	 Ketentuan mengenai tata cara pengawasan diatur lebih lanjut 
dengan keputusan Organisasi Advokat. 

 
BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN ADVOKAT

Pasal 14
Advokat bebas mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam 
membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang 
pengadilan dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan 
perundang-undangan.

 
Pasal 15

Advokat bebas dalam menjalankan tugas profesinya untuk membela 
perkara yang menjadi tanggung jawabnya dengan tetap berpegang pada 
kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan. 
 

Pasal 16
Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam 
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menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan 
pembelaan Klien dalam sidang pengadilan. 

 
Pasal 17

Dalam menjalankan profesinya, Advokat berhak memperoleh informasi, 
data, dan dokumen lainnya, baik dari instansi Pemerintah maupun pihak 
lain yang berkaitan dengan kepentingan tersebut yang diperlukan untuk 
pembelaan kepentingan Kliennya sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.

 
Pasal 18

(1)	 Advokat dalam menjalankan tugas profesinya dilarang membedakan 
perlakuan terhadap Klien berdasarkan jenis kelamin, agama, politik, 
keturunan, ras, atau latar belakang sosial dan budaya.

(2)	 Advokat tidak dapat diidentikkan dengan Kliennya dalam membela 
perkara Klien oleh pihak yang berwenang dan/atau masyarakat.

 
Pasal 19

(1)	 Advokat wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau 
diperoleh dari Kliennya karena hubungan profesinya, kecuali 
ditentukan lain oleh Undang-undang.

(2)	 Advokat berhak atas kerahasiaan hubungannya dengan Klien, 
termasuk perlindungan atas berkas dan dokumennya terhadap 
penyitaan atau pemeriksaan dan perlindungan terhadap penyadapan 
atas komunikasi elektronik Advokat. 

 
Pasal 20

(1)	 Advokat dilarang memegang jabatan lain yang bertentangan dengan 
kepentingan tugas dan martabat profesinya.

(2)  	Advokat dilarang memegang jabatan lain yang meminta 
pengabdian sedemikian rupa sehingga merugikan profesi Advokat 
atau mengurangi kebebasan dan kemerdekaan dalam menjalankan 
tugas profesinya.

(3)	 Advokat yang menjadi pejabat negara, tidak melaksanakan tugas 
profesi Advokat selama memangku jabatan tersebut.
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BAB V
HONORARIUM

 
Pasal 21

(1)	 Advokat berhak menerima Honorarium atas Jasa Hukum yang telah 
diberikan kepada Kliennya.

(2)	 Besarnya Honorarium atas Jasa Hukum sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) ditetapkan secara wajar berdasarkan persetujuan 
kedua belah pihak.

 
BAB VI

BANTUAN HUKUM CUMA-CUMA
 

Pasal 22
(1)	 Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma 

kepada pencari keadilan yang tidak mampu. 
(2)	 Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pemberian bantuan 

hukum secara cuma-cuma sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

 
BAB VII

ADVOKAT ASING
 

Pasal 23
(1)	 Advokat asing dilarang beracara di sidang pengadilan, berpraktik 

dan/atau membuka kantor jasa hukum atau perwakilannya di 
Indonesia.

(2)	 Kantor Advokat dapat mempekerjakan advokat asing sebagai 
karyawan atau tenaga ahli dalam bidang hukum asing atas izin 
Pemerintah dengan rekomendasi Organisasi Advokat.

(3)	 Advokat asing wajib memberikan jasa hukum secara cuma-cuma 
untuk suatu waktu tertentu kepada dunia pendidikan dan penelitian 
hukum.

(4)	 Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara memperkerjakan 
advokat asing serta kewajiban memberikan jasa hukum secara 
cuma-cuma kepada dunia pendidikan dan penelitian hukum diatur 
lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.
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Pasal 24
Advokat asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) tunduk 
kepada kode etik Advokat Indonesia dan peraturan perundang-
undangan.

BAB VIII
ATRIBUT

Pasal 25
Advokat yang menjalankan tugas dalam sidang pengadilan dalam 
menangani perkara pidana wajib mengenakan atribut sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan.

 
BAB IX

KODE ETIK DAN DEWAN KEHORMATAN ADVOKAT
 

Pasal 26
(1)	 Untuk menjaga martabat dan kehormatan profesi Advokat, disusun 

kode etik profesi Advokat oleh Organisasi Advokat.
(2)	 Advokat wajib tunduk dan mematuhi kode etik profesi Advokat 

dan ketentuan tentang Dewan Kehormatan Organisasi Advokat.
(3)	 Kode etik profesi Advokat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
(4)  	Pengawasan atas pelaksanaan kode etik profesi Advokat dilakukan 

oleh Organisasi Advokat.
(5)	 Dewan Kehormatan Organisasi Advokat memeriksa dan mengadili 

pelanggaran kode etik profesi Advokat berdasarkan tata cara Dewan 
Kehormatan Organisasi Advokat.

(6)	 Keputusan Dewan Kehormatan Organisasi Advokat tidak 
menghilangkan tanggung jawab pidana apabila pelanggaran 
terhadap kode etik profesi Advokat mengandung unsur pidana.

(7)	 Ketentuan mengenai tata cara memeriksa dan mengadili pelanggaran 
kode etik profesi Advokat diatur lebih lanjut dengan Keputusan 
Dewan Kehormatan Organisasi Advokat.

 
Pasal 27

(1)	 Organisasi Advokat membentuk Dewan Kehormatan Organisasi 
Advokat baik di tingkat Pusat maupun di tingkat Daerah.

(2)	 Dewan Kehormatan di tingkat Daerah mengadili pada tingkat 
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pertama dan Dewan Kehormatan di tingkat Pusat mengadili pada 
tingkat banding dan terakhir.

(3)	 Keanggotaan Dewan Kehormatan Organisasi Advokat sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur Advokat.

(4)	 Dalam mengadili sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dewan 
Kehormatan membentuk majelis yang susunannya terdiri atas 
unsur Dewan Kehormatan, pakar atau tenaga ahli di bidang hukum 
dan tokoh masyarakat.

(5)	 Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan, tugas, dan kewenangan 
Dewan Kehormatan Organisasi Advokat diatur dalam Kode Etik.

 
BAB X

ORGANISASI ADVOKAT
 

Pasal 28
(1)	 Organisasi Advokat merupakan satu-satunya wadah profesi 

Advokat yang bebas dan mandiri yang dibentuk sesuai dengan 
ketentuan Undang-Undang ini dengan maksud dan tujuan untuk 
meningkatkan kualitas profesi Advokat.

(2)	 Ketentuan mengenai susunan Organisasi Advokat ditetapkan 
oleh para Advokat dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah 
Tangga.

(3)	 Pimpinan Organisasi Advokat tidak dapat dirangkap dengan 
pimpinan partai politik, baik di tingkat Pusat maupun di tingkat 
Daerah.

Pasal  29
(1)	 Organisasi Advokat menetapkan dan menjalankan kode etik profesi 

Advokat bagi para anggotanya.
(2)	 Organisasi Advokat harus memiliki buku daftar anggota.
(3)	 Salinan buku daftar anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

disampaikan kepada Mahkamah Agung dan Menteri.
(4)	 Setiap 1 (satu) tahun Organisasi Advokat melaporkan pertambahan 

dan/atau perubahan jumlah anggotanya kepada Mahkamah Agung 
dan Menteri.

(5)	 Organisasi Advokat menetapkan kantor Advokat yang diberi 
kewajiban menerima calon Advokat yang akan melakukan magang 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g.
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(6)	 Kantor Advokat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib 
memberikan pembimbingan, pelatihan, dan kesempatan praktik 
bagi calon advokat yang melakukan magang.

 
Pasal 30

(1)	 Advokat yang dapat menjalankan pekerjaan profesi Advokat adalah 
yang diangkat sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini. 

(2)	 Setiap Advokat yang diangkat berdasarkan Undang-Undang ini 
wajib menjadi anggota Organisasi Advokat.

 
BAB XI

KETENTUAN PIDANA
 

Pasal 31
Setiap orang yang dengan sengaja menjalankan pekerjaan profesi 
Advokat dan bertindak seolah-olah sebagai Advokat, tetapi bukan 
Advokat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, dipidana 
dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling 
banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta) rupiah.
 

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

 
Pasal 32

(1)	 Advokat, penasihat hukum, pengacara praktik dan konsultan 
hukum yang telah diangkat pada saat Undang-undang ini mulai 
berlaku, dinyatakan sebagai Advokat sebagaimana diatur dalam 
Undang-Undang ini.

(2)	 Pengangkatan sebagai pengacara praktik yang pada saat Undang-
Undang ini mulai berlaku masih dalam proses penyelesaian, 
diberlakukan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 
ini.

(3)	 Untuk sementara tugas dan wewenang Organisasi Advokat 
sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini, dijalankan 
bersama oleh Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN), Asosiasi 
Advokat Indonesia (AAI), Ikatan Penasihat Hukum Indonesia 
(IPHI), Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI), Serikat 
Pengacara Indonesia (SPI), Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia 
(AKHI), Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM) dan 
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Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI).
(4)	 Dalam waktu paling lambat 2 (dua) tahun setelah berlakunya 

Undang-Undang ini, Organisasi Advokat telah terbentuk.
 

Pasal 33
Kode etik dan ketentuan tentang Dewan Kehormatan Profesi Advokat 
yang telah ditetapkan oleh Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN), Asosiasi 
Advokat Indonesia (AAI), Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (IPHI), 
Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI),  Serikat Pengacara 
Indonesia (SPI), Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI), dan 
Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM), pada tanggal 
23 Mei 2002 dinyatakan mempunyai kekuatan hukum secara mutatis 
mutandis menurut Undang-Undang ini sampai ada ketentuan yang 
baru yang dibuat oleh Organisasi Advokat.

 
BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP
 

Pasal 34
Peraturan pelaksanaan yang mengatur mengenai Advokat, tetap 
berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum dibentuk atau diganti 
dengan peraturan perundang-undangan yang baru sebagai pelaksanaan 
Undang-Undang ini.

Pasal 35
Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, maka:
1.	 Reglement op de Rechterlijke Organisatie en het Beleid der Justitie 

in Indonesie (Stb. 1847 Nomor 23 jo. Stb. 1848 Nomor 57), Pasal 185 
sampai Pasal 192 dengan segala perubahan dan penambahannya;

2.	 Bepalingen betreffende het kostuum der Rechterlijke Ambtenaren 
dat der Advokaten, procureurs en Deuwaarders (Stb. 1848 Nomor 
8);

3.	 Bevoegdheid departement hoofd in burgelijke zaken van land (Stb. 
1910 Nomor 446 jo. Stb. 1922 Nomor 523); dan

4.	 Vertegenwoordiging van de land in rechten (K.B.S 1922 Nomor 
522);

	 dinyatakan tidak berlaku lagi.
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Pasal 36
Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara 
Republik Indonesia.
 

                                                                        Telah disahkan
pada tanggal 5 April 2003

 
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

 Ttd
MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 5 April 2003
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
BAMBANG KESOWO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2003 
NOMOR 49
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PENJELASAN 
ATAS

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR  18  TAHUN 2003

TENTANG
ADVOKAT

 
I.	U MUM      

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
menentukan secara tegas bahwa negara Indonesia adalah negara 
hukum. Prinsip negara hukum menuntut antara lain adanya jaminan 
kesederajatan bagi setiap orang di hadapan hukum (equality before 
the law). Oleh karena itu, Undang-Undang Dasar juga menentukan 
bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan 
dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di 
hadapan hukum.

Dalam usaha mewujudkan prinsip-prinsip negara hukum dalam 
kehidupan bermasyarakat dan bernegara, peran dan fungsi Advokat 
sebagai profesi yang bebas, mandiri dan bertanggung jawab 
merupakan hal yang penting, di samping lembaga peradilan dan 
instansi penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan. Melalui 
jasa hukum yang diberikan, Advokat menjalankan tugas profesinya 
demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk kepentingan  
masyarakat   pencari   keadilan,   termasuk   usaha memberdayakan 
masyarakat dalam menyadari hak-hak fundamental mereka di 
depan hukum. Advokat sebagai salah satu unsur sistem peradilan 
merupakan salah satu pilar dalam menegakkan supremasi hukum 
dan hak asasi manusia.

Selain dalam proses peradilan, peran Advokat juga terlihat di 
jalur profesi di luar pengadilan. Kebutuhan jasa hukum Advokat di 
luar proses peradilan pada saat   sekarang     semakin   meningkat,   
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sejalan     dengan     semakin     berkembangnya kebutuhan hukum 
masyarakat terutama dalam memasuki kehidupan yang semakin 
terbuka dalam pergaulan antarbangsa. Melalui pemberian jasa 
konsultasi, negosiasi maupun dalam pembuatan kontrak-kontrak 
dagang, profesi Advokat ikut memberi sumbangan berarti bagi 
pemberdayaan masyarakat serta pembaharuan hukum nasional 
khususnya di bidang ekonomi dan perdagangan, termasuk dalam 
penyelesaian sengketa di luar pengadilan.

Kendati keberadaan dan fungsi Advokat sudah berkembang 
sebagaimana dikemukakan, peraturan perundang-undangan yang 
mengatur institusi Advokat sampai saat dibentuknya Undang-
undang ini masih berdasarkan pada peraturan perundang-
undangan peninggalan zaman kolonial, seperti ditemukan dalam 
Reglement op de Rechterlijke Organisatie en het Beleid der Justitie 
in Indonesie (Stb. 1847 : 23 jo. Stb. 1848 : 57), Pasal 185 sampai Pasal 
192 dengan segala perubahan dan penambahannya kemudian, 
Bepalingen betreffende het kostuum der Rechterlijke Ambtenaren 
dat der Advokaten, procureurs en Deuwaarders (Stb. 1848 : 8), 
Bevoegdheid departement hoofd in burgelijke zaken van land (Stb. 
1910:446 jo. Stb. 1922:523), dan Vertegenwoordiging van de land  in 
rechten (K.B.S 1922 : 522).

Untuk menggantikan peraturan perundang-undangan yang 
diskriminatif dan yang sudah tidak sesuai lagi dengan sistem 
ketatanegaraan yang berlaku, serta sekaligus untuk memberi 
landasan yang kokoh pelaksanaan tugas pengabdian Advokat 
dalam kehidupan masyarakat, maka dibentuk Undang-Undang 
ini sebagaimana diamanatkan pula dalam Pasal 38 Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok 
Kekuasaan Kehakiman, sebagaimana diubah dengan Undang-
Undang Nomor 35 Tahun 1999. 

Dalam Undang-undang ini diatur secara komprehensif berbagai 
ketentuan penting yang melingkupi profesi Advokat, dengan tetap 
mempertahankan prinsip kebebasan dan kemandirian Advokat, 
seperti dalam pengangkatan, pengawasan, dan penindakan serta 
ketentuan bagi pengembangan organisasi Advokat yang kuat di 
masa mendatang. Di samping itu diatur pula berbagai prinsip 
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dalam penyelenggaraan tugas profesi Advokat khususnya dalam 
peranannya dalam menegakkan keadilan serta terwujudnya prinsip-
prinsip negara hukum pada umumnya.

 
II.	 PASAL DEMI PASAL

 
Pasal 1
          Cukup jelas.

Pasal 2
         Ayat (1)
                  Yang dimaksud dengan “berlatar belakang pendidikan 

tinggi hukum” adalah lulusan fakultas hukum, 
fakultas syariah, perguruan tinggi hukum militer, 
dan perguruan tinggi ilmu kepolisian.

Ayat (2)
          	 Cukup jelas.

Ayat (3)
          	 Cukup jelas. 

Pasal 3
         Ayat (1)
                  Huruf a
                           Cukup jelas.
                  Huruf b

Yang dimaksud dengan “bertempat tinggal di 
Indonesia” adalah bahwa pada waktu seseorang 
diangkat sebagai advokat, orang tersebut harus 
bertempat tinggal di Indonesia. Persyaratan 
tersebut tidak mengurangi kebebasan seseorang 
setelah diangkat sebagai advokat untuk bertempat 
tinggal dimanapun.

                  Huruf c
Yang dimaksud dengan “pegawai negeri” 
dan “pejabat negara”, adalah pegawai negeri 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) 
dan “pejabat negara” sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 
43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-
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Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-
pokok Kepegawaian.
Dalam Pasal 2 ayat (1) ditentukan bahwa Pegawai 
Negeri terdiri dari:

a.	 Pegawai Negeri Sipil;
b.	 Anggota Tentara Nasional Indonesia; dan
c.	 Anggota Kepolisian Negara Republik 

Indonesia.

Dalam Pasal 11 ayat (1) ditentukan bahwa Pejabat 
Negara terdiri dari:

a.	 Presiden dan Wakil Presiden;
b.	 Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Majelis 

Permusyawaratan Rakyat;
c.	 Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat;
d.	 Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, dan 

Hakim Agung pada Mahkamah Agung, 
serta Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim pada 
semua Badan Peradilan;

e.	 Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan 
Pertimbangan Agung;

f.	 Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Badan 
Pemeriksa Keuangan;

g.	 Menteri,    dan    jabatan yang setingkat 
Menteri;

h.	 Kepala Perwakilan Republik Indonesia di 
luar negeri yang berkedudukan sebagai 
Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa 
Penuh;

i.	 Gubernur dan Wakil Gubernur;
j.	 Bupati/Walikota  dan    Wakil Bupati/

Wakil Walikota; dan
k.	 Pejabat Negara lainnya yang ditentukan 

oleh Undang-undang.
Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam 
huruf c mencakup Dewan Perwakilan Daerah dan 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
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                  Huruf d
                           Cukup jelas.
                  Huruf e
                           Cukup jelas.
                  Huruf f

Yang dimaksud dengan “Organisasi Advokat” 
dalam ayat ini adalah Organisasi Advokat yang 
dibentuk sesuai dengan ketentuan Pasal 32 ayat 
(4) Undang-undang ini.

                 
                  Huruf g

Magang dimaksudkan agar calon advokat dapat 
memiliki pengalaman praktis yang mendukung 
kemampuan, keterampilan, dan etika dalam 
menjalankan profesinya. Magang dilakukan 
sebelum calon Advokat diangkat sebagai Advokat 
dan dilakukan di kantor advokat. 
Magang tidak harus dilakukan pada satu kantor 
advokat, namun yang penting bahwa magang 
tersebut dilakukan secara terus menerus dan 
sekurang-kurangnya selama 2 (dua) tahun.  

                  Huruf h
                           Cukup jelas.
                  Huruf i
                           Cukup jelas.
         

Ayat (2)
                  Cukup jelas.
 
Pasal 4
         Cukup jelas.

Pasal 5
         Ayat (1)
    	 Yang dimaksud dengan “Advokat berstatus sebagai 

penegak hukum” adalah Advokat sebagai salah satu 
perangkat dalam proses peradilan yang mempunyai 
kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya 
dalam menegakkan hukum dan keadilan.
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      	 Yang dimaksud dengan “bebas” adalah sebagaimana 
dirumuskan dalam penjelasan Pasal 14.

         Ayat (2)
Dalam hal Advokat membuka atau pindah kantor dalam 
suatu wilayah negara Republik Indonesia, Advokat 
wajib memberitahukan kepada Pengadilan Negeri, 
Organisasi Advokat, dan Pemerintah Daerah setempat.

Pasal 6
         Huruf a
                  Cukup jelas.
      
         Huruf b
                  Cukup jelas.
         Huruf c

Ketentuan dalam huruf c ini, berlaku bagi Advokat baik 
di dalam maupun di luar Pengadilan. Hal ini, sebagai 
konsekuensi status advokat sebagai penegak hukum, 
di manapun berada harus menunjukkan sikap hormat 
terhadap hukum, peraturan perundang-undangan, 
atau pengadilan.

         Huruf d
                  Cukup jelas.
         Huruf e
                  Cukup jelas.
         Huruf f
                  Cukup jelas.
 
Pasal 7
          Cukup jelas.
 
Pasal 8
          Cukup jelas.

Pasal 9
         Ayat (1)
                  Cukup jelas.
         Ayat (2)
    	 Yang dimaksud dengan “penegak hukum lainnya” 

adalah Pengadilan Tinggi untuk semua lingkungan 
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peradilan, Kejaksaan, dan Kepolisian Negara Republik 
Indonesia, yang wilayah hukumnya meliputi tempat 
kedudukan Advokat.

 
Pasal 10
          Cukup jelas.
 
Pasal 11
          Cukup jelas.

Pasal 12
         Ayat (1)
                  Cukup jelas. 
        Ayat (2)
      	 Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-

undangan” adalah peraturan perundang-undangan 
yang mengatur mengenai Advokat.

Pasal 13
          Cukup jelas. 

Pasal 14
	 Yang dimaksud dengan “bebas” adalah tanpa tekanan, 

ancaman, hambatan, tanpa rasa takut, atau perlakuan yang 
merendahkan harkat martabat profesi. Kebebasan tersebut 
dilaksanakan sesuai dengan kode etik profesi dan peraturan 
perundang-undangan. 

Pasal 15
	 Ketentuan ini mengatur mengenai kekebalan Advokat dalam 

menjalankan tugas profesinya untuk kepentingan kliennya 
di luar sidang pengadilan dan dalam mendampingi kliennya 
pada dengar pendapat di lembaga perwakilan rakyat.

 
Pasal 16
	 Yang dimaksud dengan “iktikad baik” adalah menjalankan 

tugas profesi demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum 
untuk membela kepentingan kliennya.

	 Yang dimaksud dengan “sidang pengadilan” adalah sidang 
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pengadilan dalam setiap tingkat pengadilan di semua 
lingkungan peradilan.

Pasal 17
          Cukup jelas. 

Pasal 18
          Cukup jelas. 

Pasal 19
          Cukup jelas. 

Pasal 20
         Ayat (1)
                  Cukup jelas.
         Ayat (2)
                  Cukup jelas.  
           Ayat (3)
              	 Ketentuan dalam ayat ini tidak mengurangi hak 

dan hubungan perdata Advokat tersebut dengan 
kantornya. 

Pasal 21
         Ayat (1)
                  Cukup jelas.
         Ayat (2)
	 Yang dimaksud dengan “secara wajar” adalah dengan 

memperhatikan resiko, waktu, kemampuan, dan 
kepentingan klien.

 
Pasal 22
          Cukup jelas. 

Pasal 23
         Ayat (1)
                  Cukup jelas.
         Ayat (2)
	 Yang dimaksud dengan “hukum asing” adalah hukum 

dari negara asalnya dan/atau hukum internasional di 
bidang bisnis dan arbitrase.
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         Ayat (3)
                  Cukup jelas.
         Ayat (4)
                  Cukup jelas.
 
Pasal 24
          Cukup jelas.

Pasal 25
          Cukup jelas.

Pasal 26
          Cukup jelas. 

Pasal 27
         Ayat (1)
                  Cukup jelas.
         Ayat (2)
                  Cukup jelas.
         Ayat (3)
                  Cukup jelas.
         Ayat (4)
	 Yang dimaksud dengan “tokoh masyarakat” antara 

lain ahli agama dan/atau ahli etika.
         Ayat (5)
                  Cukup jelas.
 
Pasal 28
         Ayat (1)
                  Cukup jelas. 
         Ayat (2)
                  Cukup jelas.
         Ayat (3)
	 Yang dimaksud dengan “pimpinan partai politik” 

adalah pengurus partai politik.
 
Pasal 29
          Cukup jelas.
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Pasal 30
          Cukup jelas. 

Pasal 31
          Cukup jelas.

Pasal 32
          Cukup jelas.

Pasal 33
          Cukup jelas.

Pasal 34
          Cukup jelas.

Pasal 35
          Cukup jelas.

Pasal 36 
          Cukup jelas.

 
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA  REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 4288
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2. Kementerian Pemberdayaan Perempuan 
dan Perlindungan Anak
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Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan 1.	
Perlindungan Anak

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 
diatur dalam Pasal 594 sampai dengan Pasal 610 Peraturan Presiden 
Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi 
Kementerian Negara dan Eselon 1. 

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak diatur 
dalam Pasal 594 sampai dengan Pasal 610 Peraturan Presiden Nomor 
24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian 
Negara dan Eselon 1. Ketentuan lengkapnya adalah sebagai berikut:

Bagian Keempat
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

 
Pasal 594

(1)	 Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

(2)	 Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 
dipimpin oleh Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan 
Perlindungan Anak.

Pasal 595
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 
mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang pemberdayaan 
perempuan dan perlindungan anak dalam pemerintahan untuk 
membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Pasal 596
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 595, 
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 
menyelenggarakan fungsi:
a.	 perumusan dan penetapan kebijakan di bidang pemberdayaan 

perempuan dan perlindungan anak;
b.	 koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang 

pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
c.	 pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung 

jawab Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 
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Anak; dan
d.	 pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Pasal 597
Susunan organisasi eselon I Kementerian Pemberdayaan Perempuan 
dan Perlindungan Anak terdiri atas:
a.	 Sekretariat Kementerian;
b.	 Deputi Bidang Pengarusutamaan Gender Bidang Ekonomi;
c.	 Deputi Bidang Pengarusutamaan Gender Bidang Politik, Sosial dan 

Hukum;
d.	 Deputi Bidang Perlindungan Perempuan;
e.	 Deputi Bidang Perlindungan Anak;
f.	 Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak;
g.	 Staf Ahli Bidang Penanggulangan Kemiskinan;
h.	 Staf Ahli Bidang Pengembangan Sistem Informasi Manajemen;
i.	 Staf Ahli Bidang Hubungan Internasional;
j.	 Staf Ahli Bidang Komunikasi Pembangunan; dan
k.	 Staf Ahli Bidang Agama.

Pasal 598
Sekretariat Kementerian mempunyai tugas melaksanakan koordinasi 
pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi 
kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Pemberdayaan 
Perempuan dan Perlindungan Anak.

Pasal 599
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 598, 
Sekretariat Kementerian menyelenggarakan fungsi:
a.	 koordinasi kegiatan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak;
b.	 koordinasi dan penyusunan rencana dan program Kementerian 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
c.	 pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi 

ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, arsip 
dan dokumentasi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan 
Perlindungan Anak;

d.	 pembinaan dan penyelenggaraan organisasi dan tata laksana, kerja 
sama, dan hubungan masyarakat;
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e.	 koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan dan 
bantuan hukum;

f.	 penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara; dan
g.	 pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri Negara 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Pasal 600
Deputi Bidang Pengarusutamaan Gender Bidang Ekonomi mempunyai 
tugas menyiapkan perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan 
kebijakan pengarusutamaan gender di bidang ekonomi.

Pasal 601
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
600, Deputi Bidang Pengarusutamaan Gender Bidang Ekonomi 
menyelenggarakan fungsi:
a.	 penyiapan perumusan kebijakan pengarusutamaan gender di 

bidang ekonomi;
b.	 koordinasi pelaksanaan kebijakan pengarusutamaan gender di 

bidang ekonomi;
c.	 pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau 

kegiatan pengarusutamaan gender di bidang ekonomi; dan
d.	 pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri Negara 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Pasal 602
Deputi Bidang Pengarusutamaan Gender Bidang Politik, Sosial, dan 
Hukum mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan dan 
koordinasi pelaksanaan kebijakan pengarusutamaan gender di bidang 
politik, sosial, dan hukum.

Pasal 603
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 602, 
Deputi Bidang Pengarusutamaan Gender Bidang Politik, Sosial, dan 
Hukum menyelenggarakan fungsi:
a.	 penyiapan perumusan kebijakan pengarusutamaan gender di 

bidang politik, sosial, dan hukum;
b.	 koordinasi pelaksanaan kebijakan pengarusutamaan gender di 

bidang politik, sosial, dan hukum;
c.	 pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau 
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kegiatan pengarusutamaan gender di bidang politik, sosial, dan 
hukum; dan

d.	 pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri Negara 
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Pasal 604
Deputi Bidang Perlindungan Perempuan mempunyai tugas menyiapkan 
perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang 
perlindungan perempuan.

Pasal 605
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 604, 
Deputi Bidang Perlindungan Perempuan menyelenggarakan fungsi:
a.	 penyiapan perumusan kebijakan di bidang perlindungan 

perempuan;
b.	 koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan 

perempuan;
c.	 pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau 

kegiatan di bidang perlindungan perempuan; dan
d.	 pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri Negara 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Pasal 606
Deputi Bidang Perlindungan Anak mempunyai tugas menyiapkan 
perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang 
perlindungan anak.

Pasal 607
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 606, 
Deputi Bidang Perlindungan Anak menyelenggarakan fungsi:
a.	 penyiapan perumusan kebijakan di bidang perlindungan anak;
b.	 koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan anak;
c.	 pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau 

kegiatan di bidang perlindungan anak; dan
d.	 pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri Negara 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Pasal 608
Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak mempunyai tugas menyiapkan 
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perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang 
tumbuh kembang anak.

Pasal 609
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 608, 
Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak menyelenggarakan fungsi:
a.	 penyiapan perumusan kebijakan di bidang tumbuh kembang anak;
b.	 koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang tumbuh kembang anak.
c.	 pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau 

kegiatan tumbuh kembang anak; dan
d.	 pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri Negara 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Pasal 610
(1)	 Staf Ahli Bidang Penanggulangan Kemiskinan mempunyai tugas 

memberikan telaahan kepada Menteri Negara Pemberdayaan 
Perempuan dan Perlindungan Anak mengenai masalah 
penanggulangan kemiskinan yang responsif gender dan peduli 
anak.

(2)	 Staf Ahli Bidang Pengembangan Sistem Informasi Manajemen 
mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Menteri Negara 
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengenai 
masalah pengembangan sistem informasi manajemen dan data 
gender dan anak.

(3)	 Staf Ahli Bidang Hubungan Internasional mempunyai tugas 
memberikan telaahan kepada Menteri Negara Pemberdayaan 
Perempuan dan Perlindungan Anak mengenai masalah hubungan 
internasional untuk pembangunan gender, pemberdayaan 
perempuan, dan perlindungan anak.

(4)	 Staf Ahli Bidang Komunikasi Pembangunan mempunyai tugas 
memberikan telaahan kepada Menteri Negara Pemberdayaan 
Perempuan dan Perlindungan Anak mengenai masalah komunikasi 
pembangunan terkait pembangunan gender, pemberdayaan 
perempuan, dan perlindungan anak.

(5)	 Staf Ahli Bidang Agama mempunyai tugas memberikan 
telaahan kepada Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan 
Perlindungan Anak mengenai masalah gender dan nilai-nilai anak 
dalam ajaran agama.



Lembaga Hak Asasi Manusia  
dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
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Lembaga Hak Asasi Manusia  dan Lembaga 1.	
Perlindungan Saksi dan Korban

a)   Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dibentuk 
berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak 
Asasi Manusia, yaitu dalam Pasal 75 sampai dengan Pasal 99 (lihat 
halaman 32 s/d 40).
Dalam Undang-Undang ini diatur Tujuan Komisi Nasional Hak Asasi 
Manusia, Asas, Keanggotaan, Pemberhentian Anggota, Tata Cara 
Pemilihan dan Pengangkatan, Hak dan Kewajiban Anggota, Fungsi, 
Pemeriksaan atas Pengaduan, dan Anggaran dari Komnas HAM. 

b)	 Komisi Perlindungan Anak Indonesia
Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dibentuk berdasarkan 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, 
yaitu dalam Pasal 74 sampai dengan Pasal 76 (lihat halaman 305). 
Dalam Undang-Undang ini diatur Keanggotaan dan Tugas dari 
Komisi Perlindungan Anak Indonesia. 

c)	L embaga Perlindungan Saksi dan Korban 
Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dibentuk 
berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Perlindungan Saksi dan Korban, yaitu Pasal 11 sampai Pasal 27 
(lihat halaman 166-170). 
Dalam Undang-Undang ini Pengaturan tentang LPSK mencakup 
hal Umum, Kelembagaan, Pengangkatan dan Pemberhentian, 
Pengambilan Keputusan dan Pembiayaan.

d) 	 Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan
Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas 
Perempuan) dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 181 
Tahun 1998 tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap 
Perempuan dan diperbaharui dengan Peraturan Presiden Nomor 
65 Tahun 2008 tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap 
Perempuan.
Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2005 tentang Komisi 
Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan mengatur perihal  
Pembentukan Komnas Perempuan, Tujuan dan Asas, Tugas, 
Organisasi, Tata Kerja dan Pembiayaan. 



Peraturan Presiden Republik Indonesia 
Nomor  65  Tahun  2005

Tentang

Komisi Nasional Anti Kekerasan 
Terhadap Perempuan
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PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR  65  TAHUN  2005

TENTANG
KOMISI NASIONAL

ANTI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Presiden Republik Indonesia,

Menimbang :    a.	 bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 menjamin semua warga 
Negara mempunyai kedudukan yang sama di 
dalam hukum dan pemerintahan;

 b.   	bahwa berdasarkan Pancasila, Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 
Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk 
Diskriminasi Terhadap Wanita Tahun 1979 
(Convention on The Elimination of All Forms of 
Discrimination Against Women), dan Konvensi 
Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau 
Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, 
atau Merendahkan Martabat Wanita (Convention 
Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading 
Treatment or Punishment), dan Deklarasi Perserikatan 
Bangsa-Bangsa 1993 tentang Penghapusan Kekerasan 
Terhadap Perempuan, segala bentuk kekerasan 
terhadap perempuan merupakan salah satu bentuk 
pelanggaran atas hak-hak asasi manusia;

c.   	 bahwa sesuai dengan prinsip-prinsip negara 
berdasar atas hukum, upaya yang dilakukan dalam 
rangka mencegah terjadinya dan menghapus segala 
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bentuk kekerasan terhadap perempuan perlu lebih 
ditingkatkan dan diwujudkan secara nyata;

d.    bahwa      segala      bentuk      kekerasan terhadap 
perempuan merupakan salah satu bentuk 
pelanggaran atas hak-hak asasi manusia;

e.   	 bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, 
huruf b, huruf c, dan huruf d, dipandang perlu 
menyempurnakan Keputusan Presiden Nomor 181 
Tahun 1998 tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan 
Terhadap Perempuan;

Mengingat   :   1.   Pasal 4 ayat (1), Pasal 27, Pasal 28 B ayat (2), Pasal 28 
G ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28 I ayat (1), ayat (2), 
ayat (4), dan ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945;

2.  	 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang 
Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan 
Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita 
(Convention on the Elimination of All Forms of 
Discrimination Against Women) (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3277); 

3.  	 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang 
Pengesahan Convention Against Torture and Other 
Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment 
(Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan 
atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak 
Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia) 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 
Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3783); 

MEMUTUSKAN :

Menetapkan  :	 PERATURAN PRESIDEN TENTANG KOMISI 
NASIONAL ANTI KEKERASAN TERHADAP 
PEREMPUAN. 
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BAB I
PEMBENTUKAN

Pasal 1
Dalam rangka pencegahan dan penanggulangan masalah kekerasan 
terhadap perempuan serta penghapusan segala bentuk tindak kekerasan 
yang dilakukan terhadap perempuan, dibentuk Komisi Nasional Anti 
Kekerasan Terhadap Perempuan.

BAB II
TUJUAN DAN ASAS

Pasal 2
Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan bertujuan :
a.	 mengembangkan kondisi yang kondusif bagi penghapusan segala 

bentuk kekerasan terhadap perempuan dan penegakan hak-hak 
asasi manusia perempuan di Indonesia;

b.	 meningkatkan upaya pencegahan dan penanggulangan segala 
bentuk kekerasan terhadap perempuan dan perlindungan hak-hak 
asasi manusia perempuan.

Pasal 3
Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan berasaskan 
Pancasila dan bersifat independen.

BAB III
TUGAS

Pasal 4
Untuk mewujudkan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, 
Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan mempunyai 
tugas:
a.	 menyebarluaskan pemahaman atas segala bentuk kekerasan 

terhadap perempuan Indonesia dan upaya-upaya pencegahan 
dan penanggulangan serta penghapusan segala bentuk kekerasan 
terhadap perempuan;

b.	 melaksanakan pengkajian dan penelitian terhadap berbagai 
peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berbagai 
instrumen internasional yang relevan bagi perlindungan hak-hak 
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asasi manusia perempuan;
c.	 melaksanakan pemantauan, termasuk pencarian fakta dan 

pendokumentasian tentang segala bentuk kekerasan terhadap 
perempuan dan pelanggaran hak asasi manusia perempuan serta 
penyebarluasan hasil pemantauan kepada publik dan pengambilan 
langkah-langkah yang mendorong pertanggungjawaban dan 
penanganan;

d.	 memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah, lembaga 
legislatif dan yudikatif serta organisasi-organisasi masyarakat 
guna mendorong penyusunan dan pengesahan kerangka hukum 
dan kebijakan yang mendukung upaya-upaya pencegahan dan 
penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan 
Indonesia serta perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak-hak 
asasi manusia perempuan;

e.	 mengembangkan kerja sama regional dan internasional guna 
meningkatkan upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan 
segala bentuk kekerasan terhadap perempuan Indonesia serta 
perlindungan, penegakan dan pemajuan hak-hak asasi manusia 
perempuan.

 
BAB IV

ORGANISASI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5
Susunan organisasi Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap 
Perempuan terdiri dari :
a.	 Komisi Paripurna; 
b.	 Badan Pekerja.

Bagian Kedua
Komisi Paripurna

Paragraf 1
Umum

Pasal 6
Komisi Paripurna merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam 
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Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan.

Pasal 7
Komisi Paripurna mempunyai tugas:
a.	 Melaksanakan tugas Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap 

Perempuan yang ditetapkan; 
b.	 Menyusun dan menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah 

Tangga Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan.
 

Paragraf 2
Keanggotaan

Pasal 8
Susunan keanggotaan Komisi Paripurna terdiri dari:
a.	 Ketua;
b.	 Wakil Ketua; 
c.	 Anggota.
 

Pasal 9
(1)	 Wakil Ketua terdiri dari paling banyak 2 (dua) orang.
(2)	 Anggota Komisi Paripurna terdiri dari paling banyak 19 (sembilan 

belas) orang. 
 

Pasal 10
(1)	 Anggota Komisi Paripurna yang menduduki jabatan Ketua dan 

Wakil Ketua dalam susunan keanggotaan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 8, dipilih sendiri secara musyawarah oleh Anggota 
Komisi Paripurna.

(2)	 Ketentuan mengenai tata cara pemilihan Ketua dan Wakil Ketua 
oleh Anggota Komisi Paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga 
Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan.

 
Paragraf 3

Sub Komisi

Pasal 11
(1)	 Dalam melaksanakan tugasnya, Komisi Paripurna dapat membentuk 

Sub Komisi sesuai dengan kebutuhan.
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(2)	 Masing-masing Sub Komisi terdiri dari paling banyak 4 (empat) 
Anggota. 

(3)  	Keanggotaan Sub Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dipilih dari Anggota Komisi Paripurna.

(4)  	Ketentuan mengenai tugas dan tata cara pengangkatan keanggotaan 
Sub Komisi diatur lebih lanjut oleh Ketua Komisi Paripurna.

 
Paragraf 4

Persyaratan Keanggotaan

Pasal 12
Keanggotaan Komisi Paripurna merupakan tokoh-tokoh yang:
a.	 telah aktif memperjuangkan hak asasi manusia dan/atau memajukan 

kepentingan perempuan;
b.	 mengakui adanya masalah ketimpangan jender;
c.	 menghargai pluralitas agama dan ras/etnisitas dan peka terhadap 

perbedaan kelas ekonomi;
d.	 peduli terhadap upaya pencegahan dan penghapusan segala bentuk 

tindak kekerasan terhadap perempuan Indonesia.

Pasal 13
Ketentuan mengenai masa jabatan, tata cara pengangkatan dan 
pemberhentian Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Komisi Paripurna 
diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Komisi 
Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan dengan memperhatikan 
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 

Bagian Ketiga
Badan Pekerja

Pasal 14
Badan Pekerja dipimpin oleh Sekretaris Jenderal.

Pasal 15
Badan Pekerja mempunyai tugas memberikan dukungan staf,  
administrasi, dan pemikiran kepada Komisi Paripurna dalam melaksa-
nakan tugas Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan.
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Pasal 16
(1)  Badan Pekerja terdiri dari paling banyak:

a.   5 (lima) Koordinator Bidang;
b.   5 (lima) Koordinator Sub Komisi.

(2)  	Masing-masing Koordinator Bidang terdiri dari 2 (dua) Asisten 
Koordinator Bidang.

(3)  	Masing-masing Koordinator Sub Komisi terdiri dari 2 (dua) Asisten 
Koordinator Sub Komisi.

(4) 	 Asisten Koordinator Bidang dan Asisten Koordinator Sub Komisi 
dapat diperbantukan Staf Pelaksana yang meliputi Staf Divisi, Staf 
Pendukung, dan Staf Pembantu Umum.

(5)  	Jumlah Staf Pelaksana di lingkungan Komisi Nasional Anti 
Kekerasan Terhadap Perempuan secara keseluruhan paling banyak 
15 (lima belas) orang.

Pasal 17
(1)  Sekretaris Jenderal diangkat dan diberhentikan oleh Ketua dengan 

persetujuan Komisi Paripurna.
(2)  	Koordinator Bidang, Koordinator Sub Komisi, Asisten Koordinator 

Bidang, Asisten Koordinator Sub Komisi, dan Staf Pelaksana 
diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Jenderal.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 18
Komisi Paripurna mengadakan sidang secara berkala sekurang-
kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu sesuai 
dengan kebutuhan.

Pasal 19
Dalam melaksanakan tugasnya, Komisi Nasional Anti Kekerasan 
Terhadap Perempuan dapat melakukan kerja sama dengan pihak-pihak 
lain yang dipandang perlu, baik nasional maupun internasional. 
 

Pasal 20
Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan melaporkan 
hasil pelaksanaan tugasnya secara berkala kepada Presiden.
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BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 21
Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Komisi Nasional 
Anti Kekerasan Terhadap Perempuan dibebankan kepada Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara serta sumber lain yang sah sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22
Dengan berlakunya Peraturan Presiden ini, maka:
a.   	 Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan yang 

dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 181 Tahun 1998 
tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, 
dinyatakan sebagai Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap 
Perempuan menurut Peraturan Presiden ini; 

b.	 Semua kegiatan penanganan masalah anti kekerasan terhadap 
perempuan yang menjadi tugas Komisi Nasional Anti Kekerasan 
Terhadap Perempuan yang dibentuk berdasarkan Keputusan 
Presiden Nomor 181 Tahun 1998, tetap dilaksanakan penyelesaiannya 
oleh Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan 
berdasarkan Peraturan Presiden ini.

 
BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23
Rincian mengenai pelaksanaan tugas dan tata kerja Komisi Nasional 
Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, ditentukan lebih lanjut dalam 
Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Komisi Nasional Anti 
Kekerasan Terhadap Perempuan yang diputuskan dalam Sidang Komisi 
Paripurna.
 

Pasal 24
Dengan berlakunya Peraturan Presiden ini, maka Keputusan Presiden 
Nomor 181 Tahun 1998 tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan 
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Terhadap Perempuan, dinyatakan tidak berlaku. 
 

Pasal 25
Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
 

 Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal    18 Oktober 2005  

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
                                             ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
 

 
Salinan sesuai dengan aslinya
Deputi Sekretaris Kabinet 
Bidang Hukum dan  Perundang-undangan,
ttd
Lamock V. Nahattands
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PROFIL 

KOMISI NASIONAL ANTI KEKERASAN 
TERHADAP PEREMPUAN

Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas 
Perempuan) adalah lembaga independen yang didirikan pada tanggal 
15 Oktober 1998, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 181 Tahun 
1998 yang kemudian diperbaharui dengan Peraturan Presiden Nomor 
65 Tahun 2005. Komnas Perempuan lahir dari tuntutan masyarakat 
sipil pada tanggungjawab pemerintah atas tragedi kekerasan seksual 
terutama yang menimpa perempuan etnis Tionghoa dalam kerusuhan 
Mei 1998.

Perpres No. 65/2005 memberikan mandat Komnas Perempuan 
untuk:

Menyebarluaskan pemahaman atas segala bentuk kekerasan 1.	
terhadap perempuan Indonesia dan upaya-upaya pencegahan 
dan penanggulangan serta penghapusan segala bentuk kekerasan 
terhadap perempuan.
Melaksanakan pengkajian dan penelitian terhadap berbagai 2.	
peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berbagai 
instrumen internasional yang relevan bagi perlindungan bagi hak-
hak asasi perempuan.
Melaksanakan pemantauan, termasuk pencarian dan pen-3.	
dokumentasian fakta dan pendokumentasian kekerasan terhadap 
perempuan dan pelanggaran HAM perempuan.
Memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah, lembaga 4.	
legislatif dan yudikatif serta organisasi-organisasi masyarakat 
guna mendorong penyusunan dan pengesahan kerangka hukum 
dan kebijakan yang mendukung upaya-upaya pencegahan dan 
penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan, 
serta perlindungan penegakan dan pemajuan hak-hak asasi 
perempuan.
Mengembangkan kerjasama regional dan internasional guna 5.	
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meningkatkan upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan 
segala bentuk kekerasan terhadap perempuan Indonesia, serta 
perlindungan penegakan dan pemajuan hak asasi perempuan.

Visi Komnas Perempuan: 

Terciptanya tatanan, relasi sosial dan pola perilaku yang kondusif 
untuk mewujudkan kehidupan yang dihargai keberagaman dan 
bebas dari rasa takut, tindakan atau ancaman kekerasan dan 
diskriminasi sehingga kaum perempuan dapat menikmati hak 
asasinya sebagai manusia.

Misi Komnas Perempuan:

Meningkatkan upaya pencegahan dan penanggulangan segala 1.	
bentuk kekerasan terhadap perempuan dan mendorong 
pemenuhan hak korban atas kebenaran, keadilan dan pemulihan 
dalam berbagai dimensi, termasuk hak ekonomi, sosial, politik, 
budaya yang berpijak pada prinsip hak atas integritas diri.
Meningkatkan kesadaran publik bahwa hak-hak perempuan 2.	
adalah hak asasi manusia dan  kekerasan terhadap perempuan 
adalah pelanggaran hak asasi manusia.
Mendorong penyempurnaan peraturan perundang-undangan 3.	
dan kebijakan yang kondusif serta  membangun sinergi dengan 
lembaga pemerintah dan lembaga publik lain yang mempunyai 
wilayah kerja atau juridiksi yang sejenis untuk pemenuhan 
tanggungjawab Negara dalam penghapusan segala bentuk 
kekerasan terhadap perempuan.
Mengembangkan sistem pemantauan, pendokumentasian dan 4.	
evaluasi atas fakta kekerasan terhadap perempuan dan pelanggaran 
hak asasi perempuan atas kinerja lembaga-lembaga Negara serta 
masyarakat dalam upaya pemenuhan hak perempuan, khususnya 
korban
Memelopori dan mendorong kajian-kajian yang mendukung 5.	
terpenuhinya mandat Komnas Perempuan.
Memperkuat jaringan dan solidaritas antar komunitas korban, 6.	
pejuang hak asasi manusia,  kehususnya di tingkat lokal, nasional 
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dan internasional.
Menguatkan kelembagaan Komnas Perempuan sebagai Komisi 7.	
Nasional yang independen, demokratis, efektif, efisien, akuntabel, 
dan responsif terhadap penegakan hak asasi perempuan. 

Peran yang dimainkan oleh Komnas Perempuan sebagai resource center 
tentang hak asasi manusia perempuan, negosiator dan mediator antara 
pemerintah dan komunitas korban dan komunitas pejuang hak asasi 
perempuan dengan menitikberatkan pada kepentingan korban; inisiator 
dalam mendorong perubahan serta perumusan kebijakan, pemantau 
dan pelapor tentang pelanggaran HAM berbasis gender secara berkala 
dengan bekerjasama dengan institusi-institusi HAM lainnya; fasilitator 
pengembangan dan penguatan jaringan di tingkat lokal, nasional dan 
internasional untuk kepentingan pencegahan, peningkatan kapasitas 
penanganan dan penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap 
perempuan.

Dalam menjalankan perannya, Komnas Perempuan bekerja dalam 
5 (lima) Sub Komisi, yaitu: Penelitian dan Pengembangan (Litbang), 
Pemantauan, Pengembangan Sistem Pemulihan, Reformasi Hukum 
dan Kebijakan (RHK), dan Partisipasi Masyarakat (Parmas). Dibentuk 
juga 3 (tiga) Gugus Kerja, yaitu: Gugus Kerja Perempuan dan Konstitusi 
Hukum Nasional (PKHN), Gugus Kerja Pekerja Migran (GKPM), Gugus 
Kerja Papua (GK Papua). Dibantu oleh Sekretatiat Jenderal (Sekjen) dan 
Badan Pekerja (BP).

Komnas Perempuan melalui Sub Komisi Reformasi Hukum 
dan Kebijakan, berupaya mendorong penyempurnaan peraturan 
perundang-undangan dan kebijakan; membangun sinergi dengan 
lembaga pemerintah dan lembaga publik lain, baik yang memiliki tugas 
dan wewenang khusus dalam penghapusan segala bentuk Kekerasan 
Terhadap Perempuan (KtP) dan pemenuhan HAM Perempuan, maupun 
yang tidak memiliki tugas khusus tersebut namun terkait dengannya.

Sejak tahun 2003, Komnas Perempuan bekerjasama dengan LBH 
Apik Jakarta, DERAP-Warapsari, Convention Watch & Pusat Kajian 
Wanita dan Jender Universitas Indonesia (PKWJ-UI) untuk program 
“Penguatan Penegak Hukum”.
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